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MOTTO 
 

 

Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33) ayat 5 :  Artinya: Panggilah mereka (anak-anak 

angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil 

pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka 

(panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan 

tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada 

dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang. 

 

Kaidah Fiqhiyah , Artinya : “ sesuatu yang mubah ( fakultatip ) apabila 

ditetapkan sebagai kewajiban ( imperatif ) oleh pemerintah karena untuk 

menegakkan kemaslahatan umum, maka hukumnya  wajib bagi rakyat untuk 

mengikutinya “ 
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GLOSSARY 

 

Rekonstruksi : Pengembalian sebagaimana semula,  penggambaran kembali 

pengulangan perbuatan atau peristiwa semula. 

Hukum : Undang-Undang, Peraturan dan sebagainya untuk mengatur 

pergaulan hidup masyarakat. 

Peralihan : Pergantian  

Hak Cipta   : hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan 

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi 

pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

perundangan. 

Pewarisan : Proses, cara perbuatan mewarisi atau mewariskan. 

Berdasarkan : Berbasis 

Nilai : Penghargaan atau kebaikan dan kemampuan yang 

dipercaya yang ada pada suatu benda untuk memuaskan 

manusia. 

Keadilan  : Tidak memihak atau pertimbangan keadaan seimbang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah bertekad untuk memajukan suatu 

masyarakat yang dicita-citakan bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, 

spiritual dan material. 

Dalam  usaha  untuk  mewujudkan cita-cita tersebut pada abad ke-20  terjadi 

suatu perkembangan kehidupan di tingkat nasional yang berkembang pesat, terutama 

dalam bidang informasi, telekomunikasi, transportasi, perekonomian, hukum pada 

umumnya dan pemberian perlindungan hukum yang efektif terhadap hak-hak atas 

kekayaan intelektual (selanjutnya disingkat HAKI)
1
,khususnya di bidang hak cipta.  

Perkembangan yang pesat dalam teknologi telekomunikasi ini mengakibatkan 

dunia terasa semakin kecil dan batas Negara secara ekonomis hampir tidak ada lagi, 

kondisi dunia yang demikian ini dikenal dengan globalisasi. 

Jujur diakui bahwa proses globalisasi memang menawarkan berbagai peluang 

baru bagi bangsa Indonesia, namun pada saat yang bersamaan pula peluang-peluang 

tersebut berhadapan dengan berbagai tantangan terhadap aspek ideologi, politik, 

ekonomi, budaya, hukum dan sebagainya, yang mengharuskan bangsa Indonesia untuk 

melaksanakan evaluasi, konsolidasi dan pembenahan terhadap berbagai aspek tersebut. 

                                                 
1
Istilah HAKI merupakan terjemahkan dari Intellectual Property Rights, yang merupakan istilah 

baku yang secara resmi dipakai dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-

Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 

Tahun 1987. GBHN 1993, Bab IV (f) Bidang Ekonomi butir 1 sub g dan beberapa penulis, menggunakan  

istilah terjemahan Hak Milik Intelektual, mis : Sudargo Gautama, C.S.T, Kansil dan Muhammad 

Djumhana masing-masing dalam bukunya berjudul Segi-segi Hukum hak Milik Intelektual (1990), Hak 

Milik Intelektual (1990), Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta (1997), dan Hak Milik Intelektual, 

Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia (1997). 



 

Di bidang hukum, era globalisasi dan perdagangan bebas dunia membawa 

dampak perubahan terhadap tatanan hukum nasional.Hukum yang berisi norma-norma 

dan kaedah-kaedah yang mengatur berbagai aspk kehidupan manusia diharapkan 

mampu untuk mengimbangi tuntutan yang muncul dan berkembang dalam masyarakat 

sebagai akibat globalisasi. 

Perlindungan hukum terhadap hak cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai 

upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah 

mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. 

Menyadari hal tersebut, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha 

untuk memperbaharui peraturan perundang-undangan dibidang hak cipta untuk 

menyesuaikan diri dengan perkembangan di bidang ekonomi maupun dibidang 

teknologi. 

Pengaturan masalah hak cipta di Indonesia sebenarnya bukanlah masalah atau 

hal yang baru, karena Indonesia mengenal hak cipta pertama kali dalam Auteurswet 

1912 (Undang-Undang Hak Cipta 1912), yang kemudian diganti dengan Undang-

Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang telah dua kali mengalami perubahan. 

Perubahan pertama terjadi pada tahun 1987 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1987 tentang Hak Cipta. Selanjutnya perubahan kedua terjadi pada tahun 1997 

melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas  Undang-Undang 

No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

No. 7 Tahun 1987 yang disahkan Presiden Republik Indonesia pada 7 Mei 1997.
2
 

                                                 
2
Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, Konvensi-Konvensi Hak-Hak Milik Intelektual Baru 

untuk Indonesia (1997), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman  72 



 

Selanjutnya Undang-Undang Hak Cipta kembali diubah dengan Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2002 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.  

Walaupun perubahan-perubahan tersebut telah memuat beberapa    

penyesuaian    Pasal sesuai dengan TRIPs  (Trade Related Aspects Of Intelectual 

Property Rights), namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk 

memberi perlindungan bagi karya-karya dibidang hak cipta, termasuk upaya untuk 

memajukan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya, serta 

pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan 

hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat, yang diperlukan 

dalam melaksanakan pembangunan nasional. 

Lahirnya Undang-Undang hak cipta baru yaitu Undang-Undang No. 28 tahun 

2014, yang terlepas dari kecenderungan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia 

pada khususnya untuk memberikan perlindungan hukum HAKI. Bagi bangsa Indonesia 

perlindungan hukum HAKI merupakan perkembangan yang baru, namun di negara-

negara maju telah berabad-abad lamanya dikenal bahkan mempunyai ekonomi (ekonomi 

value) yang cukup besar bagi pendapatan negara. Hal itu dapat dimengerti karena Hak 

Cipta sebagai bagian dari HAKI pada hakikatnya dapat memberikan manfaat ekonomi 

kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan kepada negara.  

“Di kalangan negara-negara Eropa yang bergabung dengan European Union 

(EU), dan di Amerika Serikat, kesadaran akan manfaat ekonomi ini tertanam 

dengan kuat. Di negara-negara maju tersebut beberapa studi ekonomi yang 

dilakukan telah membuktikan tentang tumbuhnya dengan pesat kontribusi 

industri hak cipta terhadap pendapatan nasional Negara.
3
 

 

                                                 
3
Eddy Damian, Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang 

Hak Cipta 1997 dan Perlindungan Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya, Alumni, Bandung, 

1999, halaman  2 



 

Selanjutnya Eddy Damian mengutip karya tulis Herman Cohen Jehoram dalam 

buku Audiovisual Media and Copyright in Europe menyatakan bahwa :  

“Penelitian yang diadakan Stichting Voor Economicshe Onderzoek 

(SEO).“Universitas Amsterdam pada tahun 1993 menunjukkan bahwa industri 

hak cipta bukan saja meningkatkan pendapatan nasional negara, tetapi juga 

menambah angkatan kerja nasional. Penelitian lain membuktikan nilai tambah 

industri hak cipta diperkirakan pada tahun 1989 berjumlah dua puluh miliar 

gulden dan angkatan kerja yang tertampung dalam industri ini berjumlah 4,6% 

dari seluruh angkatan kerja”.
4
 

 

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan 

perlindungan terhadap karya cipta ini ternyata belum membuahkan hasil yang 

maksimal.Dalam realitasnya, pelanggaran hak cipta masih menggejala dan seolah-olah 

tidak dapat ditangani walaupun pelanggaran itu dapat dilihat dirasakan dalam kehidupan 

sehari-hari. Berbagai macam bentuk pelanggaran yang dilakukan dapat berupa 

pembajakan terhadap karya cipta, mengumumkan, mengedarkan, maupun menjual karya 

orang lain tanpa seizin pencipta ataupun pemegang hak cipta. 

Salah satu cita-cita suatu bangsa adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, 

sebagai mahluk sosial kita perlu membaca untuk mengetahui perkembangan untuk 

kemajuan, berdasarkan hal tersebut diatas maka suatu ciptaan/perancangan baru perlu 

peningkatan dalam menyempurnakan ilmu pengetahuan. 

Hak cipta merupakan hak yang diberikan negara kepada pencipta dimana 

menurut Undang-Undang RI No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta pada Pasal1 angka 1 

menyatakan bahwa “Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara 

otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk 

                                                 
4
Ibid. 



 

nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku”. 

Perlindungan hak cipta atas suatu ciptaan mulai berlaku secara otomatis sejak 

ciptaan ada atau diumumkan.Sedangkan lama masa perlindungan hukum yang 

diberikan bervariasi berdasarkan jenis ciptaan.Lamanya perlindungan hak cipta 

atas suatu ciptaan dapat ditinjau dari dua sumber, yaitu menurut konvensi 

internasional yang mengatur tentang hak cipta dan dari Undang-Undang Hak 

Cipta.
5
 

 

Hak Cipta adalah kekayaan personal, maka Hak Cipta dapat disamakan dengan 

bentuk kekayaan (property.) yang lain. Di dalam Pasal16 ayat (1) UU No. 28 Tahun 

2014 terdapat ketentuan  “monumental” disebutkan bahwa : “Hak Cipta merupakan 

benda bergerak tidak berwujud”. Oleh karena hak cipta dianggap sebagai barang 

bergerak yang tidak berwujud maka hak cipta dapat dialihkan kepada orang/pihak lain 

salah satunya melalui pewarisan.       

Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta 

dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, salah satunya karena 

pewarisan. Namun problema yang timbul dari pewarisan hak cipta ini dapat saja terjadi 

ditengah-tengah keluarga si pencipta, hal ini terjadi apabila hak cipta ini jatuh ketangan 

orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas hak yang diterimanya dengan cara 

menyalahgunakan hasil ciptaan si pencipta yang telah meninggal dunia tersebut. Hal 

mana dialami oleh keluarga mendiang penyanyi Bob Marley untuk mendapatkan hak 

cipta beberapa album rekamannya yang terkenal, salah satu lagu terkenalnya adalah no 

woman no cry. Ahli waris Bob Marley menuntut ganti rugi bernilai milyaran dolar dari 

                                                 
5
 Elyta Ras Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori Dan Praktik, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2012, halaman  67  



 

UGM karena perusahaan itu dituduh mengeksploitasi rekaman penyanyi berambut 

gimbal itu.  

Hal yang sama juga dialami oleh anak-anak mendiang Jack Kirby yang dikenal 

sebagai pengarang superhero Captain Amerika dengan penerbit komik sekaligus studio 

film Marvel. Ahli waris Kirby sendiri telah terlihat konflik dengan Marvel sejak tahun 

2009 ketika studio film dibeli oleh Disney sebesar USD 4 miliar. Mereka berusaha 

merebut kembali hak cipta legenda superhero komik itu agar dibuat berdasarkan 

ketentuan hukum yang berlaku. 

Bukan tidak mungkin hal yang sama akan terjadi di Indonesia, mengingat 

banyaknya pencipta asal Indonesia yang memiliki karya cipta yang dianggap fenomenal 

walaupun pencipta tersebut sudah meninggal dunia tetapi karya ciptanya masih 

dieksploitasi sampai sekarang, bukan saja di Indonesia tetapi juga di luar negeri. 

Misalnya Gesang Martohartono “sang maestro lagu keroncong” dengan lagu “bengawan 

solo” yang tak hanya popular di tanah air tetapi juga di luar negeri diantaranya Belanda, 

Jepang dan Malaysia. Bahkan sempat beberapa warga Negara Belanda mengklaim lagu 

tersebut dan negeri jiran Malaysia bahkan pernah menjiplaknya dengan judul “main 

cello” pada tahun 1960. Begitu juga dengan musisi Is Haryanto yang terkenal dengan 

lagu “rek ayo rek dan sepanjang jalam kenangan”, Drs. Suyadi atau yang lebih dikenal 

dengan nama “pak raden” pencipta “boneka si unyil”. Yang mana untuk boneka siunyil 

ini Drs. Suyadi sempat bersengketa dengan PFN terkait dengan kepemilikan hak cipta 

atas boneka si unyil. 

Apabila persoalan ini dibiarkan begitu saja atau tidak adanya penyelesaian 

serta perlindungan terhadap hasil ciptaan ini, dikhawatirkan akan terjadi pengambilan 



 

hak dari orang lain yang sebenarnya bukan haknya, tentu hal ini tidak dikehendaki oleh 

siapapun, karena akan menimbulkan suatu konflik dan keresahan dikalangan masyarakat 

luas, dimana menurut hukum positif peristiwa hukum tersebut merupakan peristiwa 

melawan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku dinegara Republik 

Indonesia. 

Perlindungan yang diberikan atas hak cipta bukan saja merupakan pengakuan 

negara terhadap karya cipta seorang pencipta, tetapi juga diharapkan bahwa 

perlindungan tersebut akan dapat membangkitkan semangat serta minat yang lebih besar 

untuk melahirkan ciptaan baru, sebab pertumbuhan dan perkembangan ilmu 

pengetahuan sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan peradaban dan 

martabat manusia, selain itu juga bahwa pelaksanaan pembangunan nasional yang pada 

hakekatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat 

Indonesia dan tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk mewujudkan suasana yang akan 

lebih baik lagi. 

Berdasarkan paparan tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian  dengan judul: “REKONSTRUKSI HUKUM PERALIHAN HAK CIPTA 

MELALUI PEWARISAN BERBASIS NILAI KEADILAN”. 

 

B. Perumusan Masalah    

 Adapun rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan hukum peralihan hak cipta melalui pewarisan menurut 

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014? 



 

2. Mengapa pengaturan hukum peralihan hak cipta melalui pewarisan menurut 

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun2014  belum berbasis nilai keadilan? 

3. Bagaimanakah   rekonstruksi Hukum Peralihan Hak Cipta melalui Pewarisan 

Berbasis Nilai Keadilan? 

 

C. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah yang penulis uraikan di atas maka yang menjadi 

tujuan dalam penelitian dari penulisan disertasi ini adalah : 

1. Untuk menganalisis hukum peralihan hak cipta melalui pewarisan menurut Undang-

Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. 

2. Untuk mengkaji pengaturan hukum peralihan hak cipta melalui pewarisan menurut 

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang belum berbasis nilai keadilan 

3. Untuk merekonstruksi hukum peralihan hak cipta melalui pewarisan berbasis nilai 

keadilan. 

D. Kegunaan Penelitian 

 Penelitian  ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, yaitu : 

1. Secara teoritis.  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bermanfaat untuk 

melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan perkembangan 

Hukum Perdata Indonesia. Dengan kata lain diharapkan dapat memperkaya 

khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan koleksi 

karya ilmiah dalam memberikan kontribusi pemikiran yang membahas mengenai   

masalah hukum dan kepemilikan hak cipta serta pewarisannya. 

2. Secara praktis. 



 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi 

penegak hukum serta masyarakat yang membutuhkan informasi ilmiah yang 

mendalam mengenai pewarisan hak cipta. 

E. Kerangka Konseptual 

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam 

Pewarisan :bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-perundangan. 

2. Pewarisan adalah Proses, cara perbuatan mewarisi atau mewariskan 

3. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau 

bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi 

4. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang 

menerima hak tersebut secara sah dari pencita, atau pihak lain yang 

menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. 

5. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan 

sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran,imajinasi, 

kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk 

nyata.  

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Keadilan Sebagai Grand Teori 

Menurut pandangan peneliti keadilan adalah sesuatu yang paling sulit diletakkan 

di dunia ini. Dikarenakan apabila salah dalam peletakan maka konsekuensinya secara 

fundamental adalah tidak adil. Muhamad Erwin mengatakan dalam tulisanya tentang 



 

keadilan. Rasanya kita harus merefleksikan bahwa kita tidak tinggal sendiri di dunia ini 

dan kita dituntut untuk berfikir agar tidak mengabaikan tanggungjawab kepada yang 

lain. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, tujuan hukum memang tidak hanya 

keadilan, tetapi juga kepastian hukum, dan kemamfaatan. Idealnya hukum memang 

harus mengakomodasi ketiganya. Misalnya sedapat mungkin merupakan resultante dari 

ketiganya. Sekalipun demikian tetap ada yang berpendapat, diantara ketiganya tujuan 

hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling penting, bahkan ada yang 

berpendapat tujuan hukum satu-satunya, contohnya ditunjukan oleh seorang hakim 

Indonesia, Bismar Siregar, dengan menyatakan “jika untuk keadilan saya korbankan 

kepastian hukum”.
6
 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan/adil adalah tidak sewenang-

wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.
7
  Di dalam konsep Islam, adil berasal dari 

bahasa Arab “al-adl” yang merupakan kata benda, berasal dari kata kerja “adala” 

berarti; a) meluruskan atau jujur, mengubah; b) menjauh, meninggalkan dari satu jalan 

(salah) menuju jalan yang benar; c) menjadi sama atau sesuai atau menyamakan; d) 

membuat seimbang atau menyeimbangkan atau dalam keadaan seimbang. Dalam bahasa 

Inggris di sebut dengan “justice”memiliki persamaan arti dengan
8
 justicia (Latin), jeuge, 

Justice (f) (Prancis), juez (m), justicia (f) (Spanyol), reichter (m), gerechtigkeit (f) 

(Jerman). 

Keadilan dapat diartikan sebagai kondisi kebenaran ideal secara moral  mengenai 

sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Keadilan juga dapat diartikan sebagai 
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suatu tindakan yang didasarkan norma-norma, baik norma agama maupun hukum. 

Keadilan ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan 

memberi sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.  

Menurut W.J.S. Poerwodarminto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

keadilan berarti tidak berat sebelah, mendapatkan perlakuan yang sama, sepatutunya, 

tidak sewenang-wenang. Jadi, dalam pengertian adil termasuk di dalamnya tidak 

terdapat kesewenang-wenangan. Orang yang bertindak sewenang-wenang berarti 

bertindak tidak adil. 

Berdasarkan dari pemikiran yang menjadi isu para pencari keadilan terhadap 

problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan 

dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan 

perundang-undangan
9
 yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang 

berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu 

tidak adil. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang 

hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum 

tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini 

seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka 

umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.
10

 

Untuk membina dan menegakkan keadilan, kita sebaiknya mengetahui berbagai 

aturan yang tercermin dalam berbagai teori. Dalam perkembangan pemikiran teori 

hukum, juga tidak lepas dari konsep keadilan. Konsep keadilan tidak menjadi monopoli 
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pemikiran satu orang ahli saja. Banyak  para pakar dari berbagai disiplin ilmu 

memberikan jawaban apa itu keadilan. Ada beberapa filusuf terkenal yang 

mengemukakan teorinya mengenai keadilan, sebagai filusuf  yang memberikan jawaban 

tentang konsep keadilan. 

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif.
11

 Keadilan akan terasa 

manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan 

baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan 

konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan 

dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim. 

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. 

Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang 

benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : 

pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa 

yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam 

keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil 

gabungan tersebut akan menjadi keadilan. 

Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. 

Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan 

kemakmuran. 

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karya 

nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Lebih khusus, dalam buku nicomachean 

ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum 
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Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa 

ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.
12

 

Pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun 

Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan 

proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, 

yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan bahwa semua warga adalah sama di 

depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya 

sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.  

Pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan 

seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan 

distributif dan keadilan korektif. Keadilan yang pertama berlaku dalam hukum publik, 

yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Kedailan distributif dan korektif sama-

sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami 

dalam kerangka konsepsi di wilayah keadilan distributif, bahwa imbalan yang sama-rata 

diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan yang kedua, bahwa yang 

menjadi persoalan bahwa ketidaksetaraan disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran 

kesepakatan.  

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, 

kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. 

Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelas bahwa apa yang ada dibenak 

Aristoteles bahwa distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang 
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berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang 

sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilai bagi masyarakat.
13

 

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika 

suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha 

memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan 

telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si pelaku. 

Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggu tentang “kesetaraan” yang 

sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali 

kesetaraan tersebut. Uraian tersebut nampak bahwa keadilan korektif merupakan 

wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.
14

 

Aristoteles memberikan keterangan tentang perbedaan antara keadilan distributif 

dengan keadilan kolektif sebagai berikut:
15

 

a. Keadilan yang distributif mengatur pembagian barang-barang dan penghargaan 

kepada tiap orang sesuai dengan kedudukanya dalam masyarakat, serta 

menghendaki perlakuan yang sama bagi mereka yang berkedudukan sama 

menurut hukum. 

b. Keadilan kolektif adalah terutama merupakan suatu ukuran dari prinsip-prinsip 

teknis yang menguasai administarsi daripada hukum pelaksanaan undang-

undang. Dalam mengatur hubungan hukum perlu akibat perbuatan, tampa 

memandang siapa orangnya dan maksudnya baru dapat dinilai menurut suatu 

ukuran objektif. 

 

Dalam membangun argumentasi, Aristoteles menekankan perlu dilakukan 

pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang 

didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan 

pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan 
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dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam 

undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian 

yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada 

komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam 

bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alamjika bisa didapatkan dari 

fitrah umum manusia.
16

 

Berdasarkan uraian teori keadilan dengan berpegang dengan teori keadilan 

Aristoteles yang membagi keadilan dalam dua bentuk persamaan yaitu keadilan 

persamaan Numerik dan keadilan persamaan Proporsional serta kedua-duanya tersebut 

harus mengambarkan keadilan yang Disributif. Dimana menurut peneliti sangat akur 

dan cocok dengan hukum peralihan hak cipta melalui pewarisan dikarenakan keadilan 

distributif sangat berkaiatan dengan persamaan atau keadilan atas kekayaan atau barang-

barang. Yang dimana dalam kajian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengenai 

kekayaan intelektual dengan sistem perlindungannya yang dimana harus mengkaji 

kerugian-kerugian baik dalam bentuk materil dan formil atas penggunaan hak cipta. 

Tentu semua itu akan berkaitan dengan perlindungan hak cipta yang diberikan oleh 

undang-undang sebagai aturan main (asas legalitas) atau negara hukum berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

 

2. Teori Kepastian Hukum Sebagai Middle Theory  
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 Peter Mahmud Marzuki memberikan pandangannya tentang kepastian hukum 

dalam tulisanya sebagai berikut. 

“Kepastian hukum adalah adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan 

tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum 

yang mengandung dua pengertian, yaitu : pertama adanya aturan yang bersifat 

umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh 

dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan 

pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat 

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara 

terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam 

undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara 

putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus 

serupa yang telah diputuskan.”
17

 

 

 Kepastian hukum tentu sangat erat kaitanya dengan validitas norma dalam aturan 

itu sendiri, dalam hal ini Bruggink membagi validitas (keberlakuan norma) menjadi tiga 

bagian. Pertama: validitas faktual, kedua: validitas normatif, ketiga: validitas 

evaluatif.Jika ditarik pemahaman tentang validitas dapat diartikan, Validitas adalah 

eksitensi norma secara spesifik. Suatu norma adalah valid merupakan suatu peryataan 

yang mengasumsikan eksistensi norma tersebut dan mengasumsikan bahwa norma itu 

memiliki kekuatan mengikat (binding force) terhadap orang yang perilakunya diatur. 

Aturan adalah hukum, dan hukum yang jika valid adalah norma. Jadi hukum adalah 

norma yang memberikan sanksi.
18

 

 Bruggink dalam menjelaskan validitas norma secara faktual, menjelaskan 

sebagai berikut. 

Orang mengatakan bahwa kaidah hukum berlaku secara faktual atau efektif, jika 

para warga masyarakat, untuk siapa kaidah hukum itu berlaku, mematuhui 

kaidah hukum tersebut. Dengan demikian, keberlakuan faktual dapat ditetapkan 

dengan bersaranakan penelitian empiris tentang perilaku para warga masyarakat. 

Jika dari penelitian yang demikian itu tampak bahwa para warga, dipandang 
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secara umum, berperilaku dengan mengacu pada keseluruhan kaidah hukum, 

maka terdapat keberlakuan faktual kaidah itu. Orang juga dapat mengatakan 

bahwa kaidah hukum itu efektif. Bukankan kaidah hukum itu berhasil 

mengarahkan pirilaku warga masyarakat, dan itu adalah salah satu sasaran utama 

kaidah hukum. Itu sebabnya orang menyebut keberlakuan faktual hukum adalah 

juga efektifitas hukum.
19

 

 

 Sedangkan validitas secara normatif Bruggink kembali memberikan pandangan 

sebagai berikut. 

“Orang berbicara tentang keberlakuan normatif suatu kaidah hukum. Jika kaidah 

hukum itu merupakan bagian dari suatu sistem kaidah hukum tertentu yang 

didalamnya kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk yang satu terhadap yang 

lain. Sistem kaidah hukum yang demikin terdiri atas suatu keseluruhan hierarkhi 

kaidah -kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum 

yang lebih tinggi. Karena pada keberlakuan ini diabstraksi dari isi kaidah hukum, 

tetapi perhatian hanya diberikan pada tempat kaidah hukum itu dalam sistem 

hukum, maka keberlakuan ini disebut juga keberlakuan formal.
20

 

 

 Kemudian mengenai dasar berlakunya atau validitas dari suatu peraturan atau 

norma hukum terletak pada peraturan atau norma hukum yang lebih tinggi lagi, dan 

pada ahirnya sampai pada suatu peraturan atau norma yang tertinggi, yaitu norma dasar 

(grundnorm/basic norm) norma hukum itu sendiri mendapatkan dasar berlakunya atau 

validitasnya dari suatu postulat yang telah dianggap demikian asanya dan disepakati 

masyarakat umumnya, tidak terkecuali jika norma hukum tersebut tidak sejalan dengan 

nilai-nilai moral.
21

 

Positivisme, rujukan etimologisnya berasal dari bahasa Latin “ponere-posui 

positus” yang berarti meletakkan, memaksudkan bahwa tindakan manusia itu disebut 

baik atau buruk, benar atau salah, sepenuhnya bergantung kepada peraturan atau hukum 
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yang diletakkan, diberlakukan.
22

 Positivisme Hukum, dalam definisinya yang paling 

tradisional tentang hakikat hukum, memaknainya sebagai norma-norma positif dalam 

sistem perundang-undangan.
23

 

Positivisme hukum (aliran hukum positif) memandang perlu memisahkan secara 

tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya 

antara das sein dan das sollen), dalam kacamata positivisme tida hukum lain, kecuali 

perintah penguasa (law is a command of the law givers).
24

 

Pada abad ke- 19 kepercayaan kepada ajaran hukum alam yang rasionalitas 

hampir ditinggalkan orang sama sekalai, antara lain karena pengaruh aliran cultuur 

historis scholl. Tetapi membuat semakin kuatanya aliran lain yang mengantinya, yaitu 

aliran positivisme hukum (rechposistivisme) aliran ini juga sering disebut dengan aliran 

legitimasi.
25

 

Aliran Hukum Positif 

 

Perlu Pemisahan Antara Hukum Dan Moral 

 

 

Jadi Hukum Yang Berlaku (Das Sein) Dan Hukum  

Yang Seharusnya (Das Sollen) Harus Dipisahkan. 
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 Jhon Austin salah satu tokoh positivisme memberikan pendapat tentang hukum 

tulisannya sebagai berikut: 

 

 The matter of jurisprudence is positive law, law simply and strictly so 

called. Or law set by political superior to political inferior......a law, in the 

most general and comprehensive accption in which the term in its literal 

meaning, is employed, mayby said to be a rule laind down for the gindance 

of an intelegent being by having power over him.
26

 

 

Pernyataan di atas menunjukkan pemahaman John Austin tentang hukum yaitu 

sesuatu yang jelas dan tegas keberadaanya, yang merupakan suatu produk dari kekuatan 

politik yang lebih kuat untuk suatu kekuatan politik yang lebih kuat untuk sesuatu 

kekuatan politik yang lebih lebah. 

John Austin membagi dua kategori hukum:
27

 

1. Hukum dalam arti yang sebenarnya (laws properly so called) dan; 

2. Hukum dalam arti yang tidak sebenarnya (laws improperly so called). 

 Kemudian mengenai dasar berlakunya atau validitas dari suatu peraturan atau 

norma hukum terletak pada peraturan atau norma hukum yang lebih tinggi lagi, dan 

pada ahirnya sampai pada suatu peraturan atau norma yang tertinggi, yaitu norma dasar 

(grundnorm/basic norm) norma hukum itu sendiri mendapatkan dasar berlakunya atau 

validitasnya dari suatu postulat yang telah dianggap demikian asanya dan disepakati 

masyarakat umumnya, tidak terkecuali jika norma hukum tersebut tidak sejalan dengan 

nilai-nilai moral.
28
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 Hans Kelsen dalam tulisan Muhammad Erwin memberikan penjelasan tentang 

kevaliditasan hukum sebagai berikiut:
29

 

a. A norm exist with binding force; (norma yang ada harus mempunyai 

kekuatan mengikat); 

b. A particular norm concerned is identiflaby part of legal order which is 

efficacious;(norma tertentu yang bersangkutan bagian dari tatanan hukum 

yang berkhasiat); 

c. A norm is conditioned by another norm of higer level in the hierarchy of 

norm;(norma dikondisikan oleh norma lain dari tingkat dalam hierarki 

norma); 

d. A norm which is justified in conformity with the besic norm;
30

(norma yang 

dibenarkan sesuai dengan norma kebiasaan).
31

 

 

Hans Kelsen juga menjelaskan dalam tulisannya tentang validas sebagai 

berikut:
32

 

Apakah hakikat dari validitas hukum, seperti dibedakan dari efektivitas hukum? 

Perbedaannya dapat dilukiskan dengan sebuah contoh : suatu peraturan hukum 

melarang pencurian, menetapkan bahwa setiap pencuri harus dihukum oleh 

hakim. Peraturan ini valid bagi semua orang yang dengan demikian melarang 

pencurian kepada mereka, yaitu individu-individu yang harus mematuhi 

perturan tersebut, yakni para subjek dari peraturan tersebut. peraturan hukum 

adalah valid terutama bagi mereka yang benar-benar mencuri dan dalam 

melakukan pencurian tersebut melanggar peraturan tersebut. dengan kata lain, 

peraturan hukum adalah valid meskipun dalam kasus-kasus dimana perturan 

hukum itu kurang efektif.
33
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Mengenai suatu norma telah di positifkan sebagai aturan hukum yang prinsipal mempunyai sifat 
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 Pemaparan yang disampaikan penulis di atas sesuai dengan pandangan Efran 

Helmi Juni dalam tulisanya yang menyatakan “kaidah hukum adalah peraturan yang 

dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa 

negara, mengikat setiap orang, dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat penegak 

hukum atau aparat negara, kaidah hukum ditujukan pada sikap lahir manusia atau 

perbuatan yang dilakukan manusia.
34

 

Ketika hukum digambarkan sebagai “perintah” atau “ekspresi kehendak” 

legislator, dan ketika tata hukum dikatakan sebagai perintah atau keinginan Negara, 

maka sehararusnya dipahami sebagai a figurative mode of speech. Jika aturan hukum 

adalah suatu perintah, maka merupakan perintah yang depsybologized, yaitu suatu 

perintah yang tidak mengimplikasikan makna adanya keinginan secara psikologis.
35

 

 Hans Kelsen membuat suatu pembagian yang paling luas, wilayah berlakunya 

peraturan hukum dapat dibagi dalam empat bagian “sphere of space”(teritoriall 

ruimtegebied, grondgebied), “personal spahere” (personengebied) dan “material 

sphere” (zakengebied). Berdasarkan pembagian Hans Kelsen ini maka dapatlah 

dikemukakan empat pertayaan peraturan hukum itu berlaku “terhadap siapa”, “dimana”, 

“mengenai apa” dan “pada waktu apakah”?.
36

 

Dalam pandangan Hans Kelsen, pemaksaan atau penggunaan kekerasan 

(coercian) adalah ciri penting dari hukum, sehingga motifasi moral atau agama adalah 
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juga merupakan suatu hal yang penting, karena mempunyai daya efektif lebih tinggi di 

bandingkan dangan rasa kwatir terhadap suatu pemaksaan.
37

 atau dari sanksi hukum.
38

 

Kaidah-kaidah hukum itu mewujudkan isi aturan-aturan hukum. Banyak dari 

kaidah-kaidah hukum itu yang oleh pembentuk undang-undang dirumuskan dalam 

aturan-aturan hukum itu didalam peradilan diinterpretasi oleh hakim. Interpretasi itu 

menghasilkan keputusan-keputusan, yang melalui generalisasi menimbulkan kaidah-

kaidah hukum yang baru. Kadang-kadang kaidah-kaidah hukum ini oleh hakim sendiri 

dalam putusannya diletakkan kedalam aturan-aturan hukum. Proses pemositivan kaidah 

hukum itu kedalam aturan hukum terus menerus terjadi berulang-ulang. Demikianlah 

hukum itu selalu dalam keadaan bergerak. Perubahan yang berlangsung terus menerus 

itu memunculkan pertanyaan apakah tidak dapat ditentukan lebih jauh, pada kaidah 

hukum yang mana kita pada suatu saat tertentu harus berpegangan. Itu adalah 

pertanyaan tentang keberlakuan hukum. Problematika tentang keberlakuan hukum 

sering dibahas dalam teori kaidah-kaidah hukum. Dalam teori-teori itu dibedakan 

berbagai sifat kaidah hukum.
39

 

Kaidah hukum tidak mempersoalkan sikap batin seseorang apakah sifat tersebut 

baik atau tidak, tetapi persolan yang diangkat oleh kaidah hukum adalah perbuatan atau 

perilaku lahirnya, dengan demikian kaidah hukum tidak memandang baik atau buruk 

sikap batiniah seseorang. 

                                                 
37

Muhamad Erwin. Op., Cit, halaman 172. 

 
38

Pandangan Hans Kelsen tersebut dapat di kembangkan hukum memang harus dilaksanakan 
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Efran Helmi Juni dalam tulisanya membagi kaidah hukum dari sisi sifat yang 

dimana di paparkan sebagai berikut: 

a. hukum yang imperatif, maksudnya kaidah hukum bersifat apriori, harus di 

taati, bersifat mengikat dan memaksa. Tidak ada pengecualian di mata 

hukum (aquality before the law); 

b. hukum yang fakultatif, hukum tidak secara apriori mengikat. Kaidah 

fakultatif bersifat sebagai pelengkap. Contoh: Setiap warga negara berhak 

untuk menegemukakan pendapat, apabila seseorang berada di dalam forum, 

ia dapat, mengeluarkan pendapatnya atau tidak sama sekali.
40

 

 

Kemudian Efran Helmi Juni dalam tulisanya membagi kaidah hukum dari sisi 

bentuknya yang dimana dipaparkan sebagai berikut: 

a. kaidah hukum tidak tertulis yang biasanya tumbuh dalam masyarakat dan 

bergerak sesuai dengan perkembangan masyarakat; 

b. kaidah hukum tertulis, biasanyadituangkan dalam bentuk undang-undang dan 

sebagainya. Kelebihan kaidah hukum tertulis adalah kepastian hukum, mudah 

diketahui, dan penyederhanaan hukum serta kesatuan hukum.
41

 

 

Dari pemaparan yang di tuangkan Efran Helmi Juni dalam tulisanya yang 

membagi kaidah hukum dari sisi bentuk menjadi dua jenis (tertulis dan tidak tertulis) 

dimana hukum yang tidak tertulis hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat dan 

mengikuti perkembanganya sedang hukum yang tertulis dituangkan dalam bentuk 

tulisan atau kodifikasi yang dimana bertujuan utama demi adanya kepastian hukum di 

tengah masyarakat, mudah diketahui, serta kesatuan hukum, dimana mempunyai hirarki 

antara undang-undang yang rendah ke undang-undang di atasnya tidak boleh saling 

bertentangan atau kontradiksi peraturan yang dapat menimbulkan hilangnya kepastian 

hukum. 

Efran Helmi Juni dalam tulisanya memberikan pemaparan teori berlakunya 

kaidah hukum dapat dibedakan sebagaimana pemaparan berikut: 
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a. kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuanya didasarkan pada 

kaidah yang lebih tinggi tingkatanya, atau menurut cara yang telah ditetapkan, 

atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara kondisi dan akibat. 

Secara filosofis, berlakunya kaidah hukum apabila dipandang sesuai dengan 

cita-cita masyaakat; 

b. kaidah huku, berlaku secara sosiologis, apabila kaidah hukum tersebut efektif, 

artinya dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupuntidak diterima 

oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena 

diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). Brlakunya kaidah 

hukum secara sosiaologis menurut teori pengakuan, apabila kaidah hukum 

tersebut diterima dan diakui oleh masyarakat. Menurut teori paksaan 

berlakunya kaidah hukum apabila dipaksakan oleh penguasa; 

c. kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita 

hukum sebagai nilai positif yang tertinggi; 

d. kaidah hukum sebaiknya mengandung tiga aspek tersebut, yaitu jika berlaku 

secara yuridis, kaidah hukum hanya merupakan hukum yang mati, dan 

apabila berlaku secara sosiologis karena dipaksakan, kaidah hukum tersebut 

tidak lebih hanya sekedar alat pemaksa. Apabila kaidah hukum hanya 

memenuhi syarat filosofis kaidah hukum tersebut tidak lebih dari kaidah 

hukum yang dicita-cita kan.
42

 

 

Dengan demikian berlakunya kaidah hukum di tengah-tengah masyarakat 

sebaiknya harus berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis dikarenakan apabila 

ketiga aspek ini tidak terpenuhi secara sempurna dalam  kaidah hukum yang melekat 

pada masyarakat, maka akan cenderung terlaksana secara “memaksa”  atau hanya 

sepintas keinginan penguasa semata, maka oleh karena itu kaidah hukum harus 

memenuhi aspek-aspek tersebut agar kepastian, kemamfaatan serta keadilan akan 

tercapai dengan baik. 

Algra dalam tulisan Bruggink mengatakan, Algra/Duyvendak  misalnya 

mengatakan “Putusan apakah suatu cara berbuat sesuai dengan hukum (rechtmatig) atau 

melawan hukum (onrechtmatig), didasarkan pada aturan yang dalam tatanan hukum 

diakui sebagai kaidah hukum yang berlaku.
43
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Mengenai pandangan Algra tentang aturan sebagai hukum, ajaran tentang 

grundnorm bertolak dari pemikiran yang hanya mengakui undang-undang sebagai 

hukum, maka kelsen mengajarkan adanya grundnorm yang merupakan induk yang 

melahirkan peraturan-peraturan hukum, dalam suatu tatanan sistem hukum tertentu, jadi 

antara grundnorm yang ada pada tata hukum A, tidak meski sama dengan grundnorm 

pada tata hukum. B grundnorm ibarat bahan bakar yang menggerakkan seluruh sistem 

hukum. Grundnorm memiliki fungsi sebagai dasar mengapa hukum itu ditaati dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan hukum.
44

 

Aturan sekunder menjelaskan tentang apa kewajiban masyarakat yang 

diwajibkan oleh aturan, melalui prosedur apa sehingga suatu aturan baru memunkinkan 

untuk diketahui, atau perubahan atau pencabutan suatu aturan lama. Bagaimana suatu 

persengketaan dapat dipecahkan, mengenai apakah suatu aturan primer telah dilanggar, 

atau siapa yang mempunyai otoritas untuk menjatuhkan hukuman bagi pelangar aturan. 

Suatu tipe penting dari aturan sekunder adalah tentang aturan, recognition atau  the rule 

of recognition. Aturan ini menentukan keadaan yang tergolong hukum dan keadaan 

mana yang tergolong bukan hukum. the rule of recognition berbeda dengan aturan lain 

dalam sistem hukum. Aturan lain hanya sah, setelah diakui oleh the rule of recognition. 

Tetapi, gagasan tentang validitas tidak berlaku bagi the rule of recognition, ia diterima 

sebagai sah oleh pengadilan, pejabat, dan perseorangan. Eksistensinya adalah nyata. 

Didalam masyarakat modren terdapat bermacam-macam rule of recognition, dan juga 

mempunyai sangat banyak jenis sumber hukumnya. Mereka itu mencakup misalnya, 

konstitusi tertulis, perundang-undangan, putusan pengadilan. Didalam pandangan 

                                                 
44

Achmad Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan (JudicalPrudence) 

Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence),Kencana, Jakarta, 2009.  halaman52. 



 

analisis hukum dari Hart, sistem hukum adalah suatu network aturan-aturan yang 

keseluruhanya ditelusuri kembali validitasnya pada the rule of recognition. Setiap aturan 

yang tidak dapat ditelusuri kembali validitasnya pada the rule of recognition tadi, bukan 

hukum dan bukan bagian sistem hukum.
45

 

Hans Kelsen berpandangan sebagai berikut.
46

 

“A norm is valid for certain individualas, for a certain area, and for acertain 

time. These are its personal, territorial and temporal spheres of validity. They 

can be limited or unlimited. This is especially true of the personal sphere of 

validity. Consequently it is incorrect to thinkthat a moral norm must by its very 

nature be valid for all human beings. As far as the temporal sphere of validity is 

concerned, norms are usually valid only after the norm becomes valid. But 

norms, especially legal norms (which link a particuler legal consequence to a 

particuler state of affairs) can also be valid with reroactive effect (as we say): 

they can concern states of affairs which have already taken pleace before the 

general norm became valid. Indeed, this is always necessarily the case with the 

individual norm which represents a judical decision”.
47

(Norma ini berlaku untuk 

individu tertentu ,untuk daerah tertentu , dan untuk waktu tertentu. Ini adalah 

bidang personal , teritorial dan waktu yang berlaku . Dapat terbatas atau tidak 

terbatas . Hal ini terutama berlaku dari lingkup pribadi validitas. Akibatnya 

adalah keliru untuk berpikar secara moral, norma keharusan sifatnya berlaku 

untuk semua manusia. Sejauh lingkup temporal validitas yang bersangkutan, 

norma biasanya hanya berlaku setelah norma menjadi valid. Tapi norma, 

terutama norma hukum (yang menghubungkan konsekuensi hukum khususnya 

dalam keadaan tertentu ) juga bisa berlaku dengan efek reroactive (seperti yang 

kita katakan) : mereka dapat perhatian negara urusan yang telah diambil pleace 

sebelum norma umum menjadi valid . Memang, ini selalu selalu terjadi dengan 

norma individu yang mewakili keputusan pengadilan). 

 

Objek dari ilmu hukum adalah norma hukum yang di dalamnya mengatur 

perbuatan manusia, baik sebagai kondisi maupun konsekwensi dari kondisi tersebut, 

hubungan antar manusia hanya menjadi objek dari ilmu hukum sepanjang hubungan 

tersebut diatur dalam norma hukum.
48

 Norma hukum tidak hanya berupa norma umum 
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semata (general norms) tetapi juga meliputi norma individu, yaitu norma yang 

menentukan tindakan seseorang individu dalam suatu situasi tertentu dan norma tersebut 

harus valid hanya pada kasus tertentu serta mungkin dipatuhi atau dilaksanakan hanya 

sekali saja. Contoh norma individu adalah keputusan pengadilan yang kekuatan 

mengikatnya terbatas pada kasus tertentu dan orang tertentu. Dengan demikian kekuatan 

mengikat atau validitas hukum secara intristik tidak terkait kemungkinan karakter 

umumya, tetapi hanya karekternya sebagai norma.
49

 Keputusan hakim(vardick)
50

. 

Sesuai dengan judul disertasi penulis tentang Rekonstruksi Hukum Peralihan 

Hak Cipta Melalui Pewarisan Dengan Nilai Keadilan, teori kepastian hukum sangat 

tepat dipergunakan sebagai landasan teori dalam kontek Middle  Theory. Dikarenakan 

dalam sistem perlindungan hak cipta kepastian hukum dimulai dengan adanya 

pendaftaran hak cipta agar mendandapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan hal 

tersebut teori ini bergunan mengakaji kepastian hukum yang dilahirkan oleh Undang-

Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

3. Teori Hukum Progresif Sebagai Applied Theory 

Konsep hukum progresif lahir dan berkembang tidak terlepas dari adanya rasa 

ketidakpuasan dari kalangan hukum terhadap teori dan praktik hukum tradisional yang 

berkembang dan mengkritisi akan adanya kesenjangan yang besar antara hukum dalam 

teori (law in books) dengan hukum dalam kenyataan (law in action), serta adanya 

kegagalan dari hukum dalam memberikan respon terhadap masalah-masalah yang 

terjadi dalam masyarakat.
51
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Menurut Radbruch, hukum seharusnya memenuhi nilai-nilai dasar yang meliputi 

keadilan, kegunaan (zweekmaszigkeit) dan kepastian hukum. Konsekuensi dari 

perspektif tersebut adalah penegakan hukum hendaklah dilihat sebagai suatu proses 

sosial yang melibatkan lingkungannya, dalam pengertian bahwa penegakan hukum 

sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses tersebut, maupun yang harus 

menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor 

lingkungan. Penegakan hukum dilihat sebagai kegiatan untuk mewujudkan keinginan-

keinginan hukum menjadi kenyataan. Artinya, sebagai usaha untuk mewujudkan nilai-

nilai dasar di dalam hukum seperti keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.
52

 

Hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang 

mendasar dalam teori dan praktis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. 

Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan 

bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk 

sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan 

kemuliaan manusia.
53

 

Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, 

karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan 

yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut 

demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari 

keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran 

hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi 
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institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh 

legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.
54

 

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk 

menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan 

manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada 

untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status 

law in the making dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral 

kemanusiaan.
55

 

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang 

bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat 

manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang 

mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada 

manusia.
56

 

Menurut Bagir Manan, rumusan undang-undang yang bersifat umum, tidak  

pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum.
57

 Hukum bukanlah sesuatu  

skema yang final (finie scheme), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika 

kehidupan manusia.
58

 Dalam perspektif hukum progresif, menolak rasionalitas diatas 

segalanya. Tujuan lebih besar dari hukum adalah keadilan dan kebahagiaan. 
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Kebahagiaan inilah yang ditempatkan diatas segala-galanya.
59

 Karakteristik dari hukum 

progresif menurut  Satjiptop Rahardjo, yaitu:
60

 

a. Hukum ada untuk mengabdi kepada masyarakat.  

b. Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya 

sebagai law in the making dan tidak perna bersifat final sepanjang manusia itu 

ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan 

masyarakat.  

 

 

c. Dalam hukum progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang 

sangat kuat, yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan 

kebutuhan manusia serta mengabdi pada keadilan, kesejahteraan 

 

Hukum yang progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan 

final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada 

manusia. Dalam kontek pemikiran itulah hukum selalu berada dalam proses untuk terus 

menjadi atau berkembang. Hukum merupakan institusi yang secara terus menerus 

membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih 

baik. Kualitas kesempurnaan ini bisa diverifikasikan ke dalam faktor keadilan, 

kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain sebagainya. Inilah hakekat hukum 

yang selalu dalam proses menjadi (law as a process, law in the making). Hukum itu 

tidak ada untuk diri sendiri, tetapi hukum itu untuk mengabdi kepada manusia.
61

 

Teori hukum progresif pertama sekali dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. 

Teori hukum ini sejalan dengan teori hukum pembangunan yang menitik beratkan pada 

kepentingan masyarakat, tetapi perbedaan yang signifikan adalah teori hukum 

pembangunan memandang hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat, sedangkan 
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hukum progresif memandang hukum bukan sekedar sarana bahkan tumbuh berkembang 

bersama perkembangan masyarakat.  

Teori hukum progresif dan teori hukum pembangunan sama-sama bertumpu 

pada teori sociological jurisprudence, tetapi teori hukum pembangunan dicampuri juga 

oleh pemikiran analytical jurisprudence sedangkan hukum progresif dicamputi oleh 

aliran critical legal studies yang cenderung apriori terhadap segala keadaan dan bersikap 

anti-foundationalism.
62

 

Penegakan hukum melalui persfektif teori hukum progresif adalah menjalankan 

hukum tidak hanya sekedar menurut peraturan tertulis (according to the letter), 

melainkan menurut semangat dan makna yang lebih dalam (to the very meaning) dari 

suatu undang-undang atau hukum.  

Ide penegakan hukum dalam teori hukum progresif adalah untuk membebaskan 

manusia dari belenggu hukum karena pada hakekatnya hukum bergungsi memberi 

panduan dan tidak membelenggu serta manusialah yang memiliki peran lebih penting.
63

 

Adapun karakteristik dari hukum progresif dapat ditandai dengan pernyataan 

sebagai berikut: 

a) Hukum ada untuk mengabdi pada manusia 

b) Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya 

sebagai law in the making dan tidak pernah bersifat final, sepanjang manusia itu 

ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat. 

c) Dalam hubungan progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang 

sangat kuat yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan 

manusia serta mengabdi pada keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan 

kepedulian terhadap manusia pada umumnya.
64
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Sesuai dengan judul disertasi penulis tentang Rekonstruksi Perlindungan Hukum 

Peralihan Hak Cipta Melalui Pewarisan Berbasis Nilai Keadilan, teori hukum progresif 

sangat tepat dipergunakan sebagai landasan teori dalam kontek aplied theory. 

Dikeranakan akan mengkaji dan meneliti agar dapat mengrekontruksikan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berkaitan dengan pemutakhiran 

terhadap perlindungan hukum atas hak cipta.
65

 

 

G. Kerangka Pemikiran  

Dalam perlindungan hak cipta, pencipta memiliki hak eksklusif atas karya 

ciptaannya, artinya pencipta berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi serta 

melarang pihak lain yang tanpa izinnya menggunakan karya ciptanya. 

Pasal 16 ayat 1 UUHC 2014 meyatakan bahwa hak cipta merupakan benda 

bergerak dan tidak berwujud. Oleh karena itu hak cipta merupakan benda maka hak 

cipta tersebut dapat dimiliki.  

Pasal 16 ayat 2 UUHC 2014 menyatakan bahwa hak cipta dapat dialihkan salah 

satunya melalui pewarisan. Hal tersebut dapat dimaklumi karena hak cipta itu sendiri 

merupakan benda yang dapat di miliki sehingga dapat diwariskan. 

Namun demikian hak cipta berbeda dengan benda pada umumnya. Karena 

kepemilikan hak cipta  ini dibatasi oleh undang-undang. Pasal 58 ayat 1 UUHC 2014 
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membatasi perlindungan hak cipta, yaitu berlangsung selama hidup pencipta sampai 

dengan 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Apabila sampai batas waktu 

tersebut maka hak cipta tersebut menjadi milik umum sehingga siapa saja dapat 

menikmati, memperbanyak atau mengeksploitasi ciptaan tersebut tanpa harus meminta 

izin terlebih dahulu. 

Yang menjadi permasalahannya adalah bahwa jangka waktu sampai dengan 70 

tahun setelah pencipta meninggal dunia dirasakan kurang tepat dan berlebihan. Ada 

kesan bahwa UUHC bersifat individualis sebab kurang memperhatikan fungsi sosial dari 

hak cipta itu sendiri. Hal mana tidak sesuai dengan kultur budaya bangsa Indonesia 

sendiri yang bersifat komunal dan kekeluargaan.  

Jika dibandingkan dengan wishdom internasional, diantaranya adalah konvensi 

Bern menentukan jangka waktu perlindungan hak cipta sampai dengan 50 yahun setelah 

penciptanya meninggal dunia, bahkan sempat direvisi di Stoklholm tahun 1967 menjadi 

25 tahun setelah meninggalnya pencipta. Sedangkan di Kanada juga memberiakan 

perlindungan yang sama yaitu sampai dengan 50 setah penciptanya meninggal dunia. 

Bila dikaitkan dengan teori keadilan, Keadilan merupakan salah satu tujuan 

terpenting dari hukum yang dapat diartikan sebagai kondisi kebenaran ideal secara 

moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda maupun orang. Keadilan itu harus 

dapat dirasakan oleh semua pihak dalam hal ini adalah pihak pencipta dan juga pihak 

masyarakat. Menurut penulis jangka waktu perlindungan hak cipta sampai dengan 70 

tahun setelah pencipta meninggal dunia belum mencerminkan nilai keadilan kepada 

masyarakat. 



 

Betolak dari uraian diatas maka dirasakan perlunya rekonstruksi terhadap pasal 

58 ayat 1 UUHC 2014 tersebut, sepaya terdapat keseimbangan antara kepentingan 

perorangan dengan kepentingan umum (masyarakat luas), sehingga fungsi utama dari 

hukum yakni keadilan dapat dirasakan semua pihak. 

Untuk lebih singkatnya dapat dilihat dalam gambar alur pemikiran berikut ini: 

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 

 

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 : Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud  

Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 : : Hak cipta dapat beralih atau dialihkan,  baik seluruh maupun 

sebagaian karena :  

a. Pewarisan  

b. Hibah 

c. Wakaf 

d. Wasiat 

e. Perjanjian tertulis  

f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  

Pasal58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 : Perlindungan hak cipta atas ciptaan :  

a. Buku pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya  

b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya  

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan  

d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks  

e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim 

f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase  

g. Karya arsitektur  

h. Peta  

i. Karya seni batik atau seni motif lain  

berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh  puluh) tahun setelah pencipta 
meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. 

 
 

 

PERALIHAN HAK CIPTA MELALUI PEWARISAN 

 

PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA  

 

1. Teori Hukum Keadilan  

2. Teori Negara Hukum  

3. Teori Hukum Responsif dan Progresif  

 

REKONSTRUKSI HUKUM PERALIHAN HAK CIPTA MELALUI PEWARISAN YANG BERBASIS 

KEADILAN 

 

Kontribusi Teoritis & Praktis  
 
 

H. Metode  Penelitian 

1.  Sifat Penelitian 



 

 Pelitian ini bersifat yuridis normatif dan empiris. Yuridis normatif yaitu melakukan 

analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum 

serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. 

Pendekatan empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk melihat perilaku hukum 

sebagai pola perilaku masyarakat dan terlihat sebagai kekuatan sosial. 

Menurut Soemitro dan Ronny Hanitijo, secara sederhana, penelitian hukum dapat 

diklarifikasikan ke dalam 2 (dua) jenis yaitu : penelitian hukum normnatif/doktrinal dan 

penelitian hukum empiris/sosiologis. bahwa penelitian hukum normatif atau penelitian 

doktrinal adalah penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder, sedangkan 

penelitian hukum empiris/sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data 

primer.
66

 Hal yang sama juga dinyatakan oleh Soedjono Soekanto dan Sri Mamudji 

yang menggolongkan penelitian hukum menjadi 2 (dua) golongan/jenis, yaitu penelitian 

hukum normatif dan sosiologis/ empiris.
67

Yang dimaksud dengan pendekatan penelitian 

yuridis normatif dan empiris ini seperti yang disebutkan di atas oleh Soerjono Soekanto 

disebut sebagai socio legal research, yakni memandang hukum sebagai law in 

actionyang menyangkut pertautan antara hukum dengan pranata-pranata sosial. 

  Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, permasalahan pokok 

dalam penelitian ini termasuk salah satu kebijakan hukum perdata bisnis, khususnya 

mengenai rekonstruksi hukum peralihan hak cipta melalui pewarisan yang berbasis nilai 

keadilan. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang 

berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach). 
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Karena sasaran utama dalam penelitian ini pada masalah kebijakan legislatif 

mengenai perundang-undangan dalam menetapkan dan merumuskan hukum peralihan 

hak cipta melalui pewarisan, maka pendekatannya terutama ditempuh lewat pendekatan 

yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan ditunjang dengan pendekatan 

yuridis historis dan yuridis komparatif. 

Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menggunakan data 

skunder.
68

 Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana asas-

asas hukum, sinkronisasi vertikal/horizontal, dan sistemik hukum diterapkan, yang 

bertumpu pada data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dapat dibedakan 

menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer,bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier. 

3. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis, 

yaitu untuk menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan 

yang ada pada masa sekarang.
69

 Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala 

hal yang berhubungan dengan perkembangan mengenai penegakan hukum terhadap 

peralihan hak cipta melalui pewarisan.  

Berkaitan dengan ini, istilah analisis mengandung makna mengelompokkan, 

menghubungkan, membandingkan dan memberi makna dalam merekonstruksi hukum 

peralihan hak cipta melalui pewarisan yang berbasis nilai keadilan. 

3. Jenis Data 
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Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif,
70

 maka jenis data yang 

digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah: 

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi: 

a. Sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan pengaturan hukum 

mengenai hak cipta 

b. Peraturan perundang-undangan di berbagai negara dengan melakukan kajian 

komparatif yang mengatur dan memuat tentang penegakan hak cipta 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan 

hukum primer, antara lain berupa : Tulisan atau pendapat para pakar hukum, 

khususnya pakar hukum perdata mengenai hak cipta. 

c. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan 

hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain : 

1. Ensiklopedia Indonesia; 

2. Kamus Hukum; 

3. Kamus bahasa Inggris-Indonesia; 

4. Berbagai majalah maupun jurnal hukum 

Pengelompokan bahan hukum tersebut sesuai dengan pendapat Sunaryati Hartono, 

bahwa bahan hukum dibedakan antara bahan hukum primer, seperti undang-undang, 

dan bahan hukum sekunder, misalnya makalah dan buku- buku yang ditulis oleh para 

ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (law reform organization)dan 

lain-lain.
71
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka 

pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi 

dokumen. Di dalam pengumpulan data, sebanyak mungkin data yang diperoleh dan 

dikumpulkan diusahakan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

Penelitian kepustakaan (library research),yaitu menghimpun data dengan 

melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier yang ada hubungannya 

dengan masalah yang diteliti.
72

 Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini. 

Sedangkan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi literatur berupa buku, 

jurnal dan pendapat para sarjana. Bahan hukum tertier merupakan pendukung bahan 

hukum skunder, berupa kamus, dan eksiklopedia. 

 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis dapat dirumuskan sebagai menguraikan atau menguraikan hal yang 

akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana.
73

Bertolak dari 

pengertian ini maka erat kaitannya antara metode analisa dengan pendekatan masalah. 

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, 

kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 

hipotesis kerja seperti disarankan oleh data.
74
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Teknik analisis data adalah suatu uraian tentang cara analisis, yaitu dengan 

kegiatan mengumpulkan data kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu, 

untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif. 

Penganalisisan data merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian 

hukum. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan mengadakan 

sistematisasi bahan hukupi tertulis.
75

 

 

Penguraian sistematis terhadap gejala dan data yang diperoleh dalam penelitian 

ini, pertama-tama disajikan sejauh mungkin dikemukakan secara kuantitatif. Data-data 

yang diperoleh itu kemudian dianalisa secara kualitatif normatif. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah teknik kualitatif yang didasarkan pada asumsi tentang realitas 

atau fenomena yang bersifat komplek. Di mana terdapat regularitas pada pola tertentu 

dengan penuh keragaman.
76

 Analisis data dilakukan terhadap data primer, sekunder dan 

tertier. 

Menurut Soerjono Soekanto, analisis data dapat dilakukan secara kualitatif 

maupun kuantitatif.
77

 Analisis kualitatif ini dilakukan secara deskriptif dan preskriptif, 

karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan realitas 

kebijakan perundang-undangan (legislatif) sebagaimana yang diharapkan. Dalam 

melakukan analisa kualitatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif ini pun bertitik tolak 

dari analisis yuridis sistematis yang untuk pendalamannya dikaitkan atau dilengkapi 

dengan analisis yuridis komparatif dan yuridis preskriptif dengan tujuan : 

a. Analisis yuridis komparatif dengan membandingkan kebijakan legislatif negara-

negara lain dalam memformulasikan mengenai hukum peralihan hak cipta melalui 

pewarisan; 
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b. Analisis yuridis preskriptif untuk mengkaji kebijakan formulasi hukum yang akan 

datang dalam merekonstruksi mengenai penegakan hukum peralihan hak cipta 

melalui pewarisan. 

 

I. Sistematika Penelitian Disertasi 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai disertasi ini, penulisan 

disertasi ini direncanakan terdiri dari enam bab. Disertasi ini akan disusun dengan 

mengupayakan adanya hubungan kesenyawaan dalam penulisan dan pembahasannya 

antara satu sama lainnya setiap bab. Disertasi ini terdiri dari 6 (enam) Bab yang dibagi 

kedalam beberapa sub bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, 

Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan 

diakhiri dengan Sistematika Penulisan. 

Bab kedua merupakan bab mengenai Kajian Teori/ Kajian Pustaka. 

Bab ketiga merupakan bab yang menguraikan tentang permasalahan pertama 

yaitu pengaturan hukum peralihan hak cipta melalui pewarisan menurut Undang-

Undang Hak CiptaNo. 28 Tahun 2014. 

Bab keempat merupakan bab yang menguraikan tentang permasalahan kedua 

yaitu pengaturan hukum peralihan hak cipta melalui pewarisan sesuai dengan Undang-

Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang belum berbasis nilai keadilan 

Bab kelima merupakan bab yang menguraikan tentang permasalahan Bagaimana   

rekonstruksi Hukum Peralihan Hak Cipta melalui Pewarisan yang Berbasis Nilai 

Keadilan? 



 

Bab keenam, merupakan bab penutup yang akan menyimpulkan hasil penelitian, 

yang kemudian akan diikuti dengan pemberian saran-saran atau rekomendasi terhadap 

hasil-hasil penemuan penelitian disertasi ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

G. Pengertian Rekonstruksi 

Rekonstruksi berasal dari kata re (kembali), konstruksi (bentuk semula), dalam 

kamus besar bahasa Indonesia disebutkan rekonstruksi pengembalian seperti 

semula.Reconstructie (Belanda),
78

artinya pengembalian sebagaimana semula, (hasil) 

pemugaran, penyusunan kembali. Recontrueren atau recontrueerde gereconstrueerd 

(Belanda)  merekonstruksikan jalannya suatu kejadian.
79
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B.N Marbun memberikan pengertian tentang rekonstruksi adalah pengembalian 

sesuatu ketempatnya yang semula ; Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-

bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.
80

 

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana Pasal 1 

angka 12 (dua belas) menyebutkan rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua 

prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat 

pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya 

kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan 

bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada 

wilayah pasca bencana.
81

 

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu 

berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai – 

nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai 

dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu 

peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang 

telah dikeluarkan oleh pemikira-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah 

melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, 
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dimana nantinya dapat mengaburkan susbstansi dari sesuatu yang ingin kita bangun 

tersebut. 

Sedangkan Anthony Giddens salah seorang tokoh pemikir ilmu sosial, yang 

mengatakan bahwa teori sosial memerlukan adanya rekonstruksi, ia menyusun gagasan 

untuk merekonstruksi teori sosial dengan jalan melakukan kritik terhadap tiga mazhab 

pemikiran sosial terpenting yakni, sosiologi interpretatif, fungsionalisme dan 

strukturalisme. Giddens bermaksud mempertahankan pemahaman yang diajukan oleh 

tiga tradisi tersebut, sekaligus menemukan cara mengatasi berbagai kekurangannya serta 

menjembatani ketidaksesuaian antara ketiganya. Rancangan tersebut mencakup 

rekonseptualisasi atas konsep-konsep tindakan, struktur dan sistem dengan tujuan 

mengintegrasikannya menjadi pendekatan teoretis baru. Rekonseptualisasi atas konsep 

tindakan, struktur dan sistem diawali dengan memandang praktek-praktek sosial yang 

terus berlangsung sebagai segi analitis terpenting.
82

 

 

H. Konsep Hukum Hak Cipta  

9. Pengertian Hak Cipta 

Menurut UUHC pada Pasal 1 angka 1, Hak Cipta adalah : hak eksklusif pencipta 

yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan 

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-perundangan. 
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Dengan hak eksklusif atau hak khusus dari pencipta dimaksud bahwa tidak ada 

orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin penciptanya.83 Yang 

dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi 

pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut 

tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak 

termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, 

menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan 

kepada publik melalui sarana apapun.
84

 

Selain itu yang dimaksud dengan hak eksklusif bagi pemilik hak cipta 

merupakan hak untuk mengizinkan pihak lain menggunakan karya ciptanya, sebaliknya 

juga dapat melarang pihak lain untuk maenggunakan karya ciptanya tersebut. Hak 

eksklusif itu esensi dari kepemilikan hak cipta. Dengan demikian, hak cipta sebagai 

suatu hak eksklusif merupakan suatu objek hukum yang bersifat immaterial yang 

mempunyai hubungan dan kepentingan yang sangat erat dengan penciptanya serta 

keaslian ciptaannya.
85

  

Hak cipta menurut Soejono Dridjosisworo adalah “merupakan hak khusus yang 

memberikan kepada pencipta dan penemunya atau memegang kebebasan menggunakan 

ciptaannya atau penemuannya, orang lain dilarang menggunakan atas penemuan itu, 

kecuali dengan persetujuan atau izin dari pencipta atau penemunya.”86 
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Hak Cipta menurut Auteurswet (hak pengarang) stbl 1912 No.600 adalah  “hak 

tunggal dari pada pencipta atau dari pada yang mendapat hak tersebut atas ilmu 

ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan ilmu pengetahuan dan kesenian untuk 

mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang 

ditentukan oleh Undang-undang.”87 

Pengertian Hak Cipta menurut Universal Copyright Convention dalam Pasal 5 

adalah “hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk 

membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.”
88

 

Jika dicermati batasan pengertian yang diberikan oleh ketiga ketentuan diatas 

maka hampir dapat disimpulkan bahwa ketiganya memberikan pengertian yang sama. 

Dalam Auteurswet 1912 maupun Universal Copyright Convention menggunakan istilah 

hak khusus bagi pencipta. Jika dilihat pada penjelasan Pasal 4 UUHC 2014 yang 

dimaksudkan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, 

sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin 

penciptanya. 

Perkataan tidak ada pihak lain yang digaris bawahi diatas mempunyai pengertian 

yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan hanya pencipta saja yang boleh 

mendapatkan hak semacam itu. Inilah yang disebut dengan hak yang lebih 

eksklusif.Eksklusif berarti khusus, spesifikasi, unik. Keunikannya itu, sesuai dengan 

sifat dan cara melahirkan hak tersebut. 

Pencipta adalah orang atau badan hukum yang namanya terdapat dalam daftar 

ciptaan dengan adanya anggapan sebagai pencipta, maka secara tidak langsung akan 
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timbul pula anggapan adanya hak cipta. Dari definisi pencipta akan timbul pula 

anggapan adanya hak cipta, maka secara tidak langsung akan timbul pula anggapan 

adanya hak cipta. Dari definisi pencipta sering kali terjadi pendaftaran suatu ciptaan 

yang nyatanya bukan orang atau badan hukum tersebut yang mempunyai karya akan 

tetapi karya orang lain yang bekerja sama dengan orang atau badan hukum tersebut. 

Cara pendaftaran tersebut sudah tidak etis bahkan melanggar hak orang lain yang 

seharusnya mendapat surat pendaftaran atas suatu ciptaan tersebut. 

Disisi lain terlihat adanya pengaruh doktrin hak cipta kontinental, pengaruh 

tersebut dapat diperhatikan pada penjelasan UUHC sebelumnya yang menyatakan 

bahwa pendaftaran itu tidak mutlak harus dilakukan karena tanpa pendaftaran pun hak 

cipta dilindungi. 

Dari pengaruh doktrin hak cipta tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa pengaruh 

doktrin hak cipta sudah tidak tampak lagi. Pada penjelasan UUHC sekarang ini suatu 

hasil karya pencipta bukan hanya mempunyai surat pendaftaran saja sudah dapat 

dianggap sah tetapi juga harus memiliki bentuk yang khas bersifat pribadi dan 

menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, 

atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar. 

Siapa yang dianggap pencipta pada ciptaan yang terdiri dari beberapa bagian dan 

ciptaan yang sendiri-sendiri?Pasal 33ayat (1) dan (2) UUHC 2014  menentukan apabila 

ciptaan yang terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh orang yang 



 

memimpin serta mengawasi penyelesaian setelah itu atau jika ada orang yang dimaksud 

dengan mengurangi hak cipta masing-masing atau bagian ciptaannya.89 

Isi Pasal 33 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa  

(1) Dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersediri yang diciptakan oleh 2 (dua) 

orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan 

mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan.  

(2) Dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai pencipta 

yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-

masing atas bagian ciptaanya. 

Ditinjau dari Pasal31dan 32 UUHC menentukan yang dianggap sebagai pencipta 

adalah : 

Pasal 31 disebutkan bahwa, kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai 

pencipta, yaitu orang yang namanya  

a. Disebut dalam Ciptaan  

b. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan  

c. Disebutkan dalamsurat pencatatan Ciptaan, dan/atau  

d. Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai pencipta  

Pasal 32 UUHC 2014 menyebutkan bahwa, ”Kecuali terbukti sebaliknya, orang 

yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada 

pemberitahuan siapa pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai pencipta”.  
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Pemegang hak cipta adalah instansi tempat pegawai negeri itu bekerja, kecuali 

jika di perjanjian bahwa pembuat adalah pemegang hak cipta. Hal ini sesuai dengan 

Pasal 35 ayat (1) UUHC 2014 sebagai berikut: 

(1) Kecuali diperjanjikan lain pemegang hak cipta atau ciptaan yang dibuat oleh 

pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi 

pemerintah. 

(2) Dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersil, 

pencipta dan/atau pemegang hak terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian royalti untuk penggunaan secara 

komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 

10. Fungsi dan Sifat Hak Cipta 

Dalam Pasal 1 angka 1 UUHC 2014 secara tegas menyatakan bahwa dalam 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, hal itu harus mempertahankan 

pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-perundangan yang berlaku. 

Pembatasan dimaksud sudah tentu bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau 

memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya. 

Didalam UUHC dikatakan hak cipta adalah hak eksklusif atau hak khusus,  maka  

sesuai dengan semangat dan jiwa yang terkandung dalam Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 

yang menyebutkan : cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.Maka hak cipta mempunyai 

fungsi sosial adalah melalui penyebarannya selama masyarakat masih membutuhkan 

dan mempergunakan hak cipta tersebut. Berhubung sifat ciptaan adalah pribadi dan 

manunggal dengan diri penciptanya maka hak pribadi itu tidak dapat disita padanya, hak 



 

cipta tidak dapat dialihkan secara lisan harus dengan akta otentik atau akta dibawah 

tangan. 

Adapun sifat hak cipta menurut Saidin antara lain adalah : 

1.  Hak  Cipta  Bersifat  Benda  Bergerak  Immateriil 

Undang-undang hak cipta sebagai benda bergerak immateriil yang termasuk 

dalam kelompok hak atas kekayaan intelektual sebagai benda bergerak, hak cipta dapat 

beralih atau dialihkan seluruh atau sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat yang 

dijadikan milik negara, perjanjian yang dilakukan dengan akta dan dengan ketentuan 

bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut didalam akta itu (Pasal16 

UUHC 2014).  Berdasarkan ketentuan ini jelaslah bahwa hak cipta tidak dapat dialihkan 

secara lisan melainkan harus tertulis dengan akta dibawah tangan. 

2. Hak Cipta Bersifat Dapat Dibagi  (divisible) 

Hak cipta bersifat dapat dibagi (divisible), sifat ini dapat diketahui dari ketentuan 

Pasal1 angka 1 UUHC yang menentukan, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang 

timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan 

dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut pengalihan hak cipta secara 

tertulis itu dapat meliputi pengumuman dan atau memperbanyak ciptaan. Dengan 

demikian hak cipta dapat dibagi-bagi dengan jalan sebagian-sebagian. 

 

 

3. Hak Cipta Bersifat Tidak Dapat Di Sita 



 

Walaupun hak cipta adalah benda bergerak, namun tidak dapat disita (Pasal16 

UUHC). Alasannya karena ciptaan bersifat pribadi dan manunggal dengan diri 

sipencipta. Apabila sipencipta sebagai pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta 

sebagai orang yang berwenang menguasai hak cipta, dengan hak cipta itu melakukan 

pelanggaran hukum atau mengganggu ketertiban umum, maka yang dapat dilarang oleh 

hukum adalah perbuatan pemilik atau pemegang hak cipta yang menggunakan haknya 

itu.”Apabila larangan itu mengakibatkan penghukuman, maka penghukuman itu tidak 

mengenai hak cipta.”90 

11. Ruang Lingkup Hak Cipta  

Pasal 4 UUHC 2014 menetapkan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif 

yang terdiri atas hak moral dan ekonomi. Yang dimaksud dengan “hak eksklusif” adalah 

hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat 

memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan 

Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hakekonomi. 

Ada 2 (dua) hak yang tercakup dalam hak cipta yaitu: hak moral dan ekonomi. 

Hak moral adalah hak yang harus tetap dilekatkan secara abadi hasil ciptaan yang 

dilahirkan oleh pencipta sedangkan hak ekonomi ialah yang memberi manfaat ekonomi 

kepada pencipta. Kedua hak ini dalam undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 

diatur dalam Pasal-Pasaltersebut. Meskipun kedua hak tersebut diatur terpisah namun 

undang-undang disebutkan kedua hak itu adalah bersifat eksklusif. 

Lebih lanjut rumusan tentang hak moral ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC 

2014 ialah hak yang melekat secara abadi pada diri cipta untuk: 
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a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan salinan 

jungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;  

b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; 

c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;  

d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan 

e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, 

modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau 

reputasinya.
91

 

Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi laksanaan 

hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi 

pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat depaskan atau menolak pelaksanaan 

haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan 

secara tertulis.
92

 

Lingkup hak cipta yang dilindungi menurut Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 meliputi karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, 

terdiri atas: 

1. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya 

tulis lainnya; 

2. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; 
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3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; 

4. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; 

5. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; 

6. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, 

seni pahat, patung, atau kolase; 

7. karya seni terapan; 

8. karya arsitektur; 

9. peta; 

10. karya seni batik atau seni motif lain; 

11. karya fotografi;  

12. Potret; 

13. karya sinematografi; 

14. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, 

modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; 

15. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya 

tradisional; 

16. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan 

Program Komputer maupun media lainnya; 

17. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan 

karya yang asli; 

18. permainan video; dan 

19. Program Komputer. 



 

Sedangkan pengertian dari setiap karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni 

dan sastra tersebut dapat dilihat dari penjelasan UUHC No. 28 Tahun 2014 Pasal 40 ayat 

(1) huruf a sampai dengan huruf s berikut ini : 

Yang dimaksud dengan “perwajahan karya tulis” adalah karya cipta yang lazim 

dikenal dengan “typholographical arrangement”, yaitu aspek seni pada susunan dan 

bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi 

warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan 

wujud yang khas. 

Yang dimaksud dengan “alat peraga” adalah Ciptaan yang berbentuk 2 (dua) 

ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi, 

atau ilmu pengetahuan lain. 

Yang dimaksud dengan “lagu atau musik dengan atau tanpa teks” diartikan 

sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. 

Yang dimaksud dengan “gambar” antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, 

unsur- unsur warna dan bentuk huruf indah. Yang dimaksud dengan “kolase” adalah 

komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, misalnya kain, kertas, atau kayu 

yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya. 

Yang dimaksud dengan “karya seni terapan” adalah karya seni rupa yang dibuat 

dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam 

memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada 

suatu produk. 



 

Yang dimaksud dengan “karya arsitektur” antara lain, wujud fisik bangunan, 

penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan 

model atau maket bangunan. 

Yang dimaksud dengan “peta” adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau 

buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang 

digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital 

maupun non digital. 

Yang dimaksud dengan “karya seni batik” adalah motif batik kontemporer yang 

bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena 

mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi 

warna. 

Yang dimaksud dengan “karya seni motif lain” adalah motif yang merupakan 

kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif 

tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, 

inovatif, dan terus dikembangkan. 

Yang dimaksud dengan “karya fotografi” meliputi semua foto yang dihasilkan 

dengan menggunakan kamera. 

Yang dimaksud dengan “karya sinematografi” adalah Ciptaan yang berupa 

gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase 

atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat 

dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain 

yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media 

lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual. 



 

Yang dimaksud dengan “bunga rampai” meliputi Ciptaan dalam bentuk buku 

yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi 

berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik, atau media lain. 

Yang dimaksud dengan “basis data” adalah kompilasi data dalam bentuk apa pun 

yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan 

pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Pelindungan 

terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para Pencipta atas Ciptaan 

yang dimasukan dalam basis data tersebut. 

Yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan 

menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film. 

Yang dimaksud dengan “karya lain dari hasil transformasi” adalah mengubah 

format Ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik 

dangdut.  

Khusus terhadap ciptaan berupa terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis 

data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi dilindungi 

sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atau Ciptaan asli. 

Perlindungan terhadap karya cipta tersebut, termasuk perlindungan terhadap 

Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam 

bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut. 

Meskipun hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang 

merupakan perwujudan dari ide atau gagasan yang dilindungi sebagai hak kekayaan 

immateril, namun Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 membatasi 

terhadap hasil karya cipta yang tidak dilindungi hak ciptanya meliputi: 



 

a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata; 

b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun 

telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam 

sebuah Ciptaan; dan 

c. Alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah 

teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhar fungsional.
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Selain itu, Pasal 42 Undang-undang Hak Cipta juga membatasi tidak ada hak 

cipta atas hasil karya berupa: 

a. hasil rapat terbuka lembaga negara; 

b. peraturan perundang-undangan; 

c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah; 

d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan 

e. kitab suci atau simbol keagamaan. 

Undang-undang Hak Cipta juga membatasi terhadap perbuatan yang tidak 

dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, yaitu meliputi perbuatan: 

a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara 

dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli; 

b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu 

yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi 

oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika 

terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, 

dan/atau Penggandaan; 
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c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, 

Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan 

sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau 

d. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media 

teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/ atau 

menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan 

tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Penggandaan, 

Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan 

Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, 

pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala 

daerah dengan memerhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Keterangan lebih lanjut dilihat dalam penjelasan UUHC 2014 Pasal 41 s/d 44 

sebagai berikut :  

Yang dimaksud dengan “Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau 

nggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah” misalnya, 

ngumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang 

laksanakan oleh atau atas nama pemerintah terhadap hasil riset yang dilakukan dengan 

oleh negara. 

Yang dimaksud dengan “berita aktual” adalah berita yang diumumkan atau 

komunikasikan kepada publik dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak 

pertama kali dikomunikasikan kepada publik. 



 

Demikian juga ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

dinyatakan bahwa: 

1. Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan 

dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak 

dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau 

dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:  

a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan 

kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang 

wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; 

b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan; 

c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau 

d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan 

tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta. 

2. Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang 

kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf  

braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak 

Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat 

komersial. 

3. Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, pengubahan tidak dianggap sebagai 

pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis. 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang 

tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan 



 

menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Yang dimaksud dengan “sebagian yang substansial” adalah bagian yang paling 

penting dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan. Yang dimaksud dengan 

“kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta” adalah 

kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat 

ekonomi atas suatu Ciptaan. Yang dimaksud dengan “fasilitasi akses atas suatu 

Ciptaan” adalah pemberian fasilitas untuk melakukan Penggunaan, Pengambilan, 

Penggandaan, Pengubahan format, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau 

Komunikasi suatu Ciptaan secara seluruh atau sebagian yang substansial. Yang 

dimaksud dengan “berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis”, misalnya, 

perubahan luas tanah yang tidak mencukupi, letak posisi tidak simetris, komposisi 

materiil bahan yang berbeda, dan perubahan bentuk arsitektur karena faktor alam. 

Untuk beberapa perbuatan hukum yang dalam terminologi hak cipta yang disebut 

sebagai lisensi seperti yang tercantum dalam Pasal 55 UUHC 2014 tidak dianggap 

sebagai pelanggaran hak cipta terhadap: 

1. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan 

peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual; 

2. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan 

penelitian ilmu pengetahuan; 

3. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan 

pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman 

sebagai bahan ajar; dan 



 

4. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan 

yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan 

tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran. 

Di samping itu, penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasiProgram 

Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta 

atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk: 

1. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan 

2. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk 

mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan. 

Akan tetapi apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau 

adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan. 

Demikian juga terhadap penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan 

yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan 

dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Penggandaan untuk 

kepentingan pribadi tidak mencakup: 

1. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain; 

2. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik; 

3. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital; 

4. program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan 

5. penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan 

dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 



 

Khusus untuk kepentingan perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan 

komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin 

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan cara: 

1. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas, 

atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat: 

a. Perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan 

digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian; 

b. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara 

berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling 

berhubungan; dan 

c. tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada 

perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan. 

2. pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang 

diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah 

dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat: 

a. perpustakan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam 

kondisi wajar; atau 

b. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara 

berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak 

saling berhubungan. 

3. pembuatan salinan dimaksudkan untuk komunikasi atau pertukaran informasi 

antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip. 



 

Demikian juga terhadap tindakan Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas 

Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara 

lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa: 

1. artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media 

cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, 

atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan; 

2. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar 

dalam situasi tertentu; dan 

3. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik. 

Tindakan penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak 

Cipta jika Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan: 

1. pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan Ciptaan secara digital 

dalam media penyimpanan; 

2. dilaksanakan oleh setiap Orang atas izin Pencipta untuk mentransmisi Ciptaan; dan 

3. menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis 

yang tidak memungkinkan Ciptaan tersebut ditampilkan kembali. 

Setiap Lembaga Penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin 

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk tujuan aktivitasnya dengan alat dan 

fasilitasnya sendiri. 

Lembaga Penyiaran wajib memusnahkan rekaman sementara dalam waktu 

paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan atau dalam waktu yang lebih lama dengan 

persetujuan Pencipta. 



 

Lembaga Penyiaran dapat membuat 1 (satu) salinan rekaman sementara yang 

mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi.
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Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau 

Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban 

umum, atau pertahanan dan keamanan negara. 

Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau 

Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk 

kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan wajib 

memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta. Lembaga Penyiaran yang 

melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan berhak 

mendokumentasikan Ciptaan hanya untuk Lembaga Penyiaran tersebut dengan 

ketentuan untuk Penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus mendapatkan 

izin Pemegang Hak Cipta. 

Selanjutnya, perlindungan juga diberikan terhadap ciptaan-ciptaan yang sudah 

merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata yang memungkinkan perbanyakan karya 

itu, tetapi belum diumumkan. Dalam bahasa asing ciptaan semacam itu disebut 

unpublished works,dan ini diatur dalam Pasal 12 ayat (3) UUHC 2014. Pasal tersebut 

berbunyi; dalam perlindungan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) dan ayat 

(2) termasuk juga semua ciptaanyang tidak atau belum diumumkan, akan tetapi sudah 
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merupakan suatu bentul kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil 

karya itu. 

Untuk ciptaan seperti ini Simorangkir memberikan contoh sebagai berikut. 

Seorang pencipta telah selesai menciptakan suatu ciptaan di bidang sastra dan 

naskahnya sudah siap untuk diterbitkan, oleh karena sesuatu hal ia belum sempat 

menerbitkannya. Karya sastra yang belum diumumkan ini yang telah merupakan 

kesatuan nyata yang memungkinkan perbanyakannya, sudah mendapatkan perlindungan 

undang-undang sebagai hak cipta.
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Menurut penulis tidak saja karya cipta yang sudah utuh yang siap untuk 

dipublikasi, karya cipta yang belum utuhpun mestinya harus dilindungi. Misalnya 

seorang pencipta merencanakan akan menerbitkan satu buku yang, terdiri dari lima bab, 

namun baru selesai 3 bab yang bersangkutan meninggal dunia, maka yang 3 bab itu juga 

diberi perlindungan hak ciptanya. Demikian juga terhadap karya-karya yang lain, karena 

kreativitas untuk menciptakan itu betapa pun kecilnya adalah merupakan aktivitas 

intelektual yang perlu mendapat perlindungan hukum. 

Dalam Pasal ini disebutkan hasil rapat terbuka dan seterusnya, itu artinya dalam 

hal rapat tertutup tentu tidak dibenarkan mengumumkan atau memperbanyaknya tanpa 

izin. 

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal ini disebutkan pula yang dimaksud dengan 

keputusan sejenis lainnya adalah keputusan seperti, Keputusan Mahkamah Pelayaran, 

Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Keputusan Badan Urusan 

Piutang Negara dan lain-lain. Tentu saja dalam hal ini hasil keputusan peradilan desa, 
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putusan pengetua adat, putusan mahkamah internasional dan keputusan sidang WTO 

dan ADR-nya, seyogianya juga tidak dilindungi hak ciptanya, karena keputusan itu 

memang harus dipublikasi dan diketahui secara terbuka oleh masyarakat luas. 

Selanjutnya, juga tidak ada hak cipta terhadap ciptaan yang sudah lewat masa 

berlakunya, yaitu selama hidup si pencipta ditambah 70 tahun setelah meninggalnya si 

pencipta, Pasal 58 UUHC 2014. Pasal 1 angka 1 UHC Indonesia menyebutkan bahwa 

dalam penggunaan termasuk pemilikan hak cipta itu terdapat “pembatasan menurut 

undang-undang yang berlaku”. Ini berarti hak cipta itu dapat dibatasi dengan peraturan 

perundang-undangan. Dalam UUHC Indonesia secara tersendiri dan terinci telah 

menentukan pembatasan terhadap penggunaan yang termasuk dalam kategori bukan 

pelanggaran hak cipta. 

Dengan demikian mereka yang bukan pemegang hak cipta dapat mengumumkan, 

memperbanyak ciptaan yang bersangkutan, asal saja memenuhi alasan yang dirumuskan 

dalam ketentuan ini, dan ini dikualifikasikan sebagai tindakanyang dianggap tidak 

melanggar hak cipta” dan dalam rumusan resmi undang-undang ini menyatakan, “tidak 

dianggap sebagai pelanggaran hak cipta”. 

Ada dua pembatasan yang ditetapkan oleh ketentuan UHC Indonesia yaitu 

batasan yang tanpa syarat dan batasan dengan syarat. Jadi, tidak ada alternatif harus 

menuntut sifatnya yang asli, tidak boleh diubah. 

Sedangkan pembatasan dengan syarat terdapat dalam bunyi Pasal 43 sampai 

dengan Pasal 51.  

Pasal 42 UUHC 2014 yaitu  

Tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa  



 

a. hasil rapat terbuka lembaga negara  

b. peraturan perundang-undangan  

c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah  

d. putusan pengadilan atau penetapan hakim  

e. kitab suci atau simbol keagamaan  

Pasal 43 UUHC 2014 menyebutkan bahwa  

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi  

a. pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan atau penggandaan lambang 

negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli  

b. pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan/atau penggandaan segala 

sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali 

dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan atau 

ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan 

pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan. 

c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor 

berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya 

dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap 

d. Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi 

informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau 

menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut 

menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. 

e. Penggandaan, pengumuman dan/atau pendistribusian potret presiden, wakil 

presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional, 



 

pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian /lembaga pemerintah non 

kementerian,dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan 

kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pasal 44 UUHC 2014 menyebutkan bahwa 

(1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan 

dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak 

dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau 

dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:  

a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan 

kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang 

wajar dan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;  

b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;  

c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau  

d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan 

tidak merugikan kepentingan yang wajar dan Pencipta.  

(2) Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang 

kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf 

braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak 

Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat 

komersial.  

(3) Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, pengubahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan 

berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.  



 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang 

tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca 

dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dim 

aksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

Pasal 45 UUHC 2014 menyebutkan bahwa 

(1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang 

dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau 

Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:  

a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan  

b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk 

mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.  

(2) Apabila penggunaan Program Komputer telah berkahir, salinan atau adaptasi 

Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.  

Pasal 46 UUHC 2014 menyebutkan bahwa 

(1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan 

Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan 

tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.  

(2) Penggandaan untuk kepentingan pribadi  mana dimaksud pada ayat (1) tidak 

mencakup:  

a. karya arsitektur dalam berituk bangunan konstruksi lain;  

b. seluruh atau bagian yang substansial dan suatu buku atau notasi musik;  

c. seluruh atau bagian substansial dan database dalam bentuk digital;  

d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan  



 

e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan 

dengan kepentingan yang wajar dan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.  

Pasal 47 UUHC 2014 menyebutkan bahwa 

Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 

1 (satu) salman Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak 

Cipta dengan cara:  

a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas, 

atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:  

1. perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salman tersebut hanya akan 

digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;  

2. Penggandaan tersebut dilakukan secara terp isah dan jika dilakukan secara 

berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling 

berhubungan; dan  

3. Tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada 

perpustakaan lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan  

b. Pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang 

diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah 

dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat  

1. Perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam 

kondisi wajar  

2. Pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara 

berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak 

saling berhubungan  



 

c. Pembuatan salinan dimaksud untuk komunikasi atau pertukaran informasi 

antarperpustakaan antar lembaga arsip, seperti antara perpustakaan dan lembaga 

arsip. 

Pasal 48UUHC 2014 menyebutkan bahwa 

Penggandaan, penyiaran atau komunikasi atas ciptaan untuk tujuan informasi yang 

menyebutkan sumber dan nama pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran hak 

cipta dengan ketentuan ciptaan berupa: 

a. Artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan pengumuman baik dalam 

media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh 

pencipta atau berhubungan dengan penyiaran atau komunikasi atas suatu ciptaan. 

b. Laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari ciptaan yang dilihat atau didengar 

dalam situasi tertentu karya ilmiah, pidato,ceramah atau ciptaan sejenis yang 

disampaikan kepada publik  

Pasal 49 UUHC 2014 menyebutkan bahwa 

(1) Penggandaan sementara atas ciptaan tidakdianggap pelanggaran hak cipta jika jika 

penggandaan tersebut memenuhi ketentuan  

a. Pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan ciptaan secara digital 

dalam media penyimpanan  

b. Dilaksanakan oleh setiap orang atau izin pencipta untuk menstransmisi ciptaan  

c. Menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara 

otomatis yang tidak memungkinkan ciptaan tersebut ditampilkan kembali  

(2) Setiap lembaga penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin pencipta 

atau pemegang hak ciptaan untuk aktivitasnya dengan alat dan fasilitasnya sendiri 



 

(3) Lembaga penyiaran wajib memusnahkan rekaman sementara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan atau dalam 

waktu yang lebih lama dengan persetujuan pencipta.  

(4) Lembaga penyiaran dapat membuat 1 (satu) salinan rekaman sementara yang 

mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi. 

Pasal 50UUHC 2014 menyebutkan bahwa 

Setiap orang dilarang melakukan Pengumuman  Pendistribusian, atau Komunikasi 

Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau 

pertahanan dan keamanan negara.  

Pasal 51UUHC 2014 menyebutkan bahwa 

(1) Pemerintah dapat menyelenggarakan pengumuman, pendistribusian atau komunikasi 

atas suatu ciptaan melalui radio, teelvisi dan atau sarana lain untuk kepentingan 

nasional tanpa izin dari pemegang hak cipta, dengan ketentuan wajib memberikan 

imbalan kepada pemegang hak cipta  

(2) Lembaga penyiaran yang melakukan pengumuman pendistribusian atau 

komunikasi atas ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak 

mendokumentasikan ciptaan hanya untuk lembaga penyiaran tersebut dengan 

ketentuan untuk penyiaran selanjutnya, lembaga penyiaran tersebut harus 

mendapatkan izin pemegang hak cipta.  

Satu hal yang perlu dicermati yang dimaksudkan di sini adalah pemberitaan, 

informasi-informasi seputar peristiwa yang berlangsung dalam masyarakat, dangkan 

artikel-artikel ilmiah atau pidato ilmiah yang dimuat dalam media rat kabar atau media 

elektronika lainnya tetaplah dilindungi sebagai hak cipta biasa. 



 

Lebih lanjut Pasal-Pasal tersebut menentukan pula syarat untuk tidak dianggap 

sebagai pelanggaran hak cipta, di samping sumbernya disebutkan  dicantumkan secara 

lengkap, ada syarat lain yang harus dipenuhi yaitu: 

1. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan 

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah 

dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
96

 

2. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan 

pembelaan di dalam atau di luar pengadilan. 

3. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan: 

a. ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, atau; 

b. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan 

tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. 

4. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf 

braile guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat 

komersial. 

5. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara 

atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu 

pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang nonkomersial, semata-

mata untuk keperluan aktivitasnya. 

6. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya 

arsitektur, seperti ciptaan bangunan. 
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7. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program 

komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri. 

Sebaiknya menurut penulis untuk menghormati hak pencipta, karena di sini 

dimungkinkan oleh undang-undang ini untuk “pengambilan seluruhnya” dari suatu 

karya cipta, maka ada baiknya ditambahkan satu syarat lagi, yaitu dalam hal 

pengambilan secara keseluruhan dari suatu karya cipta harus diberitahukan atau 

meminta izin dari pemegang hak cipta. Pemberian izin dapat dilakukan dengan tanpa 

imbalan misalnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan dari hal-hal yang dapat 

merugikan pihak pemegang hak cipta. Keadaan ini dapat saja terjadi misalnya dalam hal 

ceramah penataran atau penyuluhan hukum atau pertanian, di mana mungkin saja 

dengan alasan untuk kepentingan pendidikan sebuah buku hasil karya cipta dapat 

diperbanyak sampai dengan beratus atau beribu eksemplar untuk kegiatan itu. 

Ini tentu merugikan pihak pencipta, namun dengan dimasukkannya syarat yang 

penulis maksudkan di atas, si pencipta dapat memantau karya ciptanya dan bilamana 

terjadi seperti peristiwa di atas hal ini dapat dimusyawarahkan lebih lanjut dengan 

pihak-pihak bersangkutan. 

Demikian pula halnya dengan pengambil karya cipta pihak lain secara 

keseluruhan guna pembelaan di luar maupun di dalam pengadilan, seyogianya ini juga 

harus dimusyawarahkan dengan pemegang hak cipta. Sebab dapat saja pada akhirnya 

dalam konsiderans keputusan pengadilan memuat seluruh karya cipta itu sebagai dasar 

pertimbangan dan dikemudian hari ternyata UUHC Indonesia menyebutkan bahwa 

Putusan Lembaga Peradilan tidak dilindungi hak ciptanya. Tentu saja hal ini haruslah 

dipertimbangkan untuk kepentingan yang wajar (fair dealing). 



 

Selanjutnya undang-undang ini juga memberikan batasan dengan syarat terhadap 

perbanyakan suatu ciptaan dalam bidang ilmu, seni dan sastra dalam huruf braile guna 

keperluan para tunanetra, dengan syarat perbanyakan itu idak bersifat komersial. Jadi, 

semata-mata untuk membantu para tunanetra, disini terlihat fungsi sosial hak cipta yang 

lebih konkret. 

Demikian pula halnya terhadap perbanyakan suatu ciptaan secara terbatas lengan 

fotokopi atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga lmu pengetahuan 

atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang nonkomersial yang semata-mata untuk 

keperluan aktivitasnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dengan syarat 

bahwa sumbernya harus disebut secara lengkap, lagi-lagi pertimbangannya untuk 

kepentingan sosial yang wajar. 

Selanjutnya Pasal tersebut menentukan bahwa tidak dianggap sebagai 

pelanggaran hak cipta terhadap perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti 

ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis. Dapat dikemukakan 

satu contoh bahwa, ada kemungkinan bahwa suatu jangunan sketsa-sketsanya, 

pemagaran balkon tingkat atasnya terlalu rendah sehingga perlu dipertinggi yang 

menyimpang dari gambar sketsa, karena itu libuka kemungkinan untuk mengadakan 

perubahan atas dasar pertimbangan teknis.
 

 

4. Masa Berlakunya Hak Cipta  

Perlindungan hak cipta berlangsung selama berlakunya hak cipta seperti diatur 

dalam Undang-undang hak cipta.Masa berlakunya hak cipta ditentukan menurut jenis 

ciptaannya. Menurut Pasal 58 UUHC 2014 masa berlakunya hak cipta atas ciptaan 

dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu : 



 

1. Hak cipta yang berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 70 

tahun setelah pencipta meninggal dunia. 

2. Hak cipta yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih maka hak cipta berlaku selama 

hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung 70 tahun 

sesudahnya. 

3. Hak cipta yang dilindungi dan dipegang oleh badan hukum maka masa berlaku 

hak cipta selama 50 tahun sejak karya tersebut pertama kali diumumkan.97 
 

Menurut Pasal 58 ayat (1) UUHC 2014 karya cipta atau ciptaan yang berlaku 

selama hidup sipencipta dan terus berlangsung hingga 70 tahun setelah pencipta 

meninggal dunia dan karya cipta yang dimiliki 2 orang atau lebih yang berlaku selama 

hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir berlangsung 70 tahun sesudah ia 

meninggal dunia dan terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya, yaitu karya 

cipta yang berupa : 

a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain 

b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya  

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan  

d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks  

e. Dram atau drama musikal, tari, koregorafi, pewayangan dan pantomin  

f. Karya seni rupa dalam segala bentuk  seperti gambar, ukiran, kaligrafi atau 

kolase 

g. Arsitektur  

h. Peta  

i. Seni batik atau seni motif lain  

Lebih lanjut Pasal58 ayat 1 Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 

menjelaskan bahwa apabila ciptaan seperti seperti yang tercantum dalam Pasal 58 ayat 
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(1) UUHC tersebut yang dimiliki oleh badan hukum maka masa berlaku hak cipta itu 

selama 50 tahun sejak karya tersebut pertama kali diterbitkan. 

Sehubungan dengan jangka waktu perlindungan hak cipta yang mencakup waktu 

70 tahun pencipta haruslah mengambil langkah-langkah pengamanan untuk mencegah 

terjadinya pelanggaran hak cipta. 

Beberapa ketentuan khusus untuk hak cipta atas ciptaan yang dipegang atau 

dilaksanakan oleh negara (Pasal60  UU No.28 Tahun 2014) yaitu dalam hal : 

1. Berlaku tanpa batas waktu, apabila hak cipta atas forklor dan hasil kebudayaan 

rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, 

lagu, kerajinan tangan, koreografi, dan karya seni lainnya. 

2. Berlaku selama waktu 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan, 

apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, 

negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya. 

 

5. Subjek Hukum Hak Cipta  

Menurut Vollmar, setiap makhluk hidup mempunyai apa yang disebut 

wewenang berhak yaitu kewenangan untuk membezit (mempunyai) hak-hak dan setiap 

hak tentu ada subjek haknya sebagai pendukung hak tersebut.
98

Setiap ada hak tentu ada 

kewajiban. Setiap pendukung hak dan kewajiban disebut subjek hukum yang terdiri atas 

manusia (natuurlijk person) dan badan hukum (rechtspersoon).
99

 

Prof. Mahadi menulis, “Setiap ada subjek tentu ada objek, kedua-duanya tidak 

lepas satu sama lain, melainkan ada relasi (hubungan), ada hubungan antara yang satu 
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dengan yang lain”. Selanjutnya beliau mengatakan hubungan itu namanya eigendom 

recht atau hak milik.
100

 

Selanjutnya menurut Pitlo, sebagaimana dikutip oleh Prof. Mahadi menuliskan 

bahwa, “... disatu pihak ada seseorang (atau kumpulan orang/ badan hukum), yakni 

subjek hak, dan pada pihak lain ada benda yaitu objek hak”. Dengan kata lain kalau ada 

sesuatu hak, maka harus ada benda, objek hak, tempat hak itu melekat, dan harus pula 

ada orang subjek yang mempunyai hak itu.
101

 

Jadi, jika kita kaitkan dengan hak cipta, maka yang menjadi subjeknya ialah 

pemegang hak yaitu pencipta atau orang atau badan hukum yang secara sah memperoleh 

hak untuk itu. Yaitu dengan jalan pewarisan, hibah, wasiat, atau pihak lain dengan 

perjanjian, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014. Sedangkan yang menjadi objeknya ialah benda yang dalam hal 

ini adalah hak cipta, sebagai benda immateriil. 

Pasal 31 UUHC 2014 menyatakan bahwa Subjek hak cipta adalah pencipta, yaitu 

orang yang namanya: 

a. disebut dalam Ciptaan; 

b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan; 

c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau 

d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta. 
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Khusus terhadap orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan 

bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang 

memberikan ceramah tersebutlah yang dianggap sebagai Pencipta. 

Demikian pula dalam hal ciptaan yang terdiri atas beberapa bagian tersendiri 

yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai Pencipta, 

yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan tersebut.
102

 

Dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan 

tersebut tidak ada, maka yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang menghimpun 

ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya 

tersebut.Khusus terhadap ciptaan yang dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta 

dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, 

maka yang dianggap pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan tersebut.
103

 

Demikian juga dalam hal ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan 

dinas, yang dianggap sebagai pencipta adalah instansi pemerintah. Kecuali antara 

pencipta dengan instansi pemerintah tersebut membuat kesepakatan tersendiri tentang 

hal itu. Meskipun demikian, dalam hal pemegang hak cipta tersebut dipegang oleh 

instansi pemerintah, namun apabila ciptaan tersebut digunakan secara komersial, 

pencipta dan/atau pemegang hak terkait tetap mendapat imbalan dalam bentuk royalti 

yang pengaturannya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
104

 

Demikian juga dalam hal suatu ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau 

berdasarkan pesanan, maka yang dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta 
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adalah orang yang membuat ciptaan tersebut. Namun, undang- undang juga membatasi 

kalau dibuat dalam suatu perjanjian lain, maka dapat juga yang dianggap sebagai 

pencipta adalah pihak yang memberi pekerjaan atau pihak yang memesan ciptaan 

tersebut. Meskipun untuk yang disebut terakhir ini akan menimbulkan persoalan 

tersendiri mengenai hak moral yang melekatpada ciptaan tersebut. Artinya, apakah hak 

moral juga akan “dimiliki” oleh si pemesan atau pemberi pekerjaan. Menurut hemat 

kami, hak moral tetap saja akan melekat dan tidak boleh beralih ke pihak si pemberi 

pekerjaan atau pihak pemesan. 

Demikian juga dalam hal badan hukum melakukan pengumuman, 

pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, 

dengan tanpa menyebut seseorang sebagai penciptanya, maka yang dianggap sebagai 

pencipta adalah badan hukum tersebut.
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Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 juga memuat aturan tentang 

perubahan nama dan alamat orang atau badan hukum yang namanya terdaftar dalam 

Daftar Umum Ciptaan sebagai pencipta. Untuk perubahan nama itu, pemegang hak cipta 

atau pemilik produk hak terkait dapat mengajukan permohonan tertulis dari pencipta 

atau langsung oleh pemegang hak cipta atau pemilik produk hak terkait tersebut. 

Permohonan ditujukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Atas 

permohonan tersebut, perubahan nama dan alamat akan dicatat dalam Daftar Umum 

Ciptaan sebagai pencipta atau pemegang hak cipta.
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Khusus terhadap hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh 

Negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya 
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tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memerhatikan nilai-nilai yang 

hidup dalam masyarakat pengembannya.
107

 

Sering kali ditemukan bahwa dalam masyarakat, ada ciptaan tetapi tidak 

diketahui siapa penciptanya dan belum pernah dilakukan pengumuman. Dalam hal 

demikian, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan 

penciptanya. Ada juga ciptaan tersebut telah dilakukan pengumuman, namun tidak 

diketahui siapa penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran penciptanya. 

Untuk hal yang demikian, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang 

melakukan pengumuman untuk kepentingan penciptanya. Demikian juga dalam hal 

ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui siapa penciptanya dan siapa pihak yang 

melakukan pengumuman, dalam hal yang demikian hak cipta atas Ciptaan tersebut 

dipegang oleh negara untuk kepentingan penciptanya.
108

 

Atas pertimbangan untuk kepentingan pencipta, negara dapat sewaktu-waktu 

menjadi pemegang hak cipta, namun tidak dengan jalan mengambil alih secara paksa 

dan dinyatakan sebagai milik negara. 
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Tidak semua jenis ciptaan yang dapat dijadikan milik negara, hal ini tergantung 

pada fungsi dan kegunaannya bagi negara. Berkatalah Ali Said dalam hal ini ketika 

memberikan keterangan pemerintah di hadapan sidang Paripurna DPR, dalam 

pembahasan RUU Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 (Undang-undang Hak Cipta Indonesia 

pertama kalinya menggantikan wet peninggalan Kolonial Belanda) bahwa, “pelaksanaan 

pengambilalihan hak cipta oleh negara tidaklah semudah yang diduga orang, karena 

yang dapat diambil alih oleh negara hanyalah apabila dianggap perlu atas dasar 

pertimbangan kepentingan nasional. Dengan demikian berarti hanya dengan 

pertimbangan nasional semata-mata”. Selanjutnya beliau memberi contoh bahwa hak 

cipta yang dapat diambil alih adalah: 

1. Hak cipta atas suatu lagu yang dijadikan lagu kebangsaan. 

2. Hak cipta atas lambang yang dijadikan lambang negara. 

3. Hak cipta atas rumusan Pancasila yang dijadikan dasar negara.
109

 

Demikianlah sekadar contoh yang dikemukakan oleh Ali Said tentang hak cipta 

yang dapat diambil alih oleh negara. Dalam kaitannya dengan ini, meminjam pandangan 

Sudargo Gautama, beliau mengatakan, “Adalah lebih tepat jika negara kita pandang 

sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa).” Berdasarkan kualitas itu 

negara bertindak sebagai penguasa.
110

 Namun perlu juga sikap kehati-hatian, atas nama 

negara sering terjadi “perampasan” yang seolah-olah dibenarkan oleh hukum. Sering 

kali dalam praktik negara kekuasaan, kekuasaan dijelmakan terlebih dahulu ke dalam 

produk hukum, sehingga nilai keadilannya terabaikan. Padahal menurut konsep negara 
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hukum unsur keadilan dan kehendak rakyat itulah lebih dahulu diprioritaskan untuk 

kemudian dijadikan sebagai instrumen hukum. Dengan mempercayakan produk hukum 

semata-mata pada kekuasaan negara, apalagi kepada penguasa eksekutif, dikhawatirkan 

unsur kekuasaan itu lebih dominan, sehingga hak-hak rakyat terabaikan dan pada tingkat 

yang paling buruk adalah “perampokan hak oleh negara” namun tetap benar menurut 

hukum.
111

 

Mengenai kepentingan negara atau kepentingan umum, sering kali tidak seiring 

dengan keinginan masyarakat ketika hak yang dimilikinya akan dicabut atau 

dibebaskan. Atas nama kepentingan umum dan kepentingan negara masyarakat sering 

kali melakukan perlawanan khususnya dalam hal pencabutan atau pembebasan hak-hak 

atas tanah.
112

 

Berbeda dengan pencabutan atau pembebasan hak-hak atas tanah, hak cipta 

bernuansa intelektual. Hasil ciptaannyapun memiliki nilai-nilai yang tinggi dan tidak 

semata-mata memiliki nilai ekonomis. Sehingga para pencipta sering kali 

mengikhlaskan hak ciptanya jika hal itu dipandang perlu untuk kepentingan negara 

apalagi hak moralnya tetap harus dilekatkan. Contoh untuk hal ini adalah lagu Indonesia 

Raya ciptaan Wage Rudolf Soepratman yang namanya abadi dilekatkan pada lagu 

Kebangsaan itu. Tidak semua orang dapat menciptakan lagu, tetapi semua orang tanpa 

keahlian dapat memiliki tanah.  
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 Perbedaan antara pencabutan hak dengan pembebasan hak adalah dalam hal ganti rugi, di 
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Demikianlah sekadar perbandingan. Bilamana kita hendak mengeluarkanl 

peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 nanti ada baiknya 

pertimbangan seperti di atas patut menjadi pemikiran guna melahirkan peraturan-

peraturan organik dimaksud. Khusus dalam hal Compulsory Lisensmg, maka 

pertimbangan dalam hal menentukan besaran jumlah ganti rugi benar-benar dilakukan 

dengan suatu kearifan guna menumbuhkan semangat kreativitas para pencipta. 

Jika ditelusuri ke belakang, ketika hendak menyusun Undang-undang Hak Cipta 

Indonesia pertama kalinya, dalam draf rancangan undang-undang tersebut, tidak ada 

memakai istilah Pencabutan Hak Atau Pembebasan hak Istilah yang digunakan adalah 

disebutkan, “dapat dijadikan milik negara sedangkan pada bagian lain Ali Said ketika 

memberikan pandangan umum di depan sidang DPR pada penyusunan Undang-undang 

Hak Cipta 1982 ada menyebutkan istilah “diambil alih oleh negara”. 

Menurut Simorangkir istilah “dapat dijadikan milik negara” yang dipakai; 

Undang-undang Hak Cipta 1982, memberikan arti bahwa peralihan hak kepada negara 

itu hanya merupakan suatu kemungkinan saja, bukan suatu kekhususan dan untuk itu 

harus dipenuhi beberapa syarat, yaitu: 

1. demi kepentingan negara 

2. dengan sepengetahuan pemegangnya 

3. dengan keputusan presiden 

4. atas dasar pertimbangan dewan hak cipta 

5. kepada pemegang hak cipta diberi imbalan penghargaan yang ditetapkan oleh 

presiden.
113
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Selanjutnya menurut beliau, dengan dijadikannya hak cipta suatu karya menjadi 

milik negara setelah memenuhi segala macam persyaratan itu, maka negara bukan hanya 

sebagai sekadar “pemegang hak cipta” tetapi negara itu sudah jadi “pemilik” hak cipta 

suatu karya.
114

 

Jadi, jika kita lihat persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat hak cipta itu 

dijadikan milik negara, maka dapat dikatakan persyaratannya hampir sama dengan tata 

cara pencabutan hak atas tanah. 

Atas dasar ini menurut hemat penulis tepatlah istilah yang digunakan Ali Said 

dengan menyatakan “diambil alih”, walaupun sebenarnya ada pihak yang berkeberatan 

dengan istilah itu. Keberatan itu dari pihak pengarang sendiri, seperti Ajip Rosidi, yang 

katanya istilah tersebut seolah-olah seperti Rahwana hendak memuliakan Sinta sebagai 

permaisuri lantas dengan sepengetahuan utama memboyongnya ke Alengka Direja.
115

 

Apalagi katanya Undang-Undang Hak Cipta (No. 6 Tahun 1982) hanya 

menyebutkan perkataan “dengan sepengetahuan” si pencipta tidak menambahkan kata-

kata “dengan persetujuan” si pencipta. 

“ Jika penulis tidak salah memahami apa yang dimaksudkan oleh Ajip Rosidi 

dengan peristiwa ini, seolah-olah yang ditonjolkan adalah “kekuasaan”.  Tapi jika kita 

bandingkan dengan pencabutan hak-hak atas tanah memang demikianlah halnya. 

Karena adakalanya tidak semua si pemilik dapat menyetujui, dan jika tujuan itu 

ditunggu mungkin itu tidak akan diperoleh, yang pada akhirnya “kekuasaan” akan turut 

dalam penyelesaian peristiwa itu, apalagi kepentingan Umum menghendaki. Oleh 
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karena itu, dengan dalih atau alasan apa pun jika kepentingan negara menghendaki 

dengan “terpaksa” itu harus dilaksanakan. 

Demikianlah halnya dengan hak cipta, jika digunakan kata “persetujuan  

pencipta” itu akan mempersulit persoalan bila ternyata si pencipta tidak memberikan 

persetujuan. Oleh karena itu, undang-undang telah menetapkan syarat-syarat tertentu, 

misalnya atas dasar pertimbangan dewan hak cipta nasional sebagai wakil si pencipta. 

Dan kepadanya diberikan pula ganti rugi, sebagai imbalan atas usahanya sebagai 

pencipta. 

Ketentuan mengenai hak cipta atas “ekspresi budaya tradisional” yang dipegang 

oleh negara itu lebih dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap objek hak 

cipta yang berada di bawah ancaman kepunahan, terutama pengalihannya yang dapat 

dilakukan dengan cara melawan hukum kepada pihak asing oleh mereka-mereka yang 

tidak bertanggung jawab. Warga negara asing hanya boleh memperbanyak atau 

mengumumkan ciptaan tersebut setelah mendapat izin dari instansi pemerintah terkait. 

Nilai historislah yang menjadi tolok ukur utama dalam penentuan kaidah ini, meskipun 

secara ekonomis tidak dapat dihindarkan wujud nyata dari karya itu dalam bentuk 

barang (benda) berwujud mempunyai harga jual yang tinggi. Khusus untuk ciptaan 

dalam bentuk hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, 

hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi tarian, kaligrafi dan 

karya seni lainnya dipelihara dan dilindungi oleh negara. Wujud perlindungan itu 

teristimewa dalam hal mewakili kepentingan pencipta terhadap pihak luar negeri yang 

melakukan pelanggaran hak atau juga dalam  hal pemberian lisensi yang bersifat 

komersial dan non komersial. 



 

6. Hak Moral (Moral Right), Hak Ekonomi (Economic Right) dan Hak Terkait  

 

Pasal 1 angka 1 UUHC tahun 2014 bahwa, “Hak Cipta adalah hak eksklusif 

pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu 

ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Mengacu pada rumusan tekstual Pasal 1 angka 1 tersebut, bahwa hak cipta 

merupakan “hak eksklusif bagi pencipta”. Hak eksklusif tersebut secara  umum terdiri 

dari tiga pihak, yaitu hak untuk mengumumkan ciptaan, dan hak untuk memperbanyak 

ciptaan dan hak untuk memberi izin. 

Konsep pengumuman yang dianut dalam UUHC tahun 2014 Pasal 1 angka 11 

adalah Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, suatu Ciptaan dengan menggunakan 

alat apa pun, baik elektronik maupun non elektronik atau melakukan dengan cara apa 

pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. 

Kemudian yang dimaksud dengan perbanyakan dalam konteks regulasi hak cipta 

ini adalah Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara 

keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan 

yang sama atau pun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau 

temporer. Di samping itu, hak untuk memberikan izin, dalam Undang-undang Nomor 28 

tahun 2014 lebih sering disebut dengan istilah lisensi. Lisensi yang dimaksud dalam 

undang-undang ini adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang 

hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya 

atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu. 



 

Hak eksklusif yang ada diberikan kepada pemegang hak cipta secara umum 

memang terhimpun dalam tiga bagian juga, namun oleh beberapa pakar hak eksklusif ini 

mencoba untuk disistematiskan ke dalam bagian-bagian tertentu, dalam istilah yang 

lebih umum sering didengar adanya hak moral (moral rights)dan hak ekonomi 

(economic rights). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 UUHC 2014, “Hak Cipta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas 

hak moral dan hak ekonomi”. 

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi 

pencipta atau penemu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta atau penemu. Apabila 

hak cipta atau paten dapat dialihkan kepada pihak lain maka hak moral tidak dapat 

dipisahkan dari pencipta atau penemu karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi 

menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas 

yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu. Kekal artinya melekat pada pencipta 

atau penemu selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.
116

 

Dengan kata lain kak moral dalam hak cipta disebut sebagai hak yang bersifat 

asasi, sebagai natural rights yang dimiliki manusia. Pengakuan serta perlindungan 

terhadap hak moral selanjutnya menumbuhkan rasa aman bagi pencipta karena ia tetap 

merupakan bagian dari hasil karya / ciptaannya. Pada gilirannya pun pengakuan dan 

perlindungan hak moral ini akan mampu menjadi stimulan untuk memunculkan karya-

karya cipta baru. 
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Hak moral ini dikenal dalam negara yang menganut sistem anglosaxon. 

Undang-undang di Inggris misalnya, memiliki Hukum Moral Right (1988),   yang 

substansinya mengatur yaitu : 

1. Paternity Right, yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta atau pemegang hak cipta. 

2. Privacy Right, yaitu hak untuk dilindungi dalam hal berhubungan dengan publikasi 

atau perbanyakan film atau fotografi. 

3. Integrity Right, yaitu hak dari pencipta melekat atas ciptaannya. 

Hak moral ini lebih diarahkan kepada hak yang melindungi kepentingan pribadi 

pencipta, sehingga hak moral (moral rights) diartikan sebagai hak pencipta untuk 

melarang atau memberi izin kepada pihak lain untuk, menambah atau mengurangi isi 

ciptaan, menghilangkan nama pencipta aslinya, mengubah judul ciptaan, dll. Maksud 

yang sama dengan versi yang berbeda juga disampaikan oleh Tim Lindsey dkk. Menurut 

Tim Lindsey, hak moral adalah hak pribadi pencipta untuk dapat mencegah perubahan 

atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta atas karya tersebut. 

Pada pokoknya terdapat dua prinsip utama dalam hak moral, yaitu : 

a.  Hak untuk diakui dari karya, hak dari pencipta untuk dipublikasikan sebagai 

pencipta atas hasil ciptaannya atau karyanya, dengan tujuan untuk mencegah pihak 

lain mengaku sebagai pencipta atas hasil ciptaannya atau karyanya tersebut. 

b. Hak keutuhannya, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas penyimpangan atas 

karyanya atau perubahan lain atau tindakan-tindakan lain yang dapat menurunkan 

kualitas karya ciptanya. 

Dengan hak moral (moral right), sesuai dengan Pasal 5 UUHC 2014pencipta 

dari suatu karya cipta memiliki hak yang melekat secara pribadi untuk : 



 

a. Tetap dicantumkan atau tidak dicantumkan namanya pada salinan dalam 

hubungannya dengan penggunaan ciptaannya  

b. Menggunakan nama alias atau samarannya  

c. Mengubah ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat  

d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan  

e. Mempetahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, 

modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau 

reputasinya  

Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dialihkan selama 

penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat dari pencipta atau sebab lain berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

Hak eksklusif yang ke dua adalah hak ekonomi. Hak ekonomi ini diartikan 

sebagai sebuah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil 

mengkomersialisasikan hasil ciptaannya. Hak ini lebih kepada hak untuk menjamin 

bertambahnya nilai eknomis pencipta dari adanya pendistribusian atau eksplotasi dari 

hasil ciptaannya. 

Bern Conventionmenetapkan hak ekonomi (economic right)yang mencakup hal-

hal sebagai berikut. 

1. Article 8: right of translation (hak penerjemahan) 

2. Article 9: right of reproduction (hak perbanyakan) 

3. Article 11, 11 bis, 11 ter: right of public performance and wireless broadcasting 

and cabling of works (hak untuk penampilan di muka umum dan penyiaran 

kembali tanpa kabel serta perlengkapan ciptaan) 



 

4. Article 12: right of adaptation (hak adaptasi) 

5. Article 14: (1) (i): the right of authorizing the cinematographic adaptation and 

reproduction of work and the distribution of the work thus adapted or 

reproduced(hak untuk memberikan hak bagi pihak lain untuk adaptasi dan 

perbanyakan ciptaan termasuk pendistribusiannya). 

6. Article 14 (1) (ii): right of public performance and communication by wire of 

cinematographic adaptations and reproductions of work (hak untuk penunjukan 

di muka umum dan pengomunikasian dengan kabel dari adaptasi ciptaan film 

dan perbanyakan ciptaan. 

7. Article 14 ter(1): artist resale right subject to reprocity test art (hak penjualan 

kembali seniman yang tunduk pada tes timbal balik) 

Sedangkan hak ekonomi ini diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014. 

Ketentuan terpenting dari hukum hak cipta, selain pelindungan hak moral 

pencipta adalah pelindungan hak ekonomi. Sebagaimana telah diuraikan di atas, pada 

mulanya fokus hak cipta adalah hak moral, tetapi seiring dengan perkembangan bahwa 

ciptaan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat dan ciptaan mengandung nilai 

ekonomi, muncullah pemikiran perlunya pelindungan hak ekonomi pencipta. 

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk 

mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Pasal 8 UUHC ini menegaskan dasar dan 

sekaligus tujuan adanya hak ekonomi bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, yakni 

agar Pencipta atau Pemegang Hak Cipta mendapatkan manfaat ekonomi atas karyanya 

atau ciptaannya. 



 

Pencipta melahirkan karya cipta berupa lagu, buku, lukisan, dan lain-lain, selain 

untuk memuaskan batinnya juga ingin mendapatkan hasil materi dari ciptaannya itu 

untuk memenuhi kebutuhan materiilnya. Faktanya, sudah banyak orang yang pekerjaan 

utamanya adalah mencipta (menulis lagu, menulis buku, melukis, mematung, 

menerjemah, dan sebagainya). Jadi, kalau orang bekerja sudah seharusnya ada imbalan 

materi atas pekerjaan atau hasil pekerjaannya. 

Satu hal lagi, bahwa pencipta jelas telah memperkaya budaya masyarakat dengan 

ciptaannya dan juga pencipta telah memberi kepuasan atau sesuatu yang bermakna atau 

bernilai tambah bagi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat yang mendapat manfaat 

dari karya cipta sangatlah wajar memberi penghargaan berupa imbalan kepada para 

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 

Konsep berpikir untuk menghargai kekayaan intelektual manusia yang disebut 

hak cipta sudah muncul sejak beberapa abad lalu. John Locke, seorang filsuf Inggris 

terkemuka abad XVIII, mengaitkan antara hak cipta dengan hukum alam dan 

mengemukakan bahwa hukum hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada karya 

cipta seseorang pencipta, hukum alam meminta individu untuk mengawasi karya-

karyanya dan secara adil dikompensasikan untuk kontribusi kepada masyarakat.
117

 

Pada awalnya, Locke berbicara tentang right to intellectual property yang timbul 

sebagai konsekuensi logis dari orang bekerja. Pencipta, pengarang, penemu atau apapun 

istilahnya sama seperti pekerja, sebagai imbalan atas pekerjaannya kepada mereka diberi 
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upah. Royalti yang diterima pencipta atau pengarang adalah upah karya 

intelektualnya.
118

 

Inti dari teori hukum alam dikaitkan dengan hak cipta, bahwa pencipta memiliki 

hak moral untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh 

keintelektualannya. Karena pencipta telah memperkaya masyarakat melalui ciptaannya, 

pencipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan dengan nilai 

sumbangannya. Di sini, hukum alam memberi hak milik eksklusif atas suatu karya 

pencipta, memberi individu hak untuk mempertahankan dan hak untuk mengawasi 

karya-karyanya dan mendapat kompensasi yang adil atas sumbangannya kepada 

masyarakat.
119

 

Tidak semua pemikir setuju atau mendukung pendapat John Locke yang 

mengaitkan antara hak cipta dengan hukum alam. Ignatius Haryanto
120

 berpendapat, 

betapa tidak pasnya (incompatiblel) konsep Locke ketika diterapkan dalam konsep hak 

kekayaan intelektul. Ditegaskannya, dalam menciptakan objek yang memiliki hak 

kekayaan intelektual, kerja (labor) yang diciptakan, tidaklah selalu membutuhkan tenaga 

atau energiseperti kerja fisik untuk mengolah alam. Artinya tidak selalu kerja untuk 

menghasilkan benda yang memiliki kekayaan intelektual adalah kerja yang 

mengeluarkan keringat, dan dilakukan dengan penuh penderitaan. Sebaliknya kerja 

untuk mencipta (seperti musik, puisi, cerita, dan tari) bisa saja dilakukan dengan penuh 

kesenangan hati, tidak karena suatu paksaan ataupun suatu kerja keras dalam sisi fisik. 
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Pasal 9 ayat (1) UUHC 2014 menguraikan dengan tegas apa saja yang menjadi 

bagian dari Hak Ekonomi Pencipta.  

(2) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki 

hak ekonomi untuk melakukan: 

a. penerbitan Ciptaan; 

b. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; 

c. penerjemahan Ciptaan; 

d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; 

e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya; 

f. pertunjukan Ciptaan; 

g. pengumuman Ciptaan; 

h. komunikasi Ciptaan; dan 

i. penyewaan Ciptaan. 

(3) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 

(4) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang 

menggandakan dan/atau melakukan penggunaan Ciptaan secara komersial. 

Dalam Pasal 1 UUHC 2002, hak ekonomi dibagi dalam dua bagian besar, yaitu 

hak untuk mengumumkan ciptaan dan hak untuk memperbanyak ciptaan (selanjutnya 

disebut hak mengumumkan dan hak memperbanyak).  

Sedangkan untuk mengetahui cakupan dari hak mengumumkan dan hak 

memperbanyak dapat dilihat pada Pasal 1 angka 11 UUHC 2014, yang menjelaskan 

bahwa Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, 



 

atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media 

internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, 

didengar, atau dilihat orang lain. Selanjutnya, Perbanyakan adalah penambahan jumlah 

sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan 

menggunakanbahan-bahan yang sama atau pun tidak sama, termasuk mengalih-

wujudkan secara permanen atau temporer. 

Dalam pengaturan UUHC yang baru ini (UUHC tahun 2014), kelemahan dari 

UUHC 2002 sudah diperbaiki, yakni ruang lingkup Hak Ekonomi Pencipta diatur 

dengan jelas dan terperinci, seperti terlihat dalam Pasal 9 berikut ini: 

(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki 

hak ekonomi untuk melakukan: 

a. penerbitan Ciptaan; 

b. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; 

c. penerjemahan Ciptaan; 

d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; 

e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya; 

f. pertunjukan Ciptaan; 

g. pengumuman Ciptaan; 

h. komunikasi Ciptaan; dan 

i. penyewaan Ciptaan. 

(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 



 

(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang 

menggandakan dan/atau melakukan penggunaan Ciptaan secara komersial. 

Inti dari Pasal 9 adalah mengatur Ruang lingkup Hak Ekonomi Pencipta atau 

Pemegang Hak Cipta. Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta menurut Pasal 

tersebut terdiri atas 9 bagian, yaitu: 

1. penerbitan Ciptaan; 

2. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; 

3. penerjemahan Ciptaan; 

4. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; 

5. pendistribusian Ciptaan atau salinannya; 

6. pertunjukan Ciptaan; 

7. pengumuman Ciptaan; 

8. komunikasi Ciptaan; dan 

9. penyewaan Ciptaan. 

Berbeda dengan hak moral pencipta yang pada dewasa ini sudah hampir 

mendapatkan sudut pandang yang sama dari berbagai negara terutama di kalangan 

pengikut Konvensi Bern, menyangkut hak ekonomi pencipta (termasuk hak ekonomi 

pelaku) cenderung tidak ada kesamaan pandang di antara berbagai negara, baik 

menyangkut terminologinya maupun ruang lingkupnya. Kesulitan untuk menyamakan 

persepsi tentang hak ekonomi pencipta maupun pelaku mungkin disebabkan, antara lain: 

1. masing-masing ciptaan berbeda bentuk dan cara pengeksploitasiannya; 



 

2. sering adanya pertautan hak pencipta dan pelaku pada suatu karya, misalnya 

pada produk rekaman suara terkait hak pencipta melodi, penulis lirik, penyanyi, 

pemusik, dan produser rekaman suara; 

3. perkembangan teknologi yang sangat cepat menciptakan berbagai variasi 

eksploitasi karya dan sulit diantisipasi. 

Untuk lebih memahami ruang lingkup Hak Ekonomi Pencipta dalam Pasal 9 

UUHC dan juga untuk memahami terminologi yang dipakai, perlu kiranya tinjau ruang 

lingkup hak ekonomi pencipta yang lazim digunakan secara internasional. S.M. Stewart 

mencoba merangkum bahwa dari berbagai konvensi dan hukum hak cipta di berbagai 

negara, ada enam macam hak yang dapat dipandang sebagai dasar hak ekonomi pencipta 

atau pelaku, yaitu
121

: 

b) the reproduction right; 

c) the adaptation right, 

d) the distribution right, 

e) the pubc/ic performance right, 

f) the broadcasting right; and 

g) the cablecasting right. 

Penjelasan hak-hak itu adalah sebagai berikut: 

a) The reproduction rightatau hak reproduksi merupakan hak yang paling 

fundamental dari seluruh hak ekonomi pencipta dan hak ini diakui baik dalam 

Konvensi Bern, Universal Copyright Convention(UCC) maupun hukum hak 

cipta di setiap negara. Pada hakikatnya, hak ini adalah memberi izin untuk 
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mereproduksi atau mengkopi atau menggandakan jumlah ciptaan dengan ber-

bagai cara, misalnya dengan cara mencetak (print)atau secara mekanik. Itu 

sebabnya, hak mereproduksi ini sering dibagi lagi menjadi printing right dan 

mechanical right. 

b) The adaptation rightadalah hak memberi izin melakukan adaptasi, aransemen, 

atau perbuatan lain untuk mengubah bentuk sebuah karya, misalnya mener-

jemahkan satu karya dari satu bahasa ke bahasa lain, membuat aransemen musik, 

dan lain-lain. The adaptation rightdengan jelas diakui oleh The Bern 

Conventiondan UCC. Soal terminologi, ada juga penulis yang menamai hak ini 

sebagai alteration rightyang mencakup adaptation right dan translation right. 

c) The distribution rightadalah hak memberi izin untuk mendistribusikan 

(menyebarkan) hasil penggandaan suatu karya kepada publik. Termasuk pada 

kelompok hak ini, antara lain menjual, menyewakan, dan bentuk- bentuk lain 

pengalihan hasil perbanyakan dari suatu karya. Kecuali yang berhubungan 

dengan karya sinematografi di dalam the Bern Convention, the distribution right 

ini tidak jelas diakui di dalam the Bern Convention dan UCC. 

d) The public performance right adalah hak memberi izin untuk menampilkan suatu 

karya kepada publik. Hak ini juga diakui, baik dalam the Bern Convention 

maupun UCC. Oleh beberapa penulis dan juga kalangan collecting society 

seperti Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), istilah yang dipergunakan 

adalah performing right yang di dalamnya termasuk menampilkan karya kepada 

publik secara langsung (size) maupun melalui penyiaran (broadcast). 



 

e) The broadcasting right adalah hak memberi izin untuk menyiarkan suatu karya 

dengan pentransmisian tanpa kabel. Hak ini juga diakui dalam the Bern 

Convention dan UCC. Pengertian 'broadcasting' di sini adalah penyiaran suara 

dan gambar dari suatu karya, misalnya oleh radio dan televisi dan berbagai 

bentuk pengomunikasian karya kepada publik secara taklangsung tetapi tidak 

menggunakan kabel. 

f) The cablecasting righthak memberi izin untuk menyiarkan suatu karya dengan 

menggunakan kabel. 

Ada dua bentuk penyiaran dengan kabel ini, yaitu: 'cab/e retransmissiorf dan 

'cable originatiorf. Bentuk yang pertama adalah pentransmisian kembali dengan kabel 

suatu penyiaran karya, jadi merupakan sebuah kegiatan meneruskan yang sudah ada 

(pre-existing). Bentuk yang kedua adalah pentransmisian asli dengan kabel sebuah 

karya. Di dalam the Bern Convention,bentuk yang pertama ditempatkan sebagai bagian 

dari broadcasting right dan bentuk yang kedua diberlakukan sebagai salah satu bagian 

dari the public performance right. 

Selain keenam macam hak di atas, ada lagi hak yang  disebut dengan 

syncronization rights. Kalau sebuah lagu dipakai dalam sebuah karya sinematografi, 

iklan, dan karya drama misalnya, hak memberi izin untuk ini dinamakan dengan 

syncronization rights. Jika dihubungkan dengan keenam macam hak yang sudah 

dijelaskan di atas, boleh jadi syncronization rights termasuk bagian dari adaptation 

rights. 

Pasal 97 ayat (5) Konvensi Roma berbunyi: 

“The rights referred to.. . Shall be called neighbouring rights'. 



 

Di Indonesia pernah muncul berbagai istilah (sebagai terjemahan dari 

neighbouring rights), hak berdekatan, hak tetangga, hak saluran, hak sejalan, dan 

sebagainya. Terakhir, dan kemudian menjadi istilah resmi, adalah hak terkait. Maksud 

dan tujuan utama diadakannya Konvensi Roma adalah menetapkan pengaturan secara 

internasional pelindungan hukum tiga kelompok pemegang hak-hak yang berkaitan 

dengan hak cipta yang sampai sekarang ini hanya terdiri atas tiga kelompok 

(kemungkinan kelak berkembang lebih) yang masing-masing mempunyai hak-hak 

tersendiri yang dinamakan hak-hak yang berkaitan (Related Rights/Neighboring 

Rights).Tiga kelompok subjek hukum sebagai pemilik hak terkait adalah: 

(1) Pelaku Pertunjukan (Performers),yang dapat terdiri atas penyanyi, aktor, musisi, 

penari, dan lain-lain pelaku yang mempertunjukkan karya-karya sastra dan seni; 

(2) Produser-Produser fonogram (Producers of Phonogram)', 

(3) Lembaga penyiaran (Broadcasting Organization). 

Jadi, kalau pencipta adalah subjek hukum orang yang atas inspirasinya 

melahirkan karya cipta atau ciptaan, seperti buku, lagu, drama, tari, dan sebagainya, 

maka pemilik hak terkait adalah orang atau lembaga yang melahirkan karya- karya 

turunan (derivative works) daripada karya ciptaan yang telah eksis, seperti karya 

rekaman suara, karya rekaman gambar pertunjukan, dan karya siaran. 

Dalam UUHC substansi Hak Terkait diatur dalam Pasal berikut ini: 

Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak 

eksklusif yang meliputi: 

a. hak moral Pelaku Pertunjukan; 

b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan; 



 

c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan 

d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran. 

Dari ketentuan Pasal 20 UUHC tampak bahwa dari 3 (tiga) kelompok pemilik hak 

terkait, pelaku memiliki hak moral dan hak ekonomi, sedangkan produser fonogram dan 

lembaga penyiaran hanya memiliki hak ekonomi. Mengapa produser fonogram dan 

lembaga penyiaran tidak memiliki hak moral, hal ini disebabkan kedua pemegang hak 

ini bukan orang melainkan lembaga atau perusahaan. 

7. Pembatasan Hak Cipta 

Hak cipta tidak bersifat absolut, artinya tidak semua tindakan   Penggunaan   

ciptaan   yang   tanpa   izin. Disamping itu, hak pencipta dianggap sebagai pelanggaran 

hak cipta. Di samping itu, hak cipta sebagai hak milik juga memiliki fungsi sosial, yang 

dalam hal tertentu masyarakat dapat menggunakannya tanpa izin dari pencipta. 

Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan di dalam UUHC yang membatasi hak-

hak pencipta atas ciptaannya. 

Pasal 43 UUHC 2014 menyatakan bahwa : 

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi: 

a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lam bang negara 

dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli; 

b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu 

yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi 

oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika 

terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, 

dan/atau Penggandaan; 



 

c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, 

Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan 

sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau 

d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi 

dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta 

atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas 

pembuatan dan penyebarluasan tersebut. 

e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil 

Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan 

lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, 

dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam Penjelasan Pasal 43 UUHC ditemukan pengertian-pengertian beberapa 

hal sebagai berikut: 

Yang dimaksud dengan “Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau 

Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah” 

misalnya, Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala 

sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah terhadap hasil riset yang 

dilakukan dengan biaya negara. 

Yang dimaksud dengan “berita aktual” adalah berita yang diumumkan atau 

dikomunikasikan kepada publik dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak 

pertama kali dikomunikasikan kepada publik. 



 

Inti dari Pasal 43 UUHC adalah menegaskan beberapa perbuatan yang tidak 

dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meskipun perbuatan itu menyangkut ciptaan 

yang dilindungi   berdasarkan   UUHC.   Beberapa   perbuatan   itu adalah: 

1. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara 

dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli; 

2. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu 

(ciptaan) yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan 

dilindungi oleh peraturan perundang-undangan; 

3. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, 

Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan 

sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau 

4. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi 

informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan 

Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas 

pembuatan dan penyebarluasan tersebut. 

5. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil 

Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan 

lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, 

dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 44 UUHC 2014 menyatakan bahwa 

(1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan 

dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak 



 

dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan   atau  

dicantumkan   secara   lengkap   untuk keperluan: 

a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan 

kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang 

wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; 

b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, dan peradilan; 

c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau 

d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan 

tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta. 

(2) Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang 

kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf 

braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak 

Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat 

komersial. 

(3) Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, pengubahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berda-sarkan 

pertimbangan pelaksanaan teknis. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang 

tuna riltra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan 

menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Dalam Penjelasan Pasal 44 terdapat uraian pengertian dari beberapa hal, yaitu: 



 

Yang dimaksud dengan “bagian yang substansial” adalah bagian yang paling 

penting dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan. 

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang 

Hak Cipta” adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati 

manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan. 

Yang dimaksud dengan “fasilitasi akses atau suatu Ciptaan” adalah pemberian 

fasilitas untuk melakukan penggunaan, pengambilan, Penggandaan, pengubahan format, 

Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi suatu Ciptaan secara seluruh atau 

sebagian yang substansial. 

Yang dimaksud dengan “berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis”, 

misalnya perubahan luas tanah yang tidak mencukupi, letak posisi tidak simetris, 

komposisi material bahan yang berbeda, dan perubahan bentuk arsitektur karena faktor 

alam. 

Dari Pasal 44 ayat (1) UUHC dapat diketahui beberapa perbuatan, yaitu: 

penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau 

produk Hak Terkait secara seluruhnya atau sebagian yang substansial, yang tidak 

dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan 

secara lengkap untuk keperluan: 

1. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyu-sunan laporan, penulisan 

kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar 

dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; 

2. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, dan peradilan; 

3. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau. 



 

4. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak 

merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta. 

Menurut Pasal 44 ayat (2) dan (4) UUHC, fasilitasi akses atas suatu Ciptaan 

untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan 

dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak 

dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan 

secara lengkap, kecuali bersifat komersial. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini 

diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Selanjutnya Pasal 44 ayat (3) UUHC menegaskan bahwa dalam hal Ciptaan 

berupa karya arsitektur, pengubahan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika 

dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis. 

Dalam hal penggandaan salinan atau adaptasi program komputer dapat dilakukan 

tanpa izin 

Pasal 45 UUHC 2014 menyatakan bahwa 

(1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang 

dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau 

Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:  

a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan  

b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk 

mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan. 

(2) Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi 

Program Komputer tersebut harus dimusnahkan. 



 

Seorang pengguna (bukan Pemegang Hak Cipta) Program Komputer dapat 

membuat 1 (satu) salinan atau adaptasi atas Program Komputer yang dimilikinya secara 

sah, yang digunakan untuk penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut 

dan untuk dijadikan arsip atau cadangan yang hanya digunakan sendiri. Pembuatan 

salinan cadangan tersebut tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta. 

Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi 

Program Komputer tersebut harus dimusnahkan. Pemusnahan salinan atau adaptasi 

Program Komputer dimaksudkan untuk menghindari pemanfaatan oleh pihak lain 

dengan tanpa hak. 

Penggandaan ciptaan untuk kepentingan pribadi diperbolehkan atau tidak 

dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Namun, penggandaan dimaksud dibatasi, yang 

diatur dalam Pasal 46 UUHC, sebagai berikut: 

Pasal 46 UUHC 2014 menyatakan bahwa 

(1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan 

Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan 

tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 

(2) Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

mencakup:  

a. karya   arsitektur   dalam   bentuk   bangunan   atau konstruksi lain;  

b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;  

c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;  

d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan 



 

e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya  bertentangan 

dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.  

Pembatasan penggandaan ciptaan  untuk kepentingan pribadi (dapat dilakukan 

tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta) menurut Pasal 46 UUHC adalah sebagai 

berikut: 

1.  Penggandaan atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat 

sebanyak 1 (satu) salinan; 

2. Penggandaan   untuk  kepentingan   pribadi  tidak  mencakup:  

a. karya   arsitektur   dalam   bentuk   bangunan   atau konstruksi lain;  

b. seluruh atau  bagian yang substansial dari  suatu buku atau notasi musik;  

c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;  

d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan  

e. Penggandaan  untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan 

dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 

Penggandaan  ciptaan  oleh  perpustakaan atau lembaga arsip    Pasal471 UUHC 

2014 menyatakan bahwa 

Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat 

membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau 

Pemegang Hak Cipta dengan cara: 

1. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas, 

atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat: 

a. Perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan 

digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian; 



 

b. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara 

berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling 

berhubungan; dan 

c. tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada 

perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan. 

2. pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang 

diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah 

dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat: 

a. perpustakan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam 

kondisi wajar; atau 

b. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara 

berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak 

saling berhubungan. 

3. pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi 

antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip. 

Pada hakikatnya, penggandaan ciptaan oleh perpustakaan atau lembaga arsip 

tanpa izin dianggap bukan pelanggaran hakcipta. Dengan ketentuan: 

1. Penggandaan yang dilakukan tidak bertujuan komersial; 

2. Penggandaan dengan membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan dengan 

cara Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, 

diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat: 

a. perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan 

digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian; 



 

b. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara 

berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling 

berhubungan; dan tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen 

Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian 

yang digandakan. 

3. pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang 

diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah 

dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat:  

a. perpustakan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam 

kondisi wajar; atau  

b. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara  

berulang,  pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak 

saling berhubungan. 

4. pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi 

antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip. 

Sedangkan untuk penggandaan, penyiaran, atau komunikasiatas    ciptaan    

untuk    tujuan    informasi dengan menyebutkan sumber  diatur dalam  diatur dalam 

Pasal 48    UUHC 2014 menyatakan bahwa 

Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi 

yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap 

pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa: 



 

a. artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media 

cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, 

atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan; 

b. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar 

dalam situasi tertentu; dan 

c. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik. 

Ada beberapa ciptaan yang penggandaannya oleh pihak lain tanpa izin tidak 

dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, asalkan tujuannya untuk penyampaian 

informasi dan disebutkan sumber dan nama pencipta secara lengkap. 

Beberapa ciptaan itu adalah: 

1. artikel dalam  berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam 

media cetak maupun media elektronik; 

2. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar 

dalam situasi tertentu; dan 

3. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik. 

Untuk penggandaan sementara atas ciptaanPasal 49 UUHC 2014 menyatakan 

bahwa 

(1) Penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta jika 

Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan:  

a. pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan   Ciptaan   secara  

digital  dalam   media   penyimpanan;  

b. dilaksanakan oleh setiap Orang atas izin Pencipta untuk mentransmisi Ciptaan; 

dan  



 

c. menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara 

otomatis yang tidak memungkinkan Ciptaan tersebut ditampilkan kembali. 

(2) Setiap Lembaga Penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin Pencipta 

atau Pemegang Hak Cipta untuk tujuan aktivitasnya dengan alat dan fasilitasnya 

sendiri. 

(3) Lembaga Penyiaran wajib memusnahkan rekaman sementara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan 

atau dalam waktu yang lebih lama dengan persetujuan Pencipta. 

(4) Lembaga Penyiaran dapat membuat 1 (satu) salinan rekaman sementara yang 

mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi. 

Dalam Penjelasan Pasal 49 UUHC terdapat beberapa penjelasan: 

Yang dimaksud dengan “Penggandaan sementara” adalah penambahan jumlah 

suatu Ciptaan secara tidak permanen yang dilakukan dengan media digital, misalnya 

perbanyakan lagu atau musik, buku, gambar, dan karya lain dengan media komputer 

baik melalui jaringan internet maupun internet yang kemudian disimpan secara temporer 

dalam tempat penyimpanan digital. 

Yang dimaksud dengan “karakteristik tertentu” adalah rekaman yang berisi film 

dokumenter, sejarah, untuk kepentingan negara, atau telah lewat masa pelindungan. 

Inti dari Pasal 49 UUHC itu adalah bahwa penggandaan sementara ciptaan tidak 

dianggap sebagai pelanggaran hak cipta asalkan dipenuhi beberapa ketentuan. 

Adapun larangan yang membatasi Hak Cipta  Pasal 50 UUHC 2014 menyatakan 

bahwa Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau 



 

Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban 

umum, atau pertahanan dan keamanan negara. 

Hak cipta memiliki sifat terbatas. Berbagai perbuatan terhadap ciptaan tanpa izin 

dapat dipandang sebagai tidak merupakan pelanggaran hak cipta. Selain itu, masih ada 

hal yang dapat membatasi hak cipta, yakni: undang-undang melarang orang melakukan 

Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan 

moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara. 

 

8. Pendaftaran Hak Cipta 

Pada dasarnya hak cipta muncul secara otomatis setelah ciptaan terwujud. Salah 

satu perbedaan yang dianggap cukup penting antara Auteurswet 1912 dengan undang-

undang hak cipta adalah perihal pendaftaran hak cipta.Auteurswet 1912 tidak ada sama 

sekali mencantumkan ketentuan tentang pendaftaran hak cipta. Sebuah pertanyaan pun 

muncul, apa sebenarnya fungsi pendaftaran itu ? 

Menurut Kollewijn sebagaimana dikutip oleh Saidin mengatakan bahwa  

“ketika memberikan advis kepada pengurus perkumpulan importir di Batavia dahulu 

(sub 2 a advis beliau, advis selengkapnya dimuat dalam T.124 hlm 357 dan seterusnya) 

ada dua jenis cara atau stelsel pendaftaran yaitu, stelsel konstitutif dan stelsel 

deklaratif.”
122

 

Stelsel konstitutif berarti bahwa hak ciptaan baru terbit karena pendaftaran 

yang telah mempunyai kekuatan, sedangkan dalam stelsel deklaratif pendaftaran itu 

bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja 
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menurut Undang-undang bahwa orang hak ciptanya terdaftar itu adalah siberhak 

sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkannya. 

Dalam stelsel konstitutif titik berat ada tidaknya hak cipta tergantung pada 

pendaftarannya. Jika didaftarkan dengan sistem ini hak cipta itu diakui keberadaannya 

secara dejure dan de facto, sedangkan pada stelsel deklaratif titik beratnya diletakkan 

pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain 

dapat membuktikan sebaliknya. Dengan rumusan lain, pada sistem deklaratif sekalipun 

hak cipta itu didaftarkan undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang 

bersangkutan sebagai pemiliknya, secara dejure harus dibuktikan lagi, jika ada orang 

lain yang menyangkal hak tersebut. 

Undang-Undang Hak Cipta 2014 mengatur perihal pencatatan ciptaan (dalam 

undang-undang hak cipta 2002 dipakai istilah pendaftaran ciptaan). Bukanlah untuk 

mendapatkan hak cipta.  

“Dalam sistem pendaftaran hak cipta menurut UUHC Indonesia disebutkan 

bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan 

pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak 

pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta.”123 

Dengan sikap pasif ini bukan berarti diperkenankan mendaftarkan hak cipta 

orang lain yang sudah didaftarkan terlebih dahulu, jika kantor hak cipta menemukan hal 

semacam itu, pendaftaran hak cipta itu tetap akan ditolak. Dengan sistem deklaratif, 

tidak menjadi keharusan yuridis ada tidaknya hak cipta itu melalui pendaftaran, tanpa 

didasarkan pun hak cipta itu tetap diakui secara yuridis, namun kelak tidak ada menurut 
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kebalikkannya, pembuktian secara faktual menjadi syarat mutlak.Dalam keadaan seperti 

ini sertifikat hak cipta yang telah diterbitkan dapat saja dibatalkan.124
 

Sesuai dengan sifatnya, hak cipta ini dapat beralih dan dialihkan maka pemilik 

hak cipta itu juga dapat berubah-ubah atau berpindah dan akan menyebabkan dalam 

daftar umum ciptaan akan merubah nama, alamat dan sebagainya, perubahan ini akan 

dicatat dalam berita resmi ciptaan  (Pasal 76 UUHC 2014). 

Pada dasarnya, hak cipta muncul secara otomatis setelah ciptaan terwujud. 

Undang-undang Hak Cipta 2014 mengatur perihal pencatatan ciptaan (dalam UUHC 

2002 dipakai istilah pendaftaran ciptaan) bukanlah untuk mendapat hak cipta.  

Pasal64 UUHC 2014 menyatakan bahwa 

(1) Menteri menyelenggarakan pencatatan dan Penghapusan Ciptaan dan produk Hak 

Terkait. 

(2) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) 

bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. 

Pasal 64 UUHC di atas mengamanatkan tugas Menteri (di bidang hukum) 

untuk menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan ciptaan dan produk hak terkait. 

Pasal ini juga menunjukkan bahwa pencatatan Ciptaan maupun produk Hak Terkait 

bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik 

Hak Terkait. 

Baik tercatat maupun tidak tercatat, semua ciptaan maupun produk hak terkait 

tetap mendapat pelindungan hukum hak cipta. Pencatatan ciptaan maupun produk hak 

terkait hanya merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait. 
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Pada Pasal 65 UUHC yang menyebutkan bahwa  Pencatatan Ciptaan tidak dapat 

dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang diguna-kan 

sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang 

organisasi, badan usaha, atau badan hukum. Hasil seni lukis berupa logo atau tanda 

pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan/jasa atau digunakan 

sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum tidak dapat dilakukan 

pencatan ciptaan. Pendaftaran logo termasuk bagian pengaturan dari hukum tentang 

merek. 

Adapun tata cara pencatatan ciptaan dan produksi hak terkait dilakukan menurut 

Pasal di bawah ini Pasal 66 UUHC 

(1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara 

tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak 

Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri. 

(2) Permohonan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) dilakukan   secara   

elektronik  dan/atau   non   elektronik dengan:  

a.   menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;  

b.   melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan  

c.   membayar biaya. 

Untuk mendapatkan pencatatan ciptaan, dapat dilakukan sendiri oleh Pencipta, 

Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau melalui Kuasanya dengan mengajukan 

permohonan kepada Menteri. Permohonan dibuat secara tertulis, bisa secara elektronik 

maupun non elektronik. 

Hal lain yang dipersyaratkan bagi pemohon adalah: 



 

(1) menyertakan contoh ciptaan, produk hak terkait, atau penggantinya; 

(2) melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait; dan 

(3) membayar biaya. 

Pasal 67 UUHC menyatakan bahwa 

(1) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diajukan 

oleh: 

a) beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas   suatu   Ciptaan   atau   

produk   Hak   Terkait, Permohonan   dilampiri   keterangan   tertulis   yang 

membuktikan hak tersebut; atau  

b) badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum 

yang telah disahkan oleh pejabat berwenang. 

(2)  Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus 

dituliskan semua dengan me-netapkan satu alamat pemohon yang terpilih. 

(3)  Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui kon-

sultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa. 

Pemohon pendaftaran ciptaan dan produk hak terkait bisa beberapa orang yang 

secara bersama-sama sebagai pemilik hak, bisa badan hukum, dan bisa pula orang atau 

badan hukum dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk hal ini, 

ditentukan: 

1. Kalau pemohon terdiri dari beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas 

suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri keterangan tertulis 



 

yang membuktikan hak tersebut dan nama pemohon harus dituliskan semua dengan 

menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih. 

2. Kalau pemohon berupa badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta 

pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang. 

3. Kalau pemohon berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar 

sebagai Kuasa. 

Selanjutnya mengenai daftar umum ciptaan dan produk hak terkait di atur dalam 

Pasal 68 UUHCmenyatakan bahwa 

(1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67. 

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui 

Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama 

atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau 

objek kekayaan intelektual lainnya. 

(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan 

pertimbangan Menteri untuk menerima atau menolak Permohonan. 

(4) Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu 

paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan 

yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67. 

Sebelum menyatakan menerima atau menolak permohonan pencatatan ciptaan 

atau produk hak terkait, Menteri terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap 

Permohonan yang telah memenuhi persyaratan. Inti pemeriksaan itu adalah untuk 



 

memastikan apakah Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan tersebut secara 

esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan 

atau objek kekayaan intelektual lainnya. 

Pasal 69 UUHC 2014 menyatakan  

(1) Dalam hal Menteri menerima Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 

ayat (4), Menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar 

umum Ciptaan. 

(2) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:  

a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk Hak 

Terkait;  

b. tanggal penerimaan surat Permohonan;  

c. tanggal   lengkapnya  persyaratan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 66 dan 

Pasal 67; dan  

d. nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait. 

(3) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilihat oleh setiap 

Orang tanpa dikenai biaya. 

(4) Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait. 

Pasal 70 UUHC menyatakan bahwa “dalam hal Menteri menolak Permohonan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri memberitahukan penolakan 

tersebut secara tertulis kepada pemohon disertai alasan”. 

Kalau Permohonan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diterima, maka 

Menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum 



 

Ciptaan. Daftar umum Ciptaan yang dapat dilihat oleh setiap Orang tanpa dikenai biaya, 

memuat: 

1. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau namapemilik produk Hak Terkait; 

2. tanggal penerimaan surat Permohonan; 

3. tanggal lengkapnya persyaratan permohonan; dan 

4. nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait. 

Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan merupakan bukti awal 

kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 7l 

ayat (1) berikut ini: 

a. Terhadap Ciptaan atau produk Hak Terkait yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat diterbitkan petikan resmi. 

b. Setiap Orang dapat memperoleh petikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dengan dikenai biaya. 

Inti Pasal 71 UUHC ini adalah bahwa kementerian yang mengurus pendaftaran 

ciptaan dan produk hak terkait dapat menerbitkan petikan resmi Ciptaan atau produk 

Hak Terkait yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan, dan setiap orang dapat 

memperoleh petikan resmi itu dengan dikenai biaya. 

Selanjutnya Pasal 72 UUHC menyatakan bahwa “Pencatatan Ciptaan atau 

produk Hak Terkait dalam daftar umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, 

arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat.” 

Ketentuan Pasal 72 UUHC ini menegaskan bahwa Pencatatan Ciptaan atau 

produk Hak Terkait dalam daftar umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, 

arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Ketentuan 



 

ini sejalan dengan bunyi Pasal 64 ayat (2) UUHC bahwa Pencatatan Ciptaan dan produk 

Hak Terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. 

Pasal 73 menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diatur dengan Peraturan Pemerintah.” 

Hal-hal teknis mengenai tata cara pencatatan ciptaan dan produk hak terkait 

masih perlu pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, misalnya tahapan-

tahapan pendaftaran dan berapa biaya untuk mendapat surat pencatatan dan untuk 

mendapatkan petikan resmi Ciptaan atau produk Hak Terkait yang tercatat dalam daftar 

umum Ciptaan. 

Pemohon pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait (orang atau badan 

hukum), merekalah yang kemudian sebagai pemilik hak atas pencatatan Ciptaan dan 

Produk Hak Terkait. Kecuali terbukti sebaliknya, pemilik hak atas pencatatan Ciptaan 

dan Produk Hak Terkait dapat dianggap sebagai pemilik hak cipta atau hak terkait. 

Ketentuan Pasal 76 UUHC 2014 berikut ini mengatur bahwa hak atas 

pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait dapat dialihkan, yaitu: 

(1) Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat dilakukan jika seluruh Hak Cipta atas 

Ciptaan tercatat dialihkan haknya kepada penerima hak. 

(2) Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan 

permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak kepada Menteri. 

(3) Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam daftar umum 

Ciptaan dengan dikenai biaya. 



 

Pasal 77 UUHC menyatakan bahwaKetentuan lebih lanjut mengenai pengalihan 

hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 76 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Dari 2 (dua) Pasal yang mengatur pengalihan hak atas pencatatan ciptaan dan 

produk hak terkait di atas dapat ditarik kesimpulan: 

1. Pengalihan Hak dimaksud dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dari 

kedua belah pihak atau dari penerima hak kepada Menteri. 

2. Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait dapat dilakukan 

jika seluruh Hak Cipta atas Ciptaan tercatat dialihkan haknya kepada penerima hak. 

3. Pengalihan Hak dimaksud dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya. 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan hak atas pencatatan Ciptaan dan produk 

Hak Terkait diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Berbeda dengan pengalihan hak atas pencatatan ciptaan dan produk hak terkait 

sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan 77 UUHC, perubahan nama dan alamat (dari 

orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai 

Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait) tidak dimaksudkan 

untuk ada-nya pengalihan hak. 

Hal ini dinyatakan dalam Pasal 78yang menyatakan bahwa 

(1) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat 

dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik 

produk Hak Terkait dilakukan dengan meng ajukan Permohonan tertulis dari 

Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait yang menjadi 

pemilik nama dan alamat tersebut kepada Menteri. 



 

(2) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat 

dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik 

produk Hak Terkait dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya. 

Selanjutnya Pasal 79 menyatakan bahwaKetentuan lebih lanjut mengenai 

perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. Dari 2 (dua) Pasal yang mengatur perubahan nama dan/atau 

alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan 

sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait di atas dapat 

ditarik kesimpulan: 

1. Untuk perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya 

tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau 

pemilik produk Hak Terkait dilakukan dengan mengajukan Permohonan tertulis 

kepada Menteri. 

2. Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat 

dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik 

produk Hak Terkait dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya. 

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan nama dan/atau alamat dimaksud diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

 

 

I. Pengalihan Hak Cipta  

Pengalihan hak merupakan tindakan pengalihan seluruh atau sebagian kekayaan, 

kepentingan, atau hak seseorang. Pengalihan (assignment) diartikan: 

“The act of transfering to another all or part of one's property, interest or right. 

A transfer of making over to another of the whole of any property, real or 



 

personal, in possesion or in action, or of any kind estate or right here in. It 

includes transfers of all kind of property.” 

 

(“Tindakan untuk pengalihan kepada orang lain seluruh atau sebagian kekayaan 

seseorang, manfaat dari hak tersebut. Suatu pengalihan dari seluruh pembuatan 

dari seluruh kekayaan, baik kekayaan atas tanah atau kekayaan pribadi, baik 

peralihan untuk kekayaan materiil ataupun imaterial dari setiap kekayaan, 

termasuk pengalihan dari seluruh kekayaan”).
125

 

 

Pengalihan hak cipta (assignment) diatur dalam Pasal 16 UU 28 Tahun 2014 

yang menentukan bahwa : 

(1)  Hak Cipta merupakan sebagai benda bergerak, tidak berwujud 

(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagiankarena: 

a. pewarisan; 

b. hibah; 

c. wasiat; 

d. perjanjian tertutis; atau 

e. sebab-sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

1.     Pewarisan 

Pengalihan Hak Cipta karena pewarisan memang sesuai dengan prinsip hukurn 

Civil Law System karena Hak Cipta merupakan bagian dari kekayaan waris. Menurut 

ketentuan hukum di Indonesia dikenal hukum waris berdasarkan: 

a.    Hukum waris Islam. 

b.    Hukum waris BW. 
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c.    Hukum waris adat
126

. 

Ketentuan hukum waris Islam didasarkan pada Pasal 176 Kompilasi Hukum 

Islam bahwa pembagian waris anak laki-laki lebih besar daripada bagian waris anak 

perempuan dengan perbandingan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan (2:1). 

Dasarnya ada pada Surah An-Nisaa' [4]: 11. 

Ketentuan hukum waris Barat (BW) terdapat dalam Pasal 914 BW bahwa orang-

orang berhak mendapat harta warisan disebut legitimaris, memiliki hak mutlak 

(legitimate portie), yaitu “suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat 

dihapus oleh pewaris”.Ketentuan hukum adat mengenai waris diungkapkan dengan 

“sepikul untuk anak laki-laki dan segendong untuk anak perempuan”.
127

 

2.     Hibah 

Hibah adalah pemberian milik oleh seseorang secara sukarela atas hartanya 

kepada orang lain semasa hidupnya tanpa mengharapkan balasan (iwad) sekadar 

mengharapkan pahala di akhirat. Hibah menurut bahasanya artinya sama dengan 

pemberian, hadiah, atau sedekah. Dasar hukumnya Surah An-Nisaa' [4]: 4 dan Al-

Baqarah [2]: 177. Elemen hukum dalam hibah adalah: 

a. Pemberi hibah (at wahib). 

b.Penerima hibah (at mawhub tahu). 

c. Objek harta hibah (at maw hub). 

d. Shisah, yaitu ijabqabul.
128

 

3.     Wasiat 
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Wasiat berasal dari kata “wassa” yang artinya menasihatkan atau pemberian 

harta setelah si pemberi harta meninggal dunia. Dasar hukumnya Surah Al-Baqarah [2]: 

180. Elemen hukum dalam wasiat adalah:
33

 

a. Pewasiat (musi) 

b. Penerima wasiat (musa lahu). 

c. Objek harta wasiat (musa bihi). 

d. Shisah, yaitu ijabqabul. 

Baik hibah maupun wasiat yang ditujukan untuk orang lain yang bukan ahli 

warisnya maksimum sebesar 1/3 bagian dari harta pusaka. Pengalihan Hak Cipta melalui 

hibah, wasiat, atau perjanjian tertulis agak menyimpang dari konsep Civit Law System. 

4.     Perjanjian Tertulis 

Hak Cipta merupakan intangible asset yang mempunyai nilai ekonomis yang 

sangat tinggi. Pengalihan Hak Cipta melalui perjanjian, antara lain, melalui jual beli dan 

dijadikan jarninan utang. Dalam hal Hak Cipta menjadi objek jual beli, ketentuan Pasal 

1476-1485 BW berlaku, sepanjang tidak diatur secara khusus menyimpang. 

Pengalihan Hak Cipta lainnya, misalnya, Hak Cipta menjadi objek jaminan utang 

atau menjadi objek sekuritas yang diperdagangkan di bursa. Hanyasaja dalam praktik di 

Indonesia Hak Cipta sebagai jaminan utang masih terbatas wacana. Lembaga hukum 

yang dapat digunakan dalam hal ini adalah fidusia sebagaimana diatur dalam UU 

42/1999 tentang Fidusia. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa fidusia 

adalah:“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan 

ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam 

penguasaan pemilik benda.” 



 

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa jaminan fidusia 

adalah:“Hak dominan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak 

berwujuddan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak 

tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU 4/1996 tentang Hak Tanggungan, yang 

tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan uang 

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia 

tertiadap kreditur lainnya.” 

Berdasarkan ketentuan tersebut, tampak bahwa Hak Cipta sebagai suatu 

kebendaan sebenarnya sangat prospektif untuk dijadikan jaminan karena objek 

kebendaan tersebut memenuhi syarat: 

a. Dapat dijualbelikan dan  

b.  Mempunyai nilai ekonomi.
129

 

Di samping itu, sesuai dengan asas spesialitas, maka Hak Cipta yang dijadikan 

jaminan haruslah terkait dengan Ciptaan yang telah didaftarkan (ada Surat Pendaftaran 

Ciptaan). Menurut Penjelasan Pasal 3 UU 19/2002 bahwa:“Beralih atau dialihkannya 

Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik 

dengan maupun tanpa akta notariil.” 

Namun, berdasarkan Pasal 5 UU 42/1999, untuk pembebanan jaminan fidusia 

harus dilakukan dengan akta notaris. Hak Cipta dapat juga disekuritisasi dijadikan surat 

berharga yang diperdagangkan di bursa dengan lembaga hukum Efek Beragun Aset 

(Assef Backed Securities/ABS). 
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Asset Backed Securities /ABS adalah:“Efek Berasun Aset (EBA) is a security 

whose income payments and hence value is derived from and coiiateraiized (or 

“backed”) by a specified pool of under lying assets. The pool of assets is 

typically a group of small and illiquid assets which are unable to be sold 

individually. Pooling the assets into financial instruments allows them to be sold 

to general investors, a process called securiti-zation, and allows the risk of 

investing in the underlying assets to be diversified because each security will 

represent a fraction of the total value of the diverse pool of underlying assets. 

The pools of underlying assets can include common payments from credit cards, 

auto loans, and mortgage loans, to esoteric cash flows from aircraft (eases, 

royalty payments and movie revenues. A financial security backed by a loan, 

lease or receivables against assets other than real estate and mortgage-backed 

securities. For investors, asset-backed securities are an alternative to investing 

in corporate debt.”
130

 

 

“Efek (surat berharga) (yang terdiri atas sekumpulan aset keuangan berupa tagih 

an yang timbul dari surat berharga komersial, seperti tagihan kartu kredit, pem-

berian kredit, termasuk kredit pemilikan rumah, kredit mobil, efek berstfat utang 

yang dijamin pemerintah, dan arus has. Dalam prosesnya, kreditor awal (origina-

tor) mengalihkan aset keuangannya kepada para pemegang EBA).” 

 

Selain itu, pengalihan Hak Cipta bisa dilakukan dengan cara “sebab-sebab lain 

yang dibenarkan oleh UU”, misalnya, Hak Cipta sebagai bagian dari boedel pailit dalam 

rangka kepailitan atau menjadi bagian dari harta perusahaan yang diserahkan dalam 

rangka pembubaran oleh liquidator kepada pihak tain. Dalam hal ini berlaku UU 

37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

Peratihan Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan 

secara tertulis, baik dengan maupun tanpa akta notariil karena dalam hal ini terjadi 

peralihan hak kepemilikan. Justru seharusnya untuk pengalihan HKI termasuk Hak 

Cipta harus dilakukan pendaftaran atau pencatatannya kepada Ditjen HKI dalam Daftar 

Umum Hak Cipta, diumumkan dalam Berita Resmi Hak Cipta, serta diberitahukan 

kepada pemilik. Pencatatan pengalihan Hak Cipta memiliki kekuatan berlakunya 
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terhadap pihak ketiga. Jadi, kewajiban pencatatan dimaksudkan “demi perlindungan 

hukum” supaya dapat diwujudkan perlindungan yang efektif khususnya bagi penerima 

hak yang berikutnya. 

 

J. Sejarah Hukum Hak Cipta di Indonesia  

5. Hak Cipta Pada Masa Hinda Belanda  

Sejak awal perkembangan tata hukum Indonesia yang bersumber dan hukum 

kolonial, demikian Soetandyo Wignjosoebroto
131

 mengungkapkan adalah perkembangan 

yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan liberalismeyang mencoba untuk 

membukakan peluang-peluang lebar pada dan modal-modal swasta dari Eropa guna 

ditanamkan ke dalam perusahaan perusahaan besar di daerah jajahan (namun juga 

dengan maksud di lain pihak tetap juga melindungi kepentingan hak-hak masyarakat 

adat ataupun hak-hak pertanian tradisional masyarakat pribumi). Perlindungan itu 

diberikan dengan cara mengefektifkan berlakunya hukum untuk rakyat pribumi, dengan 

memberi ruang berlakunya hukum adat. 

Formula yang digunakan adalah pemerintah Hindia Belanda membagi (tiga) 

golongan penduduk (di wilayah Hindia Belanda ketika itu)
132

 Penduduk di wilayah 

jajahan Hindia Belanda ketika itu dikelompokkan atas 3 digolongan yaitu: 

a. Golongan Eropa atau yang dipersamakan dengan Eropa 

b. Golongan Timur Asing (Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing lain: seperti Arap 

dan India). 
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c. Golongan Bumi Putra (penduduk Indonesia asli). 

Terhadap ketiga golongan penduduk ini diberlakukan hukum yang berbeda beda. 

Untuk golongan Eropa atau yang dipersamakan dengan Eropa misalinya diberlakukan 

hukum Eropa, yakni hukum Belanda yang berakar pada tradisi hukum Indo-Jerman dan 

Romawi-Kristiani yang dimutakhirkan lewat berbagi revolusi yang kemudian dalam 

lapangan hukum perdata dimuat dalam Burgerlijk, Wetboek (BW) dan Wetboek van 

Koophandel (WvK) atau yang dikenal denga Kitab Undang-undang Hukum Dagang. 

Sedangkan untuk golongan Timur Asing Tionghoa sebagian dinyatakan berlaku hukum 

perdata Belanda tersebut kecuali mengenai adopsi dan kongsi. Terakhir terhadap 

golongan Bumi  diberlakukan hukum adat, kebiasaan dan hukum agamanya atau yang 

dengan Godien Stigwetten, Volkinstelingen en Gukuedreken. 

Pemerintah Hindia Belanda untuk menyejajarkan berlakunya hukum di 

negaranya dengan hukum yang berlaku di daerah jajahannya. Kebijakan ini kemudian 

dikenal dengan penerapan asas konkordansi. Meskipun kemudian kebijakan penerapan 

asas konkordansi ini mendapat perlawanan dari ilmuwan hukum Bangsa Belanda sendiri 

seperti Van Vollenhoven dan Ter Haar.
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garis politik etis dalam menangani urusan koloni. Akan tetapi secara mengejutkan Leiden ternyata tidak 

bisa sejalan dengan rencana orang-orang resmi pemerintahan untuk menjalankan politik hukum 

pemerintah Hindia Belanda dan di antara orang-orang yang menggagalkan upaya itu adalah Van Vollen 

Hoven dan Ter Haar dikemudian hari lewat kedua orang inilah ikhirnya orang-orang pribumi di Indonesia 

memiliki hukumnya sendiri yang kemudian dikenal dengan Adat Rechts atau hukum adat yang untuk 

pertama kalinya dipergunakan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya De Atjech hers dan Het Gajo Land. 



 

Dalam bidang HKI upaya untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum 

Eropa di tanah jajahan dijalankan dengan memberlakukan hukum yang tersebar secara 

sporadis (yang tidak terkodifikasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan 

Hukum Dagang) di dalam negerinya antara lain adalah hukum sentang merek, paten dan 

hak cipta. Hukum tentang hak cipta yang berlaku di Negeri Belanda pada waktu itu 

adalah hukum yang berasal dari hukum hak cipta yang berlaku di Prancis yang dibawa 

melalui ekspedisi Napoleon. Rada masa Kolonial Belanda hukum ini dikenal dengan 

nama Auteurswet Stb. 

Sejarah mencatat, Kolonial Belanda menganeksan Indonesia selama kurun waktu 

lebih dari 3,5 abad. Dengan demikian perkembangan dinamika sosial dan politik 

termasuk politik hukum dan politik ekonomi serta politik kebudayaan sedikit banyaknya 

terpengaruh oleh suasana kolonial tersebut. Politik hukum Kolonial Belanda untuk 

menduplikasikan (dengan asas konkordansi) norma hukum yang berlaku di negerinya 

dengan norma hukum yang berlaku di daerah jajahannya tidaklah berjalan 

mulus,Pemberlakuan Auteurswet 1912 Stb. No. 600 adalah suatu contoh kegagalan 

dalam menduplikasikan undang-undang yang berasal dari Negeri Belanda untuk 

diberlakukan di tanah jajahan. Sekalipun secara substansi norma hukum  Auteurswet 

1912 Stb. No. 600 itu dapat diberlakukan dan telah memenuhli kriteria 

pemberlakuannya (yakni dengan menempatkanya dalam Lembaran Negara Hindia 

Belanda Wet van23 September 1912, Staatsblad 1912-600); mulai berlaku 23 September 

1912), akan tetapi norma-norma ini gagal untuk diterapkan. Kegagalan itu ditandai 

dengan kenyataan bahwa penataan dan penegakan hukumnya belum diaktualisasikan 

sesuai dengan harapan dan tujuannya secara ideologis, normatif dan sosiologis. Hal ini 



 

tampak dari adanya buku-buku terbitan Penerbit Balai Pustaka (padahal pada zamannya 

Penerbit Balai Pustaka itu adalah salah satu badan hukum milik negara) berupa 

terjemahan buku-buku yang para pengarangnya berasal dari beberapa negara Eropa, 

tetapi dalam proses penerbitannya pihak PN Balai Pustaka tidak pernah meminta izin 

untuk menerjemahkan dan untuk menerbitkan karya-karya itu) baik kepada pengarang 

maupun kepada penerbitnya sebagai pemegang hakatas karya cipta itu.  

Untuk menyebutkan beberapa di antaranya sebagaimana ditulis oleh Yakob 

Sumardjo judul-judul buku yang diterjemahkan dan ditulis itu adalah: L’avare karya 

tulis Prancis Moliere disadur oleh St. Iskandar berjudul: si Bakhil (1926); Le Medicin 

Malgre Lui juga karya tulis Moliere disadur Moh.l Ambri berjudul Si Kabayan jadi 

Dukun (1932). Bahkan mungkin ratusan judul lain yang diterbitkan oleh penerbit PN 

Balai Pustaka yang tidak mendapat izin dari pemegang hak ciptanya.
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Meskipun penerjemahan oleh penerbit PN Balai Pustaka dilakukan dengan 

maksud baik untuk memperkaya khazanah pustaka bagi bangsa Indonesia yang belum 

memilikinya dalam jumlah yang memadai, namun jelas bahwa menurut Auteurswet 

1912 penerjemahan tanpa izin dari penciptanya merupakan pelanggaran hukum. 

Kecuali, penerjemahan dilakukan dari buku-buku yang sudah menjadi milik umum 

                                                 
134

Sumardjo, Jakob, Dari Kasanah Sastra Dunia, Penerbit Alumni, Bandung, 1985, halaman. 133, 

yang memuat Daftar Novel Terjemahan oleh Balai Pustaka “sebelum perang” dan 'sesudah perang” 

berjumlah keseluruhan 174 judul buku; Bdg juga Wink, TH, Undang- .ndang Hak Pengarang, G. Kolf & 

Co, Bandung, 1952, hlm. 23 dan Ajip Rosidi, Undang- undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang 

Awam, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1984, hlm. -. Bdg juga J.P. Errico mengemukakan bahwa negara-

negara Singapura, Malaysia dan Indonesia pengaturan hukum hak ciptanya sangat dipengaruhi konsep-

konsep pengaturan HKI yang berasal dari negara-negara Barat, sebagai akibat dari kolonisasi negara-

negara ni oleh negara Barat. Selanjutnya tentang tiga negara ini dan negara-negara tetangganya 

dkemukakan oleh penulis ini penjelasan yang menarik sebagai berikut: These nations were colonies of the 

West (notably the United Kingdom and the Netherlands) much longer than their eighbors, and therefore 

have had their development of intellectual property protection, industrial policy end technological 

expansion, controlled by the West. In fact some countries, like Singapore, have no dependent systems of 

intellectual property protection to this day. 



 

(public domain), asal saja penyebutan mafia pencipta dan judul aslinya harus tetap 

dilakukan, mengingat masih adanya hak-hak moral (moral rights)yang melekat pada 

ciptaan-ciptaan yang bersangkutan. 

Pada masa penjajahan Kolonial Belanda itu juga, dengan mengikuti negara 

aduknya (Belanda) wilayah Hindia Belanda terdaftar sebagai negara anggota Konvensi 

Bern dan itu berarti Indonesia pada waktu itu tunduk pada Konvensi Internasional 

mengenai perlindungan hak cipta itu. Tidak banyak catatan yang mengungkapkan 

peristiwa tentang pelanggaran hak cipta pada masa Kolonial Belanda. Akan tetapi 

catatan-catatan tentang bagaimana kemudian Auteurswet 1912 Stb. No. 600 itu harus 

diganti, dalam berbagai penjelasan dapat diungkapkan bahwa pada zamannya telah 

banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta. Pelanggaran-pelanggaran 

itu tidak semata-mata karena tidak efektifnya penegakan hukum mengenai hak cipta, 

akan tetapi lebih banyak diwarnai persoalan-persoalan kultural, persoalan politik dan 

kondisi ekonomi masyarakat Hindia Belanda ketika itu.
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 Hak cipta yang relatif di 

dalamnya melindungi kepentingan-kepentingan para pencipta dalam bidang penerbitan 

buku-buku dan bidang sinematografi pada masa-masa awal diberlakukannya Auteurswet 

1912 Stb. No. 600 di wilayah koloninya oleh Pemerintah Hindia Belanda belum 
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Sebut saja misalnya situasi penjajahan telah banyak menimbulkan peperangan- teperangan 

dengan skala lokal yang terjadi berbagai wilayah Republik Indonesia. Prioritas antuk memusatkan 

perhatian pada aspek penegakan hukum oleh Pemerintah Kolonial Belanda sendiri dalam lapangan hukum 

perdata apalagi yang menyangkut aspek bisnis dimana masyarakat Indonesia ketika itu tunduk pada 

sistem hukum adat kecuali bagi mereka-mereka yang menundukkan dirinya secara sukarela, membuat 

pilihan penegakan hukum hak cipta oleh kalangan aparatur penegak hukum pada masa Hindia Belanda 

tidak menjadi prioritas utama. Bidang-bidang hak cipta yang dilindungipun pada waktu sebagian besar 

belum dikenal dalam peradaban masyarakat Indonesia. Sebut saja misa bidang karya cipta fotograpi, 

buku, sinematografi, lukisan masih beredar di kalangan orang tertentu saja. Sedangkan karya cipta seperti 

seni tari, seni batik, yang merupa karya cipta penduduk pribumi tidaklah menjadi masalah besar yang 

dianggap seb sebuah pelanggaran hukum hak cipta jika karya yang disebutkan terakhir itu diperguna oleh 

pihak Bumi Putra yang lain tanpa mendapat izin dari penciptanya. Sehingga  masa pemerintahan Kolonial 

Belanda, dan itu diteruskan sampai pada masa-masa, kemerdekaan pelanggaran hak cipta belumlah 

dianggap sebagai sebuah tindak pic kejahatan yang menyita pemikiran para ahli hukum. 



 

termasuk hal yang mendesak untuk dilindungi. Ini ditandai dengan tidak banyak  usaha-

usaha penerbitan dan usaha-usaha produksi dalam bidang perfilman yangberoperasi di 

wilayah Kolonial Belanda pada waktu itu.
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6. Hak Cipta pada Masa Penjajahan Jepang  

Pada masa pendudukan Jepang, situasi penegakan hukum bidang hak cipta di 

Hindia Belanda diwarnai dengan situasi politik dan situasi perang yanh terus bergejolak, 

sehingga aspek penegakan hukum (tidak hanya dalam bida hak cipta tetapi juga di 

bidang-bidang lainnya tidak menjadi prioritas pada waktu itu. Pemimpin tertinggi 

Gunseikhanbu (pemerintahan militer Jepang di bekas jajahan negeri Belanda lebih 

memusatkan perhatiannya pada upaya- upaya militer untuk memenangkan peperangan 

Asia Timur Raya, sehinga  pendudukan selama 3,5 tahun tidak membuahkan 

perlindungan hukum ya berarti pada aspek karya cipta. Pada zaman itu memang ada 

didirikan pus kebudayaan (Keimin Bunka Shidosho) yang mengurusi aspek-aspek 

kebudaya Indonesia tetapi itu lebih banyak diarahkan untuk kepentingan Jepang 

perpustakaan yang dikembangkan dalam Pusat Kebudayaan itu lebih banyakmengurusi 

arsip-arsip dan buku-buku rampasan dari Pemerintah Hindu Belanda. Sudah dapat 

dipastikan perlindungan hukum terhadap karya cipta pada masa itu tidak sepenuhnya 
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Aktivitas perfilman misalnya baru dimulai pada tahun 1926, yakni dengan diproduksinya film 

yang berjudul Loetoeng Kasaroeng kemudian menyusul Eulis  tahun 1927 dan berturut-turut tahun 1928 

Lily Van Java, tahun 1929 Nyai Dasima. Sa dengan tahun 1942 yakni awalnya masuk penjajahan Jepang 

industri perfilman Hindia Belanda ketika itu belum banyak melibatkan penduduk bumi putra khususnya di 

kala sutradara. Baru pada periode pendudukan Jepang, sutradara pribumi mulai muncul, ya sebut saja 

pada waktu itu muncul nama-nama seperti Raden Arifin, Rustam Sutan PanidihB. Koesoema dan Inoe 

Perbatasari. Oleh karena itu, dalam bidang karya sinematografi ra penduduk pribumi atau Indonesia asli 

belum dianggap penting untuk menundukkan  pada Auteurswet 1912 Stb. No. 600. Di samping itu 

teknologi untuk perbanyak cipta sinematografi dengan cara melawan hukum tidak secanggih pada masa-

masa  ditemukannya teknologi cakram optik. Lebih lanjut lihat Taufik Abdullah, Misbah Y. 1 dan S.M. 

Ardan, Film Indonesia, (1900-1 950), Jakarta, Dewan Film Nasional, 1993, halaman 23 



 

dapat mengacu pada ketentuan undang-undang, masih mempunyai kekuatan berlaku, 

yaitu Auteurswet 1912 Stb. No. 600. 

 

 

7. Hak Cipta Pasca Indonesia  Merdeka  

Tahun 1944 masa penjajahan Jepang berakhir, bersamaan dengan dengan 

peperangan Asia Timur Raya. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 

dikumandangkan dan secara formal ketatanegaraan berakhirlah rezim Kolonial di bumi 

Indonesia. Indonesia segera menyusun tata tertib hukumnya  sendiri. Dalam proses 

penyusunan tata tertib hukumnya, untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Agustus 1945 

Indonesia baru bisa menetapkan hukum dasar negaranya, yakni Undang-Undang Dasar 

1945. Sedangkan peraturan undang-undangan lainnya terutama undang-undang masih 

akan dipersiapkan masa beberapa waktu ke depan. Akan tetapi dalam suatu negara yang 

merdeka, kekosongan hukum tidak boleh terjadi. Menyadari situasi ini, maka Panitia  

Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada waktu itu menyusun Undang- Undang Dasar 

1945 dan menetapkan dalam aturan peralihannya untuk dapat terus menggunakan 

undang-undang (hukum) peninggalan Kolonial. Ketentuan peralihan ini dimuat dalam 

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945
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 yang berbunyi: 

Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama 

belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.Untuk menguatkan dan 
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Aturan peralihan yang sama juga dimuat dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950. Pada  intinya  

mempunyai arti yang sama seperti dalam Aturan Peralihan UUD 1945, yang dimuat KT Pasal 192 

Konstitusi RIS dan Pasal 142 UUDS 1950. Oleh sebab itu, Auteurswet 1912 berlaku aturan-aturan 

peralihan yang terdapat dalam tiga macam konstitusi yang pernah  berlaku di Indonesia tetap berlaku 

walaupun merupakan salah satu produk hukum dari Pemerintah Belanda. Auteurswet 1912 secara yuridis 

masih merupakan hukum positif bagi pengaturan hak cipta di Indonesia. Baru setelah kurang lebih 70 

tahun Auteurswet  1912berlaku, oleh Indonesia sebagai negara berdaulat diundangkan suatu undang-

undang nasional tentang hak cipta, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 



 

menjelaskan pelaksaaan Aturan Peralihan ini oleh Presiden pada waktu itu dianggap 

perlu menetapkan Peraturan Presiden Nomor tanggal 10 Oktober 1945 yang kutipan 

ketentuan pertamanya berbunyi: Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan 

yang ada sampai berdirinya Negara RI pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum 

diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak 

pertentangan dengan UUD tersebut. 

Merujuk pada ketentuan di atas, maka Auteurswet 1912 Stb. No. 600 adalah 

salah satu dari undang-undang peninggalan Kolonial Belanda yang diteruskan daya 

lakunya sampai dengan tahun 1982.  

Selama masa berlakunya Auteurswet 1912, sejak zaman Belanda sampai 

berpuluh tahun sesudah proklamasi (masa penjajahan Jepang, 1942- 1945, keadaan 

hukum hak cipta termasuk dalam keadaan status quo), boleh dikatakan bahwa 

perlindungan hak cipta di Indonesia tidaklah berjalan. Dalam praktiknya, Auteurswet 

1912 merupakan undang-undang yang mati alias tidak diterapkan
138

. 

Faktor yang membuat perlindungan hak cipta di Indonesia tidak berjalan selama 

masa berlakunya Auteurswet 1912: pertama, memang karena Undang-undang Hak Cipta 

itu sendiri mengandung banyak kekurangan, baik mengenai cakupan pengaturannya 

maupun sanksi atas pelanggaran hak cipta; kedua, khususnya setelah proklamasi, 

pemerintah Indonesia memang tidak berkeinginan untuk melindungi hak cipta 

sebagaimana mestinya. Tanda-tanda bahwa pemerintah Indonesia tidak berkeinginan 

untuk melindungi hak cipta adalah: (1) pada tahun 1958, pada masa pemerintahan 

Kabinet Djuanda, Indonesia menyatakan keluar dari Konvensi Bern (dengan maksud 
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Hendra Tanu Atmadja, Hak Cipta - Musik atau Lagu, Penerbit Universitas Indonesia (UI-

Press), Cetakan I, Jakarta, 2003, halaman 41 



 

agar Indonesia dapat dengan leluasa melakukan berbagai kegiatan memindahkan ilmu 

pengetahuan dari luar negeri masuk ke dalam negeri dengan menerjemahkan, meniru, 

atau menyalin ciptaan-ciptaan luar negeri); (2) pemerintah membiarkan penerbit Balai 

Pustaka melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap undang- undang hak cipta yang 

ada; (3) pemerintah, khususnya penegak hukum membiarkan pengarang-pengarang 

Indonesia menyadur karya asing tanpa izin, bahkan tanpa menyebut nama pengarang 

asli; dan (4) walaupun disadari bahwa Auteurswet 1912 sudah tidak sesuai atau 

mengandung banyak kekurangan, pemerintah dan Badan Perwakilan Rakyat tidak begitu 

serius membentuk Undang-undang Hak Cipta yang baru. 

Sungguhpun pemerintah tidak berkeinginan menegakkan hak cipta dan 

membiarkan merajalela pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta, pembicaraan 

tentang hak cipta di Indonesia tidaklah sepi. Artinya, sejak awal kemerdekaan pun sudah 

ada orang-orang yang perduli dan memberi perhatian tentang hak cipta. Dalam kaitan 

ini, sangat pentinglah mengingat beberapa peristiwa bersejarah dan pelaku sejarah yang 

berkaitan dengan perkembangan hak cipta di Indonesia di alam kemerdekaan, seperti 

Konstituante Bandung, Kongres Nasional Kebudayaan Ke-2 di Bandung, Organisasi 

Pengarang Indonesia, dan Seminar Nasional hak Cipta 1975 di Bali. 

Perlu dijelaskan, tidak banyak buku yang menguraikan sejarah perkembangan 

hak cipta di Indonesia dengan melansir dinamika kalangan pencipta dan kalangan 

budayawan Indonesia. Dari yang tidak banyak atau yang langka itu, salah satunya 

adalah buku yang ditulis J.C.T. Simorangkir pada tahun 1982. Jadi, uraian berikut ini, 

sepanjang mengenai Konstituante Bandung, Kongres Nasional Kebudayaan Ke-2 di 



 

Bandung, OrganisasiPengarang Indonesia, dan Seminar Nasional hak Cipta 1975 di 

Bali, bersumber dari buku yang ditulis Simorangkir. 

 

KONSTITUANTE BANDUNG 

Konstituante Bandung, yang bersidang di Bandung tahun 1956-1959 ketika 

menyusun UUD baru bagi negara RI terdapat bukti bahwa mereka memberi pehatian 

dan pemikiran mengenai hak cipta. Salah satu keputusan konstituante mengenai pokok 

materi konstitusi, yakni nomor 9, berbunyi sebagai berikut: Hak perlindungan 

kepentingan moral dan material yang didapatnya sebagai hasil dari sesuatu produksi 

dalam lapangan ilmu pengetahuan, kesusastreaan dan kesenian yang diciptakannya 

sendiri. 

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Konstituante dibubarkan sehingga pemikiran 

yang hendak memasukkan hak cipta dalam Pasal Undang-undang Negara RI tidak 

sampai terwujud. 

 

 

KONGRES KEBUDAYAAN NASIONAL KE-2 DI BANDUNG 

Kongres Kebudayaan Nasional ke-2 yang diselenggarakan oleh Badan 

Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN) di Bandung pada bulan Oktober tahun 

1951 telah berhasil menelurkan istilah “Hak Cipta”. Sebelumnya, yang sudah dikenal 

adalah istilah “Hak Pengarang”, sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda 

“auteur”. Auteurswet 1912 itu daya cakupnya adalah lebih luas daripada auteur 

(pengarang) saja, maka diterimalah istilah hak cipta, yang mencakup selain hak 

pengarang, juga penggambar, pelukis, dan lain-lain. 



 

Sejarah perkembangan hak cipta di Indonesia harus mencatat secara khusus 

Kongres Kebudayaan Nasional ke-2 BMKN tersebut sebagaimana dalam rapat seksi hak 

pengarang (jadi seksinya masih memakai istilah yang lama) diambil keputusan 

mengenai dan disahkan istilah hak cipta, dengan perbandingan suara: 14 suara setuju, 2 

menolak, dan 5 suara blanko. Rupa- rupanya bukan sistem musyawarah-mufakat yang 

dipergunakan. 

Mengenai istilah hak cipta yang diterima dalam kongres kebudayaan itu, 

menurut Simorangkir (1982: 5-6), adalah pilihan atau ciptaan yang berasal dari Prof. 

Mr. Soetan Moh. Sjah. Tentang istilah hak pengarang yang lazim digunakan barangkali 

berkat Balai Pustaka semenjak tahun 1920. 

 

ORGANISASI PENGARANG INDONESIA (OPI) 

Organisasi ini didirikan 17 Februari 1956. Organisasi ini telah turut mengambil 

bagian dan memainkan peranan yang cukup penting dalam perkembangan sejarah hak 

cipta di Indonesia. Organisasi ini mencoba menggabungkan para pengarang dalam satu 

wadah perkumpulan yang bersifat serikat kerja pengarang dengan tujuan-tujuan yang 

langsung atau tidak langsung ada hubungannya dengan hak cipta seperti: 

1. melindungi dan memperjuangkan kepentingan para pengarang; 

2. menaikkan nilai karang-mengarang terutama dalam bahasa Indonesia; 

3. meningkatkan taraf kedudukan kaum pengarang di masyarakat; 

4. memupuk kesadaran akan kebudayaan Indonesia. 

OPI dengan sengaja membentuk badan-badan khusus, disebut dengan seksi-seksi 

yang mengurus kepentingan para anggotanya berhubungan dengan soal-soal seperti 

penerbitan naskah, hak cipta, dan sebagainya. 



 

Partisipasi dan keterlibatan OPI dalam penyusunan suatu RUU di bidang hak 

cipta tidak bisa diabaikan. Ketika Depertemen PPK (sekarang Departemen Pendidikan 

Nasional) menyusun suatu RUU Hak Cipta, wakil OPI turut ambil bagian sebagai 

anggota panitia yang menangani RUU Hak cipta itu bersama departemen kehakiman 

dan organisasi lainnya. 

Sekitar tahun 1958, sehubungan dengan merajalelalnya pembajakan hak cipta, 

OPI bersama-sama organisasi lainnya yang tergabung dengan MML (Majelis 

Musyawarah Lektur), yaitu PTBI (Persatuan Toko Buku Indonesia), GIBI (Gabungan 

Importir Buku Indonesia), Grafika Nasional, dan IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) 

mengeluarkan suatu pernyataan yang mengecam sekeras-kerasnya segala bentuk 

pelanggaran hak cipta dan menyatakan tekad bulatnya untuk mengambil tindakan-

tindakan sewajarnya terhadap pelanggaran hak cipta itu sesuai dengan hukum yang 

berlaku. 

Mengenai masuk-tidaknya Indonesia dalam salah satu konvensi internasional 

mengenai hak cipta (Konvensi Bern), pendirian OPI secara gamblang dapat dilihat dari 

hasil angketnya yang diadakan pada tahun 1958, yang memberikan hasil: 1 suara 

blanko, 6 suara tidak setuju, dan 141 suara setuju menjadi anggota Bern Convention. 

Pendirian OPI mengenai ikut- sertanya Indonesia dalam konvensi internasional, yang 

dinyatakan pada waktu pemerintah Indonesia baru saja menyatakan menarik diri dari 

Konvensi Bern, rupanya menarik perhatian luas, terbukti antara lain dari hasil rumusan 

usaha penyusunan suatu naskah RUU Hak Cipta (misalnya RUU Hak cipta LPHN 1966 

dan RUU hak cipta IKAPI 1972) dan sampai pada pembicaraan resmi dalam Seminar 

Hak Cipta di Bali pada tahun 1975  



 

Kegiatan-kegiatan OPI yang ada kaitannya dengan dengan hak cipta dalam 

praktik dapatlah disebutkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Seorang anggota melaporkan telah menerima uang persekot honorarium sebesar 

tertentu dari suatu penerbit sebagai hasil protesnya karena penerbit itu lalai dan 

menahan (belum menerbitkan) naskah anggota itu, menyimpang dari bunyi surat 

perjanjian penerbitannya. 

b. Pada tanggal 30 September 1958 delegasi OPI antara lain mendesak sekali lagi 

penyelesaian penghargaan atas penyalinan buku A. Moeis ke dalam bahasa Rusia. 

c. Anggota menngadukan kepada yang berwajib tindakan plagiat atas karangannya. 

Keputusan hakim: plagiator dikenai denda. 

d. Seorang anggota OPI atas nama korps pengarang sandiwara radio memprotes RRI 

yang tidak mengadakan aturan pembayaran honorarium atas karangan-karangan 

sandiwara yang direkam dan disiarkan berulang-ulang. 

e. Pada tanggal 20 Juni 1958, oleh OPI telah diselengarakan suatu malam ceramah 

tentang hak cipta (nasional dan internasional) 

f. OPI memperjuangkan penghapusan/penurunan pajak pengarang kepada yang 

berwajib. 

 

SEMINAR NASIONAL HAK CIPTA 1975 DI BALI 

Pada bulan Oktober 1975, di Denpasar (Bali), Badan Pembinaan Hukum 

Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman (nama sebelumnya adalah Lembaga 

Pembinaan Hukum Nasional) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas 

Udayana, Denpasar, Bali, menyelenggarakan suatu pertemuan ilmiah yang secara 



 

khusus mengacarakan hak cipta, dengan maksud mengumpulkan bahan-bahan bagi 

penyusunan suatu rancangan undang-undang hak cipta yang bersifat nasional. 

Pertemuan yang bersejarah itu dihadiri oleh peserta dan peninjau dari masyarakat 

luas seperti unsur DPR, Mahkamah Agung, berbagai departemen, Kejaksaaan Agung, 

unsur teoritisi (fakultas hukum), dan unsur praktisi dan organisasi profesi (Yayasan, 

Kamar Hak Cipta, Pengarang, Seniman, Senirupa, Musik), Parfi, IKAPI, Wartawan, 

pengacara, dan sebagainya. 

Dalam seminar hak cipta itu dibicarakan persoalan-persoalan mengenai hak 

cipta, melalui empat penggolongan pembuatan kertas kerja (paper) berturut-turut 

mengenai: 

1. Ruang lingkup dan pengertian hak cipta 

2. RUU Hak Cipta 

3. Segi-segi praktis pengelolaan hak cipta 

4. Indonesia dan konvensi-konvensi internasional tentang Hak cipta. 

Seminar hak cipta itu sendiri tidak menghasilkan suatu naskah RUU Hak Cipta, 

tetapi tidak mengurangi kenyataan bahwa ditinjau dari segi pekembangan pemikiran 

mengenai hak cipta dalam negara Indonesia merdeka, seminar hak cipta di Bali inilah 

yang paling banyak mengumpulkan, menilai sesudah membahas, dan menetapkan 

bahan-bahan mengenai hak cipta oleh sejumlah peserta dan peninjau yang merupakan 

unsur dari, boleh dikata, seluruh lapisan masyarakat yang berkepentingan dan kompeten 

mengalami segala macam segi dari segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan hak 

cipta. 



 

BPHN, berdasarkan hasil-hasil seminar hak cipta di Bali itu, kemudian telah 

menyusun suatu naskah RUU yang disampaikan kepada Menteri Kehakiman dalam 

rangka melaksanakan tugas kedinasannya, yang sesuai dengan sifatnya yang tidak 

diumumkan. Langkah itu kemudian ditindaklanjuti, dan pada tahun 1977, sebuah panitia 

pemerintah mengusulkan draf baru yang setelah diamandemen menjadi Undang-undang 

Hak Cipta Tahun 1982. 

Perlu ditambahkan, sebelum usaha BPHN yang terakhir disebutkan, dalam 

penyusunan RUU Hak Cipta dalam rangka mengganti Auteurswet 1912 sudah ada 

usulan-usulan dari berbagai pihak, tercatat seperti: RUU Hak Cipta dari Menteri 

Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Prijono bersama Menteri Kehakiman, G.A. 

Maengkon, pada tahun 1958 yang dilanjutkan dengan RUU Hak Cipta yang disusun 

oleh Departemen kehakiman; LPHN (Lembaga Pembinaan Hukum Nasional) 

meneruskan upaya penyusunan RUU Hak Cipta dan menghasilkan RUU Hak Cipta 

tahun 1965/1966; dan Panitia IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) mencoba pula 

mengajukan RUU Hak Cipta pada tahun 1972. 

 Beberapa hal penting keputusan seminar di Bali: 

1) Istilah hak cipta mendapat semacam pengukuhan dari seminar, sebagai pengganti 

(mungkin lebih tepat dikatakan sebagai terjemahan) dari “auteurswet” atau 

copyright karena kandungan artinya lebih tepat dan luas; 

2) Hak cipta berfungsi sosial, dalam arti bahwa terhadap hak cipta dapat diadakan 

pembatasan untuk kepentingan umum; 



 

3) Hak moral - walaupun pemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak 

lain, hak moralnya tetap tak terpisahkan dari penciptanya, kecuali dalam bidang-

bidang tertentu seperti dalam bidang industri. 

4) Neigbouring rights - neigbouringrights perlu diatur secara bersama- sama dengan 

hak cipta. Seminar tidak memberi terjemahan mengenai istilah neigbouring rights. 

Akan tetapi, seorang pembicara memberi terjemahan: “hak-hak yang berdekatan 

dengan hak cipta”, tetapi tidak mendapat sambutan. 

5) Saran, agar RUU yang akan disusun, di samping demi perlindungan hak cipta 

terhadap pembajakan-pembajakan, juga untuk memberikan kegairahan mencipta 

dalam masa pembangunan. 

6) Saran, supaya pajak atas pedapatan hasil ciptaan diperingan, dan supaya pendapatan 

hasil ciptaan jangan dipersamakan dengan pajak honorarium profesi lain, seperti 

dokter, akuntan, dan sebagainya. Seminar hak cipta di Bali, menurut Simorangkir 

(1982: 32), sedikit banyak telah dipengaruhi oleh The Rome Conention for the 

protection of Performers, Produser of phonogram annd Broadcasting Organization 

yang diadakan di Roma pada tanggal 26 Oktober 1961. 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Sampai Undang- Undang Nomor 19 

Tahun 2002 

 

Sebelum diadakan Seminar Nasional Hak Cipta di Bali tahun 1975, setidak-

tidaknya sudah ada tiga konsep RUU Hak Cipta yang diusulkan berbagai pihak, namun 

tidak ada penyelesaiannya. Latar Belakang keinginan untuk mengganti Auteurswet 1912 



 

yang merupakan produk kolonial dengan Undang-unang Hak Cipta nasional antara 

lain
139

: 

1) Dalam rangka pembinaan dan penyempurnaan hukum nasional dan hal yang 

secara khusus mendorong terciptanya undang-undang hak cipta baru, timbul 

suara-suara dalam masyarakat yang mensinyalir adanya perbedaan nasib yang 

kurang memuaskan antara pencipta dengan pihak-pihak yang menfaatkan karya-

karya cipta itu. Perbedaan ini terletak pada kepincangan dalam pendistribusian 

keuntungan yang kurang seimbang. 

2) Sering sekali terdengar keluhan dari pencipta bahwa hak ciptanya telah dilanggar 

atau hak ciptanya dalam suatu hal tidak dilindungi oleh Undang-undang. Di 

samping itu, memang masih ada hal-hal yang belum diatur, misalnya karya-

karya cipta yang disiarkan melalui radio. Auteurswet 1912 perlu diganti dengan 

peraturan nasional yang lebih sesuai dengan kepribadian Indonesia serta 

memberi arti yang lebih luas terhadap istilah “auteur”. Auteurswet 1912 sudah 

ketinggalan zaman karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

penyebarluasan ciptaan baru seperti radio, televisi, video, rekaman, dan lain-lain 

sesudah Perang Dunia II tidak tertampung di dalamnya. 

3) Auteurswet 1912 tidak menyebutkan secara eksplisit kemungkinan dibentuknya 

Biro dan Dewan Hak Cipta yang dapat menampung kebutuhan pencipta dalam 

hal perlindungan, pendaftaran, dan lain-lain atas karya ciptanya. 

4) Tidak ada badan atau organisasi seperti di luar negeri yang memperjuangkan hak 

pencipta dengan peraturan-peraturan yang ada. 
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5) Sering terjadi pelanggaran hak cipta khusus pencipta lagu-lagu Indonesia di luar 

negeri, tanpa bisa berbuat apa-apa. 

Akhirnya, pada tanggal 12 April 1982, pemerintah Indonesia mencabut 

Auteurswet 1912 dan sekaligus mengundangkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 

tentang Hak Cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1982 Nomor 15. 

Undang-undang Hak Cipta 1982 terdiri atas VII bab dan 49 Pasal. Melihat 

isinya, segera tampak adanya perbedaan dengan Auteurswet 1912, yakni masuknya hal-

hal baru yang tidak diatur dalam Auteurswet 1912. Hal- hal baru itu adalah :
140

 

1) Dimasukkan unsur baru berdasarkan perkembangan teknologi; 

2) Dimuat unsur kepribadian Indonesia, yang sifatnya mengayomi baik kepentingan 

individu maupun kepentingan masyarakat, agar terjamin keseimbangan yang serasi 

antara kepentingan-kepentingan dimaksud. Walaupun dalam Pasal 2-nya disebutkan 

bahwa hak cipta itu adalah hak khusus, sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam 

UUD 1945, hak cipta itu mempunyai fungsi sosial dalam arti ia dapat dibatasi untuk 

kepentingan umum. Sejalan dengan itu, dalam rangka memenuhi kepentingan 

umum, Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 membatasi masa 

berlakunya hak cipta selama 25 tahun, yang dalam Auteurswet 1912 ditetapkan 50 

tahun. 

3) Dimuat ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran ciptaan-ciptaan, yang antara lain 

dimaksudkan untuk mempermudah pembuktian, jika terjadi sengketa mengenai hak 

cipta dan juga untuk kepastian hukum sampai derajat tertentu. 
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4) Dimuat pula ketentuan-ketentuan mengenai Dewan Hak Cipta untuk membantu 

pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan dan untuk pembinaan 

hak cipta. 

Adanya unsur-unsur baru dalam Undang-undang hak Cipta 1982 yang tidak 

terdapat dalam Auteurswet 1912 merupakan pencatatan hasil-hasil perjuangan para 

pencipta serta merupakan pemenuhan hasrat dan keinginan mereka, yang terbukti tidak 

dapat dipenuhi dan dijamin oleh Auteurswet 1912. Hal ini dapat dipahami dengan 

mengingat latar belakang serta tujuan dari perundang-undangan pada umumnya dan 

Auteurswet 1912 pada khususnya pada zaman kolonial yang telah silam itu. 

Dibandingkan dengan maksud serta tujuan dari perundang-undangan zaman nasional, 

maka dapatlah dipahami bahwa unsur-unsur baru terdapat dalam UUHC 1982 sebagai 

hasil perundangan-undangan zaman Indonesia merdeka, yang tidak mungkin terdapat 

dalam suatu hasil perundang-undangan pada zaman colonial karena kepentingan 

penjajah merupakan titik tolak serta tujuan dari semua perundang-undangan tersebut. 

Semula, banyak orang berpikir bahwa dengan lahirnya UUHC 1982, maka 

perlindungan hak cipta di Indonesia akan menjadi baik. Akan tetapi, ternyata dengan 

semakin bertambahnya ketentuan yang mengatur perlindungan hak cipta di samping 

ketentuan yang ada dalam Auteurswet 1912, semakin bertambah pula bentuk 

pelanggaran hak cipta. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 

meningkat, ditambah dengan kemajuan teknologi, pelanggaran hak cipta pun, khususnya 

penggandaan ciptaan secara illegal, semakin marak dibandingkan dengan masa-masa 

sebelum adanya UUHC 1982. 



 

Semakin baiknya perekonomian Indonesia tentu berdampak pada peningkatan 

daya beli masyarakat, termasuk daya beli untuk kebutuhan- kebutuhan sekunder dan 

tertier, seperti kebutuhan akan informasi, pengetahuan, hiburan, dan lain-lain. 

Kemudian, perkembangan yang semakin canggih dari teknologi percetakan, mesin 

fotokopi, dan penggandaan rekaman telah mendorong meningkatnya perbanyakan 

ciptaan, seperti buku- buku, kaset, CD, dan lain-lain secara tidak sah. 

Perkembangan semacam itu kurang diantisipasi pemerintah. Jelas, bahwa 

pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi bukanlah faktor yang mendatangkan 

malapetaka bagi pencipta, justru sebenarnya berpeluang mendatangkan berkah. Yang 

menjadi pokok masalah adalah mengapa ada orang yang seenaknya menggandakan 

ciptaan tanpa izin pencipta demi memperoleh keuntungan dagang dengan cara yang 

cepat dan gampang; mengapa masyarakat seakan mendukung pula ulah “pembajak” 

dengan gemar membeli barang-barang “bajakan”; serta mengapa sikap dan tindakan 

aparat penegak hukum ragu-ragu, bahkan mungkin tidak peduli dengan berbagai 

pelanggaran hak cipta yang terjadi. 

Akhirnya, setelah lima tahun berlakunya UUHC 1982, sebagaimana tidak 

berjalan efektif, muncullah berbagai pendapat bahwa UUHC 1982 itu ternyata masih 

mengandung banyak kelemahan. UUHC 1982 memerlukan penyempurnaan sehingga 

mampu menangkal pelanggaran hak cipta. 

 

UNDANG-UNDANG HAK CIPTA 1987 

Berbagai pendapat yang mengatakan UUHC 1982 mengandung banyak 

kelamahan, sudah tidak sesuai dengan keadaan masyarakat, ternyata sulit untuk dibantah 

Perkembangan teknologi, lagi-lagi menjadi satu alasan mengapa perlu pembaharuan 



 

UUHC 1982. Kemajuan teknologi informatika pada penghujung abad 20, khususnya 

perangkat lunak komputer, merupakan ciptaan yang memerlukan perlindungan hukum. 

UUHC 1982 belum sampai pada perlindungan teknologi mikro elektronika dan 

teknologi serat optik, tetapi masih menyangkut rekayasa sistem komputer. 

Pada kurun waktu 1982 sampai dengan 1987, kuantitas dan kualitas pelanggaran 

hak cipta semakin tinggi. Pembajakan hak cipta terjadi di mana- mana, karena 

peluangnya lebih banyak dan memberikan keuntungan yang besar. Sementara itu, upaya 

pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan hak cipta sangat minim. Para pembajak 

sepertinya leluasa beraksi di Indonesia. Ciptaan-ciptaan yang kena bajak tidak saja 

ciptaan yang berasal dari luar negeri, tetapi juga ciptaan-ciptaan hasil karya dari dalam 

negeri. 

Muncullah pemikiran bahwa ancaman pidana yang terdapat pada UUHC terlalu 

ringan sehingga tidak mampu membuat pelaku pembajakan jera. Pada Pasal 44 ayat (1) 

UUHC 1982 ancaman hukuman pelaku kejahatan pembajakan adalah pidana paling 

lama 3 (tiga) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,-. Ancaman pidana ini 

terlalu rendah untuk kejahatan hak cipta yang mempunyai dampak negatif yang sangat 

luas. 

Kemudian, kejahatan hak cipta yang pada UUHC 1982 digolongkan sebagai 

delik aduan (klacht delichf) dianggap tidak tepat, tidak sesuai dengan kebutuhan. Oleh 

karena itu, perlu penyempurnaaan UUHC 1982 untuk menegaskan bahwa kejahatan hak 

cipta adalah delik biasa. 

Jika pada masa-masa sebelum lahirnya UUHC 1982 bentuk pelanggaran hak 

cipta yang paling banyak dipersoalkan adalah pembajakan buku-buku, pada tahun-tahun 



 

sesudah UUHC 1982 yang lebih mengemuka adalah permasalahan pembajakan karya-

karya film, lagu atau musik. Khususnya karya lagu atau musik yang sudah terwujud 

dalam bentuk rekaman suara (kaset, CD, LD, dan VCD) termasuk paling intens kena 

pembajakan, baik karya cipta Indonesia maupun asing. Menurut data ASIRI (Asosiasi 

Industri Rekaman Indonesia), kerugian yang diderita perusahaan rekaman kaset yang 

berisikan lagu-lagu Indonesia karena pembajakan, secara keseluruhan mencapai Rp 600 

juta sampai dengan Rp. 900 juta per bulan atau lebih kurang Rp 10 milyar per tahun 

selama 1985-1987. 

Setiap membahas pelanggaran hak cipta di Indonesia, khususnya di bidang karya 

lagu atau musik, orang tidak pernah lupa atas ulah pembajak yang kemudian sangat 

mendiskreditkan pemerintah Indonesia. Menurut Christoph Antons (dalam Hendra Tanu 

Atmadja, 2003: 4), pada bulan Desember ,1985, lima bulan setelah konser Live Aid 

diselenggarakan untuk mengumpulkan dana meringankan kelaparan di Afrika, sekitar 

1,5 juta kaset bajakan dari konser itu yang berniiai sekitar US $ 3 juta telah diproduksi 

di Indonesia secara tidak sah dan dipasarkan di seluruh dunia. Akibatnya, organisasi 

Africa-Aid dari Bob Geldof tidak menerima uang seper pun. 

Banyaknya sorotan terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia, yang kemudian 

menonjolkan kelemahan-kelemahan pada UUHC 1982, tampaknya direspon oleh 

pemerintah Indonesia. Di samping itu, tekanan-tekanan internasional, khususnya dari 

Amerika Serikat, telah membuat pemerintah harus lebih serius mengamandemen UUHC 

yang ada. 

Pada tanggal 30 Juli 1986, dengan Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 

1986, Presiden Soeharto membentuk sebuah “tim kerja khusus”, yang waktu itu popular 



 

dengan sebuatan “Tim Keppres 34” sebagai pemecahan terhadap masalah-masalah 

dalam pelaksanaan UUHC dan UU Merek serta penyusunan UU Paten yang baru. 

Akhirnya, lahirlah revisi Undang-undang Hak Cipta 1982, yaitu Undang-undang Nomor 

7 Tahun 1987, yang diundangkan pada 9 September 1987 dan mulai berlaku pada 19 

September 1987. 

Perubahan-perubahan dan hal-hal baru yang terdapat dalam UUHC 1987, antara 

lain adalah: (1) ancaman hukuman atas kejahatan hak cipta diperberat, Pasal 41 ayat (1) 

sebagaimana disebut di atas misalnya, ancaman hukumannya menjadi pidana penjara 

paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta; (2) tindak pidana hak 

cipta menjadi delik biasa; (3) jangka waktu perlindungan hak cipta selama hidup sampai 

25 tahun sesudah pencipta meninggal dunia menurut UUHC 1982 direvisi menjadi 

selama hidup sampai 50 tahun sesudah pencipta meninggal dunia; (4). lisensi wajib 

(compulsory license), pertama, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan 

penelitian, apabila hak cipta tidak diberlakukan untuk tiga tahun, dan kedua, pencipta 

dapat mengalihkan hak ciptanya kepada pihak lain yang berminat terhadap hasil karya; 

(5) karya asing mendapat perlindungan melalui perjanjian bilateral atau multilateral 

walaupun pengumuman pertama tidak dilakukan di Indonesia; (6) program komputer 

ditetapkan sebagai karya cipta yang dilindungi. 

 

UNDANG-UNDANG HAK CIPTA 1997 

Pembaharuan UUHC tahun 1997 sangat erat kaitannya dengan terbentuknya 

World Trade Organization (WTO) pada bulan April 1994 di Marrakesh, Maroko. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa perundingan para menteri luar negeri di Marrakesh, 

Maroko adalah salah satu perundingan dalam kerangka perundingan-perundingan 



 

perdagangan multilateral Putaran Uruguay. Putaran Uruguay adalah Putaran Kedelapan 

dalam sejarah General Aggreement on Tariffs and Trade (GATT) yang 

menyelenggarakan pelbagai putaran sejak terbentuk pada tahun 1948. (uraian 

komprehensif tentang sejarah GATT dan WTO serta hasil Putaran Uruguay dapat dilihat 

pada dua buah buku yang ditulis H.S. Kartadjoemena: (1) GATT dan WTO, 1996; dan 

(2) GATT-WTO dan Hasil Uruguay Round, 1997). 

Selama Putaran Uruguay berlangsung terdapat 15 hal yang menjadi topik yang 

diterima dalam agenda perundingan, sebagaimana salah satu topik berkaitan langsung 

dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (di dalamnya hak cipta) adalah Persetujuan 

TRIPs (Trade Related Aspects of Intelllectual Property Rights including Trade in 

Counterfeit Goods). Perundingan TRIPs adalah bertujuan: 

1) meningkatkan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual dari produk-

produk yang diperdagangkan; 

2) menjamin prosedur pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual yang tidak 

menghambat kegiatan perdagangan; 

3) merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan tehadap 

Hak Kekayaan Intelektual; 

4) mengembangkan prinsip, aturan, dan mekanisme kerja sama internasional untuk 

menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas 

Hak Kekayaan Intelektual. 

Ada tiga unsur yang terkandung dalam TRIPs yang perlu dicermati negara-

negara yang bermaksud menyesuaikan perundang-undangan nasionalnya di bidang HKI, 

yaitu: 



 

1) unsur yang berupa norma-norma baru; 

2) unsur yang berupa standar-standar yang lebih tinggi; 

3) unsur yang berupa penegakan hukum yang ketat. 

Di bidang hak cipta, yang dapat dikategorikan sebagai unsur yang berupa norma-

norma baru, antara lain; pengaturan perlindungan hukum terhadap mereka yang 

digolongkan sebagai pelaku (performers), produser rekaman suara (producers of 

phonogram), dan badan-badan penyiaran (broadcasters). Selain itu, juga ada pengaturan 

tentang hak rental (rental rights). 

Mengenai standar yang lebih tinggi, seperti jangka waktu pelindungan hukum, 

beberapa ciptaan di bidang hak cipta menjadi 50 tahun, bukan 25 tahun. 

Mengenai unsur penegakan hukum yang lebih ketat oleh TRIPs diintroduksikan 

suatu sistem penegakan hukum, seperti diatur dalam Bab III Persetujuan TRIPs yang 

berjudul Penegakan HKI. Bab ini terdiri dari 21 Pasal, tersusun dalam 5 bagian. Dari 

sekian banyak Pasal tentang penegakan HKI, yang terpenting adalah ketentuan-

ketentuan yang ditetapkan dalam bagian keempat: Pasal 51 sampai dengan Pasal 60, 

yang mengatur syarat-syarat khusus mengenai tindakan-tindakan di tapal batas negara 

(special requirements related to border Measures). 

Sesuai persetujuan pembentukan WTO, jadwal penerapan Persetujuan TRIPs di 

negara-negara anggota pesertanya adalah mulai berlaku efektif 1 Januari 1995. Akan 

tetapi, bagi negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) berlaku suatu ketentuan 

masa peralihan, seperti diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan (2) Persetujuan TRIPs. 

Berdasarkan ketentuan masa peralihan ini, bagi negara berkembang Persetujpan WTO 

beserta lampirannya, termasuk TRIPs baru berlaku penuh 1 Januari 2000. 



 

Pada tanggal 2 Desember 1994, Indonesia telah meratifikasi Agreement 

Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia) berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994. Dengan 

mengesahkan persetujuan WTO berarti Indonesia telah menjadikan ketentuan-ketentuan 

yang tercantum di dalamnya sebagai bagian dari hukum nasional Indonesia. Jadi, 

ketentuan-ketentuan WTO harus dilaksanaan dan ditatati oleh semua pihak di Indonesia. 

Berkaitan dengan bidang hukum, tindakan yang dilakukan adalah: 

1) Berkenan dengan hal-hal yang pernah diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang ada: 

a. mencabut yang tidak sesuai dan menyatakan tidak berlaku; 

b. mencabut yang tidak sesuai dan menggantinya dengan yang sesuai dengan 

ketentuan WTO; 

c. menyempurnakan yang masih sesuai sehingga menjadi sesuai dengan 

ketentuan WTO. 

2) Berkenan dengan hal-hal yang belum pernah diatur, menyusun peraturan 

perundangan-undangan yang baru sama sekali. 

Sejalan dengan itulah, pada tahun 1997, pemerintah Indonesia telah melakukan 

pengesahan terhadap berbagai konvensi intenasional di bidang HKI dan melakukan 

pembaharuan terhadap berbagai undang-undang di bidang HKI sebagaimana sudah 

dipaparkan di atas. 

Jelaslah bahwa latar belakang perubahan UUHC 1987 dengan UUHC 1997 

adalah sebagai konsekuensi logis dari keikutsertaan Indonesia dalam WTO yang 

mencakup pula Persetujuan TRIPs. Dari sekian banyak penyempurnaan, penambahan 



 

ketentuan dalam UUHC 1997, beberapa hal penting dan baru sebagai konsekuensi 

keikutsertaan Indonesia dalam TRIPS, antara lain: 

1) Pasal 2 tentang hak penyewaan (rental right), ditegaskan bahwa pencipta karya 

film dan program komputer serta produser rekaman suara mempunyai hak untuk 

memberi izin atau melarang orang lain menyewakan secara komersial atas karya 

ciptanya; 

2) Memasukkan ketentuan konvensi internasional, khususnya melakukan 

penyesuaian dengan Konvensi Bern; 

3) Penambahan ketentuan mengenai perlindunagn terhadap hak-hak yang berkaitan 

dengan hak cipta (neighbouring rights) yang meiiputi perlindungan terhadap: 

pelaku (performer), produser rekaman suara (producer of phonogram), lembaga 

penyiaran (broadcasting organzation). 

4) Pasal 42 ayat (1), yang mengatur mengenai pengadilan berwenang 

memerintahkan suatu pembayaran konpensasi ganti rugi dari pihak pelanggar 

kepada pemilik hak dalam jumlah yang layak sesuai kerugian yang diderita; 

5) Pasal 42 ayat (2), yang mengatur bahwa pengadilan berwenang memerintakan 

agar barang-barang dan alat-alat yang dipergunakan untuk menghasilkan barang 

itu dikeluarkan dari saluran komersial sedemikian rupa untuk meminimalkan 

risiko terjadinya pelanggaran lebih jauh tanpa satu kompensasi apa pun. 

6) Pasal 42 ayat (3) dan (4) mengenai pemegang hak cipta dapat mengajukan 

pemohonan kepada pengadilan atau bea cukai untuk mengambil tindakan 

sementara untuk menghentikan atau mencegah masuknya barang-barang hasil 

pelanggaran atas permintaan pemegang hak. 



 

7) Pasal 27 ayat (1) mengenai perlindungan program komputer, yang dalam UUHC 

1987 hanya berlaku selama 25 tahun, ditingkatkan menjadi 50 tahun sesuai 

dengan TRPs. 

 

UNDANG-UNDANG HAK CIPTA 2002 

Sejak Indonesia merdeka, UUHC yang bersifat nasional baru bisa dibentuk 37 

tahun kemudian. Kemudian, setelah UUHC nasional itu terwujud, dalam kunjn waktu 20 

tahun sudah tiga kali mengalami revisi. Kenyataan seperti ini bisa memancing 

munculnya pertanyaan: apakah pemerintah dan parlemen Indonesia dulu tidak mampu 

membuat sebuah UUHC nasional sehingga harus membiarkan undang-undang produk 

kolonial berlaku selama 37 tahun? Apakah dalam 20 tahun terakhir ini pemerintah dan 

DPR Indonesia hanya mampu membuat undang-undang hak cipta yang cepat usang atau 

tidak bisa bertahan lama? Persoalannya tentu tidak sesederhana itu. Namun demikian, 

pertanyaan sederhana itu perlu direnungkan dalam kaitan menyelediki permasalahan hak 

cipta di Indonesia. 

Tahun 1958, Indonesia keluar dari Konvensi Bern, dengan maksud agar 

Indonesia dapat dengan leluasa menerjemahkan dan meniru karya- karya ilmu 

pengetahuan dari luar negeri. Apakah sesudah itu ada semacam gerakan nasional untuk 

menerjemahkan dan mengambil alih karya-karya ilmu pengetahuan dari luar dan 

gerakan nasional untuk mencerdaskan bangsa? Ternyata tidak. Sejak proklamasi 17 

Agustus 1945 sampai pada penghujung tahun enam puluhan, Indonesia memang 

mengalami masa-masa yang sangat sulit, terutama menyangkut kehidupan ekonomi dan 

politik. Oleh karena itu, dapat dimaklumi bahwa membentuk UUHC bukanlah prioritas 

pada masa itu. Berbeda halnya setelah memasuki tahun tujuh puluhan, saat 



 

perekonomian Indonsia sudah mulai bertumbuh dengan baik dan situasi politik relatif 

lebih stabil, kehadiran UUHC seharusnya bisa terwujud lebih dini. 

Hadirnya UUHC 1982 adalah tahapan penting dalam sejarah pertumbuhan hak 

cipta di Indonesia. Inilah awal pemerintah dan rakyat Indonesia memikirkan 

perlindunagn hak cipta melalui suatu undang-undang yang bersifat nasional walaupun 

pada saat itu tidak langsung diikuti dengan meratifikasi berbagai konvensi internasional 

yang berhubungan dengan hak cipta. Harapan pun bergulir bahwa perlindungan hak 

cipta di Indonesia akan lebih baik. Akan tetapi, apa yang terjadi? Kondisi perlindungan 

hak cipta tidak lebih baik dari kondisi sebelum ada UUHC 1982. Akhirnya, diambil 

kesimpulan bahwa materi UUHC 1982 masih sarat dengan kelemahan, jadi harus 

direvisi. 

Demikianlah lahirnya UUHC 1987 yang kemudian diubah lagi sepuluh tahun 

kemudian dengan UUHC 1997, di samping adanya tekanan dari pemerintah luar negeri 

untuk menyempurnakan UUHC, juga didorong oleh paradigma bahwa maraknya 

pelanggaran atau kejahatan hak cipta adalah disebabkan lemahnya UUHC. 

UUHC 1997 termasuk sudah memadai sebagai alat perlindungan hak cipta di 

Indonesia. Selain telah menyesuaikan diri dengan berbagai konvensi internasional, 

termasuk TRPs, juga telah memasukkan unsur-unsur baru yang lebih banyak berkaitan 

dengan perkembangan teknologi. Dari sudut ancaman hukuman, kecuali ancaman 

hukuman denda yang tergolong kecil, ancaman pidana penjara sudah cukup tinggi, 

misalnya, pembajakan ciptaan diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun. 

Permasalahannya adalah, di bidang penegakan hukum. Boleh dikatakan, sangat 

sedikit kasus pelanggaran atau kejahatan hak cipta yang terusung sampai ke pengadilan, 



 

apalagi pelaku kejahatan sampai dijatuhi hukuman optimal, sedangkan fakta di lapangan 

menunjukkan bahwa kuantitas dan kualitas pelanggaran hak cipta tidak pernah surut 

sejak lahirnya UUHC 1982 sampai berlakunya UUHC 1997. 

Oleh karena itu, tidaklah begitu mengherankan ketika tahun 1998 (setahun 

setelah berlakunya UUHC 1997), Indonesia dimasukkan ke dalam kategori Priority 

Watch List (daftar Negara yang menjadi prioritas untuk diawasi) untuk kasus-kasus 

pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan 

Perdagangan Amerika Serikat (USTR - United States Trade Representative). 

Pelanggaran atas HKI (meliputi Hak Cipta, Paten, dan Merek) di Indonesia dianggap 

sudah tergolong berat sehingga perlu diprioritaskan untuk diawasi. 

Setelah lima tahun berlakunya UUHC 1997 yang tadinya dianggap sebagai 

undang-undang yang cukup memadai perlindungan hak cipta di Indonesia tetap masih 

jauh dari harapan. Selain di dalam negeri, pihak internasional pun tidak henti-hentinya 

menyoroti lemahnya perlindungan hak cipta, paten, dan merek di Indonesia. Karena itu, 

sekali lagi, berbagai pihak, khususnya pemerintah dan DPR melihat permasalahan utama 

pada undang- undang sehingga diubahlah,UUHC yang ada (UUHC 1982 yang diubah 

pertama kali tahun 1987 dan kedua dengan UUHC 1997) dengan Undang- undang No. 

19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang diundangkan pada 29 Juli Tahun 2002 dan 

berlaku setahun kemudian, yakni 29 Juli 2003. 

Secara objektif harus diakui bahwa perubahan terhadap UUHC 1982, 1987, dan 

1997 memang diperlukan: pertama, bahwa UUHC tersebut belum sepenuhnya 

mengakomodasi beberapa ketentuan TRIPs dan WIPO Copyrights Treaty. Kedua, 

memang diperlukan suatu undang-undang hak cipta yang utuh dan tersendiri, tidak 



 

seperti UUHC yang berlaku selama ini, sebagaimana UUHC Indonesia adalah “UUHC 

1982 yang diubah pertama dengan UUHC 1987, dan kedua dengan UUHC 1997”. Jadi, 

UUHC sebelum UUHC 2002 ada tiga, dan keseluruhan isinya kalau digabung, itulah 

ketentuan undang-undang hak cipta di Indonesia. Karena itu, sering orang keliru dengan 

mengatakan UUHC yang berlaku adalah UUHC 1997 sehingga seolah-olah UUHC 1982 

dan UUHC 1987 sudah tidak berlaku lagi, padahal tidak demikian. 

Perlu diutarakan, bahwa kebanyakan undang-undang produk pemerintahan Orde 

Baru adalah berpola seperti UUHC 1982 - 1997. Lihat, misalnya, Undang-undang 

Pemilu, Undang-undang Partai Politik, Undang- undang tentang Paten, Merek, dll. 

Undang-undang yang disebutkan tadi memiliki sifat berantai sehingga untuk 

memahaminya harus dilihat secara keseluruhan mulai dari undang-undang yang pertama 

kali terbit. 

Setelah pemerintahan pasca Orde Baru, hampir semua format undang-undang 

bersifat utuh dilepas dari rantai undang-undang sebelumnya. UUHC 2002 misalnya, 

tidak terkait lagi dengan UUHC 1982, 1987, dan 1997. 

Artinya, UUHC 2002 sudah memuat secara lengkap materi ketentuan yang 

diperlukan mengatur hak cipta dan hak terkait sehingga UUHC sebelumnya praktis 

dicabut secara keseluruhan. Dari segi formatnya, UUHC 2002 sudah tepat dengan sifat 

utuhnya tadi, dan dari segi isi sudah diusahakan agar ketentuan-ketentuannya lebih 

sesuai dengan pedoman atau standar yang digariskan oleh TRIPs dan mengakomodir 

perkembangan yang terjadi di bidang perdagangan, investasi, industri, dan teknologi. 

Cukup banyak hal baru dalam UUHC 2002 yang belum ada pada UUHC 

sebelumnya, antara lain: mengenai pengelolaan hak cipta, penetapan sementara (sela) 



 

pengadilan, dan pengajuan gugatan ke pengadilan niaga. Selain itu, terdapat beberapa 

penyempurnaan terhadap UUHC sebelumnya, misalnya, peningkatan ancaman hukuman 

terhadap pelanggaran atau kejahatan hak cipta, khususnya ancaman hukuman denda 

(lebih jauh pokok-pokok hak cipta sesuai UUHC 2002 akan diuraikan dalam sub-bab 

berikutnya). 

8. UU Hak Cipta Tahun 2014 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah hasil dari perjalanan sejarah yang 

cukup panjang dalam penyempurnaan Undang-undang Hak Cipta Indonesia. Sekalipun 

undang-undang ini semula tidak berasal dari kultur atau budaya masyarakat Indonesia, 

akan tetapi dalam kurun waktu lebih dari 100 tahun Undang-undang Hak Cipta 

diperkenalkan di bumi Indonesia, akhirnya undang-undang ini dapat juga dimunculkan 

sebagai hasil kerja badan legislasi nasional. Ada perubahan yang mendasar undang-

undang ini dan undang-undang yang sebelumnya, yakni perubahan delik dari delik 

menjadi delik aduan. Selebihnya haruslah dipahami bahwa hampir disebagian besar 

substansi undang-undang ini mengacu pada hukum asing. Tatanan hukum yang sejak 

awal bersumber dari “hukum barat”. Lihat saja istilah yang dipergunakan dalam undang-

undang ini yang secara terus-menerus munculkan istilah economic rights sebagai bagian 

dari copyrights. 

Copyright, demikian terminologi yang digunakan oleh negara penganut hukum 

Anglo Saxon, auteursrechts demikian istilah yang digunakan  oleh Belanda (negara yang 

mengenalkan sistem hukum Eropa Kontinental Indonesia) untuk menyebutkan frase 

tentang Hak Cipta. 



 

Dalam perjalanan penyusunan Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 ini 

juga pembuat undang-undang mendasarkan pertimbangannya pada sertaan Indonesia 

dalam keanggotaan konvensi internasional di bidang hak cipta  (Berner 

Convention1967, TRIPs Agreement 1994) dan hak terkait (Rome Convention 1961). 

Pertimbangan yang mengacu pada instrumen hukum menyebabkan peraturan 

perundang-undangan hak cipta selalu tidak rengan perkembangan hukum dan kebutuhan 

hukum masyarakat,  karena tuntutan negara-negara di dunia tetap menginginkan agar 

hak cipta terlindungi dengan baik melalui instrumen hukum Indonesia. Itulah  sebabnya  

Undang-undang Hak Cipta Indonesia terus-menerus mengalami  perubahan. 

Perubahan itu tidak hanya menyangkut substansi saja akan tetapi juga m akut 

tentang ideologi. Sekalipun ditegaskan bahwa perubahan pandang hak citpta yang 

terakhir ini dimaksudkan untuk menjawab amanah yang tertuang dalam Undang-

Undang Dasar 1945 akan tetapi, penyimpanan terhadap terhadap ideologi Pancasila 

ternyata semakin terlihat. Hal ini ribuktikan dari banyaknya Pasal-Pasal yang termuat 

dalam undang ini menyebutkan istilah hak ekonomi (economic rights). Tentu saja frase 

hak ekonomi berpangkal pada platform teori-teori ekonomi yang dikembangkan oleh 

negara-negara kapitalis. Pendekatan yang digunakan dalam konvensi-konvensi 

internasional yang berhubungan dengan perlindungan hak citra berpangkal pada 

liberalisasi ekonomi dan itu bertentangan dengan prins ekonomi Indonesia yang 

berasaskan Pancasila dengan platform kebersamaan. Meskinya dalam tatanan kehidupan 

bersama di era globalisasi dengan kerja sama bilateral dan multilateral baik di dalam 

maupun di luar ASEAN tidaklah dapat dijadikan alasan untuk melepaskan tanggung 

jawab konstitusiom dengan mengabaikan nilai-nilai ekonomi Pancasila. Bagaimanapun 



 

juga, tujuan pembuat undang-undang yang berkaitan dengan bidang ekonomi hendak 

mempercepat tercapainya tujuan nasional sebagaimana dimuat dalam Pasal 27 ayat (2) 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kerja sama dalam globalisasi pasar bebas 

tidak harus menjadi Indonesia kalah atau mengalah apalagi sampai membiarkan diri 

mengorbankan kedaulatan negara dera memilih landasan ideologi kapitalis liberal dalam 

penyusunan Undang-UndangHak Cipta Nasional seperti yang terjadi dalam penyusunan 

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.  

Dengan menekankan prinsip perlindungan hak ekonomi di dalam Undang-

Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 itu berarti pembuat undang-undang masih 

mengacu pada paradigma-paradigma ekonomi lama. Sudah saatnyalah paradigma-

paradigma lama ditinggalkan yang menempatkan manusia sebagai homoeconomikus 

menuju ke homohumanus, homoethicus, homosocius, homoreligious 

danhomomagnificus.Menekankan hak cipta sebagai hak ekonomi atau economic rights  

seperti yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 memperjelas 

posisi manusia sebagai makhluk ekonomi dan memposisikan diri sebagai agen 

individual yang berada di pusat teori ekonomi neoklasik (mainstream neoclassical 

economics)yang materialistic,tanpa emosi, hedonestik, egoisticdan secara asional 

mencari maksimum utilitas ekonomi yang terpusat pada pamrih-pribadi atau self-

interest.
141

Paham ini semakin menguat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

ketika penelusuran sampai pada bunyi Pasal 24 yang mengatakan:  

1. Produser Fonogram memiliki hak ekonomi. 
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2. Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak 

melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: 

a. penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apa pun; 

b. pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya; 

c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan 

d. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik. 

3. Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak berlaku terhadap 

salinan Fiksasi atas pertunjukan yang telah dijual atau yang telah dialihkan 

kepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada pihak lain. 

4. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram. 

Jika dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dalam Pasal 2 ayat (2) 

mengatakan: izin hanya diperlukan terhadap penyewaan karya sinematografi dan 

program komputer tetapi dalam Pasal 24 menegaskan dan memperluas izin itu 

diwajibkan terhadap karya fonogram. Pasal-Pasal lain seperti Pasal 23 juga memberikan 

penegasan yang sama untuk karya-karya pertunjukan. Pasal 12 untuk karya potret. 

Selain penekanan rumusan tentang hak cipta sebagai hak eksklusif yang uruiri 

dari hak moral dan hak ekonomi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini memuat 

aturan pidana dengan hukuman denda yang lebih menekankan pada aspek ekonomi 

yakni dengan ancaman denda 1 miliar, 4 miliar meskip denda itu dirumuskan sebagai 

denda maksimal. Akan tetapi dapat dipahami bahwa hitungan-hitungan ekonomi tetap 

dijadikan acuan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta. 



 

Globalisasi tentu saja tidak membuat Indonesia kehilangan memperjuangkan 

kepentingan nasionalnya. Nasionalisme, demikian Sri Swasono tidak pernah usang. 

Nasionalisme tetap menjadi identitas setar anak bangsa anggota negara-negara bangsa. 

Nasionalisme adalah kebanggaan nasional, apa pun “isme” yang disandangnya. 

Nasionalisme yang luntur akanmelunturkan identitas dan memperlemah kebanggaan 

nasional. Nasional: mengambil bentuknya dalam berbagai sikap dan perilaku. 

Globalisme adalah suatu idealisme untuk mengemban semangat persatuan 

bangsa guna menjaga kebersaaan hidup di dunia dengan menjaga kelestarian bumi untuk 

hidup bersama. Namun globalisasi sering kali melenceng dari cita-cita mulia 

globalismenya. Itulah yang terjadi pada saat negara di dunia berkumpul dalam WTO 

yang berujung pada diratifikasinya General Agreement Tariff on Trade yang di 

dalamnya terdapat instrumen the agreement trade related aspect of intellectual property 

yang kemudian menjadi acuan bagi negara-negara anggota untuk menyusun perundang-

undangan Hak Kekayaan Intelektual di negerinya masing-masing termasuk Indonesia 

yang kemudian dalam bidang hak cipta berulang kali memperbaiki undang-undangnya 

untuk memenuhi tuntutan negara-negaramaju yang memotori kelahiran GATT 1994 itu.  

 

K. Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta  

Konvensi internasional adalah perjanjian internasional. Mengenai definisi 

perjanjian internasional sangat banyak ditemui peristilahannya. Kadangkala seringkali 

mengacuakan, tidak konsisten bahkan memberikan pengertian yangn berbeda dengan 

perjanjian. Menurut Mochtar Kesumaatmaja istilah yang sering digunakan untuk 

perjanjian itu adalah treaty (trakta), pact (pakta); convention (konvensi), charter, 



 

declaration, protcol, arrangement, accord, modus, divendi, covenant dan lain-lain 

sebagainya.
142

 

Dalam hal perstilahan ini Mochtar mengingatkan bahwa, “Secara juridis semua 

istilah ini adalah mempunyai arti tertentu, dengan perkataan lain semuanya merupakan 

perjanjian internasional yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan 

bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu”. 
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Mochtar memberikan definisi bahwa, “Perjanjian Internasional itu adalah suatu 

perjanjian yang diadakan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk 

mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. Oleh Budi Harsono hal di atas 

ditegaskannya bahwa, “dalam perjanjian internasional yang penting adalah kehendak 

negara untuk diikat pada perjanjian itu.
144

 

Persetujuan itu harus diberikan secara tertulis hak dan kewajiban pihak ketiga 

tersebut harus dinyatakan dengan tegas dalam perjanjian itu.
145

 Setelah memenuhi syarat 

yang demikian, barulah persetujuan itu sempurna untuk selanjutnya sah mengikat pihak 

ketiga tersebut.  

Dalam teori mengenai perjanjian internasional hal ini disebutkan sebagai treaty 

contract, yaitu menimbulkan hukum bagi para peserta, sedangkan yang bertujuan adalah 

law making treaty yaitu secara langsung menimbulkan kaidah-kaidah bagi semua 

masyarakat internasional dan tidak hanya bagi pihak-pihak peserta. 
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Sebenarnya perbedaan yang mendasar antara keduanya tidak ada, karena 

meskipun dalam membedakannya bersalah, jika ditinjau secara yuridis menurut 

bentuknya setiap perjanjian internasional baik law making treaty maupun treaty 

contract, suatu perjanjian atau persetujuan antara pihak-pihak yang mengadakan dan 

mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban bagi para peserta.
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Selanjutnya mengenai istilah konvensi untuk perjanjian internasional adalah 

merupakan istilah yang paling populer. Konvensi sering digunakan untuk jenis 

multilateral, daripada bentuk bilatera, contohnya seperti konvensi hukum laut, konvensi 

wina, konvensi bern dan sebagainya.  

Secara juridis perjanjian internasional itu akan menerbitkan hak-hak dan 

kewajiban bagi negara peserta. Maka apabila persetujuan telah tercapai timbullah hak-

hak dan kewajiban bagi para negara peserta yang telah mengikatkan dirinya. Hak yang 

ada pula menimbulkan pula kewajiban kepada orang lain untuk menghormatinya 

demikian pula sebaliknya. 

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa tujuan diadakan perjanjian 

internasional adalah untuk melindungi atau memberikan kepastian hak atas suatu yang 

ditimbulkan dari suatu perjanjian tersebut kepada setiap peserta negara anggota.  

Kesimpulan di atas jika dikaitkan dengan konvensi internasional tentang hak 

cipta, maka akan kita peroleh suatu tujuan yaitu untuk melindungi hal cipta secara 

internasional (dalam hal ini adalah setiap negara peserta). 

Secara teoretis dapat dikemukakan bahwa subjek hukum internasinal sebenarnya 

hanyalah negara-negara, dan di mana perjanjian internasional memberikan hak dan 
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kewajiban tertentu, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu diberikan konvensi 

secara tidak langsung kepada orang perorangan (individu) melalui negara (nya) yang 

menjadi peserta konvensi itu, demikian Mochtar menulis. 

Selanjutnya menurut beliau melalui konstruksi demikian maka, banyak keadaan 

atau peristiwa di mana individu menjadi subjek hukum internasional berdasarkan suatu 

konvensi dapat dikembalikan pada negara (nya) yang  menjadi peserta konvensi yang 

bersangkutan.
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Maka sejalan dengan pikiran di atas maka pendirian yang mengatakan bahwa 

perjanjian interasional hanya berlaku dalam wilayah suatu negara yang menjadi peserta 

setelah diundangkan undang-undang pelaksanaan yang lazim negara yang terikat dalam 

konvensi ini akan menikmati perlindungan yang sama seperti diperoleh mereka dalam 

negaranya sendiri.
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Pada akhirnya individulah yang menjadi tujuan perlindungan diadakannya  

konvensi internasional tentang hak cipta ini. 

 

 

5. Persetujuan TRIPs 

TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Hights =Aspek-aspek 

Perdagangan yang Bertalian Dengan Hak Milik Intelektual), merupakan salah satu isu 

dari 15 isu dalam Persetujuan GATT (Putaran Uruguay) yang mengatur masalah Hak 

Milik Intelektual secara global. 
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Dengan disetujuinya undang-undang akhir Putaran Uruguay (GATT) pada 

tanggal 15 Desember 1993 lalu dan diratifikasi bulan April di Morokko oleh 117 negara, 

maka berlaku pulalah Persetujuan TRIPs ini yang merupakan bagiannya, bagi para 

anggotanya termasuk Indonesia. 

Terbentuknya Persetujuan TRIPs ini dalam Putaran Uruguay (GATT) pada 

dasarnya merupakan dampak dari kondisi perdagangan dan ekonimi internasional yang 

dirasa semakin mengglobal di mana perkembangan teknologi sebagai pendukungnya 

tidak lagi mengenal batas-batas negara.  

Persetujuan ini terbentuk pada mulanya atas antisipasi Amerika (juga beberapa 

negara Eropa) yang menilai bahwa WIPO (World Intellectual Property Organizational) 

yang bernaung di bawah PBB, tidak mampu melindungi Hak Milik Intelektual mereka 

di pasar internasional, dan berpendapat bahwa ketidak mampuan ini mengakibatkan 

neraca perdagangan mereka menjadi negatif.  

Argumentasi mereka mengenai kelemahan-kelemahan WIPO ini antara lain :  

1. WIPO hanya merupakan suatu organisasi di mana anggotanya terbatas (tidak 

banyak), sehingga ketentuan-ketentuannya tidak dapat diberlakukan  

terhadap nonanggota.  

2. WIPO tidak memiliki mekanisme  untuk menyelesaikan dan menghukum 

setiap pelanggaran di bidang Hak Milik Intelektual 

3. Disamping itu WIPO dianggap juga tidak mampu mengadaptasi perubahan 

struktur perdagangan internasional dan perubahan tingkat inovasi teknologi. 

Sejak tahun 1982 Amerika berusaha memasukkan permasalahan Hak Milik 

Intelektual ini ke forum perdagangan GATT (general agreemen on tariff andtrade). 



 

Bagi negara-negara berkembang, pemasukan Hak Milik Intelektual ini mulanya 

ditentang, mereka berpendapat bahwa pembicaraan Hak Milik Intelektual dalam GATT 

tidaklah tepat. GATT merupakan forum perdagangan multilateral, sedangkan Hak Milik 

Intelektual tidak ada kaitannya dengan perdagangan.  

Namun setelah argumentasi bahwa kemajuan perdagangan internasional suatu 

negara bergantung kepada kemajuan / keunggulan teknologinya termasuk perlindungan 

Hak Milik Intelektualnya, sehingga menjadi hubungan erat antara keduanya, maka 

akhirnya mereka bisa menerimanya. Dengan masuknya masalah Hak Milik Intelektual 

ini (juga beberapa masalah lainnya). GATT yang semula hanya mengatur 12 

permasalahan, kini telah ada 15 permasalahan, tiga diantaranya merupakan kelompok 

new isseus, yaitu : TRIPs (masalah Hak Milik Intelektual), TRIMs (masalah investasi), 

dan trade in service (masalah perdagangan yang berkaitan dengan sektor jasa).  

Sebagaimana halnya perjanjian multilateral lainnya, TRIPs memiliki ketentuan 

dan prinsip-prinsip dasar bagi para anggotanya dalam melaksanakan aturannya. 

Ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip dasar ini tertaung dalam Bab I-nya (Pasal 1-8). 

Ketentuan dan prinsip-prinsip dasar tersebut, antara lain yang terpenting yaitu :  

1. Ketentuan free ot Determine 

Yaitu ketentuan yang memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk 

menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk menerapkan ketentuan-ketentuan 

dalam TRIPs ke dalam sistem dan praktek hukum mereka. Mereka dapat 

menerapkan sistem perlindungan yang lebih luas dari yang diwajibkan oleh TRIPs, 

sepanjang tidak beretntangan dengan ketentuan-ketentuan tercantum dalam 

persetujuan  terhadap tersebut (Pasal 1 TRIPs). 



 

Ketentuan seperti ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa aturan mengenai 

Hak Milik Intelektual di dalam Persetujuan TRIM hanyalah menyangkut masalah-

masalah pokoknya saja (global). Sedangkan pengaturan selanjutnya (yang spesifik) 

diserahkan sepenuhnya kepentingan negara masing-masing. Prinsip pengaturan 

seperti ini merupakan prinsip yang umum dikenal didalam perjanjian internasional. 

2. Ketentuan Intellectual Property Convention 

Yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya menyesuaikan peraturan 

perundang-undangan dengan berbagai konvensi internasional dibidang Hak Milik 

Intelektual, khususnya Konvensi Paris, Konvensi Beru, Konvensi Roma, dan Treaty 

on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit(Pasal2 ayat (2)). 

Ketentuan ini berkaitan erat dengan ketentuan yang terdapat dalam butir l di atas, 

dimana pengaturan selanjutnya yang telah disebutkan, diu suaikan dengan konvensi-

konvensi internasional yang telah ada diakui. 

3. Ketentuan National Treatment 

Yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan 

Hak Milik Intelektual yang sama antara warga negaranya sendiri dengan warga 

negara anggota lainnya (Pasal 3 ayat 1). 

Prinsip perlakuan sama ini tidak hanya berlaku untuk warga negara perseorangan, 

tetapi juga untuk badan-badan hukum. Ketentuan ini merupakan kelanjutan dari apa 

yang tercantum dalam Pasal 2 Konvensi Paris mengenai hal yang sama. 

4. Ketentuan Most-Favoured-Nation-Treatment 

Yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan 

Hak Milik Intelektual yang sama terhadap seluruh anggotanya (Pasal 4). 



 

Ketentuan ini bertujuan untuk menghindarkan terjadinya perlakuan istimewa yang 

berbeda (diskriminasi) suatu negara terhadap negara lain dalam memberikan 

perlindungan Hak Milik Intelektual. Setiap negara anggota diharuskan memberikan 

perlakuan yang sama terhadap anggota-anggota lainnya. 

5. Ketentuan Exhaution 

Yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya, dalam menyelesaikan 

sengketa, untuk tidak menggunakan suatu ketentuanpun di dalam Persetujuan TRIPs 

sebagai alasan tidak optimalnya pengaturan Hak Milik Intelektual di dalam negeri 

mereka. 

Ketentuan ini berkaitan dengan masalah sengketa yang mungkin timbul di antara 

para anggotanya. Dalam hal menyangkut masalah prosedur penyelesaian sengketa, maka 

hal tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa terpadu yang 

akan ditangani oleh suatu badan penyelesaian sengketa yang terada di bawah 

Multilateral Trade Organization(MTO), organisasi yang persetujuan pembentukan 

disepakati dalam paket Persetujuan GATT dengan lugas sebagai pengelola TRIPs. 

Sedangkan untuk mengawasi pelaksanaan yang persetujuan TRIPs, dibentuk dewan 

yang secara struktural merupakan bagian  dari MTO. 

TRIPs bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum Hak Milik 

Intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, peralihan, serta penyelesaian teknologi, 

diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakai Pengetahuan teknologi, dengan 

cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan 

kewajiban (Pasal 7 TRIPs). Untuk itu perlu dikurangi gangguan dan hambatan dalam 

perdagangan internasional, dengan mengingat kebutuhan untuk meningkatkan 



 

perlindungan yang efektif ini memadai terhadap Hak Milik Intelektual tidak kemudian 

menjadi perlindungan bagi perdagangan yang sah. 

Di bawah ini penulis akan memberikan gambaran isi pokok-pokok dari 

persetujuan TRIPs yaitu sebagai berikut :  

Bab I :  Ketentuan Umum dan Prinsip Dasar  

Bab II : Standar ketersediaan, Lingkup dan Penggunaan Hak Milik Intelektual  

Bagian I :  Hak Cipta dan Hak-hak yang terkait (neighbouring Rights) 

Bagian II :  Merek dagang 

Bagian III :  Judifikasi Geografis  

Bagian IV :  Desain Industri  

Bagian V :  Paten  

Bagian VI : Desain Tata Letak (Topografi), dan Sirkuit Terpadu 

Bagian VII : Perlindungan Informasi yangDirahasiakan 

Bagian VIII : Perlindungan Praktek Antipersaingan dalam Lisensi l  

Bab III : Penegakan Hak Milik Intelektual 

Bagian I : Kewajiban Umum 

Bagian II : Prosedur dan Penyelesaian Perdata serta Administrasi 

Bagian III : Tindakan Sementara 

Bagian IV : Persyaratan Khusus yang Berkaitan dengan Tindakan yang  Sifatnya 

Tumpang Tindih. 

Bagian V : Prosedur Pidana 

Bab IV : Pemerolehan dan Pemeliharaan Hak Milik Intelektual  dan Prosedur 

Antarpihak. 



 

Bab V : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan 

Bab VI : Pengaturan Peralihan 

Bab VII : Pengaturan Kelembagaan: Ketentuan Penutup 

Sedangkan berlakunya TRIPs menurut ketentuan Pasal 65 ayat (2),  setiap 

anggota dari negara berkembang seperti halnya Indonesia atas penangguhan tanggal 

mulai berlakunya TRIPs untuk jangka waktu empu tahun. Dengan demikian apabila 

Indonesia akan meratifikasi sekaligus menunda berlakunya TRIPs masih ada waktu 

sampai tanggal 1 Januari 1999. Milik saat itu peraturan perundang-undangan Indonesia 

yang mengatur masalah Milik Intelektual harus sudah sejalan dengan standar peraturan 

Hak Milik Intelektual yang dikehendaki TRIPs.Dalam hal ini akan diuraikan beberapa 

catatan penting mengenai pengaturan Hak Milik Intelektual, khusus dalam bidang hak 

cipta saja. 

Pengaturan mengenai hak cipta di dalam persetujuan ini pada dasarnya pedoman 

kepada dua konvensi internasional yaitu: Konvensi Bern 1971 mengenai Perlindungan 

Karya Kesusastraan dan Artistik (Convention for Prohilion of Literary Works and 

Artistik Works) dan Konvensi Roma 1961 Perlindungan Pelaku Pertunjukan, Perekaman 

dan Badan Penyiaran invention for Performers, Producers of Phonograms and 

Broadcasting). Cara singkat, ada beberapa hal penting di dalam Persetujuan TRIPs ini 

yang menyangkut bidang hak cipta bila dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Cipta 

nasional, yaitu: 

(1) Di dalam persetujuan ini perlindungan hak cipta atas program komputer lamanya 

harus tidak kurang dari lima puluh tahun (Pasal 12 TRIPs), sementara dalam 



 

Undang-Undang Hak Cipta Nasional juga telah disesuaikan menjadi lima puluh 

tahun (Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997). 

(2) Di dalam persetujuan ini dikenal adanya Hak Penyewaan (Rental Righst) bagi 

pemegang hak cipta karya film (video) dan program komputer  

(3) TRIPs), yaitu hak yang diberikan kepada pencipta atas kegiatan penyewaan yang 

bersifat komersial. Pengaturan mengenai hal ini sudah ada dalam Undang-Undang 

Hak Cipta Nasional. 

(4) Dalam persetujuan ini terdapat pengaturan yang tegas terhadap pelaku pertunjukan, 

prosedur rekaman musik dan badan penyiaran, hal mana dalam Undang-Undang 

Hak Cipta Nasional yang baru sudah diatur secara tegas.  

Masih dalam konteks pembicaraan hak cipta yang terdapat dalam Persetujuan 

TRIPs yakni dalam Pasal 9 dan 10 di mana ada disebutkan bahwa perlindungan hak 

cipta meliputi pengekspresian tetapi tidak meliputi gagasan, prosedur, metode kerja atau 

konsep matematika. Program Komputer baik dalam bentuk lain yang karena alasan 

pemilihan atau pengaturan atas isi data ilu merupakan ciptaan intelektual. Perlindungan 

itu tidak meliputi data atau materinya. Tidak boleh merugikan setiap hak cipta yang 

melekat pada materi itu sendiri. 

Untuk program komputer dan karya sinematografi kepada pencipta atau 

pemegang ciptaannya diberi izin atau melarang persewaan komersial, kepada 

masyarakat umum atas karya cipta yang asli atau salinannya. 

Bagi karya cipta sinematografi, jika persewaan itu tidak menimbulkan 

penyalinan secara meluas yang amat merugikan hak khusus penggandaan yang 



 

diberikan oleh pencipta kepada pemegang hak ciptanya, negara anggotaTRIPs boleh 

tidak mengatur hal itu. 

Untuk program komputer, kewajiban ini tidak berlaku bagi persewaan di mana 

program itu sendiri bukan merupakan obyek utama dari persewaan itu (Pasal 11 TRIPs). 

Untuk karya cipta pertunjukan memiliki kemungkinan untuk mencegah tindakan: 

1) Jika diambil atau direproduksi tanpa seizin mereka. 

2) Jika diambil tanpa seizin mereka, penyiaran melalui sarana dan koinii 

nikasi tanpa kawat (wireless)kepada masyarakat. 

Sedangkan bagi Producers of Phonogramsberhak memberi izin atau melarang 

penggandaan langsung atau tidak langsung karya rekamnya sendui (phonogramnya). 

Ketentuan Pasal 18 Konvensi Bern 1971 berlaku mulali mutandis(dengan perubahan 

seperlunya) bagi hak artis dan produser phonogram. 

Pasal 18 Konvensi Bern 1971 itu pada dasarnya berisi empat ketentuan yaitu: 

1. Mengatur masalah kemungkinan perlindungan di mana perlindungan belum 

berakhir di negara asal. 

2.  Mengatur masalah ketidakmungkinan perlindungan di mana perlindungan sudah 

berakhir di negara mana yang telah mengumumkan untuk pertama kali. 

3. Penggunaan prinsip. 

4. Mengenai kasus-kasus tertentu, misalnya untuk karya cipta: film, tanpa nama, 

dengan nama samaran, saat tanggal perhitungan perlindungan dan lain-lain. 

Dan bagi Broadcasting Organizationberhak untuk melarang tindakanmu lakan 

yang tanpa seizinnya mereproduksi, serta penyiaran ulang dengan mma siaran tanpa 



 

kawat maupun penyiaran mengenai hal yang sama kepada masyarakat melalui siaran 

televisi. 

 

6. Konvensi Roma  

Berisikan pengaturan tentang perlindungan bagi pelaku pertunjukan, produser 

rekaman suara dan organisasi penyiaran. Namun bila dilihat isi daripada konvensi ini 

yang dimuat dalam Persetujuan TRIPs merupakan keseluruhan isi dari konvensi 

tersebut.  

Permasalahan pokok yang dituangkan dalam ketentuan konsvensi ini adalah 

mengenai perlindungan bagi pelaku pertunjukan produser  rekaman dan organisasi 

penyiaran. Pemberian jaminan perlindungan seperti yang dimaksud dalam konvensi ini 

didasarkan kepada beberapa syarat  hal ini dapat kita lihat pada isi dari Pasal 2, 5 dan 

dari konvensi ini yang berturut-turut isinya yang merupakan terjemahan dalam bahasa 

Indonesia  adalah sebagai berikut: 

1. Penampilan/pertunjukan tersebut dilaksanakan di negara penanda tangan lainnya. 

2. Pertunjukan tersebut satu perusahaan dengan sebuah perusahaan rekaman yang 

dilindungi dengan Pasal 5 konvensi ini. 

3. Pertunjukan tidak diselesaikan di sebuah nemsahaan rekaman namun disiarkan 

melalui penyiaran yang dilindungi dengan Pasal 6 konvensi ini 

Pasal 5 berbunyi: Perlindungan terhadap rekaman: 1. Hal-hal yang mengenai 

perlengkapan bagi produser rekaman.2.Publikasi yang berkesinambungan. Kemampuan 

untuk mengesampingkan kriteria tertentu. 

1. Setiap negara penandatanganan akan menjamin perlakuan nasional bagi produser 

rekaman, jika ditemukan keadaan-keadaan berikut: 



 

a. Produser rekaman tersebut adalah seorang yang berkewarganegaraan negara 

penanda tangan yang lain (Kriteria nasionalitas). 

b. Perubahan pertama dari rekaman dilaksanakan di negara penanda tangan yang 

lain (Kriteria penggubahan). 

c. Publikasi pertama dilakukan di negara penanda tangan yang lain (Kriteria 

publikasi). 

2. Jika sebuah rekaman dipublikasikan untuk pertama kali di negara yang bukan 

penanda tangan, maka waktu 30 hari sejak dipublikasikan pertama sekali, dalam 

suatu negara penanda tangan (publikasi berkelanjutan) Hal ini akan dipertimbangkan 

sebagai publikasi di negara penanda tangan 

3. Dalam hal penggunaan konvensi ini, pemberitahuan diberitahukan kepada Sekjen 

PBB termasuk jika ada negara pihak yang mengumumkan bahwa mereka tidak akan 

menerapkan kriteria publikasi atau alternatifnya Pemberitahuan seperti itu dapat 

dilakukan pada saat diratifikasi atau kapan saja, hal ini akan berlaku efektif 6 bulan 

setelah diratifikasi. 

Pasal 6 berbunyi: Perlindungan penyiaran: 1. Hal-hal mengenai perlengkapan 

organisasi penyiaran. 2. Usaha-usaha untuk membuat cadangan. 

1. Setiap negara penanda tangan akan menjamin perlakuan nasional bagi organisasi 

penyiaran jika ditemukan keadaan sebagai berikut: 

a. Kantor organisasi penyiaran tersebut berada di negara penanda tangan yang lain. 

b. Penyiaran dilakukan dari transmisi yang berada di negara penanda tangan yang 

lain. 



 

2. Dengan pemberitahuan dari Sekjen PBB, setiap negara penanda tangan dapat 

melindungi penyiaran hanya jika kantor organisasi penyiarannya berada di negara 

penanda tangan yang lain dan transmisinya berada di negara penanda tangan yang 

sama. Hal ini dapat diratifikasi kapan saja dan hal ini akan berlaku efektif 6 bulan 

sejak diumumkan. 

Konvensi ini ada menentukan bahwa pemberian  jaminan perlindungan tersebut 

didefinisikan sesuai dengan kebutuhan nasional masing-masing negara anggota, yang 

berarti dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk-bentuk jaminan perlindungan tersebut 

dapat saja berbeda-beda diantara sesama negara anggota. Untuk lebih jelasnya hal ini 

dapat dilihat dalam Pasal 2 konvensi ini yang terjemahannya berbunyi: Perlindungan 

yang diberikan konvensi, didefinisikan sesuai dengan kebutuhan nasional. 

2. Demi kegunaan konvensi ini, kebutuhan nasional berarti kebutuhan yang sesuai 

dengan hukum lokal yang berlaku di mana ada disebut tentang  perlindungan yang 

diberikan: 

a. Bagi pemain nasional yang penampilannya mengambil tempat, rekaman atau 

penggubahan pertama dilaksanakan di wilayah hukum yang berlaku. 

b. Bagi produser rekaman nasional, yang melakukan rekaman awal dan publikasi 

awal di wilayah hukumnya. 

c. Bagi organisasi penyiaran yang mempunyai kantor di wilayah hukumnya, yang 

melakukan penyiaran dari transmisi yang terletak di wilayah hukumnya. 

3. Perlakuan nasional secara subjektif berupa jaminan perlindungan secara khusus serta 

pembatasan-pembatasan terhadap keadaan yang memaksa seperti pada konvensi ini. 



 

Jaminan perlindungan yang diberikan oleh konvensi ini diberi batasan waktu, 

untuk melihat berapa lamakah batas waktu jaminan perlindungan minimum, dapat 

dilihat pada Pasal 14 yang isinya terjemahannya adalah: waktu minimum atas 

perlindungan. Istilah perlindungan dijamin konvensi ini hingga akhir periode 20 tahun 

sejak akhir tahun yang mana: 

a. Penggubahan dibuat untuk rekaman dan penampilan di perusahaan mereka. 

b. Penampilan mengambil tempat untuk penampilan tidak termasuk dalam rekaman 

c. Penyiaran mengambil tempat. 

Dalam konvensi ini juga ada diatur mengenai pengecualian-pengecualian dari 

jaminan perlindungan yang diberikan konvensi ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

dalam terjemahan dari isi Pasal 15 konvensi ini, yaitu: Pengecualian jaminan 

perlindungan: 1. Batasan khusus. 2. Persamaan dengan hak cipta. 

1. Setiap negara penanda tangan boleh dalam wilayah hukumnya dan wilayah hukum 

peraturannya mengatur pengecualian terhadap jaminan perlindungan di dalam 

konvensi ini seperti dalam hal: 

a. Penggunaan secara pribadi 

b. Menggunakan kebijakan khusus dalam hubungannya dengan peristiwa khusus. 

c. Penggubahan sejenak oleh sebuah organisasi penyiaran dalam arti luas  

dilakukan dengan menggunakan fasilitas sendiri dan untuk penyiaran sendiri. 

d. Digunakan semata-mata untuk keperluan pengajaran atau penelitian ilmu 

pengetahuan. 

2. Terlepas dari paragraf 1 dari Pasal ini setiap negara penanda tangan boleh dalam 

hukum lokalnya menyediakan jenis-jenis batasan berhubungan dengan jaminan 



 

perlindungan terhadap pemain produser rekaman dan organisasi penyiaran, seperti 

yang diberikan bagi hak cipta sastra dan pekerjaan seni. Yang mana lisensi hanya 

diberikan kepada yang memenuhi isi konvensi ini. 

3. Konvensi Bern 

Konvensi Bern yang mengatur tentang perlindungan karya tulis dan artistik, 

ditandatangani di Bern pada tanggal 9 September 1986, dan telah berulang kali 

mengalami revisi serta penyempurnaan penyempurnaan. 

Revisi pertama dilakukan di Paris pada tanggal 4 Mei 1896, revisi berikutnya di 

Berlin pada tanggal 13 Nopember 1908. Kemudian disempurnakan lagi di Bem pada 

tanggal 24 Maret 1914. Selanjutnya berturut-turut direvisi di Roma tanggal 2 Juli 1928 

dan di Brussels pada tanggal 26 Juni 1948, di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan 

terakhir sekali di Paris pada tanggal 24 Juli 1971. 

Objek perlindungan hak cipta dalam konvensi ini adalah karya-karya sastra dan 

seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah, dan kesenian atau bentuk 

pengutaraan apa pun, demikian yang dapat rumusan Pasal 2 Konvensi Bern. 

Dari Pasal  dapat pula disimpulkan satu pengertian bahwa di samping  karya-

karya asli (dari si pencipta pertama) dilindungi juga karya-karya yang termasuk 

terjemahan, saduran-saduran, aransemen musik dan produksi-produksi lain yang 

berbentuk saduran dari suatu karya sastra atau seni, termasuk karya fotografis. 

Salah satu hal yang penting dalam Konvensi Bern adalah mengenai  

perlindungan yang diberikannya terhadap para pencipta atau pemegang hak. 

Pasal 5 (setelah direvisi di Paris tahun 1971) adalah merupkan Pasal yang  

terpenting. Menurut Pasal ini para pencipta akan menikmati perlindungan yang sama 



 

seperti diperoleh mereka dalam negara sendiri atau perlindungan yang diberikan oleh 

konvensi ini. Dengan kata lain para pencipta yang merupakan warga negara dari salah 

satu negara yang terikat dalam konvensi ini memperoleh kenikmatan perlindungan di 

negara-negara yang tergabung dalam union ini. 

Dari teks asli Pasal 5 Konvensi ini berbunyi: 

Authors shall enjoy in respect of work to which they are protected under this 

convention, in countries of the union other that the country of origin, the right 

which their respective laws do now or may here after grant to their national as 

well as the right specially granted by this convention. 

Sudargo Gautama mengatakan perlindungan menurut Pasal ini adalah terutama 

perlindungan dari orang-orang asing untuk karya mereka dalam negara-negara lain 

daripada negara dimana mereka melakukan penerbitan pertama karya mereka itu (negara 

asal). Si pencipta diberikan perlindungan dengan tidak menghiraukan apakah ada atau 

tidak ada perlindungan yang diberikan oleh negara asalnya. Perlindungan yang 

diberikan adalah bahwa pencipta yang tergabung dalam negara-negara yang terikat 

dalam konvensi ini memperoleh hak dalam luasnya dan bekerjanya disamakan dengan 

apa yang diberikan oleh pembuat undang-undang dari negara peserta sendiri jika 

dipergunakan secara langsung perundang-undangannya terhadap warga negaranya 

sendiri. Jadi kita saksikan bahwa kepada warga negara dan warga sing diberikan 

perlindungan yang sama.
150 

Telah dikatakan bahwa Konvensi Bern ini telah mengalami revisi dan 

penyempurnaan. Penyempurnaan yang penting artinya adalah dengan dimuatnya 
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protokol (merupakan tambahan atau suplement dari suatu perjanjian utama) yang 

memperhatikan kepentingan-kepentingan negara berkembang dan ini diterima pada 

revisi di Stockholm tanggal 14 Juli 1967. 

Hal ini ditegaskan oleh Pasal21 dari teks Konvensi Bern yang terjemahannya 

berbunyi, “Ketentuan-ketentuan khusir yang berkenaan dengan negara berkembang 

dimasukkan dalam appendix tersendiri, appendixini merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari konvensiini”.Oleh sebab itu, dengan adanya protokol Stockholm ini 

maka negara negara berkembang mendapatkan pengecualian atau reserve yang 

berkenaan dengan perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Bern. 

Pengecualian atau reserve ini hanya berlaku terhadap negara-negara yang 

melakukan ratifikasi dari protokol yang bersangkutan. Negara yang hendak melakukan 

pengecualian yang semacam itu dapat melakukan itu demi kepen tingan ekonomi, sosial 

atau kulturalnya. 

Pengecualian itu dapat dilakukan mengenai hal yang berkenaan dengan hak 

melakukan penerjemahan, jangka waktu perlindungan, tentang hak untuk mengutip dari 

artikel-artikel dari berita-berita pers, hak untuk melakukan siaran radio dan 

perlindungan daripada karya-karya sastra dan seni semata-mata untuk tujuan 

pendidikan, ilmiah atau sekolah. 

Pasal II Protocol Stockholm mencantumkan kemungkinan untuk memperoleh 

lisensi (izin) secara paksa untuk menerjemahkan karya-karya luar negeri. Di samping itu 

juga memuat ketentuan mengenai pembatasan jangka waktu perlindungan hak cipta. 

Ketentuan yang diterima 50 tahun dalam Konvensi Bern (Pasal 7), untuk negara 



 

berkembang dengan protokol Stockholm dikurangi menjadi 25 tahun setelah 

meninggalnya si pencipta. 

 

4. Universal Copy Right Convention 

Universal Copy right Conventionditandatangani pada tanggal 6 November 1992 

dan baru mulai berlaku pada tanggal 16 September 1955. 

Sebagaimana dengan Konvensi Bern, Konvensi ini juga mengalami revisi pada 

tanggal 24 Juli 1971 di Paris. Konvensi ini terdiri dari 21 Pasal dilengkapi  dengan 3 

protokol. Protokol I mengenai perlindungan karya dari orang-orang  yang tanpa 

kewarganegaraan dan orang-orang pelarian. Ini dapat dimengerti bahwa secara 

internasional hak cipta terhadap orang-orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan 

atau orang-orang pelarian, perlu dilindungi. Dengan demikian salah satu dari tujuan 

perlindungan hak cipta itu dapat tercapai, yaitu mink mendorong aktivitas dan 

kreativitas para pencipta tidak terkecuali terhadap orang yang tidak mempunyai 

kewarganegaraan atau pelarian. Dengan dilindungi hak ciptanya mereka mendapatkan 

kepastian hukum. 

Protokol II mengenai berlakunya konvensi ini atas karya-karya daripada 

organisasi-organisasi internasional tertentu. Hal ini erat kaitannya dengan keinginan 

PBB untuk dapat hidup bersama secara harmonis. Dan inilah yang  menjadi jadi dasar 

diciptakan konvensi ini yang merupakan usaha dari UNESCO,  oleh karenanya dalam 

protokol ini diatur pula secara khusus tentang perlindungan karya-karya dari badan 

organisasi internasional. 

Protokol III berkenaan dengan cara-cara untuk memungkinkan turut tanya 

negara dalam konvensi ini dengan cara bersyarat. 



 

Universal Copy right Convention,dalam Pasal V menyebutkan pengertian hak 

cipta. Menurut Pasal ini, hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk mbuat, 

menerbitkan, dan memberi kuasa untuk menerbitkan dan membuat terjemahan daripada 

karya yang dilindungi perjanjian ini. 

Selanjutnya dalam Pasal IV bis menyebutkan bahwa yang dianggap sebagai Hak 

cipta adalah karya dalam bentuk asli (basic right)maupun terjemahannya  (in any form 

recognizably derived from the original). 

Khusus mengenai terjemahan ini, hak untuk melakukan terjemahan pertama-

tama diberikan kepada pihak pencipta, demikian kira-kira yang kami tangkap dari Pasal 

5 Universal Copy right Convention.Namun Pasalini yang menentukan bahwa kepada 

setiap negara peserta dapat menetapkan dalam perundang-undangan nasionalnya sendiri 

mengenai pembatasan terhadap hak penerjemahan ini. 

Selanjutnya Pasal IV menentukan pembatasan jangka waktu hak cipia Mtf 

selama hidup pencipta dan selama 25 tahun meninggalnya si pencipta. 

Pasal V ayat 2, Pasal V ter dan Pasal V bis mengatur tentang lisensi paksa dalam 

hal terjemahan-terjemahan. 

Jika kita kaitkan antara Pasal IV, Pasal IV bis, Pasal V, Pasal V bis, Pasal  V 

terrnyata bahwa Universal Copyright Conventionini memberikan batasan m hadap hak 

monopoli pencipta. Artinya kepada seorang pencipta hasil suatu karyanya sebanyak 

mungkin digunakan untuk kepentingan umum, jadi Tidak untuk kepentingan pribadi 

semata-mata. 

Dalam hal ini yang banyak diperhatikan adalah untuk kepentingan negara-negara 

berkembang. Itulah sebabnya dalam Pasal V memberikan batasan-batasan tertentu 



 

terhadap hak si pencipta asli untuk terjemahan itu yang diupayakan untuk kepentingan 

pendidikan, penelitian, dan ilmu pengetahuan. 

Selanjutnya Sudargo Gautama menuliskan bahwa ketentuan Pasal V, Pasal V bis 

dan Pasal V inilah yang dijadikan sebagai dasar daripada protokol Stockholm 1967 

Konvensi Bern.
151

 

Jika kita bandingkan antara Konvensi Bern dengan Universal Copy 

RightConventionperbedaannya terletak pada dasar falsafah yang dianutnya. 

Konvensi Bern menganut dasar falsafah Eropa yang menganggap hak cipta 

sebagai hak alamiah daripada si pencipta si pribadi, sehingga menonjukan sifat 

individualis yang memberikan hak monopoli. 

Sedangkan Universal Copy right Conventionmencoba untuk memimpin temukan 

antara falsafah Eropa dengan falsafah Amerika (walaupun falsafah Amerika yang 

dikedepankan), yang memandang hak monopoli  yang diberikan kepada si pencipta 

diupayakan pula untuk memperhatikan kepentingan umum.  

Sehingga Universal Copy Rightconvention menganggap bahwa hak cipta itu 

ditimbulkan oleh karena adanya ketentuan yang memberikan hak seperti itu kepada 

pencipta. Sehingga ruang lingkup dan pengertian hak mengenai hak cipta itu dapat 

ditentukan oleh peraturan yang melahirkan hak tersebut. 

 

L. Hukum Waris  

1. Pengertian Hukum Waris  

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi 

dengan hukum kekayaan seseorang yang meninggal dunia atau dengan kalimat lain 
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Hukum Waris mengatur tentang peralihan harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang 

meninggal dunia serta akibat-akibat bagi para ahli waris.   

A. Pitlo memberikan batasan Hukum Waris sebagai berikut : 

“Hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan 

karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan 

oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik 

dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka 

dengan pihak ketiga”.
152

 

Negara Indonesia belum mempunyai hukum waris yang bisa diterapkan secara 

seragam. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan latar belakang penduduknya, baik 

suku maupun agama. Aturan-aturan era pemerintahan kolonial Belanda masih punya 

andil besar dalam penerapan hukum waris di Indonesia. 

Negara Indonesia memberlakukan tiga macam hukum waris, yaitu hukum waris 

adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat (dikenal juga dengan nama hukum 

waris perdata). Setiap penduduk, dibolehkan menggunakan salah satu dari hukum-

hukum tersebut. Bagi penduduk yang beragama Islam, diberlakukan penggunaan hukum 

waris Islam. Bagi penduduk nonmuslim asli pribumi, diberlakukan hukum adatnya 

masing-masing yang dipengaruhi oleh unsure-unsur agama dan kepercayaan. Adapun 

hukum waris Barat, diberlakukan kepada orang-orang Eropa, Timur Asing, dan orang-

orang pribumi serta muslim yang tunduk dengan hukum tersebut. 

Sebenarnya, penggolongan penduduk seperti itu adalah peraturan yang dibuat 

oleh Pemerintah Hindia Belanda dan sudah dinyatakan tidak digunakan lagi. 
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Sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/ IN/12/1966 

butir 1 dan 2: sambil menunggu dikeluarkan Undang-undang Catatan Sipil yang bersifat 

nasional, tidak digunakan penggolongan-penggolongan Penduduk Indonesia 

berdasarkan Pasal 131 dan 163 LS (Eropeanen, Vreemdeoosterlingen, Inlander) pada 

Kantor-kantor catatan sipil (B.S) di seluruh Indonesia. Untuk selanjutnya, kantor-kantor 

catatan sipil di Indonesia terbuka bagi seluruh penduduk Indonesia dan hanya 

dibediakan antara warga Negara Indonesia dan orang asing.
153

 

Khusus untuk ketentuan hukum-hukum perdata seperti perkawinan dan warisan, 

penggolongan tersebut masih berlaku. Disebutkan dalam butir 3 Instruksi Presidium 

Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 bahwa: “Ketentuan-ketentuan tersebut angka 1 dan 2 

di atas tidak mengurangi berlakunya ketentuan mengenai perkawinan, warisan dan 

ketentuan-ketentuan Hukum Perdata lainnya”.
154

 

Hal penting yang perlu diketahui sebelum membahas lebih lanjut tentang 

hukum-hukum waris adalah tentang batasan definisi istilah-istilah umum yang terkait 

dengan hukum waris. Pemberian batasan definisi ini diharapkan dapat menyatukan 

persepsi dalam memahami setiap permasalahan yang akan dibahas nanti. Istilah-istilah 

tersebut sebagai berikut.  

a. Pewaris, yaitu orang yang mewariskan hartanya kepada orang lain. Disebut pewaris 

jika orang tersebut telah meninggal dunia. 

b. Ahli waris, yaitu anggota keluarga pewaris yang menggantikan kedudukan pewaris 

dalam bidang hukum kekayaan. 
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c. Harta warisan, yaitu seluruh harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (setelah 

dikurangi dengan semua utang). 

d. Wasiat, yaitu akta yang memuat ketentuan tentang harta peninggalan apabila 

pemilik harta peninggalan tersebut meninggal dunia. Wasiat terdiri Barat atas legaat 

atau hibah wasiat (surat penunjukan yang berisi nama orang yang akan menerima 

suatu barang tertentu apabila pewaris meninggal dunia) dan legataris (orang yang 

ditunjuk). 

e. Legitime portie, yaitu bagian dari harta peninggalan yang tidak dapat dikurangi 

dengan wasiat atau hibah lainnya oleh pewaris.
155

 

 

2. Unsur Pewarisan 

Sebelum dibahas lebih lanjut mengenai tiga sistem waris yang berlaku di 

Indonesia, terlebih dahuiu kita bahas unsur-unsur pewarisan yang berlaku secara umum. 

Unsur-unsur tersebut sebagai berikut. 

a. Adanya harta peninggalan (kekayaan) pewaris yang disebut warisan. Definisinya 

adalah seluruh harta yang ditinggalkan oleh orang-yang meninggal dunia (pewaris), 

baik harta tersebut telah dibagi maupun belum. Berdasarkan tipe kepemilikannya, 

harta warisan terbagi menjadi tiga jenis: 

1) Harta asal, yaitu semua harta yang dimiliki pewaris sejak sebelum pernikahan, 

baik berupa harta peninggalan maupun harta bawaan (Jawa: gawan) yang masih 

dimiliki saat mengarungi pernikahan hingga wafat. 
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2) Harta hibah, yaitu harta warisan yang bukan berasal dari hasil kerja sendiri, 

melainkan harta pemberian orang lain (contohnya adalah tanah pemberian 

orangtua sebagai hadiah pernikahan). 

3) Harta gono-gini, yaitu seluruh harta yang didapatkan saat dan selama 

mengarungi bahtera pernikahan. 

b. Adanya pewaris, yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan 

mengalihkan atau meneruskannya. Berdasarkan KUHPerdata Pasal 830 ditetapkan 

bahwa proses meneruskan atau mengalihkan harta warisan hanya boleh dibuka 

(dilakukan) ketika pewaris telah meninggal. Namun, pada sebagian hukum waris 

adat tidak berlaku hal demikian. 

c. Adanya ahli waris. Ahli waris adalah orang yang menerima pengalihan (penerusan) 

atau pembagian harta warisan itu. Ahli waris merupakan unsur vital dalam hal 

pewarisan, pada unsur inilah polemik seringkali terjadi
156
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3. Hukum waris KUH Perdata 

Hukum waris KUH Perdata mengatur sistem pembagian waris berdasarkan 

individual. Harta warisan dibagi berdasarkan jumlah ahli waris, laki-laki dan perempuan 

mendapat bagian sama. Prinsip pembagian waris dapat dilihat Pasal 1066 KUH Perdata 

berikut ini :  

a. Dalam hal seorang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan harta benda, 

seorang itu tidak dipaksa membiarkan harta bendanya itu tetap dibagi-bagi 

diantara orang-orang yang bersama-sama berhak atasnya.  
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b. Pembagian harta benda ini selalu dituntut meskipun ada suatu perjanjian yang 

bertentangan dengan itu.  

c. Dapat diperjanjikan bahwa pembagian harta benda itu dipertangguhkan selama 

waktu tertentu.  

d. Perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama lima tahun, tetapi dapat 

diadakan lagi jika tenggang lima tahun itu telah lalu 

Ketika pewaris meninggal dunia, segala harta benda miliknya langsung dibagi-

bagi kepada para ahli waris. Ahli waris dapat menuntut agar harta peninggalan segera 

dibagikan, walaupun ada perjanjian yang bertentangan dengan  itu. Dimungkinkan untuk 

menahan atau menangguhkan pembagian harta warisan itu atas kesepakatan para ahli 

waris, tetapi tidak boleh lewat dari lima tahun kecuali dalam keadaan luar biasa.  

Hukum waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut: 

(a) sistem pribadi, ialah yang menjadi ahli waris adalah perseorangan, bukan 

kelompok ahli waris atau kelompok kelompok. 

Sistem bilateral, ialah bahwa seseorang tidak hanya waris dari Bapak atau Ibu 

saja, tetapi mewaris baik dari Bapak maupun dari Ibu. 

(b) Sistem penderajatan, ialah ahli waris yang derajatnya dekat si pewaris menutup 

ahli waris yang lebih jauh derajatnya. 

Hukum waris dimulai dari Pasal 830 KUHPerdata yang berbunyi: “Pewarisan 

hanya berlangsung karena kematian”. 

Seperti telah diuraikan di atas, Hukum Waris mengatur tentang peralihan harta 

kekayaan yang diinnginkan seseorang serta akibat-akibatnya bagi para ahli warisnya. 

Hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda 



 

saja yang dapat diwaris, sehingga perjanjian kerja, sebagai wali, kekuatan orang tua 

terhadap anak-anaknya bukan merupakan bagian dari yang diwaris, kecuali hak seorang 

bapak untuk menyangkal sahnya dan dipihak lain hak seseorang anak untuk menuntut 

supaya ia dinyatakan sebagai anak yang sah dari bapaknya atau ibunya. 

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli 

warisnya, yang dinamakan Pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu 

pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan : 

(a)  ada seseorang yang meninggal dunia; 

(b) ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan  memperoleh warisan 

pada saat pewaris meninggal dunia; 

(c)  ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris. 

 Yang merupakan ciri khas menurut BW antara lain  “adanya hak mutlak dari 

pada para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-sewaktu menuntut pembagian dari 

arta warisan”. Ini berarti jika seorang waris menuntut pembagian harta warisan didepan 

pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh para ahli waris yang 

lainnya.Ketentuan ini tertera dalam Pasal 1066 KUH Perdata. 

 Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ada dua cara untuk 

mendapatkan warisan, yaitu : 

(1) Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang. 

(2) Karena ditunjuk dalam surat  warisan (testament).
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 Cara yang pertama dinamakan mewarisi “menurut undang-undang” atau 

“abintestato”, cara yang kedua dinamakan mewarisi secara “testamentair”. 
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Yang dimaksud dengan harta peninggalan atau harta warisan  adalah: “Sesuatu 

yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda 

(harta benda) dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan.”
158

 

Dari definisi tersebut di atas dapat diuraikan bahwa harta peninggalan itu terdiri 

dari: 

1. Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan 

Yang termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak, benda tidak bergerak, 

piutang-piutang (juga termasuk diyah wajibah/ denda wajib, uang pengganti qishas). 

2. Hak-hak kebendaan   

Yang termasuk dalam kategori hak-hak kebendaan ini seperti sumber air minum, 

irigasi pertanian dan perkebunan, dan lain-lain. 

3. Hak-hak yang bukan kebendaan 

Yang termasuk dalam kategori hak-hak yang bukan kebendaan ini seperti hak 

khiyar, hak syuf ah (hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota syarikat 

atau hak tetangga atas tanah pekarangan, dan lain-lain. 

Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus 

dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan si mayat, yang terdiri 

dari: 

1. Zakat atas harta peninggalan 

Yang dimaksud dengan zakat atas harta peninggalan, yaitu zakat yang 

semestinya harus dibayarkan oleh si mayat, akan tetapi zakat tersebut belum dapat 
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direalisasikan, lantas ia meninggal, maka untuk ini zakat tersebut harus dibayar dari 

harta peninggalannya tersebut, seperti zakat pertanian, dan zakat harta. 

2. Biaya pemeliharaan mayat 

Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan si mayat adalah biaya yang 

dikeluarkan untuk penyelenggaraan jenazah, seperti kafan, penguburan. 

3. Biaya utang-utang yang masih ditagih oleh kreditor (pemberi pinjaman) 

Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya 

berljunyi sebagai berikut, “Jiwa orang mukmin disangkutkan dengan utangnya, 

sehingga utangnya itu dilunasi”. 

4.  Wasiat 

Yang dimaksud dengan wasiat di sini adalah wasiat yang bukan untuk 

kepentingan ahli waris, dan jumfjah keseluruhan wasiat itu tidak boleh lebih dari 

sepertiga (1/3) dari jumlah keseluruhan harta peninggalan. Hal ini sejalan dengan hadis 

yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya berbunyi sebagai berikut, “(Kamu 

berwasiat sepertiga) dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya lebih baik kamu 

meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkan 

mereka dalam keadaan miskin, mengemis kepada orang lain.”
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Setelah dikeluarkan apa yang dikemukakan pada poin 1, 2, 3 dan 4 barulah harta 

tersebut berbentuk harta warisan, dan selanjutnya harta inilah yang dibagi-bagikan 

kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan. 
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4. Hukum Waris Islam  

Salah satu yang terpenting dalam mempelajari hukum waris Islam adalah 

menyangkut “Waris”, kalau ditinjau dari segi asal kata, perkataan waris berasal dari kata 

bahasa Arab yaitu “Warits”, secara gramatikal berarti “yang tinggal atau yang kekal”, 

maka dengan demikian apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan 

warits tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang 

ditinggalkan oleh pewaris dan populer diistilahkan dengan “Ahli Waris”. 

Apabila dianalisis ketentuan hukum waris Islam, yang menjadisehab seseorang 

itu mendapatkan warisan dari pewaris (ahli waris)diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Karena hubungan perkawinan 

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi disebabkan adanya hubungan 

perkawinan antara pewaris seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini 

adalah suami atau istri dari si pewaris.  

2. Karena adanya hubungan darah 

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahr disebabkan   adanya   

hubungan   nasab   atau   hubungan kekeluargaan dengan si pewaris termasuk dalam ini 

seperti: ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu   anak saudara dan lain-lain. ' saudara' 

 

 

 

3. Karena memerdekakan si mayat pewaris 



 

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi hak dari si pewaris disebabkan 

seseorang itu memerdekakan dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang seorang 

perempuan. 

4. Karena sesama Islam 

Seseorang  muslim yang  meninggal  dunia,   dan   meninggalkan ahli waris 

sama sekali (punah), maka harta diserahkan kepada Baitul Maal, dan lebih lanjut 

akanuntuk kepentingan kaum muslimin.
160

 

Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak warisan (hilangnya hak 

kewarisan/penghalang mempusa disebabkan
161

: 

1. Karena halangan kewarisan, dan 

2. Karena adanya kelompok keutamaan dan hijab. 

1. Halangan Kewarisan 

Dalam hal hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalangbagi seseorang ahli 

waris untuk mendapatkan warisan adalah disebabkan: 

a) Pembunuhan 

Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap si 

pewaris menjadi penghalang baginya (ahli waris yang membunuh tersebut) untuk 

mendapatkan warisan dari pewaris. 

Ketentuan ini didasarkan kepada Hadis Nabi Muhammad saw. dari Abu 

Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang mengatakan bahwa, 

“Seseorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang 

dibunuhnya. “ 
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Hadis ini diterima oleh segenap pihak serta dipandang cukup kuat sebagai 

ketentuan khusus yang membatasi berlakunya ketentuan umum, yaitu ketentuan Al-

Qur'an yang menentukan hak kewarisan. 

Pada dasarnya pembunuhan itu adalah merupakan tindak pidana kejahatan, 

namun dalam beberapa hal tertentu pembunuhan tersebut tidak dipandang sebagai tindak 

pidana dan oleh karena itu tidak dipandang sebagai dosa. Untuk lebih mendalami 

pengertiannya ada baiknya dikategorikan sebagai berikut:
162

 

1) Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, seperti: 

-   pembunuhan di medan perang 

-  melaksanakan hukuman mati 

-  membela jiwa, harta dan kehormatan. 

2) Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum (tindak pidana kejahatan), seperti 

-   pembunuhan dengan sengaja 

-   pembunuhan yang tidak disengaja. 

Tentang bentuk-bentuk pembunuhan yang menjadi penghalang untuk 

mendapatkan warisan ini, tidak ada kesamaan pendapat, dan pendapat yang berkembang 

adalah sebagai berikut: 

a. Pendapat yang kuat di kalangan ulama Syafi'i, bahwa pembunuhan dalam bentuk apa 

pun menjadikan penghalang bagi si pembunuh untuk mendapatkan warisan. 

b. Menurut Imam Maliki, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan hanyalah 

pembunuhan yang disengaja. 
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c. Menurut Imam Hambali, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah 

pembunuhan tidak dengan hak, sedangkan pembunuhan dengan hak tidak menjadi 

penghalang, sebab pelakunya bebas dari sanksi akhirat. 

d. Menurut Imam Hanafi, bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah 

pembunuhan yang dikenai sanksi qishas, sedangkan pembunuhan yang tidak berlaku 

padanya qishas (kalaupun disengaja seperti yang dilakukan oleh anak-anak atau 

dalam keadaan terpaksa) tidak menghalangi kewarisan. 

e. Ulama Syi'ah berpendapat bahwa yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan 

hak kewarisan adalah pembunuhan dengan sengaja. Serta pembunuhan secara hak 

tidak menghalangi kewarisan. 

f. Kelompok Khawarij berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan baik dengan 

hak atau dengan tidak berhak tidaklah menghalangi seseorang untuk mendapatkan 

hak kewarisan. (Alasan mereka perihal kewarisan sudah ada ketentuannya dalam Al-

Qur'an, dan hadis tersebut tidak cukup kuat untuk membatasi umumnya keberlakuan 

ayat-ayat Al-Qur'an). 

Terhalangnya si pembunuh untuk mendapatkan hak kewarisan dari yang 

dibunuhnya, disebabkan alasan-alasan: 

a. Pembunuhan itu memutus hubungan silaturrahmi yang menjadi sebab adanya 

kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musababnya. 

b. Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan. 

c. Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah agama 

disebut dengan perbuatan maksiat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat, 



 

maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk 

mendapatkan nikmat. 

Yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut 

antara pewaris dengan ahli waris, artinya seseorang muslim tidaklah mewaris dari yang 

bukan muslim, begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidaklah mewaris 

dari seseorang muslim. 

Ketentuan ini didasarkan kepada bunyi sebuah hadis dari Usamah ibn Zaid 

menurut riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah yang 

artinya sebagai berikut: “Seseorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan 

muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim.” (Al-

Bukhari, hal. 181).
163

 

Apabila pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga 

mencabut hak kewarisan, maka demikian jugalah halnya dengan perbedaan agama, 

sebab wilayah hukum Islam (khususnya hukum waris) tidak mempunyai daya berlaku 

bagi orang-orang non-muslim. 

Selain itu hubungan antara kerabat yang berlainan agama dalam kehidupan 

sehari-hari hanya terbatas dalam pergaulan dan hubungan baik (hubungan 

kemasyarakatan), dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan hukum syari'ah termasuk 

dalam hukum waris), hal ini sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an surat Luqman ayat 15 

yang artinya berbunyi sebagai berikut: 

“Tetapi jika mereka (orang tuamu, pen) berusaha menyuruhmu mempersekutukan 

dengan Daku sesuatu yang tiada pengetahuanmu tentang itu, janganlah kau turuti 
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mereka, namun bergaullah dengan mereka di dunia ini dengan baik, dan ikutilah jalan 

orang yang kembali kepada-Ku. . .”.
164

 

Namun demikian, disebabkan “hak kewarisan”mempunyai hubungan yang erat 

dengan persoalan “perkawinan”, maka tidak mempunyai pendapat/pandangan yang  

sama ketentuan hadis yang menyatakan “bahwa muslim tidak menjadi” waris dari 

nonmuslim dan sebaliknya”.  

Perbedaan pendapat  tersebut didasarkan   adanya Al-Qur'an surat Al-Maidah 

ayat 5   yang artinya berbunyi berikut: “... dan   (juga)  perempuan-perempuan   baik   di 

orang-orang yang menerima Al-Kitab sebelum kamu,   bilamemberi mereka mas 

kawinnya, dengan maksud mengawini secara terhormat, bukan dengan tujuan 

berzina,dan hendak menjadikan mereka perempuan  piaraan.”
165

 

Tentang nonmuslim (bukan muslim) tidak dapat menjadi ahli waris dari seorang 

muslim para ahli hukum Islam sepakat hal itu dapat diterima dan hal ini sejalan dengan 

ketentuan surat Al-Maidah yang dikemukakan di atas. 

Namun tentang seorang muslim tidak dapat menjadi ahli warris dari  seorang 

nonmuslim para ahli hukum Islam tidak  pandangannya, dan secara garis besar pendapat 

ahli hukum hal ini dapat diklasifikasikan menjadi
166

:  

a. Kebanyakan ahli hukum Islam Ahlu Sunnah berpendapat  muslim tidak dapat menjadi 

ahli waris bagi pewaris yang muslim atau murtad. Pendapat ini juga telah terlebih 

dianut oleh sahabat Nabi, seperti: Abu Bakar, Umar bin Usman, AH, Usamah Ibnu 

Zaid, Jabir dan 'Urwah, di kalangan ulama Mujtahid pendapat ini juga dianutHanifah, 

Maliki dan As-Syafi'i, demikian juga kalangan para ulama Zahin. 
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b. Sebagian yang lain berpendapat bahwa seorang muslim dap menjadi ahli waris dari 

seorang pewaris yang bukan, (demikian juga yang murtad). Adapun yang menjadi 

pemikiran pendapat ini adalah dipergunakannya penafsiran analogi  atau qiyas 

kepada ketentuan hukum yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 5 (bolehnya 

laki-laki muslim mengawini perempuan nonmuslim yang ahli kitab). Dengan 

perkataan lain kalau seorang laki-laki muslim boleh mengawini perempuan 

nonmuslim yang ahli kitab, maka seorang muslim dapat menjadi ahli waris dari 

seorang pewaris yang nonmuslim yang ahli kitab. 

Dapat dikemukakan bahwa kebanyakan ahli hukum Islam tidak ingin 

mempergunakan penafsiran analogi/qiyas ini, sebab dalam hal kewarisan ini sudah ada 

dalil sunnah yang kuat yang sama sekali bertentangan dengan dalil analogi/qiyas, 

dengan demikian yang dijadikan sebagai dasar hukum adalah ketentuan sunnah. 

Pada dasarnya, setiap orang dapat menjadi ahli waris karena hukum waris Islam 

menganut prinsip bilateral. Secaralengkap, prinsip-prinsip yang digunakan dalam hukum 

waris Islam sebagai berikut
167

: 

1. Prinsip bilateral 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, prinsip bilateral adalah 

kemungkinan seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat, baik kerabat 

laki-laki (ayah) maupun dari pihak kerabat perempuan (ibu). 

2. Prinsipahli waris langsung dan ahli waris pengganti 

Ahli waris langsung ditentukan dalamPasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

berikut ini : 
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a. Menurut hubungan darah. 

1) Colongan taki-laki terdiri atas ayah, anak laki-laki. saudara laki-laki, paman, dan 

kakek. 

2) Golongan perempuan terdiri atas ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan 

nenek. 

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri atas duda atau janda. 

Adapun yang dimaksud ahli waris pengganti (plaatsvervulling) adalah ahli waris 

yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan 

dari ahli waris yang disebutkan pada Pasal 174 KHI. 

3. Prinsip ijbari 

Prinsip ijbari, yaitu pada saat seseorang meninggal dunia maka semua orang 

yang memiliki hubungan darah dan atau pertalian perkawinan, langsung menjadi ahli 

waris. Dalam hal ini, tidak ada hak menolak sebagai ahli waris. Dengan kata lain, 

hukum pewarisan (peralihan harta warisan dari pewaris yang meninggal dunia kepada 

ahli warisnya) berlaku dengan sendirinya sesuai dengan ketetapan Allah Swt, tanpa 

digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Jumlah bagiannya juga telah 

ditetapkan. 

4. Prinsip individual 

Asas individual, yaitu harta warisan dibagi sesuai dengan bagian masing-rnasing 

secara individu. Pembagiannya sebagai berikut. 

a. ½ (seperdua) 

b. ¼ (seperempat)  

c. 1/8 (seperdelapan)  



 

d. 2/3 (duapertiga)  

e. 1/3 (sepertiga) 

f. 1/6 (seperenam) 

5. Prinsip keadilan berimbang  

Perbandingan bagian waris laki-laki dan perempuana adalah 2:1. Prinsip ini 

disesuaikan dengan kewajiban laki-laki yang menurut agama Islam memiliki kewajiban 

yang lebih besar daripada seseorang perempuan. 

6. Prinsip waris terjadi hanya karena kematian 

Peralihan harta benda karena perwarisan hanya berlaku setelah adanya kematian. 

 

 

7. Prinsip hubungan darah 

Hubungan darah akibat perkawinan yang sah, perkawinan subhat, dan atau 

karena pengakuan anak  

8. Prinsipwarsiat wajibah  

Anak angkat dan orangtua angkat secara timbal balik dapat menerima atau 

memberi warsiat sebanyak-banyaknya 1/3 bagian (Pasal 29 KHI) 

9. Prinsip retroaktif terbatas  

KHI tidak berlaku surut. Apabila harta warisan telah dibagikan secara nyata dan 

para ahli telah menikmati bagian masing-masing sebelum KHI diberlakukan (KHI baru 

diberlakukan pada 22 Juli 1991), keluarga yang mempunyai hubungan darah karena ahli 

waris pengganti tidak dapat mengajukan gugatan waris. Namun, jhika warisan belum 

dibagikan secara nyata dan para ahli waris belum menikmati bagiannya masing-masing. 



 

KHI berlaku surut dan ahli waris yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada 

pengadilan agama.  

Dalam hukum waris Islam, orang yang berhak menjadi ahli waris ada 25 orang. 

Dari pihak laki-laki berjumlah 15 orang dan dari pihak perempuan berjumlah 10 

orang.Dari pihak laki-laki yang berhak menjadi ahli warisadalah anak laki-laki, cucu 

laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki yang berhak  sekandung, 

saudara laki-laki sebapak, menjadi ahli waris   saudara laki-laki seibu, anak laki-laki 

saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki sebapak, paman sekandung, paman sebapak, 

anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman sebapak, suami, dan laki-laki 

yang telah membebaskan budak. Jika semuanya ada, ahli waris yang berhak menerima 

bagian hanya tiga orang. Ketiga orang tersebut adalah anak laki-laki, bapak dan suami. 

Adapun ahli waris dari pihak perempuan adalah anak perempuan, cucu 

perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek pihak ayah, nenek pihak ibu, saudara 

perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, istridan 

perempuan yang telah mernbebaskan budak. Apabila keseluruhannya ada, ahli waris 

yang tetap menerima waris hanya lima orang. Kelima orang itu adalah anak perempuan, 

cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan sekandung, dan istri. 

Jika terkumpul semua ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, hanya lirna 

orang yang berhak menerima warisan. Kelima orang tersebut adalah suami/istri, anak 

laki-laki, anak perempuan, bapak, dan ibu.
168

 

Dalam kompilasi hukum Islam, ahli waris dapat dihapus bagiannya jika tidak 

memenuhi syarat dan ketentuan menjadi ahli waris. Terdapat dua syarat penting yang 

                                                 
168

Abdul Abdillah Gani, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, 

Gema Insani Pres, Jakarta, 1994, halaman 23 



 

harus dipenuhi ahli waris. Jika kedua syarat ini luput, seseorang dapat dicoret dari daftar 

ahli waris. Berikut kedua syarat yang dimaksud. 

7. Beragama Islam 

Dalam Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI)disebutkan bahwa ahli waris 

haruslah beragama Islam. Seorang dianggap beragama Islam dengan membuktikan 

status pada KTP atau berdasarkan pengakuan, amalan, dan kesaksian yang 

menyatakanorang tersebut muslim. Adapun ahli waris di bawah umur, termasuk bayi 

dan janin, dianggap beragama Islam jika ayahnya beragama Islam. 

Aturan ini merupakan hal yang disampaikan dalam hadis Rasulullah, “Orang 

Islam tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang 

Islam.” (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim). Alhasil, meski seseorang berstatus 

anak kandung atau pasangan, orangtua, ataupun kerabat langsung pewaris, mereka tidak 

mendapat bagian harta waris jika tidak beragama Islam. 

8. Tidak terjerat kasus hukum 

Dalam hadits dikatakan, “Pembunuh tidak berhak sama sekali menerima warisan 

(dari yang dibunuhnya).” (Diriwayatkan oleh Nasa'i dan Daruquthni). Berdasarkan 

aturan yang disampaikan Rasulullah tersebut, ahli waris memiliki syarat bebas dari 

jeratan hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 173 K.HI yang mengatur seseorang tidak 

berhak menjadi ahli waris jika ia terjerat kasus hukum berdasarkan keputusan hakim. 

Rincian kasus hukum yang dimaksud sebagai berikut: 

a. Dipersalahkan membunuh ataupun mencoba membunuh atau menganiaya berat 

pewaris. 



 

b. Dipersalahkan memfitnah atau sudah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah 

melakukan suatu kejahatan, yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau 

hukuman yang lebih berat.
169

 

Setiap jenis hubungan kekerabatan antara ahli waris dan pewaris patutlah 

dicermati dengan baik. Terdapat pembagian kelompok ahli waris berdasarkan kedekatan 

darah dengan si pewaris. Pengelompokan ini berkaitan dengan prioritas pembagian harta 

waris. Berikut pembagiannya : 

1. Ashabul furud (dzulfaraidh atau dzawil furudh), yakni ahli waris yang pasti 

mendapat bagian. Persentase bagian mereka pun sudah jelas. Dibanding semua ahli 

waris, golongan ini yang diutamakan atau pertama kali mendapat bagian waris. 

2. 'Ashabah (dzulqarabat) merupakan ahli waris yang mendapat bagian sisa dari 

ashabul furud. Bagian waris kelompok ini tidak pasti dan baru dikeluarkan setelah 

ashabul furud mendapat jatah waris. Artinya, persentase bagian kelompok ini 

dihitung setelah harta waris dikurangi bagian yang didapat ashabul furud. 

3. Dzawul arham (dzul arham) adalah kerabat jauh. Kelompok ini akan masuk dalam 

daftar ahli waris jika pewaris tidak meninggalkan anak dan pasangan (suami atau 

istri). Orang yang masuk dalam kelompok ini adalah cucu laki-laki dan perempuan 

dari anak perempuan, anak laki-laki dan perempuan dari cucu perempuan, kakek 

dari pihak ibu dan nenek dan pihak kakek (ibu-kakek), anak perempuan dari saudara 

laki-laki (baik sekandung, seayah maupun seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki 

seibu. anak saudara perempuan (sekandung, seayah dan seibu), bibi (saudara 

perempuan ayah) dan saudara perempuan kakek, paman seibu dengan bapak dan 
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saudara laki-laki yang seibu dengan kakek, saudara laki-laki dan perempuan dari 

ibu, serta anak perernpuan paman dan bibi pihak ibu (saudara perempuan ibu). 

Jika semua ahli waris ada, yang berhak mendapat warisan hanyalah anak, ayah, 

ibu, serta janda atau duda (suami atau istri). Hal ini tercantum dalam Pasal 174 ayat 2 

KHI.
170

 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, terdapat dua kelompok ahli waris berdasar 

Pasal 174 KHI, yakni menurut hubungan darah dan menurut hubungan pernikahan. 

Setiap golongan ahli waris memiliki persentase yang berbeda dalam pembagian harta 

waris. Berikut rinciannya
171

: 

1. Ahli waris dari hubungan darah 

Dari hubungan darah, terbagi dua golongan ahli waris, yakni golongan laki-laki 

(yang terdiri atas ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, kakekdan paman), serta 

golongan mendapat warisan perempuan (yang terdiri atas          hanyalah anak ayah, ibu, 

anak perempuan dan ibu, serta janda atau saudara perempuan dari nenek).           

a. Bagian ayah: 1/3 bagian dari istri) harta pewaris jika pewaris tidak memiliki anak 

tapi meninggalkan suami/istri dan ibu); 1/6 bagian (jika pewaris memiliki anak serta 

suami/istri dan ibu); 'asnabahjika ayah mewarisi seorang diri. 

b. Bagian saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu: 1/6 bagian dari harta (jika 

jumlah saudara laki-laki hanya satu orang dan pewaris tidak meninggalkan anak 

ataupun ayah kandung lagi), 1/3, bagian secara bersama-sama atau syirkah (jika 

jumlah saudara ada dua orang atau lebih dan pewaris tidak meninggalkan anak atau 

ayah kandung lagi). 

                                                 
170

 Wahyu Kuncoro, Op.Cit, halaman 25-26 
171

 Abdul Abdillah Gani, Op.Cit, halaman 26 



 

c. Anak laki-laki  

d. Kakek dan paman 

e. Bagian ibu. 1/3 bagian (jika pewaris tidak memiliki anak ataupun memiliki dua 

orang saudara atau lebih), 1/6 bagian (jika pewaris memiliki anak ataupun saudara 

dua orang atau lebih), 'ashabah yakni sebesar 1/3 bagian dari sisa harta peninggalan 

pewaris sesudah diambil bagian suami/istri apabila ibu mewarisi bersama ayah. 

f. Bagian anak perempuan: 1/2 bagian (jika mewarisi seorang diri), 
2
/3 bagian (jika ada 

dua orang atau lebih anak perempuan), 'ashabah; perbandingan 1:2 jika anak 

perempuan tersebut mewarisi bersama anak-laki-laki). 

g. satu orang saudara kandung atau seayah dan pewaris tidak memiliki anak ataupun 

ayah), 2/3 bagian secara syirkah (jika ada dua orang atau lebih dan pewaris tidak 

memiliki anak ataupun ayah), 'ashabah; perbandingan 1:2 (jika mewarisi bersama 

dengan saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah). 

2.Ahli waris dari hubungan pernikahan 

Suamiatau istri pewaris termasuk dalam golongan ajhabuf furud. Bagian suami 

yakni 1/2 bagian jika pewaris tidak memiliki anak, 1/4 bagian jika pewaris memiliki 

anak. Adapun bagian istri yaitu 'A bagian jika pewaris tidak memiliki anak, 1/8 bagian 

jika pewaris memiliki anak. 

Jika pewaris memiliki istri lebih dari seorang, para istri mendapat waris secara 

syirkah dari 'A bagian jika pewaris tidak memiliki anak dan 1/8 bagian jika pewaris 

memiliki anak. Artinya, jika pewaris memiliki empat orang istri, misalnya, setiap istri 

mendapat bagian 1/3 harta. 

 

5. Hukum Waris Adat 



 

Hukum waris adat adalah tata cara pewarisan menurut hukum adat yang berlaku. 

Hukum ini merupakan konsekuensi dari masih terpeliharanya hukum adat di beberapa 

daerah di Indonesia sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. Bisa 

dikatakan bahwa keragaman kehidupan masyarakat Indonesia berbanding lurus dengan 

keragaman hukum adatnya, tak terkeculi hukum waris. Banyak aturan berbeda yang 

dipraktikkan di setiap hukum adat berkaitan dengan masalah waris. Adapun 

perinciannya sebagai berikut : 

1. Berdasarkan sistem kekerabatan 

Secara umum, hukum waris adat masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh 

sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakatnya. Sistem kekerabatan yang dianut 

yaitu patrilineal, matrilineal dan bilateral. Patrilineal adalah golongan kemasyarakatan 

yang mengikuti garis keturunan dari ayah. Matrilineal adalah golongan kemasyarakatan 

yang mengikuti garis keturunan dari ibu. Adapun bilateral adalah golongan masyarakat 

yang mengikuti garis  keturunan baik dari ayah maupun dari ibu. 

Ketiga sistem kekerabatan yang dianut masyarakat tersebut benar-benar 

mernengaruhi hukum waris adat yang ada. Setiap sistem menciptakan “kekhasan”hukum 

tersendiri. Pada sistem patrilineal, misalnya, hanya keluarga dari garis laki-laki yang 

berhak untuk mewarisi semua harta warisan. Sebaliknya, pada sistem matrilineal, hanya 

keluarga dari garis perempuan yang berhak untuk mewarisi semua harta warisan. 

Apabila sistem bilateral berlaku dalam keluarga, keluarga dari garis laki-laki dan 

perempuan berhak untuk mewarisi semua harta warisan. 

2.   Berdasarkan hak kepemilikan harta waris 



 

Selain berdasarkan sistem kekerabatan, pembagian jenis hukum hukum waris 

adat juga bisa dilihat dari hak kepemilikan harta waris. Hukum waris adat di Indonesia 

ada yang menggunakan sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif, dan juga 

sistem kewarisan mayorat. 

a.   Sistem kewarisan individual 

Dalam sistem waris adat ini, harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dan dimiliki 

para ahli waris secara individual. Contohnya, pada adat suku Jawa. 

b.   Sistem kewarisan kolektif 

Dalam sistem waris adat ini, harta peninggalan hanya dapat dimiliki secara 

koiektif/berkelompok. Biasanya ahli waris membentuk kelompok semacam badan 

hukum guna memanfaatkan warisan. Pemanfaatannya sekadar hak pakai saja, tidak 

boleh dimiliki secara penuh atau bahkan dijual karena harta warisan tersebut dianggap 

sebagai harta pusaka. Contohnya, pada adat suku Minangkabau. 

c.    Sistem kewarisan mayorat 

Mayorat adalah hak waris tunggal. Ciri dari hak kewarisan mayorat adalah harta 

peninggalan diwariskan keseluruhannya atau sebagian besar hanya kepada satu ahli 

waris (anak). Di suku Bali dan Batak, hak mayorat dimiliki oleh anak laki-laki, 

sedangkan di suku Dayak, hak mayorat dimiliki oleh anak perempuan.
172

 

Sistem-sistem kewarisan yang telah disebutkan di atas sebenarnya tidak bisa 

digeneralisasi penunjukannya pada adat masyarakat tertentu. Hal tersebut disebabkan 

suatu sistem kewarisan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk pada suatu adat 

masyarakat. Sebaliknya, pada suatu adat masyarakat dapat dijumpai lebih dari satu 
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sistem kewarisan. Hal yang penting untuk diperhatikan, dalam hukum adat anak-anak 

dari pewaris merupakan golongan ahli waris yang terpenting karena mereka merupakan 

satu-satunya golongan ahli waris. Jadi, dengan adanya anak-anak, kemungkinan anggota 

keluarga lain dari pewaris untuk menjadi ahli waris menjadi tertutup. 

Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, harta warisan 

dilakukan secara ke atas. Jika ke atas pun tidak ada, ke samping. Artinya, jika tidak ada 

anak, warisan akan jatuh pada ayah, nenek, dan seterusnya ke atas. Kalau ini juga tidak 

ada, yang menjadi ahli waris adalah saudara-saudara kandung pewaris dan keturunan 

mereka, yaitu keluarga sedarah menurut garis ke samping, dengan pengertian bahwa 

keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh. 
173

 

Tidak selamanya harta peninggalan pewaris dapat langsung dibagi kepada para 

ahli waris. Terkadang ada harta yang sifat pembagiannya harus ditangguhkan, bahkan 

ada kalanya tidak dibagi. Hal tersebut disebabkan harta tersebut merupakan satu 

kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya. 

Hukum adat mengenal prinsip ahli waris pengganti. Seorang anak dapat 

bertindak sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya. Hukum adat tidak menentukan 

waktu harta warisan itu akan dibagi atau waktu diadakannya pembagian. Namun, dalam 

praktik secara umum, waktu pembagian warisan adalah setelah dilaksanakannya acara 

sedekah atau selamatan yang disebut tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, atau 

seribu hari setelah pewaris wafat. Apabila terjadi konflik (perselisihan), diupayakan 
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terlebih dahulu melalui musyawarah/mufakat Apabila gagal, bam diminta bantuan dan 

campur tangan tetua adat atau pemuka agama.
174

 

Hukumadat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika 

(angka), tetapi selalu didasarkan pada wujud benda dan kebutuhan ahli waris yang 

bersangkutan. Jadi, walau hukum waris adat mengenal azas kesamaan hak. tidak berarti 

bahwa setiap ahli waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan 

nilai harga yang sama, atau menurut banyaknya bagian yang sudah ditentukan. 

 

BAB III  

PENGATURAN HUKUM PERALIHAN HAK CIPTA MELALUI PEWARISAN 

MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA  

NO. 28 TAHUN 2014 

 

A. Pengakuan Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Kepemilikan Hak 

Cipta  

 

Barne Convention tidak mendefinisikan tentang siapakah yang disebut sebagai 

pencipta (author). Karena itu, siapakah yang disebut sebagai pencipta atau the author 

diserahkan sepenuhnya pada kebijakan sistem hukum masing-masing negara anggota. 

Hukum Prancis dan negara-negara civil lawpada umumnya, termasuk Indonesia, 

merumuskan pencipta dalam bentuk orang perorangan, seperti penulis, komposer, 

pelukis, koreo-grafer, arsitektur, dan sebagainya. Sedangkan negara common taw 

cenderung merumuskan pencipta dalam bentuk subjek hukum berupa badan hukum 

(legal entity), seperti produser film, organisasi penyiaran, perusahaan penerbit, serta 
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perusahaan rekaman (record company atau publishing company). Secarayuridis, badan 

hukum ini dianggap sebagai pencipta sekaligus sebagai pemegang hak cipta (the 

original rights owner) atas sebuah ciptaan. 
175

 

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 antara pengertian pencipta dan 

pemegang hak cipta. Yang dimaksud dengan pencipta menurut Pasal 1 angka 2 beberapa 

orang secara sendiri-sendiri atau menghasilkan ciptaan yang khas dan pribadi.  

Rumusan pencipta dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut di atas 

mengandung suatu pengakuan hukum adanya pencipta secara kolaborasiatau yang 

bersitat kolektif yang mengakibalkan limbulnya kepemilikan bersama alas suatu ciptaan 

atau joint authorship. Pada umumnya dalam suatu ciptaan sering sekali lerkandung 

sekelompok hak cipta dan pencipta yang berbeda-beda. Misalnya, dalam karya 

sinematografi alau produk multimedia (multimedia product) terlibat berbagai pihak, 

seperti desainer gratis, penulis skenario, pencipta rnusik atau lagu (sound track), 

desainer kostum, pembuat kostum (design production), pembuat film (film makers). 

koreografer, pembuat software, totografer, pembuat video klip, programmer layout, 

pengisi suara, editing, dan sebagainya. 

Hal yang sama juga ditemui dalam media compact disc music yang berisi 

kompilasi lagu-lagu pilihan yang merupakan hasil dari berbagai jenis cipta-an yang 

dihasilkan dari kolaborasi berbagai pihak. Misalnya, jenis ciptaan musik, lagu, drama, 

sound recording, atau koreografi. Selain hak cipta dalam kompilasi lagu-lagu tersebut 

juga terkandung hak terkait, seperti performance right dari vokalist ataupun penyanyi 

latar dan juga hak terkait dari perusahaan rekaman. Misalnya, CD atau kaset kumpulan 
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lagu-lagu The Corrs. Di belakang setiap judul lagu tercantum inlormasi tentang pencipta 

dan jenis-jenis hak sebagai berikut
176

: 

'Judul lagu: Only When I Sleep (The Corrs/Leiber/Peterson Shanks) Produced by 

Oliver Leiber, Recorded by Barry Rudolph and Oliver Leiber. ® 1997-Songs of 

Polygram International Inc.' Beacon Communications Music Co. BMI/Tattoons 

Music Inc./Flylng One Publishing, ASCAP.p 1997 143 Records/Atlantic 

Recording Corporation for the United States and WEA International Inc. for the 

world outside the United States.” 

 

Informasi yang tercantum di bawah judul sebuah lagu merupakan identitas dari 

sebuah ciptaan. Dari identitas tersebut diketahui siapa yang membawakan lagu 

(performer), siapa yang menciptakan lagu atau yang menulis link (composer), 

mengaransemen musik, nama perusahaan rekaman yang merakam lagu (recording 

company), yang mempublikasikannya. serta distributor yang berhak menjual lagu 

tersebut, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 

Dari identitas tersebut juga dapat diketahui hak-hak apa yang terkandung pada 

sebuah ciptaan berbentuk lagu, apakah hak-hak tersebut ada di tangan satu orang saja 

atau terdapat kepemilikan bersama (joint ownership) atas lagu tersebut. Identitas suatu 

ciptaan juga berfungsi sebagai informasi untuk mengetahui apakah telah terjadi 

pelanggaran hak cipta atau pelanggaran hak moral (moral rights) serta untuk 

menentukan apakah telah terjadi perbuatan parallel importation terhadap ciptaan 

tersebut.
177

 

1. Pengertian Pencipta (authorship) 

Secara universal, konsep dasar perlindungan hukum hak cipta mendalilkan bahwa 

pencipta adalah orang yang membuat atau menciptakan suatu ciptaan, baik dilakukan 
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sendiri maupun secara bersama-sama oleh beberapa orang. Sejalan dengan itu, 

perlindungan hukum hak cipta atas suatu ciptaan berlaku efektif secara otomatis 

terhitung sejak suatu ciptaan terwujud atau diumumkan. Oleh karena itu, pada 

hakikatnya pendaftaran hak cipta sebenarnya tidak diperlukan untuk mendapatkan 

perlindungan hukum hak cipta.   

Meskipun di Indonesia pencatatan, pendaftaran suatu ciptaan tidak diwajibkan 

oleh Undang-Undang Hak Cipta, secara implisit Undang-Undang Hak Cipta Indonesia 

seakan merekomendasikan suatu ciptaan untuk didaftarkan agar terjamin status 

kepemilikan haknya dan sekaligus sebagai bukti siapa yang disebut sebagai pencipta 

yang berhak atas suatu ciptaan. Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta dengan tegas 

menyebutkan bahwa kecuali terbukti sebaliknya, yang dlanggap sebagai pencipta adalah 

orang yang namanya : 

a. Disebut dalam ciptaan  

b. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan  

c. Disebutkan dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta  

Pada era tahun 80-an seorang fotografer free lance meliput penjiwa wisuda di 

sebuah kampus. Pada waktu itu, si fotografer memotret seorang wisudawan yang sedang 

diguyur hujan mengekspresikan kebahagiaannya tanpa setahu dan seizin sang 

wisudawan. Ternyata, foto tersebut hasilnya sangat menakjubkan dan dijadikan sebagai 

model iklan dari produk Fuji Film. Merasa foto tersebut adalah miliknya, orang yang 

difoto kemudian mengajukan gugatan terhadap fotografer dan perusahaan Fuji Film. 

Dalam kasus ini, timbul pertanyaan, siapakah pencipta dan pemegang hak cipta atas 

potret tersebut? 



 

Undang-Undang Hak Cipta menaruh perhatian khusus terhadap hak cipta atas 

potret. Hal ini terlihat dari adanya ketentuan Pasal 19-23 Undang-Undang Hak Cipta 

yang khusus mengatur tentang ciptaan dalam bentuk potret atau foto. Foto atau potret 

sebagai suatu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta memang sedikit berbeda dengan 

bentuk ciptaan lainnya. seperti seni lukis, gambar, atau sketsa. Hal ini disebabkan potret, 

khususnya potret diri seseorang sangat bersifat personal. Di samping itu, terdapat dua 

hak dan dua kepentingan yang berbeda dalam ciptaan berbentuk potret, yaitu hak dari 

orang yang dipotret sebagai pemilik hak kebendaan atas potret yang lazim disebut 

sebagai chattel rights dan hak cipta pada fotografer. Pemilik kebendaan alas potret 

memiliki kepentingan yang berbeda dengan fotografer, di mana orang yang dipotret 

mungkin tidak aman potret dirinya dipublikasikan. Sernentara itu, sebagai pencipta 

potret sang fotografer berhak melaksanakan hak eksklusifnya atas potret tersebut.
178

 

Selain itu, terciptanya suatu potret juga berbeda dengan ciptaan lainnya seperti 

lukisan. Sualu lukisan atau gambar murni merupakan pekerjaan tangan manusia 

(naturally hand made) yang dihasilkan dari upaya kegiatan intelektual dan fisik yang 

melibatkan kemampuan pikiran, imajinasi, keterampilan, dan keahlian pembuatnya. 

Sedangkanterciptanya suatu potret digantungkan hasil akhirnya pada bantuan suatu alat, 

yaitu kamera dan alat cetak, baik yang konvensional maupun digital. Karenanya, ada 

argumentasi yang menyatakan bahwa suatu potret atau foto, baik yang objek fotonya 

orang perorangan, benda mati, pemandangan, maupun suatu peristiwa tidak memenuhi 

syarat untuk digolongkan sebagai suatu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. 

Alasannya, baik karena minimnya unsur orisinalitas maupun keterlibatan manusia atau 
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kerja intelektual (labour mental atau intellectual effort) dalam mewujudkan potret 

tersebut.
179

 

Terlebih lagi, dengan adanya perkembangan teknologi di bidang peralatan 

fotografi dan alat cetak foto yang supercanggih yang dapat menghasilkan efek 

pencahayaan dan warha yang dikehendaki. Bahkan, saat ini ada kamera yang telah 

dilengkapi dengan litur GPS yang memungkinkan fotografer membuat foto yang benar-

benar kreatif dengan bantuan fitur-fitur tersebut. Dengan bantuan kamera berikut fitur-

fiturnya tersebut tampilan suatu potret bukan lagi sebagai suatu karya intelektual 

perorangan yang murni, melainkan sepenuhnya merupakan hasil kerja kamera atau 

tekno-logi yang dioperasikan oleh manusia. Karena itu, masih diperdebatkan apakah 

suatu foto mengandung unsur keaslian yang dilahirkan dari kemampuan pikiran, 

imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian dari orangyang membuatnya. 

Pendapat lain mengatakan foto atau potret adalah sualu ciptaan yang sepenuhnya 

dilindungi hak cipta. Alasannya karena untuk menggunakan kamera tersebut masih 

melibatkan usaha, imajinasi, dan keahlian (effort and skill) manusia. Dalam 

menciptakan suatu foto dibutuhkan pengalaman, keterampilan, dan kepekaan yang tepat 

dan cermat dalam mengarahkan lensa kamera untuk menangkap objek yang dipotret. 

Oleh karena itu suatu potret atau foto tersebut dianggap tercipta karena hasil usaha 

intelektual manusia yang mengoptimalkan fungsi kamera sebagai suatu alat bantu dalam 

mewujudkan suatu potret. Jadi, ada perbedaan yang nyata antara foto yang dihasilkan 

oleh seorang amatiran dan foto yang di ambil oleh fotografer yang profesional dan 

berpengalaman. 
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Hal istimewa terhadap ciptaan dalam bentuk potret adalah hak cipta ada pada 

fotografer, sadangkan hak milik kebendaan atas potret tersebut ada pada orang yang 

dipotret. Hal ini tidak berlaku dalam hal objek potret tersebut adalah benda mati, seperti 

bangunan, pemandangan alam, atau suatu peristiwa yang tidak bersifat personal. 

Namun, berbeda dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang cipta atas 

ciptaan lainnya, seperti karya sastra, hak eksklusif fotograf selaku pemegang hak cipta 

alas potret bersifat terbatas dan berkaitan dengan hak kebendaan atas potret yang 

dimiliki oleh orang lain. Pembatasan tersebut diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang 

Hak Cipta yan menyebutkan bahwa: 

“Pemegang hak cipta atas potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat: 

a. Tanpa persetujuan dari orang yang dipotret; 

b. Tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; 

c. Tidak untuk kepentingan yang dipotret. 

Apabila pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yar wajar dari 

orang yang dipotret atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang 

dipotret sudah meninggal dunia. “ 

 

Pengakuan akan sifat personal dari suatu potret tertuang dalam Pasal 19| 

Undang-Undang Hak Cipta yang menentukan bahwa untuk memperbanyak atau 

mengumumkan suatu potret, pemegang hak cipta (yaitu fotografer) harus terlebih dahulu 

mendapatkan izin dari orang-orang yang dipotret atau ahli warisnya dalam waktu 

sepuluh tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia. Ketentuan ini hanya beriaku 

bagi potrat yang dibuat atas permintaan sendiri atau kepentingan pribadi dari orang yang 

dipotret. 

Pengecualiannya diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Hak Cipta yang 

menentukan bahwa apabila pengumuman foto tersebut dilakukan untuk kepentingan 

keamanan umum atau proses peradilan pidana yang dilakukan oleh instansi yang 



 

berwenang, perbanyakan dan pengumuman potret dapat dilakukan tanpa izin dari yang 

dipotret. 

Apabila suatu potret diambil pada suatu event atau peristiwa, pencipta potret 

tersebut tidak perlu meminta izin orang yang dipotret apalagi jika perbanyakan dan 

publikasi bertujuan untuk pemberitaan dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari 

orang yang dipotret. Undang-Undang Hak Cipta tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang 

dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret. Kepentingan yang 

wajar tersebut bisa berhubungan dengan masalah privasi pribadi, reputasi dari orang 

yang difoto, kedudukan sosial orang yang difoto, ataupun kepentingan lainnya, seperti 

kepentingan ekonomi. Karenanya, kepentingan yang wajar dari objek yang difoto sangat 

bersifat kasuistik dan spesifik. 

Dalam ilustrasi kasus Man Fuji Film, figur orang yang dipotret serta ekspresi 

kebahagiaan yang terpancar di wajahnya telah dieksploitasi pihak lain untuk 

mengiklankan produk mereka. Sementara orang yang dipotret tidak pemah dimintakan 

izinnya dan juga tidak mendapatkan imbalan yang selayaknya atas publikasi tersebut. 

Dangan demikian, publikasi foto wisuda Fuji Film tersebut bukan menyangkut masalah 

reputasi dari orang yang difoto, tetapi lebih menjurus pada masalah etika bisnis dan 

bernuansa ekonomis
180

. 

Dalam Pasal 23 Undang-Undang Hak Cipta telah diatur tentang hak milik 

kebendaan (chattel rights) dari pemilik foto atau potret. yaitu hak untuk 

mempertunjukkan potret atau foto tersebut di depan umum, memperbanyak potret dalam 
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satu katalog, atau mempublikasikan ciptaan potret tersebut tanpa harus meminta izin 

terlebih dahulu dan pencipta atau sang fotografer. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan 23 Undang-Undang Hak Cipta tersebut, 

jelaslah bahwa Undang-Undang Hak Cipta membatasi hak pencipta atas potret untuk 

mempublikasikan ciptaannya. Sedangkan pemilik kebendaan atas potret tidak dibatasi 

haknya. bark untuk mempublikasikan maupun memperbanyak potret miliknya. 

Ketentuan ini berbeda dengan jenis ciptaan lainnya di mana pencipta atau pemegang hak 

cipta memiliki hak eksklusif dan betas untuk mengumumkan atau memperbanyak cipta-

annya serta berhak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa 

persetujuannya mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. 

b. Pemegang Hak Cipta (The Ownership) 

Secara yuridis Pasal 1 angka 2 dan Pasal 9Undang-Undang Hak Cipta 

membedakan terminologi antara pencipta dan pemegang hak cipta. Pembedaan tersebut 

berkaitan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang 

menggolongkan hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dialihkan 

kepemilikannya oleh pencipta kepada pihak lain. Menurut McKeough, Bowrey, dan 

Griffith bahwa
181

: 

“The owner of copyright in a work and the author of the work are not necessary 

the same person, but the basic rules that the author is the first owner of the 

copyright. “ 

 

Pencipta adalah orang yang pertama membuat suatu ciptaan yang dianggap sebagai 

pemilik pertama dari hak cipta (the first ownership of copyright). Sedangkan istilah 

pemegang hak cipta merujuk pada subjek hukum, yaitu: 
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a. Orang yang menciptakan suatu ciptaan atau pencipta; 

b. Orang lain yang menerima pengalihan hak cipta berdasarkan Pasal 16 ayat (2) 

Undang-Undang Hak Cipta; 

c. Pihak yang melaksanakan hak eksklusif pencipta berdasarkan per-janjian lisensi 

berdasarkan Pasal80Undang-Undang Hak Cipta; atau  

d. Ahli wans dari pencipta.
182

 

Adanya penggolongan tersebut mengakibatkan tidak selamanya si pencipta 

berstatus sebagai pemegang hak cipta. Manakala si pencipta telah mengalihkan semua 

hak cipta atas ciptaannya pada pihak lain, pencipta tidak lagi berstatus sebagai 

pemegang hak cipta. Yang tertinggal pada sipencipta hanyalah moral rights atau hak 

moral yang menghubungkan nama pencipta dengan ciptaan tersebut selama-lamanya. 

Dengan demikian pemegang hak cipta dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu  

1. Pemegang hak cipta berdasarkan peristiwa hukum  

Undang-Undang Hak Cipta juga mengenal konsep terjadinya pemilikan hak 

cipta berdasarkan suatu peristiwa hukum. Terjadinya pemilikan hak cipta berdasarkan 

suatu peristiwa hukum diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, 

seperti pengalihan hak berdasarkan perjanjian, jual beli, pemberian hibah, wasiat, dan 

warisan. 

Selain itu, Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta juga membolehkan pemilik hak 

cipta memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusifnya atas 

ciptaan berdasarkan perjanjian lisensi. Dalam hal ini pihak yang menerima pengalihan 
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hak cipta berdasarkan waris, jual beli, atau perjanjian izin lisensi disebut sebagai 

pemegang hak cipta (copyrights owner).
183

 

Pasal 37 menyebutkan bahwa  

Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan pengumuman, 

pendistribusian, atau komunikasi atau ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, 

dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta yang dianggap sebagai pencipta 

yaitu badan hukum 

Di samping adanya pemegang hak cipta berdasarkan peristiwa hukum 

sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 80 tersebut, Undang-Undang Hak 

Cipta juga memiliki konsep kepemilikan hak cipta disebabkan oleh undang-undang (by 

law) yang diatur dalam Pasal 35, 37, 38 dan 39 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam hal 

ini, negara atau badan hukum, seperti penerbit atau produser rekaman dianggap sebagai 

pemegang hak cipta secara hukum dalam hal-hal sebagai berikut: 

a. Pencipta tidak diketahui jati dirinya atau tidak dikenal (anonymous works). 

b. Pencipta tidak ingin diketahui jati dirinya atau pencipta yang rneng-gunakan 

nama samaran (pseudonymous works). 

c. Ciptaan-ciptaan berupa warisan budaya nasional dan peninggalan sejarah 

ataupun prasejarah (cultural heritage works). 

d. Ciptaan yang belum diterbitkan dan tidak diketahui siapa penciptanya atau 

penerbitnya. 

Konsep pemegang hak cipta yang terjadi karena undang-undang ini 

mengindikasikan bahwa hak cipta merupakan suatu hak kebendaan bergerak yang dapat 
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dimiliki oleh subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum termasuk 

negara.
184

Pasal 39 Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang pseudonymous 

copyrights, yaitu suatu ciptaan yang telah diumumkan, tetapi nama pencipta yang 

sebenamya tidak disebutkan atau pencipta tidak ingin namanya dicantumkan dalam 

ciptaannya. 

Hak cipta atas ciptaan pseudonymous secara yuridis dianggap dimiliki oleh 

penerbit yang telah menerbitkan ciptaan tersebut. 

Pasal 38 menyebutkan bahwa 

1. Hak cipta atas eksepresi budaya tradisional dipegang oleh negara  

2. Negara wajib menginventarisasi, menjaga  dan memelihara ekspresi budaya 

tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

3. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembangannya.                                         

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi 

budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan 

pemerintah. 

Negara demi hukum adalah pemegang hak cipta atas ciptaan yang merupakan 

milik bersama dan masyarakat (community ownership), seperti hikayat; legenda; tarian 

rakyat; permainan tradisional; puisi atau pantun rakyat: perhiasan yang mencirikan gaya 

dari etnis tertentu; motif dan desain pakaian daerah; tenun tradisional; kaligrafi; 

kerajinan tangan (craftsmanship) berupa pahatan, mozatk, lukisan, dan gambar; ataupun 

terhadap benda-benda peninggalan prasejarah; benda-benda peninggalan sejarah; dan 

                                                 
184

 Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan, “Hak cipta dianggap 

sebagai benda bergerak” 



 

cagar budaya nasional lainnya. Ketentuan tentang ini diatur dalam Pasal 38 ayat (1), (2), 

(3) dan (4) Undang-Undang Hak Cipta dan diatur lebih lanjut pelaksanaannya dengan 

peraturan pemerintah. 

Pasal 39 menyebutkan bahwa 

(1) Dalam hal ciptaan tidak diketahui penciptaanya dan ciptaan tersebut belum 

dilakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk 

kepentingan pencipta  

(2) Dalam hal ciptaan telah dilakukan pengumuman tetap tidak diketahui penciptanya, 

atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran penciptanya hak cipta atas ciptaan 

tersebut digepang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan 

pencipta  

(3) Dalam hal ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui pencipta dan pihak yang 

melakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negar untuk 

kepentingan pencipta  

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) tidak berlaku jika 

pencipta dan/atau pihak yang melakukan pengumuman dapat membuktikan 

kepentingan atas ciptaan tersebut  

(5) Kepentingan pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) 

dilaksanakan oleh Menteri. 

Pasal 39 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)  Undang-Undang Hak Cipta mengatur 

tentang ciptaan yang anonymous, yaitu suatu ciptaan yang tidak diketahui siapa 

penciptanya atau penerbitnya. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1), (2), (3), (4)  dan (5) 

Undang-Undang Hak Cipta, negara adalah pemegang hak cipta atas semua ciptaan yang 



 

anonymous. Ketentuan ini berlaku, baik atas suatu ciptaan anonymous yang telah 

diterbitkan maupun yang belum diterbitkan. 

Sedangkan khusus untuk materi ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis 

diatur dalam Pasal 32  Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa orang yang 

berceramah tersebut dianggap sebagai pencipta dari materi ceramah tersebut. Dalam 

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa pihak yang melakukan 

pengumuman  juga menjadi pemegang hak cipta atas suatu ciptaan yang telah 

diumumkan, tetapi tidak diketahui siapa penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya 

tertera nama aliasnya atau samaran penciptanya. 

 

 

2. Konsep Kepemilikan Hak Cipta  

Seorang pencipta disebut sebagai pemilik hak cipta perorangan (sole author) 

apabila ia menciptakan sendiri sebuah ciptaan. Akan tetapi, tidak selamanya hak cipta 

atas suatu ciptaan dipegang secara tunggal oleh orang yang mewujudkan ciptaan 

tersebut. Dalam Undang-Undang Hak Cipta dikenal empat konsep terjadinya 

kepemilikan hak cipta. Keempat konsep tersebut selengkapnya akan diuraikan secara 

lebih terperinci berikut ini. 

1.      Joint Authorship (Co-Authorship) 

Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa 

(5) Dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 

(dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin 

dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. 



 

(6) Dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai pencipta 

yaiktu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-

masing atas bagian ciptaanya. 

Contoh nya : 

Seorang dosen di salah satu perguruan tinggi menerbitkan sebuah buku berjudul 

Reformasi Hukum di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Perdagangan 

Internasional. Isi buku tersebut terdiri atas beberapa esai yang semula ditulis oleh para 

mahasiswanya sebagai tugas yang diwajibkan oleh si dosen, sedangkan kontribusi si 

dosen dalam buku tersabut hanyalah pada Bab I Tentang Kata Pengantar. Naskah buku 

tersebut ditawarkan kepada penerbit tanpa mencantumkan nama-nama mahasiswa yang 

menulis esai-esai tersebut dan akhirnya buku diterbitkan dengan nama si dosen sebagai 

penulis tunggal.
185

 

Konsep kepemilikan hak cipta berdasarkan joint authorship diterapkan teradap 

ciptaan yang dihasilkan dari kerja sama atau kolaborasi beberapa orang secara bersama-

sama. Misalnya, pembuatan atau penggarapan sebuah film serial atau bunga rampai 

(kompilasi) suatu esai filsafat hukum, Konsep kepemilikan hak cipta berdasarkan joint-

authorship yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Cipta menganggap pencipta 

dan ciptaan hasil kolaborasi tersebut adalah: 

a. Orang yang memimpin serta mengawasi seluruh ciptaan itu hingga selesai dengan 

sempuma; 
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b. Jika tidak ada pihak yang ditunjuk unluk mengawasi penyelesaian ciptaan tersebut, 

yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya tanpa 

mengurangi hak cipta masing-masing pihak yang memberikan konstribusinya dalam 

ciptaan tersebut; atau 

c. Dapat diperjanjikan bahwa hak cipta dimiliki secara bersama-sama. 

Ada tiga hal yang perlu dipahami dalam konsep kepemilikan hak cipta 

berdasarkan joint authorship, yaitu: 

a. Bahwa konstribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak dalam ciptaan tersebut 

tidak terpisah satu sama lain, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh. 

b. Kalau kontribusi masing-masing pihak dianggap terpisah, tidak terdapat joint 

authorship, tetapi merupakan pencipta tunggal (sole authorship) dari ciptaan. Oleh 

karena itu, dalam sistem joint authorship kontribusi para pihak tidak dipersoalkan, 

baik kuantitas maupun kualitasnya. 

c. Tidak selamanya suatu pekerjaan kelompok akan menghasilkan joint authorship. 

Hal ini bergantung pada bagaimana suatu ciptaan tersebut dikerjakan bersama dan 

bagaimana isi perjanjian antara mereka. Hal itu bisa terjadi karena Undang-Undang 

Hak Ciptamemberi kebebasaan kepada para.pihak yang berkolaborasi untuk 

mengecualikan ketentuan dari Pasal 33 berdasarkan kesepakatan bersama.
186

 

Dalam contoh Dosen dan mahasiswanya tersebut di atas, pencipta dari esai-esai 

tersebut adalah para mahasiswanya. Si dosen tidak dapat mengklaim dirinya sebagai 

pencipta tunggal atas buku kumpulan esai tersebut walaupun dengan alasan esai-esai 

tersebut dikerjakan mahasiswa berdasarkan arahan dan bimbingannya. Dalam hal ini, si 
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dosen hanya berkedudukan sebagai editor atau penghimpun esai-esai tersebut menjadi 

suatu kompilasi. Alternatif lainnya adalah: 

a. Si dosen dan para mahasiswanya dapat membuat perjanjian bahwa mereka secara 

bersama-sama memiliki joint authorship atas buku berisi kumpulan esai hukum 

tersebut. 

b. Para mahasiswa menyerahkan hak cipta mereka atas esai hukum tersebut kepada si 

dosen sehingga si dosen menjadi pemegang hak cipta atas kompilasi esai hukum 

tersebut (sole authorship). 

Ketentuan tentang hal ini berbeda jika isi buku tersebut merupakan hasil 

penelitian di kampus di mana si dosen bertindak sebagai pihak yang memimpin para 

mahasiwa dalam melakukan penelitian. Jika penelitian akademik tersebut disponsori 

oleh universitas, penentuan tentang siapa yang dianggap sebagai pencipta berpedoman 

pada isi perjanjian antara dosen selaku peneliti dan universitas yang mendanai proyek 

penelitian tersebut. Dalam hal ini, dapat diperjanjikan bahwa yang dianggap sebagai 

pencipta adalah universitas yang membiayai penelitian tersebut atau terdapat joint 

ownership hak cipta antara universitas yang membiayai penelitian dan dosen yang 

melaksanakan penelitian tersebut. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih 

Tekonologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan 

oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan telah mengatur 

kepemilikan hak cipta atas kegiatan penelitian di perguruan tinggi atau di lembaga 

penelitian yang dibiayai oleh negara. Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 

Tahun 2005 disebutkan bahwa setiap kegiatan penelitian yang dibiayai oleh negara 



 

menjadi milik negara. sedangkan kepemilikan hak cipta secara joint authorship diatur 

dalam Pasal 5 ayat (2) yartu jika suatu penelitian sebagian dibiayai oleh negara dan 

sebagian oleh pihak lain maka hasil kegiatan atau ciptaan tersebut menjadi milik negara 

bersama-sama dengan pihak lain tersebut. 

Konsep kepemilikan hak cipta berdasarkan joint authorship dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 berbeda dengan konsep joint 

authorship yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Hak Cipta. Konsep kepemilikan 

hak cipta secara joint authorship dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2005 semata-mata didasarkan pada kolaborasi kontribusi finansial dari 

masing-masing pihak. Sedangkan Pasal 33 Undang-Undang Hak Cipta tidak 

menyinggung soal kolaborasi atau kontribusi finansial dalam mewujudkan ciplaan 

tersebut, tetapi lebih menekankan pada kontribusi manajerial kepemimpinan dan 

pengawasan dari pembuatan suatu ciptaan yang dilakukan secara kolaborasi.
187

 

Ketentuan ini mencerminkan bahwa fokus perlindungan yang diberikan oleh 

Undang-Undang Hak Cipta atas suatu ciptaan ditujukan pada penghargaan alas kegiatan 

inlelektual, kreativitas, keahlian manusia, atau intellectual effort dalam mewujudkan 

suatu ciptaan. Sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2005 bertujuan memberi insentif finansial sehingga memfokuskan perlindungan hukum 

pada kepentingan pihak investor yang telah membiayai suatu proyek penelitian dalam 

mewujudkan suatu ciptaan. 

2.      Commissioned Authorship 

Pasal34 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa 
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“Dalam hal ciptaan dirancang oleh seseorang perancang, sedangkan pelaksanaan 

rancangan tersebut dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang 

yang merancang, yang dianggap pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan”. 

Contohnya: 

Di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, sering ditemui para wanita sedang membatik 

dengan mengikuti arahan dari pola desain dan warna yang telah ditentukan oleh 

pendesain yang memesan batik tersebut. Jika batik telah selesai dilukis. yang dianggap 

sebagai pencipta bukan si pembatik yang telah mengerjakan batik tersebut, melainkan 

orang yang mendesain batik (desainer). Sedangkan si pembatik hanya mendapat upah 

pembayaran per lembar atas pekerjaannya tersebut.
188

 

Contoh lain: 

Ahmad menginginkan rumahnya dibangun dengan bentuk tradisional Bali dipadukan 

dengan gaya art deco. Untuk itu ia meminta jasa seorang arsitek untuk membuat gambar 

serta maket rumah tersebut lengkap dengan rancangan yang diinginkan oleh Ahmed. 

Kemudian, berdasarkan rancangan tersebut si arsitek yang juga seorang developer 

membangun rumah tersebut dengan mempekerjakan orang lain untuk menyelesaikannya 

dan pihak yang mengerjakan bangunan tersebut diarahkan sepenuhnya oleh si arsitek.
189

 

Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang commissioned work, yaitu 

jenis ciptaan yang diwujudkan oleh orang lain di bawah pengarahan orang yang telah 

merancang atau mendesain ciptaan tersebut. Pencipta berdasarkan commissioned work 

sering juga disebut sebagai pencipta pinjam tangan karena dalam mengekspresikan ide 

yang ada padanya, ia menggunakan orang lain untuk melakukannya. Dalam hal ini 
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tercipta hubungan simbiosis mutualisme di mana orang yang mengerjakan mendapat 

penghargaan berupa sejumlah uang, sedangkan si perancang mendapatkan hak cipta atas 

ciptaan tersebut. 

Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta memberi persyaratan bahwa ide atau 

rancangan tersebut harus sudah memiliki wujud nyata dan bukan hanya sekadar ide yang 

bersifat abstrak. Wujud rancangan tersebut dapat berupa sketsa, motif pola, gambar, 

maket, atau blue print. Ketentuan ini sejalan dengan Penjelasan Pasal 40 huruf ayat (1) 

huruf f Undang-Undang Hak Cipta yang memasukkan motif, diagram, sketsa, logo, 

ataupun bentuk huruf indah sudah merupakan suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta.  

Persyaratan lainnya adalah bahwa orang yang mengerjakan harus berpedoman 

pada gambar atau desain yang dirancang tersebut, baik di bawah bimbingan arahan, 

maupun koreksi dari si perancang sendiri.
190

 

Ada beberapa hal panting yang perlu mendapat perhatian dalam menilai apakah 

suatu ciptaan termasuk commissioned work, yaitu bahwa: 

a. Si perancang tidak hanya rnenuangkan rancangannya dalam suaiu desain, sketsa, 

maket, atau gambar yang dapat dilihat, tetapi dia juga harus berperan aktif 

mengawasi, membimbing, mengarahkan. dan menunjukkan bagaimana cara 

mewujudkan setiap detail yang tertuang dalam desain tersebut dan mungkin juga 

melakukan korek si dan revisi sesuai dengan keinginannya sendiri. 

b. Pada prinsipnya orang yang dibayar atau dipekerjakan untuk mewujudkan desain 

tersebut tidak bebas berkreasi atau berimprovisasi, tetapi ia hanya mengikuti apa 
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yang telah ditentukan untuk dikerjakan dalam desain atau pola yang diminta 

untuk diwujudkannya. 

c. gambar atau desain yang telah ditentukan untuk diikuti, misalnya, bebas 

berkreasi menentukan dan memadukan warna atau menyesuaikan bentuk, 

ciptaan tersebut bukan lagi murni sebagai ciptaan dari orang yang merancang, 

melainkan kemungkinan telah terjadi joint authorship atau contract for service 

atas ciptaan tersebut antara si perancang dan orang yang disuruh untuk 

mewujudkan rancangan tersebut. 

Dalam ilustrasi seorang arsitek diatas, jika bangunan rumah telah selesai 

dibangun, hasil bangunan rumah adalah property milik Ahmad. Sedangkan hak cipta 

lembar rancangan bangunan dan maket bangunan dari rumah tersebut menjadi hak si 

arsitek, kecuali sewaktu menggambar rancangan rumah membuat maket rumah tersebut 

ia didikte dan diarahkan sepenuhnya oleh Ahmad secara detail dalam bentuk gambar 

atau sketsa ruang sehingga timbul commissioned work di antara mereka berdua. Akan 

tetapi, oleh karena si arsitek bebas mewujudkan sendiri rancangan rumah yang 

diinginkan Ahmad, sedangkan Ahmad hanya memberi gagasan yang bersifat abstrak 

(rumah berbentuk tradisional Bali dipadukan dengan gaya art deco), si arsitek tetap 

dianggap sebagai pencipta, baik atas gambar maupun bentuk bangunan rumah tersebut 

meskipun ia dibayar oleh Ahmad untuk membuat rancangan rumah tersebut dan 

meskipun rumah tersebut dibuat atau dibangun oleh pihak jasa konstruksi.
 

 

3.      Contract of Service dan Contract for Service 

Hak cipta yang lahir berdasarkan contract of service atau contract for service 

adalah ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau hubungan kedinasan pada suatu 



 

instansi (work-made-for hire). Dalam hal ini, pihak yang mempekerjakan akan dianggap 

sebagai pencipta dan pemegang hak cipta tanpa mempersoalkan derajat kontribusinya 

terhadap ciptaan tersebut. 

Robert Pendina berpendapat bahwa pemberian hak cipta, baik berdasarkan 

contract of service maupun contract for service bukan didasarkan pada penghargaan 

atas kreativitas pencipta, melainkan didasarkan pada teori simbiosis mutualisme. 

Berdasarkan teori simbiosis mutualisms, hak cipta dari si pencipta yang berbakat 

dianugerahkan kepada pihak lainyangmenanggung risiko ekonomi yang telah 

dikeluarkannya guna mewujudkan ciptaan tersebut dalam rangka meningkatkan 

kesejahteran masyarakat.
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a.       Contract of service dan contract for service di instant pemerintah 

Pasal 35 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa 

(1) kecuali diperjanjikan lain pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh 

ciptaan dalam hubungan dinas, yang dianggapsebagai pencipta yaitu instansi 

pemerintah  

(2) dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara 

komersial, pencipta dan atau pemegang hak terkait mendapatkan imbalan dalam 

bentuk royalti.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian royalti untuk penggunaan secara 

komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan 

pemerintah  
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Pasal 35 Undang-Undang Hak Cipta secara umum mengatur tentang timbulnya 

hak cipta atas suatu ciptaan yang dibuat berdasarkan suatu hubungan kerja yang disebut 

sebagai contract of service dan contract lot service.
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Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 

Hak Cipta khusus mengatur hubungan kerja contract of service dalam hubungan 

kedinasan di instansi pemerintah. Dalam Penjelasan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 

Hak Cipta disebutkan bahwa lingkup hubungan kedinasan tersebut adalah antara 

pegawai negeri dan instansinya. 

Dalam hubungan kedinasan antara pegawai negeri dan instansi yang 

mempekerjakannya teijadi hubungan contract of serviceyang secara hukum melahirkan 

hak cipta dimiliki oleh instansi atau departemsn yang mempekerjakan pencipta, kecuali 

ada perjanjian lain dalam hal penggunaan ciptaan tersebut diperluas sampai keluar 

hubungan dinas berbeda dengan hubungan dan jenis commissioned work, pihak yang 

menjalankan suatu ciptaan dalam hubungan contract of service dapat bebas kreasi jika 

departemen yang mempekerjakannya tidak membuat rancangan ciptaan untuk 

dipedomani, tetapi sekadar mengarahkan, member petunjuk, atau membimbing pencipta 

untuk mewujudkan suatu ciptaan, 

Sedangkan Pasal 36 mengatur tentang contract for service yang dilakukan 

berdasarkan pesanan dalam hubungan dinas dengan pihak lain  (nonpegawai negeri) 

yang tidak bekerja pada instansi tersebut. Contract service didefinisikan oleh McFarlane 

sebagai: 
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“Which an independent contractor renders his services tor remuneration without 

entering the employment of the person for whom the servicesare rendered.”
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Berdasarkan hubungan contract for service yang dilakukan dalam hubungan 

dinas dengan pihak luar, pemegang hak cipta atas ciptaan yang dipesan tersebut adalah 

instansi yang memesan, kecuali diperjanjikan lain, dalam hubungan contract for service 

bisa saja terjadi hubungan commissioned work jika pemesan membuat rancangan, pola, 

atau sketsa atas pesanannya dan mengarahkan pihak yang mengerjakan pesanan itu 

untuk mengikuti rancangan tersebut secara mendetail. Namun, jika pesanan ciptaan 

tersebut diserahkan sepenuhnya kepada si pembuat untuk mewujudkannya tanpa 

mengikuti suatu rancangan atau desain tertentu, pihak yang dipekerjakan untuk 

membuat pesanan bebas berkreasi menciptakan. 

b.Contract of service dan contract for service di instansi swasta 

Pasal 36 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa 

Kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat 

dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan. 

Pasal 36 Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang ciptaan yang dilakukan 

dalam hubungan kerja service of work atau service for work di instansi swasta 

(nongovernment). Misalnya, di bidang jurnalistik dilingkungan penerbitan surat kabar 

dan majalah, perusahaan konsultan desain bangunan, atau lernbaga penyiaran swasta. 

Dalam hal ini Undang-Undang Hak Cipta menetapkan bahwa pihak yang membuat 

ciptaan dianggap sebagai pencipta dan sekaligus berkedudukan sebagai pemegang hak 

cipta meskipun ciptaan tersebut dibuat atas dasar hubungan kerja. Namun demikian, 
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para pihak tetap memiliki kebebasan untuk memperjanjikan siapa yang akan menjadi 

pemegang hak cjpla atas suatu ciptaan. 

c.       Contract of service dan contract for service di perguruan tinggi 

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Hak Cipta, suatu ciptaan, baik 

yang dihasilkan dari hubungan kerja contract of service maupun contract for service di 

lingkungan kedinasan instansi pemerintahan atau di lingkungan swasta masih 

dimungkinkan terjadi joint ownership atau kepemilikan bersama antara pencipta dan 

pemesan ciptaan. Namun, ketentuan ini tidak berlaku terhadap suatu ciptaan yang dibuat 

oleh perguruan tinggi yang pembuatannya diblayai oleh negara karena ada pengaturan 

tersendiri (sui generis) untuk itu. 

Baik hubungan kerja contract for service maupun contract of service antara 

negara dan perguruan tinggi negeri ataupun swasta secara khusus telah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih 

Teknologi Kekayaan Intelektul serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh 

Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Dalam Pasal 5 ayat (1) 

disebutkan bahwa: 

“Kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang 

dihasilkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi 

dan lembaga litbang yang dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah dan/atau 

pemerintah daerah merupakan milik pemerintah dan/atau pemerintah daerah.” 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, hak cipta atas setiap ciptaan lahir dari 

kegiatan penelitian perguruan tinggi yang dibiayai oleh perintah atau pemerintah daerah 

berada pada pihak pemerinlah atau pemerintah daerah yang membiayai penelitian 

tersebut. Dalam hal ini, bisa terjadi bahwa pihak perguruan tinggi dianggap melakukan 



 

commissioned work meskipun perguruan tinggi berkreasi bebas dalam mewujudkan atau 

molakukan penelitian tersebut. 

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 lahun 2005 

tersebut tidak diatur kemungkinan adanya kepemilikan secara joint ownership antara 

perguruan tinggi dan negara atau pemerintah daerah yang telah membiayai penelitian 

tersebut. Sebaliknya, dalam Pasal 6 dipertegas lagi bahwa perguruan tinggi sebagai 

pelaksana penelitian tidak dapat mengalihkan hak milik kekayaan intelektual atas hasil 

penelitiannya kepada pihak lain. 

 

B. Terjadinya Pengalihan Kepemilikan Atas Hak Cipta Menurut UUHC 

Pengalihan hak cipta yang dilakukan dengan akte otentik atau akte di bawah 

tangan merupakan suatu upaya untuk memberikan penegasan mengenaihak dan 

kewajiban para pihak. Berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata penyerahan piutang atas 

nama dan kebendaan takbertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta 

otentik atau akta di bawah tangan dengan hak atas kebendaan tersebut dilimpahkan 

kepada orang lain. 

Ketentuan Pasal 613 KUHPerdata mengatur hak cipta sebagai benda bergerak 

tidak berwujud Dalam peralihannya dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah 

tangan. Namun dalam praktik masih terdapat pengalihan hak cipta yang dilakukan 

secara lisan. Pengalihan hak secara lisan tidak diakui oleh UU Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta. 

Pengalihan hak secara tertulis akan lebih menjaga kepastian hukum dan 

kejelasan jika dibandingkan dengan persetujuan secara lisan, apalagi pengalihan hak 

cipta yang dilakukan secara diam-diam. Hal itu mengingat terlalu banyaknya 



 

kepentingan yang tersangkut dalam  persoalan   hak cipta, termasuk   kepentingan  ahli  

waris  di kemudian hari. 

Pengalihan hak cipta itu didasari oleh motif ekonomi, yaitu keinginan untuk 

memperoleh manfaat ekonomi atau keuntungan secara komersial. Pencipta mengalihkan 

hak cipta dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari penjualan ciptaan, 

sedangkan hak cipta suatu ciptaan tetap ada di tangan pencipta selama ciptaan itu tidak 

diserahkan seluruh hak ciptanya. 

Berlakunya asas kemanunggalan hak cipta dengan penciptanya tersebut 

mengandung makna bahwa hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak 

dapat dijual lagi untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama. Apabila timbul sengketa 

antara beberapa pembeli hak cipta yang sama atas suatu ciptaan, perlindungan diberikan 

kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh hak cipta tersebut.Hak cipta dapat 

beralih, baik seluruhnya maupun sebagian, melalui-pewarisan, hibah, dan wasiat. 

Pengalihan dilakukan dengan memanfaatkan hak, yaitu berupa hak reproduksi, hak 

mempertunjukkan, hak mengadaptasi, dan hak menerjemahkan yang dapat dialihkan 

secara keseluruhan (secara sekaligus), dan dapat juga secara satu per satu atau sebagian, 

bahkan dapat hanya dalam bentuk tertentu, misalnya: 

1. bidang hak reproduksi, yang dialihkan hanya  hak reproduksi/ menerbitkan ciptaan 

itu dalam bentuk buku, bukan dalam majalah, bukan dalam surat kabar, dan 

sebagainya; 

2. bidang hak mempertunjukkan/memainkan, yang dialihkan hanyalah hak untuk 

memainkan musik tertentu di Taman Isrnail Marzuki (TIM) Jakarta saja, bukan 

untuk dimainkan di televisi, radio, dan sebagainya; 



 

3. bidang hak adaptasi, yang dialihkan adalah hak untuk membuat film dari ciptaan 

yang bersangkutan, bukan untuk disandiwarakan; 

4. bidang hak terjemahan, yang dialihkan adalah hak untuk menerjemahkan karangan 

yang bersangkutan hanya dalam bahasa Jepang, bukan dalam bahasa Spanyol atau 

bahasa Rusia,dan sebagainya. 

Di sisi lain hak cipta menjadi milik negara, apabila suatu ciptaan sama sekali 

tidak diketahui penciptanya dan harus telah didahului dengan upaya untuk mengetahui 

dan menemukan pencipta yang bersangkutan baru, Setelah benar-benar diyakitu bahwa 

ciptaan tidak diketahui atau tidak ditemukan penciptanya, hak cipta atau ciptaan tersebut 

ditetapkan dikuasai oleh negara. Namun, apabila di kemudian hari ada pihak yang dapat 

membuktikan sebagai pencipta atau adanya ciptaan tersebut, negara akan menyerahkan 

kembali hak ciptakepada yang berhak. Di samping itu, hak cipta juga dapat dialihkan, 

baik sebagian maupun seluruhnya, melalui jualbeli dan dengan perjanjian lisensi. 

Pengalihan hak cipta dapat juga dilakukan dengan transfer dan/atau assignment, 

transfer mengacu pada pengalihan yang berupa/berisikan pelepasan hak kepada pihak 

lain dan dalam pengalihan dapat dalam bentuk pewarisan, hi bah, wasiat, atau perjanjian 

jualbeli. Assignment mengacu pada pengalihan yang berisikan pemberian persetujuan 

atau izin untuk memanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya assignment 

mengambil bentuk perjanjian lisensi. 

Beralih atau dialihkannya hak cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi 

harus dilakukan secara tertulis, baik dengan maupun tanpa akta notariil, Hak cipta dapat 

beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena berikut ini, 

1.   Pewarisan 



 

Pengertian pewarisan, hibah, dan waris dalam UUHC 2014 pada penjelasan 

Pasal dinyatakan cukup jelas, dengan demikian pengertian pewarisan, hibah dan waris 

dikembalikan pengaturannya sesuai dengan yang diatur dalam KUHPerdata. 

Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang 

yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan 

masyarakat yang lebih berhak. Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni: 

hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Setiap daerah memiliki 

hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerababatan yang mereka anut. 

Hukum waris Islam adalah suatu hukum yang mengatur pembagian harta 

peninggalan seseorang yang berdasarkan Alqur’an dan Hadis. Dalam hukum waris 

Islam dikenal istilah bahar kalam, yaitu anggota keluarga yang memiliki hak atas harta 

peninggalan seorang yang meninggal dunia, yaitu:  

a. laki-laki meliputi anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah kakek/ 

ayahnya ayah, saudara kandung anak laki-laki dari saudara laki-laki, suami, paman, 

anak dari paman laki-laki, dan laki-laki yang memerdekakan budak;  

b. perempuan  meliputi anak perempuan,  cucu   perempuan dari anak laki-laki, ibu, 

nenek, saudari kandung istri, dan wanita yang memerdekakan budak, 

Pembagian berdasarkan waris  Islam dilakukan  dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

(1) setengah untuk bagian anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari 

seayah ibu, serta saudari seayah dan suami jika tanpa anak;  

(7) seperempat untuk bagian suami bersama anak atau cucu, Istri tanpa anak atau cucu 

dari anak laki-laki;  



 

(2) seperdelapan untuk bagian istri bersama anak atau cucu dari anak laki-laki;  

(3) sepertiga untuk bagian Ibu tanpa ada anak, saudari seibu duaorang atau lebih; 

(4) duapertiga untukbagian anak perempuan, cutu perempuan darianak laki-laki, saudari 

seayah ibu, dan saudari seayah; 

(5) seperenam untuk bagian Ibu bersama anak atau cucu dari anak laki-laki, nenek, 

saudari seayah bersama saudari seayah ibu, ayah bersama anak atau cucu dari anak 

laki-laki, serta Kakek. Waris berdasarkan KUHPerdata, yang dimaksud dengan 

hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan  

harta  kekayaan  seseorang yang telah  meninggal dunia. Dengan kata lain hukum 

waris mengatur peralihan harta kekayaan yang dititiggalkan oleh seseorang yang 

telah meninggal dunia beserta akibatnya bagi ahli waris. 

Pada dasarnya yang dapat diwariskan hanyalah hak dan kewajiban di bidang 

hukum kekayaan, termasuk hak cipta program komputer, kecuali hak dan kewajiban di 

bidang hukum yang tidak dapat diwariskan, seperti perjanjian kerja, hubungan kerja, 

keanggotaan perseroan dan pemberian kuasa. Adapun hak dan kewajiban di bidang 

hukum yang dapat diwariskan adalah hak dari suami untuk menyangkal keabsahan anak. 

Hukum waris diatur dalam Pasal 528 dan Pasal 584 KUHPerdata. Dalam subjek 

hukum waris terbagi dua yaitu perwaris, yaitu seseorang yang meninggalkan harta dan 

diduga meninggal dengan meninggalkan harta, dan ahli waris, yaitu mereka yang sudah 

lahir pada saat warisan terbuka. Hal itu berdasarkan Pasal 836 KUHPerdata. 

Adapun prinsip wmum dalam kewarisan perdata antara lain pewarisan terjadi 

karena meninggalnya pewaris dengan sejumlah harta serta hak dan kewajiban di bidang 



 

harta kekayaan “beralih” demi hukum. Hal itu berdasarkan Pasal 833 KUHPerdata, yang 

menimbulkan hak untuk menuntut (heriditatispetitio); 

Pihak yang berhak mewaris menurut KUHPerdata adalah mereka yang memiliki 

hubungan darah. Hal itu berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata, yaitu harta tidak boleh 

dibiarkan tidak terbagi, dan setiap orang cakap untuk mewaris (kecuali ketentuan Pasal 

838 KUHPerdata). 

KUHPerdata juga mengatur mengenai syarat-syarat pewarisan hukum waris 

perdata, antara lain pewaris meninggal dan meninggalkan harta serta hubungan antara 

pewaris ahli waris harus ada hubungan darah untuk maksud mewaris berdasarkan 

undang-undang. Ahli waris harus patut mewaris atau cakap mewaris dan pengecualian 

terdapat pada ketentuan Pasal 838 KUHPerdata. 

Pengecualian tersebut diberlakukan untuk orang yang dianggap tidak pantas 

untuk menjadi ahli waris, sehingga ia tidak mungkin mendapat warisan, yaitu seorang 

yang dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang 

mewarisi, dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah 

mengajukan tuduhan terhadap pewaris, yaitu bahwa pewaris pernah melakukan suatu 

kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih 

berat lagi, telah menghalangi orang yang telah meninggal dengan kekerasan atau 

perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya, dan telah 

menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan, wasiat orang yang meninggal. 

Dalam KUHPerdata juga diatur mengenai peristiwa yang menyebabkan pewaris 

dan ahli waris meninggal secara bersama-sama, Hal itu disebutkan dalam Pasal 831 

KUHPerdata yang menyatakan bahwa apabila beberapa orang, yang antara seorang dan 



 

yang lainnya ada hubungan pewarisan meninggal karena suatu kecelakaan yang sama 

atau meninggal pada hari yang sama, tanpa diketahui siapa yang meninggal lebih 

dahulu, mereka dianggap meninggal pada saat yang sama dan terjadi peralihan warisan 

dan yang seorang kepada yang lainnya. Oleh karena itu, dapat ditegaskan kembali 

bahwa jika tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu, maka tidak saling 

mawaris, tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu. 

Waris dalam hukum adat diatur sesuai dengan hukum adat di daerah masing-

masing. Apabila ahli waris dan/atau pewaris berasal dari daerah yang berbeda, 

pembagian waris didasarkan atas persetujuan dan/atau kesepakatan. 

2.   Hibah 

Dalam praktik pelaksanaan di Indonesia, khususnya penghibahan atas barang 

yang tidak bergerak, seperti penghibahan atas tanah dan rumah, selalu dipedomani 

ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1682 dan 1687 Kitab Undang-Undang Perdata, 

yaitu adanya formalitas dalam bentuk akta notaris. Hal itu juga berlaku ketentuan 

terhadap benda bergerak tidak berwujud untuk hak cipta program komputer. 

Menurut KUHPerdata, hibah tidak dapat dicabut kembali seperti yang tertera di 

KUHPerdata Pasal 1668, yaitu penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap 

berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk 

dalam hibah. Hibah semacam itu sekadar mengenai benda tersebut dianggap sebagai 

batal. 

Makna Pasal 1682 dan 1687 Kitab Undang-Undang Perdata dimaksud bahwa 

seseorang yang sudah menghibahkan harta tidak ada lagi kekuasaan pada penghibah 

terhadap barang yang sudah dihibahkan. Oleh karena itu dalam syarat tersebut di atas 



 

yaitu penghibah harus mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, 

sebagaimana diatur dalam 1320 KUHPerdata tentang sahnya. Perjanjian, yaitu sepakat, 

cakap, hal tertentu dan sebab yang halal. Dalam ketentuan tersebut tersebut arus sudah 

dewasa dan berakal, maksudnya sudah mampu berpikir tentang bagaimana akibatnya 

ketika melaksanakan hibah. 

Pada dasarnya hibah tidak dapat dicabut, tetapi hibah tetap dapat dicabut kembali 

ketika tidak terpenuhinya syarat-syarat hibah sebagaimana diatur dalam KUHPerdata 

Pasal 913 “, yaitu bagian mutlak atau legitime portie bagian dari harta peninggalan yang 

harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang. Terhadap 

bagianmana yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku 

pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat” Hibah juga dapat dicabut 

apabila penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan 

yang bertujuan mengambil jiwa penghibah atau apabila penerima hibah menolak 

memberikan tunjangan nafkah si penghibah, setelah penghibah jatuh miskin. 

3.    Wasiat 

Wasiat berasal dari kata “washshaitu asy-syaia, uushii, artinya aushaltuh (aku 

menyampaikan sesuatu)” yang juga berarti pesanan. Jadi berwasiat juga diartikan 

berpesan untuk melakukan sesuatu hal atau bermakna sesuatu janji kepada pihak lain 

untuk melakukan sesuatu ketika ia masih hidup atau setelah wafat. Jika dikaitkan 

dengan perbuatan hukum wasiat itu pada dasarnya juga bermakna transaksi pemberian 

sesuatu kepada pihak lain. Pemberian itu dapat berbentuk penghibahan harta atau 

pembebanan/pengurangan utang atau pemberian manfaat dari milik pemberi wasiat 

kepada yang menerima wasiat. 



 

Wasiat memberikan hak secara sukarela yang dikaitan dengan keadaan sesudah 

mati, baik diucapkan dengan kata atau bukan, sedangkan menurut Sayid Sabiq, wasiat 

adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang , maupun 

manfaat, untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah yang berwasiat mati. Pada 

dasarnya inti dari defitusi yang beragam itu ialah bahwa wasiat itu merupakan pesan 

dari seseorang yang isinya memberikan sejumlah harta atau pembatasan/pengurangan 

utang atau pemberian manfaat harta kepada orang lain setelah ia wafat. Dengan istilah 

lain, wasiat itu pesan memberikan harta kepada pihak lain yang pemberian itu mulai 

berlaku apabila pihak yang berpesan meninggal dunia. 

Sebagaimana hibah, wasiat juga dilakukan oleh sepihak, tidak ada kontraprestasi 

dari pihak penerima. Menurut pengertian tersebut, perbedaan mendasar wasiat dengan 

hibah adalah hibah dilaksanakan ketika pemberi masih hidup, tetapi wasiat didahukukan 

ketika pemberi sudah meninggal dunia. 

Perbedaan lainnya bahwa hibah menyangkut hak kebendaan, yang maksudnya 

hal yang menyangkut benda/barang yang bermanfaat bagi penerima hibah, sedangkan 

dalam wasiat bukan hanya dalam bentuk budels barang, tetapi berupa piutang atau 

manfaat lain yang tidak hanya bermanfaat bagi penerima wasiat. Teritasemen juga dapat 

berisileg eat yaitu suatu pernyataan pemberian sesuatu kepada seseorang. Adapun yang 

diberikan dapat berupa satu atau beberapa benda tertentu, seluruh benda dan satu macam 

jenis, hokvruck-gebruik atas sebagian atau seluruh warisan dan sesuatu hak lain terhadap 

budels. Orang yang melakukan legeat dinamakan legeataris ia bukan shli waris karena ia 

tidak menggantikan peninggal dalam hak dan kewajibannya (yang penting tidak 



 

diwajibkan membayar utangnya). Orang tersebut hanya berhak menuntut penyerahan 

benda atau pelaksanaan hak yang diberikan kepadanya dari ahli waris. 

4.    Perjanjian 

Perjanjian gdalah salah satu bagian dari perikatan, yang merupakan bentuk 

perikatan yang banyak terjadi dan yang sangat penting. Perikatan yang lahir dari 

perjanjian beriandaskan keinginan para pihak dan akibat hukum yang timbul 

dikehendaki oleh parapihak. Perikatan yang timbul dari undang-undang perikatan 

diadakan oleh undang-undang dan timbul di luar kemauan para pihak. 

Dalam pengalrhan hak cipta program komputer melalui perjanjian, hal pokok 

yang perlu pahami adalah moral dan etika para pihak yang melakukan perjanjian. Untuk 

itu dalam perjanian dikenal adanya asas hukum, asas hukum Perjanjian Lisensi Hak 

Cipta Program Komputer meliputi berikut ini. 

a.   Asas Kebebasan Berkontrak dan Sahnya Perjanjian 

Tahap awal perjanjian disepakati dan ditandatangani sampai dengan pelaksanaan 

perjanjian lisensi hak cipta program komputer, ada beberapa proses yang dilalui, yaitu 

pada tahap awal harus dipenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 dan 

Pasal 1338 KUH Perdata.Ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata 

menentukan Pertamo, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. 

Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itudiberikan karena kekhilafon atau diperoleh 

dengan poksaan atau penipuan . 

Kedua, adanya kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Setiap 

orang adalah cakap untuk membuat perikatan jika ia oleh undang-undang tidak 

dinyatakan tidak cakap. Tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah orang yang 



 

belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Orang yang dinyatakan 

tidak cakap boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat, yaitu dimana 

kekuasaan itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Setiap orang yang cakap untuk 

mengikatkan diri tidak diperkenankan mengemukakan ketidakcakapan orang yang 

belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dengan siapa mereka 

telah membuat suatu persetujuan. 

Ketiga, adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan. Hanya benda yang dapat 

diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan. Suatu persetujuan harus 

mempunyai pokok benda yang ditentukan jenisnya. Benda yang baru akan ada 

dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan 

Keempat, adanya suatu sebab yang halal. Suatu persetujuan sebab, atau yang 

telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan 

hukum. Jika lidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal, atau 

jika ada sesuatu sebab lain daripada yang dinyatakan, persetujuan demikian adalah sah. 

Adapun suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila 

berlawanan dengan kesusilaan yang balk atau bertentangan ketertiban umum. Ketentuan    

yang    diatur    dalam    Pasal    1338    KUHPerdata menentukan Pertama, semua 

persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi  mereka yang 

membuatnya. Oleh   sebab   itu,   setiap   persetujuan   yang   melahirkan    adanya 

perjanjian   atau  kontrak,   kekuatan   perjanjian   itu   sama   dengan undang-undang, 

Artinya, para pihak yang terikat di dalam perjanjian itu harus menaati klausul-klausul 

yang telah disepakatinya. Jika salah satu  pihak cidera,  maka dengan  bantuan   negara, 

dalam   hal  itupengadilan, dapat memaksakan pelaksanaan klausul yang diciderai itu 



 

melalui alat-alat negara. Adalah oscrs pocta sunt servanda maka menurut asas itu setiap 

perjanjran adalah mengikat dan harus ditaati oleh mereka yang membuatnya untuk 

dilaksanakan; 

Kedua, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua 

belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk 

itu. Dengan ketentuan yang demikian rnaka safah satu pihak tidak boleh berbuat 

sewenang-wenang terhadap pihak yang lain sehingga menimbulkan perjanjian diputus di 

tengah jalan. Adapun jika akan memutus perjanjian di tengah jalan maka salah satu 

alasan adalah tidak dipenuhrnya ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata; dan Ketigo, 

persetujuan itu harus dilaksanakan dengan iktikad baik (good foit/ter goede trouw/bona 

fides), artinya bahwa para pihak satu sama lain harus berlaku patut, tanpa tipu daya, 

tanpa tipu muslihat, tanpa akal-akalan, tanpa mengganggu pihak lain, tidakmelihat 

kepentingan sendiri tetapr harus melihat kepentingan pihak lain termasuk dalam hal itu 

kepentingan masyarakat umum. 

Asas kebebasan berkontrak itu berlaku universal, artinya sistem hukum kontrak 

di negara lain, baik yang bercorak continentalmaupun common law mengakui asas 

kebebasan berkontrak. Asas itu mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi 

manusia serta sebagai perwujudan dari asas yang lebih umum, yaitu persamaan 

kedudukan. 

Apabila secara hukum para pihak dianggap memiliki persamaan kedudukan, 

mereka mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum 

adalah berbuat atau tidak berbuat berdasarkan norma hukum yang berlaku sehingga 

menimbulkan akibat hukum yang dipertanggungjawabkan kepada yang berbuat atau 



 

tidak berbuat. Dengan demikian, semua bentuk hukum pada dasarnya bertujuan secara 

filsafatt, yaitu hukum untuk keadilan; secara sosiologis, yaitu hukum untuk kegunaan; 

dan secara yuridis, yaitu hukum untuk memberi kepastian. 

6.    Asas Kepatutan atau Kewajaran 

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian pada umumnya dan dalam perjanjian lisensi 

hak cipta program komputer pada khususnya, perlu dipenuhinya syarat budi dan 

kepatutan (redelijkheid en billijkheid). Redelijk mempunyai makna dapat dimengerti 

dengan intelektual atau akal sehat atau dengan budi (reasonable). Biliijk mempunyai 

makna dapat dirasakan sebagai sopan, atau patut, atau adil. Dengan demikian, redelijk 

dan billijk mefiputi semua yang dapat ditangkap dengan intelektual manusia dan dengan 

perasaannya. Jadi, iktikad baik itu menunjuk suatu keadaan jiwa, yaitu keadaan jiwa itu 

drlindungr hukum. 

Asas iktikad baik dapat dikatakan sebagai asas yang khas terdapat dalam 

sistemhukum kontrak continental. Dalarn sistem hukum kontrak common law tidak 

dikenal secara eksplisit eksistensi dari asas iktikad atau kehendak atau maksud baik itu. 

Asas iktikad baik juga dapat berfungsi sebagai penyeimbang dari adanya asaskebebasan 

berkontrak. Fungsi penyeimbang itu akan berjalan bersama-sama dengan asas 

kewajaran. Asas iktikad baik hendaknya diterapkan untuk mengatur persoalan kontrak 

khususnya yang menyangkut proses sebelum perundingan, selama perundingan, 

pembuatan kontrak, dan dalam pelaksanaan kontrak. 

Asas iktikad baik, asas kewajaran, kelayakan, atau kepatutan juga merupakan 

asas penyeimbang bagi penerapan asas kebebasan berkontrak. Asas itu tipikal khas 

terdapat pada sistem hukum kontrak common law. Asas itu pula yang oleh sebagian 



 

besar ahli hukum kontrak sering dianggap setara dengan asas kewajaran. Asas 

kewajaran akan sangat berperan penting untuk dijadikan alat penilaian bagi klausul yang 

tidak tergolong unfair. 

Dengan kata lain, parameter atau tolok ukur untuk menentukan suatu klausul 

dalam kontrak standar ataupun kontrak bukan standar adalah atau unfair maka untuk itu 

dipakai asas kewajaran. 

c.    Asas Kewajiban 

Pada tahap pelaksanaan suatu perjanjian antarahak dan kewajiban terdapat 

hubungan yang sangat erat, kewajiban yang satu mencerminkan adanya hak yang lain, 

demikian pula sebaliknya. Apabila pemilik atau pemegang hak cipta program komputer 

mempunyai suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu yang ditujukan kepada pemakai 

atau konsumen maka dengan melakukan suatu perbuatan yang ditujukan kepada 

pemakai atau konsumen, pemilik atau pemegang hak cipta program komputer telah 

menjalankan kewajibannya. Sebaliknya, karena adanya kewajiban terhadap pemilik 

ataupemegang hak cipta program komputer, pemakai atau konsumen mempunyai suatu 

hak yang dapat dituntutkan kepada pemilik ataupemegang hak cipta berupa kewajiban 

yang harus dilaksanakan. 

d.   Asas Hak 

Hak merupakan tuntutan sah dan dapat dibenarkan yang dibuat oleh orang atau 

kelompok orang atau suatu korporasi yang satu terhadap orang atau kelompok orang 

atau korporasi yang lain. Orang atau kelompok atau korporasi yang memiliki hak dapat 

menuntut orang atau kelompok atau korporasi lain untuk menghormati dan memenuhi 

hak itu. 



 

Pada awal mulanya hak dalam zaman Yunani Kuno, menurut Plato dan 

Aristoteles, belum berbicara tentang hak dalam arti yang sebenarnya. Kata iusiuris 

dalam bahasa Latin semula diartikan sebagai law atau hukum objektif, yaitu keseluruhan 

undang-undang, aturan, dan lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat demi 

kepentingan umum, Pada akhir abad pertenganan kata /us berkembang pengertiannya 

menjadi arti subjekttf (right), bukan benda saja yang dapat dimiliki orang, melainkan 

ciri yang dimiliki oleh seseorang, yaitu kesanggupan seseorang untuk dengan suka hati 

menguasai sesuatu atau melakukan sesuatu. 

Hak dalam arti modern lahir pada akhir abad ke-17 dan dalam abad ke-l8 dengan 

ciri bahwa manusia lahir bebas terlepas dari setiap ikatan dengan hukum objektif, Hak 

dalam arti modern itu baru dapat timbul sesudah diakui kebebasan dan otonomi setiap 

manusia,Keinsyafan terhadap martabat manusia sebagai makhluk yang bebas dan 

otonom merupakan syarat untuk memungkinkan diakui hak. Hak yang timbul dan 

dimiliki oleh para pihak pada perjanjian lisensi hak cipta program komputer merupakan 

hak khusus. Hak khusus timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia atau 

karena fungsi khusus yang dimiliki orang satu terhadap orang lain. Hak umum dimiliki 

manusia bukan karena hubungan manusia, melainkan hak umum (natural rights) itu 

dimiliki oleh setiap manusia tanpa kecuali atau disebut sebagai hak asasi manusia atau 

human rights. 

Berkaitan dengan hak asasi manusia itu, di dalam Pasal 1 Pernyataan Umum tentang 

Hak Asasi Manusia ditentukan sebagai berikut. 

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang 

sama, Mereka dikaruniai akal serta hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain 



 

dalam semangat persaudaraan. Lebih lanjut apabila hak cipta dikaitkan dengan hak asasi 

manusia, 

Pengaturan dalam Pasal 27 menentukan, bahwa: 

(i) setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam kehidupan kebudayaan 

masyarakat, untuk mengecap kenikmatan kesenian dan berbagi dalam kemajuan 

ilmu pengetahuan dan manfaatnya;dan 

(ii) setiap orang berhak untuk memperoleh periindungan atas kepentingan-kepentingan 

morif dan material yang diperoleh sebagai hasil dari sesuatu produksi ilmiah, 

kesusastraan, atau kesenian yang diciptakannya. 

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum
6
 adalah bahwa (1) hak itu 

dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu; (2) 

hak itu tertuju kepada orang lain; (3) hak yang ada pada seseorang mewajibkan pihak 

lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan; (4) untuk melakukan 

atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tersebut menyangkut sesuatu yang bisa disebut 

sebagai objekdari hak; dan (5) setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu 

suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. 

Dengan demikian, para pihak yang terlibat pada perjanjian lisensi hak cipta 

program komputer dalam melakukan pengalihan hak berhak atas prestasi yang wajib 

dilaksanakan oleh pihak lain sesuai dengan klausul kontrak atau perjanjian yang telah 

disepakati. Setiap pihak dapat melakukan tuntutan haknya secara sah dan dapat 

dibenarkan oleh hukum, sedangkan pihak lain menghormati atau memenuhi tuntutan 

hak itu sebagai kewajibannya. 

e.   Asas Keadilan 



 

Di dalam suatu perjanjian lisensi hak cipta program komputer, keadilan 

merupakan tiang utama yang menjadi jembatan antara hak dan kewajiban para pihak 

yang terlibat di dalam pelisensian tersebut. Adil, berarti: 

1).  tidak berat sebelah, tidak memihak; 

2).  berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; 

3).   sepatutnya, tidak sewenang-wenang. 

Definisi keadilan pertama kali dikemukakan oleh Ulpianus yang mengutip 

gagasan Celcus, yaitu bahwa keadilan adalah tribuere caique suum atau to give 

everybody his own atau memberikan kepada setiap orang yang dia mempunyai atau 

memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya  

Dalam teori keadilan dikenal adanya teori yang disebuit sebagai keadilan 

retributif dan keadilan kompensatoris. Keadilan retributif berkaitan dengan kesalahan, 

maksudnya hukuman atau denda yang dijatuhkan kepada seseorang yang bersalah harus 

bersifat adil, artinya orang yang dihukum atau didenda harus tahu atau sadar apa yang 

dilakukan atau orang yang dihukum atau didenda harus benar-benar berbuat salah dan 

hukuman atau denda harus konsisten serta proporsional dengan kesalahan yang 

dilakukan. Keadilan kompensatoris mengharapkan orang yang mempunyai kewajiban 

moral untuk memberi kompensasi atau ganti rugi kepada orang yang dirugikan, dengan 

syarat perbuatannya sungguh-sungguh merupakan kelalaian dan menyebabkan kerugian 

bagi orang lain. 

Para pihak di dalam perjanjian lisensi hak cipta program komputer dalam tahap 

awal pengalihan hak melalui perjanjian harus memperhatikan kewajiban pihak lainnya. 

Artinya, pelaksanaan kewajiban pihak lain tersebut jangan menjadi sebab terputusanya 



 

hubungan di antara para pihak. Dengan memperhatikan kewajiban pihak lain 

pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta dalam tahap lisensi berjalan baik, luwes, dan 

ada hasil yang saling menguntungkan. 

a.    Perjanjian Lisensi 

Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemilik kepada pihak lain melalui 

suatu perjanjian berdasarkan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari 

suatu objekyang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat 

tertentu.Menurut Undang-Undang Hak Cipta Lisensi, adalah izin yang diberikan oleh 

pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain bertujuan 

mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan 

persyaratan tertentu. 

Pengalihan atas hak cipta dapat dilakukan agar pihak lain selain pencipta dapat 

menikmati manfaat dari suatu karya cipta. Jika terjadi pengalihan hak cipta, maka hak 

cipta yang semula dimiliki oleh pencipta akan beralih pula kepada pihak lain sehingga 

secara ekonomi pencipta akan kehilangan kepemilikan atas hak cipta tersebut.Dalam hal 

itu, lisensi mempunyai pengertian untuk memberikan izin oleh yang berwenang untuk 

melakukan suatu perbuatan. Jadi, dengan perjanjian lisensi, pemberi lisensi (licensor) 

memberikan izin kepada penerima lisensi (licensee) untuk menggunakan hak kekayaan 

intelektual milik licensor. Pemberian lisensi oleh licensor kepada licensee untuk 

menggunakan HKI licensor tersebut disertai pembayaran imbalan berupa royalti kepada 

licensor. Secara umum, dalam hak cipta, hak ekonomi, antara lain meliputi hak 

reproduksi atau penggandaan (reproduction right), hak adaptasi (adaptation right), hak 

distribusi (distribition right), hak pertunjukan (public performance right), hak penyiaran 



 

(broadcasting right), hak program kabel (cable casting right), Droit de Suite, hak 

pinjam masyarakat (public lending right), hak untuk mengumumkan dan hak untuk 

mentransformasikan ciptaan atau mengalihkan ciptaan. 

Perjanjian Lisensi pada dasarnya pemberian izin oleh pemegang hak kepada 

pihak lain untuk memanfaatkan haknya (tanpa terjadi pengalihan hak). Pemanfaatan 

tersebut dapat berupa perbanyakan, pengumuman, atau penyewaan. Pemegang hak cipta 

dapat memberikan izin melalui perjanjian lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan 

karya ciptanya dan isi perjanjian lisensi harus tidak menyimpang dari ketentuan dalam 

undang-undang. 

UUHC 2002, Pasal l, yang dimaksud dengan lisensi adalah izin yang diberikan 

oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk 

mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak Terkaitnya dengan 

persyaratan tertentu. 

Dalam Pasal 3 ayat (2) di sebutkan bahwa hak cipta dapat beralih atau diatihkan, 

baik seluruhnya maupun sebagian, karena perjanjian tertulis, beralih, atau dialihkannya 

hak cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis, baik 

dengan maupun tanpa akta notariiI.Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi 

kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. 

Pencipta atau pemegang hak cipta atas karya program kornputer memiliki hak 

untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya 

menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial,Lingkup 

perjanjian lisensi hak cipta meliputi semua perbuatan untuk mengumumkan atau 



 

memperbanyak ciptaan dan dengan kewajiban memberikan royalti kepada pencipta atau 

pemegang hak cipta oleh penerima Lisensi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak 

dan berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh 

wilayah negara Republik Indonesia. Pemegang hak cipta tetap boleh meiaksanakan 

sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketrga untuk mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaannya. 

Perjanjian lisensi hak cipta program kornputer dilarang memuat ketentuan yang 

dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat 

ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Agar dapat mempunyai 

akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 

b.   Jenis Perjanjian Lisensi 

Jenis perjanjian lisensi hak cipta program komputer terbagi atas dua jenis 

perjanjian, yaitu perjanjian lisensi secara tertutup (lisensi close source), dan perjanjian 

lisensi secara terbuka (open source), dengan penjelasan: 

 

1)   Perjanjian Lisensi Secara Tertutup (Lisensi Close Source) 

Lisensi perangkat lunak dose source merupakan lisensi yang umumnya dibuat 

dengan perjanjian baku, formal, dan bersifat komersial, dan dimiliki oleh perusahaan 

besar, antara lain IBM, Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Acrobat, 

PhotoShop, Corel Draw, Page Maker, AutoCAD, beberapa perangkat lunak Anti Virus 

(Norton Anti, MCAffee, Bitdefender, Kaspersky), dalam perangkat lunak Firewall (Tiny, 

Zona Alarm, dan Seagate). 



 

Perjanjian baku atau standard contract, merupakan perjanjian yang sudah umum 

digunakan oleh sebagian besar di dunia bisnis, Perjanjian baku merupakan perjanjian 

yang isinya telah diformulasikan oleh suatu pihak dalam bentuk formulir. Lahirnya 

perjanjian baku dilatarbelakangi oleh perkembangan masyarakat modern, dan 

perkembangan keadaan sosial ekonomi. Tujuan semula diadakannya perjanjian baku 

adalah alasan efisiensi dan alasan praktis. 

Jenis lisensi dose source sangat beragam dan bervariasi antara perusahaan satu 

dan perusahaan lain, mempunyai karakteristik yang berbeda-beda bergantung pada 

keinginan dan strategi perusahaan tersebut dalam mengedepankan mengaruhi konsumen 

untuk menggunakan produknya. 

Dalam The Hallowen Document terdapat beberapa jenis lisensi yang dapat 

digunakan oleh Microsoft untuk program   kornputer. 

Beberapa jenis lisensi tersebut, antara lain adalah: 

1. (a)  lisensi commercial yaitu jenis lisensi yang biasa ditemui pada perangkat   lunak,   

sepertf   Microsoft   dengan   Windows   dan Offienya,   Lotus,   dan  Oracle dan   

lain,   Perangkat  lunak,  yangdiciptakan dengan lisensi rtu memang dibuat untuk 

kepentingan komersial sehingga pengguna yang ingin menggunakannya harus 

membeli atau mendapatkan izin penggunaan dari pemegang hak cipta, 

(c) lisensi trial perangkat lunak adalah jenis lisensi yang biasa ditemukan pada 

perangkat lunak untuk keperluan demo dari sebuah perangkat lunak sebelum 

diluncurkan ke masyarakat atau biasanya sudah diluncurkan, tetapi memiliki batas 

masa aktif. Lisensi itu mengizinkan pengguna untuk menggunakan, menyalin atau 

menggandakan perangkat lunak tersebut secara bebas. Namun karena bersifat demo, 



 

sering kali perangkat lunak dengan lisensi itu tidak memiliki fungsi dan fasilitas 

selengkap versi komersialnya dan biasanya dibatasi oleh masa aktif tertentu 

(d) lisensi nan commercial yaitu lisensi yang biasanya diperuntukkan untuk kalangan 

pendidikan atau yayasan tertentu di bidang sosial, sifatnya yang tidak komersial atau 

biasanya gratis, tetapi dengan batasan penggunaan tertentu 

(e) lisensi shareware yaitu lisensi yang mengizinkan pemakainya untuk menggunakan, 

menyalin atau menggandakan tanpa harus meminta izin pemegang hak cipta. 

Berbeda dengan trial perangkat lunak, lisensi itu tidak dibatasi oleh batas waktu 

masa aktif dan memiliki fitur yang lengkap. Lisensi jenis itu biasanya ditemukan 

pada perangkat lunak perusahaan kecil 

(f) lisensi freeware yaitu lisensi yang biasanya ditemukan pada perangkat lunak yang 

bersifat mendukung, memberikan fasilitas tambahan, atau memang free/gratis. 

Contoh yang bersifat mendukung antara lain adalah plug in tambahan yang biasanya 

menempel pada perangkat lunak induk seperti Eye Candy yang menempel pada 

Adobe Photoshop, dan 

(g) lisensi royalti-free binarie yaitu lisensi yang serupa dengan lisensi freeware, tetapi 

hanya saja produk yang ditawarkan adalah library yang berfungsi melengkapi 

perangkat lunak yang sudah ada, bukan merupakan suatu perangkat lunak yang 

berdiri sendiri. 

2)    Perjanjian Lisensi Secara Terbuka (Lisensi Open Source) 

Lisensi open source mempunyai ciri-ciri bahwa pengguna dapat menginstal 

perangkat lunak secara optimal pada komputer, jumlah pengguna perangkat lunak tidak 

dibatasi, pengguna dapat membuat salinan terhadap perangkat lunak tersebut sebanyak 



 

yang diinginkan dan memberikannya kepada siapa pun (distribusi ulang free atau 

terbuka), serta tidak ada batasan dalam memodifikasi program dan mendistribusikannya 

atau bahkan menjual perangkat lunak tersebut. Adapun jenis lisensi open source adalah: 

(a) General Public License (GPL), yaitu lisensi untuk suatu program dapat digunakan, 

dimodifikasi, atau didistribusikan oleh pihak lain tanpa ada pembatasan dari 

pembuatnya; 

(b) Berkeley Perangkat lunak Distribution License (BSD), yaitu lisensi yang relatif 

memiliki lebih sedikit keterbatasan pada apa yang boleh dilakukan para developer, 

termasuk boleh membuat karya turunan yang bersifat proprietary; 

(c) The X Concortiun License, yaitu lisensi yang digunakan oleh distribusi X Window, 

lisensi itu hampir membolehkan modifikasi apa pun; 

(d) The Artistic adalah lisensi yang digunakan oleh perlindungan dan pengembangan, 

lisensi itu memodifikasi beberapa aspek yang bersifat kontroversial pada GPL. 

Lisensi itu melarang penjualan perangkat lunak, tetapi membolehkan penyertaan 

program lain yang dijual; 

(e) Mozilla Public License (MPL) yaitu lisensi yang digunakan oleh netscape ketika 

melepaskan source code browser netscape. Lisensi itu memperbolehkan para 

developer untuk karya derivatif yang bersifat proprietary; dan 

(f) Q Public License (QPL) yaitu fisensi yang digunakan Trolltech ketika melepaskan 

library Q. 

Beberapa   fitur yang sama   yang  dimiliki   lisensi  open source memiliki 

karakteristik:  

1. pengguna dapat menginstal perangkat lunak pada sebanyak-banyaknya komputer. 



 

2. jumlah pengguna perangkat lunak tidak dibatasi. 

3. pengguna dapat membuat salinan terhadap perangkat lunak sebanyak yang 

diinginkan dan memberikannya kepada siapa pun (distribusi ulang free atau 

terbuka). 

4. tidak ada batasan dalam memodifikasi program, dan 

5. tidak ada batasan untuk mendistribusikan atau bahkan menjual perangkat lunak. 

 

 

c.    Bentuk dan Isi Perjanjian Lisensi 

1)   Bentuk Perjonjian Lisensi 

Bentuk perjanjian lisensi hak cipta program komputer dalam pengalihan hak 

melalui transaksi elektronik mempunyai bentuk yang beragam dan cakupan muatan 

materi yang luas. Adapun bentuk perjanjian lisensi meliputi: 

a) hak yang diberikan dalam lisensi 

(1) hak khusus atau tidak khusus, terutama berkaitan dengan produk yang 

seragam. 

(2) dapat ditarik kembali/tidak, sehubungan dengan masalah pelanggaran, dan 

(3) hak untuk menggunakan manual pemakaian dan dokumentasi terkait. 

b) Jangka waktu lisensi 

(1) tidak terbatas atau terbatas. 

(2) hak memperbarui dan jangka waktunya. 

c) Ruang lingkup lisensi: 



 

(1) lisensi yang digunakan secara internal dan digunakan untuk kepentingan 

komersial 

(2) jumlah pengguna yang disebutkan namanya atau yang konkuren dan variasi 

lainjumlah unit/produk 

(3) hak memperbanyak untuk cadangan, hak untuk hak cipta, dan 

(4) hak untuk mengubah perangkat lunak dan mengombinasikannya dengan produk 

lain, siapa yang menjadi pemilik basil modifikasi dan masalah hak cipta. 

d) Pembatasan pengalihan dan sublisensi 

(1) Biasanya lisensi tidak boleh dialihkan, ditransfer, disublisensikan, atau 

dijaminkan. 

(2) Biasanya lisensi tidak boleh menggunakan penemuan untuk kepentingan pihak 

di luar perjanjian (pelatihan bagi pihak ketiga), tidak boleh membagi pemakaian 

secara komersial, tidak boleh menyewakan, atau tidak boleh menggunakan 

penemuan untuk layanan lain. 

(3) Pembatasan penggunaan dilakukan pada lokasi tertentu saja. 

e) Hak atas Source Code. 

(1) Apakah lisensi perlu memperoleh atau mempunyai akses kepada kode sumber? 

Seberapa praktis jika boleh. 

(2) Kestabilan lisensor 

(3) Source code escrow dan pilihannya 

(4) Pembatasan terhadap kapan source code dapat diakses atau digunakan 

(5) Apakah updating source code dimungkinkan bagi lisensi. 

f) Pemilikan atas penemuan 



 

(1) Menyatakan pemilikan lisensor atas seluruh hak, hak cipta, merek, dan seluruh 

hak pemilikan lainnya dalam penggunaan produk dan dokumen terkait 

(2) Pengakuan akan rahasia dagang 

(3) Pembatasan akses di bagi pegawai, konsultan, atau pihak ketiga 

(4) Pemilikan merupakan representase lisensor atas penemuan. 

(5) Masalah pemilikan berkaitan dengan modifikasi lisensee. 

(6) Pemilikan akan salinan diciptakan pengguna. 

g) Ketentuan pembayaran 

(1) Jadwal pembayaran 

(2) Potongan 

(3) Pembayaran dalam kaitan dengan penerimaanlisensi atas pengujian produk 

(4) Fee atas keterlambatan 

(5) Biaya pengiriman barang 

(6) jumlah pengguna perangkat lunak tidak dibatasi. 

(7) pengguna dapat membuat salinan terhadap perangkat lunak sebanyak yang 

diingrnkan dan memberikannya kepada siapa pun (distribusi ulang free atau 

terbuka). 

(8) tidak ada batasan dalam rnemodrfikasi program, dan 

(9) tidak ada batasan untuk mendistribusikan atau bahkan menjuaf perangkat lunak. 

c.    Bentuk dan Isi Perjanjian Lisensi 

1)    Bentuk Perjanjian Lisensi 



 

Bentuk perjanjian lisensi hak cipta program komputer dalam pengalihan hak 

melalui transaksi elektronik mempunyai bentuk yang beragam dan cakupan muatan 

materi yang luas. Adapun bentuk perjanjian lisensi meliputi: 

a)   hak yang diberikan dalam lisensi 

(1)  hak khusus atau tidak khusus, terutama berkaitan dengan produk yang 

seragam. 

(2) dapat ditarik kembali/tidak, sehubungan dengan masalah pelanggaran, dan 

(3) hak untuk menggunakan  manual pemakaian dan dokumentasi terkait. 

b)   Jangka waktu lisensi 

(1) tidak terbatas atau terbatas. 

(2) hak memperbarui dan jangka waktunya. 

c)    Ruang lingkup lisensi: 

(1) lisensi yang digunakan secara internal dan digunakan untuk kepentingan 

komersial 

(2)  jumlah pengguna yang disebutkan namanya atau yang konkuren dan 

variasi lain 

(3)  jumlah unit/produk 

(4)  hak memperbanyak untuk cadangan, hak untuk hak cipta, dan 

(5)  hak untuk mengubah perangkat lunak dan mengombinasi-kannya dengan 

produk lain, siapa yang menjadi pemilik hasil modifikasi dan masalah hak 

cipta. 

d)   Pembatasan pengalihan dan sublisensr 



 

(1)  Biasanya lisensi tidak boleh dialihkan, ditransfer, disubli-sensikan, atau 

dijaminkan. 

(2)  Biasanya lisensi tidak boleh menggunakan penemuan untuk kepentingan 

pihak di luar perjanjian (pelatihan bagi pihak ketiga), tidak boleh 

membagi pemakaian secara komersial, tidak boleh menyewakan, atau 

tidak boleh menggunakan penemuan untuk layanan lain. 

(3) Pembatasan penggunaan dilakukan pada lokasi tertentu saja. 

e)    Hak atas Source Code. 

(1) Apakah lisensi perlu memperoleh atau mempunyai akses kepada kode 

sumber? Seberapa praktisjika boleh. 

(2)  Kestabilan lisensor 

(3)  Source code escrow dan pilihannya 

(4) Pembatasan terhadap kapan source code dapat diakses atau digunakan 

(5) Apakah updating source code dimungkinkan bagi lisensi. 

f)    Pemilikan atas penemuan 

(1)   Menyatakan pemilikan lisensor atas seluruh hak, hak cipta, merek, dan 

seluruh hak pemilikan lainnya dalam penggunaan produk dan dokumen 

terkait 

(2) Pengakuan akan rahasia dagang 

(3) Pembatasan akses di bagi pegawai, konsultan, atau pihak ketiga 

(4)  Pemilikan merupakan representase lisensor atas penemuan. 

(5)  Masalah pemilikan berkaitan dengan modifikasi lisensee. 

(6)   Pemilikan akan salinan diciptakan pengguna. 



 

g)    Ketentuan pembayaran 

(1) Jadwal pembayaran 

(2)  Potongan 

(3) Pembayaran dalam kaitan dengan penerimaan lisensi atas pengujian 

produk 

(4)  Fee atas keterlambatan 

(5)   Biaya pengiriman barang 

(6)  Penjualan, pengunaan, hak milik, pajak pertambahan nilai, dan jenis pajak 

lain selain pajak yang didasarkan pada penerimaan lisensor 

h)   Prosedur penerimaan 

(1) Hak untuk menguji dilakukan pada periode waktu yang ditentukan. 

(2)  Hak untuk menolak dan akibat penolakan 

i)     Pelatihan 

(1) Skopa pelatihan disediakan lisensor. 

(2)  Biaya 

(3)  Lokasi 

(4) Jumlah peserta 

(5) Pelatihan pegawai baru setelah pelatihan awal 

j)    Jaminan/Worranfes 

(1)  Lisensor akan memberikan warranty yang sangat terbatas, misalnya syarat 

jaminan atas kerusakan fisik dan pengerjaannya, hanya berlaku sembilan 

puluh hari pertama. 



 

(2) Lisensee boleh meminta warranty bahwa paling tidak penemuan berfungsi 

dalam fungsi yang digambarkan dalam dokumen. 

(3) Jangka waktu warranty. 

(4) Prosedur pemberitahuan terhadap lisensor tentang kerusakan 

(5)  Prosedur dan waktu tanggapan untuk perbaikan atas masalah yangterjadi 

(6)  Modifikasi atas produk akan menghapus warranty. 

(7)  Disclaimer secara eksplisit oleh lisensor mengenai:  

(a), kemampuan untuk diperdagangkan.  

(b). kecocokan bagi tujuan terkait.  

(c). dioperasikan bebas dari kesalahan, dan  

(d). warranties lainnya, baik yang tersurat maupun tersirat selain yang 

secara eksplisit dinyatakan dalam perjanjian. 

k)   Pembatasan tanggung jawab lisensor 

(1) Lisensor tidak bertanggung jawab atas kerusakan tidak langsung, khusus, 

kecelakaan, dan kerusakan karena akibat yang wajar, baik dalam kontrak, 

perbuatan melawan hukum, maupun tanggung jawab produk. 

(2)Lisensor tidak bertanggung jawab atas kehilangan keuntungan/ 

pendapatan/data /atau penggunaan atau biaya dari produk pengganti, baik 

karena masalah kontrak, perbuatan melawan hukum, maupun tanggung 

jawab produk. 

(3)  Pembatasan dilakukan terhadap Jumlah total kerusakan, misalnya seluruh 

atau sebagian fee lisensi yang dibayarkan. 



 

(4)   Pemendekan pengaturan batasan dimulainya tindakan sejakkerusakan 

terjadi (misalnya enam bulan atau satu tahun).  

 

I)     Hak inspeksi. 

Lisensor berhak untuk menginspeksi pekerjaan lisensi apakahdilakukan sesuai 

dengan isi perjanjian).  

m)   Layanan pendukung dan pemeliharaan 

(1)   Ruang lingkup layanan pendukung dan pemeliharaan 

(2) Waktu tanggapan lisensor untuk mengatasi masalah 

(3)  Pembayaran 

(4) Dibolehkannya penaikan harga 

(5)  Hubungan dengan perjanjian terpisah 

n)   Tidak mengungkap informasi rahasia 

(1)  Persetujuan untuk menyimpan berbagai informasi rahasia 

(2) Jangka waktu kerahasiaan 

(3)   Lingkup informasi yang dilindungi; Jangka waktu persetujuan, harga, dan 

informasi lain yang ditentukan sebagai rahasia 

(4)   Pengecualian 

Pengecualian meliputi: 

(a) informasi yang merupakan bagian dari milik umum (publicdomain) 

tanpa adanya tindakan dari pihak lain;  

(b) informasi yang merupakan penguasaan pihak lain secara sari sebelum 

adanya pengungkapan; 



 

(c)  informasi yang secara sah diperoleh dari pihak ketiga tanpa ada 

pembatasan atas pengungkapan 

(d)  informasi yang secara independent dikembangkan, dan 

(e) Perjanjian untuk mengambil langkah-langkah yang wajar agar membuat 

karyawan bertindak sesuai dengan batasan kerahasiaan 

o)   Denda atas pelanggaran 

(1)  Lingkup denda 

(2)  Pemberitahuan kepada lisensor tentang klaim tidak adanya pelanggaran 

(3)  Pengawasan dan penyelesaian oleh lisensor 

(4)  Pilihan kepada lisensor untuk menggantikan atau memperbaiki produk 

p)   Pengakhiran perjanjian 

(1)  Hak lisensor untuk mengakhiri; 

(2)  Hak lisensee untuk mengakhiri; 

(3)  Gagal bayar dan sengketa tentang pembayaran yang disyaratkan; 

(4) Akibat pengakhiran kontrak, kelangsungan (survival) akan hakdan kewajiban 

pembayaran; 

(5) Pengembalian barang, dokumen, dan salinan produk setelah pengakhiran 

kontrak; 

(6) Kewajiban lisensi berhenti menggunakan barang setelah pengakhiran 

kontrak; 

(7) Sertifikasi oleh lisensi mengenai berhentinya menggunakan produk setelah   

pengakhiran  dan   pengembalian  produk, salinan dan dokumen.  

q)    Masalah khusus lain. 



 

(1)  Klausula most favored nation; 

(2)   Perlindungan harga; 

(3)  Pemasangan; 

(4)  Konfigurasi perangkat keras (misalnya untuk produk perangkat lunak 

komputer). 

r)    Lain-lain 

(1)   Hukum yang mengatur; 

(2) Yurisdiksi, misalnya sebab-sebab tindakan hanya dapat digugat di negara 

ternpat kantor prinsipal dari lisensor berada; 

(3) Pemberitahuan; 

(4) Hubungan antarpihak; 

(5) Penafsiran terhadap isi kontrak; 

(6)  Fee pengacara; 

(7)  Force mojeure. 

2)   Isi Perjanjian Lisensi 

Isi atau materi muatan yang ada dalam perjanjian lisensi merupakan kebebsan para 

pihak dalam menentukan isi perjanjian atau isi perjanjian lisensi merupakan 

kebebasan berkontrak bagi para pihak yang melakukan perjanjian lisensi. 

 

C. Pengaturan Hukum Peralihan Hak Cipta Melalui Pewarisan Menurut UU No. 

28 Tahun 2014  

 

Pemindatanganan hak cipta melalui pewarisan pada prinsipnya setiap orang 

dapat dipastikan mempunyai keluarga dan mempunyai harta kekayaan walaupun 

misalnya nilai hartanya tidak seberapa. Di samping itu adakalanya pewaris semasa 



 

hidupnya mempunyai hutang. Hutang yang ditinggalkan pewaris juga merupakan 

kekayaannya, karena yang disebut harta kekayaan itu meliputik aktiva dan passiva yang 

berupa hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. 

Ketika seseorang meninggal dunia maka terutama yang menyangkut harta 

peninggalannya, adalah warisan menjadi terbuka dan mulai saat itu terjadi peralihan 

harta kekayaan pewaris. Warisan merupakan salah satu bentuk pengalihan hak kekayaan 

karena dengan meninggalnya seseorang berakibat harta kekayaannya beralih kepada ahli 

warisnya.  

Mengenai ahli waris yang berhak mewaris dalam hukum waris mengenai 

adanya prinsip garis keutamaan yang dibagi menjadi 4 (empat) golongan ahli waris. 

Ahli waris golongan pertama adalah keturunan pewaris yaitu suami atau istri yang masih 

hidup dan anak, dan keturunannya (cucu/cicit). Apabila anak pewaris masih hidup maka 

cucu tidak dapat mwaris karena kedudukannya masih terhimpit oleh orang tuanya. Cucu 

baru tampil mewaris setelah orang tuanya (anak pewaris) telah tiada.  

Ahli waris golongan kedua adalah orang tua yaitu bapak dan ibu pewaris. Ahli 

waris golongan ini baru tampil mewaris apabila ahli waris golongan pertama tersebut 

tidak ada. Kemudian untuk ahli waris golongan ketika yaitu saudara pewaris dan baru 

berhak mewaris setelah ahli waris golongan kedua sudah tidak ada.  

Selanjutnya mengenai ahli waris golongan adalah paman dan bibi pewaris. 

Pada prinsipnya sama dengan di atas, bahwa mereka baru berjhak mewaris setelah 

ketiga golongan sebelumnya telah tiada semuanya. 

Peralihan hak cipta karena warisan juga berlaku prinsip-prinsip hukum waris 

sebagaimana disebutkan di atas. Hal cita merupakan salah satu harta kekayaan pewaris 



 

yang menjadi objek warisan. Hak cipta dapat diwariskan setelah pencipta atau 

pemegang hak cipta (pewaris) meninggal dunia. Ahli waris yang berhak mewaris 

diutamakan adalah golongan pertama dan apabila tidak ada baru ahli waris golongan 

berikutnya. Jika ahli warisnya lebih dari satu orang tidak menjadi masalah dalam 

menerima warisan karena hak cipta dapat dimiliki oleh mereka secara bersama-sama.  

Sebagaimana diketahui bahwa sejak ciptaan diwujudkan berakibat munculnya 

hak cipta terhadap ciptaan tersebut, ini berarti sejak saat itu hak cipta mulai berlaku. 

Pencipta resmi memiliki hak untuk menerbitkan ciptaanya, menggandakan ciptaannya, 

mengumumkan ciptaannya, dan melarang pihak lain untuk melipatgandakan dan/atau 

menggunakan secara komersial ciptaannya. Semua sesuatu tentu ada awalnya dan ada 

akhirnya. Demikian juga dengan hak cipta tidak terlepas dari masa berlakunya atau ada 

batas waktunya. Masalah berlakunya hak cipta tidak sama antara ciptaan yang satu 

dengan yang lain karena dipengaruhi oleh sifat ciptaan dari kelompok hak ciptanya. Ada 

dua macam sifat ciptaan yaitu yang sifatnya asli (original) dan sifatnya turunan 

(derivatif). Masa berlakunya juga bergantung pada jenis ciptaan atau "objek" hak 

ciptanya, serta apakah objek itu diterbitkan atau tidak diterbitkan. Hak cipta berlaku 

dalam jangka waktu terbatas, dan lamanya berbeda-beda tiap negara. Sebagai suatu hak 

yang mempunyai fungsi sosial, maka hak cipta mempunyai masa berlaku tertentu. Hal 

ini untuk menghindarkan adanya monopoli secara berlebihan dari si pencipta. 

Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta, jangka waktu berlakunya suatu hak cipta adalah sebagai berikut: 

1. Masa Berlaku Hak Moral 

Hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu dalarn hal:  



 

a. Tetap mencantumkan atau tidak menrantumkan namanya pada salinan 

sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; 

b. Menggunakan nama aliasnya atau samarnya; dan 

c. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, 

modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau 

reputasinya. 

Hak moral pencipta berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas 

ciptaan yang bersangkutan, yaitu dalam hal: 

a. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; 

b. Mengubah judul dan anak judul ciptaan. 

2. Masa Berlaku Mak Ekonomi Pasal 58  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

28 Tahun 2014 tentang hak cipta menyebutkan bahwa  

Perlindungan hak cipta atas ciptaan :  

a. Buku pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya  

b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya  

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan  

d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks  

e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim 

f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, 

seni pahat, patung, atau kolase  

g. Karya arsitektur  

h. Peta  

i. Karya seni batik atau seni motif lain, 



 

Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun 

setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 

berikutnya. 

Mengenai pemindahtanganan hak cipta bahwa benda ini dapat beralih atau 

dialihkan oleh pemegangnya. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 

2014 telah diatur tentang hal tersebut, bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik 

sebagian atau seluruhnya karena: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, 

atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Yang dapat beralih atau dialihkan hanya hak ekonomi saja, sedangkan dilakukan 

secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.  

Pada prinsipnya setiap orang mempunyai keluatga dan mempunyai harta 

kekayaan walaupun misalnya niiai harta kekayaan itu tidak seberapa. Hutang yang 

ditinggalkan pewaris juga merupakan kekayaannya, karena yang disebut kekayaan itu 

meliputi aktiva dan pasiva yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. 

Ketika seorang meninggal dunia maka terutarna yang rnenyangkut harta 

peninggalannya, menjadi terbuka dan mulai seat itu terjadi peralihan harta kekayaan 

pewaris. Hak Cipta merupakan salah satu harta kekayaan pewaris yang menjadi Objek 

warisan. Warisan merupakan salah satu bentuk pengalihan harta kekayaan karena 

dengan meninggalnya seseorang berakibat harta kekayaannya beralih pada ahli 

warisnya. 

Hukurn waris (erfrechfj yaitu seperangkat norma atau aturan yang mengatur 

mengenai berpindahnya atau beralihnya hak dan kewajiban (harta kekayaan) dari orang 



 

yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli wans) yang 

bertiak menerimanya, Atau dengen kata lain, hukum waris yaitu peraturan yang 

mengatur perpindahan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada satu atau 

beberapa orang lain. 

Menurut Mr. A. Pitlo, hukum waris yaitu suatu rangkaian ketentuan -ketentuan, 

di mana, berhubung dengan meninggalnya seorang, akibat- akibatnya di dalam bidang 

kebendaan, diatur, yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang 

meninggal, kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, 

maupun dengan pihak ketiga. 

Di dalam membicarakan hukum waris maka ada 3 hal yang perlu mendapat 

perhatian, di mana ketiga hal ini merupakan unsur - unsur pewarisan: 

1. Orang yang meninggal dunia /pewaris / erflater  

Pewaris ialah orang yang meninggal dunia dengan meningalkan hak dan kewajiban 

kepada orang lain yang berhak menerimanya. Menurut Pasal 830 KUH perdata, 

pewaris hanya berlangsung karena kematian. Menurut ketentuan Pasal 847 KUH 

Perdata, segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah 

kepunyaan sekalian harta warisnya menurut undang-undang – undang sekedar 

terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambil setelah  ketetapan yang sah. 

Dengan demikian, menunjt KUH Perdata ada dua macam waris. Hukum waris yang 

disebut pertama, dinamakan Hukum Waris ab intestate (tanpa wasiat). Hukum waris 

yang kedua disebut Hukum Waris waris atau testamentair erfrecht. 

2.   Ahli waris yang berhak rnenerima harta kekayaan itu / Erfgenaam. 



 

Ahli waris yaitu orang yang masih hidup yang oleh hukjm diberi hak untuk 

rnenerima hak dan kewajiban yang ditinggal oleh pewaris. Lalu, Perdata, anak yang ada 

dalam kandungan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamanakeperluan si anak 

menghendaki. Jadi, dengan demikian seorang anak yang ada dalam kandungan, 

walaupun belum lahir dapat mewaria karena dalam pasal ini hukum membuat fiksi 

seakan - akan anak sudah dilahirkan. 

Ahli wans ini didasarkan atas hubungan darah dengan si pewaris alau para 

keluarga sedarah. Ahli waris ini terdiri atas 4 gotongan. Gofongan I, terdiri dari anak - 

anak, suami (duda) dan istri (janda) si pewaris; Golongan II, terdiri dari bapak, ibu 

(orang tua), saudara - saudara si pewaris; Golongan III, terdiri dari keluarga sedarah 

bapak atau ibu lurus ke atas (seperti, kakek, nenek baik garis atau pa rice r bapak atau 

ibu) si pewaris; Golongan IV, terdiri dari sanak keluarga dan pancer samping (seperti, 

paman, bibi). 

Ahli waris menurut wasiat (testamentairefrecht) ahli waris ini didasarkan atas 

wasiat yaitu dalam pasal 874 KUH Perdata, setiap orang yang diberi wasiat secara sah 

oieh pewaris wasiat, terdiri atas, testamentair erfgenaam yaitu ahli waris yang mendapat 

wasiat yang berisr suatu erfstelling (penunjukkan satu ataubeberapa ahli waris untuk 

mendapat seluruh atau sebagian harta peninggalan); legataris yaitu ahli waris karena 

mendapat wasiat yang isinya rnenunjuk seseorang untuk rnendapat berapa hak atas 

benda tertentu, hak untuk memungut hasil dan seluruh atau sebagian dari harta waris 

Jadi, dengan demikian ada tiga dasar untuk menjadi ahli waris, yaitu, ahli waris 

atas dasar hubungan darah dengan si pewaris, ahli wans hubungan perkawianan dengan 

si pewaris, ahli warisatas dasar wasiat.  



 

3. Harta Waris 

Hal - hal yang dapat diwarisi dari si pewaris, pada prinsipnya yang da pat 

diwarisi  hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan. Hak dan 

kewajiban tersebut berupa, Aktiva (sejumlah benda yang nyata ada dan atau berupa 

tagihan atau piutang kepada pihak ketiga, selain itu juga dapat berupa hak irnateriii, 

seperrj, hak apta); Passive ( sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak 

ketiga maupun kewajiban lainnya).  Dengan demikian,  hak dan kewajiban yang timbul 

dari hukum keluarga tidak dapat diwariskan.  

Hak dan kewajiban ahli waris adalah sebagai berikut : 

1. Hak Ahli Waris 

Setelah terbukanya warisan ahli waris mempunyai hak atau diberi hak untuk 

menentukan sikapnya antara lain: menerima warisan secara penuh, menerima 

dengan hak untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan atau menerima 

dengan bersyarat, dan hak untuk menolak warisan. 

2. Kewajiban Ahli Waris 

Adapun   kewajiban   dari   seorang   ahli  waris,  antara   lain   memelihara keutuhan  

harta  peninggalan sebelum  harta  peninggalan  itu  dibagi, pewaris jika pewaris 

meninggalkan hutang, dan melaksanakan wasiat jika pewarismeninggalkan wasiat. 

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, sehingga hak cipta dapat dialihkan, 

baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, 

atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Hak dapat yang 

beralin karena pewarisan terjadi berdasarkan ketertuan undang-undang sehingga 

kepemilikan beralin kepada ahli waris karena ketentuan undang-undang, beralih 



 

otornatls sejak meninggalnya pemilik hak, meskipun dapat juga dialihkan dengan akta 

disaat pewaris hidup. Kedudukan ahli waris dalam pewarisan diatur dalam Kitab 

Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (BUKU II KUH Perdata tentang 

Kebendaan) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tanun 2014 tentang 

Hak Cipta (UUHC) pengaturan pewarisan hak cipta diatur sesuai dengan hukum waris 

berdasarkan KUH Perdata yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang 

setelah meninggal dunia dengan cara cara perpindahannya harta kekayaan itu kepada 

orang lain. 

 

 

 

BAB IV 

 HUKUM PERALIHAN HAK CIPTA MELALUI PEWARISAN BELUM 

BERBASIS NILAI KEADILAN  

 

A. Jangka Waktu Perlindungan Hak Ekonomi yang Terlalu Lama 

Pasal 8 UUHC 2014 menyatakan bahwa “hak ekonomi merupakan hak eksklusif 

Pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”. Sedangkan Pasal 9 UUHC 

2014 merinci hak ekonomi dalam hal ; penerbitan, penggandaan, penerjemahan, 

pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, pendistribusian atau salinannya, 

pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan. 



 

Eksklusivitas hak ekonomi yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak 

cipta adalah dengan berbagai keistimewaan untuk membuat berbagai penggunaan dari 

karya ciptanya seperti yang tercantum dalam pasal 9 UUHC 2014 tersebut diatas. 

Pada umumnya hukum hak cipta memberikan batasan terhadap hak ekonomi 

pencipta. Batasan dimaksud berbeda-beda ditiap-tiap Negara, namun kebanyakan 

mencakup pengecualian bagi tindakan yang dianggap sebagai “fair use or fair dealing” 

terhadap ciptaan tersebut. Misalnya memperbanyak untuk penelitian, kritik, maupun 

review, mengkopi karya untuk penggunaan pribadi, serta pengecualian terhadap 

perpustakaan dan arsip. 

Biasanya hak eksklusif dari ekonomi itu dibatasi jangka waktunya. The Berne 

convention memberisan masa berlaku hak ekonomi tersebut sampai dengan 50 tahun 

setelah penciptannya meninggal dunia. Sedangkan Amerika Serikat dan Negara Uni 

Eropa dan Australia memberikan masa perlindungan hak ekonomi lebih lama lagi yaitu 

sampai dengan 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Setelah masa 

perlindungannya berakhir maka karya cipta tersebut menjadi milik umum ( public 

domain) oleh karena itu dapat direproduksi, dan dieksploitasi tanpa persetujuan pemilik 

hak cipta.
194

   Di Kanada, berlangsung seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah 

penciptanya meninggal dunia.
195

 

Public domain digunakan untuk menunjuk karya-karya yang hak intelektualnya 

tidak berlaku atau dengan istilah lain tidak dilindungi oleh hak ciptadan akhirnya karya 
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tersebut menjadi milik public. Oleh karena itu karya tersebut bias dipergunakan oleh 

siapa pun. Public domain tidak hanya berlaku untuk karya music, namun semua karya 

mulai dari film hingga buku.  

Public domain merupakan istilah hukum yang artinya “tidak memiliki hak 

cipta”. Ada tiga kategori utama karya public domain : 

1. Karya yang otomatis menjadi public domain adalah yang tidak bias 

dilindungi oleh hak cipta, misalnya judul,  nama, slogan, symbol yang 

dilindungi oleh hak paten atau hak merek. 

2. Karya yang memang diperuntukkan untuk public domain oleh pembuatnya, 

dan karya yang hak ciptanya sudah kadaluarsa, karena ada batas-batas 

tertentu yang batsan ini tidak sama di setiap Negara, bergantung pada 

peraturan di Negara masing-masing. 

Di Indonesia hak cipta akan valid hingga 70 tahun setelah kematian sang 

pencipta. Artinya jika si pencipta meninggal dunia tahun 2016, maka karyanya akan 

menjadi public domain 70 tahun kemudian. Tetapi kalau karya tersebut dimiliki oleh 

dua atau lebih pencipta maka masa berlaku hak cipta tersebut sampai dengan 70 tahun 

setelah pencipta yang terakhir meninggal dunia. 

Istilah public domain pertama sekali tahun 1886 pada sebuah persetujuan 

internasional yaitu bern convention di Swiss. Konvensi ini mewajibkan setiap Negara 

anggota untuk melindungi hak cipta dari masing-masing Negara yang ikut 

menandatanganinya. Sebelum diterapkannya convensi bern, undang-undang hak cipta 

hanya berlaku bagi karya yang diciptakan di Negara bersangkutan. Akibatnya suatu 



 

karya bias dilindungi hak cipta di negaranya, namun dapat disalin dan dijual di Negara 

lain secara bebas. 

Pada dasarnya konvensi bern ini mejadi tolak ukur minimum yang harus 

dipenuhi oleh undang-undang hak cipta dari masing-masinga Negara. Convensi bern 

menyatakan bahwa semua karya (kecuali fotografi dan sinematografi) akan dilindungi 

sekurang-kurangnya selama 50 tahun setelah si penciptanya meninggal dunia. Namun 

masing-masing Negara diperbolehkan memberikan jangka waktu yang lebih lama.  

Untuk pengaturan jangka waktu hak cipta tersebut maka muncul istilah rule of 

the shoterm atau comparison of term. Selain itu ada juga konvensi internasional lain 

yang melindungi hak cipta yaitu universal copy right convention (UCC) yang disetujui 

di Jenewa tahun 1952. 

Maka setelah itu mulai muncullah karya-karyayang lepas dari hak cipta dan 

untuk mengkategorikan karya-karya tersebut, diberikan kategori karya public domain. 

Untuk menggunakan karya-karya ini tidak ada izin apapun yang diperlukan. Karya-

karya mereka umumnya mewakili informasi penting yang dibutuhkan dikalangan 

akademik. Adanya karya public domain ini tentu saja membantu dalam proses akademik 

disekolah, kampus atau penelitian, misalnya tentang sejarah dan arsip budaya. Maka 

muncullah beberapa situs yang membantu pengarsipan karya-karya yang sudah 

termasuk dalam kategori public domain, misalnya https://musopen.org/ atau 

http://imslp.org/.  

Di Indonesia khususnya sesuai dengan UUHC 2014, suatu karya yang berhak 

cipta dapat dilepas ke umum apabila penciptanya meninggal dunia, kemudian ditambah 

70 tahun setelah meninggalnya pencipta karya. Indonesia pun melalui hak eksklusif 

https://musopen.org/
http://imslp.org/


 

dalam hak kekayaan intelektual (HKI) dibatasi oleh suatu jangka waktu perlindungan 

tertentu, dimana setelah jangka waktu perlindungan tersebut berakhir maka karya yang 

semula dimiliki secara eksklusif oleh sang pemegang HKI akan menjadi milik umum. 

Dengan demikian karya tersebut akan dapat dengan bebas dipergunakan olah siapa pun 

tanpa adanya kewajiban untuk meminta izin terlebih dahulu namun pada bagian ini 

hki.co.id belum menyajikan informasi terkait objek perlindungan hak cipta dan paten 

yang telah memasuki public domain di Indonesia, padahal ini bias menjadi arsip yang 

berharga juga sebagai panduan bagi mereka yang ingin mempergunakan karya-karya 

tersebut. 

Berikut ini beberapa wisdom internasional yang berkaitan dengan jangka waktu 

perlindungan hak cipta : 

1. Konvensi Bern 

Pasal II Protocol Stockholm mencantumkan kemungkinan untuk 

memperoleh lisensi (izin) secara paksa untuk menerjemahkan karya-karya 

luar negeri. Di samping itu juga memuat ketentuan mengenai pembatasan 

jangka waktu perlindungan hak cipta. Ketentuan yang diterima 50 tahun 

dalam Konvensi Bern (Pasal 7), untuk negara berkembang dengan protokol 

Stockholm dikurangi menjadi 25 tahun setelah meninggalnya si pencipta. 

2. Universal Copy Right Convention 

Pasal IV menentukan pembatasan jangka waktu hak cipta  selama hidup 

pencipta dan selama 25 tahun meninggalnya si pencipta. Pasal V ayat 2, 

Pasal V ter dan Pasal V bis mengatur tentang lisensi paksa dalam hal 

terjemahan-terjemahan. 



 

Jika kita kaitkan antara Pasal IV, Pasal IV bis, Pasal V, Pasal V bis, Pasal  V 

ternyata bahwa Universal Copyright Convention ini memberikan batasan m 

hadap hak monopoli pencipta. Artinya kepada seorang pencipta hasil suatu 

karyanya sebanyak mungkin digunakan untuk kepentingan umum, jadi Tidak 

untuk kepentingan pribadi semata-mata. Dalam hal ini yang banyak 

diperhatikan adalah untuk kepentingan negara-negara berkembang. Itulah 

sebabnya dalam Pasal V memberikan batasan-batasan tertentu terhadap hak 

si pencipta asli untuk terjemahan itu yang diupayakan untuk kepentingan 

pendidikan, penelitian, dan ilmu pengetahuan. 

Selanjutnya Sudargo Gautama menuliskan bahwa ketentuan Pasal V, Pasal V 

bis dan Pasal V inilah yang dijadikan sebagai dasar daripada protokol 

Stockholm 1967 Konvensi Bern.
196

 

Jika kita bandingkan antara Konvensi Bern dengan Universal Copy 

RightConventionperbedaannya terletak pada dasar falsafah yang dianutnya. 

Konvensi Bern menganut dasar falsafah Eropa yang menganggap hak cipta 

sebagai hak alamiah daripada si pencipta si pribadi, sehingga menonjukan 

sifat individualis yang memberikan hak monopoli. 

Sedangkan Universal Copy right Convention mencoba untuk memimpin 

temukan antara falsafah Eropa dengan falsafah Amerika (walaupun falsafah 

Amerika yang dikedepankan), yang memandang hak monopoli  yang 

diberikan kepada si pencipta diupayakan pula untuk memperhatikan 

kepentingan umum. Sehingga Universal Copy Rightconvention menganggap 
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bahwa hak cipta itu ditimbulkan oleh karena adanya ketentuan yang 

memberikan hak seperti itu kepada pencipta. Sehingga ruang lingkup dan 

pengertian hak mengenai hak cipta itu dapat ditentukan oleh peraturan yang 

melahirkan hak tersebut. 

3. Kanada, Cina, Jepang dan Korea Selatan 

Sebuah karya berada di bawah publik domain jika pengarang/editor/penulis 

lirik terakhir telah meninggal lebih dari 50 tahun yang lalu.  

Contoh : 

karya apapun oleh Sergey Prokofiev berada di bawah public domain di 

kanada, karena ia meninggal pada tahun 1953. 

Hanya di kanada sebuah karya yang pertama dirilis setelah kematian 

pengarang/editor/penulis lirik dapat dilindungi hak cipta selama 50 tahun 

setelah tanggal publikasi pertama kali. 

4. Amerika serikat 

Karya apapun yang  dirilis sebelum tahun1923 berada dibawah public 

domain. 

Contoh :  

Piano Concerto No.1 milik Prokofiev berada di bawah publik domain AS, 

karena ia dirilis pada tahun 1912. 

Karya apapun pertama kali dirilis tahun 1923 sampai tahun 1977 dikenakan 

95 tahun perlindungan Undang-Undang Hak Cipta. 



 

Karya apapun yang pertama kali dirilis tahun 1978 dan tahun-tahun 

selanjutnya dikenakan perlindungan total umur hidup pencipta terakhir 

ditambah 70 tahun. 

5. Uni Eropa 

Sebuah karya berada dibawah public domain hanya jika 

pengarang/editor/penulis lirik telah meninggal 70 tahun yang lalu atau lebih. 

Contoh: 

Karya apapun oleh Maurice Rafael berada dibawah public domain di Uni 

Eropa, karena ia telah meninggal dunia pada tahun 1937. 

Namun, di Perancis perlindungan hak cipta karya music dikenakan 

perpanjangan periode perlindungan istimewa, kompensasi dari masa perang 

(perang dunia I dan II). Makauntuk pengarang yang telah meninggal sebelum 

1 Januari 1995, periode perlindungan hak ciptasetelah kematian pencipta 

adalah 78 tahun dan 120 hari untuk karya yang dirilis diantara 1 Januari 1921 

dan 31 Desember 1947, dan masa perlindungan 84 tahun dan 272 hari untuk 

karya yang dirilis sebelum 31 Desember 1920. Ini alas an mengapa tidak ada 

karya Ravel yang berada di public domain di Perancis, berbeda dengan 

Negara-negara Eropa lain. 

Sebuah karya yang pertama dirilis setelah kematian pengarang/editor/penulis 

lirik dikenakan perlindungan hak cipta minimal 25 tahun setelah pertama kali 

dirilis.  

Di Indonesia sendiri jangka waktu perlindungan hak ekonomi pencipta telah 

beberapa kali mengalami perubahan. Auteurswet 1912 hak cipta hanya dibatasi 



 

jhabngka waktunya sampai 50 tahun, tetapi dalam UHC 1982, dibatasi dibatasi hanya 25 

tahun. Kemudian dalam UHC No. 7 Tahun 1987 dan UHC No. 12 Tahun 1997 kembali 

menjadi selama hidup pencipta dan 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. 

Perubahan-perubahan dalam ketentuan tersebut membuktikan begitu kuatnya pengaruh 

budaya hukum asing ke dalam budaya hukum Indonesia. Ketika UHC 1982 dilahirkan, 

banyaka alasan yang dikemukakan sepanjang menyangkut filosofis fungsi sosial hak 

milik, dan disepakatilah jangka waktu hak cipta selama hidup di pencipta ditambah 

dengan 25 tahun setelah meninggalnya si pencipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta 

No. 19 Tahun 2002 jangka waktu pemilik hak cipta ditetapkan menjadi 50 tahun. 

Terakhir dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 khusus untuk ciptaan.  

d. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya  

e. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya  

f. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan  

g. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks  

h. Drama, drama musikal, tapi, koreografi, pewayangan dan pantomim 

i. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni 

pahat, patung atau kolase  

j. Karya arsitektur  

k. Peta  

l. Karya seni batik atau seni motif lain.  

Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) 

tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 

berikutnya.  



 

Khusus dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan 

hak cipta berlaku selam hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan 

berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudah terhitung mulai tanggal 1 Januari 

tahun berikutnya. Demikian juga untuk ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan 

hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan 

pengumuman.  

Ide mengenai pembatasan jangka waktu hak cipta, sebenarnya didasarkan atas 

landasan filosifis tiap-tiap hak kebendaan termasuk hak cipta fungsi sosial. Sehingga 

dengan diberinya pembatasan jangka waktu pemilihan hak cipta, maka diharapkan hak 

cipta itu tidak dikuasai dalam jangka waktu yang panjang di tangan si pencipta yang 

sekaligus sebagai pemiliknya. Sehingga dengan demikian dapat dinikmati oleh rakyat 

atau masyarakat luas sebagai pengejawantahan dari asas tiap-tiap hak mempunyai fungsi 

sosial. Meskipun kenyataannya tidak persis demikian. Selama ini hak cipta yang telah 

berakhir masa berlakunya hak menguntungkan pihak tertentu, khususnya pihak produser 

dalam hal karya cipta lagu dan pihak penerbit dalam hal karya cipta berupa buku atau 

hasil karya ilmiah lainnya. 

Dengan berakhirnya jangka waktu pemilikan tersebut jadilah karya cipta itu 

sebagai milik umum, suatu kuasa umum (publik domein). Pembatasan jangka waktu hak 

cipta yang tercantum dalam UHC Indonesia bukanlah satu-satunya peraturan hak cipta 

yang memberikan batasan. Dengan kata lain, di samping UH Indonesia pembatasan 

yang sama juga dikenal dalam Auteurswet 1912, Konvensi bern, Universal Copyright 

Convention dan berbagai-bagai Konvensi dan Kesepakatan Internasional dan berbagai-

bagai Konvensi dan Kesepakatan Internasional lainnya. 



 

Dalam Auteurswet 1912 hak cipta dibatasi sampai 50 tahun setelah 

meninggalnya si pencipta. Ketentuan yang demikian dapat dijumpai dalam Pasal 37-nya, 

yang merupakan pengambilalihan dari ketentuan Konvensi bern.  

Pada mulanya Konvensi Bern menentukan jangka waktu 50 tahun setelah 

meninggalnya si pencipta. Ketentuan yang demikian dapat dijumpai dalam Pasal 37-nya 

yang merupakan pengambilalihan dari ketentuan Konvensi Bern.  

Pada mulanya Konvensi Bern menentukan jangka waktu 50 tahun, namun 

setelah direvisi di Stoklholm Tahun 1967 jangka waktu tersebut dikurangi menjadi 25 

tahun, hal ini dimaksudkan memberikan kesempatan kepada negara berkembang untuk 

dapat menikmati karya cipta orang lain. Atas dasar ini pulalah UHC 1982, memberikan 

batasan 25 tahun, sesuai dengan maksud Indonesia untuk menjadi anggota Konvensi 

Bern pada masa datang, meskipun sampai pada hari ini kita tidak melihat realisasinya.  

Walaupun pembatasan jangka waktu pemilikan hak cipta 25 tahun tersebut 

merupakan :  

Ketentuan yang diambil alih dari Konvensi Bern dengan alasan agar 

mempermudah bila Indonesia menjadi salah satu anggota konvensi, tetapai 

dalam perkembangan selanjutnya yang akhir-akhir ini terlihat adanya upaya 

untuk menggantikan atau merevisi undang-undang hak cipta 1982, yang 

pembatasan jangka waktu hakim cipta tersebut, telah dinaikkan menjadi 50 tahun 

setelah meninggalnya si pencipta.
197

  

 

Sebenarnya mengenai pembatasan jangka waktu hak cipta adalah merupakan 

penjelmaan dari pandangan tentang hakikat pemilikan, dikaitkan dengan kedudukan 

manusia sebagai makhluk bermasyarakat,  dimana hak milik itu dianggap mempunyai 
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fungsi sosial. Inilah yang kami maksudkan landasan filosofis dan budaya hukum yang 

dianut oleh suatu negara dalam perlindungan hak cipta tersebut.  

Sampai pada batas tertentu, memang hak cipta itu dimaksudkan untuk 

memerhatikan keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan 

perorangan dengan kepentingan umum (masyarakat luas).  

Dua kepentingan ini tidak dapat dipisahkan. Oleh hukum pengakuan milik 

perorangan dan milik umum kedua-duanya mendapat tempat dalam tatanan hukum tiap-

tiap bangsa di dunia ini, sekalipun dasar filosofis negaranya berbeda. Di negara-negara 

penganut paham liberalis sama halnya juga di negara-negara penganut paham komunis, 

kedua-duanya menempatkan pengakuan adanya hak individu dan hak publik. Oleh 

karena itu dapatlah dimengerti bahwa pembatasan jangka waktu hak cipta itu adalah 

merupakan pertimbangan atas milik umum dan milik individu (perorangan). Bagi 

indonesia yang menganut Falsafah Pancasila, menempat keseimbangan atas dua kutub 

tersebut, pengakuan hak individu dan hak publik.  

Antara kepentingan individu dan masyarakat merupakan dwi tunggal yang tak 

dapat dipisahkan. Pancasila mempertemukan kedua pandangan ini. Bahkan jika kita 

bandingkan dengan negara yang masyarakatnya individualistis materialis sekalipun 

seperti Amerika Serikat, juga mengadakan pembatasan mengenai pemilikan hak cipta 

dalam undang-undang. Artinya pada suatu waktu hak cipta itu menjadi milik publik 

juga.  

Menurut penulis pemberian perlindungan hak cipta sampai dengan 70 tahun 

setelah pencipta meninggal dunia adalah berlebihan sebab ada kesan dengan masa 70 

tahun (sesama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah meninggal) pemilik hak cipta, 



 

UHC Indonesia tampaknya ingin menonjolkan hak individu. Oleh karena itu sangatlah 

tepat bahwa jangka waktu perlindungan UHC adalah 50 tahun setelah pencipta 

meninggal dunia seperti yang dimaksud dalam UHC sebelum yaitu Undang-Undang No. 

19 Tahun 2002. 

Hal tersebut sejalan dengan prinsip Hukum Islam yang dapat dilihat pada QS. 

Al-Hadid:7 sebagaimana berikut: 

QS. Al-Hadid:7 

ا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيِهِۖ  فَالهذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُو ِ وَرَسُولِهِ وَأنَْفِقُوا مِمه ا لَهُمْ أجَْرٌ آمِنُوا بِاللَّه

ي                                                                                            كَبِ   

Artinya: 

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari 

hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang 

yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya 

memperoleh pahala yang besar. 

 Berdasarkan penggalan ayat suci Al-Quran yang terdapat QS. Al-Hadid:7  

konsep hak milik dalam Islam tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan 

kesejahteraan semata, tetapi Islam berpandangan terhadap hak milik yang dimiliki hanya 

merupakan amanah. Dan sesungguhnya keseluruhan harta benda tersebut secara umum 

adalah hak milik masyarakat (umat). Sedangkan yang menjadi pemilik mutlak dari harta 

benda tersebut adalah Allah. Begitu juga dengan kepemilikan hak cipta, harus 

memberikan manfaat kepada masyarakat luas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

REKONSTRUKSI HUKUM PERALIHAN HAK CIPTA MELALUI 

PEWARISAN BERBASIS NILAI KEADILAN 

 

A. Perlunya Rekonstruksi Hukum Peralihan Hak Cipta Melalui Pewarisan 

1. Prinsip Nilai Keadilan Pancasila 

Negara Republik Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan atas hak 

milik rakyatnya dalam konstitusi Negara. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan 

bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hak individu untuk 

memperoleh pengakuan hak milik itu lebih lanjut disebut dalam Pasal 28H ayat (4) 



 

UUD 1945 berbunyi “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak 

milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. 

Oleh sebab itu, pemahaman terhadap Hak Kekayaan Intelektual bukanlah 

merupakan domain hukum semata, akan tetapi ada domain-domain ilmu lainnya, seperti 

teknik, ekonomi dan politik. Namun, meskipun demikian sebagian besar pemahaman 

terhadap HKI haruslah berlandaskan pada pemahaman aspek hukum. Oleh karena itu 

kepentingan terbaik patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup 

umat manusia.
198

 

Prinsip utama pada hak kekayaan intelektual yaitu bahwa hasil kreasi dari 

pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektual tersebut, maka pribadi yang 

menghasilkan mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah (natural).Bukan hanya 

sepintas pemberian hak kepemilikan, Negara juga harus memberikan perlindungan 

hukum bagi pemilik kekayaan intelektual. Jika Negara tidak memberikan instrumen 

perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual tersebut terjadi kesewenang-

wenangan maka telah terjadi kemunduran hukum.  

Pancasila sebagai falsafah bangsa harus menjadi pandangan hidup dan wisdom 

Nasional atas seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, oleh 

karenanya harus sesuai dengan Pancasila yaitu sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan 

Beradab”.  Bahwa sila ke dua Pancasila memiliki makna koherensi sifat-sifat dan 

keadaan serta hakikat Negara dengan hakikat manusia yang bersifat “monopluralis”.
199
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Kata “Kemanusiaan yang adil dan beradab” penegasannya dibagi atas kata adil dan 

beradab, sehingga Adil, dalam kaitannya dengan kemanusiaan yaitu adil terhadap 

dirinya sendiri, terhadap sesama manusia dan terhadap Tuhannya. Beradab, yaitu 

terlaksananya semua unsur-unsur hakikat manusia sebagai manusia yang bermartabat 

setinggi-tingginya.
200

 Termasuk dalam hal ini hasil kreasi dari pekerjaan dengan 

memakai kemampuan intelektual. 

Sepintas konsep Hak Kekayaan Intelektual sangat menonjolkan individualism. 

Setiap hasil intelektual mendapat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan orang lain 

tidak dapat menggunakannya dengan sembarangan. Pemahaman ini menjadi beralasan 

karena struktur hubungan sosial masyarakat yang hingga kini dianut adalah 

kebersamaan atau komunalisme. Sebenarnya pemahaman di atas tidak sepenuhnya 

benar, sebab HKI hanya berupaya memberikan jaminan bagi setiap individu untuk 

menguasai dan menikmati secara eksklusif ciptaannya melalui Negara. Tentunya 

perlindungan hukum yang dimaksud adalah untuk kepentingan pemilik, baik pribadi 

maupun kelompok. 

Menurut Azyumardi Azra, revitalisasi Pancasila sebagai garis haluan bersama 

idiologis negara-bangsa Indonesia yang paling feasible dan sebab itu lebih bermanfaat 

bagi bangsa ini dimasa akan datang.
201

 Undang-undang sebagai produk legislasi 

nasional akan semakin sempurna apabila Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup 
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dengan berbasis pada nilai Pancasila.
202

 Dengan revitalisasi nilai Pancasila dapat 

meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang ada, dengan menghilangkan 

diskriminasi sekecil apapun.   

Menurut Yudi Latif Pancasila telah memberikan dasar kebudayaan, yakni 

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Ini merupakan prinsip humanisasi dalam 

Pancasila yang terbagi atas dua bagian, antara lain: 

1. Kemanusiaan berkeadilan; dan  

2. Kemanusiaan berkeadaban.
203

 

Maka diharapkan hukum Hak Kekayaan Intelektual yang telah dibentuk menjadi 

lebih responsif. Penulis berpendapat demikian dengan mengutip Philippe Nonet dan 

Philip Selznick yang menguraikan tentang hukum responsif. Philippe Nonet dan Philip 

Selznick mengatakan hukum responsif membawa janji bagi kehidupan sosial 

masyarakat, dimana hukum tersebut digunakan untuk merumuskan dan untuk 

selanjutnya mempertahankan keteraturan publik. Jadi perlindungan hukum Hak 

Kekayaan Intelektual tidak hanya mengutamakan individualisme melainkan juga secara 

komunal kelompok, apabila masyarakat itu telah menghasilkan karya intelektual. 

Hukum Hak Kekayaan Intelektual dibutuhkan oleh rakyat untuk melindungi ciptaannya 

dari gangguan pihak lain. 

 Seiring akselerasi perkembangan zaman dan khususnya di negara-negara maju 

yang umumnya memiliki sumber daya alam terbatas, masalah hak kekayaan intelektual 

(HKI) sangat dilindungi. Negara-negara maju misalnya Jepang dan Korea Selatanyang 
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berorientasi pada industri HKI merupakan salah satu sumber pemasukan penopangan 

perekeonomian Negara.
204

 

 Gustav Radbruch menyebut hukum merupakan sesuatu unsur kebudayaan, 

hukum mewujudkan salah satu nilai dalam kehidupan konkrit manusia, yaitu nilai 

keadilan, antara lain: 

1. Keadaan berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan; 

2. Finalitas atau kegunaan; 

3. Legalitas atau kepastian hukum.
205

 

Nilai keadilan yang telah disebutkan di atas dapat mewujutkan tertib sosial, 

karena tertib sosial mewujudkan keadaan yang serba teratur antara anggota masyarakat 

yang ada dalam satu Negara. Tertib sosial dalam masyarakat bukan berarti tidak ada 

pertikaian dan masalah hukum, tetapi semua pertikaian atau tindak pidana diselesaikan 

sesuai hukum yang berlaku yang berlandaskan Pancasila.
206

 Oleh karena nilai keadilan 

berdasarkan Pancasila dapat kita ambil satu tolak ukur bahwa hukum yang tidak adil 

bukan hukum. Karena keadilan hukum itu terletak pada hakekat hukum, sedangkan 

hukum kita harus sesuai dengan Pancasila.
207

 

Sila Kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Nilai 

keadilan sosial menjelaskan hukum dan keadilan bukan sesuatu yang mesti berjalan 

sendiri-sendiri, justru harus dilihat dan dijalankan sebagai satu kesatuan. Bila hukum 

dan keadilan bercerai berai, maka pada saat itu hukum telah kehilangan orientasi pada 
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dirinya. Keadilan sosial adalah merupakan keadilan distributif yang sering disebut oleh 

orang adalah keadilan umum. Sesuai dengan pendapat H. Pesch ahli ekonomi Jerman 

yang menggambarkan keadilan ada empat bentuk yaitu legal, komutatif, distributif, dan 

sosial.
208

 

Inti dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung cita-cita 

kemanusiaan yang memenuhi hakikat adil. Hal ini berarti harus dipenuhinya segala 

sesuatu wajib, hal ini merupakan isi arti sila keadilan sosial yang terdalam dan bersifat 

universal tetap dan tidak berubah. Keadilan sosial itu mempunyai rincian atau dirinci 

lebih lanjut dalam masyarakat maupun negara, sehingga merupakan dasar sosial bagi 

adanya keadilan sosial, semestinya mengandung keadilan sosial maupun wajib sosial.
209

 

Oleh karena itu dalam realisasinya keadilan sosial terdapat suatu kondisi 

sebagai berikut: 

1. Bahwa lingkungan keadilan sosial adalah hidup bersama kemanusiaan, baik 

dalam pengertian masyarakat, bangsa dan negara maupun dalam pengertian 

kehidupan secara nasional maupun internasional. 

2. Bahwa pihak-pihak yang wajib menyelenggarakan keadilan sosial, adalah 

masyarakat, bangsa dan negara terhadap warganya masing-masing, dan 

sebaliknya para warga masyarakat, bangsa dan negara wajib menyelenggarakan 

keadilan sosial (dalam lingkup nasional).  

3. Bahwa pada setiap individu senantiasa terdapat suatu kepentingan maupun 

kebutuhan yang tidak mungkin dapat dipenuhi sendiri (karena di luar 

kemampuannya). Oleh karena itu kepentingan dan kebutuhan tersebut hanya 

dapat dipenuhinya dengan bersama-sama manusia lainnya. 

4. Bahwa untuk kepentingan bersama semua kepentingan dan kebutuhan harus 

terpelihara dengan keadilan sosial, dan hal ini dengan sendirinya termasuk juga 

kepentingan dan kebutuhan hidup dan lingkungan hubungan hidup terhadap 

diri sendiri maupun terhadap Tuhan sebagai kuasa prima. 

 

Berdasarkan pengertian keadilan sosial di atas disimpulkan sebagai berikut: 
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1. Bahwa dalam hidup bersama itu harus terdapat suatu keadilan sosial, karena 

hanya dengan demikianlah kepentingan dan kebutuhan hidup setiap warga 

manusia, bangsa dan Negara dapat saling terpenuhi. Pada hakikatnya keadilan 

sosial adalah merupakan bawaan kodrat manusia yang memiliki kepentingan 

dan kebutuhan hidup mutlak, dan sebenarnya hal ini yang menjadi pangkal 

dasar dari keadilan sosial. 

2. Dengan demikian maka keadilan sosial merupakan bawaan kodrat, tertanam 

dalam hati sanubari mansuia. 

3. Bahwa keadilan sosial adalah merupakan bawaan dari sifat kodrat manusia 

monodualias, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.
210

 

 

Pencapaian keadilan sosial sangat memerlukan perangkat kerja yang dijalankan 

secara integral, hal ini tak bisa begitu saja menyerahkan kepada hukum semata, akan 

tetapi pelbagai aspek yang dapat mendorong ranah keadilan itu hadir.
211

 Keadilan 

Pancasila salah satunya adalah keadilan sosial yang berparadigma kemanusiaan, karena 

keadilan adalah ukuran yang kita pakai dalam memberikan perlakuan terhadap obejk di 

luar diri kita. Objek yang ada di luar diri kita ini adalah manusia. Oleh karena itu ukuran 

tersebut tidak dapat dilepaskan dari arti yang kita berikan kepada manusia atau 

kemanusiaan, tentang konsep kita mengenai manusia.
212

Apapun rumusan keadilan yang 

hadir dalam setiap permasalahan, kita dapat melihat hubungannya dengan hakikat 

tentang manusia.  

Sebagian melihat hakikat manusia berada pada sisi kebebasan atau 

kemerdekaan. Manusia tampil pada ciri yang hidup untuk bebas, kebebasan merupakan 

milik yang berharga dari diri manusia, untuk itu manusia senantiasa ingin 

mempertahankan dan meraihnya. Berdasarkan keyakinan demikian, maka keadilan 

disini dikonsepkan suatu suasana yang memberikan kesempatan bagi kemerdekaan 

manusia untuk dapat berkembang secara seksama. Salah satunya adalah Negara 
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memberikan perlindungan terhadap karya intelektual yang dihasilkan oleh 

masyarakatnya dan bagaimana sistem perundang-undangan mengakomodir 

perlindungan tersebut agar memberikan keuntungan komersial bagi pemilik merek 

sebagai hak kekayaan intelektual dan Negara. 

Keadilan sosial menjadikan manusia menjadi pusat perhatian yang amat serius, 

segala modalitas yang ia miliki harus diarahkan untuk kepentingan manusia. Keadilan 

berparadigma manusia tidak berhenti pada apa yang tampak, tapi ia mesti dapat dirasa 

bahkan dapat dibatinkan dalam relung hati. Keadilan sosial akan menjadi benteng 

terakhir bagi manusia, manakala ia mendapatkan keraguan atas nama keadilan itu 

sendiri. Keadilan sosial berjiwa luwes berpikir sangat pancasilais bila ia diartikan 

sebenar-benarnya. Karena pelbagai stuktur yang ada di dalamnya mesti menghadirkan 

konsep pengaturan yang tidak merenggut harga diri dan martabat manusia dari rasa 

kemanusiaannya. Oleh karena itu keadilan sosial tidak mau meminjam atribut pemikiran 

bangsa lain, ia setia berada pada basis sosial akar kultur paradigma bangsanya, yaitu 

Pancasila.  

Keadilan sosial berparadigma kemanusiaan akan hadir bila bangsanya 

menjalankan cara berhukum dengan tenggangrasa, toleran, solidarity, humanis, rasa 

malu, dan kasih sayang. Karena nilai-nilai pokok yang terkandung dalam hukum kita 

selama ini berlaku yaitu keamanan, ketertiban.
213

 Sejatinya dari situlah rasa 

kemanusiaan orang Indonesia dibangun. Bila ia memahami kebebasan, bukan kebebasan 

individualistik, melainkan bebas yang bernilai keadaban, sehingga Pancasila 

memberikan watak kemanusiaan tidak semata-mata hanya adil tapi juga penuh dengan 
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keadaban.
214

Hasil kreatifitas manusia itu memiliki nilai ekonomi yang menjadi 

kekayaan bagi penciptanya. Pengakuan atas kekayaan intelektual tersebut menjadi salah 

satu bukti paradigma konsepsi ekonomi yang dimiliki pengetahuan melalui Hak 

Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Konsekuensi logis bagi setiap 

kekayaan yang dimiliki individu adalah perlindungan dan pengakuan atas hak milik 

individu tersebut. Upaya memperoleh perlindungan dan pengakuan atas hak milik ini 

merupakan salah satu motivasi individu untuk bergabung dengan individu lain yang 

akhirnya membentuk masyarakat, yang dalam skala besar disebut “Negara”. 

2. Hak Asasi Manusia (HAM) 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

penuh dengan pernyataan (deklarasi) dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat, 

martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan sangat asasi.
215

 Pernyataan 

itu antara lain ditegaskan bahwa hak setiap bangsa akan kemerdekaan, kehidupan yang 

bebas, tertib dan damai, hak membangun bangsa mencapai kemakmuran dan 

kesejahteraan, berkedaulatan, bermusyawarah dan berperwakilan, berkebangsaan, 

berprikemanusiaan, berkeadilan, berkeyakinan yang berketuhanan Yang Maha Esa. 

Pernyataan-pernyataan dalam pembukaan UUD 1945, jelas mengandung jiwa dan 

semangat yang tidak jauh berbeda dengan Universal Declaration of Human Rights, 

(UDHR) yang diterima dalam sidang umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948.
216
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Aspek Hak Asasi Manusia (HAM) yang terdapat dalam UUD 1945 yang 

merupakan sumber hukum dalam pembentukan perturan perundang-undangan secara 

normatif menjadi dasar dan alasan untuk dilakukan rekonstruksi atas perundang-

undangan yang belum lengkap dan belum mengatur kepentingan-kepentingan bagi 

subjek hukum yang dituju oleh pembentuk undang-undang. Aspek HAM yang terdapat 

dalam hukum perdata, pidana dan beberapa konsentrasi hukum lainnya harus 

berpedoman terhadap keadilan. Keadilan memang susah untuk dijelaskan, menurut 

Pembukaan UUD 1945 alinea pertama menyatakan bahwa "Sesungguhnya kemerdekaan 

itu ialah hak segala bangsa dan.... perikemanusiaan dan perikeadilan". Kata perikeadilan 

menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menghendaki kehidupan yang menjunjung tinggi 

keadilan, merdeka dari segala ketidakadilan dan segala sesuatu yang tidak adil, termasuk 

penjajahan harus dihapuskan. Pembukaan UUD 1945 alinea kedua menyatakan bahwa 

"dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesiayang merdeka, bersatu, berdaulat, 

adil dan makmur". Kata keadilan dalam kalimat tersebut menunjukkan kemerdekaan 

untuk mewujudkan keadilan. 

Apalagi berdasarkan dasar Negara Indonesia adalah Negara Hukum
217

, salah 

satu unsur Negara hukum adalah demokrasi. Konstitusi yang demokrasi menurut Dahl 

mengandung beberapa unsur lain yaitu, pernyataan hak-hak asasi manusia (HAM), 

pernyataan hak-hak sosial dan ekonomi, bentuk Negara kesatuan atau federal, lembaga 

legislatif dengan satu kamar atau dua kamar, pengaturan kekuasaan yudukatif, sistem 
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pemereintahan presidensial atau parlementer, pengaturan mengenai amandemen 

konstitusi dan referendum serta sistem pemilihan.
218

 

Dilihat dari sudut hukum dan teknik perundang-undangan, semua pembuatan 

undang-udang disamping harus memperhatikan teknis perundang-undangan yang 

mengenal hierarki, maka seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Negara 

kita ini harus bersumber dan berdasar pada UUD 1945.
219

 Dikarenakan UUD 1945 

merupakan sumber hukum yang paling tinggi. 

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama di hadapan hukum”. Hak individu untuk memperoleh pengakuan hak milik 

itu lebih lanjut disebut dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 berbunyi “setiap orang 

berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih 

secara sewenang-wenang oleh siapapun”. 

Ada dua teori secara filosofi terkait bahwa anggapan hukum bahwa Hak 

Kekayaan Intelektual adalah suatu sistem kepemilikan (property). Teori tersebut 

dikemukakan oleh John Locke yang sangat berpengaruh di Negara penganut tadisi 
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hukum common law sistem.
220

 Dan Hegel yang berpengaruh pada Negara yang penganut 

tradisi hukum civil law sistem.
221

 

John Locke mengajarkan konsep kepemilikan (property) kaitannya dengan Hak 

Asasi Manusia (Human Right) dengan pernyataannya “life, liberty, property”.
222

 Locke 

manyatakan bahwa semula dalam status naturalis (state of natura) suasana tentram dan 

tidak ada hukum positif yang membagi kepemilikan atau pemberian wewenang 

seseorang tertentu untuk memerintahkan orang lain. Selanjutnya John Locke 

mengatakan ada dua macam hak yakni: 

1. Liberty right that areas free of duty; 

2. Clain right that areas where the rightholder is owed a duty by others.
223

 

 

Istilah milik berasal dari bahasa Arab yaitu milk. Milik secara lughowi diartikan 

sebagai “memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya. Istilah 

milik didefinisikan sebagai suatu iktisas yang menghalangi orang lain.
224

 

Berdasarkan prinsip iktisas pada hak kepemilikan, pemilik dapat menghalangi 

pihak-pihak lain menggunakan hak miliknya tanpa sepengetahuan. Begitu juga terhadap 
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pencipta atau pemilik hak cipta. Adapun hak milik dalam pandangan hukum islam dapat 

dibedakan menjadi: 

1. Hak milik yang sempurna (milk tam) yaitu kepemilikan yang meliputi 

penguasaan terhadap bendanya (zatnya) dan manfaatnya (hasil) benda secara 

keseluruhan; 

2. Hak milik yang kurang sempurna(milkum naqish)disebut demikian karena 

kepemilikan tersebut hanya meliputi bendanya saja, atau manfaatnya saja.
225

 

Berdasarkan uraian di atas baik secara konteks UUD RI Tahun 1945 maupun 

secara hukum islam (Al-Quran) konteks hak milik itu sama-sama harus diberi 

perlindungan (protecks) terhadap pihak-pihak yang ingin menggunakan tanpa hak atau 

persetujuan dari pemilik hak.  

Secara tujuan perlindungan, hukum barat dan hukum islam sama-sama 

memberikan perlindungan terhadap hak milik, hanya berbeda pada prinsip mendapatkan 

serta proses, tetapi untuk segi tujuan perlindungan terhadap hak milik tersebut, prinsip 

hukum islam jelas dapat dilihat pada QS. Al-Hadid:7 sebagaimana berikut: 

QS. Al-Hadid:7 

ا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيِهِۖ  فَالهذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُو ِ وَرَسُولِهِ وَأنَْفِقُوا مِمه ا لَهُمْ أجَْرٌ آمِنُوا بِاللَّه

                                                                كَبِي                             

Artinya: 

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari 

hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang 
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yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya 

memperoleh pahala yang besar. 

 Berdasarkan penggalan ayat suci Al-Quran yang terdapat QS. Al-Hadid:7  

konsep hak milik dalam islam tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan 

kesejahteraan semata, tetapi islam berpandangan terhadap hak milik yang dimiliki hanya 

merupakan amanah. Dan sesungguhnya keseluruhan harta benda tersebut secara umum 

adalah hak milik masyarakat (umat). Sedangkan yang menjadi pemilik mutlak dari harta 

benda tersebut adalah Allah. Begitu juga dengan kepemilikan hak cipta, harus 

memberikan manfaat kepada masyarakat luas. 

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan Negara kepada seseorang 

atau sekelompok orang untuk menggunakan dan mendapatkan manfaat ekonomi dari 

kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Hak Cipta merupakan kekayaan 

yang didapat dengan menempuh proses intelektual. Istilah Hak Kekayaan Inelektual 

merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR)sebagaimana diatur dalam 

undang-undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan WTO (Agreement Establishing 

The World Trade Organization). Pengertian Intellectual Property Right sendiri adalah 

pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual 

manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak 

asasi manusia (human right). Yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, 

kemakmuran serta kesejahteraan sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD RI 

Tahun 1945 alinea kedua menyatakan bahwa "dan perjuangan pergerakan kemerdekaan 

Indonesiayang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". 



 

Pada abad keempat sebelum masehi, munculnya landasan filosofis HKI dimulai 

sejak dikemukakannya ide penghargaan bagi pencipta atau penemu atas kreasi 

intelektual yang berguna bagi masyarakat. Dalam berbagai diskusi Aristoteles kerap 

sekali mengkritik secara tajam pendapat Hippomandamus dari Miletus, yang 

mengajukan sistem penghargaan (reward sistem) bagi mereka yang berjasa membuat 

penemuan bagi masyarakat. Proposal Hippomandamus menyatakan bahwa “if you 

reward the creators of useful things, you get mor useful things. Atas proposal ini 

Aristoteles berpendapat bahwa “a such systemm of individual reward may otherwise 

reduce social welfare...a reward for revealing information to the state wold give rise to 

frauduent calaims of discovery of makfeassance on the part of publik officials”.
226

 

Maka membiarkan hukum yang tidak baik sehingga menyebabkan pelanggaran-

pelanggaran terhadap hak cipta merupakan kesalahan besar oleh Negara. Karena sangat 

tidak dimungkinkan lagi memisahkan hukum dengan keadilan serta kepastian. 

Membebaskan konsep hukum dari ide keadilan cukup sulit karena secara terus-menerus 

dicampur adukkan secara politis terkait dengan tendensi ideologis untuk membuat 

hukum terlihat sebagai keadilan.
227

 

 

B. Rekonstruksi Yuridis 

1. Masa perlindungan hak ekonomi yang terlalu lama 

  Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 : Perlindungan hak 

cipta atas ciptaan :  

a. Buku pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya  
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b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya  

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan  

d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks  

e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim 

f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, 

seni pahat, patung, atau kolase  

g. Karya arsitektur  

h. Peta  

i. Karya seni batik atau seni motif lain, 

j. Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) 

tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 

berikutnya. 

Dengan berakhirnya jangka waktu pemilikan tersebut maka karya cipta itu 

sebagai milik umum.  

Sebenarnya mengenai pembatasan jangka waktu hak cipta adalah merupakan 

penjelmaan dari pandangan tentang hakikat pemilikan, dikaitkan dengan kedudukan 

manusia sebagai makhluk bermasyarakat,  dimana hak milik itu dianggap mempunyai 

fungsi sosial. Inilah yang kami maksudkan landasan filosofis dan budaya hukum yang 

dianut oleh suatu negara dalam perlindungan hak cipta tersebut.  

Sampai pada batas tertentu, memang hak cipta itu dimaksudkan untuk 

memerhatikan keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan 

perorangan dengan kepentingan umum (masyarakat luas).  



 

Dua kepentingan ini tidak dapat dipisahkan. Oleh hukum pengakuan milik 

perorangan dan milik umum kedua-duanya mendapat tempat dalam tatanan hukum tiap-

tiap bangsa di dunia ini, sekalipun dasar filosofis negaranya berbeda. Di negara-negara 

penganut paham liberalis sama halnya juga di negara-negara penganut paham komunis, 

kedua-duanya menempatkan pengakuan adanya hak individu dan hak publik. Oleh 

karena itu dapatlah dimengerti bahwa pembatasan jangka waktu hak cipta itu adalah 

merupakan pertimbangan atas milik umum dan milik individu (perorangan). Bagi 

indonesia yang menganut Falsafah Pancasila, menempat keseimbangan atas dua kutub 

tersebut, pengakuan hak individu dan hak publik.  

Antara kepentingan individu dan masyarakat merupakan dwi tunggal yang tak 

dapat dipisahkan. Pancasila mempertemukan kedua pandangan ini. Bahkan jika kita 

bandingkan dengan negara yang masyarakatnya individualistis materialis sekalipun 

seperti Amerika Serikat, juga mengadakan pembatasan mengenai pemilikan hak cipta 

dalam undang-undang. Artinya pada suatu waktu hak cipta itu menjadi milik publik 

juga.  

Menurut penulis pemberian perlindungan hak cipta sampai dengan 70 tahun 

setelah pencipta meninggal dunia adalah berlebihan sebab ada kesan dengan masa 70 

tahun (sesama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah meninggal) pemilik hak cipta, 

UHC Indonesia tampaknya ingin menonjolkan hak individu. Oleh karena itu sangatlah 

tepat bahwa jangka waktu perlindungan UHC adalah 50 tahun setelah pencipta 

meninggal dunia seperti yang dimaksud dalam UHC sebelum yaitu Undang-Undang No. 

19 Tahun 2002. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstruksi hukum UUHC 2014 sebagai berikut: 

 

No. 

Pasal UUHC 2014 

Sebelum 

Direkonstruksi 

Kelemahan Pasal UUHC 2014 

sehingga perlu Direkonstruksi, 

karena: 

Pasal UUHC setelah 

Direkonstruksi 

 



 

No. 

Pasal UUHC 2014 

Sebelum 

Direkonstruksi 

Kelemahan Pasal UUHC 2014 

sehingga perlu Direkonstruksi, 

karena: 

Pasal UUHC setelah 

Direkonstruksi 
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Pasal 58 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 

2014 : Perlindungan hak 

cipta atas ciptaan :  
a. Buku pamflet, dan 

semua hasil karya tulis 

lainnya  

b. Ceramah, kuliah, 
pidato dan ciptaan 

sejenis lainnya  

c. Alat peraga yang 

dibuat untuk 

kepentingan 

pendidikan dan ilmu 

pengetahuan  

d. Lagu atau musik 
dengan atau tanpa teks  

e. Drama, drama 

musikal, tari, 

koreografi, 
pewayangan dan 

pantomim 

f. Karya seni rupa dalam 

segala bentuk seperti 
lukisan, gambar, 

ukiran, kaligrafi, seni 

pahat, patung, atau 

kolase  
g. Karya arsitektur  

h. Peta  

i. Karya seni batik atau 

seni motif lain  
berlaku selama hidup 

pencipta dan terus 

berlangsung selama 70 

(tujuh  puluh) tahun setelah 
pencipta meninggal dunia, 

terhitung mulai tanggal 1 

Januari tahun berikutnya. 

 

 

Jangka waktu Perlindungan 

hukum hak cipta yang terlalu 

lama sehingga kurang 

memperhatikan fungsi sosial 

dari hak cipta itu sendiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 58 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 : 

Perlindungan hak cipta atas 

ciptaan :  
a. Buku pamflet, dan semua 

hasil karya tulis lainnya  

b. Ceramah, kuliah, pidato 

dan ciptaan sejenis lainnya  
c. Alat peraga yang dibuat 

untuk kepentingan 

pendidikan dan ilmu 

pengetahuan  

d. Lagu atau musik dengan 

atau tanpa teks  

e. Drama, drama musikal, tari, 

koreografi, pewayangan 
dan pantomim 

f. Karya seni rupa dalam 

segala bentuk seperti 

lukisan, gambar, ukiran, 
kaligrafi, seni pahat, 

patung, atau kolase  

g. Karya arsitektur  

h. Peta  
i. Karya seni batik atau seni 

motif lain  

berlaku selama hidup pencipta 

dan terus berlangsung selama 50 
(lima puluh) tahun setelah 

pencipta meninggal dunia, 

terhitung mulai tanggal 1 Januari 

tahun berikutnya. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstruksi atas Pasal58 ayat (1) Undang-Undang No. 28Tahun 2014 tentang 

hak cipta bersifat yuridis atau rekonstruksi yuridis yang sesuai dengan sila kedua 

Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan juga sila kelima Pancasila 



 

“keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.  Rekonstruksi yuridis atas Pasal58 ayat 

(1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sesuai dengan nilai-nilai 

yang berlaku di Negara Indonesia khususnya wisdom Pancasila. Terlebih Pasal 28D ayat 

(1) UUD 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 

hukum”. Hak individu untuk memperoleh pengakuan hak milik itu lebih lanjut disebut 

dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 berbunyi “setiap orang berhak mempunyai hak 

milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-

wenang oleh siapapun”.Dengan dilakukannya rekonstruksi atas Pasal 58 ayat (1), 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta akan membawa dampak positif 

bagi perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak cipta khususnya terhadap 

kepemilikan hak cipta melalui pewarisan serta dengan hukum telah sesuai dengan teori 

hukum progresif dan mencerminkan keadilan bagi warga Negara yang memiliki hak 

cipta melalui pewarisan. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 



 

A. Kesimpulan 

1. Jangka waktu perlindungan hak cipta menurut Pasal 58 ayat (1) UUHC 2014 adalah 

berlangsung terus seumur hidup pencipta sampai dengan 70 tahun setelah pencipta 

meninggal dunia. Pengaturan hukum peralihan hak cipta melalui pewarisan menurut 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur berdasarkan Pasal 

16 ayat (2).  

2. Pengaturan hukum peralihan hak cipta melalui pewarisan sesuai dengan UUHC 

2014 di Indonesia belum berbasis nilai keadilan karena masa perlindungan hak 

moral yang terlalu lama yaitu sampai dengan 70 tahun setelah pencipta  meninggal 

dunia adalah berlebihan sehingga ada kesan masa 70 semasa hidup pencipta 

ditambah 70 tahun setelah meninggal dunia, UUHC 2014 lebih menonjolkan hak 

individu, padahal setiap ciptaan juga memiliki fungsi sosial.  

3. Rekonstruksi Hukum Peralihan Hak Cipta melalui Pewarisan Berdasarkan Nilai 

Keadilan adalah merevisi pasal 58 ayat (1) UUHC 2014 terhadap jangka waktu 

perlindungan hak cipta menjadi seumur hidup pencipta sampai dengan 50 tahun 

setelah pencipta meninggal dunia.  

 

B. Saran 

1. Pengaturan mengenai peralihan hak cipta melalui pewarisan terutama terhadap Pasal 

58 ayat (1) sebaiknya oleh negara dilakukan perubahan, revisi maupun rekonstruksi 

sehingga lebih jelas, lebih tegas tentang kedudukan, posisis, keadaan serta kepastian 

hukum terhadap kepemilikan hak cipta setelah penciptanya meninggal dunia  agar 

tidak terjadi kesewenang-wenangan dan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terkait. 

 

 

 

 

 

 

 



 

C. Implikasi 

1. Implikasi teoritis 

Secara teoritis, temuan penelitian tentang “rekonstruksi hukum peralihan 

hak cipta melalui pewarisan berbasis nilai keadilan” ini menunjukkan bahwa 

konsep masa perlindungan hak cipta menurut UUHC No. 28 Tahun 2014 adalah 

selama hidup pencipta sampai dengan 70 tahun setelah penciptanya meninggal 

dunia adalah berlebihan dan terkesan sangat individualis ditengah kultur budaya 

bangsa Indonesia yang komunal dan kekeluargaan. Sehingga dipandang perlu 

untuk di revisi menjadi 50 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Hal ini 

dimaksudkan agar tercipta keseimbangan kepentingan antara perorangan dengan 

komunal (masyarakat luas). 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian disertasi ini sebagai masukan bagi pemerintah/eksekutif dan 

Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimasa 

yang akan datang , terutama dalam kaitannya dengan hukum peralihan hak cipta 

melalui pewarisan berbasis nilai keadilan khususnya dalam hal masa 

perlindungan hak cipta, sehingga membentuk peraturan-peraturan yang mengatur 

tentang hak cipta pada umumnya dengan konsep keadilan bagi semua pihak. 

 Penelitian ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakat luas 

terutama buat para pembaca bahwa hak cipta dapat diwariskan sebab hak cipta 

adalah benda tidak bergerak dan tidak berwujud sehingga dapat di miliki oleh 

pencipta. Namun hak cipta tersebut dibatasi hak kepemilikannya yaitu selama 

hidup pencipta sampai dengan 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia.  



 

D.  
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ABSTRAK 

 

  
 Hak Cipta merupakan hak yang diberikan negara kepada pencipta dimana 

menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pasal 1 angka (1) 

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan 

prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa 

mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. 

Menurut pasal 16 ayat (1) UUHC hak cipta dapat beralih dengan cara pewarisan. 

Pemegang hak cipta yang meninggal dunia dapat mewariskan hasil karya ciptaannya 

seketika pada saat ia meninggal dunia. Pada saat si pemegang hak cipta meninggal dunia 

maka segala hak dan kewajiban yang berkenaan dengan harta kekayaannya termasuk 

dalam hal ini hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta beralih kepada sekalian ahli 

warisnya.  

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah  bagaimanakah 

pengaturan hukum peralihan hak cipta melalui pewarisan menurut hukum positif saat 

ini, mengapa pelaksanaan hukum peralihan hak cipta melalui pewarisan sesuai dengan 

hukum positif belum berbasis nilai keadilan, bagaimanakah   rekonstruksi Hukum 

Peralihan Hak Cipta melalui Pewarisan Berbasis Nilai Keadilan. Penelitian ini bersifat 

deskriptif analitis, yang memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai hal-hal 

yang berhubungan dengan kepemilikan hak cipta dikaitkan dengan pewarisan menurut 

Undang-undang hak cipta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

cara yuridis normatif yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (Library Research) 

yang bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder untuk selanjutnya dianalisis dengan 

menggunakan metode analisis kualitatif. 



 

Berdasarkan hasil penelitian disertasi ini, maka dapat disimpulkan bahwa 

pengaturan hukum peralihan hak cipta melalui pewarisan yang dalam terdapat dalam 

Pasal 58 ayat 1 memberikan jangka waktu perlindungan yang terlalu lama yaitu selama 

hidup pencipta sampai 70 tahun setelah meninggal dunia. sehingga tidak memperhatikan 

unsur keadilan bagi semua pihak yaitu pihak pencipta dan pihak masyarakat luas, sebab 

hak cipta juga mempunyai fungsi social.Untuk itu diperlukan rekonstruksi hukum dan 

ditindaklanjuti dengan merevisi Perundang-undangan Hak Cipta agar sesuai dengan 

nilai Pancasila dan UUD 1945.  

 

 

 

 

 

Kata kunci : Peralihan Hak Cipta, Nilai Keadilan 
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Rekonstruksi : Pengembalian sebagaimana semula,  penggambaran kembali 

pengulangan perbuatan atau peristiwa semula. 

Hukum : Undang-Undang, Peraturan dan sebagainya untuk mengatur 

pergaulan hidup masyarakat. 

Peralihan : Pergantian  

Hak Cipta   : hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan 

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi 

pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

perundangan. 

Pewarisan : Proses, cara perbuatan mewarisi atau mewariskan. 

Berdasarkan : Berbasis 

Nilai : Penghargaan atau kebaikan dan kemampuan yang 

dipercaya yang ada pada suatu benda untuk memuaskan 

manusia. 

Keadilan  : Tidak memihak atau pertimbangan keadaan seimbang.  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

J. Latar Belakang Masalah 

Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah bertekad untuk memajukan suatu 

masyarakat yang dicita-citakan bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, 

spiritual dan material. 

Dalam  usaha  untuk  mewujudkan cita-cita tersebut pada abad ke-20  terjadi 

suatu perkembangan kehidupan di tingkat nasional yang berkembang pesat, terutama 

dalam bidang informasi, telekomunikasi, transportasi, perekonomian, hukum pada 



 

umumnya dan pemberian perlindungan hukum yang efektif terhadap hak-hak atas 

kekayaan intelektual (selanjutnya disingkat HAKI)
228

,khususnya di bidang hak cipta.  

Perkembangan yang pesat dalam teknologi telekomunikasi ini mengakibatkan 

dunia terasa semakin kecil dan batas Negara secara ekonomis hampir tidak ada lagi, 

kondisi dunia yang demikian ini dikenal dengan globalisasi. 

Jujur diakui bahwa proses globalisasi memang menawarkan berbagai peluang 

baru bagi bangsa Indonesia, namun pada saat yang bersamaan pula peluang-peluang 

tersebut berhadapan dengan berbagai tantangan terhadap aspek ideologi, politik, 

ekonomi, budaya, hukum dan sebagainya, yang mengharuskan bangsa Indonesia untuk 

melaksanakan evaluasi, konsolidasi dan pembenahan terhadap berbagai aspek tersebut. 

Di bidang hukum, era globalisasi dan perdagangan bebas dunia membawa 

dampak perubahan terhadap tatanan hukum nasional.Hukum yang berisi norma-norma 

dan kaedah-kaedah yang mengatur berbagai aspk kehidupan manusia diharapkan 

mampu untuk mengimbangi tuntutan yang muncul dan berkembang dalam masyarakat 

sebagai akibat globalisasi. 

Perlindungan hukum terhadap hak cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai 

upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah 

mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. 

                                                 
228

Istilah HAKI merupakan terjemahkan dari Intellectual Property Rights, yang merupakan 

istilah baku yang secara resmi dipakai dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang perubahan 

Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

No. 7 Tahun 1987. GBHN 1993, Bab IV (f) Bidang Ekonomi butir 1 sub g dan beberapa penulis, 

menggunakan  istilah terjemahan Hak Milik Intelektual, mis : Sudargo Gautama, C.S.T, Kansil dan 

Muhammad Djumhana masing-masing dalam bukunya berjudul Segi-segi Hukum hak Milik Intelektual 

(1990), Hak Milik Intelektual (1990), Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta (1997), dan Hak Milik 

Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia (1997). 



 

Menyadari hal tersebut, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha 

untuk memperbaharui peraturan perundang-undangan dibidang hak cipta untuk 

menyesuaikan diri dengan perkembangan di bidang ekonomi maupun dibidang 

teknologi. 

Pengaturan masalah hak cipta di Indonesia sebenarnya bukanlah masalah atau 

hal yang baru, karena Indonesia mengenal hak cipta pertama kali dalam Auteurswet 

1912 (Undang-Undang Hak Cipta 1912), yang kemudian diganti dengan Undang-

Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang telah dua kali mengalami perubahan. 

Perubahan pertama terjadi pada tahun 1987 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1987 tentang Hak Cipta. Selanjutnya perubahan kedua terjadi pada tahun 1997 

melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas  Undang-Undang 

No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

No. 7 Tahun 1987 yang disahkan Presiden Republik Indonesia pada 7 Mei 1997.
229

 

Selanjutnya Undang-Undang Hak Cipta kembali diubah dengan Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2002 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.  

Walaupun perubahan-perubahan tersebut telah memuat beberapa    

penyesuaian    Pasal sesuai dengan TRIPs  (Trade Related Aspects Of Intelectual 

Property Rights), namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk 

memberi perlindungan bagi karya-karya dibidang hak cipta, termasuk upaya untuk 

memajukan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya, serta 

pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan 
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Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, Konvensi-Konvensi Hak-Hak Milik Intelektual Baru 

untuk Indonesia (1997), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman  72 



 

hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat, yang diperlukan 

dalam melaksanakan pembangunan nasional. 

Lahirnya Undang-Undang hak cipta baru yaitu Undang-Undang No. 28 tahun 

2014, yang terlepas dari kecenderungan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia 

pada khususnya untuk memberikan perlindungan hukum HAKI. Bagi bangsa Indonesia 

perlindungan hukum HAKI merupakan perkembangan yang baru, namun di negara-

negara maju telah berabad-abad lamanya dikenal bahkan mempunyai ekonomi (ekonomi 

value) yang cukup besar bagi pendapatan negara. Hal itu dapat dimengerti karena Hak 

Cipta sebagai bagian dari HAKI pada hakikatnya dapat memberikan manfaat ekonomi 

kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan kepada negara.  

“Di kalangan negara-negara Eropa yang bergabung dengan European Union 

(EU), dan di Amerika Serikat, kesadaran akan manfaat ekonomi ini tertanam 

dengan kuat. Di negara-negara maju tersebut beberapa studi ekonomi yang 

dilakukan telah membuktikan tentang tumbuhnya dengan pesat kontribusi 

industri hak cipta terhadap pendapatan nasional Negara.
230

 

 

Selanjutnya Eddy Damian mengutip karya tulis Herman Cohen Jehoram dalam 

buku Audiovisual Media and Copyright in Europe menyatakan bahwa :  

“Penelitian yang diadakan Stichting Voor Economicshe Onderzoek 

(SEO).“Universitas Amsterdam pada tahun 1993 menunjukkan bahwa industri 

hak cipta bukan saja meningkatkan pendapatan nasional negara, tetapi juga 

menambah angkatan kerja nasional. Penelitian lain membuktikan nilai tambah 

industri hak cipta diperkirakan pada tahun 1989 berjumlah dua puluh miliar 

gulden dan angkatan kerja yang tertampung dalam industri ini berjumlah 4,6% 

dari seluruh angkatan kerja”.
231

 

 

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan 

perlindungan terhadap karya cipta ini ternyata belum membuahkan hasil yang 

                                                 
230

Eddy Damian, Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang 

Hak Cipta 1997 dan Perlindungan Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya, Alumni, Bandung, 

1999, halaman  2 
231

Ibid. 



 

maksimal.Dalam realitasnya, pelanggaran hak cipta masih menggejala dan seolah-olah 

tidak dapat ditangani walaupun pelanggaran itu dapat dilihat dirasakan dalam kehidupan 

sehari-hari. Berbagai macam bentuk pelanggaran yang dilakukan dapat berupa 

pembajakan terhadap karya cipta, mengumumkan, mengedarkan, maupun menjual karya 

orang lain tanpa seizin pencipta ataupun pemegang hak cipta. 

Salah satu cita-cita suatu bangsa adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, 

sebagai mahluk sosial kita perlu membaca untuk mengetahui perkembangan untuk 

kemajuan, berdasarkan hal tersebut diatas maka suatu ciptaan/perancangan baru perlu 

peningkatan dalam menyempurnakan ilmu pengetahuan. 

Hak cipta merupakan hak yang diberikan negara kepada pencipta dimana 

menurut Undang-Undang RI No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta pada Pasal1 angka 1 

menyatakan bahwa “Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara 

otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk 

nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku”. 

Perlindungan hak cipta atas suatu ciptaan mulai berlaku secara otomatis sejak 

ciptaan ada atau diumumkan.Sedangkan lama masa perlindungan hukum yang 

diberikan bervariasi berdasarkan jenis ciptaan.Lamanya perlindungan hak cipta 

atas suatu ciptaan dapat ditinjau dari dua sumber, yaitu menurut konvensi 

internasional yang mengatur tentang hak cipta dan dari Undang-Undang Hak 

Cipta.
232

 

 

Hak Cipta adalah kekayaan personal, maka Hak Cipta dapat disamakan dengan 

bentuk kekayaan (property.) yang lain. Di dalam Pasal16 ayat (1) UU No. 28 Tahun 

2014 terdapat ketentuan  “monumental” disebutkan bahwa : “Hak Cipta merupakan 
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 Elyta Ras Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori Dan Praktik, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2012, halaman  67  



 

benda bergerak tidak berwujud”. Oleh karena hak cipta dianggap sebagai barang 

bergerak yang tidak berwujud maka hak cipta dapat dialihkan kepada orang/pihak lain 

salah satunya melalui pewarisan.       

Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta 

dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, salah satunya karena 

pewarisan. Namun problema yang timbul dari pewarisan hak cipta ini dapat saja terjadi 

ditengah-tengah keluarga si pencipta, hal ini terjadi apabila hak cipta ini jatuh ketangan 

orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas hak yang diterimanya dengan cara 

menyalahgunakan hasil ciptaan si pencipta yang telah meninggal dunia tersebut. Hal 

mana dialami oleh keluarga mendiang penyanyi Bob Marley untuk mendapatkan hak 

cipta beberapa album rekamannya yang terkenal, salah satu lagu terkenalnya adalah no 

woman no cry. Ahli waris Bob Marley menuntut ganti rugi bernilai milyaran dolar dari 

UGM karena perusahaan itu dituduh mengeksploitasi rekaman penyanyi berambut 

gimbal itu.  

Hal yang sama juga dialami oleh anak-anak mendiang Jack Kirby yang dikenal 

sebagai pengarang superhero Captain Amerika dengan penerbit komik sekaligus studio 

film Marvel. Ahli waris Kirby sendiri telah terlihat konflik dengan Marvel sejak tahun 

2009 ketika studio film dibeli oleh Disney sebesar USD 4 miliar. Mereka berusaha 

merebut kembali hak cipta legenda superhero komik itu agar dibuat berdasarkan 

ketentuan hukum yang berlaku. 

Bukan tidak mungkin hal yang sama akan terjadi di Indonesia, mengingat 

banyaknya pencipta asal Indonesia yang memiliki karya cipta yang dianggap fenomenal 

walaupun pencipta tersebut sudah meninggal dunia tetapi karya ciptanya masih 



 

dieksploitasi sampai sekarang, bukan saja di Indonesia tetapi juga di luar negeri. 

Misalnya Gesang Martohartono “sang maestro lagu keroncong” dengan lagu “bengawan 

solo” yang tak hanya popular di tanah air tetapi juga di luar negeri diantaranya Belanda, 

Jepang dan Malaysia. Bahkan sempat beberapa warga Negara Belanda mengklaim lagu 

tersebut dan negeri jiran Malaysia bahkan pernah menjiplaknya dengan judul “main 

cello” pada tahun 1960. Begitu juga dengan musisi Is Haryanto yang terkenal dengan 

lagu “rek ayo rek dan sepanjang jalam kenangan”, Drs. Suyadi atau yang lebih dikenal 

dengan nama “pak raden” pencipta “boneka si unyil”. Yang mana untuk boneka siunyil 

ini Drs. Suyadi sempat bersengketa dengan PFN terkait dengan kepemilikan hak cipta 

atas boneka si unyil. 

Apabila persoalan ini dibiarkan begitu saja atau tidak adanya penyelesaian 

serta perlindungan terhadap hasil ciptaan ini, dikhawatirkan akan terjadi pengambilan 

hak dari orang lain yang sebenarnya bukan haknya, tentu hal ini tidak dikehendaki oleh 

siapapun, karena akan menimbulkan suatu konflik dan keresahan dikalangan masyarakat 

luas, dimana menurut hukum positif peristiwa hukum tersebut merupakan peristiwa 

melawan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku dinegara Republik 

Indonesia. 

Perlindungan yang diberikan atas hak cipta bukan saja merupakan pengakuan 

negara terhadap karya cipta seorang pencipta, tetapi juga diharapkan bahwa 

perlindungan tersebut akan dapat membangkitkan semangat serta minat yang lebih besar 

untuk melahirkan ciptaan baru, sebab pertumbuhan dan perkembangan ilmu 

pengetahuan sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan peradaban dan 

martabat manusia, selain itu juga bahwa pelaksanaan pembangunan nasional yang pada 



 

hakekatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat 

Indonesia dan tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk mewujudkan suasana yang akan 

lebih baik lagi. 

Berdasarkan paparan tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian  dengan judul: “REKONSTRUKSI HUKUM PERALIHAN HAK CIPTA 

MELALUI PEWARISAN BERBASIS NILAI KEADILAN”. 

 

K. Perumusan Masalah    

 Adapun rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

4. Bagaimana pengaturan hukum peralihan hak cipta melalui pewarisan menurut 

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014? 

5. Mengapa pengaturan hukum peralihan hak cipta melalui pewarisan menurut 

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun2014  belum berbasis nilai keadilan? 

6. Bagaimanakah   rekonstruksi Hukum Peralihan Hak Cipta melalui Pewarisan 

Berbasis Nilai Keadilan? 

 

L. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah yang penulis uraikan di atas maka yang menjadi 

tujuan dalam penelitian dari penulisan disertasi ini adalah : 

1. Untuk menganalisis hukum peralihan hak cipta melalui pewarisan menurut Undang-

Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. 

2. Untuk mengkaji pengaturan hukum peralihan hak cipta melalui pewarisan menurut 

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang belum berbasis nilai keadilan 



 

3. Untuk merekonstruksi hukum peralihan hak cipta melalui pewarisan berbasis nilai 

keadilan. 

M. Kegunaan Penelitian 

 Penelitian  ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, yaitu : 

3. Secara teoritis.  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bermanfaat untuk 

melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan perkembangan 

Hukum Perdata Indonesia. Dengan kata lain diharapkan dapat memperkaya 

khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan koleksi 

karya ilmiah dalam memberikan kontribusi pemikiran yang membahas mengenai   

masalah hukum dan kepemilikan hak cipta serta pewarisannya. 

4. Secara praktis. 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi 

penegak hukum serta masyarakat yang membutuhkan informasi ilmiah yang 

mendalam mengenai pewarisan hak cipta. 

N. Kerangka Konseptual 

6. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam 

Pewarisan :bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-perundangan. 

7. Pewarisan adalah Proses, cara perbuatan mewarisi atau mewariskan 

8. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau 

bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi 



 

9. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang 

menerima hak tersebut secara sah dari pencita, atau pihak lain yang 

menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. 

10. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan 

sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran,imajinasi, 

kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk 

nyata.  

 

O. Kerangka Teori 

4. Teori Keadilan Sebagai Grand Teori 

Menurut pandangan peneliti keadilan adalah sesuatu yang paling sulit diletakkan 

di dunia ini. Dikarenakan apabila salah dalam peletakan maka konsekuensinya secara 

fundamental adalah tidak adil. Muhamad Erwin mengatakan dalam tulisanya tentang 

keadilan. Rasanya kita harus merefleksikan bahwa kita tidak tinggal sendiri di dunia ini 

dan kita dituntut untuk berfikir agar tidak mengabaikan tanggungjawab kepada yang 

lain. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, tujuan hukum memang tidak hanya 

keadilan, tetapi juga kepastian hukum, dan kemamfaatan. Idealnya hukum memang 

harus mengakomodasi ketiganya. Misalnya sedapat mungkin merupakan resultante dari 

ketiganya. Sekalipun demikian tetap ada yang berpendapat, diantara ketiganya tujuan 

hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling penting, bahkan ada yang 

berpendapat tujuan hukum satu-satunya, contohnya ditunjukan oleh seorang hakim 



 

Indonesia, Bismar Siregar, dengan menyatakan “jika untuk keadilan saya korbankan 

kepastian hukum”.
233

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan/adil adalah tidak sewenang-

wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.
234

  Di dalam konsep Islam, adil berasal dari 

bahasa Arab “al-adl” yang merupakan kata benda, berasal dari kata kerja “adala” 

berarti; a) meluruskan atau jujur, mengubah; b) menjauh, meninggalkan dari satu jalan 

(salah) menuju jalan yang benar; c) menjadi sama atau sesuai atau menyamakan; d) 

membuat seimbang atau menyeimbangkan atau dalam keadaan seimbang. Dalam bahasa 

Inggris di sebut dengan “justice”memiliki persamaan arti dengan
235

 justicia (Latin), 

jeuge, Justice (f) (Prancis), juez (m), justicia (f) (Spanyol), reichter (m), gerechtigkeit 

(f) (Jerman). 

Keadilan dapat diartikan sebagai kondisi kebenaran ideal secara moral  mengenai 

sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Keadilan juga dapat diartikan sebagai 

suatu tindakan yang didasarkan norma-norma, baik norma agama maupun hukum. 

Keadilan ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan 

memberi sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.  

Menurut W.J.S. Poerwodarminto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

keadilan berarti tidak berat sebelah, mendapatkan perlakuan yang sama, sepatutunya, 

tidak sewenang-wenang. Jadi, dalam pengertian adil termasuk di dalamnya tidak 

terdapat kesewenang-wenangan. Orang yang bertindak sewenang-wenang berarti 

bertindak tidak adil. 
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Berdasarkan dari pemikiran yang menjadi isu para pencari keadilan terhadap 

problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan 

dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan 

perundang-undangan
236

 yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang 

berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu 

tidak adil. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang 

hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum 

tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini 

seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka 

umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.
237

 

Untuk membina dan menegakkan keadilan, kita sebaiknya mengetahui berbagai 

aturan yang tercermin dalam berbagai teori. Dalam perkembangan pemikiran teori 

hukum, juga tidak lepas dari konsep keadilan. Konsep keadilan tidak menjadi monopoli 

pemikiran satu orang ahli saja. Banyak  para pakar dari berbagai disiplin ilmu 

memberikan jawaban apa itu keadilan. Ada beberapa filusuf terkenal yang 

mengemukakan teorinya mengenai keadilan, sebagai filusuf  yang memberikan jawaban 

tentang konsep keadilan. 

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif.
238

 Keadilan akan terasa 

manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan 
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baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan 

konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan 

dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim. 

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. 

Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang 

benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : 

pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa 

yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam 

keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil 

gabungan tersebut akan menjadi keadilan. 

Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. 

Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan 

kemakmuran. 

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karya 

nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Lebih khusus, dalam buku nicomachean 

ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum 

Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa 

ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.
239

 

Pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun 

Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan 

proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, 

yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan bahwa semua warga adalah sama di 
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depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya 

sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.  

Pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan 

seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan 

distributif dan keadilan korektif. Keadilan yang pertama berlaku dalam hukum publik, 

yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Kedailan distributif dan korektif sama-

sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami 

dalam kerangka konsepsi di wilayah keadilan distributif, bahwa imbalan yang sama-rata 

diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan yang kedua, bahwa yang 

menjadi persoalan bahwa ketidaksetaraan disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran 

kesepakatan.  

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, 

kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. 

Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelas bahwa apa yang ada dibenak 

Aristoteles bahwa distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang 

berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang 

sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilai bagi masyarakat.
240

 

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika 

suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha 

memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan 

telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si pelaku. 

Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggu tentang “kesetaraan” yang 
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sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali 

kesetaraan tersebut. Uraian tersebut nampak bahwa keadilan korektif merupakan 

wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.
241

 

Aristoteles memberikan keterangan tentang perbedaan antara keadilan distributif 

dengan keadilan kolektif sebagai berikut:
242

 

c. Keadilan yang distributif mengatur pembagian barang-barang dan penghargaan 

kepada tiap orang sesuai dengan kedudukanya dalam masyarakat, serta 

menghendaki perlakuan yang sama bagi mereka yang berkedudukan sama 

menurut hukum. 

d. Keadilan kolektif adalah terutama merupakan suatu ukuran dari prinsip-prinsip 

teknis yang menguasai administarsi daripada hukum pelaksanaan undang-

undang. Dalam mengatur hubungan hukum perlu akibat perbuatan, tampa 

memandang siapa orangnya dan maksudnya baru dapat dinilai menurut suatu 

ukuran objektif. 

 

Dalam membangun argumentasi, Aristoteles menekankan perlu dilakukan 

pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang 

didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan 

pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan 

dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam 

undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian 

yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada 

komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam 

bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alamjika bisa didapatkan dari 

fitrah umum manusia.
243
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Berdasarkan uraian teori keadilan dengan berpegang dengan teori keadilan 

Aristoteles yang membagi keadilan dalam dua bentuk persamaan yaitu keadilan 

persamaan Numerik dan keadilan persamaan Proporsional serta kedua-duanya tersebut 

harus mengambarkan keadilan yang Disributif. Dimana menurut peneliti sangat akur 

dan cocok dengan hukum peralihan hak cipta melalui pewarisan dikarenakan keadilan 

distributif sangat berkaiatan dengan persamaan atau keadilan atas kekayaan atau barang-

barang. Yang dimana dalam kajian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengenai 

kekayaan intelektual dengan sistem perlindungannya yang dimana harus mengkaji 

kerugian-kerugian baik dalam bentuk materil dan formil atas penggunaan hak cipta. 

Tentu semua itu akan berkaitan dengan perlindungan hak cipta yang diberikan oleh 

undang-undang sebagai aturan main (asas legalitas) atau negara hukum berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

 

5. Teori Kepastian Hukum Sebagai Middle Theory  

 Peter Mahmud Marzuki memberikan pandangannya tentang kepastian hukum 

dalam tulisanya sebagai berikut. 

“Kepastian hukum adalah adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan 

tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum 

yang mengandung dua pengertian, yaitu : pertama adanya aturan yang bersifat 

umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh 

dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan 

pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat 

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara 

terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam 

undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara 



 

putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus 

serupa yang telah diputuskan.”
244

 

 

 Kepastian hukum tentu sangat erat kaitanya dengan validitas norma dalam aturan 

itu sendiri, dalam hal ini Bruggink membagi validitas (keberlakuan norma) menjadi tiga 

bagian. Pertama: validitas faktual, kedua: validitas normatif, ketiga: validitas 

evaluatif.Jika ditarik pemahaman tentang validitas dapat diartikan, Validitas adalah 

eksitensi norma secara spesifik. Suatu norma adalah valid merupakan suatu peryataan 

yang mengasumsikan eksistensi norma tersebut dan mengasumsikan bahwa norma itu 

memiliki kekuatan mengikat (binding force) terhadap orang yang perilakunya diatur. 

Aturan adalah hukum, dan hukum yang jika valid adalah norma. Jadi hukum adalah 

norma yang memberikan sanksi.
245

 

 Bruggink dalam menjelaskan validitas norma secara faktual, menjelaskan 

sebagai berikut. 

Orang mengatakan bahwa kaidah hukum berlaku secara faktual atau efektif, jika 

para warga masyarakat, untuk siapa kaidah hukum itu berlaku, mematuhui 

kaidah hukum tersebut. Dengan demikian, keberlakuan faktual dapat ditetapkan 

dengan bersaranakan penelitian empiris tentang perilaku para warga masyarakat. 

Jika dari penelitian yang demikian itu tampak bahwa para warga, dipandang 

secara umum, berperilaku dengan mengacu pada keseluruhan kaidah hukum, 

maka terdapat keberlakuan faktual kaidah itu. Orang juga dapat mengatakan 

bahwa kaidah hukum itu efektif. Bukankan kaidah hukum itu berhasil 

mengarahkan pirilaku warga masyarakat, dan itu adalah salah satu sasaran utama 

kaidah hukum. Itu sebabnya orang menyebut keberlakuan faktual hukum adalah 

juga efektifitas hukum.
246

 

 

 Sedangkan validitas secara normatif Bruggink kembali memberikan pandangan 

sebagai berikut. 
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“Orang berbicara tentang keberlakuan normatif suatu kaidah hukum. Jika kaidah 

hukum itu merupakan bagian dari suatu sistem kaidah hukum tertentu yang 

didalamnya kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk yang satu terhadap yang 

lain. Sistem kaidah hukum yang demikin terdiri atas suatu keseluruhan hierarkhi 

kaidah -kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum 

yang lebih tinggi. Karena pada keberlakuan ini diabstraksi dari isi kaidah hukum, 

tetapi perhatian hanya diberikan pada tempat kaidah hukum itu dalam sistem 

hukum, maka keberlakuan ini disebut juga keberlakuan formal.
247

 

 

 Kemudian mengenai dasar berlakunya atau validitas dari suatu peraturan atau 

norma hukum terletak pada peraturan atau norma hukum yang lebih tinggi lagi, dan 

pada ahirnya sampai pada suatu peraturan atau norma yang tertinggi, yaitu norma dasar 

(grundnorm/basic norm) norma hukum itu sendiri mendapatkan dasar berlakunya atau 

validitasnya dari suatu postulat yang telah dianggap demikian asanya dan disepakati 

masyarakat umumnya, tidak terkecuali jika norma hukum tersebut tidak sejalan dengan 

nilai-nilai moral.
248

 

Positivisme, rujukan etimologisnya berasal dari bahasa Latin “ponere-posui 

positus” yang berarti meletakkan, memaksudkan bahwa tindakan manusia itu disebut 

baik atau buruk, benar atau salah, sepenuhnya bergantung kepada peraturan atau hukum 

yang diletakkan, diberlakukan.
249

 Positivisme Hukum, dalam definisinya yang paling 

tradisional tentang hakikat hukum, memaknainya sebagai norma-norma positif dalam 

sistem perundang-undangan.
250

 

Positivisme hukum (aliran hukum positif) memandang perlu memisahkan secara 

tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya 
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antara das sein dan das sollen), dalam kacamata positivisme tida hukum lain, kecuali 

perintah penguasa (law is a command of the law givers).
251

 

Pada abad ke- 19 kepercayaan kepada ajaran hukum alam yang rasionalitas 

hampir ditinggalkan orang sama sekalai, antara lain karena pengaruh aliran cultuur 

historis scholl. Tetapi membuat semakin kuatanya aliran lain yang mengantinya, yaitu 

aliran positivisme hukum (rechposistivisme) aliran ini juga sering disebut dengan aliran 

legitimasi.
252

 

Aliran Hukum Positif 

 

Perlu Pemisahan Antara Hukum Dan Moral 

 

 

Jadi Hukum Yang Berlaku (Das Sein) Dan Hukum  

Yang Seharusnya (Das Sollen) Harus Dipisahkan. 

 

 

 Jhon Austin salah satu tokoh positivisme memberikan pendapat tentang hukum 

tulisannya sebagai berikut: 

 

 The matter of jurisprudence is positive law, law simply and strictly so 

called. Or law set by political superior to political inferior......a law, in the 

most general and comprehensive accption in which the term in its literal 

meaning, is employed, mayby said to be a rule laind down for the gindance 

of an intelegent being by having power over him.
253

 

 

Pernyataan di atas menunjukkan pemahaman John Austin tentang hukum yaitu 

sesuatu yang jelas dan tegas keberadaanya, yang merupakan suatu produk dari kekuatan 

                                                 
251

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa Bagimana Filsafat 

Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, halaman 112. 
252

Muhammad Erwin, Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Raja Grafindo Perasada, 

Jakartaa, halaman 153-154. 
253

Jhon Austin, The Province Of Juriprudence Determined, University Press, Cambridge, 1995, 

halaman 18. 



 

politik yang lebih kuat untuk suatu kekuatan politik yang lebih kuat untuk sesuatu 

kekuatan politik yang lebih lebah. 

John Austin membagi dua kategori hukum:
254

 

4. Hukum dalam arti yang sebenarnya (laws properly so called) dan; 

5. Hukum dalam arti yang tidak sebenarnya (laws improperly so called). 

 Kemudian mengenai dasar berlakunya atau validitas dari suatu peraturan atau 

norma hukum terletak pada peraturan atau norma hukum yang lebih tinggi lagi, dan 

pada ahirnya sampai pada suatu peraturan atau norma yang tertinggi, yaitu norma dasar 

(grundnorm/basic norm) norma hukum itu sendiri mendapatkan dasar berlakunya atau 

validitasnya dari suatu postulat yang telah dianggap demikian asanya dan disepakati 

masyarakat umumnya, tidak terkecuali jika norma hukum tersebut tidak sejalan dengan 

nilai-nilai moral.
255

 

 Hans Kelsen dalam tulisan Muhammad Erwin memberikan penjelasan tentang 

kevaliditasan hukum sebagai berikiut:
256

 

e. A norm exist with binding force; (norma yang ada harus mempunyai 

kekuatan mengikat); 

f. A particular norm concerned is identiflaby part of legal order which is 

efficacious;(norma tertentu yang bersangkutan bagian dari tatanan hukum 

yang berkhasiat); 

g. A norm is conditioned by another norm of higer level in the hierarchy of 

norm;(norma dikondisikan oleh norma lain dari tingkat dalam hierarki 

norma); 

h. A norm which is justified in conformity with the besic norm;
257

(norma yang 

dibenarkan sesuai dengan norma kebiasaan).
258
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Membicarakan lebih lanjut mengenai validitas dari suatu peraturan dapat ditarik kesimpulan 

awal bahwa berlakunya sebuah norma peraturan di tengah-tengah masyarakat atau di suatu negara, 

peraturan atau norma yang akan diberlakukan tidak bertentangan dengan hierarki perundang-undangan 

atau hukum yang di atasnya (grundnorm) dan sebuah norma peraturan tersebut harus sesuai dengan nilai-



 

 

Hans Kelsen juga menjelaskan dalam tulisannya tentang validas sebagai 

berikut:
259

 

Apakah hakikat dari validitas hukum, seperti dibedakan dari efektivitas hukum? 

Perbedaannya dapat dilukiskan dengan sebuah contoh : suatu peraturan hukum 

melarang pencurian, menetapkan bahwa setiap pencuri harus dihukum oleh 

hakim. Peraturan ini valid bagi semua orang yang dengan demikian melarang 

pencurian kepada mereka, yaitu individu-individu yang harus mematuhi 

perturan tersebut, yakni para subjek dari peraturan tersebut. peraturan hukum 

adalah valid terutama bagi mereka yang benar-benar mencuri dan dalam 

melakukan pencurian tersebut melanggar peraturan tersebut. dengan kata lain, 

peraturan hukum adalah valid meskipun dalam kasus-kasus dimana perturan 

hukum itu kurang efektif.
260

 

 

 Pemaparan yang disampaikan penulis di atas sesuai dengan pandangan Efran 

Helmi Juni dalam tulisanya yang menyatakan “kaidah hukum adalah peraturan yang 

dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa 

negara, mengikat setiap orang, dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat penegak 

hukum atau aparat negara, kaidah hukum ditujukan pada sikap lahir manusia atau 

perbuatan yang dilakukan manusia.
261
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Mengenai suatu norma telah di positifkan sebagai aturan hukum yang prinsipal mempunyai sifat 
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Ketika hukum digambarkan sebagai “perintah” atau “ekspresi kehendak” 

legislator, dan ketika tata hukum dikatakan sebagai perintah atau keinginan Negara, 

maka sehararusnya dipahami sebagai a figurative mode of speech. Jika aturan hukum 

adalah suatu perintah, maka merupakan perintah yang depsybologized, yaitu suatu 

perintah yang tidak mengimplikasikan makna adanya keinginan secara psikologis.
262

 

 Hans Kelsen membuat suatu pembagian yang paling luas, wilayah berlakunya 

peraturan hukum dapat dibagi dalam empat bagian “sphere of space”(teritoriall 

ruimtegebied, grondgebied), “personal spahere” (personengebied) dan “material 

sphere” (zakengebied). Berdasarkan pembagian Hans Kelsen ini maka dapatlah 

dikemukakan empat pertayaan peraturan hukum itu berlaku “terhadap siapa”, “dimana”, 

“mengenai apa” dan “pada waktu apakah”?.
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Dalam pandangan Hans Kelsen, pemaksaan atau penggunaan kekerasan 

(coercian) adalah ciri penting dari hukum, sehingga motifasi moral atau agama adalah 

juga merupakan suatu hal yang penting, karena mempunyai daya efektif lebih tinggi di 

bandingkan dangan rasa kwatir terhadap suatu pemaksaan.
264

 atau dari sanksi hukum.
265

 

Kaidah-kaidah hukum itu mewujudkan isi aturan-aturan hukum. Banyak dari 

kaidah-kaidah hukum itu yang oleh pembentuk undang-undang dirumuskan dalam 

aturan-aturan hukum itu didalam peradilan diinterpretasi oleh hakim. Interpretasi itu 

menghasilkan keputusan-keputusan, yang melalui generalisasi menimbulkan kaidah-
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Pandangan Hans Kelsen tersebut dapat di kembangkan hukum memang harus dilaksanakan 

dengan unsur paksaan dan kekerasan (concercian) danuntuk pelaksanaan dan menjalankan sanksi hukum 

di masyarakat, tetapi hukum juga harus mengakomodir pandangan agama atau moral, agar hukum 

berjalan tidak liar dan brutal, agar tujuan kepastian,kemamfaat, serta keadilan dapat di laksanakan dengan 

sungguh-sungguh tampa mencederai dan megusik hak asasi manusia yang telah diberikan konstitusional 
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kaidah hukum yang baru. Kadang-kadang kaidah-kaidah hukum ini oleh hakim sendiri 

dalam putusannya diletakkan kedalam aturan-aturan hukum. Proses pemositivan kaidah 

hukum itu kedalam aturan hukum terus menerus terjadi berulang-ulang. Demikianlah 

hukum itu selalu dalam keadaan bergerak. Perubahan yang berlangsung terus menerus 

itu memunculkan pertanyaan apakah tidak dapat ditentukan lebih jauh, pada kaidah 

hukum yang mana kita pada suatu saat tertentu harus berpegangan. Itu adalah 

pertanyaan tentang keberlakuan hukum. Problematika tentang keberlakuan hukum 

sering dibahas dalam teori kaidah-kaidah hukum. Dalam teori-teori itu dibedakan 

berbagai sifat kaidah hukum.
266

 

Kaidah hukum tidak mempersoalkan sikap batin seseorang apakah sifat tersebut 

baik atau tidak, tetapi persolan yang diangkat oleh kaidah hukum adalah perbuatan atau 

perilaku lahirnya, dengan demikian kaidah hukum tidak memandang baik atau buruk 

sikap batiniah seseorang. 

Efran Helmi Juni dalam tulisanya membagi kaidah hukum dari sisi sifat yang 

dimana di paparkan sebagai berikut: 

c. hukum yang imperatif, maksudnya kaidah hukum bersifat apriori, harus di 

taati, bersifat mengikat dan memaksa. Tidak ada pengecualian di mata 

hukum (aquality before the law); 

d. hukum yang fakultatif, hukum tidak secara apriori mengikat. Kaidah 

fakultatif bersifat sebagai pelengkap. Contoh: Setiap warga negara berhak 

untuk menegemukakan pendapat, apabila seseorang berada di dalam forum, 

ia dapat, mengeluarkan pendapatnya atau tidak sama sekali.
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Kemudian Efran Helmi Juni dalam tulisanya membagi kaidah hukum dari sisi 

bentuknya yang dimana dipaparkan sebagai berikut: 
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c. kaidah hukum tidak tertulis yang biasanya tumbuh dalam masyarakat dan 

bergerak sesuai dengan perkembangan masyarakat; 

d. kaidah hukum tertulis, biasanyadituangkan dalam bentuk undang-undang dan 

sebagainya. Kelebihan kaidah hukum tertulis adalah kepastian hukum, mudah 

diketahui, dan penyederhanaan hukum serta kesatuan hukum.
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Dari pemaparan yang di tuangkan Efran Helmi Juni dalam tulisanya yang 

membagi kaidah hukum dari sisi bentuk menjadi dua jenis (tertulis dan tidak tertulis) 

dimana hukum yang tidak tertulis hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat dan 

mengikuti perkembanganya sedang hukum yang tertulis dituangkan dalam bentuk 

tulisan atau kodifikasi yang dimana bertujuan utama demi adanya kepastian hukum di 

tengah masyarakat, mudah diketahui, serta kesatuan hukum, dimana mempunyai hirarki 

antara undang-undang yang rendah ke undang-undang di atasnya tidak boleh saling 

bertentangan atau kontradiksi peraturan yang dapat menimbulkan hilangnya kepastian 

hukum. 

Efran Helmi Juni dalam tulisanya memberikan pemaparan teori berlakunya 

kaidah hukum dapat dibedakan sebagaimana pemaparan berikut: 

e. kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuanya didasarkan pada 

kaidah yang lebih tinggi tingkatanya, atau menurut cara yang telah ditetapkan, 

atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara kondisi dan akibat. 

Secara filosofis, berlakunya kaidah hukum apabila dipandang sesuai dengan 

cita-cita masyaakat; 

f. kaidah huku, berlaku secara sosiologis, apabila kaidah hukum tersebut efektif, 

artinya dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupuntidak diterima 

oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena 

diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). Brlakunya kaidah 

hukum secara sosiaologis menurut teori pengakuan, apabila kaidah hukum 

tersebut diterima dan diakui oleh masyarakat. Menurut teori paksaan 

berlakunya kaidah hukum apabila dipaksakan oleh penguasa; 

g. kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita 

hukum sebagai nilai positif yang tertinggi; 

h. kaidah hukum sebaiknya mengandung tiga aspek tersebut, yaitu jika berlaku 

secara yuridis, kaidah hukum hanya merupakan hukum yang mati, dan 
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apabila berlaku secara sosiologis karena dipaksakan, kaidah hukum tersebut 

tidak lebih hanya sekedar alat pemaksa. Apabila kaidah hukum hanya 

memenuhi syarat filosofis kaidah hukum tersebut tidak lebih dari kaidah 

hukum yang dicita-cita kan.
269

 

 

Dengan demikian berlakunya kaidah hukum di tengah-tengah masyarakat 

sebaiknya harus berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis dikarenakan apabila 

ketiga aspek ini tidak terpenuhi secara sempurna dalam  kaidah hukum yang melekat 

pada masyarakat, maka akan cenderung terlaksana secara “memaksa”  atau hanya 

sepintas keinginan penguasa semata, maka oleh karena itu kaidah hukum harus 

memenuhi aspek-aspek tersebut agar kepastian, kemamfaatan serta keadilan akan 

tercapai dengan baik. 

Algra dalam tulisan Bruggink mengatakan, Algra/Duyvendak  misalnya 

mengatakan “Putusan apakah suatu cara berbuat sesuai dengan hukum (rechtmatig) atau 

melawan hukum (onrechtmatig), didasarkan pada aturan yang dalam tatanan hukum 

diakui sebagai kaidah hukum yang berlaku.
270

 

Mengenai pandangan Algra tentang aturan sebagai hukum, ajaran tentang 

grundnorm bertolak dari pemikiran yang hanya mengakui undang-undang sebagai 

hukum, maka kelsen mengajarkan adanya grundnorm yang merupakan induk yang 

melahirkan peraturan-peraturan hukum, dalam suatu tatanan sistem hukum tertentu, jadi 

antara grundnorm yang ada pada tata hukum A, tidak meski sama dengan grundnorm 

pada tata hukum. B grundnorm ibarat bahan bakar yang menggerakkan seluruh sistem 
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hukum. Grundnorm memiliki fungsi sebagai dasar mengapa hukum itu ditaati dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan hukum.
271

 

Aturan sekunder menjelaskan tentang apa kewajiban masyarakat yang 

diwajibkan oleh aturan, melalui prosedur apa sehingga suatu aturan baru memunkinkan 

untuk diketahui, atau perubahan atau pencabutan suatu aturan lama. Bagaimana suatu 

persengketaan dapat dipecahkan, mengenai apakah suatu aturan primer telah dilanggar, 

atau siapa yang mempunyai otoritas untuk menjatuhkan hukuman bagi pelangar aturan. 

Suatu tipe penting dari aturan sekunder adalah tentang aturan, recognition atau  the rule 

of recognition. Aturan ini menentukan keadaan yang tergolong hukum dan keadaan 

mana yang tergolong bukan hukum. the rule of recognition berbeda dengan aturan lain 

dalam sistem hukum. Aturan lain hanya sah, setelah diakui oleh the rule of recognition. 

Tetapi, gagasan tentang validitas tidak berlaku bagi the rule of recognition, ia diterima 

sebagai sah oleh pengadilan, pejabat, dan perseorangan. Eksistensinya adalah nyata. 

Didalam masyarakat modren terdapat bermacam-macam rule of recognition, dan juga 

mempunyai sangat banyak jenis sumber hukumnya. Mereka itu mencakup misalnya, 

konstitusi tertulis, perundang-undangan, putusan pengadilan. Didalam pandangan 

analisis hukum dari Hart, sistem hukum adalah suatu network aturan-aturan yang 

keseluruhanya ditelusuri kembali validitasnya pada the rule of recognition. Setiap aturan 

yang tidak dapat ditelusuri kembali validitasnya pada the rule of recognition tadi, bukan 

hukum dan bukan bagian sistem hukum.
272

 

Hans Kelsen berpandangan sebagai berikut.
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“A norm is valid for certain individualas, for a certain area, and for acertain 

time. These are its personal, territorial and temporal spheres of validity. They 

can be limited or unlimited. This is especially true of the personal sphere of 

validity. Consequently it is incorrect to thinkthat a moral norm must by its very 

nature be valid for all human beings. As far as the temporal sphere of validity is 

concerned, norms are usually valid only after the norm becomes valid. But 

norms, especially legal norms (which link a particuler legal consequence to a 

particuler state of affairs) can also be valid with reroactive effect (as we say): 

they can concern states of affairs which have already taken pleace before the 

general norm became valid. Indeed, this is always necessarily the case with the 

individual norm which represents a judical decision”.
274

(Norma ini berlaku 

untuk individu tertentu ,untuk daerah tertentu , dan untuk waktu tertentu. Ini 

adalah bidang personal , teritorial dan waktu yang berlaku . Dapat terbatas atau 

tidak terbatas . Hal ini terutama berlaku dari lingkup pribadi validitas. Akibatnya 

adalah keliru untuk berpikar secara moral, norma keharusan sifatnya berlaku 

untuk semua manusia. Sejauh lingkup temporal validitas yang bersangkutan, 

norma biasanya hanya berlaku setelah norma menjadi valid. Tapi norma, 

terutama norma hukum (yang menghubungkan konsekuensi hukum khususnya 

dalam keadaan tertentu ) juga bisa berlaku dengan efek reroactive (seperti yang 

kita katakan) : mereka dapat perhatian negara urusan yang telah diambil pleace 

sebelum norma umum menjadi valid . Memang, ini selalu selalu terjadi dengan 

norma individu yang mewakili keputusan pengadilan). 

 

Objek dari ilmu hukum adalah norma hukum yang di dalamnya mengatur 

perbuatan manusia, baik sebagai kondisi maupun konsekwensi dari kondisi tersebut, 

hubungan antar manusia hanya menjadi objek dari ilmu hukum sepanjang hubungan 

tersebut diatur dalam norma hukum.
275

 Norma hukum tidak hanya berupa norma umum 

semata (general norms) tetapi juga meliputi norma individu, yaitu norma yang 

menentukan tindakan seseorang individu dalam suatu situasi tertentu dan norma tersebut 

harus valid hanya pada kasus tertentu serta mungkin dipatuhi atau dilaksanakan hanya 

sekali saja. Contoh norma individu adalah keputusan pengadilan yang kekuatan 

mengikatnya terbatas pada kasus tertentu dan orang tertentu. Dengan demikian kekuatan 
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mengikat atau validitas hukum secara intristik tidak terkait kemungkinan karakter 

umumya, tetapi hanya karekternya sebagai norma.
276

 Keputusan hakim(vardick)
277

. 

Sesuai dengan judul disertasi penulis tentang Rekonstruksi Hukum Peralihan 

Hak Cipta Melalui Pewarisan Dengan Nilai Keadilan, teori kepastian hukum sangat 

tepat dipergunakan sebagai landasan teori dalam kontek Middle  Theory. Dikarenakan 

dalam sistem perlindungan hak cipta kepastian hukum dimulai dengan adanya 

pendaftaran hak cipta agar mendandapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan hal 

tersebut teori ini bergunan mengakaji kepastian hukum yang dilahirkan oleh Undang-

Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

6. Teori Hukum Progresif Sebagai Applied Theory 

Konsep hukum progresif lahir dan berkembang tidak terlepas dari adanya rasa 

ketidakpuasan dari kalangan hukum terhadap teori dan praktik hukum tradisional yang 

berkembang dan mengkritisi akan adanya kesenjangan yang besar antara hukum dalam 

teori (law in books) dengan hukum dalam kenyataan (law in action), serta adanya 

kegagalan dari hukum dalam memberikan respon terhadap masalah-masalah yang 

terjadi dalam masyarakat.
278

 

Menurut Radbruch, hukum seharusnya memenuhi nilai-nilai dasar yang meliputi 

keadilan, kegunaan (zweekmaszigkeit) dan kepastian hukum. Konsekuensi dari 

perspektif tersebut adalah penegakan hukum hendaklah dilihat sebagai suatu proses 

sosial yang melibatkan lingkungannya, dalam pengertian bahwa penegakan hukum 

sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses tersebut, maupun yang harus 

menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor 
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lingkungan. Penegakan hukum dilihat sebagai kegiatan untuk mewujudkan keinginan-

keinginan hukum menjadi kenyataan. Artinya, sebagai usaha untuk mewujudkan nilai-

nilai dasar di dalam hukum seperti keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.
279

 

Hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang 

mendasar dalam teori dan praktis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. 

Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan 

bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk 

sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan 

kemuliaan manusia.
280

 

Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, 

karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan 

yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut 

demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari 

keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran 

hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi 

institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh 

legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.
281

 

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk 

menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan 

manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada 

untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status 
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law in the making dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral 

kemanusiaan.
282

 

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang 

bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat 

manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang 

mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada 

manusia.
283

 

Menurut Bagir Manan, rumusan undang-undang yang bersifat umum, tidak  

pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum.
284

 Hukum bukanlah sesuatu  

skema yang final (finie scheme), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika 

kehidupan manusia.
285

 Dalam perspektif hukum progresif, menolak rasionalitas diatas 

segalanya. Tujuan lebih besar dari hukum adalah keadilan dan kebahagiaan. 

Kebahagiaan inilah yang ditempatkan diatas segala-galanya.
286

 Karakteristik dari hukum 

progresif menurut  Satjiptop Rahardjo, yaitu:
287

 

d. Hukum ada untuk mengabdi kepada masyarakat.  

e. Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya 

sebagai law in the making dan tidak perna bersifat final sepanjang manusia itu 

ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan 

masyarakat.  

 

 

f. Dalam hukum progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang 

sangat kuat, yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan 

kebutuhan manusia serta mengabdi pada keadilan, kesejahteraan 
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Hukum yang progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan 

final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada 

manusia. Dalam kontek pemikiran itulah hukum selalu berada dalam proses untuk terus 

menjadi atau berkembang. Hukum merupakan institusi yang secara terus menerus 

membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih 

baik. Kualitas kesempurnaan ini bisa diverifikasikan ke dalam faktor keadilan, 

kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain sebagainya. Inilah hakekat hukum 

yang selalu dalam proses menjadi (law as a process, law in the making). Hukum itu 

tidak ada untuk diri sendiri, tetapi hukum itu untuk mengabdi kepada manusia.
288

 

Teori hukum progresif pertama sekali dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. 

Teori hukum ini sejalan dengan teori hukum pembangunan yang menitik beratkan pada 

kepentingan masyarakat, tetapi perbedaan yang signifikan adalah teori hukum 

pembangunan memandang hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat, sedangkan 

hukum progresif memandang hukum bukan sekedar sarana bahkan tumbuh berkembang 

bersama perkembangan masyarakat.  

Teori hukum progresif dan teori hukum pembangunan sama-sama bertumpu 

pada teori sociological jurisprudence, tetapi teori hukum pembangunan dicampuri juga 

oleh pemikiran analytical jurisprudence sedangkan hukum progresif dicamputi oleh 

aliran critical legal studies yang cenderung apriori terhadap segala keadaan dan bersikap 

anti-foundationalism.
289
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Penegakan hukum melalui persfektif teori hukum progresif adalah menjalankan 

hukum tidak hanya sekedar menurut peraturan tertulis (according to the letter), 

melainkan menurut semangat dan makna yang lebih dalam (to the very meaning) dari 

suatu undang-undang atau hukum.  

Ide penegakan hukum dalam teori hukum progresif adalah untuk membebaskan 

manusia dari belenggu hukum karena pada hakekatnya hukum bergungsi memberi 

panduan dan tidak membelenggu serta manusialah yang memiliki peran lebih penting.
290

 

Adapun karakteristik dari hukum progresif dapat ditandai dengan pernyataan 

sebagai berikut: 

d) Hukum ada untuk mengabdi pada manusia 

e) Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya 

sebagai law in the making dan tidak pernah bersifat final, sepanjang manusia itu 

ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat. 

f) Dalam hubungan progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang 

sangat kuat yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan 

manusia serta mengabdi pada keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan 

kepedulian terhadap manusia pada umumnya.
291

 

 

Sesuai dengan judul disertasi penulis tentang Rekonstruksi Perlindungan Hukum 

Peralihan Hak Cipta Melalui Pewarisan Berbasis Nilai Keadilan, teori hukum progresif 

sangat tepat dipergunakan sebagai landasan teori dalam kontek aplied theory. 

Dikeranakan akan mengkaji dan meneliti agar dapat mengrekontruksikan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berkaitan dengan pemutakhiran 

terhadap perlindungan hukum atas hak cipta.
292
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Bagi hukum progresif proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada 

kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku 

hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap 

peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (changing the law). Peraturan buruk tidak 

harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat 



 

 

P. Kerangka Pemikiran  

Dalam perlindungan hak cipta, pencipta memiliki hak eksklusif atas karya 

ciptaannya, artinya pencipta berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi serta 

melarang pihak lain yang tanpa izinnya menggunakan karya ciptanya. 

Pasal 16 ayat 1 UUHC 2014 meyatakan bahwa hak cipta merupakan benda 

bergerak dan tidak berwujud. Oleh karena itu hak cipta merupakan benda maka hak 

cipta tersebut dapat dimiliki.  

Pasal 16 ayat 2 UUHC 2014 menyatakan bahwa hak cipta dapat dialihkan salah 

satunya melalui pewarisan. Hal tersebut dapat dimaklumi karena hak cipta itu sendiri 

merupakan benda yang dapat di miliki sehingga dapat diwariskan. 

Namun demikian hak cipta berbeda dengan benda pada umumnya. Karena 

kepemilikan hak cipta  ini dibatasi oleh undang-undang. Pasal 58 ayat 1 UUHC 2014 

membatasi perlindungan hak cipta, yaitu berlangsung selama hidup pencipta sampai 

dengan 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Apabila sampai batas waktu 

tersebut maka hak cipta tersebut menjadi milik umum sehingga siapa saja dapat 

menikmati, memperbanyak atau mengeksploitasi ciptaan tersebut tanpa harus meminta 

izin terlebih dahulu. 

Yang menjadi permasalahannya adalah bahwa jangka waktu sampai dengan 70 

tahun setelah pencipta meninggal dunia dirasakan kurang tepat dan berlebihan. Ada 

kesan bahwa UUHC bersifat individualis sebab kurang memperhatikan fungsi sosial dari 
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hak cipta itu sendiri. Hal mana tidak sesuai dengan kultur budaya bangsa Indonesia 

sendiri yang bersifat komunal dan kekeluargaan.  

Jika dibandingkan dengan wishdom internasional, diantaranya adalah konvensi 

Bern menentukan jangka waktu perlindungan hak cipta sampai dengan 50 yahun setelah 

penciptanya meninggal dunia, bahkan sempat direvisi di Stoklholm tahun 1967 menjadi 

25 tahun setelah meninggalnya pencipta. Sedangkan di Kanada juga memberiakan 

perlindungan yang sama yaitu sampai dengan 50 setah penciptanya meninggal dunia. 

Bila dikaitkan dengan teori keadilan, Keadilan merupakan salah satu tujuan 

terpenting dari hukum yang dapat diartikan sebagai kondisi kebenaran ideal secara 

moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda maupun orang. Keadilan itu harus 

dapat dirasakan oleh semua pihak dalam hal ini adalah pihak pencipta dan juga pihak 

masyarakat. Menurut penulis jangka waktu perlindungan hak cipta sampai dengan 70 

tahun setelah pencipta meninggal dunia belum mencerminkan nilai keadilan kepada 

masyarakat. 

Betolak dari uraian diatas maka dirasakan perlunya rekonstruksi terhadap pasal 

58 ayat 1 UUHC 2014 tersebut, sepaya terdapat keseimbangan antara kepentingan 

perorangan dengan kepentingan umum (masyarakat luas), sehingga fungsi utama dari 

hukum yakni keadilan dapat dirasakan semua pihak. 

Untuk lebih singkatnya dapat dilihat dalam gambar alur pemikiran berikut ini: 

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 

 

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 : Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud  

Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 : : Hak cipta dapat beralih atau dialihkan,  baik seluruh maupun 

sebagaian karena :  

g. Pewarisan  
h. Hibah 

i. Wakaf 

j. Wasiat 

k. Perjanjian tertulis  

l. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  



 

Pasal58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 : Perlindungan hak cipta atas ciptaan :  

j. Buku pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya  

k. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya  

l. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan  

m. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks  

n. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim 

o. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase  

p. Karya arsitektur  

q. Peta  

r. Karya seni batik atau seni motif lain  

berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh  puluh) tahun setelah pencipta 

meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. 

 
 

 

PERALIHAN HAK CIPTA MELALUI PEWARISAN 

 

PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA  

 

4. Teori Hukum Keadilan  

5. Teori Negara Hukum  

6. Teori Hukum Responsif dan Progresif  

 

REKONSTRUKSI HUKUM PERALIHAN HAK CIPTA MELALUI PEWARISAN YANG BERBASIS 

KEADILAN 

 

Kontribusi Teoritis & Praktis  
 

 

Q. Metode  Penelitian 

1.  Sifat Penelitian 

 Pelitian ini bersifat yuridis normatif dan empiris. Yuridis normatif yaitu melakukan 

analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum 

serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. 

Pendekatan empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk melihat perilaku hukum 

sebagai pola perilaku masyarakat dan terlihat sebagai kekuatan sosial. 

Menurut Soemitro dan Ronny Hanitijo, secara sederhana, penelitian hukum dapat 

diklarifikasikan ke dalam 2 (dua) jenis yaitu : penelitian hukum normnatif/doktrinal dan 

penelitian hukum empiris/sosiologis. bahwa penelitian hukum normatif atau penelitian 

doktrinal adalah penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder, sedangkan 

penelitian hukum empiris/sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data 



 

primer.
293

 Hal yang sama juga dinyatakan oleh Soedjono Soekanto dan Sri Mamudji 

yang menggolongkan penelitian hukum menjadi 2 (dua) golongan/jenis, yaitu penelitian 

hukum normatif dan sosiologis/ empiris.
294

Yang dimaksud dengan pendekatan 

penelitian yuridis normatif dan empiris ini seperti yang disebutkan di atas oleh Soerjono 

Soekanto disebut sebagai socio legal research, yakni memandang hukum sebagai law in 

actionyang menyangkut pertautan antara hukum dengan pranata-pranata sosial. 

  Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, permasalahan pokok 

dalam penelitian ini termasuk salah satu kebijakan hukum perdata bisnis, khususnya 

mengenai rekonstruksi hukum peralihan hak cipta melalui pewarisan yang berbasis nilai 

keadilan. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang 

berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach). 

Karena sasaran utama dalam penelitian ini pada masalah kebijakan legislatif 

mengenai perundang-undangan dalam menetapkan dan merumuskan hukum peralihan 

hak cipta melalui pewarisan, maka pendekatannya terutama ditempuh lewat pendekatan 

yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan ditunjang dengan pendekatan 

yuridis historis dan yuridis komparatif. 

Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menggunakan data 

skunder.
295

 Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana asas-

asas hukum, sinkronisasi vertikal/horizontal, dan sistemik hukum diterapkan, yang 

bertumpu pada data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dapat dibedakan 
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menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer,bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier. 

6. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis, 

yaitu untuk menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan 

yang ada pada masa sekarang.
296

 Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala 

hal yang berhubungan dengan perkembangan mengenai penegakan hukum terhadap 

peralihan hak cipta melalui pewarisan.  

Berkaitan dengan ini, istilah analisis mengandung makna mengelompokkan, 

menghubungkan, membandingkan dan memberi makna dalam merekonstruksi hukum 

peralihan hak cipta melalui pewarisan yang berbasis nilai keadilan. 

3. Jenis Data 

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif,
297

 maka jenis data yang 

digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah: 

d. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi: 

c. Sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan pengaturan hukum 

mengenai hak cipta 

d. Peraturan perundang-undangan di berbagai negara dengan melakukan kajian 

komparatif yang mengatur dan memuat tentang penegakan hak cipta 
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e. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan 

hukum primer, antara lain berupa : Tulisan atau pendapat para pakar hukum, 

khususnya pakar hukum perdata mengenai hak cipta. 

f. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan 

hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain : 

5. Ensiklopedia Indonesia; 

6. Kamus Hukum; 

7. Kamus bahasa Inggris-Indonesia; 

8. Berbagai majalah maupun jurnal hukum 

Pengelompokan bahan hukum tersebut sesuai dengan pendapat Sunaryati Hartono, 

bahwa bahan hukum dibedakan antara bahan hukum primer, seperti undang-undang, 

dan bahan hukum sekunder, misalnya makalah dan buku- buku yang ditulis oleh para 

ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (law reform organization)dan 

lain-lain.
298

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka 

pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi 

dokumen. Di dalam pengumpulan data, sebanyak mungkin data yang diperoleh dan 

dikumpulkan diusahakan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

Penelitian kepustakaan (library research),yaitu menghimpun data dengan 

melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan 
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hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier yang ada hubungannya 

dengan masalah yang diteliti.
299

 Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini. 

Sedangkan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi literatur berupa buku, 

jurnal dan pendapat para sarjana. Bahan hukum tertier merupakan pendukung bahan 

hukum skunder, berupa kamus, dan eksiklopedia. 

 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis dapat dirumuskan sebagai menguraikan atau menguraikan hal yang 

akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana.
300

Bertolak dari 

pengertian ini maka erat kaitannya antara metode analisa dengan pendekatan masalah. 

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, 

kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 

hipotesis kerja seperti disarankan oleh data.
301

 

Teknik analisis data adalah suatu uraian tentang cara analisis, yaitu dengan 

kegiatan mengumpulkan data kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu, 

untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif. 

Penganalisisan data merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian 

hukum. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan mengadakan 

sistematisasi bahan hukupi tertulis.
302

 

 

Penguraian sistematis terhadap gejala dan data yang diperoleh dalam penelitian 

ini, pertama-tama disajikan sejauh mungkin dikemukakan secara kuantitatif. Data-data 

yang diperoleh itu kemudian dianalisa secara kualitatif normatif. Teknik analisis data 
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yang digunakan adalah teknik kualitatif yang didasarkan pada asumsi tentang realitas 

atau fenomena yang bersifat komplek. Di mana terdapat regularitas pada pola tertentu 

dengan penuh keragaman.
303

 Analisis data dilakukan terhadap data primer, sekunder dan 

tertier. 

Menurut Soerjono Soekanto, analisis data dapat dilakukan secara kualitatif 

maupun kuantitatif.
304

 Analisis kualitatif ini dilakukan secara deskriptif dan preskriptif, 

karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan realitas 

kebijakan perundang-undangan (legislatif) sebagaimana yang diharapkan. Dalam 

melakukan analisa kualitatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif ini pun bertitik tolak 

dari analisis yuridis sistematis yang untuk pendalamannya dikaitkan atau dilengkapi 

dengan analisis yuridis komparatif dan yuridis preskriptif dengan tujuan : 

c. Analisis yuridis komparatif dengan membandingkan kebijakan legislatif negara-

negara lain dalam memformulasikan mengenai hukum peralihan hak cipta melalui 

pewarisan; 

d. Analisis yuridis preskriptif untuk mengkaji kebijakan formulasi hukum yang akan 

datang dalam merekonstruksi mengenai penegakan hukum peralihan hak cipta 

melalui pewarisan. 

 

R. Sistematika Penelitian Disertasi 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai disertasi ini, penulisan 

disertasi ini direncanakan terdiri dari enam bab. Disertasi ini akan disusun dengan 

mengupayakan adanya hubungan kesenyawaan dalam penulisan dan pembahasannya 
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antara satu sama lainnya setiap bab. Disertasi ini terdiri dari 6 (enam) Bab yang dibagi 

kedalam beberapa sub bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, 

Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan 

diakhiri dengan Sistematika Penulisan. 

Bab kedua merupakan bab mengenai Kajian Teori/ Kajian Pustaka. 

Bab ketiga merupakan bab yang menguraikan tentang permasalahan pertama 

yaitu pengaturan hukum peralihan hak cipta melalui pewarisan menurut Undang-

Undang Hak CiptaNo. 28 Tahun 2014. 

Bab keempat merupakan bab yang menguraikan tentang permasalahan kedua 

yaitu pengaturan hukum peralihan hak cipta melalui pewarisan sesuai dengan Undang-

Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang belum berbasis nilai keadilan 

Bab kelima merupakan bab yang menguraikan tentang permasalahan Bagaimana   

rekonstruksi Hukum Peralihan Hak Cipta melalui Pewarisan yang Berbasis Nilai 

Keadilan? 

Bab keenam, merupakan bab penutup yang akan menyimpulkan hasil penelitian, 

yang kemudian akan diikuti dengan pemberian saran-saran atau rekomendasi terhadap 

hasil-hasil penemuan penelitian disertasi ini.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

S. Pengertian Rekonstruksi 

Rekonstruksi berasal dari kata re (kembali), konstruksi (bentuk semula), dalam 

kamus besar bahasa Indonesia disebutkan rekonstruksi pengembalian seperti 

semula.Reconstructie (Belanda),
305

artinya pengembalian sebagaimana semula, (hasil) 

pemugaran, penyusunan kembali. Recontrueren atau recontrueerde gereconstrueerd 

(Belanda)  merekonstruksikan jalannya suatu kejadian.
306

 

B.N Marbun memberikan pengertian tentang rekonstruksi adalah pengembalian 

sesuatu ketempatnya yang semula ; Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-

bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.
307

 

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana Pasal 1 

angka 12 (dua belas) menyebutkan rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua 

prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat 

pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya 
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kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan 

bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada 

wilayah pasca bencana.
308

 

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu 

berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai – 

nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai 

dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu 

peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang 

telah dikeluarkan oleh pemikira-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah 

melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, 

dimana nantinya dapat mengaburkan susbstansi dari sesuatu yang ingin kita bangun 

tersebut. 

Sedangkan Anthony Giddens salah seorang tokoh pemikir ilmu sosial, yang 

mengatakan bahwa teori sosial memerlukan adanya rekonstruksi, ia menyusun gagasan 

untuk merekonstruksi teori sosial dengan jalan melakukan kritik terhadap tiga mazhab 

pemikiran sosial terpenting yakni, sosiologi interpretatif, fungsionalisme dan 

strukturalisme. Giddens bermaksud mempertahankan pemahaman yang diajukan oleh 

tiga tradisi tersebut, sekaligus menemukan cara mengatasi berbagai kekurangannya serta 

menjembatani ketidaksesuaian antara ketiganya. Rancangan tersebut mencakup 
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rekonseptualisasi atas konsep-konsep tindakan, struktur dan sistem dengan tujuan 

mengintegrasikannya menjadi pendekatan teoretis baru. Rekonseptualisasi atas konsep 

tindakan, struktur dan sistem diawali dengan memandang praktek-praktek sosial yang 

terus berlangsung sebagai segi analitis terpenting.
309

 

 

T. Konsep Hukum Hak Cipta  

20. Pengertian Hak Cipta 

Menurut UUHC pada Pasal 1 angka 1, Hak Cipta adalah : hak eksklusif pencipta 

yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan 

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-perundangan. 

Dengan hak eksklusif atau hak khusus dari pencipta dimaksud bahwa tidak ada 

orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin penciptanya.310 Yang 

dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi 

pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut 

tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak 

termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, 

menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan 

kepada publik melalui sarana apapun.
311

 

Selain itu yang dimaksud dengan hak eksklusif bagi pemilik hak cipta 

merupakan hak untuk mengizinkan pihak lain menggunakan karya ciptanya, sebaliknya 
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juga dapat melarang pihak lain untuk maenggunakan karya ciptanya tersebut. Hak 

eksklusif itu esensi dari kepemilikan hak cipta. Dengan demikian, hak cipta sebagai 

suatu hak eksklusif merupakan suatu objek hukum yang bersifat immaterial yang 

mempunyai hubungan dan kepentingan yang sangat erat dengan penciptanya serta 

keaslian ciptaannya.
312

  

Hak cipta menurut Soejono Dridjosisworo adalah “merupakan hak khusus yang 

memberikan kepada pencipta dan penemunya atau memegang kebebasan menggunakan 

ciptaannya atau penemuannya, orang lain dilarang menggunakan atas penemuan itu, 

kecuali dengan persetujuan atau izin dari pencipta atau penemunya.”313 

Hak Cipta menurut Auteurswet (hak pengarang) stbl 1912 No.600 adalah  “hak 

tunggal dari pada pencipta atau dari pada yang mendapat hak tersebut atas ilmu 

ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan ilmu pengetahuan dan kesenian untuk 

mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang 

ditentukan oleh Undang-undang.”314 

Pengertian Hak Cipta menurut Universal Copyright Convention dalam Pasal 5 

adalah “hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk 

membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.”
315

 

Jika dicermati batasan pengertian yang diberikan oleh ketiga ketentuan diatas 

maka hampir dapat disimpulkan bahwa ketiganya memberikan pengertian yang sama. 

Dalam Auteurswet 1912 maupun Universal Copyright Convention menggunakan istilah 
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hak khusus bagi pencipta. Jika dilihat pada penjelasan Pasal 4 UUHC 2014 yang 

dimaksudkan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, 

sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin 

penciptanya. 

Perkataan tidak ada pihak lain yang digaris bawahi diatas mempunyai pengertian 

yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan hanya pencipta saja yang boleh 

mendapatkan hak semacam itu. Inilah yang disebut dengan hak yang lebih 

eksklusif.Eksklusif berarti khusus, spesifikasi, unik. Keunikannya itu, sesuai dengan 

sifat dan cara melahirkan hak tersebut. 

Pencipta adalah orang atau badan hukum yang namanya terdapat dalam daftar 

ciptaan dengan adanya anggapan sebagai pencipta, maka secara tidak langsung akan 

timbul pula anggapan adanya hak cipta. Dari definisi pencipta akan timbul pula 

anggapan adanya hak cipta, maka secara tidak langsung akan timbul pula anggapan 

adanya hak cipta. Dari definisi pencipta sering kali terjadi pendaftaran suatu ciptaan 

yang nyatanya bukan orang atau badan hukum tersebut yang mempunyai karya akan 

tetapi karya orang lain yang bekerja sama dengan orang atau badan hukum tersebut. 

Cara pendaftaran tersebut sudah tidak etis bahkan melanggar hak orang lain yang 

seharusnya mendapat surat pendaftaran atas suatu ciptaan tersebut. 

Disisi lain terlihat adanya pengaruh doktrin hak cipta kontinental, pengaruh 

tersebut dapat diperhatikan pada penjelasan UUHC sebelumnya yang menyatakan 

bahwa pendaftaran itu tidak mutlak harus dilakukan karena tanpa pendaftaran pun hak 

cipta dilindungi. 



 

Dari pengaruh doktrin hak cipta tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa pengaruh 

doktrin hak cipta sudah tidak tampak lagi. Pada penjelasan UUHC sekarang ini suatu 

hasil karya pencipta bukan hanya mempunyai surat pendaftaran saja sudah dapat 

dianggap sah tetapi juga harus memiliki bentuk yang khas bersifat pribadi dan 

menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, 

atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar. 

Siapa yang dianggap pencipta pada ciptaan yang terdiri dari beberapa bagian dan 

ciptaan yang sendiri-sendiri?Pasal 33ayat (1) dan (2) UUHC 2014  menentukan apabila 

ciptaan yang terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh orang yang 

memimpin serta mengawasi penyelesaian setelah itu atau jika ada orang yang dimaksud 

dengan mengurangi hak cipta masing-masing atau bagian ciptaannya.316 

Isi Pasal 33 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa  

(1) Dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersediri yang diciptakan oleh 2 (dua) 

orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan 

mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan.  

(2) Dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai pencipta 

yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-

masing atas bagian ciptaanya. 

Ditinjau dari Pasal31dan 32 UUHC menentukan yang dianggap sebagai pencipta 

adalah : 
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Pasal 31 disebutkan bahwa, kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai 

pencipta, yaitu orang yang namanya  

a. Disebut dalam Ciptaan  

b. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan  

c. Disebutkan dalamsurat pencatatan Ciptaan, dan/atau  

d. Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai pencipta  

Pasal 32 UUHC 2014 menyebutkan bahwa, ”Kecuali terbukti sebaliknya, orang 

yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada 

pemberitahuan siapa pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai pencipta”.  

Pemegang hak cipta adalah instansi tempat pegawai negeri itu bekerja, kecuali 

jika di perjanjian bahwa pembuat adalah pemegang hak cipta. Hal ini sesuai dengan 

Pasal 35 ayat (1) UUHC 2014 sebagai berikut: 

(4) Kecuali diperjanjikan lain pemegang hak cipta atau ciptaan yang dibuat oleh 

pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi 

pemerintah. 

(5) Dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersil, 

pencipta dan/atau pemegang hak terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian royalti untuk penggunaan secara 

komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 

21. Fungsi dan Sifat Hak Cipta 

Dalam Pasal 1 angka 1 UUHC 2014 secara tegas menyatakan bahwa dalam 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, hal itu harus mempertahankan 

pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-perundangan yang berlaku. 



 

Pembatasan dimaksud sudah tentu bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau 

memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya. 

Didalam UUHC dikatakan hak cipta adalah hak eksklusif atau hak khusus,  maka  

sesuai dengan semangat dan jiwa yang terkandung dalam Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 

yang menyebutkan : cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.Maka hak cipta mempunyai 

fungsi sosial adalah melalui penyebarannya selama masyarakat masih membutuhkan 

dan mempergunakan hak cipta tersebut. Berhubung sifat ciptaan adalah pribadi dan 

manunggal dengan diri penciptanya maka hak pribadi itu tidak dapat disita padanya, hak 

cipta tidak dapat dialihkan secara lisan harus dengan akta otentik atau akta dibawah 

tangan. 

Adapun sifat hak cipta menurut Saidin antara lain adalah : 

1.  Hak  Cipta  Bersifat  Benda  Bergerak  Immateriil 

Undang-undang hak cipta sebagai benda bergerak immateriil yang termasuk 

dalam kelompok hak atas kekayaan intelektual sebagai benda bergerak, hak cipta dapat 

beralih atau dialihkan seluruh atau sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat yang 

dijadikan milik negara, perjanjian yang dilakukan dengan akta dan dengan ketentuan 

bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut didalam akta itu (Pasal16 

UUHC 2014).  Berdasarkan ketentuan ini jelaslah bahwa hak cipta tidak dapat dialihkan 

secara lisan melainkan harus tertulis dengan akta dibawah tangan. 

2. Hak Cipta Bersifat Dapat Dibagi  (divisible) 

Hak cipta bersifat dapat dibagi (divisible), sifat ini dapat diketahui dari ketentuan 

Pasal1 angka 1 UUHC yang menentukan, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang 



 

timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan 

dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut pengalihan hak cipta secara 

tertulis itu dapat meliputi pengumuman dan atau memperbanyak ciptaan. Dengan 

demikian hak cipta dapat dibagi-bagi dengan jalan sebagian-sebagian. 

 

 

3. Hak Cipta Bersifat Tidak Dapat Di Sita 

Walaupun hak cipta adalah benda bergerak, namun tidak dapat disita (Pasal16 

UUHC). Alasannya karena ciptaan bersifat pribadi dan manunggal dengan diri 

sipencipta. Apabila sipencipta sebagai pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta 

sebagai orang yang berwenang menguasai hak cipta, dengan hak cipta itu melakukan 

pelanggaran hukum atau mengganggu ketertiban umum, maka yang dapat dilarang oleh 

hukum adalah perbuatan pemilik atau pemegang hak cipta yang menggunakan haknya 

itu.”Apabila larangan itu mengakibatkan penghukuman, maka penghukuman itu tidak 

mengenai hak cipta.”317 

22. Ruang Lingkup Hak Cipta  

Pasal 4 UUHC 2014 menetapkan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif 

yang terdiri atas hak moral dan ekonomi. Yang dimaksud dengan “hak eksklusif” adalah 

hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat 

memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan 

Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hakekonomi. 
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Ada 2 (dua) hak yang tercakup dalam hak cipta yaitu: hak moral dan ekonomi. 

Hak moral adalah hak yang harus tetap dilekatkan secara abadi hasil ciptaan yang 

dilahirkan oleh pencipta sedangkan hak ekonomi ialah yang memberi manfaat ekonomi 

kepada pencipta. Kedua hak ini dalam undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 

diatur dalam Pasal-Pasaltersebut. Meskipun kedua hak tersebut diatur terpisah namun 

undang-undang disebutkan kedua hak itu adalah bersifat eksklusif. 

Lebih lanjut rumusan tentang hak moral ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC 

2014 ialah hak yang melekat secara abadi pada diri cipta untuk: 

f. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan salinan 

jungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;  

g. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; 

h. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;  

i. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan 

j. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, 

modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau 

reputasinya.
318

 

Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi laksanaan 

hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi 

pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat depaskan atau menolak pelaksanaan 
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haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan 

secara tertulis.
319

 

Lingkup hak cipta yang dilindungi menurut Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 meliputi karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, 

terdiri atas: 

20. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya 

tulis lainnya; 

21. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; 

22. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; 

23. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; 

24. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; 

25. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, 

seni pahat, patung, atau kolase; 

26. karya seni terapan; 

27. karya arsitektur; 

28. peta; 

29. karya seni batik atau seni motif lain; 

30. karya fotografi;  

31. Potret; 

32. karya sinematografi; 

33. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, 

modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; 
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34. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya 

tradisional; 

35. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan 

Program Komputer maupun media lainnya; 

36. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan 

karya yang asli; 

37. permainan video; dan 

38. Program Komputer. 

Sedangkan pengertian dari setiap karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni 

dan sastra tersebut dapat dilihat dari penjelasan UUHC No. 28 Tahun 2014 Pasal 40 ayat 

(1) huruf a sampai dengan huruf s berikut ini : 

Yang dimaksud dengan “perwajahan karya tulis” adalah karya cipta yang lazim 

dikenal dengan “typholographical arrangement”, yaitu aspek seni pada susunan dan 

bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi 

warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan 

wujud yang khas. 

Yang dimaksud dengan “alat peraga” adalah Ciptaan yang berbentuk 2 (dua) 

ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi, 

atau ilmu pengetahuan lain. 

Yang dimaksud dengan “lagu atau musik dengan atau tanpa teks” diartikan 

sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. 

Yang dimaksud dengan “gambar” antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, 

unsur- unsur warna dan bentuk huruf indah. Yang dimaksud dengan “kolase” adalah 



 

komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, misalnya kain, kertas, atau kayu 

yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya. 

Yang dimaksud dengan “karya seni terapan” adalah karya seni rupa yang dibuat 

dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam 

memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada 

suatu produk. 

Yang dimaksud dengan “karya arsitektur” antara lain, wujud fisik bangunan, 

penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan 

model atau maket bangunan. 

Yang dimaksud dengan “peta” adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau 

buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang 

digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital 

maupun non digital. 

Yang dimaksud dengan “karya seni batik” adalah motif batik kontemporer yang 

bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena 

mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi 

warna. 

Yang dimaksud dengan “karya seni motif lain” adalah motif yang merupakan 

kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif 

tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, 

inovatif, dan terus dikembangkan. 

Yang dimaksud dengan “karya fotografi” meliputi semua foto yang dihasilkan 

dengan menggunakan kamera. 



 

Yang dimaksud dengan “karya sinematografi” adalah Ciptaan yang berupa 

gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase 

atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat 

dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain 

yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media 

lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual. 

Yang dimaksud dengan “bunga rampai” meliputi Ciptaan dalam bentuk buku 

yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi 

berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik, atau media lain. 

Yang dimaksud dengan “basis data” adalah kompilasi data dalam bentuk apa pun 

yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan 

pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Pelindungan 

terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para Pencipta atas Ciptaan 

yang dimasukan dalam basis data tersebut. 

Yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan 

menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film. 

Yang dimaksud dengan “karya lain dari hasil transformasi” adalah mengubah 

format Ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik 

dangdut.  

Khusus terhadap ciptaan berupa terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis 

data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi dilindungi 

sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atau Ciptaan asli. 



 

Perlindungan terhadap karya cipta tersebut, termasuk perlindungan terhadap 

Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam 

bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut. 

Meskipun hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang 

merupakan perwujudan dari ide atau gagasan yang dilindungi sebagai hak kekayaan 

immateril, namun Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 membatasi 

terhadap hasil karya cipta yang tidak dilindungi hak ciptanya meliputi: 

d. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata; 

e. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun 

telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam 

sebuah Ciptaan; dan 

f. Alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah 

teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhar fungsional.
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Selain itu, Pasal 42 Undang-undang Hak Cipta juga membatasi tidak ada hak 

cipta atas hasil karya berupa: 

f. hasil rapat terbuka lembaga negara; 

g. peraturan perundang-undangan; 

h. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah; 

i. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan 

j. kitab suci atau simbol keagamaan. 

Undang-undang Hak Cipta juga membatasi terhadap perbuatan yang tidak 

dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, yaitu meliputi perbuatan: 
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e. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara 

dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli; 

f. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu 

yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi 

oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika 

terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, 

dan/atau Penggandaan; 

g. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, 

Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan 

sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau 

h. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media 

teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/ atau 

menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan 

tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Penggandaan, 

Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan 

Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, 

pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala 

daerah dengan memerhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Keterangan lebih lanjut dilihat dalam penjelasan UUHC 2014 Pasal 41 s/d 44 

sebagai berikut :  

Yang dimaksud dengan “Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau 

nggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah” misalnya, 



 

ngumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang 

laksanakan oleh atau atas nama pemerintah terhadap hasil riset yang dilakukan dengan 

oleh negara. 

Yang dimaksud dengan “berita aktual” adalah berita yang diumumkan atau 

komunikasikan kepada publik dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak 

pertama kali dikomunikasikan kepada publik. 

Demikian juga ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

dinyatakan bahwa: 

5. Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan 

dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak 

dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau 

dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:  

e. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan 

kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang 

wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; 

f. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan; 

g. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau 

h. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan 

tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta. 

6. Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang 

kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf  

braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak 



 

Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat 

komersial. 

7. Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, pengubahan tidak dianggap sebagai 

pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis. 

8. Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang 

tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan 

menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Yang dimaksud dengan “sebagian yang substansial” adalah bagian yang paling 

penting dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan. Yang dimaksud dengan 

“kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta” adalah 

kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat 

ekonomi atas suatu Ciptaan. Yang dimaksud dengan “fasilitasi akses atas suatu 

Ciptaan” adalah pemberian fasilitas untuk melakukan Penggunaan, Pengambilan, 

Penggandaan, Pengubahan format, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau 

Komunikasi suatu Ciptaan secara seluruh atau sebagian yang substansial. Yang 

dimaksud dengan “berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis”, misalnya, 

perubahan luas tanah yang tidak mencukupi, letak posisi tidak simetris, komposisi 

materiil bahan yang berbeda, dan perubahan bentuk arsitektur karena faktor alam. 

Untuk beberapa perbuatan hukum yang dalam terminologi hak cipta yang disebut 

sebagai lisensi seperti yang tercantum dalam Pasal 55 UUHC 2014 tidak dianggap 

sebagai pelanggaran hak cipta terhadap: 



 

5. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan 

peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual; 

6. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan 

penelitian ilmu pengetahuan; 

7. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan 

pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman 

sebagai bahan ajar; dan 

8. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan 

yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan 

tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran. 

Di samping itu, penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasiProgram 

Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta 

atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk: 

3. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan 

4. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk 

mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan. 

Akan tetapi apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau 

adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan. 

Demikian juga terhadap penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan 

yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan 

dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Penggandaan untuk 

kepentingan pribadi tidak mencakup: 

6. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain; 



 

7. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik; 

8. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital; 

9. program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan 

10. penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan 

dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 

Khusus untuk kepentingan perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan 

komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin 

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan cara: 

4. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas, 

atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat: 

d. Perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan 

digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian; 

e. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara 

berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling 

berhubungan; dan 

f. tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada 

perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan. 

5. pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang 

diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah 

dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat: 

c. perpustakan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam 

kondisi wajar; atau 



 

d. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara 

berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak 

saling berhubungan. 

6. pembuatan salinan dimaksudkan untuk komunikasi atau pertukaran informasi 

antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip. 

Demikian juga terhadap tindakan Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas 

Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara 

lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa: 

4. artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media 

cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, 

atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan; 

5. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar 

dalam situasi tertentu; dan 

6. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik. 

Tindakan penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak 

Cipta jika Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan: 

6. pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan Ciptaan secara digital 

dalam media penyimpanan; 

7. dilaksanakan oleh setiap Orang atas izin Pencipta untuk mentransmisi Ciptaan; dan 

8. menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis 

yang tidak memungkinkan Ciptaan tersebut ditampilkan kembali. 

Setiap Lembaga Penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin 



 

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk tujuan aktivitasnya dengan alat dan 

fasilitasnya sendiri. 

Lembaga Penyiaran wajib memusnahkan rekaman sementara dalam waktu 

paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan atau dalam waktu yang lebih lama dengan 

persetujuan Pencipta. 

Lembaga Penyiaran dapat membuat 1 (satu) salinan rekaman sementara yang 

mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi.
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Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau 

Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban 

umum, atau pertahanan dan keamanan negara. 

Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau 

Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk 

kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan wajib 

memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta. Lembaga Penyiaran yang 

melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan berhak 

mendokumentasikan Ciptaan hanya untuk Lembaga Penyiaran tersebut dengan 

ketentuan untuk Penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus mendapatkan 

izin Pemegang Hak Cipta. 

Selanjutnya, perlindungan juga diberikan terhadap ciptaan-ciptaan yang sudah 

merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata yang memungkinkan perbanyakan karya 
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itu, tetapi belum diumumkan. Dalam bahasa asing ciptaan semacam itu disebut 

unpublished works,dan ini diatur dalam Pasal 12 ayat (3) UUHC 2014. Pasal tersebut 

berbunyi; dalam perlindungan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) dan ayat 

(2) termasuk juga semua ciptaanyang tidak atau belum diumumkan, akan tetapi sudah 

merupakan suatu bentul kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil 

karya itu. 

Untuk ciptaan seperti ini Simorangkir memberikan contoh sebagai berikut. 

Seorang pencipta telah selesai menciptakan suatu ciptaan di bidang sastra dan 

naskahnya sudah siap untuk diterbitkan, oleh karena sesuatu hal ia belum sempat 

menerbitkannya. Karya sastra yang belum diumumkan ini yang telah merupakan 

kesatuan nyata yang memungkinkan perbanyakannya, sudah mendapatkan perlindungan 

undang-undang sebagai hak cipta.
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Menurut penulis tidak saja karya cipta yang sudah utuh yang siap untuk 

dipublikasi, karya cipta yang belum utuhpun mestinya harus dilindungi. Misalnya 

seorang pencipta merencanakan akan menerbitkan satu buku yang, terdiri dari lima bab, 

namun baru selesai 3 bab yang bersangkutan meninggal dunia, maka yang 3 bab itu juga 

diberi perlindungan hak ciptanya. Demikian juga terhadap karya-karya yang lain, karena 

kreativitas untuk menciptakan itu betapa pun kecilnya adalah merupakan aktivitas 

intelektual yang perlu mendapat perlindungan hukum. 

Dalam Pasal ini disebutkan hasil rapat terbuka dan seterusnya, itu artinya dalam 

hal rapat tertutup tentu tidak dibenarkan mengumumkan atau memperbanyaknya tanpa 

izin. 

                                                 
322

J.C.T Simorangkir, Undang-Undang Hak Cipta 1982, Jakarta, Kompas, 1983, halaman 140. 



 

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal ini disebutkan pula yang dimaksud dengan 

keputusan sejenis lainnya adalah keputusan seperti, Keputusan Mahkamah Pelayaran, 

Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Keputusan Badan Urusan 

Piutang Negara dan lain-lain. Tentu saja dalam hal ini hasil keputusan peradilan desa, 

putusan pengetua adat, putusan mahkamah internasional dan keputusan sidang WTO 

dan ADR-nya, seyogianya juga tidak dilindungi hak ciptanya, karena keputusan itu 

memang harus dipublikasi dan diketahui secara terbuka oleh masyarakat luas. 

Selanjutnya, juga tidak ada hak cipta terhadap ciptaan yang sudah lewat masa 

berlakunya, yaitu selama hidup si pencipta ditambah 70 tahun setelah meninggalnya si 

pencipta, Pasal 58 UUHC 2014. Pasal 1 angka 1 UHC Indonesia menyebutkan bahwa 

dalam penggunaan termasuk pemilikan hak cipta itu terdapat “pembatasan menurut 

undang-undang yang berlaku”. Ini berarti hak cipta itu dapat dibatasi dengan peraturan 

perundang-undangan. Dalam UUHC Indonesia secara tersendiri dan terinci telah 

menentukan pembatasan terhadap penggunaan yang termasuk dalam kategori bukan 

pelanggaran hak cipta. 

Dengan demikian mereka yang bukan pemegang hak cipta dapat mengumumkan, 

memperbanyak ciptaan yang bersangkutan, asal saja memenuhi alasan yang dirumuskan 

dalam ketentuan ini, dan ini dikualifikasikan sebagai tindakanyang dianggap tidak 

melanggar hak cipta” dan dalam rumusan resmi undang-undang ini menyatakan, “tidak 

dianggap sebagai pelanggaran hak cipta”. 

Ada dua pembatasan yang ditetapkan oleh ketentuan UHC Indonesia yaitu 

batasan yang tanpa syarat dan batasan dengan syarat. Jadi, tidak ada alternatif harus 

menuntut sifatnya yang asli, tidak boleh diubah. 



 

Sedangkan pembatasan dengan syarat terdapat dalam bunyi Pasal 43 sampai 

dengan Pasal 51.  

Pasal 42 UUHC 2014 yaitu  

Tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa  

a. hasil rapat terbuka lembaga negara  

b. peraturan perundang-undangan  

c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah  

d. putusan pengadilan atau penetapan hakim  

e. kitab suci atau simbol keagamaan  

Pasal 43 UUHC 2014 menyebutkan bahwa  

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi  

a. pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan atau penggandaan lambang 

negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli  

b. pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan/atau penggandaan segala 

sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali 

dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan atau 

ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan 

pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan. 

c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor 

berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya 

dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap 

d. Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi 

informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau 



 

menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut 

menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. 

e. Penggandaan, pengumuman dan/atau pendistribusian potret presiden, wakil 

presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional, 

pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian /lembaga pemerintah non 

kementerian,dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan 

kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pasal 44 UUHC 2014 menyebutkan bahwa 

(1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan 

dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak 

dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau 

dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:  

a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan 

kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang 

wajar dan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;  

b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;  

c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau  

d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan 

tidak merugikan kepentingan yang wajar dan Pencipta.  

(2) Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang 

kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf 

braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak 



 

Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat 

komersial.  

(3) Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, pengubahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan 

berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang 

tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca 

dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dim 

aksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

Pasal 45 UUHC 2014 menyebutkan bahwa 

(1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang 

dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau 

Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:  

c. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan  

d. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk 

mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.  

(2) Apabila penggunaan Program Komputer telah berkahir, salinan atau adaptasi 

Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.  

Pasal 46 UUHC 2014 menyebutkan bahwa 

(3) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan 

Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan 

tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.  



 

(4) Penggandaan untuk kepentingan pribadi  mana dimaksud pada ayat (1) tidak 

mencakup:  

f. karya arsitektur dalam berituk bangunan konstruksi lain;  

g. seluruh atau bagian yang substansial dan suatu buku atau notasi musik;  

h. seluruh atau bagian substansial dan database dalam bentuk digital;  

i. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); 

dan  

j. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan 

dengan kepentingan yang wajar dan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.  

Pasal 47 UUHC 2014 menyebutkan bahwa 

Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 

1 (satu) salman Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak 

Cipta dengan cara:  

a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas, 

atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:  

1. perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salman tersebut hanya akan 

digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;  

2. Penggandaan tersebut dilakukan secara terp isah dan jika dilakukan secara 

berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling 

berhubungan; dan  

3. Tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada 

perpustakaan lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan  



 

b. Pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang 

diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah 

dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat  

1. Perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam 

kondisi wajar  

2. Pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara 

berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak 

saling berhubungan  

c. Pembuatan salinan dimaksud untuk komunikasi atau pertukaran informasi 

antarperpustakaan antar lembaga arsip, seperti antara perpustakaan dan lembaga 

arsip. 

Pasal 48UUHC 2014 menyebutkan bahwa 

Penggandaan, penyiaran atau komunikasi atas ciptaan untuk tujuan informasi yang 

menyebutkan sumber dan nama pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran hak 

cipta dengan ketentuan ciptaan berupa: 

a. Artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan pengumuman baik dalam 

media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh 

pencipta atau berhubungan dengan penyiaran atau komunikasi atas suatu ciptaan. 

b. Laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari ciptaan yang dilihat atau didengar 

dalam situasi tertentu karya ilmiah, pidato,ceramah atau ciptaan sejenis yang 

disampaikan kepada publik  

Pasal 49 UUHC 2014 menyebutkan bahwa 



 

(5) Penggandaan sementara atas ciptaan tidakdianggap pelanggaran hak cipta jika jika 

penggandaan tersebut memenuhi ketentuan  

d. Pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan ciptaan secara digital 

dalam media penyimpanan  

e. Dilaksanakan oleh setiap orang atau izin pencipta untuk menstransmisi ciptaan  

f. Menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara 

otomatis yang tidak memungkinkan ciptaan tersebut ditampilkan kembali  

(6) Setiap lembaga penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin pencipta 

atau pemegang hak ciptaan untuk aktivitasnya dengan alat dan fasilitasnya sendiri 

(7) Lembaga penyiaran wajib memusnahkan rekaman sementara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan atau dalam 

waktu yang lebih lama dengan persetujuan pencipta.  

(8) Lembaga penyiaran dapat membuat 1 (satu) salinan rekaman sementara yang 

mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi. 

Pasal 50UUHC 2014 menyebutkan bahwa 

Setiap orang dilarang melakukan Pengumuman  Pendistribusian, atau Komunikasi 

Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau 

pertahanan dan keamanan negara.  

Pasal 51UUHC 2014 menyebutkan bahwa 

(3) Pemerintah dapat menyelenggarakan pengumuman, pendistribusian atau komunikasi 

atas suatu ciptaan melalui radio, teelvisi dan atau sarana lain untuk kepentingan 

nasional tanpa izin dari pemegang hak cipta, dengan ketentuan wajib memberikan 

imbalan kepada pemegang hak cipta  



 

(4) Lembaga penyiaran yang melakukan pengumuman pendistribusian atau 

komunikasi atas ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak 

mendokumentasikan ciptaan hanya untuk lembaga penyiaran tersebut dengan 

ketentuan untuk penyiaran selanjutnya, lembaga penyiaran tersebut harus 

mendapatkan izin pemegang hak cipta.  

Satu hal yang perlu dicermati yang dimaksudkan di sini adalah pemberitaan, 

informasi-informasi seputar peristiwa yang berlangsung dalam masyarakat, dangkan 

artikel-artikel ilmiah atau pidato ilmiah yang dimuat dalam media rat kabar atau media 

elektronika lainnya tetaplah dilindungi sebagai hak cipta biasa. 

Lebih lanjut Pasal-Pasal tersebut menentukan pula syarat untuk tidak dianggap 

sebagai pelanggaran hak cipta, di samping sumbernya disebutkan  dicantumkan secara 

lengkap, ada syarat lain yang harus dipenuhi yaitu: 

8. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan 

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah 

dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
323

 

9. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan 

pembelaan di dalam atau di luar pengadilan. 

10. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan: 

c. ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, atau; 

d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan 

tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. 
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Ketentuan ini disebut fair dealingyang diadopsi dari Article 9 (2) dan Article10 Berne 

Convention. 



 

11. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf 

braile guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat 

komersial. 

12. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara 

atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu 

pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang nonkomersial, semata-

mata untuk keperluan aktivitasnya. 

13. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya 

arsitektur, seperti ciptaan bangunan. 

14. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program 

komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri. 

Sebaiknya menurut penulis untuk menghormati hak pencipta, karena di sini 

dimungkinkan oleh undang-undang ini untuk “pengambilan seluruhnya” dari suatu 

karya cipta, maka ada baiknya ditambahkan satu syarat lagi, yaitu dalam hal 

pengambilan secara keseluruhan dari suatu karya cipta harus diberitahukan atau 

meminta izin dari pemegang hak cipta. Pemberian izin dapat dilakukan dengan tanpa 

imbalan misalnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan dari hal-hal yang dapat 

merugikan pihak pemegang hak cipta. Keadaan ini dapat saja terjadi misalnya dalam hal 

ceramah penataran atau penyuluhan hukum atau pertanian, di mana mungkin saja 

dengan alasan untuk kepentingan pendidikan sebuah buku hasil karya cipta dapat 

diperbanyak sampai dengan beratus atau beribu eksemplar untuk kegiatan itu. 

Ini tentu merugikan pihak pencipta, namun dengan dimasukkannya syarat yang 

penulis maksudkan di atas, si pencipta dapat memantau karya ciptanya dan bilamana 



 

terjadi seperti peristiwa di atas hal ini dapat dimusyawarahkan lebih lanjut dengan 

pihak-pihak bersangkutan. 

Demikian pula halnya dengan pengambil karya cipta pihak lain secara 

keseluruhan guna pembelaan di luar maupun di dalam pengadilan, seyogianya ini juga 

harus dimusyawarahkan dengan pemegang hak cipta. Sebab dapat saja pada akhirnya 

dalam konsiderans keputusan pengadilan memuat seluruh karya cipta itu sebagai dasar 

pertimbangan dan dikemudian hari ternyata UUHC Indonesia menyebutkan bahwa 

Putusan Lembaga Peradilan tidak dilindungi hak ciptanya. Tentu saja hal ini haruslah 

dipertimbangkan untuk kepentingan yang wajar (fair dealing). 

Selanjutnya undang-undang ini juga memberikan batasan dengan syarat terhadap 

perbanyakan suatu ciptaan dalam bidang ilmu, seni dan sastra dalam huruf braile guna 

keperluan para tunanetra, dengan syarat perbanyakan itu idak bersifat komersial. Jadi, 

semata-mata untuk membantu para tunanetra, disini terlihat fungsi sosial hak cipta yang 

lebih konkret. 

Demikian pula halnya terhadap perbanyakan suatu ciptaan secara terbatas lengan 

fotokopi atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga lmu pengetahuan 

atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang nonkomersial yang semata-mata untuk 

keperluan aktivitasnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dengan syarat 

bahwa sumbernya harus disebut secara lengkap, lagi-lagi pertimbangannya untuk 

kepentingan sosial yang wajar. 

Selanjutnya Pasal tersebut menentukan bahwa tidak dianggap sebagai 

pelanggaran hak cipta terhadap perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti 

ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis. Dapat dikemukakan 



 

satu contoh bahwa, ada kemungkinan bahwa suatu jangunan sketsa-sketsanya, 

pemagaran balkon tingkat atasnya terlalu rendah sehingga perlu dipertinggi yang 

menyimpang dari gambar sketsa, karena itu libuka kemungkinan untuk mengadakan 

perubahan atas dasar pertimbangan teknis.
 

 

9. Masa Berlakunya Hak Cipta  

Perlindungan hak cipta berlangsung selama berlakunya hak cipta seperti diatur 

dalam Undang-undang hak cipta.Masa berlakunya hak cipta ditentukan menurut jenis 

ciptaannya. Menurut Pasal 58 UUHC 2014 masa berlakunya hak cipta atas ciptaan 

dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu : 

1. Hak cipta yang berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 70 

tahun setelah pencipta meninggal dunia. 

2. Hak cipta yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih maka hak cipta berlaku selama 
hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung 70 tahun 

sesudahnya. 

3. Hak cipta yang dilindungi dan dipegang oleh badan hukum maka masa berlaku 

hak cipta selama 50 tahun sejak karya tersebut pertama kali diumumkan.324 
 

Menurut Pasal 58 ayat (1) UUHC 2014 karya cipta atau ciptaan yang berlaku 

selama hidup sipencipta dan terus berlangsung hingga 70 tahun setelah pencipta 

meninggal dunia dan karya cipta yang dimiliki 2 orang atau lebih yang berlaku selama 

hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir berlangsung 70 tahun sesudah ia 

meninggal dunia dan terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya, yaitu karya 

cipta yang berupa : 

j. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain 

k. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya  

l. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan  
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m. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks  

n. Dram atau drama musikal, tari, koregorafi, pewayangan dan pantomin  

o. Karya seni rupa dalam segala bentuk  seperti gambar, ukiran, kaligrafi atau 

kolase 

p. Arsitektur  

q. Peta  

r. Seni batik atau seni motif lain  

Lebih lanjut Pasal58 ayat 1 Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 

menjelaskan bahwa apabila ciptaan seperti seperti yang tercantum dalam Pasal 58 ayat 

(1) UUHC tersebut yang dimiliki oleh badan hukum maka masa berlaku hak cipta itu 

selama 50 tahun sejak karya tersebut pertama kali diterbitkan. 

Sehubungan dengan jangka waktu perlindungan hak cipta yang mencakup waktu 

70 tahun pencipta haruslah mengambil langkah-langkah pengamanan untuk mencegah 

terjadinya pelanggaran hak cipta. 

Beberapa ketentuan khusus untuk hak cipta atas ciptaan yang dipegang atau 

dilaksanakan oleh negara (Pasal60  UU No.28 Tahun 2014) yaitu dalam hal : 

1. Berlaku tanpa batas waktu, apabila hak cipta atas forklor dan hasil kebudayaan 

rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, 

lagu, kerajinan tangan, koreografi, dan karya seni lainnya. 

2. Berlaku selama waktu 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan, 

apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, 

negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya. 

 

10. Subjek Hukum Hak Cipta  



 

Menurut Vollmar, setiap makhluk hidup mempunyai apa yang disebut 

wewenang berhak yaitu kewenangan untuk membezit (mempunyai) hak-hak dan setiap 

hak tentu ada subjek haknya sebagai pendukung hak tersebut.
325

Setiap ada hak tentu ada 

kewajiban. Setiap pendukung hak dan kewajiban disebut subjek hukum yang terdiri atas 

manusia (natuurlijk person) dan badan hukum (rechtspersoon).
326

 

Prof. Mahadi menulis, “Setiap ada subjek tentu ada objek, kedua-duanya tidak 

lepas satu sama lain, melainkan ada relasi (hubungan), ada hubungan antara yang satu 

dengan yang lain”. Selanjutnya beliau mengatakan hubungan itu namanya eigendom 

recht atau hak milik.
327

 

Selanjutnya menurut Pitlo, sebagaimana dikutip oleh Prof. Mahadi menuliskan 

bahwa, “... disatu pihak ada seseorang (atau kumpulan orang/ badan hukum), yakni 

subjek hak, dan pada pihak lain ada benda yaitu objek hak”. Dengan kata lain kalau ada 

sesuatu hak, maka harus ada benda, objek hak, tempat hak itu melekat, dan harus pula 

ada orang subjek yang mempunyai hak itu.
328

 

Jadi, jika kita kaitkan dengan hak cipta, maka yang menjadi subjeknya ialah 

pemegang hak yaitu pencipta atau orang atau badan hukum yang secara sah memperoleh 

hak untuk itu. Yaitu dengan jalan pewarisan, hibah, wasiat, atau pihak lain dengan 

perjanjian, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang 
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Nomor 28 Tahun 2014. Sedangkan yang menjadi objeknya ialah benda yang dalam hal 

ini adalah hak cipta, sebagai benda immateriil. 

Pasal 31 UUHC 2014 menyatakan bahwa Subjek hak cipta adalah pencipta, yaitu 

orang yang namanya: 

e. disebut dalam Ciptaan; 

f. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan; 

g. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau 

h. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta. 

Khusus terhadap orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan 

bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang 

memberikan ceramah tersebutlah yang dianggap sebagai Pencipta. 

Demikian pula dalam hal ciptaan yang terdiri atas beberapa bagian tersendiri 

yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai Pencipta, 

yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan tersebut.
329

 

Dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan 

tersebut tidak ada, maka yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang menghimpun 

ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya 

tersebut.Khusus terhadap ciptaan yang dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta 

dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, 

maka yang dianggap pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan tersebut.
330

 

Demikian juga dalam hal ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan 

dinas, yang dianggap sebagai pencipta adalah instansi pemerintah. Kecuali antara 
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pencipta dengan instansi pemerintah tersebut membuat kesepakatan tersendiri tentang 

hal itu. Meskipun demikian, dalam hal pemegang hak cipta tersebut dipegang oleh 

instansi pemerintah, namun apabila ciptaan tersebut digunakan secara komersial, 

pencipta dan/atau pemegang hak terkait tetap mendapat imbalan dalam bentuk royalti 

yang pengaturannya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
331

 

Demikian juga dalam hal suatu ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau 

berdasarkan pesanan, maka yang dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta 

adalah orang yang membuat ciptaan tersebut. Namun, undang- undang juga membatasi 

kalau dibuat dalam suatu perjanjian lain, maka dapat juga yang dianggap sebagai 

pencipta adalah pihak yang memberi pekerjaan atau pihak yang memesan ciptaan 

tersebut. Meskipun untuk yang disebut terakhir ini akan menimbulkan persoalan 

tersendiri mengenai hak moral yang melekatpada ciptaan tersebut. Artinya, apakah hak 

moral juga akan “dimiliki” oleh si pemesan atau pemberi pekerjaan. Menurut hemat 

kami, hak moral tetap saja akan melekat dan tidak boleh beralih ke pihak si pemberi 

pekerjaan atau pihak pemesan. 

Demikian juga dalam hal badan hukum melakukan pengumuman, 

pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, 

dengan tanpa menyebut seseorang sebagai penciptanya, maka yang dianggap sebagai 

pencipta adalah badan hukum tersebut.
332

 

Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 juga memuat aturan tentang 

perubahan nama dan alamat orang atau badan hukum yang namanya terdaftar dalam 

Daftar Umum Ciptaan sebagai pencipta. Untuk perubahan nama itu, pemegang hak cipta 
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atau pemilik produk hak terkait dapat mengajukan permohonan tertulis dari pencipta 

atau langsung oleh pemegang hak cipta atau pemilik produk hak terkait tersebut. 

Permohonan ditujukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Atas 

permohonan tersebut, perubahan nama dan alamat akan dicatat dalam Daftar Umum 

Ciptaan sebagai pencipta atau pemegang hak cipta.
333

 

Khusus terhadap hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh 

Negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya 

tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memerhatikan nilai-nilai yang 

hidup dalam masyarakat pengembannya.
334

 

Sering kali ditemukan bahwa dalam masyarakat, ada ciptaan tetapi tidak 

diketahui siapa penciptanya dan belum pernah dilakukan pengumuman. Dalam hal 

demikian, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan 

penciptanya. Ada juga ciptaan tersebut telah dilakukan pengumuman, namun tidak 

diketahui siapa penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran penciptanya. 

Untuk hal yang demikian, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang 

melakukan pengumuman untuk kepentingan penciptanya. Demikian juga dalam hal 
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g. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi dalam berbagai 

tema, dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra, ataupun narasi informatif. 

h. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental atau kombinasinya  

i. Gerak, mencakup antara lain, tarian  

j. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat  

k. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai 

mecam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil dan lain-lain atau 

kombinasinya  

l. Upacara adat 

Yang dimaksud dengan “nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembangannya” adalah adat 

istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial dan norma-norma luhur lain yang diunjung 

tinggi oleh masyarakat tempatasal, yang memelihara, mengembangkan dan melestarikan ekspresi budaya 

tradisional.  



 

ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui siapa penciptanya dan siapa pihak yang 

melakukan pengumuman, dalam hal yang demikian hak cipta atas Ciptaan tersebut 

dipegang oleh negara untuk kepentingan penciptanya.
335

 

Atas pertimbangan untuk kepentingan pencipta, negara dapat sewaktu-waktu 

menjadi pemegang hak cipta, namun tidak dengan jalan mengambil alih secara paksa 

dan dinyatakan sebagai milik negara. 

Tidak semua jenis ciptaan yang dapat dijadikan milik negara, hal ini tergantung 

pada fungsi dan kegunaannya bagi negara. Berkatalah Ali Said dalam hal ini ketika 

memberikan keterangan pemerintah di hadapan sidang Paripurna DPR, dalam 

pembahasan RUU Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 (Undang-undang Hak Cipta Indonesia 

pertama kalinya menggantikan wet peninggalan Kolonial Belanda) bahwa, “pelaksanaan 

pengambilalihan hak cipta oleh negara tidaklah semudah yang diduga orang, karena 

yang dapat diambil alih oleh negara hanyalah apabila dianggap perlu atas dasar 

pertimbangan kepentingan nasional. Dengan demikian berarti hanya dengan 

pertimbangan nasional semata-mata”. Selanjutnya beliau memberi contoh bahwa hak 

cipta yang dapat diambil alih adalah: 

4. Hak cipta atas suatu lagu yang dijadikan lagu kebangsaan. 

5. Hak cipta atas lambang yang dijadikan lambang negara. 

6. Hak cipta atas rumusan Pancasila yang dijadikan dasar negara.
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Demikianlah sekadar contoh yang dikemukakan oleh Ali Said tentang hak cipta 

yang dapat diambil alih oleh negara. Dalam kaitannya dengan ini, meminjam pandangan 
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Sudargo Gautama, beliau mengatakan, “Adalah lebih tepat jika negara kita pandang 

sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa).” Berdasarkan kualitas itu 

negara bertindak sebagai penguasa.
337

 Namun perlu juga sikap kehati-hatian, atas nama 

negara sering terjadi “perampasan” yang seolah-olah dibenarkan oleh hukum. Sering 

kali dalam praktik negara kekuasaan, kekuasaan dijelmakan terlebih dahulu ke dalam 

produk hukum, sehingga nilai keadilannya terabaikan. Padahal menurut konsep negara 

hukum unsur keadilan dan kehendak rakyat itulah lebih dahulu diprioritaskan untuk 

kemudian dijadikan sebagai instrumen hukum. Dengan mempercayakan produk hukum 

semata-mata pada kekuasaan negara, apalagi kepada penguasa eksekutif, dikhawatirkan 

unsur kekuasaan itu lebih dominan, sehingga hak-hak rakyat terabaikan dan pada tingkat 

yang paling buruk adalah “perampokan hak oleh negara” namun tetap benar menurut 

hukum.
338

 

Mengenai kepentingan negara atau kepentingan umum, sering kali tidak seiring 

dengan keinginan masyarakat ketika hak yang dimilikinya akan dicabut atau 

dibebaskan. Atas nama kepentingan umum dan kepentingan negara masyarakat sering 

kali melakukan perlawanan khususnya dalam hal pencabutan atau pembebasan hak-hak 

atas tanah.
339

 

Berbeda dengan pencabutan atau pembebasan hak-hak atas tanah, hak cipta 

bernuansa intelektual. Hasil ciptaannyapun memiliki nilai-nilai yang tinggi dan tidak 
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 Perbedaan antara pencabutan hak dengan pembebasan hak adalah dalam hal ganti rugi, di 
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semata-mata memiliki nilai ekonomis. Sehingga para pencipta sering kali 

mengikhlaskan hak ciptanya jika hal itu dipandang perlu untuk kepentingan negara 

apalagi hak moralnya tetap harus dilekatkan. Contoh untuk hal ini adalah lagu Indonesia 

Raya ciptaan Wage Rudolf Soepratman yang namanya abadi dilekatkan pada lagu 

Kebangsaan itu. Tidak semua orang dapat menciptakan lagu, tetapi semua orang tanpa 

keahlian dapat memiliki tanah.  

Demikianlah sekadar perbandingan. Bilamana kita hendak mengeluarkanl 

peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 nanti ada baiknya 

pertimbangan seperti di atas patut menjadi pemikiran guna melahirkan peraturan-

peraturan organik dimaksud. Khusus dalam hal Compulsory Lisensmg, maka 

pertimbangan dalam hal menentukan besaran jumlah ganti rugi benar-benar dilakukan 

dengan suatu kearifan guna menumbuhkan semangat kreativitas para pencipta. 

Jika ditelusuri ke belakang, ketika hendak menyusun Undang-undang Hak Cipta 

Indonesia pertama kalinya, dalam draf rancangan undang-undang tersebut, tidak ada 

memakai istilah Pencabutan Hak Atau Pembebasan hak Istilah yang digunakan adalah 

disebutkan, “dapat dijadikan milik negara sedangkan pada bagian lain Ali Said ketika 

memberikan pandangan umum di depan sidang DPR pada penyusunan Undang-undang 

Hak Cipta 1982 ada menyebutkan istilah “diambil alih oleh negara”. 

Menurut Simorangkir istilah “dapat dijadikan milik negara” yang dipakai; 

Undang-undang Hak Cipta 1982, memberikan arti bahwa peralihan hak kepada negara 

itu hanya merupakan suatu kemungkinan saja, bukan suatu kekhususan dan untuk itu 

harus dipenuhi beberapa syarat, yaitu: 

9. demi kepentingan negara 



 

10. dengan sepengetahuan pemegangnya 

11. dengan keputusan presiden 

12. atas dasar pertimbangan dewan hak cipta 

13. kepada pemegang hak cipta diberi imbalan penghargaan yang ditetapkan oleh 

presiden.
340

 

Selanjutnya menurut beliau, dengan dijadikannya hak cipta suatu karya menjadi 

milik negara setelah memenuhi segala macam persyaratan itu, maka negara bukan hanya 

sebagai sekadar “pemegang hak cipta” tetapi negara itu sudah jadi “pemilik” hak cipta 

suatu karya.
341

 

Jadi, jika kita lihat persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat hak cipta itu 

dijadikan milik negara, maka dapat dikatakan persyaratannya hampir sama dengan tata 

cara pencabutan hak atas tanah. 

Atas dasar ini menurut hemat penulis tepatlah istilah yang digunakan Ali Said 

dengan menyatakan “diambil alih”, walaupun sebenarnya ada pihak yang berkeberatan 

dengan istilah itu. Keberatan itu dari pihak pengarang sendiri, seperti Ajip Rosidi, yang 

katanya istilah tersebut seolah-olah seperti Rahwana hendak memuliakan Sinta sebagai 

permaisuri lantas dengan sepengetahuan utama memboyongnya ke Alengka Direja.
342

 

Apalagi katanya Undang-Undang Hak Cipta (No. 6 Tahun 1982) hanya 

menyebutkan perkataan “dengan sepengetahuan” si pencipta tidak menambahkan kata-

kata “dengan persetujuan” si pencipta. 
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“ Jika penulis tidak salah memahami apa yang dimaksudkan oleh Ajip Rosidi 

dengan peristiwa ini, seolah-olah yang ditonjolkan adalah “kekuasaan”.  Tapi jika kita 

bandingkan dengan pencabutan hak-hak atas tanah memang demikianlah halnya. 

Karena adakalanya tidak semua si pemilik dapat menyetujui, dan jika tujuan itu 

ditunggu mungkin itu tidak akan diperoleh, yang pada akhirnya “kekuasaan” akan turut 

dalam penyelesaian peristiwa itu, apalagi kepentingan Umum menghendaki. Oleh 

karena itu, dengan dalih atau alasan apa pun jika kepentingan negara menghendaki 

dengan “terpaksa” itu harus dilaksanakan. 

Demikianlah halnya dengan hak cipta, jika digunakan kata “persetujuan  

pencipta” itu akan mempersulit persoalan bila ternyata si pencipta tidak memberikan 

persetujuan. Oleh karena itu, undang-undang telah menetapkan syarat-syarat tertentu, 

misalnya atas dasar pertimbangan dewan hak cipta nasional sebagai wakil si pencipta. 

Dan kepadanya diberikan pula ganti rugi, sebagai imbalan atas usahanya sebagai 

pencipta. 

Ketentuan mengenai hak cipta atas “ekspresi budaya tradisional” yang dipegang 

oleh negara itu lebih dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap objek hak 

cipta yang berada di bawah ancaman kepunahan, terutama pengalihannya yang dapat 

dilakukan dengan cara melawan hukum kepada pihak asing oleh mereka-mereka yang 

tidak bertanggung jawab. Warga negara asing hanya boleh memperbanyak atau 

mengumumkan ciptaan tersebut setelah mendapat izin dari instansi pemerintah terkait. 

Nilai historislah yang menjadi tolok ukur utama dalam penentuan kaidah ini, meskipun 

secara ekonomis tidak dapat dihindarkan wujud nyata dari karya itu dalam bentuk 

barang (benda) berwujud mempunyai harga jual yang tinggi. Khusus untuk ciptaan 



 

dalam bentuk hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, 

hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi tarian, kaligrafi dan 

karya seni lainnya dipelihara dan dilindungi oleh negara. Wujud perlindungan itu 

teristimewa dalam hal mewakili kepentingan pencipta terhadap pihak luar negeri yang 

melakukan pelanggaran hak atau juga dalam  hal pemberian lisensi yang bersifat 

komersial dan non komersial. 

14. Hak Moral (Moral Right), Hak Ekonomi (Economic Right) dan Hak Terkait  

 

Pasal 1 angka 1 UUHC tahun 2014 bahwa, “Hak Cipta adalah hak eksklusif 

pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu 

ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Mengacu pada rumusan tekstual Pasal 1 angka 1 tersebut, bahwa hak cipta 

merupakan “hak eksklusif bagi pencipta”. Hak eksklusif tersebut secara  umum terdiri 

dari tiga pihak, yaitu hak untuk mengumumkan ciptaan, dan hak untuk memperbanyak 

ciptaan dan hak untuk memberi izin. 

Konsep pengumuman yang dianut dalam UUHC tahun 2014 Pasal 1 angka 11 

adalah Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, suatu Ciptaan dengan menggunakan 

alat apa pun, baik elektronik maupun non elektronik atau melakukan dengan cara apa 

pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. 

Kemudian yang dimaksud dengan perbanyakan dalam konteks regulasi hak cipta 

ini adalah Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara 

keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan 

yang sama atau pun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau 



 

temporer. Di samping itu, hak untuk memberikan izin, dalam Undang-undang Nomor 28 

tahun 2014 lebih sering disebut dengan istilah lisensi. Lisensi yang dimaksud dalam 

undang-undang ini adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang 

hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya 

atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu. 

Hak eksklusif yang ada diberikan kepada pemegang hak cipta secara umum 

memang terhimpun dalam tiga bagian juga, namun oleh beberapa pakar hak eksklusif ini 

mencoba untuk disistematiskan ke dalam bagian-bagian tertentu, dalam istilah yang 

lebih umum sering didengar adanya hak moral (moral rights)dan hak ekonomi 

(economic rights). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 UUHC 2014, “Hak Cipta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas 

hak moral dan hak ekonomi”. 

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi 

pencipta atau penemu. Hak moral melekat pada pribadi pencipta atau penemu. Apabila 

hak cipta atau paten dapat dialihkan kepada pihak lain maka hak moral tidak dapat 

dipisahkan dari pencipta atau penemu karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi 

menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas 

yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu. Kekal artinya melekat pada pencipta 

atau penemu selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.
343

 

Dengan kata lain kak moral dalam hak cipta disebut sebagai hak yang bersifat 

asasi, sebagai natural rights yang dimiliki manusia. Pengakuan serta perlindungan 

terhadap hak moral selanjutnya menumbuhkan rasa aman bagi pencipta karena ia tetap 
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merupakan bagian dari hasil karya / ciptaannya. Pada gilirannya pun pengakuan dan 

perlindungan hak moral ini akan mampu menjadi stimulan untuk memunculkan karya-

karya cipta baru. 

Hak moral ini dikenal dalam negara yang menganut sistem anglosaxon. 

Undang-undang di Inggris misalnya, memiliki Hukum Moral Right (1988),   yang 

substansinya mengatur yaitu : 

1. Paternity Right, yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta atau pemegang hak cipta. 

2. Privacy Right, yaitu hak untuk dilindungi dalam hal berhubungan dengan publikasi 

atau perbanyakan film atau fotografi. 

3. Integrity Right, yaitu hak dari pencipta melekat atas ciptaannya. 

Hak moral ini lebih diarahkan kepada hak yang melindungi kepentingan pribadi 

pencipta, sehingga hak moral (moral rights) diartikan sebagai hak pencipta untuk 

melarang atau memberi izin kepada pihak lain untuk, menambah atau mengurangi isi 

ciptaan, menghilangkan nama pencipta aslinya, mengubah judul ciptaan, dll. Maksud 

yang sama dengan versi yang berbeda juga disampaikan oleh Tim Lindsey dkk. Menurut 

Tim Lindsey, hak moral adalah hak pribadi pencipta untuk dapat mencegah perubahan 

atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta atas karya tersebut. 

Pada pokoknya terdapat dua prinsip utama dalam hak moral, yaitu : 

a.  Hak untuk diakui dari karya, hak dari pencipta untuk dipublikasikan sebagai 

pencipta atas hasil ciptaannya atau karyanya, dengan tujuan untuk mencegah pihak 

lain mengaku sebagai pencipta atas hasil ciptaannya atau karyanya tersebut. 



 

b. Hak keutuhannya, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas penyimpangan atas 

karyanya atau perubahan lain atau tindakan-tindakan lain yang dapat menurunkan 

kualitas karya ciptanya. 

Dengan hak moral (moral right), sesuai dengan Pasal 5 UUHC 2014pencipta 

dari suatu karya cipta memiliki hak yang melekat secara pribadi untuk : 

f. Tetap dicantumkan atau tidak dicantumkan namanya pada salinan dalam 

hubungannya dengan penggunaan ciptaannya  

g. Menggunakan nama alias atau samarannya  

h. Mengubah ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat  

i. Mengubah judul dan anak judul ciptaan  

j. Mempetahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, 

modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau 

reputasinya  

Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dialihkan selama 

penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat dari pencipta atau sebab lain berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

Hak eksklusif yang ke dua adalah hak ekonomi. Hak ekonomi ini diartikan 

sebagai sebuah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil 

mengkomersialisasikan hasil ciptaannya. Hak ini lebih kepada hak untuk menjamin 

bertambahnya nilai eknomis pencipta dari adanya pendistribusian atau eksplotasi dari 

hasil ciptaannya. 

Bern Conventionmenetapkan hak ekonomi (economic right)yang mencakup hal-

hal sebagai berikut. 



 

1. Article 8: right of translation (hak penerjemahan) 

2. Article 9: right of reproduction (hak perbanyakan) 

3. Article 11, 11 bis, 11 ter: right of public performance and wireless broadcasting 

and cabling of works (hak untuk penampilan di muka umum dan penyiaran 

kembali tanpa kabel serta perlengkapan ciptaan) 

4. Article 12: right of adaptation (hak adaptasi) 

5. Article 14: (1) (i): the right of authorizing the cinematographic adaptation and 

reproduction of work and the distribution of the work thus adapted or 

reproduced(hak untuk memberikan hak bagi pihak lain untuk adaptasi dan 

perbanyakan ciptaan termasuk pendistribusiannya). 

6. Article 14 (1) (ii): right of public performance and communication by wire of 

cinematographic adaptations and reproductions of work (hak untuk penunjukan 

di muka umum dan pengomunikasian dengan kabel dari adaptasi ciptaan film 

dan perbanyakan ciptaan. 

7. Article 14 ter(1): artist resale right subject to reprocity test art (hak penjualan 

kembali seniman yang tunduk pada tes timbal balik) 

Sedangkan hak ekonomi ini diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014. 

Ketentuan terpenting dari hukum hak cipta, selain pelindungan hak moral 

pencipta adalah pelindungan hak ekonomi. Sebagaimana telah diuraikan di atas, pada 

mulanya fokus hak cipta adalah hak moral, tetapi seiring dengan perkembangan bahwa 

ciptaan memberi manfaat yang besar bagi masyarakat dan ciptaan mengandung nilai 

ekonomi, muncullah pemikiran perlunya pelindungan hak ekonomi pencipta. 



 

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk 

mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Pasal 8 UUHC ini menegaskan dasar dan 

sekaligus tujuan adanya hak ekonomi bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, yakni 

agar Pencipta atau Pemegang Hak Cipta mendapatkan manfaat ekonomi atas karyanya 

atau ciptaannya. 

Pencipta melahirkan karya cipta berupa lagu, buku, lukisan, dan lain-lain, selain 

untuk memuaskan batinnya juga ingin mendapatkan hasil materi dari ciptaannya itu 

untuk memenuhi kebutuhan materiilnya. Faktanya, sudah banyak orang yang pekerjaan 

utamanya adalah mencipta (menulis lagu, menulis buku, melukis, mematung, 

menerjemah, dan sebagainya). Jadi, kalau orang bekerja sudah seharusnya ada imbalan 

materi atas pekerjaan atau hasil pekerjaannya. 

Satu hal lagi, bahwa pencipta jelas telah memperkaya budaya masyarakat dengan 

ciptaannya dan juga pencipta telah memberi kepuasan atau sesuatu yang bermakna atau 

bernilai tambah bagi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat yang mendapat manfaat 

dari karya cipta sangatlah wajar memberi penghargaan berupa imbalan kepada para 

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 

Konsep berpikir untuk menghargai kekayaan intelektual manusia yang disebut 

hak cipta sudah muncul sejak beberapa abad lalu. John Locke, seorang filsuf Inggris 

terkemuka abad XVIII, mengaitkan antara hak cipta dengan hukum alam dan 

mengemukakan bahwa hukum hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada karya 



 

cipta seseorang pencipta, hukum alam meminta individu untuk mengawasi karya-

karyanya dan secara adil dikompensasikan untuk kontribusi kepada masyarakat.
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Pada awalnya, Locke berbicara tentang right to intellectual property yang timbul 

sebagai konsekuensi logis dari orang bekerja. Pencipta, pengarang, penemu atau apapun 

istilahnya sama seperti pekerja, sebagai imbalan atas pekerjaannya kepada mereka diberi 

upah. Royalti yang diterima pencipta atau pengarang adalah upah karya 

intelektualnya.
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Inti dari teori hukum alam dikaitkan dengan hak cipta, bahwa pencipta memiliki 

hak moral untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh 

keintelektualannya. Karena pencipta telah memperkaya masyarakat melalui ciptaannya, 

pencipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan dengan nilai 

sumbangannya. Di sini, hukum alam memberi hak milik eksklusif atas suatu karya 

pencipta, memberi individu hak untuk mempertahankan dan hak untuk mengawasi 

karya-karyanya dan mendapat kompensasi yang adil atas sumbangannya kepada 

masyarakat.
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Tidak semua pemikir setuju atau mendukung pendapat John Locke yang 

mengaitkan antara hak cipta dengan hukum alam. Ignatius Haryanto
347

 berpendapat, 

betapa tidak pasnya (incompatiblel) konsep Locke ketika diterapkan dalam konsep hak 

kekayaan intelektul. Ditegaskannya, dalam menciptakan objek yang memiliki hak 

kekayaan intelektual, kerja (labor) yang diciptakan, tidaklah selalu membutuhkan tenaga 
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atau energiseperti kerja fisik untuk mengolah alam. Artinya tidak selalu kerja untuk 

menghasilkan benda yang memiliki kekayaan intelektual adalah kerja yang 

mengeluarkan keringat, dan dilakukan dengan penuh penderitaan. Sebaliknya kerja 

untuk mencipta (seperti musik, puisi, cerita, dan tari) bisa saja dilakukan dengan penuh 

kesenangan hati, tidak karena suatu paksaan ataupun suatu kerja keras dalam sisi fisik. 

Pasal 9 ayat (1) UUHC 2014 menguraikan dengan tegas apa saja yang menjadi 

bagian dari Hak Ekonomi Pencipta.  

(5) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki 

hak ekonomi untuk melakukan: 

j. penerbitan Ciptaan; 

k. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; 

l. penerjemahan Ciptaan; 

m. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; 

n. pendistribusian Ciptaan atau salinannya; 

o. pertunjukan Ciptaan; 

p. pengumuman Ciptaan; 

q. komunikasi Ciptaan; dan 

r. penyewaan Ciptaan. 

(6) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 

(7) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang 

menggandakan dan/atau melakukan penggunaan Ciptaan secara komersial. 



 

Dalam Pasal 1 UUHC 2002, hak ekonomi dibagi dalam dua bagian besar, yaitu 

hak untuk mengumumkan ciptaan dan hak untuk memperbanyak ciptaan (selanjutnya 

disebut hak mengumumkan dan hak memperbanyak).  

Sedangkan untuk mengetahui cakupan dari hak mengumumkan dan hak 

memperbanyak dapat dilihat pada Pasal 1 angka 11 UUHC 2014, yang menjelaskan 

bahwa Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, 

atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media 

internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, 

didengar, atau dilihat orang lain. Selanjutnya, Perbanyakan adalah penambahan jumlah 

sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan 

menggunakanbahan-bahan yang sama atau pun tidak sama, termasuk mengalih-

wujudkan secara permanen atau temporer. 

Dalam pengaturan UUHC yang baru ini (UUHC tahun 2014), kelemahan dari 

UUHC 2002 sudah diperbaiki, yakni ruang lingkup Hak Ekonomi Pencipta diatur 

dengan jelas dan terperinci, seperti terlihat dalam Pasal 9 berikut ini: 

(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki 

hak ekonomi untuk melakukan: 

j. penerbitan Ciptaan; 

k. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; 

l. penerjemahan Ciptaan; 

m. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; 

n. pendistribusian Ciptaan atau salinannya; 

o. pertunjukan Ciptaan; 



 

p. pengumuman Ciptaan; 

q. komunikasi Ciptaan; dan 

r. penyewaan Ciptaan. 

(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 

(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang 

menggandakan dan/atau melakukan penggunaan Ciptaan secara komersial. 

Inti dari Pasal 9 adalah mengatur Ruang lingkup Hak Ekonomi Pencipta atau 

Pemegang Hak Cipta. Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta menurut Pasal 

tersebut terdiri atas 9 bagian, yaitu: 

10. penerbitan Ciptaan; 

11. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; 

12. penerjemahan Ciptaan; 

13. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; 

14. pendistribusian Ciptaan atau salinannya; 

15. pertunjukan Ciptaan; 

16. pengumuman Ciptaan; 

17. komunikasi Ciptaan; dan 

18. penyewaan Ciptaan. 

Berbeda dengan hak moral pencipta yang pada dewasa ini sudah hampir 

mendapatkan sudut pandang yang sama dari berbagai negara terutama di kalangan 

pengikut Konvensi Bern, menyangkut hak ekonomi pencipta (termasuk hak ekonomi 

pelaku) cenderung tidak ada kesamaan pandang di antara berbagai negara, baik 



 

menyangkut terminologinya maupun ruang lingkupnya. Kesulitan untuk menyamakan 

persepsi tentang hak ekonomi pencipta maupun pelaku mungkin disebabkan, antara lain: 

4. masing-masing ciptaan berbeda bentuk dan cara pengeksploitasiannya; 

5. sering adanya pertautan hak pencipta dan pelaku pada suatu karya, misalnya 

pada produk rekaman suara terkait hak pencipta melodi, penulis lirik, penyanyi, 

pemusik, dan produser rekaman suara; 

6. perkembangan teknologi yang sangat cepat menciptakan berbagai variasi 

eksploitasi karya dan sulit diantisipasi. 

Untuk lebih memahami ruang lingkup Hak Ekonomi Pencipta dalam Pasal 9 

UUHC dan juga untuk memahami terminologi yang dipakai, perlu kiranya tinjau ruang 

lingkup hak ekonomi pencipta yang lazim digunakan secara internasional. S.M. Stewart 

mencoba merangkum bahwa dari berbagai konvensi dan hukum hak cipta di berbagai 

negara, ada enam macam hak yang dapat dipandang sebagai dasar hak ekonomi pencipta 

atau pelaku, yaitu
348

: 

h) the reproduction right; 

i) the adaptation right, 

j) the distribution right, 

k) the pubc/ic performance right, 

l) the broadcasting right; and 

m) the cablecasting right. 

Penjelasan hak-hak itu adalah sebagai berikut: 
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g) The reproduction rightatau hak reproduksi merupakan hak yang paling 

fundamental dari seluruh hak ekonomi pencipta dan hak ini diakui baik dalam 

Konvensi Bern, Universal Copyright Convention(UCC) maupun hukum hak 

cipta di setiap negara. Pada hakikatnya, hak ini adalah memberi izin untuk 

mereproduksi atau mengkopi atau menggandakan jumlah ciptaan dengan ber-

bagai cara, misalnya dengan cara mencetak (print)atau secara mekanik. Itu 

sebabnya, hak mereproduksi ini sering dibagi lagi menjadi printing right dan 

mechanical right. 

h) The adaptation rightadalah hak memberi izin melakukan adaptasi, aransemen, 

atau perbuatan lain untuk mengubah bentuk sebuah karya, misalnya mener-

jemahkan satu karya dari satu bahasa ke bahasa lain, membuat aransemen musik, 

dan lain-lain. The adaptation rightdengan jelas diakui oleh The Bern 

Conventiondan UCC. Soal terminologi, ada juga penulis yang menamai hak ini 

sebagai alteration rightyang mencakup adaptation right dan translation right. 

i) The distribution rightadalah hak memberi izin untuk mendistribusikan 

(menyebarkan) hasil penggandaan suatu karya kepada publik. Termasuk pada 

kelompok hak ini, antara lain menjual, menyewakan, dan bentuk- bentuk lain 

pengalihan hasil perbanyakan dari suatu karya. Kecuali yang berhubungan 

dengan karya sinematografi di dalam the Bern Convention, the distribution right 

ini tidak jelas diakui di dalam the Bern Convention dan UCC. 

j) The public performance right adalah hak memberi izin untuk menampilkan suatu 

karya kepada publik. Hak ini juga diakui, baik dalam the Bern Convention 

maupun UCC. Oleh beberapa penulis dan juga kalangan collecting society 



 

seperti Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), istilah yang dipergunakan 

adalah performing right yang di dalamnya termasuk menampilkan karya kepada 

publik secara langsung (size) maupun melalui penyiaran (broadcast). 

k) The broadcasting right adalah hak memberi izin untuk menyiarkan suatu karya 

dengan pentransmisian tanpa kabel. Hak ini juga diakui dalam the Bern 

Convention dan UCC. Pengertian 'broadcasting' di sini adalah penyiaran suara 

dan gambar dari suatu karya, misalnya oleh radio dan televisi dan berbagai 

bentuk pengomunikasian karya kepada publik secara taklangsung tetapi tidak 

menggunakan kabel. 

l) The cablecasting righthak memberi izin untuk menyiarkan suatu karya dengan 

menggunakan kabel. 

Ada dua bentuk penyiaran dengan kabel ini, yaitu: 'cab/e retransmissiorf dan 

'cable originatiorf. Bentuk yang pertama adalah pentransmisian kembali dengan kabel 

suatu penyiaran karya, jadi merupakan sebuah kegiatan meneruskan yang sudah ada 

(pre-existing). Bentuk yang kedua adalah pentransmisian asli dengan kabel sebuah 

karya. Di dalam the Bern Convention,bentuk yang pertama ditempatkan sebagai bagian 

dari broadcasting right dan bentuk yang kedua diberlakukan sebagai salah satu bagian 

dari the public performance right. 

Selain keenam macam hak di atas, ada lagi hak yang  disebut dengan 

syncronization rights. Kalau sebuah lagu dipakai dalam sebuah karya sinematografi, 

iklan, dan karya drama misalnya, hak memberi izin untuk ini dinamakan dengan 

syncronization rights. Jika dihubungkan dengan keenam macam hak yang sudah 



 

dijelaskan di atas, boleh jadi syncronization rights termasuk bagian dari adaptation 

rights. 

Pasal 97 ayat (5) Konvensi Roma berbunyi: 

“The rights referred to.. . Shall be called neighbouring rights'. 

Di Indonesia pernah muncul berbagai istilah (sebagai terjemahan dari 

neighbouring rights), hak berdekatan, hak tetangga, hak saluran, hak sejalan, dan 

sebagainya. Terakhir, dan kemudian menjadi istilah resmi, adalah hak terkait. Maksud 

dan tujuan utama diadakannya Konvensi Roma adalah menetapkan pengaturan secara 

internasional pelindungan hukum tiga kelompok pemegang hak-hak yang berkaitan 

dengan hak cipta yang sampai sekarang ini hanya terdiri atas tiga kelompok 

(kemungkinan kelak berkembang lebih) yang masing-masing mempunyai hak-hak 

tersendiri yang dinamakan hak-hak yang berkaitan (Related Rights/Neighboring 

Rights).Tiga kelompok subjek hukum sebagai pemilik hak terkait adalah: 

(4) Pelaku Pertunjukan (Performers),yang dapat terdiri atas penyanyi, aktor, musisi, 

penari, dan lain-lain pelaku yang mempertunjukkan karya-karya sastra dan seni; 

(5) Produser-Produser fonogram (Producers of Phonogram)', 

(6) Lembaga penyiaran (Broadcasting Organization). 

Jadi, kalau pencipta adalah subjek hukum orang yang atas inspirasinya 

melahirkan karya cipta atau ciptaan, seperti buku, lagu, drama, tari, dan sebagainya, 

maka pemilik hak terkait adalah orang atau lembaga yang melahirkan karya- karya 

turunan (derivative works) daripada karya ciptaan yang telah eksis, seperti karya 

rekaman suara, karya rekaman gambar pertunjukan, dan karya siaran. 

Dalam UUHC substansi Hak Terkait diatur dalam Pasal berikut ini: 



 

Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak 

eksklusif yang meliputi: 

e. hak moral Pelaku Pertunjukan; 

f. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan; 

g. hak ekonomi Produser Fonogram; dan 

h. hak ekonomi Lembaga Penyiaran. 

Dari ketentuan Pasal 20 UUHC tampak bahwa dari 3 (tiga) kelompok pemilik hak 

terkait, pelaku memiliki hak moral dan hak ekonomi, sedangkan produser fonogram dan 

lembaga penyiaran hanya memiliki hak ekonomi. Mengapa produser fonogram dan 

lembaga penyiaran tidak memiliki hak moral, hal ini disebabkan kedua pemegang hak 

ini bukan orang melainkan lembaga atau perusahaan. 

15. Pembatasan Hak Cipta 

Hak cipta tidak bersifat absolut, artinya tidak semua tindakan   Penggunaan   

ciptaan   yang   tanpa   izin. Disamping itu, hak pencipta dianggap sebagai pelanggaran 

hak cipta. Di samping itu, hak cipta sebagai hak milik juga memiliki fungsi sosial, yang 

dalam hal tertentu masyarakat dapat menggunakannya tanpa izin dari pencipta. 

Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan di dalam UUHC yang membatasi hak-

hak pencipta atas ciptaannya. 

Pasal 43 UUHC 2014 menyatakan bahwa : 

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi: 

a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lam bang negara 

dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli; 



 

b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu 

yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi 

oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika 

terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, 

dan/atau Penggandaan; 

c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, 

Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan 

sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau 

d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi 

dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta 

atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas 

pembuatan dan penyebarluasan tersebut. 

e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil 

Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan 

lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, 

dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam Penjelasan Pasal 43 UUHC ditemukan pengertian-pengertian beberapa 

hal sebagai berikut: 

Yang dimaksud dengan “Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau 

Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah” 

misalnya, Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala 



 

sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah terhadap hasil riset yang 

dilakukan dengan biaya negara. 

Yang dimaksud dengan “berita aktual” adalah berita yang diumumkan atau 

dikomunikasikan kepada publik dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak 

pertama kali dikomunikasikan kepada publik. 

Inti dari Pasal 43 UUHC adalah menegaskan beberapa perbuatan yang tidak 

dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meskipun perbuatan itu menyangkut ciptaan 

yang dilindungi   berdasarkan   UUHC.   Beberapa   perbuatan   itu adalah: 

1. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara 

dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli; 

2. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu 

(ciptaan) yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan 

dilindungi oleh peraturan perundang-undangan; 

3. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, 

Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan 

sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau 

4. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi 

informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan 

Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas 

pembuatan dan penyebarluasan tersebut. 

5. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil 

Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan 

lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, 



 

dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 44 UUHC 2014 menyatakan bahwa 

(5) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan 

dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak 

dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan   atau  

dicantumkan   secara   lengkap   untuk keperluan: 

e. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan 

kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang 

wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; 

f. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, dan peradilan; 

g. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau 

h. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan 

tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta. 

(6) Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang 

kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf 

braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak 

Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat 

komersial. 

(7) Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, pengubahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berda-sarkan 

pertimbangan pelaksanaan teknis. 



 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang 

tuna riltra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan 

menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Dalam Penjelasan Pasal 44 terdapat uraian pengertian dari beberapa hal, yaitu: 

Yang dimaksud dengan “bagian yang substansial” adalah bagian yang paling 

penting dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan. 

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang 

Hak Cipta” adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati 

manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan. 

Yang dimaksud dengan “fasilitasi akses atau suatu Ciptaan” adalah pemberian 

fasilitas untuk melakukan penggunaan, pengambilan, Penggandaan, pengubahan format, 

Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi suatu Ciptaan secara seluruh atau 

sebagian yang substansial. 

Yang dimaksud dengan “berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis”, 

misalnya perubahan luas tanah yang tidak mencukupi, letak posisi tidak simetris, 

komposisi material bahan yang berbeda, dan perubahan bentuk arsitektur karena faktor 

alam. 

Dari Pasal 44 ayat (1) UUHC dapat diketahui beberapa perbuatan, yaitu: 

penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau 

produk Hak Terkait secara seluruhnya atau sebagian yang substansial, yang tidak 

dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan 

secara lengkap untuk keperluan: 



 

1. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyu-sunan laporan, penulisan 

kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar 

dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; 

2. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, dan peradilan; 

3. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau. 

4. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak 

merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta. 

Menurut Pasal 44 ayat (2) dan (4) UUHC, fasilitasi akses atas suatu Ciptaan 

untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan 

dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak 

dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan 

secara lengkap, kecuali bersifat komersial. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini 

diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Selanjutnya Pasal 44 ayat (3) UUHC menegaskan bahwa dalam hal Ciptaan 

berupa karya arsitektur, pengubahan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika 

dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis. 

Dalam hal penggandaan salinan atau adaptasi program komputer dapat dilakukan 

tanpa izin 

Pasal 45 UUHC 2014 menyatakan bahwa 

(1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang 

dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau 

Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:  

c. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan  



 

d. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk 

mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan. 

(2) Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi 

Program Komputer tersebut harus dimusnahkan. 

Seorang pengguna (bukan Pemegang Hak Cipta) Program Komputer dapat 

membuat 1 (satu) salinan atau adaptasi atas Program Komputer yang dimilikinya secara 

sah, yang digunakan untuk penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut 

dan untuk dijadikan arsip atau cadangan yang hanya digunakan sendiri. Pembuatan 

salinan cadangan tersebut tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta. 

Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi 

Program Komputer tersebut harus dimusnahkan. Pemusnahan salinan atau adaptasi 

Program Komputer dimaksudkan untuk menghindari pemanfaatan oleh pihak lain 

dengan tanpa hak. 

Penggandaan ciptaan untuk kepentingan pribadi diperbolehkan atau tidak 

dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Namun, penggandaan dimaksud dibatasi, yang 

diatur dalam Pasal 46 UUHC, sebagai berikut: 

Pasal 46 UUHC 2014 menyatakan bahwa 

(1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan 

Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan 

tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 

(2) Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

mencakup:  

f. karya   arsitektur   dalam   bentuk   bangunan   atau konstruksi lain;  



 

g. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;  

h. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;  

i. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan 

j. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya  bertentangan 

dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.  

Pembatasan penggandaan ciptaan  untuk kepentingan pribadi (dapat dilakukan 

tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta) menurut Pasal 46 UUHC adalah sebagai 

berikut: 

1.  Penggandaan atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat 

sebanyak 1 (satu) salinan; 

2. Penggandaan   untuk  kepentingan   pribadi  tidak  mencakup:  

f. karya   arsitektur   dalam   bentuk   bangunan   atau konstruksi lain;  

g. seluruh atau  bagian yang substansial dari  suatu buku atau notasi musik;  

h. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;  

i. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan  

j. Penggandaan  untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan 

dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 

Penggandaan  ciptaan  oleh  perpustakaan atau lembaga arsip    Pasal471 UUHC 

2014 menyatakan bahwa 

Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat 

membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau 

Pemegang Hak Cipta dengan cara: 



 

1. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas, 

atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat: 

a. Perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan 

digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian; 

b. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara 

berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling 

berhubungan; dan 

c. tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada 

perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan. 

2. pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang 

diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah 

dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat: 

a. perpustakan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam 

kondisi wajar; atau 

b. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara 

berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak 

saling berhubungan. 

3. pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi 

antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip. 

Pada hakikatnya, penggandaan ciptaan oleh perpustakaan atau lembaga arsip 

tanpa izin dianggap bukan pelanggaran hakcipta. Dengan ketentuan: 

5. Penggandaan yang dilakukan tidak bertujuan komersial; 



 

6. Penggandaan dengan membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan dengan 

cara Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, 

diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat: 

a. perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan 

digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian; 

b. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara 

berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling 

berhubungan; dan tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen 

Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian 

yang digandakan. 

7. pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang 

diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah 

dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat:  

a. perpustakan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam 

kondisi wajar; atau  

b. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara  

berulang,  pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak 

saling berhubungan. 

8. pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi 

antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip. 

Sedangkan untuk penggandaan, penyiaran, atau komunikasiatas    ciptaan    

untuk    tujuan    informasi dengan menyebutkan sumber  diatur dalam  diatur dalam 

Pasal 48    UUHC 2014 menyatakan bahwa 



 

Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi 

yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap 

pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa: 

d. artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media 

cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, 

atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan; 

e. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar 

dalam situasi tertentu; dan 

f. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik. 

Ada beberapa ciptaan yang penggandaannya oleh pihak lain tanpa izin tidak 

dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, asalkan tujuannya untuk penyampaian 

informasi dan disebutkan sumber dan nama pencipta secara lengkap. 

Beberapa ciptaan itu adalah: 

1. artikel dalam  berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam 

media cetak maupun media elektronik; 

2. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar 

dalam situasi tertentu; dan 

3. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik. 

Untuk penggandaan sementara atas ciptaanPasal 49 UUHC 2014 menyatakan 

bahwa 

(1) Penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta jika 

Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan:  



 

d. pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan   Ciptaan   secara  

digital  dalam   media   penyimpanan;  

e. dilaksanakan oleh setiap Orang atas izin Pencipta untuk mentransmisi Ciptaan; 

dan  

f. menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara 

otomatis yang tidak memungkinkan Ciptaan tersebut ditampilkan kembali. 

(2) Setiap Lembaga Penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin Pencipta 

atau Pemegang Hak Cipta untuk tujuan aktivitasnya dengan alat dan fasilitasnya 

sendiri. 

(3) Lembaga Penyiaran wajib memusnahkan rekaman sementara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan 

atau dalam waktu yang lebih lama dengan persetujuan Pencipta. 

(4) Lembaga Penyiaran dapat membuat 1 (satu) salinan rekaman sementara yang 

mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi. 

Dalam Penjelasan Pasal 49 UUHC terdapat beberapa penjelasan: 

Yang dimaksud dengan “Penggandaan sementara” adalah penambahan jumlah 

suatu Ciptaan secara tidak permanen yang dilakukan dengan media digital, misalnya 

perbanyakan lagu atau musik, buku, gambar, dan karya lain dengan media komputer 

baik melalui jaringan internet maupun internet yang kemudian disimpan secara temporer 

dalam tempat penyimpanan digital. 

Yang dimaksud dengan “karakteristik tertentu” adalah rekaman yang berisi film 

dokumenter, sejarah, untuk kepentingan negara, atau telah lewat masa pelindungan. 



 

Inti dari Pasal 49 UUHC itu adalah bahwa penggandaan sementara ciptaan tidak 

dianggap sebagai pelanggaran hak cipta asalkan dipenuhi beberapa ketentuan. 

Adapun larangan yang membatasi Hak Cipta  Pasal 50 UUHC 2014 menyatakan 

bahwa Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau 

Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban 

umum, atau pertahanan dan keamanan negara. 

Hak cipta memiliki sifat terbatas. Berbagai perbuatan terhadap ciptaan tanpa izin 

dapat dipandang sebagai tidak merupakan pelanggaran hak cipta. Selain itu, masih ada 

hal yang dapat membatasi hak cipta, yakni: undang-undang melarang orang melakukan 

Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan 

moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara. 

 

16. Pendaftaran Hak Cipta 

Pada dasarnya hak cipta muncul secara otomatis setelah ciptaan terwujud. Salah 

satu perbedaan yang dianggap cukup penting antara Auteurswet 1912 dengan undang-

undang hak cipta adalah perihal pendaftaran hak cipta.Auteurswet 1912 tidak ada sama 

sekali mencantumkan ketentuan tentang pendaftaran hak cipta. Sebuah pertanyaan pun 

muncul, apa sebenarnya fungsi pendaftaran itu ? 

Menurut Kollewijn sebagaimana dikutip oleh Saidin mengatakan bahwa  

“ketika memberikan advis kepada pengurus perkumpulan importir di Batavia dahulu 

(sub 2 a advis beliau, advis selengkapnya dimuat dalam T.124 hlm 357 dan seterusnya) 



 

ada dua jenis cara atau stelsel pendaftaran yaitu, stelsel konstitutif dan stelsel 

deklaratif.”
349

 

Stelsel konstitutif berarti bahwa hak ciptaan baru terbit karena pendaftaran 

yang telah mempunyai kekuatan, sedangkan dalam stelsel deklaratif pendaftaran itu 

bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja 

menurut Undang-undang bahwa orang hak ciptanya terdaftar itu adalah siberhak 

sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkannya. 

Dalam stelsel konstitutif titik berat ada tidaknya hak cipta tergantung pada 

pendaftarannya. Jika didaftarkan dengan sistem ini hak cipta itu diakui keberadaannya 

secara dejure dan de facto, sedangkan pada stelsel deklaratif titik beratnya diletakkan 

pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain 

dapat membuktikan sebaliknya. Dengan rumusan lain, pada sistem deklaratif sekalipun 

hak cipta itu didaftarkan undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang 

bersangkutan sebagai pemiliknya, secara dejure harus dibuktikan lagi, jika ada orang 

lain yang menyangkal hak tersebut. 

Undang-Undang Hak Cipta 2014 mengatur perihal pencatatan ciptaan (dalam 

undang-undang hak cipta 2002 dipakai istilah pendaftaran ciptaan). Bukanlah untuk 

mendapatkan hak cipta.  

“Dalam sistem pendaftaran hak cipta menurut UUHC Indonesia disebutkan 

bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan 
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pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak 

pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta.”350 

Dengan sikap pasif ini bukan berarti diperkenankan mendaftarkan hak cipta 

orang lain yang sudah didaftarkan terlebih dahulu, jika kantor hak cipta menemukan hal 

semacam itu, pendaftaran hak cipta itu tetap akan ditolak. Dengan sistem deklaratif, 

tidak menjadi keharusan yuridis ada tidaknya hak cipta itu melalui pendaftaran, tanpa 

didasarkan pun hak cipta itu tetap diakui secara yuridis, namun kelak tidak ada menurut 

kebalikkannya, pembuktian secara faktual menjadi syarat mutlak.Dalam keadaan seperti 

ini sertifikat hak cipta yang telah diterbitkan dapat saja dibatalkan.351
 

Sesuai dengan sifatnya, hak cipta ini dapat beralih dan dialihkan maka pemilik 

hak cipta itu juga dapat berubah-ubah atau berpindah dan akan menyebabkan dalam 

daftar umum ciptaan akan merubah nama, alamat dan sebagainya, perubahan ini akan 

dicatat dalam berita resmi ciptaan  (Pasal 76 UUHC 2014). 

Pada dasarnya, hak cipta muncul secara otomatis setelah ciptaan terwujud. 

Undang-undang Hak Cipta 2014 mengatur perihal pencatatan ciptaan (dalam UUHC 

2002 dipakai istilah pendaftaran ciptaan) bukanlah untuk mendapat hak cipta.  

Pasal64 UUHC 2014 menyatakan bahwa 

(1) Menteri menyelenggarakan pencatatan dan Penghapusan Ciptaan dan produk Hak 

Terkait. 

(2) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) 

bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. 
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Pasal 64 UUHC di atas mengamanatkan tugas Menteri (di bidang hukum) 

untuk menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan ciptaan dan produk hak terkait. 

Pasal ini juga menunjukkan bahwa pencatatan Ciptaan maupun produk Hak Terkait 

bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik 

Hak Terkait. 

Baik tercatat maupun tidak tercatat, semua ciptaan maupun produk hak terkait 

tetap mendapat pelindungan hukum hak cipta. Pencatatan ciptaan maupun produk hak 

terkait hanya merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait. 

Pada Pasal 65 UUHC yang menyebutkan bahwa  Pencatatan Ciptaan tidak dapat 

dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang diguna-kan 

sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang 

organisasi, badan usaha, atau badan hukum. Hasil seni lukis berupa logo atau tanda 

pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan/jasa atau digunakan 

sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum tidak dapat dilakukan 

pencatan ciptaan. Pendaftaran logo termasuk bagian pengaturan dari hukum tentang 

merek. 

Adapun tata cara pencatatan ciptaan dan produksi hak terkait dilakukan menurut 

Pasal di bawah ini Pasal 66 UUHC 

(1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara 

tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak 

Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri. 

(2) Permohonan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) dilakukan   secara   

elektronik  dan/atau   non   elektronik dengan:  



 

a.   menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;  

b.   melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan  

c.   membayar biaya. 

Untuk mendapatkan pencatatan ciptaan, dapat dilakukan sendiri oleh Pencipta, 

Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau melalui Kuasanya dengan mengajukan 

permohonan kepada Menteri. Permohonan dibuat secara tertulis, bisa secara elektronik 

maupun non elektronik. 

Hal lain yang dipersyaratkan bagi pemohon adalah: 

(1) menyertakan contoh ciptaan, produk hak terkait, atau penggantinya; 

(2) melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait; dan 

(3) membayar biaya. 

Pasal 67 UUHC menyatakan bahwa 

(1) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diajukan 

oleh: 

c) beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas   suatu   Ciptaan   atau   

produk   Hak   Terkait, Permohonan   dilampiri   keterangan   tertulis   yang 

membuktikan hak tersebut; atau  

d) badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum 

yang telah disahkan oleh pejabat berwenang. 

(2)  Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus 

dituliskan semua dengan me-netapkan satu alamat pemohon yang terpilih. 



 

(3)  Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui kon-

sultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa. 

Pemohon pendaftaran ciptaan dan produk hak terkait bisa beberapa orang yang 

secara bersama-sama sebagai pemilik hak, bisa badan hukum, dan bisa pula orang atau 

badan hukum dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk hal ini, 

ditentukan: 

1. Kalau pemohon terdiri dari beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas 

suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri keterangan tertulis 

yang membuktikan hak tersebut dan nama pemohon harus dituliskan semua dengan 

menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih. 

2. Kalau pemohon berupa badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta 

pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang. 

3. Kalau pemohon berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar 

sebagai Kuasa. 

Selanjutnya mengenai daftar umum ciptaan dan produk hak terkait di atur dalam 

Pasal 68 UUHCmenyatakan bahwa 

(1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67. 

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui 

Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama 



 

atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau 

objek kekayaan intelektual lainnya. 

(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan 

pertimbangan Menteri untuk menerima atau menolak Permohonan. 

(4) Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu 

paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan 

yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67. 

Sebelum menyatakan menerima atau menolak permohonan pencatatan ciptaan 

atau produk hak terkait, Menteri terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap 

Permohonan yang telah memenuhi persyaratan. Inti pemeriksaan itu adalah untuk 

memastikan apakah Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan tersebut secara 

esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan 

atau objek kekayaan intelektual lainnya. 

Pasal 69 UUHC 2014 menyatakan  

(1) Dalam hal Menteri menerima Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 

ayat (4), Menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar 

umum Ciptaan. 

(2) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:  

a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk Hak 

Terkait;  

b. tanggal penerimaan surat Permohonan;  

c. tanggal   lengkapnya  persyaratan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 66 dan 

Pasal 67; dan  



 

d. nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait. 

(3) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilihat oleh setiap 

Orang tanpa dikenai biaya. 

(4) Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait. 

Pasal 70 UUHC menyatakan bahwa “dalam hal Menteri menolak Permohonan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri memberitahukan penolakan 

tersebut secara tertulis kepada pemohon disertai alasan”. 

Kalau Permohonan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diterima, maka 

Menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum 

Ciptaan. Daftar umum Ciptaan yang dapat dilihat oleh setiap Orang tanpa dikenai biaya, 

memuat: 

5. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau namapemilik produk Hak Terkait; 

6. tanggal penerimaan surat Permohonan; 

7. tanggal lengkapnya persyaratan permohonan; dan 

8. nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait. 

Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan merupakan bukti awal 

kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 7l 

ayat (1) berikut ini: 

c. Terhadap Ciptaan atau produk Hak Terkait yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat diterbitkan petikan resmi. 

d. Setiap Orang dapat memperoleh petikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dengan dikenai biaya. 



 

Inti Pasal 71 UUHC ini adalah bahwa kementerian yang mengurus pendaftaran 

ciptaan dan produk hak terkait dapat menerbitkan petikan resmi Ciptaan atau produk 

Hak Terkait yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan, dan setiap orang dapat 

memperoleh petikan resmi itu dengan dikenai biaya. 

Selanjutnya Pasal 72 UUHC menyatakan bahwa “Pencatatan Ciptaan atau 

produk Hak Terkait dalam daftar umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, 

arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat.” 

Ketentuan Pasal 72 UUHC ini menegaskan bahwa Pencatatan Ciptaan atau 

produk Hak Terkait dalam daftar umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, 

arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Ketentuan 

ini sejalan dengan bunyi Pasal 64 ayat (2) UUHC bahwa Pencatatan Ciptaan dan produk 

Hak Terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. 

Pasal 73 menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diatur dengan Peraturan Pemerintah.” 

Hal-hal teknis mengenai tata cara pencatatan ciptaan dan produk hak terkait 

masih perlu pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, misalnya tahapan-

tahapan pendaftaran dan berapa biaya untuk mendapat surat pencatatan dan untuk 

mendapatkan petikan resmi Ciptaan atau produk Hak Terkait yang tercatat dalam daftar 

umum Ciptaan. 

Pemohon pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait (orang atau badan 

hukum), merekalah yang kemudian sebagai pemilik hak atas pencatatan Ciptaan dan 

Produk Hak Terkait. Kecuali terbukti sebaliknya, pemilik hak atas pencatatan Ciptaan 

dan Produk Hak Terkait dapat dianggap sebagai pemilik hak cipta atau hak terkait. 



 

Ketentuan Pasal 76 UUHC 2014 berikut ini mengatur bahwa hak atas 

pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait dapat dialihkan, yaitu: 

(1) Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat dilakukan jika seluruh Hak Cipta atas 

Ciptaan tercatat dialihkan haknya kepada penerima hak. 

(2) Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan 

permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak kepada Menteri. 

(3) Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam daftar umum 

Ciptaan dengan dikenai biaya. 

Pasal 77 UUHC menyatakan bahwaKetentuan lebih lanjut mengenai pengalihan 

hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 76 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Dari 2 (dua) Pasal yang mengatur pengalihan hak atas pencatatan ciptaan dan 

produk hak terkait di atas dapat ditarik kesimpulan: 

1. Pengalihan Hak dimaksud dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dari 

kedua belah pihak atau dari penerima hak kepada Menteri. 

2. Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait dapat dilakukan 

jika seluruh Hak Cipta atas Ciptaan tercatat dialihkan haknya kepada penerima hak. 

3. Pengalihan Hak dimaksud dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya. 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan hak atas pencatatan Ciptaan dan produk 

Hak Terkait diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Berbeda dengan pengalihan hak atas pencatatan ciptaan dan produk hak terkait 

sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan 77 UUHC, perubahan nama dan alamat (dari 



 

orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai 

Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait) tidak dimaksudkan 

untuk ada-nya pengalihan hak. 

Hal ini dinyatakan dalam Pasal 78yang menyatakan bahwa 

(1) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat 

dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik 

produk Hak Terkait dilakukan dengan meng ajukan Permohonan tertulis dari 

Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait yang menjadi 

pemilik nama dan alamat tersebut kepada Menteri. 

(2) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat 

dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik 

produk Hak Terkait dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya. 

Selanjutnya Pasal 79 menyatakan bahwaKetentuan lebih lanjut mengenai 

perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. Dari 2 (dua) Pasal yang mengatur perubahan nama dan/atau 

alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan 

sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait di atas dapat 

ditarik kesimpulan: 

1. Untuk perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya 

tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau 

pemilik produk Hak Terkait dilakukan dengan mengajukan Permohonan tertulis 

kepada Menteri. 



 

2. Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat 

dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik 

produk Hak Terkait dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya. 

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan nama dan/atau alamat dimaksud diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

 

 

U. Pengalihan Hak Cipta  

Pengalihan hak merupakan tindakan pengalihan seluruh atau sebagian kekayaan, 

kepentingan, atau hak seseorang. Pengalihan (assignment) diartikan: 

“The act of transfering to another all or part of one's property, interest or right. 

A transfer of making over to another of the whole of any property, real or 

personal, in possesion or in action, or of any kind estate or right here in. It 

includes transfers of all kind of property.” 

 

(“Tindakan untuk pengalihan kepada orang lain seluruh atau sebagian kekayaan 

seseorang, manfaat dari hak tersebut. Suatu pengalihan dari seluruh pembuatan 

dari seluruh kekayaan, baik kekayaan atas tanah atau kekayaan pribadi, baik 

peralihan untuk kekayaan materiil ataupun imaterial dari setiap kekayaan, 

termasuk pengalihan dari seluruh kekayaan”).
352

 

 

Pengalihan hak cipta (assignment) diatur dalam Pasal 16 UU 28 Tahun 2014 

yang menentukan bahwa : 

(1)  Hak Cipta merupakan sebagai benda bergerak, tidak berwujud 

(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagiankarena: 

a. pewarisan; 

b. hibah; 

c. wasiat; 

                                                 
352

 Henry Campbell Black, Black’s Low Distionary, Sixth ed., West Publishing, St. Paul 

Minn.,1990, halaman 68  



 

d. perjanjian tertutis; atau 

e. sebab-sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

1.     Pewarisan 

Pengalihan Hak Cipta karena pewarisan memang sesuai dengan prinsip hukurn 

Civil Law System karena Hak Cipta merupakan bagian dari kekayaan waris. Menurut 

ketentuan hukum di Indonesia dikenal hukum waris berdasarkan: 

a.    Hukum waris Islam. 

b.    Hukum waris BW. 

c.    Hukum waris adat
353

. 

Ketentuan hukum waris Islam didasarkan pada Pasal 176 Kompilasi Hukum 

Islam bahwa pembagian waris anak laki-laki lebih besar daripada bagian waris anak 

perempuan dengan perbandingan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan (2:1). 

Dasarnya ada pada Surah An-Nisaa' [4]: 11. 

Ketentuan hukum waris Barat (BW) terdapat dalam Pasal 914 BW bahwa orang-

orang berhak mendapat harta warisan disebut legitimaris, memiliki hak mutlak 

(legitimate portie), yaitu “suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat 

dihapus oleh pewaris”.Ketentuan hukum adat mengenai waris diungkapkan dengan 

“sepikul untuk anak laki-laki dan segendong untuk anak perempuan”.
354

 

2.     Hibah 
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Hibah adalah pemberian milik oleh seseorang secara sukarela atas hartanya 

kepada orang lain semasa hidupnya tanpa mengharapkan balasan (iwad) sekadar 

mengharapkan pahala di akhirat. Hibah menurut bahasanya artinya sama dengan 

pemberian, hadiah, atau sedekah. Dasar hukumnya Surah An-Nisaa' [4]: 4 dan Al-

Baqarah [2]: 177. Elemen hukum dalam hibah adalah: 

a. Pemberi hibah (at wahib). 

b.Penerima hibah (at mawhub tahu). 

c. Objek harta hibah (at maw hub). 

d. Shisah, yaitu ijabqabul.
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3.     Wasiat 

Wasiat berasal dari kata “wassa” yang artinya menasihatkan atau pemberian 

harta setelah si pemberi harta meninggal dunia. Dasar hukumnya Surah Al-Baqarah [2]: 

180. Elemen hukum dalam wasiat adalah:
33

 

a. Pewasiat (musi) 

b. Penerima wasiat (musa lahu). 

c. Objek harta wasiat (musa bihi). 

d. Shisah, yaitu ijabqabul. 

Baik hibah maupun wasiat yang ditujukan untuk orang lain yang bukan ahli 

warisnya maksimum sebesar 1/3 bagian dari harta pusaka. Pengalihan Hak Cipta melalui 

hibah, wasiat, atau perjanjian tertulis agak menyimpang dari konsep Civit Law System. 

4.     Perjanjian Tertulis 
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Hak Cipta merupakan intangible asset yang mempunyai nilai ekonomis yang 

sangat tinggi. Pengalihan Hak Cipta melalui perjanjian, antara lain, melalui jual beli dan 

dijadikan jarninan utang. Dalam hal Hak Cipta menjadi objek jual beli, ketentuan Pasal 

1476-1485 BW berlaku, sepanjang tidak diatur secara khusus menyimpang. 

Pengalihan Hak Cipta lainnya, misalnya, Hak Cipta menjadi objek jaminan utang 

atau menjadi objek sekuritas yang diperdagangkan di bursa. Hanyasaja dalam praktik di 

Indonesia Hak Cipta sebagai jaminan utang masih terbatas wacana. Lembaga hukum 

yang dapat digunakan dalam hal ini adalah fidusia sebagaimana diatur dalam UU 

42/1999 tentang Fidusia. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa fidusia 

adalah:“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan 

ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam 

penguasaan pemilik benda.” 

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa jaminan fidusia 

adalah:“Hak dominan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak 

berwujuddan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak 

tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU 4/1996 tentang Hak Tanggungan, yang 

tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan uang 

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia 

tertiadap kreditur lainnya.” 

Berdasarkan ketentuan tersebut, tampak bahwa Hak Cipta sebagai suatu 

kebendaan sebenarnya sangat prospektif untuk dijadikan jaminan karena objek 

kebendaan tersebut memenuhi syarat: 

c. Dapat dijualbelikan dan  



 

d.  Mempunyai nilai ekonomi.
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Di samping itu, sesuai dengan asas spesialitas, maka Hak Cipta yang dijadikan 

jaminan haruslah terkait dengan Ciptaan yang telah didaftarkan (ada Surat Pendaftaran 

Ciptaan). Menurut Penjelasan Pasal 3 UU 19/2002 bahwa:“Beralih atau dialihkannya 

Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik 

dengan maupun tanpa akta notariil.” 

Namun, berdasarkan Pasal 5 UU 42/1999, untuk pembebanan jaminan fidusia 

harus dilakukan dengan akta notaris. Hak Cipta dapat juga disekuritisasi dijadikan surat 

berharga yang diperdagangkan di bursa dengan lembaga hukum Efek Beragun Aset 

(Assef Backed Securities/ABS). 

Asset Backed Securities /ABS adalah:“Efek Berasun Aset (EBA) is a security 

whose income payments and hence value is derived from and coiiateraiized (or 

“backed”) by a specified pool of under lying assets. The pool of assets is 

typically a group of small and illiquid assets which are unable to be sold 

individually. Pooling the assets into financial instruments allows them to be sold 

to general investors, a process called securiti-zation, and allows the risk of 

investing in the underlying assets to be diversified because each security will 

represent a fraction of the total value of the diverse pool of underlying assets. 

The pools of underlying assets can include common payments from credit cards, 

auto loans, and mortgage loans, to esoteric cash flows from aircraft (eases, 

royalty payments and movie revenues. A financial security backed by a loan, 

lease or receivables against assets other than real estate and mortgage-backed 

securities. For investors, asset-backed securities are an alternative to investing 

in corporate debt.”
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“Efek (surat berharga) (yang terdiri atas sekumpulan aset keuangan berupa tagih 

an yang timbul dari surat berharga komersial, seperti tagihan kartu kredit, pem-

berian kredit, termasuk kredit pemilikan rumah, kredit mobil, efek berstfat utang 

yang dijamin pemerintah, dan arus has. Dalam prosesnya, kreditor awal (origina-

tor) mengalihkan aset keuangannya kepada para pemegang EBA).” 
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Selain itu, pengalihan Hak Cipta bisa dilakukan dengan cara “sebab-sebab lain 

yang dibenarkan oleh UU”, misalnya, Hak Cipta sebagai bagian dari boedel pailit dalam 

rangka kepailitan atau menjadi bagian dari harta perusahaan yang diserahkan dalam 

rangka pembubaran oleh liquidator kepada pihak tain. Dalam hal ini berlaku UU 

37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

Peratihan Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan 

secara tertulis, baik dengan maupun tanpa akta notariil karena dalam hal ini terjadi 

peralihan hak kepemilikan. Justru seharusnya untuk pengalihan HKI termasuk Hak 

Cipta harus dilakukan pendaftaran atau pencatatannya kepada Ditjen HKI dalam Daftar 

Umum Hak Cipta, diumumkan dalam Berita Resmi Hak Cipta, serta diberitahukan 

kepada pemilik. Pencatatan pengalihan Hak Cipta memiliki kekuatan berlakunya 

terhadap pihak ketiga. Jadi, kewajiban pencatatan dimaksudkan “demi perlindungan 

hukum” supaya dapat diwujudkan perlindungan yang efektif khususnya bagi penerima 

hak yang berikutnya. 

 

V. Sejarah Hukum Hak Cipta di Indonesia  

13. Hak Cipta Pada Masa Hinda Belanda  

Sejak awal perkembangan tata hukum Indonesia yang bersumber dan hukum 

kolonial, demikian Soetandyo Wignjosoebroto
358

 mengungkapkan adalah perkembangan 

yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan liberalismeyang mencoba untuk 

membukakan peluang-peluang lebar pada dan modal-modal swasta dari Eropa guna 

ditanamkan ke dalam perusahaan perusahaan besar di daerah jajahan (namun juga 
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dengan maksud di lain pihak tetap juga melindungi kepentingan hak-hak masyarakat 

adat ataupun hak-hak pertanian tradisional masyarakat pribumi). Perlindungan itu 

diberikan dengan cara mengefektifkan berlakunya hukum untuk rakyat pribumi, dengan 

memberi ruang berlakunya hukum adat. 

Formula yang digunakan adalah pemerintah Hindia Belanda membagi (tiga) 

golongan penduduk (di wilayah Hindia Belanda ketika itu)
359

 Penduduk di wilayah 

jajahan Hindia Belanda ketika itu dikelompokkan atas 3 digolongan yaitu: 

d. Golongan Eropa atau yang dipersamakan dengan Eropa 

e. Golongan Timur Asing (Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing lain: seperti Arap 

dan India). 

f. Golongan Bumi Putra (penduduk Indonesia asli). 

Terhadap ketiga golongan penduduk ini diberlakukan hukum yang berbeda beda. 

Untuk golongan Eropa atau yang dipersamakan dengan Eropa misalinya diberlakukan 

hukum Eropa, yakni hukum Belanda yang berakar pada tradisi hukum Indo-Jerman dan 

Romawi-Kristiani yang dimutakhirkan lewat berbagi revolusi yang kemudian dalam 

lapangan hukum perdata dimuat dalam Burgerlijk, Wetboek (BW) dan Wetboek van 

Koophandel (WvK) atau yang dikenal denga Kitab Undang-undang Hukum Dagang. 

Sedangkan untuk golongan Timur Asing Tionghoa sebagian dinyatakan berlaku hukum 

perdata Belanda tersebut kecuali mengenai adopsi dan kongsi. Terakhir terhadap 

golongan Bumi  diberlakukan hukum adat, kebiasaan dan hukum agamanya atau yang 

dengan Godien Stigwetten, Volkinstelingen en Gukuedreken. 
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Pemerintah Hindia Belanda untuk menyejajarkan berlakunya hukum di 

negaranya dengan hukum yang berlaku di daerah jajahannya. Kebijakan ini kemudian 

dikenal dengan penerapan asas konkordansi. Meskipun kemudian kebijakan penerapan 

asas konkordansi ini mendapat perlawanan dari ilmuwan hukum Bangsa Belanda sendiri 

seperti Van Vollenhoven dan Ter Haar.
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Dalam bidang HKI upaya untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum 

Eropa di tanah jajahan dijalankan dengan memberlakukan hukum yang tersebar secara 

sporadis (yang tidak terkodifikasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan 

Hukum Dagang) di dalam negerinya antara lain adalah hukum sentang merek, paten dan 

hak cipta. Hukum tentang hak cipta yang berlaku di Negeri Belanda pada waktu itu 

adalah hukum yang berasal dari hukum hak cipta yang berlaku di Prancis yang dibawa 

melalui ekspedisi Napoleon. Rada masa Kolonial Belanda hukum ini dikenal dengan 

nama Auteurswet Stb. 

Sejarah mencatat, Kolonial Belanda menganeksan Indonesia selama kurun waktu 

lebih dari 3,5 abad. Dengan demikian perkembangan dinamika sosial dan politik 

termasuk politik hukum dan politik ekonomi serta politik kebudayaan sedikit banyaknya 

terpengaruh oleh suasana kolonial tersebut. Politik hukum Kolonial Belanda untuk 
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Lihat lebih lanjut, Soetandy Wignjosoebroto, Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika 

malasalahnya, ELSAM, Jakarta, 2002, hlm. 266. Kisah ini diawali dari para pejabat Eropa ang direkrut 

untuk mengisi jabatan dalam pemerintahan kolonial dan untuk itu perlu tendidikan secara khusus di 

berbagai kota di Belanda yaitu di Leiden, Delf dan Utrecht yang sebagian besar diajarkan mengenai 

hukum, bahasa, adat, kebiasaan dan lembaga-lembaga agama rakyat pribumi di daerah koloni. Di ketiga 

kota yang beroperasi lembaga pendidikan itu Leiden tercatat paling besar dan paling banyak berpengaruh 

karena Rijks Univesiteit ang berkedudukan di Leiden menjadi pusat pemikiran liberal yang menganut 

garis politik etis dalam menangani urusan koloni. Akan tetapi secara mengejutkan Leiden ternyata tidak 

bisa sejalan dengan rencana orang-orang resmi pemerintahan untuk menjalankan politik hukum 

pemerintah Hindia Belanda dan di antara orang-orang yang menggagalkan upaya itu adalah Van Vollen 

Hoven dan Ter Haar dikemudian hari lewat kedua orang inilah ikhirnya orang-orang pribumi di Indonesia 

memiliki hukumnya sendiri yang kemudian dikenal dengan Adat Rechts atau hukum adat yang untuk 

pertama kalinya dipergunakan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya De Atjech hers dan Het Gajo Land. 



 

menduplikasikan (dengan asas konkordansi) norma hukum yang berlaku di negerinya 

dengan norma hukum yang berlaku di daerah jajahannya tidaklah berjalan 

mulus,Pemberlakuan Auteurswet 1912 Stb. No. 600 adalah suatu contoh kegagalan 

dalam menduplikasikan undang-undang yang berasal dari Negeri Belanda untuk 

diberlakukan di tanah jajahan. Sekalipun secara substansi norma hukum  Auteurswet 

1912 Stb. No. 600 itu dapat diberlakukan dan telah memenuhli kriteria 

pemberlakuannya (yakni dengan menempatkanya dalam Lembaran Negara Hindia 

Belanda Wet van23 September 1912, Staatsblad 1912-600); mulai berlaku 23 September 

1912), akan tetapi norma-norma ini gagal untuk diterapkan. Kegagalan itu ditandai 

dengan kenyataan bahwa penataan dan penegakan hukumnya belum diaktualisasikan 

sesuai dengan harapan dan tujuannya secara ideologis, normatif dan sosiologis. Hal ini 

tampak dari adanya buku-buku terbitan Penerbit Balai Pustaka (padahal pada zamannya 

Penerbit Balai Pustaka itu adalah salah satu badan hukum milik negara) berupa 

terjemahan buku-buku yang para pengarangnya berasal dari beberapa negara Eropa, 

tetapi dalam proses penerbitannya pihak PN Balai Pustaka tidak pernah meminta izin 

untuk menerjemahkan dan untuk menerbitkan karya-karya itu) baik kepada pengarang 

maupun kepada penerbitnya sebagai pemegang hakatas karya cipta itu.  

Untuk menyebutkan beberapa di antaranya sebagaimana ditulis oleh Yakob 

Sumardjo judul-judul buku yang diterjemahkan dan ditulis itu adalah: L’avare karya 

tulis Prancis Moliere disadur oleh St. Iskandar berjudul: si Bakhil (1926); Le Medicin 

Malgre Lui juga karya tulis Moliere disadur Moh.l Ambri berjudul Si Kabayan jadi 



 

Dukun (1932). Bahkan mungkin ratusan judul lain yang diterbitkan oleh penerbit PN 

Balai Pustaka yang tidak mendapat izin dari pemegang hak ciptanya.
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Meskipun penerjemahan oleh penerbit PN Balai Pustaka dilakukan dengan 

maksud baik untuk memperkaya khazanah pustaka bagi bangsa Indonesia yang belum 

memilikinya dalam jumlah yang memadai, namun jelas bahwa menurut Auteurswet 

1912 penerjemahan tanpa izin dari penciptanya merupakan pelanggaran hukum. 

Kecuali, penerjemahan dilakukan dari buku-buku yang sudah menjadi milik umum 

(public domain), asal saja penyebutan mafia pencipta dan judul aslinya harus tetap 

dilakukan, mengingat masih adanya hak-hak moral (moral rights)yang melekat pada 

ciptaan-ciptaan yang bersangkutan. 

Pada masa penjajahan Kolonial Belanda itu juga, dengan mengikuti negara 

aduknya (Belanda) wilayah Hindia Belanda terdaftar sebagai negara anggota Konvensi 

Bern dan itu berarti Indonesia pada waktu itu tunduk pada Konvensi Internasional 

mengenai perlindungan hak cipta itu. Tidak banyak catatan yang mengungkapkan 

peristiwa tentang pelanggaran hak cipta pada masa Kolonial Belanda. Akan tetapi 

catatan-catatan tentang bagaimana kemudian Auteurswet 1912 Stb. No. 600 itu harus 

diganti, dalam berbagai penjelasan dapat diungkapkan bahwa pada zamannya telah 
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Sumardjo, Jakob, Dari Kasanah Sastra Dunia, Penerbit Alumni, Bandung, 1985, halaman. 133, 

yang memuat Daftar Novel Terjemahan oleh Balai Pustaka “sebelum perang” dan 'sesudah perang” 

berjumlah keseluruhan 174 judul buku; Bdg juga Wink, TH, Undang- .ndang Hak Pengarang, G. Kolf & 

Co, Bandung, 1952, hlm. 23 dan Ajip Rosidi, Undang- undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang 

Awam, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1984, hlm. -. Bdg juga J.P. Errico mengemukakan bahwa negara-

negara Singapura, Malaysia dan Indonesia pengaturan hukum hak ciptanya sangat dipengaruhi konsep-

konsep pengaturan HKI yang berasal dari negara-negara Barat, sebagai akibat dari kolonisasi negara-

negara ni oleh negara Barat. Selanjutnya tentang tiga negara ini dan negara-negara tetangganya 

dkemukakan oleh penulis ini penjelasan yang menarik sebagai berikut: These nations were colonies of the 

West (notably the United Kingdom and the Netherlands) much longer than their eighbors, and therefore 

have had their development of intellectual property protection, industrial policy end technological 

expansion, controlled by the West. In fact some countries, like Singapore, have no dependent systems of 

intellectual property protection to this day. 



 

banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta. Pelanggaran-pelanggaran 

itu tidak semata-mata karena tidak efektifnya penegakan hukum mengenai hak cipta, 

akan tetapi lebih banyak diwarnai persoalan-persoalan kultural, persoalan politik dan 

kondisi ekonomi masyarakat Hindia Belanda ketika itu.
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 Hak cipta yang relatif di 

dalamnya melindungi kepentingan-kepentingan para pencipta dalam bidang penerbitan 

buku-buku dan bidang sinematografi pada masa-masa awal diberlakukannya Auteurswet 

1912 Stb. No. 600 di wilayah koloninya oleh Pemerintah Hindia Belanda belum 

termasuk hal yang mendesak untuk dilindungi. Ini ditandai dengan tidak banyak  usaha-

usaha penerbitan dan usaha-usaha produksi dalam bidang perfilman yangberoperasi di 

wilayah Kolonial Belanda pada waktu itu.
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14. Hak Cipta pada Masa Penjajahan Jepang  
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Sebut saja misalnya situasi penjajahan telah banyak menimbulkan peperangan- teperangan 

dengan skala lokal yang terjadi berbagai wilayah Republik Indonesia. Prioritas antuk memusatkan 

perhatian pada aspek penegakan hukum oleh Pemerintah Kolonial Belanda sendiri dalam lapangan hukum 

perdata apalagi yang menyangkut aspek bisnis dimana masyarakat Indonesia ketika itu tunduk pada 

sistem hukum adat kecuali bagi mereka-mereka yang menundukkan dirinya secara sukarela, membuat 

pilihan penegakan hukum hak cipta oleh kalangan aparatur penegak hukum pada masa Hindia Belanda 

tidak menjadi prioritas utama. Bidang-bidang hak cipta yang dilindungipun pada waktu sebagian besar 

belum dikenal dalam peradaban masyarakat Indonesia. Sebut saja misa bidang karya cipta fotograpi, 

buku, sinematografi, lukisan masih beredar di kalangan orang tertentu saja. Sedangkan karya cipta seperti 

seni tari, seni batik, yang merupa karya cipta penduduk pribumi tidaklah menjadi masalah besar yang 

dianggap seb sebuah pelanggaran hukum hak cipta jika karya yang disebutkan terakhir itu diperguna oleh 

pihak Bumi Putra yang lain tanpa mendapat izin dari penciptanya. Sehingga  masa pemerintahan Kolonial 

Belanda, dan itu diteruskan sampai pada masa-masa, kemerdekaan pelanggaran hak cipta belumlah 

dianggap sebagai sebuah tindak pic kejahatan yang menyita pemikiran para ahli hukum. 
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Aktivitas perfilman misalnya baru dimulai pada tahun 1926, yakni dengan diproduksinya film 

yang berjudul Loetoeng Kasaroeng kemudian menyusul Eulis  tahun 1927 dan berturut-turut tahun 1928 

Lily Van Java, tahun 1929 Nyai Dasima. Sa dengan tahun 1942 yakni awalnya masuk penjajahan Jepang 

industri perfilman Hindia Belanda ketika itu belum banyak melibatkan penduduk bumi putra khususnya di 

kala sutradara. Baru pada periode pendudukan Jepang, sutradara pribumi mulai muncul, ya sebut saja 

pada waktu itu muncul nama-nama seperti Raden Arifin, Rustam Sutan PanidihB. Koesoema dan Inoe 

Perbatasari. Oleh karena itu, dalam bidang karya sinematografi ra penduduk pribumi atau Indonesia asli 

belum dianggap penting untuk menundukkan  pada Auteurswet 1912 Stb. No. 600. Di samping itu 

teknologi untuk perbanyak cipta sinematografi dengan cara melawan hukum tidak secanggih pada masa-

masa  ditemukannya teknologi cakram optik. Lebih lanjut lihat Taufik Abdullah, Misbah Y. 1 dan S.M. 

Ardan, Film Indonesia, (1900-1 950), Jakarta, Dewan Film Nasional, 1993, halaman 23 



 

Pada masa pendudukan Jepang, situasi penegakan hukum bidang hak cipta di 

Hindia Belanda diwarnai dengan situasi politik dan situasi perang yanh terus bergejolak, 

sehingga aspek penegakan hukum (tidak hanya dalam bida hak cipta tetapi juga di 

bidang-bidang lainnya tidak menjadi prioritas pada waktu itu. Pemimpin tertinggi 

Gunseikhanbu (pemerintahan militer Jepang di bekas jajahan negeri Belanda lebih 

memusatkan perhatiannya pada upaya- upaya militer untuk memenangkan peperangan 

Asia Timur Raya, sehinga  pendudukan selama 3,5 tahun tidak membuahkan 

perlindungan hukum ya berarti pada aspek karya cipta. Pada zaman itu memang ada 

didirikan pus kebudayaan (Keimin Bunka Shidosho) yang mengurusi aspek-aspek 

kebudaya Indonesia tetapi itu lebih banyak diarahkan untuk kepentingan Jepang 

perpustakaan yang dikembangkan dalam Pusat Kebudayaan itu lebih banyakmengurusi 

arsip-arsip dan buku-buku rampasan dari Pemerintah Hindu Belanda. Sudah dapat 

dipastikan perlindungan hukum terhadap karya cipta pada masa itu tidak sepenuhnya 

dapat mengacu pada ketentuan undang-undang, masih mempunyai kekuatan berlaku, 

yaitu Auteurswet 1912 Stb. No. 600. 

 

 

15. Hak Cipta Pasca Indonesia  Merdeka  

Tahun 1944 masa penjajahan Jepang berakhir, bersamaan dengan dengan 

peperangan Asia Timur Raya. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 

dikumandangkan dan secara formal ketatanegaraan berakhirlah rezim Kolonial di bumi 

Indonesia. Indonesia segera menyusun tata tertib hukumnya  sendiri. Dalam proses 

penyusunan tata tertib hukumnya, untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Agustus 1945 



 

Indonesia baru bisa menetapkan hukum dasar negaranya, yakni Undang-Undang Dasar 

1945. Sedangkan peraturan undang-undangan lainnya terutama undang-undang masih 

akan dipersiapkan masa beberapa waktu ke depan. Akan tetapi dalam suatu negara yang 

merdeka, kekosongan hukum tidak boleh terjadi. Menyadari situasi ini, maka Panitia  

Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada waktu itu menyusun Undang- Undang Dasar 

1945 dan menetapkan dalam aturan peralihannya untuk dapat terus menggunakan 

undang-undang (hukum) peninggalan Kolonial. Ketentuan peralihan ini dimuat dalam 

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945
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 yang berbunyi: 

Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama 

belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.Untuk menguatkan dan 

menjelaskan pelaksaaan Aturan Peralihan ini oleh Presiden pada waktu itu dianggap 

perlu menetapkan Peraturan Presiden Nomor tanggal 10 Oktober 1945 yang kutipan 

ketentuan pertamanya berbunyi: Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan 

yang ada sampai berdirinya Negara RI pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum 

diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak 

pertentangan dengan UUD tersebut. 

Merujuk pada ketentuan di atas, maka Auteurswet 1912 Stb. No. 600 adalah 

salah satu dari undang-undang peninggalan Kolonial Belanda yang diteruskan daya 

lakunya sampai dengan tahun 1982.  
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Aturan peralihan yang sama juga dimuat dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950. Pada  intinya  

mempunyai arti yang sama seperti dalam Aturan Peralihan UUD 1945, yang dimuat KT Pasal 192 

Konstitusi RIS dan Pasal 142 UUDS 1950. Oleh sebab itu, Auteurswet 1912 berlaku aturan-aturan 

peralihan yang terdapat dalam tiga macam konstitusi yang pernah  berlaku di Indonesia tetap berlaku 

walaupun merupakan salah satu produk hukum dari Pemerintah Belanda. Auteurswet 1912 secara yuridis 

masih merupakan hukum positif bagi pengaturan hak cipta di Indonesia. Baru setelah kurang lebih 70 

tahun Auteurswet  1912berlaku, oleh Indonesia sebagai negara berdaulat diundangkan suatu undang-

undang nasional tentang hak cipta, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 



 

Selama masa berlakunya Auteurswet 1912, sejak zaman Belanda sampai 

berpuluh tahun sesudah proklamasi (masa penjajahan Jepang, 1942- 1945, keadaan 

hukum hak cipta termasuk dalam keadaan status quo), boleh dikatakan bahwa 

perlindungan hak cipta di Indonesia tidaklah berjalan. Dalam praktiknya, Auteurswet 

1912 merupakan undang-undang yang mati alias tidak diterapkan
365

. 

Faktor yang membuat perlindungan hak cipta di Indonesia tidak berjalan selama 

masa berlakunya Auteurswet 1912: pertama, memang karena Undang-undang Hak Cipta 

itu sendiri mengandung banyak kekurangan, baik mengenai cakupan pengaturannya 

maupun sanksi atas pelanggaran hak cipta; kedua, khususnya setelah proklamasi, 

pemerintah Indonesia memang tidak berkeinginan untuk melindungi hak cipta 

sebagaimana mestinya. Tanda-tanda bahwa pemerintah Indonesia tidak berkeinginan 

untuk melindungi hak cipta adalah: (1) pada tahun 1958, pada masa pemerintahan 

Kabinet Djuanda, Indonesia menyatakan keluar dari Konvensi Bern (dengan maksud 

agar Indonesia dapat dengan leluasa melakukan berbagai kegiatan memindahkan ilmu 

pengetahuan dari luar negeri masuk ke dalam negeri dengan menerjemahkan, meniru, 

atau menyalin ciptaan-ciptaan luar negeri); (2) pemerintah membiarkan penerbit Balai 

Pustaka melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap undang- undang hak cipta yang 

ada; (3) pemerintah, khususnya penegak hukum membiarkan pengarang-pengarang 

Indonesia menyadur karya asing tanpa izin, bahkan tanpa menyebut nama pengarang 

asli; dan (4) walaupun disadari bahwa Auteurswet 1912 sudah tidak sesuai atau 

mengandung banyak kekurangan, pemerintah dan Badan Perwakilan Rakyat tidak begitu 

serius membentuk Undang-undang Hak Cipta yang baru. 
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Hendra Tanu Atmadja, Hak Cipta - Musik atau Lagu, Penerbit Universitas Indonesia (UI-

Press), Cetakan I, Jakarta, 2003, halaman 41 



 

Sungguhpun pemerintah tidak berkeinginan menegakkan hak cipta dan 

membiarkan merajalela pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta, pembicaraan 

tentang hak cipta di Indonesia tidaklah sepi. Artinya, sejak awal kemerdekaan pun sudah 

ada orang-orang yang perduli dan memberi perhatian tentang hak cipta. Dalam kaitan 

ini, sangat pentinglah mengingat beberapa peristiwa bersejarah dan pelaku sejarah yang 

berkaitan dengan perkembangan hak cipta di Indonesia di alam kemerdekaan, seperti 

Konstituante Bandung, Kongres Nasional Kebudayaan Ke-2 di Bandung, Organisasi 

Pengarang Indonesia, dan Seminar Nasional hak Cipta 1975 di Bali. 

Perlu dijelaskan, tidak banyak buku yang menguraikan sejarah perkembangan 

hak cipta di Indonesia dengan melansir dinamika kalangan pencipta dan kalangan 

budayawan Indonesia. Dari yang tidak banyak atau yang langka itu, salah satunya 

adalah buku yang ditulis J.C.T. Simorangkir pada tahun 1982. Jadi, uraian berikut ini, 

sepanjang mengenai Konstituante Bandung, Kongres Nasional Kebudayaan Ke-2 di 

Bandung, OrganisasiPengarang Indonesia, dan Seminar Nasional hak Cipta 1975 di 

Bali, bersumber dari buku yang ditulis Simorangkir. 

 

KONSTITUANTE BANDUNG 

Konstituante Bandung, yang bersidang di Bandung tahun 1956-1959 ketika 

menyusun UUD baru bagi negara RI terdapat bukti bahwa mereka memberi pehatian 

dan pemikiran mengenai hak cipta. Salah satu keputusan konstituante mengenai pokok 

materi konstitusi, yakni nomor 9, berbunyi sebagai berikut: Hak perlindungan 

kepentingan moral dan material yang didapatnya sebagai hasil dari sesuatu produksi 

dalam lapangan ilmu pengetahuan, kesusastreaan dan kesenian yang diciptakannya 

sendiri. 



 

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Konstituante dibubarkan sehingga pemikiran 

yang hendak memasukkan hak cipta dalam Pasal Undang-undang Negara RI tidak 

sampai terwujud. 

 

 

KONGRES KEBUDAYAAN NASIONAL KE-2 DI BANDUNG 

Kongres Kebudayaan Nasional ke-2 yang diselenggarakan oleh Badan 

Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN) di Bandung pada bulan Oktober tahun 

1951 telah berhasil menelurkan istilah “Hak Cipta”. Sebelumnya, yang sudah dikenal 

adalah istilah “Hak Pengarang”, sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda 

“auteur”. Auteurswet 1912 itu daya cakupnya adalah lebih luas daripada auteur 

(pengarang) saja, maka diterimalah istilah hak cipta, yang mencakup selain hak 

pengarang, juga penggambar, pelukis, dan lain-lain. 

Sejarah perkembangan hak cipta di Indonesia harus mencatat secara khusus 

Kongres Kebudayaan Nasional ke-2 BMKN tersebut sebagaimana dalam rapat seksi hak 

pengarang (jadi seksinya masih memakai istilah yang lama) diambil keputusan 

mengenai dan disahkan istilah hak cipta, dengan perbandingan suara: 14 suara setuju, 2 

menolak, dan 5 suara blanko. Rupa- rupanya bukan sistem musyawarah-mufakat yang 

dipergunakan. 

Mengenai istilah hak cipta yang diterima dalam kongres kebudayaan itu, 

menurut Simorangkir (1982: 5-6), adalah pilihan atau ciptaan yang berasal dari Prof. 

Mr. Soetan Moh. Sjah. Tentang istilah hak pengarang yang lazim digunakan barangkali 

berkat Balai Pustaka semenjak tahun 1920. 



 

 

ORGANISASI PENGARANG INDONESIA (OPI) 

Organisasi ini didirikan 17 Februari 1956. Organisasi ini telah turut mengambil 

bagian dan memainkan peranan yang cukup penting dalam perkembangan sejarah hak 

cipta di Indonesia. Organisasi ini mencoba menggabungkan para pengarang dalam satu 

wadah perkumpulan yang bersifat serikat kerja pengarang dengan tujuan-tujuan yang 

langsung atau tidak langsung ada hubungannya dengan hak cipta seperti: 

5. melindungi dan memperjuangkan kepentingan para pengarang; 

6. menaikkan nilai karang-mengarang terutama dalam bahasa Indonesia; 

7. meningkatkan taraf kedudukan kaum pengarang di masyarakat; 

8. memupuk kesadaran akan kebudayaan Indonesia. 

OPI dengan sengaja membentuk badan-badan khusus, disebut dengan seksi-seksi 

yang mengurus kepentingan para anggotanya berhubungan dengan soal-soal seperti 

penerbitan naskah, hak cipta, dan sebagainya. 

Partisipasi dan keterlibatan OPI dalam penyusunan suatu RUU di bidang hak 

cipta tidak bisa diabaikan. Ketika Depertemen PPK (sekarang Departemen Pendidikan 

Nasional) menyusun suatu RUU Hak Cipta, wakil OPI turut ambil bagian sebagai 

anggota panitia yang menangani RUU Hak cipta itu bersama departemen kehakiman 

dan organisasi lainnya. 

Sekitar tahun 1958, sehubungan dengan merajalelalnya pembajakan hak cipta, 

OPI bersama-sama organisasi lainnya yang tergabung dengan MML (Majelis 

Musyawarah Lektur), yaitu PTBI (Persatuan Toko Buku Indonesia), GIBI (Gabungan 

Importir Buku Indonesia), Grafika Nasional, dan IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) 

mengeluarkan suatu pernyataan yang mengecam sekeras-kerasnya segala bentuk 



 

pelanggaran hak cipta dan menyatakan tekad bulatnya untuk mengambil tindakan-

tindakan sewajarnya terhadap pelanggaran hak cipta itu sesuai dengan hukum yang 

berlaku. 

Mengenai masuk-tidaknya Indonesia dalam salah satu konvensi internasional 

mengenai hak cipta (Konvensi Bern), pendirian OPI secara gamblang dapat dilihat dari 

hasil angketnya yang diadakan pada tahun 1958, yang memberikan hasil: 1 suara 

blanko, 6 suara tidak setuju, dan 141 suara setuju menjadi anggota Bern Convention. 

Pendirian OPI mengenai ikut- sertanya Indonesia dalam konvensi internasional, yang 

dinyatakan pada waktu pemerintah Indonesia baru saja menyatakan menarik diri dari 

Konvensi Bern, rupanya menarik perhatian luas, terbukti antara lain dari hasil rumusan 

usaha penyusunan suatu naskah RUU Hak Cipta (misalnya RUU Hak cipta LPHN 1966 

dan RUU hak cipta IKAPI 1972) dan sampai pada pembicaraan resmi dalam Seminar 

Hak Cipta di Bali pada tahun 1975  

Kegiatan-kegiatan OPI yang ada kaitannya dengan dengan hak cipta dalam 

praktik dapatlah disebutkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Seorang anggota melaporkan telah menerima uang persekot honorarium sebesar 

tertentu dari suatu penerbit sebagai hasil protesnya karena penerbit itu lalai dan 

menahan (belum menerbitkan) naskah anggota itu, menyimpang dari bunyi surat 

perjanjian penerbitannya. 

b. Pada tanggal 30 September 1958 delegasi OPI antara lain mendesak sekali lagi 

penyelesaian penghargaan atas penyalinan buku A. Moeis ke dalam bahasa Rusia. 

c. Anggota menngadukan kepada yang berwajib tindakan plagiat atas karangannya. 

Keputusan hakim: plagiator dikenai denda. 



 

d. Seorang anggota OPI atas nama korps pengarang sandiwara radio memprotes RRI 

yang tidak mengadakan aturan pembayaran honorarium atas karangan-karangan 

sandiwara yang direkam dan disiarkan berulang-ulang. 

e. Pada tanggal 20 Juni 1958, oleh OPI telah diselengarakan suatu malam ceramah 

tentang hak cipta (nasional dan internasional) 

f. OPI memperjuangkan penghapusan/penurunan pajak pengarang kepada yang 

berwajib. 

 

SEMINAR NASIONAL HAK CIPTA 1975 DI BALI 

Pada bulan Oktober 1975, di Denpasar (Bali), Badan Pembinaan Hukum 

Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman (nama sebelumnya adalah Lembaga 

Pembinaan Hukum Nasional) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas 

Udayana, Denpasar, Bali, menyelenggarakan suatu pertemuan ilmiah yang secara 

khusus mengacarakan hak cipta, dengan maksud mengumpulkan bahan-bahan bagi 

penyusunan suatu rancangan undang-undang hak cipta yang bersifat nasional. 

Pertemuan yang bersejarah itu dihadiri oleh peserta dan peninjau dari masyarakat 

luas seperti unsur DPR, Mahkamah Agung, berbagai departemen, Kejaksaaan Agung, 

unsur teoritisi (fakultas hukum), dan unsur praktisi dan organisasi profesi (Yayasan, 

Kamar Hak Cipta, Pengarang, Seniman, Senirupa, Musik), Parfi, IKAPI, Wartawan, 

pengacara, dan sebagainya. 

Dalam seminar hak cipta itu dibicarakan persoalan-persoalan mengenai hak 

cipta, melalui empat penggolongan pembuatan kertas kerja (paper) berturut-turut 

mengenai: 

5. Ruang lingkup dan pengertian hak cipta 



 

6. RUU Hak Cipta 

7. Segi-segi praktis pengelolaan hak cipta 

8. Indonesia dan konvensi-konvensi internasional tentang Hak cipta. 

Seminar hak cipta itu sendiri tidak menghasilkan suatu naskah RUU Hak Cipta, 

tetapi tidak mengurangi kenyataan bahwa ditinjau dari segi pekembangan pemikiran 

mengenai hak cipta dalam negara Indonesia merdeka, seminar hak cipta di Bali inilah 

yang paling banyak mengumpulkan, menilai sesudah membahas, dan menetapkan 

bahan-bahan mengenai hak cipta oleh sejumlah peserta dan peninjau yang merupakan 

unsur dari, boleh dikata, seluruh lapisan masyarakat yang berkepentingan dan kompeten 

mengalami segala macam segi dari segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan hak 

cipta. 

BPHN, berdasarkan hasil-hasil seminar hak cipta di Bali itu, kemudian telah 

menyusun suatu naskah RUU yang disampaikan kepada Menteri Kehakiman dalam 

rangka melaksanakan tugas kedinasannya, yang sesuai dengan sifatnya yang tidak 

diumumkan. Langkah itu kemudian ditindaklanjuti, dan pada tahun 1977, sebuah panitia 

pemerintah mengusulkan draf baru yang setelah diamandemen menjadi Undang-undang 

Hak Cipta Tahun 1982. 

Perlu ditambahkan, sebelum usaha BPHN yang terakhir disebutkan, dalam 

penyusunan RUU Hak Cipta dalam rangka mengganti Auteurswet 1912 sudah ada 

usulan-usulan dari berbagai pihak, tercatat seperti: RUU Hak Cipta dari Menteri 

Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Prijono bersama Menteri Kehakiman, G.A. 

Maengkon, pada tahun 1958 yang dilanjutkan dengan RUU Hak Cipta yang disusun 

oleh Departemen kehakiman; LPHN (Lembaga Pembinaan Hukum Nasional) 



 

meneruskan upaya penyusunan RUU Hak Cipta dan menghasilkan RUU Hak Cipta 

tahun 1965/1966; dan Panitia IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) mencoba pula 

mengajukan RUU Hak Cipta pada tahun 1972. 

 Beberapa hal penting keputusan seminar di Bali: 

1) Istilah hak cipta mendapat semacam pengukuhan dari seminar, sebagai pengganti 

(mungkin lebih tepat dikatakan sebagai terjemahan) dari “auteurswet” atau 

copyright karena kandungan artinya lebih tepat dan luas; 

2) Hak cipta berfungsi sosial, dalam arti bahwa terhadap hak cipta dapat diadakan 

pembatasan untuk kepentingan umum; 

3) Hak moral - walaupun pemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak 

lain, hak moralnya tetap tak terpisahkan dari penciptanya, kecuali dalam bidang-

bidang tertentu seperti dalam bidang industri. 

4) Neigbouring rights - neigbouringrights perlu diatur secara bersama- sama dengan 

hak cipta. Seminar tidak memberi terjemahan mengenai istilah neigbouring rights. 

Akan tetapi, seorang pembicara memberi terjemahan: “hak-hak yang berdekatan 

dengan hak cipta”, tetapi tidak mendapat sambutan. 

5) Saran, agar RUU yang akan disusun, di samping demi perlindungan hak cipta 

terhadap pembajakan-pembajakan, juga untuk memberikan kegairahan mencipta 

dalam masa pembangunan. 

6) Saran, supaya pajak atas pedapatan hasil ciptaan diperingan, dan supaya pendapatan 

hasil ciptaan jangan dipersamakan dengan pajak honorarium profesi lain, seperti 

dokter, akuntan, dan sebagainya. Seminar hak cipta di Bali, menurut Simorangkir 

(1982: 32), sedikit banyak telah dipengaruhi oleh The Rome Conention for the 



 

protection of Performers, Produser of phonogram annd Broadcasting Organization 

yang diadakan di Roma pada tanggal 26 Oktober 1961. 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Sampai Undang- Undang Nomor 19 

Tahun 2002 

 

Sebelum diadakan Seminar Nasional Hak Cipta di Bali tahun 1975, setidak-

tidaknya sudah ada tiga konsep RUU Hak Cipta yang diusulkan berbagai pihak, namun 

tidak ada penyelesaiannya. Latar Belakang keinginan untuk mengganti Auteurswet 1912 

yang merupakan produk kolonial dengan Undang-unang Hak Cipta nasional antara 

lain
366

: 

6) Dalam rangka pembinaan dan penyempurnaan hukum nasional dan hal yang 

secara khusus mendorong terciptanya undang-undang hak cipta baru, timbul 

suara-suara dalam masyarakat yang mensinyalir adanya perbedaan nasib yang 

kurang memuaskan antara pencipta dengan pihak-pihak yang menfaatkan karya-

karya cipta itu. Perbedaan ini terletak pada kepincangan dalam pendistribusian 

keuntungan yang kurang seimbang. 

7) Sering sekali terdengar keluhan dari pencipta bahwa hak ciptanya telah dilanggar 

atau hak ciptanya dalam suatu hal tidak dilindungi oleh Undang-undang. Di 

samping itu, memang masih ada hal-hal yang belum diatur, misalnya karya-

karya cipta yang disiarkan melalui radio. Auteurswet 1912 perlu diganti dengan 

peraturan nasional yang lebih sesuai dengan kepribadian Indonesia serta 

memberi arti yang lebih luas terhadap istilah “auteur”. Auteurswet 1912 sudah 

ketinggalan zaman karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

                                                 
366

Hendra Tanu Atmadja, Op.cit, halaman 49 



 

penyebarluasan ciptaan baru seperti radio, televisi, video, rekaman, dan lain-lain 

sesudah Perang Dunia II tidak tertampung di dalamnya. 

8) Auteurswet 1912 tidak menyebutkan secara eksplisit kemungkinan dibentuknya 

Biro dan Dewan Hak Cipta yang dapat menampung kebutuhan pencipta dalam 

hal perlindungan, pendaftaran, dan lain-lain atas karya ciptanya. 

9) Tidak ada badan atau organisasi seperti di luar negeri yang memperjuangkan hak 

pencipta dengan peraturan-peraturan yang ada. 

10) Sering terjadi pelanggaran hak cipta khusus pencipta lagu-lagu Indonesia di luar 

negeri, tanpa bisa berbuat apa-apa. 

Akhirnya, pada tanggal 12 April 1982, pemerintah Indonesia mencabut 

Auteurswet 1912 dan sekaligus mengundangkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 

tentang Hak Cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1982 Nomor 15. 

Undang-undang Hak Cipta 1982 terdiri atas VII bab dan 49 Pasal. Melihat 

isinya, segera tampak adanya perbedaan dengan Auteurswet 1912, yakni masuknya hal-

hal baru yang tidak diatur dalam Auteurswet 1912. Hal- hal baru itu adalah :
367

 

5) Dimasukkan unsur baru berdasarkan perkembangan teknologi; 

6) Dimuat unsur kepribadian Indonesia, yang sifatnya mengayomi baik kepentingan 

individu maupun kepentingan masyarakat, agar terjamin keseimbangan yang serasi 

antara kepentingan-kepentingan dimaksud. Walaupun dalam Pasal 2-nya disebutkan 

bahwa hak cipta itu adalah hak khusus, sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam 

UUD 1945, hak cipta itu mempunyai fungsi sosial dalam arti ia dapat dibatasi untuk 
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kepentingan umum. Sejalan dengan itu, dalam rangka memenuhi kepentingan 

umum, Undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 membatasi masa 

berlakunya hak cipta selama 25 tahun, yang dalam Auteurswet 1912 ditetapkan 50 

tahun. 

7) Dimuat ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran ciptaan-ciptaan, yang antara lain 

dimaksudkan untuk mempermudah pembuktian, jika terjadi sengketa mengenai hak 

cipta dan juga untuk kepastian hukum sampai derajat tertentu. 

8) Dimuat pula ketentuan-ketentuan mengenai Dewan Hak Cipta untuk membantu 

pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan dan untuk pembinaan 

hak cipta. 

Adanya unsur-unsur baru dalam Undang-undang hak Cipta 1982 yang tidak 

terdapat dalam Auteurswet 1912 merupakan pencatatan hasil-hasil perjuangan para 

pencipta serta merupakan pemenuhan hasrat dan keinginan mereka, yang terbukti tidak 

dapat dipenuhi dan dijamin oleh Auteurswet 1912. Hal ini dapat dipahami dengan 

mengingat latar belakang serta tujuan dari perundang-undangan pada umumnya dan 

Auteurswet 1912 pada khususnya pada zaman kolonial yang telah silam itu. 

Dibandingkan dengan maksud serta tujuan dari perundang-undangan zaman nasional, 

maka dapatlah dipahami bahwa unsur-unsur baru terdapat dalam UUHC 1982 sebagai 

hasil perundangan-undangan zaman Indonesia merdeka, yang tidak mungkin terdapat 

dalam suatu hasil perundang-undangan pada zaman colonial karena kepentingan 

penjajah merupakan titik tolak serta tujuan dari semua perundang-undangan tersebut. 

Semula, banyak orang berpikir bahwa dengan lahirnya UUHC 1982, maka 

perlindungan hak cipta di Indonesia akan menjadi baik. Akan tetapi, ternyata dengan 



 

semakin bertambahnya ketentuan yang mengatur perlindungan hak cipta di samping 

ketentuan yang ada dalam Auteurswet 1912, semakin bertambah pula bentuk 

pelanggaran hak cipta. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 

meningkat, ditambah dengan kemajuan teknologi, pelanggaran hak cipta pun, khususnya 

penggandaan ciptaan secara illegal, semakin marak dibandingkan dengan masa-masa 

sebelum adanya UUHC 1982. 

Semakin baiknya perekonomian Indonesia tentu berdampak pada peningkatan 

daya beli masyarakat, termasuk daya beli untuk kebutuhan- kebutuhan sekunder dan 

tertier, seperti kebutuhan akan informasi, pengetahuan, hiburan, dan lain-lain. 

Kemudian, perkembangan yang semakin canggih dari teknologi percetakan, mesin 

fotokopi, dan penggandaan rekaman telah mendorong meningkatnya perbanyakan 

ciptaan, seperti buku- buku, kaset, CD, dan lain-lain secara tidak sah. 

Perkembangan semacam itu kurang diantisipasi pemerintah. Jelas, bahwa 

pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi bukanlah faktor yang mendatangkan 

malapetaka bagi pencipta, justru sebenarnya berpeluang mendatangkan berkah. Yang 

menjadi pokok masalah adalah mengapa ada orang yang seenaknya menggandakan 

ciptaan tanpa izin pencipta demi memperoleh keuntungan dagang dengan cara yang 

cepat dan gampang; mengapa masyarakat seakan mendukung pula ulah “pembajak” 

dengan gemar membeli barang-barang “bajakan”; serta mengapa sikap dan tindakan 

aparat penegak hukum ragu-ragu, bahkan mungkin tidak peduli dengan berbagai 

pelanggaran hak cipta yang terjadi. 

Akhirnya, setelah lima tahun berlakunya UUHC 1982, sebagaimana tidak 

berjalan efektif, muncullah berbagai pendapat bahwa UUHC 1982 itu ternyata masih 



 

mengandung banyak kelemahan. UUHC 1982 memerlukan penyempurnaan sehingga 

mampu menangkal pelanggaran hak cipta. 

 

UNDANG-UNDANG HAK CIPTA 1987 

Berbagai pendapat yang mengatakan UUHC 1982 mengandung banyak 

kelamahan, sudah tidak sesuai dengan keadaan masyarakat, ternyata sulit untuk dibantah 

Perkembangan teknologi, lagi-lagi menjadi satu alasan mengapa perlu pembaharuan 

UUHC 1982. Kemajuan teknologi informatika pada penghujung abad 20, khususnya 

perangkat lunak komputer, merupakan ciptaan yang memerlukan perlindungan hukum. 

UUHC 1982 belum sampai pada perlindungan teknologi mikro elektronika dan 

teknologi serat optik, tetapi masih menyangkut rekayasa sistem komputer. 

Pada kurun waktu 1982 sampai dengan 1987, kuantitas dan kualitas pelanggaran 

hak cipta semakin tinggi. Pembajakan hak cipta terjadi di mana- mana, karena 

peluangnya lebih banyak dan memberikan keuntungan yang besar. Sementara itu, upaya 

pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan hak cipta sangat minim. Para pembajak 

sepertinya leluasa beraksi di Indonesia. Ciptaan-ciptaan yang kena bajak tidak saja 

ciptaan yang berasal dari luar negeri, tetapi juga ciptaan-ciptaan hasil karya dari dalam 

negeri. 

Muncullah pemikiran bahwa ancaman pidana yang terdapat pada UUHC terlalu 

ringan sehingga tidak mampu membuat pelaku pembajakan jera. Pada Pasal 44 ayat (1) 

UUHC 1982 ancaman hukuman pelaku kejahatan pembajakan adalah pidana paling 

lama 3 (tiga) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,-. Ancaman pidana ini 

terlalu rendah untuk kejahatan hak cipta yang mempunyai dampak negatif yang sangat 

luas. 



 

Kemudian, kejahatan hak cipta yang pada UUHC 1982 digolongkan sebagai 

delik aduan (klacht delichf) dianggap tidak tepat, tidak sesuai dengan kebutuhan. Oleh 

karena itu, perlu penyempurnaaan UUHC 1982 untuk menegaskan bahwa kejahatan hak 

cipta adalah delik biasa. 

Jika pada masa-masa sebelum lahirnya UUHC 1982 bentuk pelanggaran hak 

cipta yang paling banyak dipersoalkan adalah pembajakan buku-buku, pada tahun-tahun 

sesudah UUHC 1982 yang lebih mengemuka adalah permasalahan pembajakan karya-

karya film, lagu atau musik. Khususnya karya lagu atau musik yang sudah terwujud 

dalam bentuk rekaman suara (kaset, CD, LD, dan VCD) termasuk paling intens kena 

pembajakan, baik karya cipta Indonesia maupun asing. Menurut data ASIRI (Asosiasi 

Industri Rekaman Indonesia), kerugian yang diderita perusahaan rekaman kaset yang 

berisikan lagu-lagu Indonesia karena pembajakan, secara keseluruhan mencapai Rp 600 

juta sampai dengan Rp. 900 juta per bulan atau lebih kurang Rp 10 milyar per tahun 

selama 1985-1987. 

Setiap membahas pelanggaran hak cipta di Indonesia, khususnya di bidang karya 

lagu atau musik, orang tidak pernah lupa atas ulah pembajak yang kemudian sangat 

mendiskreditkan pemerintah Indonesia. Menurut Christoph Antons (dalam Hendra Tanu 

Atmadja, 2003: 4), pada bulan Desember ,1985, lima bulan setelah konser Live Aid 

diselenggarakan untuk mengumpulkan dana meringankan kelaparan di Afrika, sekitar 

1,5 juta kaset bajakan dari konser itu yang berniiai sekitar US $ 3 juta telah diproduksi 

di Indonesia secara tidak sah dan dipasarkan di seluruh dunia. Akibatnya, organisasi 

Africa-Aid dari Bob Geldof tidak menerima uang seper pun. 



 

Banyaknya sorotan terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia, yang kemudian 

menonjolkan kelemahan-kelemahan pada UUHC 1982, tampaknya direspon oleh 

pemerintah Indonesia. Di samping itu, tekanan-tekanan internasional, khususnya dari 

Amerika Serikat, telah membuat pemerintah harus lebih serius mengamandemen UUHC 

yang ada. 

Pada tanggal 30 Juli 1986, dengan Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 

1986, Presiden Soeharto membentuk sebuah “tim kerja khusus”, yang waktu itu popular 

dengan sebuatan “Tim Keppres 34” sebagai pemecahan terhadap masalah-masalah 

dalam pelaksanaan UUHC dan UU Merek serta penyusunan UU Paten yang baru. 

Akhirnya, lahirlah revisi Undang-undang Hak Cipta 1982, yaitu Undang-undang Nomor 

7 Tahun 1987, yang diundangkan pada 9 September 1987 dan mulai berlaku pada 19 

September 1987. 

Perubahan-perubahan dan hal-hal baru yang terdapat dalam UUHC 1987, antara 

lain adalah: (1) ancaman hukuman atas kejahatan hak cipta diperberat, Pasal 41 ayat (1) 

sebagaimana disebut di atas misalnya, ancaman hukumannya menjadi pidana penjara 

paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta; (2) tindak pidana hak 

cipta menjadi delik biasa; (3) jangka waktu perlindungan hak cipta selama hidup sampai 

25 tahun sesudah pencipta meninggal dunia menurut UUHC 1982 direvisi menjadi 

selama hidup sampai 50 tahun sesudah pencipta meninggal dunia; (4). lisensi wajib 

(compulsory license), pertama, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan 

penelitian, apabila hak cipta tidak diberlakukan untuk tiga tahun, dan kedua, pencipta 

dapat mengalihkan hak ciptanya kepada pihak lain yang berminat terhadap hasil karya; 

(5) karya asing mendapat perlindungan melalui perjanjian bilateral atau multilateral 



 

walaupun pengumuman pertama tidak dilakukan di Indonesia; (6) program komputer 

ditetapkan sebagai karya cipta yang dilindungi. 

 

UNDANG-UNDANG HAK CIPTA 1997 

Pembaharuan UUHC tahun 1997 sangat erat kaitannya dengan terbentuknya 

World Trade Organization (WTO) pada bulan April 1994 di Marrakesh, Maroko. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa perundingan para menteri luar negeri di Marrakesh, 

Maroko adalah salah satu perundingan dalam kerangka perundingan-perundingan 

perdagangan multilateral Putaran Uruguay. Putaran Uruguay adalah Putaran Kedelapan 

dalam sejarah General Aggreement on Tariffs and Trade (GATT) yang 

menyelenggarakan pelbagai putaran sejak terbentuk pada tahun 1948. (uraian 

komprehensif tentang sejarah GATT dan WTO serta hasil Putaran Uruguay dapat dilihat 

pada dua buah buku yang ditulis H.S. Kartadjoemena: (1) GATT dan WTO, 1996; dan 

(2) GATT-WTO dan Hasil Uruguay Round, 1997). 

Selama Putaran Uruguay berlangsung terdapat 15 hal yang menjadi topik yang 

diterima dalam agenda perundingan, sebagaimana salah satu topik berkaitan langsung 

dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (di dalamnya hak cipta) adalah Persetujuan 

TRIPs (Trade Related Aspects of Intelllectual Property Rights including Trade in 

Counterfeit Goods). Perundingan TRIPs adalah bertujuan: 

5) meningkatkan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual dari produk-

produk yang diperdagangkan; 

6) menjamin prosedur pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual yang tidak 

menghambat kegiatan perdagangan; 



 

7) merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan tehadap 

Hak Kekayaan Intelektual; 

8) mengembangkan prinsip, aturan, dan mekanisme kerja sama internasional untuk 

menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas 

Hak Kekayaan Intelektual. 

Ada tiga unsur yang terkandung dalam TRIPs yang perlu dicermati negara-

negara yang bermaksud menyesuaikan perundang-undangan nasionalnya di bidang HKI, 

yaitu: 

4) unsur yang berupa norma-norma baru; 

5) unsur yang berupa standar-standar yang lebih tinggi; 

6) unsur yang berupa penegakan hukum yang ketat. 

Di bidang hak cipta, yang dapat dikategorikan sebagai unsur yang berupa norma-

norma baru, antara lain; pengaturan perlindungan hukum terhadap mereka yang 

digolongkan sebagai pelaku (performers), produser rekaman suara (producers of 

phonogram), dan badan-badan penyiaran (broadcasters). Selain itu, juga ada pengaturan 

tentang hak rental (rental rights). 

Mengenai standar yang lebih tinggi, seperti jangka waktu pelindungan hukum, 

beberapa ciptaan di bidang hak cipta menjadi 50 tahun, bukan 25 tahun. 

Mengenai unsur penegakan hukum yang lebih ketat oleh TRIPs diintroduksikan 

suatu sistem penegakan hukum, seperti diatur dalam Bab III Persetujuan TRIPs yang 

berjudul Penegakan HKI. Bab ini terdiri dari 21 Pasal, tersusun dalam 5 bagian. Dari 

sekian banyak Pasal tentang penegakan HKI, yang terpenting adalah ketentuan-

ketentuan yang ditetapkan dalam bagian keempat: Pasal 51 sampai dengan Pasal 60, 



 

yang mengatur syarat-syarat khusus mengenai tindakan-tindakan di tapal batas negara 

(special requirements related to border Measures). 

Sesuai persetujuan pembentukan WTO, jadwal penerapan Persetujuan TRIPs di 

negara-negara anggota pesertanya adalah mulai berlaku efektif 1 Januari 1995. Akan 

tetapi, bagi negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) berlaku suatu ketentuan 

masa peralihan, seperti diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan (2) Persetujuan TRIPs. 

Berdasarkan ketentuan masa peralihan ini, bagi negara berkembang Persetujpan WTO 

beserta lampirannya, termasuk TRIPs baru berlaku penuh 1 Januari 2000. 

Pada tanggal 2 Desember 1994, Indonesia telah meratifikasi Agreement 

Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia) berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994. Dengan 

mengesahkan persetujuan WTO berarti Indonesia telah menjadikan ketentuan-ketentuan 

yang tercantum di dalamnya sebagai bagian dari hukum nasional Indonesia. Jadi, 

ketentuan-ketentuan WTO harus dilaksanaan dan ditatati oleh semua pihak di Indonesia. 

Berkaitan dengan bidang hukum, tindakan yang dilakukan adalah: 

3) Berkenan dengan hal-hal yang pernah diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang ada: 

d. mencabut yang tidak sesuai dan menyatakan tidak berlaku; 

e. mencabut yang tidak sesuai dan menggantinya dengan yang sesuai dengan 

ketentuan WTO; 

f. menyempurnakan yang masih sesuai sehingga menjadi sesuai dengan 

ketentuan WTO. 



 

4) Berkenan dengan hal-hal yang belum pernah diatur, menyusun peraturan 

perundangan-undangan yang baru sama sekali. 

Sejalan dengan itulah, pada tahun 1997, pemerintah Indonesia telah melakukan 

pengesahan terhadap berbagai konvensi intenasional di bidang HKI dan melakukan 

pembaharuan terhadap berbagai undang-undang di bidang HKI sebagaimana sudah 

dipaparkan di atas. 

Jelaslah bahwa latar belakang perubahan UUHC 1987 dengan UUHC 1997 

adalah sebagai konsekuensi logis dari keikutsertaan Indonesia dalam WTO yang 

mencakup pula Persetujuan TRIPs. Dari sekian banyak penyempurnaan, penambahan 

ketentuan dalam UUHC 1997, beberapa hal penting dan baru sebagai konsekuensi 

keikutsertaan Indonesia dalam TRIPS, antara lain: 

8) Pasal 2 tentang hak penyewaan (rental right), ditegaskan bahwa pencipta karya 

film dan program komputer serta produser rekaman suara mempunyai hak untuk 

memberi izin atau melarang orang lain menyewakan secara komersial atas karya 

ciptanya; 

9) Memasukkan ketentuan konvensi internasional, khususnya melakukan 

penyesuaian dengan Konvensi Bern; 

10) Penambahan ketentuan mengenai perlindunagn terhadap hak-hak yang berkaitan 

dengan hak cipta (neighbouring rights) yang meiiputi perlindungan terhadap: 

pelaku (performer), produser rekaman suara (producer of phonogram), lembaga 

penyiaran (broadcasting organzation). 



 

11) Pasal 42 ayat (1), yang mengatur mengenai pengadilan berwenang 

memerintahkan suatu pembayaran konpensasi ganti rugi dari pihak pelanggar 

kepada pemilik hak dalam jumlah yang layak sesuai kerugian yang diderita; 

12) Pasal 42 ayat (2), yang mengatur bahwa pengadilan berwenang memerintakan 

agar barang-barang dan alat-alat yang dipergunakan untuk menghasilkan barang 

itu dikeluarkan dari saluran komersial sedemikian rupa untuk meminimalkan 

risiko terjadinya pelanggaran lebih jauh tanpa satu kompensasi apa pun. 

13) Pasal 42 ayat (3) dan (4) mengenai pemegang hak cipta dapat mengajukan 

pemohonan kepada pengadilan atau bea cukai untuk mengambil tindakan 

sementara untuk menghentikan atau mencegah masuknya barang-barang hasil 

pelanggaran atas permintaan pemegang hak. 

14) Pasal 27 ayat (1) mengenai perlindungan program komputer, yang dalam UUHC 

1987 hanya berlaku selama 25 tahun, ditingkatkan menjadi 50 tahun sesuai 

dengan TRPs. 

 

UNDANG-UNDANG HAK CIPTA 2002 

Sejak Indonesia merdeka, UUHC yang bersifat nasional baru bisa dibentuk 37 

tahun kemudian. Kemudian, setelah UUHC nasional itu terwujud, dalam kunjn waktu 20 

tahun sudah tiga kali mengalami revisi. Kenyataan seperti ini bisa memancing 

munculnya pertanyaan: apakah pemerintah dan parlemen Indonesia dulu tidak mampu 

membuat sebuah UUHC nasional sehingga harus membiarkan undang-undang produk 

kolonial berlaku selama 37 tahun? Apakah dalam 20 tahun terakhir ini pemerintah dan 

DPR Indonesia hanya mampu membuat undang-undang hak cipta yang cepat usang atau 

tidak bisa bertahan lama? Persoalannya tentu tidak sesederhana itu. Namun demikian, 



 

pertanyaan sederhana itu perlu direnungkan dalam kaitan menyelediki permasalahan hak 

cipta di Indonesia. 

Tahun 1958, Indonesia keluar dari Konvensi Bern, dengan maksud agar 

Indonesia dapat dengan leluasa menerjemahkan dan meniru karya- karya ilmu 

pengetahuan dari luar negeri. Apakah sesudah itu ada semacam gerakan nasional untuk 

menerjemahkan dan mengambil alih karya-karya ilmu pengetahuan dari luar dan 

gerakan nasional untuk mencerdaskan bangsa? Ternyata tidak. Sejak proklamasi 17 

Agustus 1945 sampai pada penghujung tahun enam puluhan, Indonesia memang 

mengalami masa-masa yang sangat sulit, terutama menyangkut kehidupan ekonomi dan 

politik. Oleh karena itu, dapat dimaklumi bahwa membentuk UUHC bukanlah prioritas 

pada masa itu. Berbeda halnya setelah memasuki tahun tujuh puluhan, saat 

perekonomian Indonsia sudah mulai bertumbuh dengan baik dan situasi politik relatif 

lebih stabil, kehadiran UUHC seharusnya bisa terwujud lebih dini. 

Hadirnya UUHC 1982 adalah tahapan penting dalam sejarah pertumbuhan hak 

cipta di Indonesia. Inilah awal pemerintah dan rakyat Indonesia memikirkan 

perlindunagn hak cipta melalui suatu undang-undang yang bersifat nasional walaupun 

pada saat itu tidak langsung diikuti dengan meratifikasi berbagai konvensi internasional 

yang berhubungan dengan hak cipta. Harapan pun bergulir bahwa perlindungan hak 

cipta di Indonesia akan lebih baik. Akan tetapi, apa yang terjadi? Kondisi perlindungan 

hak cipta tidak lebih baik dari kondisi sebelum ada UUHC 1982. Akhirnya, diambil 

kesimpulan bahwa materi UUHC 1982 masih sarat dengan kelemahan, jadi harus 

direvisi. 



 

Demikianlah lahirnya UUHC 1987 yang kemudian diubah lagi sepuluh tahun 

kemudian dengan UUHC 1997, di samping adanya tekanan dari pemerintah luar negeri 

untuk menyempurnakan UUHC, juga didorong oleh paradigma bahwa maraknya 

pelanggaran atau kejahatan hak cipta adalah disebabkan lemahnya UUHC. 

UUHC 1997 termasuk sudah memadai sebagai alat perlindungan hak cipta di 

Indonesia. Selain telah menyesuaikan diri dengan berbagai konvensi internasional, 

termasuk TRPs, juga telah memasukkan unsur-unsur baru yang lebih banyak berkaitan 

dengan perkembangan teknologi. Dari sudut ancaman hukuman, kecuali ancaman 

hukuman denda yang tergolong kecil, ancaman pidana penjara sudah cukup tinggi, 

misalnya, pembajakan ciptaan diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun. 

Permasalahannya adalah, di bidang penegakan hukum. Boleh dikatakan, sangat 

sedikit kasus pelanggaran atau kejahatan hak cipta yang terusung sampai ke pengadilan, 

apalagi pelaku kejahatan sampai dijatuhi hukuman optimal, sedangkan fakta di lapangan 

menunjukkan bahwa kuantitas dan kualitas pelanggaran hak cipta tidak pernah surut 

sejak lahirnya UUHC 1982 sampai berlakunya UUHC 1997. 

Oleh karena itu, tidaklah begitu mengherankan ketika tahun 1998 (setahun 

setelah berlakunya UUHC 1997), Indonesia dimasukkan ke dalam kategori Priority 

Watch List (daftar Negara yang menjadi prioritas untuk diawasi) untuk kasus-kasus 

pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan 

Perdagangan Amerika Serikat (USTR - United States Trade Representative). 

Pelanggaran atas HKI (meliputi Hak Cipta, Paten, dan Merek) di Indonesia dianggap 

sudah tergolong berat sehingga perlu diprioritaskan untuk diawasi. 



 

Setelah lima tahun berlakunya UUHC 1997 yang tadinya dianggap sebagai 

undang-undang yang cukup memadai perlindungan hak cipta di Indonesia tetap masih 

jauh dari harapan. Selain di dalam negeri, pihak internasional pun tidak henti-hentinya 

menyoroti lemahnya perlindungan hak cipta, paten, dan merek di Indonesia. Karena itu, 

sekali lagi, berbagai pihak, khususnya pemerintah dan DPR melihat permasalahan utama 

pada undang- undang sehingga diubahlah,UUHC yang ada (UUHC 1982 yang diubah 

pertama kali tahun 1987 dan kedua dengan UUHC 1997) dengan Undang- undang No. 

19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang diundangkan pada 29 Juli Tahun 2002 dan 

berlaku setahun kemudian, yakni 29 Juli 2003. 

Secara objektif harus diakui bahwa perubahan terhadap UUHC 1982, 1987, dan 

1997 memang diperlukan: pertama, bahwa UUHC tersebut belum sepenuhnya 

mengakomodasi beberapa ketentuan TRIPs dan WIPO Copyrights Treaty. Kedua, 

memang diperlukan suatu undang-undang hak cipta yang utuh dan tersendiri, tidak 

seperti UUHC yang berlaku selama ini, sebagaimana UUHC Indonesia adalah “UUHC 

1982 yang diubah pertama dengan UUHC 1987, dan kedua dengan UUHC 1997”. Jadi, 

UUHC sebelum UUHC 2002 ada tiga, dan keseluruhan isinya kalau digabung, itulah 

ketentuan undang-undang hak cipta di Indonesia. Karena itu, sering orang keliru dengan 

mengatakan UUHC yang berlaku adalah UUHC 1997 sehingga seolah-olah UUHC 1982 

dan UUHC 1987 sudah tidak berlaku lagi, padahal tidak demikian. 

Perlu diutarakan, bahwa kebanyakan undang-undang produk pemerintahan Orde 

Baru adalah berpola seperti UUHC 1982 - 1997. Lihat, misalnya, Undang-undang 

Pemilu, Undang-undang Partai Politik, Undang- undang tentang Paten, Merek, dll. 

Undang-undang yang disebutkan tadi memiliki sifat berantai sehingga untuk 



 

memahaminya harus dilihat secara keseluruhan mulai dari undang-undang yang pertama 

kali terbit. 

Setelah pemerintahan pasca Orde Baru, hampir semua format undang-undang 

bersifat utuh dilepas dari rantai undang-undang sebelumnya. UUHC 2002 misalnya, 

tidak terkait lagi dengan UUHC 1982, 1987, dan 1997. 

Artinya, UUHC 2002 sudah memuat secara lengkap materi ketentuan yang 

diperlukan mengatur hak cipta dan hak terkait sehingga UUHC sebelumnya praktis 

dicabut secara keseluruhan. Dari segi formatnya, UUHC 2002 sudah tepat dengan sifat 

utuhnya tadi, dan dari segi isi sudah diusahakan agar ketentuan-ketentuannya lebih 

sesuai dengan pedoman atau standar yang digariskan oleh TRIPs dan mengakomodir 

perkembangan yang terjadi di bidang perdagangan, investasi, industri, dan teknologi. 

Cukup banyak hal baru dalam UUHC 2002 yang belum ada pada UUHC 

sebelumnya, antara lain: mengenai pengelolaan hak cipta, penetapan sementara (sela) 

pengadilan, dan pengajuan gugatan ke pengadilan niaga. Selain itu, terdapat beberapa 

penyempurnaan terhadap UUHC sebelumnya, misalnya, peningkatan ancaman hukuman 

terhadap pelanggaran atau kejahatan hak cipta, khususnya ancaman hukuman denda 

(lebih jauh pokok-pokok hak cipta sesuai UUHC 2002 akan diuraikan dalam sub-bab 

berikutnya). 

16. UU Hak Cipta Tahun 2014 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah hasil dari perjalanan sejarah yang 

cukup panjang dalam penyempurnaan Undang-undang Hak Cipta Indonesia. Sekalipun 

undang-undang ini semula tidak berasal dari kultur atau budaya masyarakat Indonesia, 

akan tetapi dalam kurun waktu lebih dari 100 tahun Undang-undang Hak Cipta 



 

diperkenalkan di bumi Indonesia, akhirnya undang-undang ini dapat juga dimunculkan 

sebagai hasil kerja badan legislasi nasional. Ada perubahan yang mendasar undang-

undang ini dan undang-undang yang sebelumnya, yakni perubahan delik dari delik 

menjadi delik aduan. Selebihnya haruslah dipahami bahwa hampir disebagian besar 

substansi undang-undang ini mengacu pada hukum asing. Tatanan hukum yang sejak 

awal bersumber dari “hukum barat”. Lihat saja istilah yang dipergunakan dalam undang-

undang ini yang secara terus-menerus munculkan istilah economic rights sebagai bagian 

dari copyrights. 

Copyright, demikian terminologi yang digunakan oleh negara penganut hukum 

Anglo Saxon, auteursrechts demikian istilah yang digunakan  oleh Belanda (negara yang 

mengenalkan sistem hukum Eropa Kontinental Indonesia) untuk menyebutkan frase 

tentang Hak Cipta. 

Dalam perjalanan penyusunan Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 ini 

juga pembuat undang-undang mendasarkan pertimbangannya pada sertaan Indonesia 

dalam keanggotaan konvensi internasional di bidang hak cipta  (Berner 

Convention1967, TRIPs Agreement 1994) dan hak terkait (Rome Convention 1961). 

Pertimbangan yang mengacu pada instrumen hukum menyebabkan peraturan 

perundang-undangan hak cipta selalu tidak rengan perkembangan hukum dan kebutuhan 

hukum masyarakat,  karena tuntutan negara-negara di dunia tetap menginginkan agar 

hak cipta terlindungi dengan baik melalui instrumen hukum Indonesia. Itulah  sebabnya  

Undang-undang Hak Cipta Indonesia terus-menerus mengalami  perubahan. 

Perubahan itu tidak hanya menyangkut substansi saja akan tetapi juga m akut 

tentang ideologi. Sekalipun ditegaskan bahwa perubahan pandang hak citpta yang 



 

terakhir ini dimaksudkan untuk menjawab amanah yang tertuang dalam Undang-

Undang Dasar 1945 akan tetapi, penyimpanan terhadap terhadap ideologi Pancasila 

ternyata semakin terlihat. Hal ini ribuktikan dari banyaknya Pasal-Pasal yang termuat 

dalam undang ini menyebutkan istilah hak ekonomi (economic rights). Tentu saja frase 

hak ekonomi berpangkal pada platform teori-teori ekonomi yang dikembangkan oleh 

negara-negara kapitalis. Pendekatan yang digunakan dalam konvensi-konvensi 

internasional yang berhubungan dengan perlindungan hak citra berpangkal pada 

liberalisasi ekonomi dan itu bertentangan dengan prins ekonomi Indonesia yang 

berasaskan Pancasila dengan platform kebersamaan. Meskinya dalam tatanan kehidupan 

bersama di era globalisasi dengan kerja sama bilateral dan multilateral baik di dalam 

maupun di luar ASEAN tidaklah dapat dijadikan alasan untuk melepaskan tanggung 

jawab konstitusiom dengan mengabaikan nilai-nilai ekonomi Pancasila. Bagaimanapun 

juga, tujuan pembuat undang-undang yang berkaitan dengan bidang ekonomi hendak 

mempercepat tercapainya tujuan nasional sebagaimana dimuat dalam Pasal 27 ayat (2) 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kerja sama dalam globalisasi pasar bebas 

tidak harus menjadi Indonesia kalah atau mengalah apalagi sampai membiarkan diri 

mengorbankan kedaulatan negara dera memilih landasan ideologi kapitalis liberal dalam 

penyusunan Undang-UndangHak Cipta Nasional seperti yang terjadi dalam penyusunan 

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.  

Dengan menekankan prinsip perlindungan hak ekonomi di dalam Undang-

Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 itu berarti pembuat undang-undang masih 

mengacu pada paradigma-paradigma ekonomi lama. Sudah saatnyalah paradigma-

paradigma lama ditinggalkan yang menempatkan manusia sebagai homoeconomikus 



 

menuju ke homohumanus, homoethicus, homosocius, homoreligious 

danhomomagnificus.Menekankan hak cipta sebagai hak ekonomi atau economic rights  

seperti yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 memperjelas 

posisi manusia sebagai makhluk ekonomi dan memposisikan diri sebagai agen 

individual yang berada di pusat teori ekonomi neoklasik (mainstream neoclassical 

economics)yang materialistic,tanpa emosi, hedonestik, egoisticdan secara asional 

mencari maksimum utilitas ekonomi yang terpusat pada pamrih-pribadi atau self-

interest.
368

Paham ini semakin menguat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

ketika penelusuran sampai pada bunyi Pasal 24 yang mengatakan:  

5. Produser Fonogram memiliki hak ekonomi. 

6. Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak 

melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: 

e. penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apa pun; 

f. pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya; 

g. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan 

h. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik. 

7. Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak berlaku terhadap 

salinan Fiksasi atas pertunjukan yang telah dijual atau yang telah dialihkan 

kepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada pihak lain. 

8. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram. 

Jika dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dalam Pasal 2 ayat (2) 
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mengatakan: izin hanya diperlukan terhadap penyewaan karya sinematografi dan 

program komputer tetapi dalam Pasal 24 menegaskan dan memperluas izin itu 

diwajibkan terhadap karya fonogram. Pasal-Pasal lain seperti Pasal 23 juga memberikan 

penegasan yang sama untuk karya-karya pertunjukan. Pasal 12 untuk karya potret. 

Selain penekanan rumusan tentang hak cipta sebagai hak eksklusif yang uruiri 

dari hak moral dan hak ekonomi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini memuat 

aturan pidana dengan hukuman denda yang lebih menekankan pada aspek ekonomi 

yakni dengan ancaman denda 1 miliar, 4 miliar meskip denda itu dirumuskan sebagai 

denda maksimal. Akan tetapi dapat dipahami bahwa hitungan-hitungan ekonomi tetap 

dijadikan acuan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta. 

Globalisasi tentu saja tidak membuat Indonesia kehilangan memperjuangkan 

kepentingan nasionalnya. Nasionalisme, demikian Sri Swasono tidak pernah usang. 

Nasionalisme tetap menjadi identitas setar anak bangsa anggota negara-negara bangsa. 

Nasionalisme adalah kebanggaan nasional, apa pun “isme” yang disandangnya. 

Nasionalisme yang luntur akanmelunturkan identitas dan memperlemah kebanggaan 

nasional. Nasional: mengambil bentuknya dalam berbagai sikap dan perilaku. 

Globalisme adalah suatu idealisme untuk mengemban semangat persatuan 

bangsa guna menjaga kebersaaan hidup di dunia dengan menjaga kelestarian bumi untuk 

hidup bersama. Namun globalisasi sering kali melenceng dari cita-cita mulia 

globalismenya. Itulah yang terjadi pada saat negara di dunia berkumpul dalam WTO 

yang berujung pada diratifikasinya General Agreement Tariff on Trade yang di 

dalamnya terdapat instrumen the agreement trade related aspect of intellectual property 

yang kemudian menjadi acuan bagi negara-negara anggota untuk menyusun perundang-



 

undangan Hak Kekayaan Intelektual di negerinya masing-masing termasuk Indonesia 

yang kemudian dalam bidang hak cipta berulang kali memperbaiki undang-undangnya 

untuk memenuhi tuntutan negara-negaramaju yang memotori kelahiran GATT 1994 itu.  

 

W. Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta  

Konvensi internasional adalah perjanjian internasional. Mengenai definisi 

perjanjian internasional sangat banyak ditemui peristilahannya. Kadangkala seringkali 

mengacuakan, tidak konsisten bahkan memberikan pengertian yangn berbeda dengan 

perjanjian. Menurut Mochtar Kesumaatmaja istilah yang sering digunakan untuk 

perjanjian itu adalah treaty (trakta), pact (pakta); convention (konvensi), charter, 

declaration, protcol, arrangement, accord, modus, divendi, covenant dan lain-lain 

sebagainya.
369

 

Dalam hal perstilahan ini Mochtar mengingatkan bahwa, “Secara juridis semua 

istilah ini adalah mempunyai arti tertentu, dengan perkataan lain semuanya merupakan 

perjanjian internasional yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan 

bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu”. 
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Mochtar memberikan definisi bahwa, “Perjanjian Internasional itu adalah suatu 

perjanjian yang diadakan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk 

mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. Oleh Budi Harsono hal di atas 

ditegaskannya bahwa, “dalam perjanjian internasional yang penting adalah kehendak 

negara untuk diikat pada perjanjian itu.
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Persetujuan itu harus diberikan secara tertulis hak dan kewajiban pihak ketiga 

tersebut harus dinyatakan dengan tegas dalam perjanjian itu.
372

 Setelah memenuhi syarat 

yang demikian, barulah persetujuan itu sempurna untuk selanjutnya sah mengikat pihak 

ketiga tersebut.  

Dalam teori mengenai perjanjian internasional hal ini disebutkan sebagai treaty 

contract, yaitu menimbulkan hukum bagi para peserta, sedangkan yang bertujuan adalah 

law making treaty yaitu secara langsung menimbulkan kaidah-kaidah bagi semua 

masyarakat internasional dan tidak hanya bagi pihak-pihak peserta. 
373

 

Sebenarnya perbedaan yang mendasar antara keduanya tidak ada, karena 

meskipun dalam membedakannya bersalah, jika ditinjau secara yuridis menurut 

bentuknya setiap perjanjian internasional baik law making treaty maupun treaty 

contract, suatu perjanjian atau persetujuan antara pihak-pihak yang mengadakan dan 

mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban bagi para peserta.
374

 

Selanjutnya mengenai istilah konvensi untuk perjanjian internasional adalah 

merupakan istilah yang paling populer. Konvensi sering digunakan untuk jenis 

multilateral, daripada bentuk bilatera, contohnya seperti konvensi hukum laut, konvensi 

wina, konvensi bern dan sebagainya.  

Secara juridis perjanjian internasional itu akan menerbitkan hak-hak dan 

kewajiban bagi negara peserta. Maka apabila persetujuan telah tercapai timbullah hak-

hak dan kewajiban bagi para negara peserta yang telah mengikatkan dirinya. Hak yang 

ada pula menimbulkan pula kewajiban kepada orang lain untuk menghormatinya 

demikian pula sebaliknya. 
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Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa tujuan diadakan perjanjian 

internasional adalah untuk melindungi atau memberikan kepastian hak atas suatu yang 

ditimbulkan dari suatu perjanjian tersebut kepada setiap peserta negara anggota.  

Kesimpulan di atas jika dikaitkan dengan konvensi internasional tentang hak 

cipta, maka akan kita peroleh suatu tujuan yaitu untuk melindungi hal cipta secara 

internasional (dalam hal ini adalah setiap negara peserta). 

Secara teoretis dapat dikemukakan bahwa subjek hukum internasinal sebenarnya 

hanyalah negara-negara, dan di mana perjanjian internasional memberikan hak dan 

kewajiban tertentu, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu diberikan konvensi 

secara tidak langsung kepada orang perorangan (individu) melalui negara (nya) yang 

menjadi peserta konvensi itu, demikian Mochtar menulis. 

Selanjutnya menurut beliau melalui konstruksi demikian maka, banyak keadaan 

atau peristiwa di mana individu menjadi subjek hukum internasional berdasarkan suatu 

konvensi dapat dikembalikan pada negara (nya) yang  menjadi peserta konvensi yang 

bersangkutan.
375

 

Maka sejalan dengan pikiran di atas maka pendirian yang mengatakan bahwa 

perjanjian interasional hanya berlaku dalam wilayah suatu negara yang menjadi peserta 

setelah diundangkan undang-undang pelaksanaan yang lazim negara yang terikat dalam 

konvensi ini akan menikmati perlindungan yang sama seperti diperoleh mereka dalam 

negaranya sendiri.
376

 

Pada akhirnya individulah yang menjadi tujuan perlindungan diadakannya  

konvensi internasional tentang hak cipta ini. 
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11. Persetujuan TRIPs 

TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Hights =Aspek-aspek 

Perdagangan yang Bertalian Dengan Hak Milik Intelektual), merupakan salah satu isu 

dari 15 isu dalam Persetujuan GATT (Putaran Uruguay) yang mengatur masalah Hak 

Milik Intelektual secara global. 

Dengan disetujuinya undang-undang akhir Putaran Uruguay (GATT) pada 

tanggal 15 Desember 1993 lalu dan diratifikasi bulan April di Morokko oleh 117 negara, 

maka berlaku pulalah Persetujuan TRIPs ini yang merupakan bagiannya, bagi para 

anggotanya termasuk Indonesia. 

Terbentuknya Persetujuan TRIPs ini dalam Putaran Uruguay (GATT) pada 

dasarnya merupakan dampak dari kondisi perdagangan dan ekonimi internasional yang 

dirasa semakin mengglobal di mana perkembangan teknologi sebagai pendukungnya 

tidak lagi mengenal batas-batas negara.  

Persetujuan ini terbentuk pada mulanya atas antisipasi Amerika (juga beberapa 

negara Eropa) yang menilai bahwa WIPO (World Intellectual Property Organizational) 

yang bernaung di bawah PBB, tidak mampu melindungi Hak Milik Intelektual mereka 

di pasar internasional, dan berpendapat bahwa ketidak mampuan ini mengakibatkan 

neraca perdagangan mereka menjadi negatif.  

Argumentasi mereka mengenai kelemahan-kelemahan WIPO ini antara lain :  



 

4. WIPO hanya merupakan suatu organisasi di mana anggotanya terbatas (tidak 

banyak), sehingga ketentuan-ketentuannya tidak dapat diberlakukan  terhadap 

nonanggota.  

5. WIPO tidak memiliki mekanisme  untuk menyelesaikan dan menghukum setiap 

pelanggaran di bidang Hak Milik Intelektual 

6. Disamping itu WIPO dianggap juga tidak mampu mengadaptasi perubahan 

struktur perdagangan internasional dan perubahan tingkat inovasi teknologi. 

Sejak tahun 1982 Amerika berusaha memasukkan permasalahan Hak Milik 

Intelektual ini ke forum perdagangan GATT (general agreemen on tariff andtrade). 

Bagi negara-negara berkembang, pemasukan Hak Milik Intelektual ini mulanya 

ditentang, mereka berpendapat bahwa pembicaraan Hak Milik Intelektual dalam GATT 

tidaklah tepat. GATT merupakan forum perdagangan multilateral, sedangkan Hak Milik 

Intelektual tidak ada kaitannya dengan perdagangan.  

Namun setelah argumentasi bahwa kemajuan perdagangan internasional suatu 

negara bergantung kepada kemajuan / keunggulan teknologinya termasuk perlindungan 

Hak Milik Intelektualnya, sehingga menjadi hubungan erat antara keduanya, maka 

akhirnya mereka bisa menerimanya. Dengan masuknya masalah Hak Milik Intelektual 

ini (juga beberapa masalah lainnya). GATT yang semula hanya mengatur 12 

permasalahan, kini telah ada 15 permasalahan, tiga diantaranya merupakan kelompok 

new isseus, yaitu : TRIPs (masalah Hak Milik Intelektual), TRIMs (masalah investasi), 

dan trade in service (masalah perdagangan yang berkaitan dengan sektor jasa).  

Sebagaimana halnya perjanjian multilateral lainnya, TRIPs memiliki ketentuan 

dan prinsip-prinsip dasar bagi para anggotanya dalam melaksanakan aturannya. 



 

Ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip dasar ini tertaung dalam Bab I-nya (Pasal 1-8). 

Ketentuan dan prinsip-prinsip dasar tersebut, antara lain yang terpenting yaitu :  

1. Ketentuan free ot Determine 

Yaitu ketentuan yang memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk 

menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk menerapkan ketentuan-ketentuan 

dalam TRIPs ke dalam sistem dan praktek hukum mereka. Mereka dapat 

menerapkan sistem perlindungan yang lebih luas dari yang diwajibkan oleh TRIPs, 

sepanjang tidak beretntangan dengan ketentuan-ketentuan tercantum dalam 

persetujuan  terhadap tersebut (Pasal 1 TRIPs). 

Ketentuan seperti ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa aturan mengenai 

Hak Milik Intelektual di dalam Persetujuan TRIM hanyalah menyangkut masalah-

masalah pokoknya saja (global). Sedangkan pengaturan selanjutnya (yang spesifik) 

diserahkan sepenuhnya kepentingan negara masing-masing. Prinsip pengaturan 

seperti ini merupakan prinsip yang umum dikenal didalam perjanjian internasional. 

2. Ketentuan Intellectual Property Convention 

Yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya menyesuaikan peraturan 

perundang-undangan dengan berbagai konvensi internasional dibidang Hak Milik 

Intelektual, khususnya Konvensi Paris, Konvensi Beru, Konvensi Roma, dan Treaty 

on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit(Pasal2 ayat (2)). 

Ketentuan ini berkaitan erat dengan ketentuan yang terdapat dalam butir l di atas, 

dimana pengaturan selanjutnya yang telah disebutkan, diu suaikan dengan konvensi-

konvensi internasional yang telah ada diakui. 

3. Ketentuan National Treatment 



 

Yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan 

Hak Milik Intelektual yang sama antara warga negaranya sendiri dengan warga 

negara anggota lainnya (Pasal 3 ayat 1). 

Prinsip perlakuan sama ini tidak hanya berlaku untuk warga negara perseorangan, 

tetapi juga untuk badan-badan hukum. Ketentuan ini merupakan kelanjutan dari apa 

yang tercantum dalam Pasal 2 Konvensi Paris mengenai hal yang sama. 

4. Ketentuan Most-Favoured-Nation-Treatment 

Yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberikan perlindungan 

Hak Milik Intelektual yang sama terhadap seluruh anggotanya (Pasal 4). 

Ketentuan ini bertujuan untuk menghindarkan terjadinya perlakuan istimewa yang 

berbeda (diskriminasi) suatu negara terhadap negara lain dalam memberikan 

perlindungan Hak Milik Intelektual. Setiap negara anggota diharuskan memberikan 

perlakuan yang sama terhadap anggota-anggota lainnya. 

5. Ketentuan Exhaution 

Yaitu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya, dalam menyelesaikan 

sengketa, untuk tidak menggunakan suatu ketentuanpun di dalam Persetujuan TRIPs 

sebagai alasan tidak optimalnya pengaturan Hak Milik Intelektual di dalam negeri 

mereka. 

Ketentuan ini berkaitan dengan masalah sengketa yang mungkin timbul di antara 

para anggotanya. Dalam hal menyangkut masalah prosedur penyelesaian sengketa, maka 

hal tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa terpadu yang 

akan ditangani oleh suatu badan penyelesaian sengketa yang terada di bawah 

Multilateral Trade Organization(MTO), organisasi yang persetujuan pembentukan 



 

disepakati dalam paket Persetujuan GATT dengan lugas sebagai pengelola TRIPs. 

Sedangkan untuk mengawasi pelaksanaan yang persetujuan TRIPs, dibentuk dewan 

yang secara struktural merupakan bagian  dari MTO. 

TRIPs bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum Hak Milik 

Intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, peralihan, serta penyelesaian teknologi, 

diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakai Pengetahuan teknologi, dengan 

cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan 

kewajiban (Pasal 7 TRIPs). Untuk itu perlu dikurangi gangguan dan hambatan dalam 

perdagangan internasional, dengan mengingat kebutuhan untuk meningkatkan 

perlindungan yang efektif ini memadai terhadap Hak Milik Intelektual tidak kemudian 

menjadi perlindungan bagi perdagangan yang sah. 

Di bawah ini penulis akan memberikan gambaran isi pokok-pokok dari 

persetujuan TRIPs yaitu sebagai berikut :  

Bab I :  Ketentuan Umum dan Prinsip Dasar  

Bab II : Standar ketersediaan, Lingkup dan Penggunaan Hak Milik Intelektual  

Bagian I :  Hak Cipta dan Hak-hak yang terkait (neighbouring Rights) 

Bagian II :  Merek dagang 

Bagian III :  Judifikasi Geografis  

Bagian IV :  Desain Industri  

Bagian V :  Paten  

Bagian VI : Desain Tata Letak (Topografi), dan Sirkuit Terpadu 

Bagian VII : Perlindungan Informasi yangDirahasiakan 

Bagian VIII : Perlindungan Praktek Antipersaingan dalam Lisensi l  



 

Bab III : Penegakan Hak Milik Intelektual 

Bagian I : Kewajiban Umum 

Bagian II : Prosedur dan Penyelesaian Perdata serta Administrasi 

Bagian III : Tindakan Sementara 

Bagian IV : Persyaratan Khusus yang Berkaitan dengan Tindakan yang  Sifatnya 

Tumpang Tindih. 

Bagian V : Prosedur Pidana 

Bab IV : Pemerolehan dan Pemeliharaan Hak Milik Intelektual  dan Prosedur 

Antarpihak. 

Bab V : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan 

Bab VI : Pengaturan Peralihan 

Bab VII : Pengaturan Kelembagaan: Ketentuan Penutup 

Sedangkan berlakunya TRIPs menurut ketentuan Pasal 65 ayat (2),  setiap 

anggota dari negara berkembang seperti halnya Indonesia atas penangguhan tanggal 

mulai berlakunya TRIPs untuk jangka waktu empu tahun. Dengan demikian apabila 

Indonesia akan meratifikasi sekaligus menunda berlakunya TRIPs masih ada waktu 

sampai tanggal 1 Januari 1999. Milik saat itu peraturan perundang-undangan Indonesia 

yang mengatur masalah Milik Intelektual harus sudah sejalan dengan standar peraturan 

Hak Milik Intelektual yang dikehendaki TRIPs.Dalam hal ini akan diuraikan beberapa 

catatan penting mengenai pengaturan Hak Milik Intelektual, khusus dalam bidang hak 

cipta saja. 

Pengaturan mengenai hak cipta di dalam persetujuan ini pada dasarnya pedoman 

kepada dua konvensi internasional yaitu: Konvensi Bern 1971 mengenai Perlindungan 



 

Karya Kesusastraan dan Artistik (Convention for Prohilion of Literary Works and 

Artistik Works) dan Konvensi Roma 1961 Perlindungan Pelaku Pertunjukan, Perekaman 

dan Badan Penyiaran invention for Performers, Producers of Phonograms and 

Broadcasting). Cara singkat, ada beberapa hal penting di dalam Persetujuan TRIPs ini 

yang menyangkut bidang hak cipta bila dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Cipta 

nasional, yaitu: 

(1) Di dalam persetujuan ini perlindungan hak cipta atas program komputer lamanya 

harus tidak kurang dari lima puluh tahun (Pasal 12 TRIPs), sementara dalam 

Undang-Undang Hak Cipta Nasional juga telah disesuaikan menjadi lima puluh 

tahun (Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997). 

(2) Di dalam persetujuan ini dikenal adanya Hak Penyewaan (Rental Righst) bagi 

pemegang hak cipta karya film (video) dan program komputer  

(3) TRIPs), yaitu hak yang diberikan kepada pencipta atas kegiatan penyewaan yang 

bersifat komersial. Pengaturan mengenai hal ini sudah ada dalam Undang-Undang 

Hak Cipta Nasional. 

(4) Dalam persetujuan ini terdapat pengaturan yang tegas terhadap pelaku pertunjukan, 

prosedur rekaman musik dan badan penyiaran, hal mana dalam Undang-Undang 

Hak Cipta Nasional yang baru sudah diatur secara tegas.  

Masih dalam konteks pembicaraan hak cipta yang terdapat dalam Persetujuan 

TRIPs yakni dalam Pasal 9 dan 10 di mana ada disebutkan bahwa perlindungan hak 

cipta meliputi pengekspresian tetapi tidak meliputi gagasan, prosedur, metode kerja atau 

konsep matematika. Program Komputer baik dalam bentuk lain yang karena alasan 

pemilihan atau pengaturan atas isi data ilu merupakan ciptaan intelektual. Perlindungan 



 

itu tidak meliputi data atau materinya. Tidak boleh merugikan setiap hak cipta yang 

melekat pada materi itu sendiri. 

Untuk program komputer dan karya sinematografi kepada pencipta atau 

pemegang ciptaannya diberi izin atau melarang persewaan komersial, kepada 

masyarakat umum atas karya cipta yang asli atau salinannya. 

Bagi karya cipta sinematografi, jika persewaan itu tidak menimbulkan 

penyalinan secara meluas yang amat merugikan hak khusus penggandaan yang 

diberikan oleh pencipta kepada pemegang hak ciptanya, negara anggotaTRIPs boleh 

tidak mengatur hal itu. 

Untuk program komputer, kewajiban ini tidak berlaku bagi persewaan di mana 

program itu sendiri bukan merupakan obyek utama dari persewaan itu (Pasal 11 TRIPs). 

Untuk karya cipta pertunjukan memiliki kemungkinan untuk mencegah tindakan: 

3) Jika diambil atau direproduksi tanpa seizin mereka. 

4) Jika diambil tanpa seizin mereka, penyiaran melalui sarana dan koinii 

nikasi tanpa kawat (wireless)kepada masyarakat. 

Sedangkan bagi Producers of Phonogramsberhak memberi izin atau melarang 

penggandaan langsung atau tidak langsung karya rekamnya sendui (phonogramnya). 

Ketentuan Pasal 18 Konvensi Bern 1971 berlaku mulali mutandis(dengan perubahan 

seperlunya) bagi hak artis dan produser phonogram. 

Pasal 18 Konvensi Bern 1971 itu pada dasarnya berisi empat ketentuan yaitu: 

5. Mengatur masalah kemungkinan perlindungan di mana perlindungan belum 

berakhir di negara asal. 



 

6.  Mengatur masalah ketidakmungkinan perlindungan di mana perlindungan sudah 

berakhir di negara mana yang telah mengumumkan untuk pertama kali. 

7. Penggunaan prinsip. 

8. Mengenai kasus-kasus tertentu, misalnya untuk karya cipta: film, tanpa nama, 

dengan nama samaran, saat tanggal perhitungan perlindungan dan lain-lain. 

Dan bagi Broadcasting Organizationberhak untuk melarang tindakanmu lakan 

yang tanpa seizinnya mereproduksi, serta penyiaran ulang dengan mma siaran tanpa 

kawat maupun penyiaran mengenai hal yang sama kepada masyarakat melalui siaran 

televisi. 

 

12. Konvensi Roma  

Berisikan pengaturan tentang perlindungan bagi pelaku pertunjukan, produser 

rekaman suara dan organisasi penyiaran. Namun bila dilihat isi daripada konvensi ini 

yang dimuat dalam Persetujuan TRIPs merupakan keseluruhan isi dari konvensi 

tersebut.  

Permasalahan pokok yang dituangkan dalam ketentuan konsvensi ini adalah 

mengenai perlindungan bagi pelaku pertunjukan produser  rekaman dan organisasi 

penyiaran. Pemberian jaminan perlindungan seperti yang dimaksud dalam konvensi ini 

didasarkan kepada beberapa syarat  hal ini dapat kita lihat pada isi dari Pasal 2, 5 dan 

dari konvensi ini yang berturut-turut isinya yang merupakan terjemahan dalam bahasa 

Indonesia  adalah sebagai berikut: 

4. Penampilan/pertunjukan tersebut dilaksanakan di negara penanda tangan lainnya. 

5. Pertunjukan tersebut satu perusahaan dengan sebuah perusahaan rekaman yang 

dilindungi dengan Pasal 5 konvensi ini. 



 

6. Pertunjukan tidak diselesaikan di sebuah nemsahaan rekaman namun disiarkan 

melalui penyiaran yang dilindungi dengan Pasal 6 konvensi ini 

Pasal 5 berbunyi: Perlindungan terhadap rekaman: 1. Hal-hal yang mengenai 

perlengkapan bagi produser rekaman.2.Publikasi yang berkesinambungan. Kemampuan 

untuk mengesampingkan kriteria tertentu. 

4. Setiap negara penandatanganan akan menjamin perlakuan nasional bagi produser 

rekaman, jika ditemukan keadaan-keadaan berikut: 

d. Produser rekaman tersebut adalah seorang yang berkewarganegaraan negara 

penanda tangan yang lain (Kriteria nasionalitas). 

e. Perubahan pertama dari rekaman dilaksanakan di negara penanda tangan yang 

lain (Kriteria penggubahan). 

f. Publikasi pertama dilakukan di negara penanda tangan yang lain (Kriteria 

publikasi). 

5. Jika sebuah rekaman dipublikasikan untuk pertama kali di negara yang bukan 

penanda tangan, maka waktu 30 hari sejak dipublikasikan pertama sekali, dalam 

suatu negara penanda tangan (publikasi berkelanjutan) Hal ini akan dipertimbangkan 

sebagai publikasi di negara penanda tangan 

6. Dalam hal penggunaan konvensi ini, pemberitahuan diberitahukan kepada Sekjen 

PBB termasuk jika ada negara pihak yang mengumumkan bahwa mereka tidak akan 

menerapkan kriteria publikasi atau alternatifnya Pemberitahuan seperti itu dapat 

dilakukan pada saat diratifikasi atau kapan saja, hal ini akan berlaku efektif 6 bulan 

setelah diratifikasi. 



 

Pasal 6 berbunyi: Perlindungan penyiaran: 1. Hal-hal mengenai perlengkapan 

organisasi penyiaran. 2. Usaha-usaha untuk membuat cadangan. 

3. Setiap negara penanda tangan akan menjamin perlakuan nasional bagi organisasi 

penyiaran jika ditemukan keadaan sebagai berikut: 

c. Kantor organisasi penyiaran tersebut berada di negara penanda tangan yang lain. 

d. Penyiaran dilakukan dari transmisi yang berada di negara penanda tangan yang 

lain. 

4. Dengan pemberitahuan dari Sekjen PBB, setiap negara penanda tangan dapat 

melindungi penyiaran hanya jika kantor organisasi penyiarannya berada di negara 

penanda tangan yang lain dan transmisinya berada di negara penanda tangan yang 

sama. Hal ini dapat diratifikasi kapan saja dan hal ini akan berlaku efektif 6 bulan 

sejak diumumkan. 

Konvensi ini ada menentukan bahwa pemberian  jaminan perlindungan tersebut 

didefinisikan sesuai dengan kebutuhan nasional masing-masing negara anggota, yang 

berarti dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk-bentuk jaminan perlindungan tersebut 

dapat saja berbeda-beda diantara sesama negara anggota. Untuk lebih jelasnya hal ini 

dapat dilihat dalam Pasal 2 konvensi ini yang terjemahannya berbunyi: Perlindungan 

yang diberikan konvensi, didefinisikan sesuai dengan kebutuhan nasional. 

5. Demi kegunaan konvensi ini, kebutuhan nasional berarti kebutuhan yang sesuai 

dengan hukum lokal yang berlaku di mana ada disebut tentang  perlindungan yang 

diberikan: 

d. Bagi pemain nasional yang penampilannya mengambil tempat, rekaman atau 

penggubahan pertama dilaksanakan di wilayah hukum yang berlaku. 



 

e. Bagi produser rekaman nasional, yang melakukan rekaman awal dan publikasi 

awal di wilayah hukumnya. 

f. Bagi organisasi penyiaran yang mempunyai kantor di wilayah hukumnya, yang 

melakukan penyiaran dari transmisi yang terletak di wilayah hukumnya. 

6. Perlakuan nasional secara subjektif berupa jaminan perlindungan secara khusus serta 

pembatasan-pembatasan terhadap keadaan yang memaksa seperti pada konvensi ini. 

Jaminan perlindungan yang diberikan oleh konvensi ini diberi batasan waktu, 

untuk melihat berapa lamakah batas waktu jaminan perlindungan minimum, dapat 

dilihat pada Pasal 14 yang isinya terjemahannya adalah: waktu minimum atas 

perlindungan. Istilah perlindungan dijamin konvensi ini hingga akhir periode 20 tahun 

sejak akhir tahun yang mana: 

d. Penggubahan dibuat untuk rekaman dan penampilan di perusahaan mereka. 

e. Penampilan mengambil tempat untuk penampilan tidak termasuk dalam rekaman 

f. Penyiaran mengambil tempat. 

Dalam konvensi ini juga ada diatur mengenai pengecualian-pengecualian dari 

jaminan perlindungan yang diberikan konvensi ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

dalam terjemahan dari isi Pasal 15 konvensi ini, yaitu: Pengecualian jaminan 

perlindungan: 1. Batasan khusus. 2. Persamaan dengan hak cipta. 

5. Setiap negara penanda tangan boleh dalam wilayah hukumnya dan wilayah hukum 

peraturannya mengatur pengecualian terhadap jaminan perlindungan di dalam 

konvensi ini seperti dalam hal: 

e. Penggunaan secara pribadi 

f. Menggunakan kebijakan khusus dalam hubungannya dengan peristiwa khusus. 



 

g. Penggubahan sejenak oleh sebuah organisasi penyiaran dalam arti luas  

dilakukan dengan menggunakan fasilitas sendiri dan untuk penyiaran sendiri. 

h. Digunakan semata-mata untuk keperluan pengajaran atau penelitian ilmu 

pengetahuan. 

6. Terlepas dari paragraf 1 dari Pasal ini setiap negara penanda tangan boleh dalam 

hukum lokalnya menyediakan jenis-jenis batasan berhubungan dengan jaminan 

perlindungan terhadap pemain produser rekaman dan organisasi penyiaran, seperti 

yang diberikan bagi hak cipta sastra dan pekerjaan seni. Yang mana lisensi hanya 

diberikan kepada yang memenuhi isi konvensi ini. 

7. Konvensi Bern 

Konvensi Bern yang mengatur tentang perlindungan karya tulis dan artistik, 

ditandatangani di Bern pada tanggal 9 September 1986, dan telah berulang kali 

mengalami revisi serta penyempurnaan penyempurnaan. 

Revisi pertama dilakukan di Paris pada tanggal 4 Mei 1896, revisi berikutnya di 

Berlin pada tanggal 13 Nopember 1908. Kemudian disempurnakan lagi di Bem pada 

tanggal 24 Maret 1914. Selanjutnya berturut-turut direvisi di Roma tanggal 2 Juli 1928 

dan di Brussels pada tanggal 26 Juni 1948, di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan 

terakhir sekali di Paris pada tanggal 24 Juli 1971. 

Objek perlindungan hak cipta dalam konvensi ini adalah karya-karya sastra dan 

seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah, dan kesenian atau bentuk 

pengutaraan apa pun, demikian yang dapat rumusan Pasal 2 Konvensi Bern. 

Dari Pasal  dapat pula disimpulkan satu pengertian bahwa di samping  karya-

karya asli (dari si pencipta pertama) dilindungi juga karya-karya yang termasuk 



 

terjemahan, saduran-saduran, aransemen musik dan produksi-produksi lain yang 

berbentuk saduran dari suatu karya sastra atau seni, termasuk karya fotografis. 

Salah satu hal yang penting dalam Konvensi Bern adalah mengenai  

perlindungan yang diberikannya terhadap para pencipta atau pemegang hak. 

Pasal 5 (setelah direvisi di Paris tahun 1971) adalah merupkan Pasal yang  

terpenting. Menurut Pasal ini para pencipta akan menikmati perlindungan yang sama 

seperti diperoleh mereka dalam negara sendiri atau perlindungan yang diberikan oleh 

konvensi ini. Dengan kata lain para pencipta yang merupakan warga negara dari salah 

satu negara yang terikat dalam konvensi ini memperoleh kenikmatan perlindungan di 

negara-negara yang tergabung dalam union ini. 

Dari teks asli Pasal 5 Konvensi ini berbunyi: 

Authors shall enjoy in respect of work to which they are protected under this 

convention, in countries of the union other that the country of origin, the right 

which their respective laws do now or may here after grant to their national as 

well as the right specially granted by this convention. 

Sudargo Gautama mengatakan perlindungan menurut Pasal ini adalah terutama 

perlindungan dari orang-orang asing untuk karya mereka dalam negara-negara lain 

daripada negara dimana mereka melakukan penerbitan pertama karya mereka itu (negara 

asal). Si pencipta diberikan perlindungan dengan tidak menghiraukan apakah ada atau 

tidak ada perlindungan yang diberikan oleh negara asalnya. Perlindungan yang 

diberikan adalah bahwa pencipta yang tergabung dalam negara-negara yang terikat 

dalam konvensi ini memperoleh hak dalam luasnya dan bekerjanya disamakan dengan 

apa yang diberikan oleh pembuat undang-undang dari negara peserta sendiri jika 



 

dipergunakan secara langsung perundang-undangannya terhadap warga negaranya 

sendiri. Jadi kita saksikan bahwa kepada warga negara dan warga sing diberikan 

perlindungan yang sama.
377 

Telah dikatakan bahwa Konvensi Bern ini telah mengalami revisi dan 

penyempurnaan. Penyempurnaan yang penting artinya adalah dengan dimuatnya 

protokol (merupakan tambahan atau suplement dari suatu perjanjian utama) yang 

memperhatikan kepentingan-kepentingan negara berkembang dan ini diterima pada 

revisi di Stockholm tanggal 14 Juli 1967. 

Hal ini ditegaskan oleh Pasal21 dari teks Konvensi Bern yang terjemahannya 

berbunyi, “Ketentuan-ketentuan khusir yang berkenaan dengan negara berkembang 

dimasukkan dalam appendix tersendiri, appendixini merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari konvensiini”.Oleh sebab itu, dengan adanya protokol Stockholm ini 

maka negara negara berkembang mendapatkan pengecualian atau reserve yang 

berkenaan dengan perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Bern. 

Pengecualian atau reserve ini hanya berlaku terhadap negara-negara yang 

melakukan ratifikasi dari protokol yang bersangkutan. Negara yang hendak melakukan 

pengecualian yang semacam itu dapat melakukan itu demi kepen tingan ekonomi, sosial 

atau kulturalnya. 

Pengecualian itu dapat dilakukan mengenai hal yang berkenaan dengan hak 

melakukan penerjemahan, jangka waktu perlindungan, tentang hak untuk mengutip dari 

artikel-artikel dari berita-berita pers, hak untuk melakukan siaran radio dan 
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perlindungan daripada karya-karya sastra dan seni semata-mata untuk tujuan 

pendidikan, ilmiah atau sekolah. 

Pasal II Protocol Stockholm mencantumkan kemungkinan untuk memperoleh 

lisensi (izin) secara paksa untuk menerjemahkan karya-karya luar negeri. Di samping itu 

juga memuat ketentuan mengenai pembatasan jangka waktu perlindungan hak cipta. 

Ketentuan yang diterima 50 tahun dalam Konvensi Bern (Pasal 7), untuk negara 

berkembang dengan protokol Stockholm dikurangi menjadi 25 tahun setelah 

meninggalnya si pencipta. 

 

8. Universal Copy Right Convention 

Universal Copy right Conventionditandatangani pada tanggal 6 November 1992 

dan baru mulai berlaku pada tanggal 16 September 1955. 

Sebagaimana dengan Konvensi Bern, Konvensi ini juga mengalami revisi pada 

tanggal 24 Juli 1971 di Paris. Konvensi ini terdiri dari 21 Pasal dilengkapi  dengan 3 

protokol. Protokol I mengenai perlindungan karya dari orang-orang  yang tanpa 

kewarganegaraan dan orang-orang pelarian. Ini dapat dimengerti bahwa secara 

internasional hak cipta terhadap orang-orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan 

atau orang-orang pelarian, perlu dilindungi. Dengan demikian salah satu dari tujuan 

perlindungan hak cipta itu dapat tercapai, yaitu mink mendorong aktivitas dan 

kreativitas para pencipta tidak terkecuali terhadap orang yang tidak mempunyai 

kewarganegaraan atau pelarian. Dengan dilindungi hak ciptanya mereka mendapatkan 

kepastian hukum. 

Protokol II mengenai berlakunya konvensi ini atas karya-karya daripada 

organisasi-organisasi internasional tertentu. Hal ini erat kaitannya dengan keinginan 



 

PBB untuk dapat hidup bersama secara harmonis. Dan inilah yang  menjadi jadi dasar 

diciptakan konvensi ini yang merupakan usaha dari UNESCO,  oleh karenanya dalam 

protokol ini diatur pula secara khusus tentang perlindungan karya-karya dari badan 

organisasi internasional. 

Protokol III berkenaan dengan cara-cara untuk memungkinkan turut tanya 

negara dalam konvensi ini dengan cara bersyarat. 

Universal Copy right Convention,dalam Pasal V menyebutkan pengertian hak 

cipta. Menurut Pasal ini, hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk mbuat, 

menerbitkan, dan memberi kuasa untuk menerbitkan dan membuat terjemahan daripada 

karya yang dilindungi perjanjian ini. 

Selanjutnya dalam Pasal IV bis menyebutkan bahwa yang dianggap sebagai Hak 

cipta adalah karya dalam bentuk asli (basic right)maupun terjemahannya  (in any form 

recognizably derived from the original). 

Khusus mengenai terjemahan ini, hak untuk melakukan terjemahan pertama-

tama diberikan kepada pihak pencipta, demikian kira-kira yang kami tangkap dari Pasal 

5 Universal Copy right Convention.Namun Pasalini yang menentukan bahwa kepada 

setiap negara peserta dapat menetapkan dalam perundang-undangan nasionalnya sendiri 

mengenai pembatasan terhadap hak penerjemahan ini. 

Selanjutnya Pasal IV menentukan pembatasan jangka waktu hak cipia Mtf 

selama hidup pencipta dan selama 25 tahun meninggalnya si pencipta. 

Pasal V ayat 2, Pasal V ter dan Pasal V bis mengatur tentang lisensi paksa dalam 

hal terjemahan-terjemahan. 



 

Jika kita kaitkan antara Pasal IV, Pasal IV bis, Pasal V, Pasal V bis, Pasal  V 

terrnyata bahwa Universal Copyright Conventionini memberikan batasan m hadap hak 

monopoli pencipta. Artinya kepada seorang pencipta hasil suatu karyanya sebanyak 

mungkin digunakan untuk kepentingan umum, jadi Tidak untuk kepentingan pribadi 

semata-mata. 

Dalam hal ini yang banyak diperhatikan adalah untuk kepentingan negara-negara 

berkembang. Itulah sebabnya dalam Pasal V memberikan batasan-batasan tertentu 

terhadap hak si pencipta asli untuk terjemahan itu yang diupayakan untuk kepentingan 

pendidikan, penelitian, dan ilmu pengetahuan. 

Selanjutnya Sudargo Gautama menuliskan bahwa ketentuan Pasal V, Pasal V bis 

dan Pasal V inilah yang dijadikan sebagai dasar daripada protokol Stockholm 1967 

Konvensi Bern.
378

 

Jika kita bandingkan antara Konvensi Bern dengan Universal Copy 

RightConventionperbedaannya terletak pada dasar falsafah yang dianutnya. 

Konvensi Bern menganut dasar falsafah Eropa yang menganggap hak cipta 

sebagai hak alamiah daripada si pencipta si pribadi, sehingga menonjukan sifat 

individualis yang memberikan hak monopoli. 

Sedangkan Universal Copy right Conventionmencoba untuk memimpin temukan 

antara falsafah Eropa dengan falsafah Amerika (walaupun falsafah Amerika yang 

dikedepankan), yang memandang hak monopoli  yang diberikan kepada si pencipta 

diupayakan pula untuk memperhatikan kepentingan umum.  
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Sehingga Universal Copy Rightconvention menganggap bahwa hak cipta itu 

ditimbulkan oleh karena adanya ketentuan yang memberikan hak seperti itu kepada 

pencipta. Sehingga ruang lingkup dan pengertian hak mengenai hak cipta itu dapat 

ditentukan oleh peraturan yang melahirkan hak tersebut. 

 

X. Hukum Waris  

1. Pengertian Hukum Waris  

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi 

dengan hukum kekayaan seseorang yang meninggal dunia atau dengan kalimat lain 

Hukum Waris mengatur tentang peralihan harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang 

meninggal dunia serta akibat-akibat bagi para ahli waris.   

A. Pitlo memberikan batasan Hukum Waris sebagai berikut : 

“Hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan 

karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan 

oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik 

dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka 

dengan pihak ketiga”.
379

 

Negara Indonesia belum mempunyai hukum waris yang bisa diterapkan secara 

seragam. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan latar belakang penduduknya, baik 

suku maupun agama. Aturan-aturan era pemerintahan kolonial Belanda masih punya 

andil besar dalam penerapan hukum waris di Indonesia. 
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Negara Indonesia memberlakukan tiga macam hukum waris, yaitu hukum waris 

adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat (dikenal juga dengan nama hukum 

waris perdata). Setiap penduduk, dibolehkan menggunakan salah satu dari hukum-

hukum tersebut. Bagi penduduk yang beragama Islam, diberlakukan penggunaan hukum 

waris Islam. Bagi penduduk nonmuslim asli pribumi, diberlakukan hukum adatnya 

masing-masing yang dipengaruhi oleh unsure-unsur agama dan kepercayaan. Adapun 

hukum waris Barat, diberlakukan kepada orang-orang Eropa, Timur Asing, dan orang-

orang pribumi serta muslim yang tunduk dengan hukum tersebut. 

Sebenarnya, penggolongan penduduk seperti itu adalah peraturan yang dibuat 

oleh Pemerintah Hindia Belanda dan sudah dinyatakan tidak digunakan lagi. 

Sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/ IN/12/1966 

butir 1 dan 2: sambil menunggu dikeluarkan Undang-undang Catatan Sipil yang bersifat 

nasional, tidak digunakan penggolongan-penggolongan Penduduk Indonesia 

berdasarkan Pasal 131 dan 163 LS (Eropeanen, Vreemdeoosterlingen, Inlander) pada 

Kantor-kantor catatan sipil (B.S) di seluruh Indonesia. Untuk selanjutnya, kantor-kantor 

catatan sipil di Indonesia terbuka bagi seluruh penduduk Indonesia dan hanya 

dibediakan antara warga Negara Indonesia dan orang asing.
380

 

Khusus untuk ketentuan hukum-hukum perdata seperti perkawinan dan warisan, 

penggolongan tersebut masih berlaku. Disebutkan dalam butir 3 Instruksi Presidium 

Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 bahwa: “Ketentuan-ketentuan tersebut angka 1 dan 2 
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di atas tidak mengurangi berlakunya ketentuan mengenai perkawinan, warisan dan 

ketentuan-ketentuan Hukum Perdata lainnya”.
381

 

Hal penting yang perlu diketahui sebelum membahas lebih lanjut tentang 

hukum-hukum waris adalah tentang batasan definisi istilah-istilah umum yang terkait 

dengan hukum waris. Pemberian batasan definisi ini diharapkan dapat menyatukan 

persepsi dalam memahami setiap permasalahan yang akan dibahas nanti. Istilah-istilah 

tersebut sebagai berikut.  

a. Pewaris, yaitu orang yang mewariskan hartanya kepada orang lain. Disebut pewaris 

jika orang tersebut telah meninggal dunia. 

b. Ahli waris, yaitu anggota keluarga pewaris yang menggantikan kedudukan pewaris 

dalam bidang hukum kekayaan. 

c. Harta warisan, yaitu seluruh harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (setelah 

dikurangi dengan semua utang). 

d. Wasiat, yaitu akta yang memuat ketentuan tentang harta peninggalan apabila 

pemilik harta peninggalan tersebut meninggal dunia. Wasiat terdiri Barat atas legaat 

atau hibah wasiat (surat penunjukan yang berisi nama orang yang akan menerima 

suatu barang tertentu apabila pewaris meninggal dunia) dan legataris (orang yang 

ditunjuk). 

e. Legitime portie, yaitu bagian dari harta peninggalan yang tidak dapat dikurangi 

dengan wasiat atau hibah lainnya oleh pewaris.
382

 

 

2. Unsur Pewarisan 
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Sebelum dibahas lebih lanjut mengenai tiga sistem waris yang berlaku di 

Indonesia, terlebih dahuiu kita bahas unsur-unsur pewarisan yang berlaku secara umum. 

Unsur-unsur tersebut sebagai berikut. 

d. Adanya harta peninggalan (kekayaan) pewaris yang disebut warisan. Definisinya 

adalah seluruh harta yang ditinggalkan oleh orang-yang meninggal dunia (pewaris), 

baik harta tersebut telah dibagi maupun belum. Berdasarkan tipe kepemilikannya, 

harta warisan terbagi menjadi tiga jenis: 

1) Harta asal, yaitu semua harta yang dimiliki pewaris sejak sebelum pernikahan, 

baik berupa harta peninggalan maupun harta bawaan (Jawa: gawan) yang masih 

dimiliki saat mengarungi pernikahan hingga wafat. 

2) Harta hibah, yaitu harta warisan yang bukan berasal dari hasil kerja sendiri, 

melainkan harta pemberian orang lain (contohnya adalah tanah pemberian 

orangtua sebagai hadiah pernikahan). 

3) Harta gono-gini, yaitu seluruh harta yang didapatkan saat dan selama 

mengarungi bahtera pernikahan. 

e. Adanya pewaris, yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan 

mengalihkan atau meneruskannya. Berdasarkan KUHPerdata Pasal 830 ditetapkan 

bahwa proses meneruskan atau mengalihkan harta warisan hanya boleh dibuka 

(dilakukan) ketika pewaris telah meninggal. Namun, pada sebagian hukum waris 

adat tidak berlaku hal demikian. 



 

f. Adanya ahli waris. Ahli waris adalah orang yang menerima pengalihan (penerusan) 

atau pembagian harta warisan itu. Ahli waris merupakan unsur vital dalam hal 

pewarisan, pada unsur inilah polemik seringkali terjadi
383

. 

 

3. Hukum waris KUH Perdata 

Hukum waris KUH Perdata mengatur sistem pembagian waris berdasarkan 

individual. Harta warisan dibagi berdasarkan jumlah ahli waris, laki-laki dan perempuan 

mendapat bagian sama. Prinsip pembagian waris dapat dilihat Pasal 1066 KUH Perdata 

berikut ini :  

e. Dalam hal seorang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan harta benda, 

seorang itu tidak dipaksa membiarkan harta bendanya itu tetap dibagi-bagi 

diantara orang-orang yang bersama-sama berhak atasnya.  

f. Pembagian harta benda ini selalu dituntut meskipun ada suatu perjanjian yang 

bertentangan dengan itu.  

g. Dapat diperjanjikan bahwa pembagian harta benda itu dipertangguhkan selama 

waktu tertentu.  

h. Perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama lima tahun, tetapi dapat 

diadakan lagi jika tenggang lima tahun itu telah lalu 

Ketika pewaris meninggal dunia, segala harta benda miliknya langsung dibagi-

bagi kepada para ahli waris. Ahli waris dapat menuntut agar harta peninggalan segera 

dibagikan, walaupun ada perjanjian yang bertentangan dengan  itu. Dimungkinkan untuk 

menahan atau menangguhkan pembagian harta warisan itu atas kesepakatan para ahli 

waris, tetapi tidak boleh lewat dari lima tahun kecuali dalam keadaan luar biasa.  
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Hukum waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut: 

(b) sistem pribadi, ialah yang menjadi ahli waris adalah perseorangan, bukan 

kelompok ahli waris atau kelompok kelompok. 

Sistem bilateral, ialah bahwa seseorang tidak hanya waris dari Bapak atau Ibu 

saja, tetapi mewaris baik dari Bapak maupun dari Ibu. 

(b) Sistem penderajatan, ialah ahli waris yang derajatnya dekat si pewaris menutup 

ahli waris yang lebih jauh derajatnya. 

Hukum waris dimulai dari Pasal 830 KUHPerdata yang berbunyi: “Pewarisan 

hanya berlangsung karena kematian”. 

Seperti telah diuraikan di atas, Hukum Waris mengatur tentang peralihan harta 

kekayaan yang diinnginkan seseorang serta akibat-akibatnya bagi para ahli warisnya. 

Hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda 

saja yang dapat diwaris, sehingga perjanjian kerja, sebagai wali, kekuatan orang tua 

terhadap anak-anaknya bukan merupakan bagian dari yang diwaris, kecuali hak seorang 

bapak untuk menyangkal sahnya dan dipihak lain hak seseorang anak untuk menuntut 

supaya ia dinyatakan sebagai anak yang sah dari bapaknya atau ibunya. 

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli 

warisnya, yang dinamakan Pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu 

pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan : 

(h)  ada seseorang yang meninggal dunia; 

(i) ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan  memperoleh warisan 

pada saat pewaris meninggal dunia; 

(c)  ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris. 



 

 Yang merupakan ciri khas menurut BW antara lain  “adanya hak mutlak dari 

pada para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-sewaktu menuntut pembagian dari 

arta warisan”. Ini berarti jika seorang waris menuntut pembagian harta warisan didepan 

pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh para ahli waris yang 

lainnya.Ketentuan ini tertera dalam Pasal 1066 KUH Perdata. 

 Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ada dua cara untuk 

mendapatkan warisan, yaitu : 

(3) Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang. 

(4) Karena ditunjuk dalam surat  warisan (testament).
384

 

 Cara yang pertama dinamakan mewarisi “menurut undang-undang” atau 

“abintestato”, cara yang kedua dinamakan mewarisi secara “testamentair”. 

Yang dimaksud dengan harta peninggalan atau harta warisan  adalah: “Sesuatu 

yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda 

(harta benda) dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan.”
385

 

Dari definisi tersebut di atas dapat diuraikan bahwa harta peninggalan itu terdiri 

dari: 

6. Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan 

Yang termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak, benda tidak bergerak, 

piutang-piutang (juga termasuk diyah wajibah/ denda wajib, uang pengganti qishas). 

7. Hak-hak kebendaan   

Yang termasuk dalam kategori hak-hak kebendaan ini seperti sumber air minum, 

irigasi pertanian dan perkebunan, dan lain-lain. 
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8. Hak-hak yang bukan kebendaan 

Yang termasuk dalam kategori hak-hak yang bukan kebendaan ini seperti hak 

khiyar, hak syuf ah (hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota syarikat 

atau hak tetangga atas tanah pekarangan, dan lain-lain. 

Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus 

dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan si mayat, yang terdiri 

dari: 

1. Zakat atas harta peninggalan 

Yang dimaksud dengan zakat atas harta peninggalan, yaitu zakat yang 

semestinya harus dibayarkan oleh si mayat, akan tetapi zakat tersebut belum dapat 

direalisasikan, lantas ia meninggal, maka untuk ini zakat tersebut harus dibayar dari 

harta peninggalannya tersebut, seperti zakat pertanian, dan zakat harta. 

2. Biaya pemeliharaan mayat 

Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan si mayat adalah biaya yang 

dikeluarkan untuk penyelenggaraan jenazah, seperti kafan, penguburan. 

3. Biaya utang-utang yang masih ditagih oleh kreditor (pemberi pinjaman) 

Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya 

berljunyi sebagai berikut, “Jiwa orang mukmin disangkutkan dengan utangnya, 

sehingga utangnya itu dilunasi”. 

4.  Wasiat 

Yang dimaksud dengan wasiat di sini adalah wasiat yang bukan untuk 

kepentingan ahli waris, dan jumfjah keseluruhan wasiat itu tidak boleh lebih dari 

sepertiga (1/3) dari jumlah keseluruhan harta peninggalan. Hal ini sejalan dengan hadis 



 

yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya berbunyi sebagai berikut, “(Kamu 

berwasiat sepertiga) dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya lebih baik kamu 

meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkan 

mereka dalam keadaan miskin, mengemis kepada orang lain.”
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Setelah dikeluarkan apa yang dikemukakan pada poin 1, 2, 3 dan 4 barulah harta 

tersebut berbentuk harta warisan, dan selanjutnya harta inilah yang dibagi-bagikan 

kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan. 

 

 

9. Hukum Waris Islam  

Salah satu yang terpenting dalam mempelajari hukum waris Islam adalah 

menyangkut “Waris”, kalau ditinjau dari segi asal kata, perkataan waris berasal dari kata 

bahasa Arab yaitu “Warits”, secara gramatikal berarti “yang tinggal atau yang kekal”, 

maka dengan demikian apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan 

warits tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang 

ditinggalkan oleh pewaris dan populer diistilahkan dengan “Ahli Waris”. 

Apabila dianalisis ketentuan hukum waris Islam, yang menjadisehab seseorang 

itu mendapatkan warisan dari pewaris (ahli waris)diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Karena hubungan perkawinan 

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi disebabkan adanya hubungan 

perkawinan antara pewaris seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini 

adalah suami atau istri dari si pewaris.  
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2. Karena adanya hubungan darah 

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahr disebabkan   adanya   

hubungan   nasab   atau   hubungan kekeluargaan dengan si pewaris termasuk dalam ini 

seperti: ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu   anak saudara dan lain-lain. ' saudara' 

 

 

 

3. Karena memerdekakan si mayat pewaris 

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi hak dari si pewaris disebabkan 

seseorang itu memerdekakan dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang seorang 

perempuan. 

4. Karena sesama Islam 

Seseorang  muslim yang  meninggal  dunia,   dan   meninggalkan ahli waris 

sama sekali (punah), maka harta diserahkan kepada Baitul Maal, dan lebih lanjut 

akanuntuk kepentingan kaum muslimin.
387

 

Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak warisan (hilangnya hak 

kewarisan/penghalang mempusa disebabkan
388

: 

1. Karena halangan kewarisan, dan 

2. Karena adanya kelompok keutamaan dan hijab. 

1. Halangan Kewarisan 

Dalam hal hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalangbagi seseorang ahli 

waris untuk mendapatkan warisan adalah disebabkan: 

                                                 
387

 Ibid, halaman 53. 
388

 Fatchur Rahman, Op.Cit, halaman 46 



 

a) Pembunuhan 

Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap si 

pewaris menjadi penghalang baginya (ahli waris yang membunuh tersebut) untuk 

mendapatkan warisan dari pewaris. 

Ketentuan ini didasarkan kepada Hadis Nabi Muhammad saw. dari Abu 

Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang mengatakan bahwa, 

“Seseorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang 

dibunuhnya. “ 

Hadis ini diterima oleh segenap pihak serta dipandang cukup kuat sebagai 

ketentuan khusus yang membatasi berlakunya ketentuan umum, yaitu ketentuan Al-

Qur'an yang menentukan hak kewarisan. 

Pada dasarnya pembunuhan itu adalah merupakan tindak pidana kejahatan, 

namun dalam beberapa hal tertentu pembunuhan tersebut tidak dipandang sebagai tindak 

pidana dan oleh karena itu tidak dipandang sebagai dosa. Untuk lebih mendalami 

pengertiannya ada baiknya dikategorikan sebagai berikut:
389

 

1) Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, seperti: 

-   pembunuhan di medan perang 

-  melaksanakan hukuman mati 

-  membela jiwa, harta dan kehormatan. 

2) Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum (tindak pidana kejahatan), seperti 

-   pembunuhan dengan sengaja 

-   pembunuhan yang tidak disengaja. 
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Tentang bentuk-bentuk pembunuhan yang menjadi penghalang untuk 

mendapatkan warisan ini, tidak ada kesamaan pendapat, dan pendapat yang berkembang 

adalah sebagai berikut: 

a. Pendapat yang kuat di kalangan ulama Syafi'i, bahwa pembunuhan dalam bentuk apa 

pun menjadikan penghalang bagi si pembunuh untuk mendapatkan warisan. 

b. Menurut Imam Maliki, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan hanyalah 

pembunuhan yang disengaja. 

c. Menurut Imam Hambali, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah 

pembunuhan tidak dengan hak, sedangkan pembunuhan dengan hak tidak menjadi 

penghalang, sebab pelakunya bebas dari sanksi akhirat. 

d. Menurut Imam Hanafi, bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah 

pembunuhan yang dikenai sanksi qishas, sedangkan pembunuhan yang tidak berlaku 

padanya qishas (kalaupun disengaja seperti yang dilakukan oleh anak-anak atau 

dalam keadaan terpaksa) tidak menghalangi kewarisan. 

e. Ulama Syi'ah berpendapat bahwa yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan 

hak kewarisan adalah pembunuhan dengan sengaja. Serta pembunuhan secara hak 

tidak menghalangi kewarisan. 

f. Kelompok Khawarij berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan baik dengan 

hak atau dengan tidak berhak tidaklah menghalangi seseorang untuk mendapatkan 

hak kewarisan. (Alasan mereka perihal kewarisan sudah ada ketentuannya dalam Al-

Qur'an, dan hadis tersebut tidak cukup kuat untuk membatasi umumnya keberlakuan 

ayat-ayat Al-Qur'an). 



 

Terhalangnya si pembunuh untuk mendapatkan hak kewarisan dari yang 

dibunuhnya, disebabkan alasan-alasan: 

a. Pembunuhan itu memutus hubungan silaturrahmi yang menjadi sebab adanya 

kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musababnya. 

b. Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan. 

c. Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah agama 

disebut dengan perbuatan maksiat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat, 

maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk 

mendapatkan nikmat. 

Yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut 

antara pewaris dengan ahli waris, artinya seseorang muslim tidaklah mewaris dari yang 

bukan muslim, begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidaklah mewaris 

dari seseorang muslim. 

Ketentuan ini didasarkan kepada bunyi sebuah hadis dari Usamah ibn Zaid 

menurut riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah yang 

artinya sebagai berikut: “Seseorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan 

muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim.” (Al-

Bukhari, hal. 181).
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Apabila pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga 

mencabut hak kewarisan, maka demikian jugalah halnya dengan perbedaan agama, 

sebab wilayah hukum Islam (khususnya hukum waris) tidak mempunyai daya berlaku 

bagi orang-orang non-muslim. 
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Selain itu hubungan antara kerabat yang berlainan agama dalam kehidupan 

sehari-hari hanya terbatas dalam pergaulan dan hubungan baik (hubungan 

kemasyarakatan), dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan hukum syari'ah termasuk 

dalam hukum waris), hal ini sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an surat Luqman ayat 15 

yang artinya berbunyi sebagai berikut: 

“Tetapi jika mereka (orang tuamu, pen) berusaha menyuruhmu mempersekutukan 

dengan Daku sesuatu yang tiada pengetahuanmu tentang itu, janganlah kau turuti 

mereka, namun bergaullah dengan mereka di dunia ini dengan baik, dan ikutilah jalan 

orang yang kembali kepada-Ku. . .”.
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Namun demikian, disebabkan “hak kewarisan”mempunyai hubungan yang erat 

dengan persoalan “perkawinan”, maka tidak mempunyai pendapat/pandangan yang  

sama ketentuan hadis yang menyatakan “bahwa muslim tidak menjadi” waris dari 

nonmuslim dan sebaliknya”.  

Perbedaan pendapat  tersebut didasarkan   adanya Al-Qur'an surat Al-Maidah 

ayat 5   yang artinya berbunyi berikut: “... dan   (juga)  perempuan-perempuan   baik   di 

orang-orang yang menerima Al-Kitab sebelum kamu,   bilamemberi mereka mas 

kawinnya, dengan maksud mengawini secara terhormat, bukan dengan tujuan 

berzina,dan hendak menjadikan mereka perempuan  piaraan.”
392

 

Tentang nonmuslim (bukan muslim) tidak dapat menjadi ahli waris dari seorang 

muslim para ahli hukum Islam sepakat hal itu dapat diterima dan hal ini sejalan dengan 

ketentuan surat Al-Maidah yang dikemukakan di atas. 
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Namun tentang seorang muslim tidak dapat menjadi ahli warris dari  seorang 

nonmuslim para ahli hukum Islam tidak  pandangannya, dan secara garis besar pendapat 

ahli hukum hal ini dapat diklasifikasikan menjadi
393

:  

a. Kebanyakan ahli hukum Islam Ahlu Sunnah berpendapat  muslim tidak dapat menjadi 

ahli waris bagi pewaris yang muslim atau murtad. Pendapat ini juga telah terlebih 

dianut oleh sahabat Nabi, seperti: Abu Bakar, Umar bin Usman, AH, Usamah Ibnu 

Zaid, Jabir dan 'Urwah, di kalangan ulama Mujtahid pendapat ini juga dianutHanifah, 

Maliki dan As-Syafi'i, demikian juga kalangan para ulama Zahin. 

b. Sebagian yang lain berpendapat bahwa seorang muslim dap menjadi ahli waris dari 

seorang pewaris yang bukan, (demikian juga yang murtad). Adapun yang menjadi 

pemikiran pendapat ini adalah dipergunakannya penafsiran analogi  atau qiyas 

kepada ketentuan hukum yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 5 (bolehnya 

laki-laki muslim mengawini perempuan nonmuslim yang ahli kitab). Dengan 

perkataan lain kalau seorang laki-laki muslim boleh mengawini perempuan 

nonmuslim yang ahli kitab, maka seorang muslim dapat menjadi ahli waris dari 

seorang pewaris yang nonmuslim yang ahli kitab. 

Dapat dikemukakan bahwa kebanyakan ahli hukum Islam tidak ingin 

mempergunakan penafsiran analogi/qiyas ini, sebab dalam hal kewarisan ini sudah ada 

dalil sunnah yang kuat yang sama sekali bertentangan dengan dalil analogi/qiyas, 

dengan demikian yang dijadikan sebagai dasar hukum adalah ketentuan sunnah. 
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Pada dasarnya, setiap orang dapat menjadi ahli waris karena hukum waris Islam 

menganut prinsip bilateral. Secaralengkap, prinsip-prinsip yang digunakan dalam hukum 

waris Islam sebagai berikut
394

: 

10. Prinsip bilateral 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, prinsip bilateral adalah 

kemungkinan seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat, baik kerabat 

laki-laki (ayah) maupun dari pihak kerabat perempuan (ibu). 

11. Prinsipahli waris langsung dan ahli waris pengganti 

Ahli waris langsung ditentukan dalamPasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

berikut ini : 

a. Menurut hubungan darah. 

3) Colongan taki-laki terdiri atas ayah, anak laki-laki. saudara laki-laki, paman, dan 

kakek. 

4) Golongan perempuan terdiri atas ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan 

nenek. 

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri atas duda atau janda. 

Adapun yang dimaksud ahli waris pengganti (plaatsvervulling) adalah ahli waris 

yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan 

dari ahli waris yang disebutkan pada Pasal 174 KHI. 

12. Prinsip ijbari 

Prinsip ijbari, yaitu pada saat seseorang meninggal dunia maka semua orang 

yang memiliki hubungan darah dan atau pertalian perkawinan, langsung menjadi ahli 
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waris. Dalam hal ini, tidak ada hak menolak sebagai ahli waris. Dengan kata lain, 

hukum pewarisan (peralihan harta warisan dari pewaris yang meninggal dunia kepada 

ahli warisnya) berlaku dengan sendirinya sesuai dengan ketetapan Allah Swt, tanpa 

digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Jumlah bagiannya juga telah 

ditetapkan. 

13. Prinsip individual 

Asas individual, yaitu harta warisan dibagi sesuai dengan bagian masing-rnasing 

secara individu. Pembagiannya sebagai berikut. 

a. ½ (seperdua) 

b. ¼ (seperempat)  

c. 1/8 (seperdelapan)  

d. 2/3 (duapertiga)  

e. 1/3 (sepertiga) 

f. 1/6 (seperenam) 

14. Prinsip keadilan berimbang  

Perbandingan bagian waris laki-laki dan perempuana adalah 2:1. Prinsip ini 

disesuaikan dengan kewajiban laki-laki yang menurut agama Islam memiliki kewajiban 

yang lebih besar daripada seseorang perempuan. 

15. Prinsip waris terjadi hanya karena kematian 

Peralihan harta benda karena perwarisan hanya berlaku setelah adanya kematian. 

 

 

16. Prinsip hubungan darah 



 

Hubungan darah akibat perkawinan yang sah, perkawinan subhat, dan atau 

karena pengakuan anak  

17. Prinsipwarsiat wajibah  

Anak angkat dan orangtua angkat secara timbal balik dapat menerima atau 

memberi warsiat sebanyak-banyaknya 1/3 bagian (Pasal 29 KHI) 

18. Prinsip retroaktif terbatas  

KHI tidak berlaku surut. Apabila harta warisan telah dibagikan secara nyata dan 

para ahli telah menikmati bagian masing-masing sebelum KHI diberlakukan (KHI baru 

diberlakukan pada 22 Juli 1991), keluarga yang mempunyai hubungan darah karena ahli 

waris pengganti tidak dapat mengajukan gugatan waris. Namun, jhika warisan belum 

dibagikan secara nyata dan para ahli waris belum menikmati bagiannya masing-masing. 

KHI berlaku surut dan ahli waris yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada 

pengadilan agama.  

Dalam hukum waris Islam, orang yang berhak menjadi ahli waris ada 25 orang. 

Dari pihak laki-laki berjumlah 15 orang dan dari pihak perempuan berjumlah 10 

orang.Dari pihak laki-laki yang berhak menjadi ahli warisadalah anak laki-laki, cucu 

laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki yang berhak  sekandung, 

saudara laki-laki sebapak, menjadi ahli waris   saudara laki-laki seibu, anak laki-laki 

saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki sebapak, paman sekandung, paman sebapak, 

anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman sebapak, suami, dan laki-laki 

yang telah membebaskan budak. Jika semuanya ada, ahli waris yang berhak menerima 

bagian hanya tiga orang. Ketiga orang tersebut adalah anak laki-laki, bapak dan suami. 



 

Adapun ahli waris dari pihak perempuan adalah anak perempuan, cucu 

perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek pihak ayah, nenek pihak ibu, saudara 

perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, istridan 

perempuan yang telah mernbebaskan budak. Apabila keseluruhannya ada, ahli waris 

yang tetap menerima waris hanya lima orang. Kelima orang itu adalah anak perempuan, 

cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan sekandung, dan istri. 

Jika terkumpul semua ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, hanya lirna 

orang yang berhak menerima warisan. Kelima orang tersebut adalah suami/istri, anak 

laki-laki, anak perempuan, bapak, dan ibu.
395

 

Dalam kompilasi hukum Islam, ahli waris dapat dihapus bagiannya jika tidak 

memenuhi syarat dan ketentuan menjadi ahli waris. Terdapat dua syarat penting yang 

harus dipenuhi ahli waris. Jika kedua syarat ini luput, seseorang dapat dicoret dari daftar 

ahli waris. Berikut kedua syarat yang dimaksud. 

15. Beragama Islam 

Dalam Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI)disebutkan bahwa ahli waris 

haruslah beragama Islam. Seorang dianggap beragama Islam dengan membuktikan 

status pada KTP atau berdasarkan pengakuan, amalan, dan kesaksian yang 

menyatakanorang tersebut muslim. Adapun ahli waris di bawah umur, termasuk bayi 

dan janin, dianggap beragama Islam jika ayahnya beragama Islam. 

Aturan ini merupakan hal yang disampaikan dalam hadis Rasulullah, “Orang 

Islam tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang 

Islam.” (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim). Alhasil, meski seseorang berstatus 
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anak kandung atau pasangan, orangtua, ataupun kerabat langsung pewaris, mereka tidak 

mendapat bagian harta waris jika tidak beragama Islam. 

16. Tidak terjerat kasus hukum 

Dalam hadits dikatakan, “Pembunuh tidak berhak sama sekali menerima warisan 

(dari yang dibunuhnya).” (Diriwayatkan oleh Nasa'i dan Daruquthni). Berdasarkan 

aturan yang disampaikan Rasulullah tersebut, ahli waris memiliki syarat bebas dari 

jeratan hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 173 K.HI yang mengatur seseorang tidak 

berhak menjadi ahli waris jika ia terjerat kasus hukum berdasarkan keputusan hakim. 

Rincian kasus hukum yang dimaksud sebagai berikut: 

a. Dipersalahkan membunuh ataupun mencoba membunuh atau menganiaya berat 

pewaris. 

b. Dipersalahkan memfitnah atau sudah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah 

melakukan suatu kejahatan, yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau 

hukuman yang lebih berat.
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Setiap jenis hubungan kekerabatan antara ahli waris dan pewaris patutlah 

dicermati dengan baik. Terdapat pembagian kelompok ahli waris berdasarkan kedekatan 

darah dengan si pewaris. Pengelompokan ini berkaitan dengan prioritas pembagian harta 

waris. Berikut pembagiannya : 

1. Ashabul furud (dzulfaraidh atau dzawil furudh), yakni ahli waris yang pasti 

mendapat bagian. Persentase bagian mereka pun sudah jelas. Dibanding semua ahli 

waris, golongan ini yang diutamakan atau pertama kali mendapat bagian waris. 

                                                 
396

 Ibid, halaman 24 



 

2. 'Ashabah (dzulqarabat) merupakan ahli waris yang mendapat bagian sisa dari 

ashabul furud. Bagian waris kelompok ini tidak pasti dan baru dikeluarkan setelah 

ashabul furud mendapat jatah waris. Artinya, persentase bagian kelompok ini 

dihitung setelah harta waris dikurangi bagian yang didapat ashabul furud. 

3. Dzawul arham (dzul arham) adalah kerabat jauh. Kelompok ini akan masuk dalam 

daftar ahli waris jika pewaris tidak meninggalkan anak dan pasangan (suami atau 

istri). Orang yang masuk dalam kelompok ini adalah cucu laki-laki dan perempuan 

dari anak perempuan, anak laki-laki dan perempuan dari cucu perempuan, kakek 

dari pihak ibu dan nenek dan pihak kakek (ibu-kakek), anak perempuan dari saudara 

laki-laki (baik sekandung, seayah maupun seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki 

seibu. anak saudara perempuan (sekandung, seayah dan seibu), bibi (saudara 

perempuan ayah) dan saudara perempuan kakek, paman seibu dengan bapak dan 

saudara laki-laki yang seibu dengan kakek, saudara laki-laki dan perempuan dari 

ibu, serta anak perernpuan paman dan bibi pihak ibu (saudara perempuan ibu). 

Jika semua ahli waris ada, yang berhak mendapat warisan hanyalah anak, ayah, 

ibu, serta janda atau duda (suami atau istri). Hal ini tercantum dalam Pasal 174 ayat 2 

KHI.
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Sebagaimana disebutkan sebelumnya, terdapat dua kelompok ahli waris berdasar 

Pasal 174 KHI, yakni menurut hubungan darah dan menurut hubungan pernikahan. 

Setiap golongan ahli waris memiliki persentase yang berbeda dalam pembagian harta 

waris. Berikut rinciannya
398

: 

2. Ahli waris dari hubungan darah 
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Dari hubungan darah, terbagi dua golongan ahli waris, yakni golongan laki-laki 

(yang terdiri atas ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, kakekdan paman), serta 

golongan mendapat warisan perempuan (yang terdiri atas          hanyalah anak ayah, ibu, 

anak perempuan dan ibu, serta janda atau saudara perempuan dari nenek).           

a. Bagian ayah: 1/3 bagian dari istri) harta pewaris jika pewaris tidak memiliki anak 

tapi meninggalkan suami/istri dan ibu); 1/6 bagian (jika pewaris memiliki anak serta 

suami/istri dan ibu); 'asnabahjika ayah mewarisi seorang diri. 

b. Bagian saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu: 1/6 bagian dari harta (jika 

jumlah saudara laki-laki hanya satu orang dan pewaris tidak meninggalkan anak 

ataupun ayah kandung lagi), 1/3, bagian secara bersama-sama atau syirkah (jika 

jumlah saudara ada dua orang atau lebih dan pewaris tidak meninggalkan anak atau 

ayah kandung lagi). 

c. Anak laki-laki  

d. Kakek dan paman 

e. Bagian ibu. 1/3 bagian (jika pewaris tidak memiliki anak ataupun memiliki dua 

orang saudara atau lebih), 1/6 bagian (jika pewaris memiliki anak ataupun saudara 

dua orang atau lebih), 'ashabah yakni sebesar 1/3 bagian dari sisa harta peninggalan 

pewaris sesudah diambil bagian suami/istri apabila ibu mewarisi bersama ayah. 

f. Bagian anak perempuan: 1/2 bagian (jika mewarisi seorang diri), 
2
/3 bagian (jika ada 

dua orang atau lebih anak perempuan), 'ashabah; perbandingan 1:2 jika anak 

perempuan tersebut mewarisi bersama anak-laki-laki). 

g. satu orang saudara kandung atau seayah dan pewaris tidak memiliki anak ataupun 

ayah), 2/3 bagian secara syirkah (jika ada dua orang atau lebih dan pewaris tidak 



 

memiliki anak ataupun ayah), 'ashabah; perbandingan 1:2 (jika mewarisi bersama 

dengan saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah). 

2.Ahli waris dari hubungan pernikahan 

Suamiatau istri pewaris termasuk dalam golongan ajhabuf furud. Bagian suami 

yakni 1/2 bagian jika pewaris tidak memiliki anak, 1/4 bagian jika pewaris memiliki 

anak. Adapun bagian istri yaitu 'A bagian jika pewaris tidak memiliki anak, 1/8 bagian 

jika pewaris memiliki anak. 

Jika pewaris memiliki istri lebih dari seorang, para istri mendapat waris secara 

syirkah dari 'A bagian jika pewaris tidak memiliki anak dan 1/8 bagian jika pewaris 

memiliki anak. Artinya, jika pewaris memiliki empat orang istri, misalnya, setiap istri 

mendapat bagian 1/3 harta. 

 

10. Hukum Waris Adat 

Hukum waris adat adalah tata cara pewarisan menurut hukum adat yang berlaku. 

Hukum ini merupakan konsekuensi dari masih terpeliharanya hukum adat di beberapa 

daerah di Indonesia sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. Bisa 

dikatakan bahwa keragaman kehidupan masyarakat Indonesia berbanding lurus dengan 

keragaman hukum adatnya, tak terkeculi hukum waris. Banyak aturan berbeda yang 

dipraktikkan di setiap hukum adat berkaitan dengan masalah waris. Adapun 

perinciannya sebagai berikut : 

2. Berdasarkan sistem kekerabatan 

Secara umum, hukum waris adat masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh 

sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakatnya. Sistem kekerabatan yang dianut 

yaitu patrilineal, matrilineal dan bilateral. Patrilineal adalah golongan kemasyarakatan 



 

yang mengikuti garis keturunan dari ayah. Matrilineal adalah golongan kemasyarakatan 

yang mengikuti garis keturunan dari ibu. Adapun bilateral adalah golongan masyarakat 

yang mengikuti garis  keturunan baik dari ayah maupun dari ibu. 

Ketiga sistem kekerabatan yang dianut masyarakat tersebut benar-benar 

mernengaruhi hukum waris adat yang ada. Setiap sistem menciptakan “kekhasan”hukum 

tersendiri. Pada sistem patrilineal, misalnya, hanya keluarga dari garis laki-laki yang 

berhak untuk mewarisi semua harta warisan. Sebaliknya, pada sistem matrilineal, hanya 

keluarga dari garis perempuan yang berhak untuk mewarisi semua harta warisan. 

Apabila sistem bilateral berlaku dalam keluarga, keluarga dari garis laki-laki dan 

perempuan berhak untuk mewarisi semua harta warisan. 

2.   Berdasarkan hak kepemilikan harta waris 

Selain berdasarkan sistem kekerabatan, pembagian jenis hukum hukum waris 

adat juga bisa dilihat dari hak kepemilikan harta waris. Hukum waris adat di Indonesia 

ada yang menggunakan sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif, dan juga 

sistem kewarisan mayorat. 

a.   Sistem kewarisan individual 

Dalam sistem waris adat ini, harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dan dimiliki 

para ahli waris secara individual. Contohnya, pada adat suku Jawa. 

b.   Sistem kewarisan kolektif 

Dalam sistem waris adat ini, harta peninggalan hanya dapat dimiliki secara 

koiektif/berkelompok. Biasanya ahli waris membentuk kelompok semacam badan 

hukum guna memanfaatkan warisan. Pemanfaatannya sekadar hak pakai saja, tidak 



 

boleh dimiliki secara penuh atau bahkan dijual karena harta warisan tersebut dianggap 

sebagai harta pusaka. Contohnya, pada adat suku Minangkabau. 

c.    Sistem kewarisan mayorat 

Mayorat adalah hak waris tunggal. Ciri dari hak kewarisan mayorat adalah harta 

peninggalan diwariskan keseluruhannya atau sebagian besar hanya kepada satu ahli 

waris (anak). Di suku Bali dan Batak, hak mayorat dimiliki oleh anak laki-laki, 

sedangkan di suku Dayak, hak mayorat dimiliki oleh anak perempuan.
399

 

Sistem-sistem kewarisan yang telah disebutkan di atas sebenarnya tidak bisa 

digeneralisasi penunjukannya pada adat masyarakat tertentu. Hal tersebut disebabkan 

suatu sistem kewarisan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk pada suatu adat 

masyarakat. Sebaliknya, pada suatu adat masyarakat dapat dijumpai lebih dari satu 

sistem kewarisan. Hal yang penting untuk diperhatikan, dalam hukum adat anak-anak 

dari pewaris merupakan golongan ahli waris yang terpenting karena mereka merupakan 

satu-satunya golongan ahli waris. Jadi, dengan adanya anak-anak, kemungkinan anggota 

keluarga lain dari pewaris untuk menjadi ahli waris menjadi tertutup. 

Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, harta warisan 

dilakukan secara ke atas. Jika ke atas pun tidak ada, ke samping. Artinya, jika tidak ada 

anak, warisan akan jatuh pada ayah, nenek, dan seterusnya ke atas. Kalau ini juga tidak 

ada, yang menjadi ahli waris adalah saudara-saudara kandung pewaris dan keturunan 

mereka, yaitu keluarga sedarah menurut garis ke samping, dengan pengertian bahwa 

keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh. 
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Tidak selamanya harta peninggalan pewaris dapat langsung dibagi kepada para 

ahli waris. Terkadang ada harta yang sifat pembagiannya harus ditangguhkan, bahkan 

ada kalanya tidak dibagi. Hal tersebut disebabkan harta tersebut merupakan satu 

kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya. 

Hukum adat mengenal prinsip ahli waris pengganti. Seorang anak dapat 

bertindak sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya. Hukum adat tidak menentukan 

waktu harta warisan itu akan dibagi atau waktu diadakannya pembagian. Namun, dalam 

praktik secara umum, waktu pembagian warisan adalah setelah dilaksanakannya acara 

sedekah atau selamatan yang disebut tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, atau 

seribu hari setelah pewaris wafat. Apabila terjadi konflik (perselisihan), diupayakan 

terlebih dahulu melalui musyawarah/mufakat Apabila gagal, bam diminta bantuan dan 

campur tangan tetua adat atau pemuka agama.
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Hukumadat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika 

(angka), tetapi selalu didasarkan pada wujud benda dan kebutuhan ahli waris yang 

bersangkutan. Jadi, walau hukum waris adat mengenal azas kesamaan hak. tidak berarti 

bahwa setiap ahli waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan 

nilai harga yang sama, atau menurut banyaknya bagian yang sudah ditentukan. 

 

BAB III  

PENGATURAN HUKUM PERALIHAN HAK CIPTA MELALUI PEWARISAN 

MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA  

NO. 28 TAHUN 2014 
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A. Pengakuan Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Kepemilikan Hak 

Cipta  

 

Barne Convention tidak mendefinisikan tentang siapakah yang disebut sebagai 

pencipta (author). Karena itu, siapakah yang disebut sebagai pencipta atau the author 

diserahkan sepenuhnya pada kebijakan sistem hukum masing-masing negara anggota. 

Hukum Prancis dan negara-negara civil lawpada umumnya, termasuk Indonesia, 

merumuskan pencipta dalam bentuk orang perorangan, seperti penulis, komposer, 

pelukis, koreo-grafer, arsitektur, dan sebagainya. Sedangkan negara common taw 

cenderung merumuskan pencipta dalam bentuk subjek hukum berupa badan hukum 

(legal entity), seperti produser film, organisasi penyiaran, perusahaan penerbit, serta 

perusahaan rekaman (record company atau publishing company). Secarayuridis, badan 

hukum ini dianggap sebagai pencipta sekaligus sebagai pemegang hak cipta (the 

original rights owner) atas sebuah ciptaan. 
402

 

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 antara pengertian pencipta dan 

pemegang hak cipta. Yang dimaksud dengan pencipta menurut Pasal 1 angka 2 beberapa 

orang secara sendiri-sendiri atau menghasilkan ciptaan yang khas dan pribadi.  

Rumusan pencipta dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut di atas 

mengandung suatu pengakuan hukum adanya pencipta secara kolaborasiatau yang 

bersitat kolektif yang mengakibalkan limbulnya kepemilikan bersama alas suatu ciptaan 

atau joint authorship. Pada umumnya dalam suatu ciptaan sering sekali lerkandung 

sekelompok hak cipta dan pencipta yang berbeda-beda. Misalnya, dalam karya 

sinematografi alau produk multimedia (multimedia product) terlibat berbagai pihak, 

                                                 
402

 Henry Soeliostyo Budi, Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika, Kanisius, 

Yogyakarta, 2001, halaman 56 

226 



 

seperti desainer gratis, penulis skenario, pencipta rnusik atau lagu (sound track), 

desainer kostum, pembuat kostum (design production), pembuat film (film makers). 

koreografer, pembuat software, totografer, pembuat video klip, programmer layout, 

pengisi suara, editing, dan sebagainya. 

Hal yang sama juga ditemui dalam media compact disc music yang berisi 

kompilasi lagu-lagu pilihan yang merupakan hasil dari berbagai jenis cipta-an yang 

dihasilkan dari kolaborasi berbagai pihak. Misalnya, jenis ciptaan musik, lagu, drama, 

sound recording, atau koreografi. Selain hak cipta dalam kompilasi lagu-lagu tersebut 

juga terkandung hak terkait, seperti performance right dari vokalist ataupun penyanyi 

latar dan juga hak terkait dari perusahaan rekaman. Misalnya, CD atau kaset kumpulan 

lagu-lagu The Corrs. Di belakang setiap judul lagu tercantum inlormasi tentang pencipta 

dan jenis-jenis hak sebagai berikut
403

: 

'Judul lagu: Only When I Sleep (The Corrs/Leiber/Peterson Shanks) Produced by 

Oliver Leiber, Recorded by Barry Rudolph and Oliver Leiber. ® 1997-Songs of 

Polygram International Inc.' Beacon Communications Music Co. BMI/Tattoons 

Music Inc./Flylng One Publishing, ASCAP.p 1997 143 Records/Atlantic 

Recording Corporation for the United States and WEA International Inc. for the 

world outside the United States.” 

 

Informasi yang tercantum di bawah judul sebuah lagu merupakan identitas dari 

sebuah ciptaan. Dari identitas tersebut diketahui siapa yang membawakan lagu 

(performer), siapa yang menciptakan lagu atau yang menulis link (composer), 

mengaransemen musik, nama perusahaan rekaman yang merakam lagu (recording 

company), yang mempublikasikannya. serta distributor yang berhak menjual lagu 

tersebut, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 
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Dari identitas tersebut juga dapat diketahui hak-hak apa yang terkandung pada 

sebuah ciptaan berbentuk lagu, apakah hak-hak tersebut ada di tangan satu orang saja 

atau terdapat kepemilikan bersama (joint ownership) atas lagu tersebut. Identitas suatu 

ciptaan juga berfungsi sebagai informasi untuk mengetahui apakah telah terjadi 

pelanggaran hak cipta atau pelanggaran hak moral (moral rights) serta untuk 

menentukan apakah telah terjadi perbuatan parallel importation terhadap ciptaan 

tersebut.
404

 

2. Pengertian Pencipta (authorship) 

Secara universal, konsep dasar perlindungan hukum hak cipta mendalilkan bahwa 

pencipta adalah orang yang membuat atau menciptakan suatu ciptaan, baik dilakukan 

sendiri maupun secara bersama-sama oleh beberapa orang. Sejalan dengan itu, 

perlindungan hukum hak cipta atas suatu ciptaan berlaku efektif secara otomatis 

terhitung sejak suatu ciptaan terwujud atau diumumkan. Oleh karena itu, pada 

hakikatnya pendaftaran hak cipta sebenarnya tidak diperlukan untuk mendapatkan 

perlindungan hukum hak cipta.   

Meskipun di Indonesia pencatatan, pendaftaran suatu ciptaan tidak diwajibkan 

oleh Undang-Undang Hak Cipta, secara implisit Undang-Undang Hak Cipta Indonesia 

seakan merekomendasikan suatu ciptaan untuk didaftarkan agar terjamin status 

kepemilikan haknya dan sekaligus sebagai bukti siapa yang disebut sebagai pencipta 

yang berhak atas suatu ciptaan. Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta dengan tegas 

menyebutkan bahwa kecuali terbukti sebaliknya, yang dlanggap sebagai pencipta adalah 

orang yang namanya : 
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d. Disebut dalam ciptaan  

e. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan  

f. Disebutkan dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta  

Pada era tahun 80-an seorang fotografer free lance meliput penjiwa wisuda di 

sebuah kampus. Pada waktu itu, si fotografer memotret seorang wisudawan yang sedang 

diguyur hujan mengekspresikan kebahagiaannya tanpa setahu dan seizin sang 

wisudawan. Ternyata, foto tersebut hasilnya sangat menakjubkan dan dijadikan sebagai 

model iklan dari produk Fuji Film. Merasa foto tersebut adalah miliknya, orang yang 

difoto kemudian mengajukan gugatan terhadap fotografer dan perusahaan Fuji Film. 

Dalam kasus ini, timbul pertanyaan, siapakah pencipta dan pemegang hak cipta atas 

potret tersebut? 

Undang-Undang Hak Cipta menaruh perhatian khusus terhadap hak cipta atas 

potret. Hal ini terlihat dari adanya ketentuan Pasal 19-23 Undang-Undang Hak Cipta 

yang khusus mengatur tentang ciptaan dalam bentuk potret atau foto. Foto atau potret 

sebagai suatu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta memang sedikit berbeda dengan 

bentuk ciptaan lainnya. seperti seni lukis, gambar, atau sketsa. Hal ini disebabkan potret, 

khususnya potret diri seseorang sangat bersifat personal. Di samping itu, terdapat dua 

hak dan dua kepentingan yang berbeda dalam ciptaan berbentuk potret, yaitu hak dari 

orang yang dipotret sebagai pemilik hak kebendaan atas potret yang lazim disebut 

sebagai chattel rights dan hak cipta pada fotografer. Pemilik kebendaan alas potret 

memiliki kepentingan yang berbeda dengan fotografer, di mana orang yang dipotret 



 

mungkin tidak aman potret dirinya dipublikasikan. Sernentara itu, sebagai pencipta 

potret sang fotografer berhak melaksanakan hak eksklusifnya atas potret tersebut.
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Selain itu, terciptanya suatu potret juga berbeda dengan ciptaan lainnya seperti 

lukisan. Sualu lukisan atau gambar murni merupakan pekerjaan tangan manusia 

(naturally hand made) yang dihasilkan dari upaya kegiatan intelektual dan fisik yang 

melibatkan kemampuan pikiran, imajinasi, keterampilan, dan keahlian pembuatnya. 

Sedangkanterciptanya suatu potret digantungkan hasil akhirnya pada bantuan suatu alat, 

yaitu kamera dan alat cetak, baik yang konvensional maupun digital. Karenanya, ada 

argumentasi yang menyatakan bahwa suatu potret atau foto, baik yang objek fotonya 

orang perorangan, benda mati, pemandangan, maupun suatu peristiwa tidak memenuhi 

syarat untuk digolongkan sebagai suatu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. 

Alasannya, baik karena minimnya unsur orisinalitas maupun keterlibatan manusia atau 

kerja intelektual (labour mental atau intellectual effort) dalam mewujudkan potret 

tersebut.
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Terlebih lagi, dengan adanya perkembangan teknologi di bidang peralatan 

fotografi dan alat cetak foto yang supercanggih yang dapat menghasilkan efek 

pencahayaan dan warha yang dikehendaki. Bahkan, saat ini ada kamera yang telah 

dilengkapi dengan litur GPS yang memungkinkan fotografer membuat foto yang benar-

benar kreatif dengan bantuan fitur-fitur tersebut. Dengan bantuan kamera berikut fitur-

fiturnya tersebut tampilan suatu potret bukan lagi sebagai suatu karya intelektual 

perorangan yang murni, melainkan sepenuhnya merupakan hasil kerja kamera atau 
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tekno-logi yang dioperasikan oleh manusia. Karena itu, masih diperdebatkan apakah 

suatu foto mengandung unsur keaslian yang dilahirkan dari kemampuan pikiran, 

imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian dari orangyang membuatnya. 

Pendapat lain mengatakan foto atau potret adalah sualu ciptaan yang sepenuhnya 

dilindungi hak cipta. Alasannya karena untuk menggunakan kamera tersebut masih 

melibatkan usaha, imajinasi, dan keahlian (effort and skill) manusia. Dalam 

menciptakan suatu foto dibutuhkan pengalaman, keterampilan, dan kepekaan yang tepat 

dan cermat dalam mengarahkan lensa kamera untuk menangkap objek yang dipotret. 

Oleh karena itu suatu potret atau foto tersebut dianggap tercipta karena hasil usaha 

intelektual manusia yang mengoptimalkan fungsi kamera sebagai suatu alat bantu dalam 

mewujudkan suatu potret. Jadi, ada perbedaan yang nyata antara foto yang dihasilkan 

oleh seorang amatiran dan foto yang di ambil oleh fotografer yang profesional dan 

berpengalaman. 

Hal istimewa terhadap ciptaan dalam bentuk potret adalah hak cipta ada pada 

fotografer, sadangkan hak milik kebendaan atas potret tersebut ada pada orang yang 

dipotret. Hal ini tidak berlaku dalam hal objek potret tersebut adalah benda mati, seperti 

bangunan, pemandangan alam, atau suatu peristiwa yang tidak bersifat personal. 

Namun, berbeda dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang cipta atas 

ciptaan lainnya, seperti karya sastra, hak eksklusif fotograf selaku pemegang hak cipta 

alas potret bersifat terbatas dan berkaitan dengan hak kebendaan atas potret yang 

dimiliki oleh orang lain. Pembatasan tersebut diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang 

Hak Cipta yan menyebutkan bahwa: 

“Pemegang hak cipta atas potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat: 

a. Tanpa persetujuan dari orang yang dipotret; 



 

b. Tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; 

c. Tidak untuk kepentingan yang dipotret. 

Apabila pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yar wajar dari 

orang yang dipotret atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang 

dipotret sudah meninggal dunia. “ 

 

Pengakuan akan sifat personal dari suatu potret tertuang dalam Pasal 19| 

Undang-Undang Hak Cipta yang menentukan bahwa untuk memperbanyak atau 

mengumumkan suatu potret, pemegang hak cipta (yaitu fotografer) harus terlebih dahulu 

mendapatkan izin dari orang-orang yang dipotret atau ahli warisnya dalam waktu 

sepuluh tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia. Ketentuan ini hanya beriaku 

bagi potrat yang dibuat atas permintaan sendiri atau kepentingan pribadi dari orang yang 

dipotret. 

Pengecualiannya diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Hak Cipta yang 

menentukan bahwa apabila pengumuman foto tersebut dilakukan untuk kepentingan 

keamanan umum atau proses peradilan pidana yang dilakukan oleh instansi yang 

berwenang, perbanyakan dan pengumuman potret dapat dilakukan tanpa izin dari yang 

dipotret. 

Apabila suatu potret diambil pada suatu event atau peristiwa, pencipta potret 

tersebut tidak perlu meminta izin orang yang dipotret apalagi jika perbanyakan dan 

publikasi bertujuan untuk pemberitaan dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari 

orang yang dipotret. Undang-Undang Hak Cipta tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang 

dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret. Kepentingan yang 

wajar tersebut bisa berhubungan dengan masalah privasi pribadi, reputasi dari orang 

yang difoto, kedudukan sosial orang yang difoto, ataupun kepentingan lainnya, seperti 



 

kepentingan ekonomi. Karenanya, kepentingan yang wajar dari objek yang difoto sangat 

bersifat kasuistik dan spesifik. 

Dalam ilustrasi kasus Man Fuji Film, figur orang yang dipotret serta ekspresi 

kebahagiaan yang terpancar di wajahnya telah dieksploitasi pihak lain untuk 

mengiklankan produk mereka. Sementara orang yang dipotret tidak pemah dimintakan 

izinnya dan juga tidak mendapatkan imbalan yang selayaknya atas publikasi tersebut. 

Dangan demikian, publikasi foto wisuda Fuji Film tersebut bukan menyangkut masalah 

reputasi dari orang yang difoto, tetapi lebih menjurus pada masalah etika bisnis dan 

bernuansa ekonomis
407

. 

Dalam Pasal 23 Undang-Undang Hak Cipta telah diatur tentang hak milik 

kebendaan (chattel rights) dari pemilik foto atau potret. yaitu hak untuk 

mempertunjukkan potret atau foto tersebut di depan umum, memperbanyak potret dalam 

satu katalog, atau mempublikasikan ciptaan potret tersebut tanpa harus meminta izin 

terlebih dahulu dan pencipta atau sang fotografer. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan 23 Undang-Undang Hak Cipta tersebut, 

jelaslah bahwa Undang-Undang Hak Cipta membatasi hak pencipta atas potret untuk 

mempublikasikan ciptaannya. Sedangkan pemilik kebendaan atas potret tidak dibatasi 

haknya. bark untuk mempublikasikan maupun memperbanyak potret miliknya. 

Ketentuan ini berbeda dengan jenis ciptaan lainnya di mana pencipta atau pemegang hak 

cipta memiliki hak eksklusif dan betas untuk mengumumkan atau memperbanyak cipta-

annya serta berhak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa 

persetujuannya mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. 
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b. Pemegang Hak Cipta (The Ownership) 

Secara yuridis Pasal 1 angka 2 dan Pasal 9Undang-Undang Hak Cipta 

membedakan terminologi antara pencipta dan pemegang hak cipta. Pembedaan tersebut 

berkaitan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang 

menggolongkan hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dialihkan 

kepemilikannya oleh pencipta kepada pihak lain. Menurut McKeough, Bowrey, dan 

Griffith bahwa
408

: 

“The owner of copyright in a work and the author of the work are not necessary 

the same person, but the basic rules that the author is the first owner of the 

copyright. “ 

 

Pencipta adalah orang yang pertama membuat suatu ciptaan yang dianggap sebagai 

pemilik pertama dari hak cipta (the first ownership of copyright). Sedangkan istilah 

pemegang hak cipta merujuk pada subjek hukum, yaitu: 

e. Orang yang menciptakan suatu ciptaan atau pencipta; 

f. Orang lain yang menerima pengalihan hak cipta berdasarkan Pasal 16 ayat (2) 

Undang-Undang Hak Cipta; 

g. Pihak yang melaksanakan hak eksklusif pencipta berdasarkan per-janjian lisensi 

berdasarkan Pasal80Undang-Undang Hak Cipta; atau  

h. Ahli wans dari pencipta.
409

 

Adanya penggolongan tersebut mengakibatkan tidak selamanya si pencipta 

berstatus sebagai pemegang hak cipta. Manakala si pencipta telah mengalihkan semua 

hak cipta atas ciptaannya pada pihak lain, pencipta tidak lagi berstatus sebagai 
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pemegang hak cipta. Yang tertinggal pada sipencipta hanyalah moral rights atau hak 

moral yang menghubungkan nama pencipta dengan ciptaan tersebut selama-lamanya. 

Dengan demikian pemegang hak cipta dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu  

3. Pemegang hak cipta berdasarkan peristiwa hukum  

Undang-Undang Hak Cipta juga mengenal konsep terjadinya pemilikan hak 

cipta berdasarkan suatu peristiwa hukum. Terjadinya pemilikan hak cipta berdasarkan 

suatu peristiwa hukum diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, 

seperti pengalihan hak berdasarkan perjanjian, jual beli, pemberian hibah, wasiat, dan 

warisan. 

Selain itu, Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta juga membolehkan pemilik hak 

cipta memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusifnya atas 

ciptaan berdasarkan perjanjian lisensi. Dalam hal ini pihak yang menerima pengalihan 

hak cipta berdasarkan waris, jual beli, atau perjanjian izin lisensi disebut sebagai 

pemegang hak cipta (copyrights owner).
410

 

Pasal 37 menyebutkan bahwa  

Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan pengumuman, 

pendistribusian, atau komunikasi atau ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, 

dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta yang dianggap sebagai pencipta 

yaitu badan hukum 

Di samping adanya pemegang hak cipta berdasarkan peristiwa hukum 

sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 80 tersebut, Undang-Undang Hak 

Cipta juga memiliki konsep kepemilikan hak cipta disebabkan oleh undang-undang (by 
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law) yang diatur dalam Pasal 35, 37, 38 dan 39 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam hal 

ini, negara atau badan hukum, seperti penerbit atau produser rekaman dianggap sebagai 

pemegang hak cipta secara hukum dalam hal-hal sebagai berikut: 

e. Pencipta tidak diketahui jati dirinya atau tidak dikenal (anonymous works). 

f. Pencipta tidak ingin diketahui jati dirinya atau pencipta yang rneng-gunakan 

nama samaran (pseudonymous works). 

g. Ciptaan-ciptaan berupa warisan budaya nasional dan peninggalan sejarah 

ataupun prasejarah (cultural heritage works). 

h. Ciptaan yang belum diterbitkan dan tidak diketahui siapa penciptanya atau 

penerbitnya. 

Konsep pemegang hak cipta yang terjadi karena undang-undang ini 

mengindikasikan bahwa hak cipta merupakan suatu hak kebendaan bergerak yang dapat 

dimiliki oleh subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum termasuk 

negara.
411

Pasal 39 Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang pseudonymous 

copyrights, yaitu suatu ciptaan yang telah diumumkan, tetapi nama pencipta yang 

sebenamya tidak disebutkan atau pencipta tidak ingin namanya dicantumkan dalam 

ciptaannya. 

Hak cipta atas ciptaan pseudonymous secara yuridis dianggap dimiliki oleh 

penerbit yang telah menerbitkan ciptaan tersebut. 

Pasal 38 menyebutkan bahwa 

1. Hak cipta atas eksepresi budaya tradisional dipegang oleh negara  
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2. Negara wajib menginventarisasi, menjaga  dan memelihara ekspresi budaya 

tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

3. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembangannya.                                         

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi 

budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan 

pemerintah. 

Negara demi hukum adalah pemegang hak cipta atas ciptaan yang merupakan 

milik bersama dan masyarakat (community ownership), seperti hikayat; legenda; tarian 

rakyat; permainan tradisional; puisi atau pantun rakyat: perhiasan yang mencirikan gaya 

dari etnis tertentu; motif dan desain pakaian daerah; tenun tradisional; kaligrafi; 

kerajinan tangan (craftsmanship) berupa pahatan, mozatk, lukisan, dan gambar; ataupun 

terhadap benda-benda peninggalan prasejarah; benda-benda peninggalan sejarah; dan 

cagar budaya nasional lainnya. Ketentuan tentang ini diatur dalam Pasal 38 ayat (1), (2), 

(3) dan (4) Undang-Undang Hak Cipta dan diatur lebih lanjut pelaksanaannya dengan 

peraturan pemerintah. 

Pasal 39 menyebutkan bahwa 

(1) Dalam hal ciptaan tidak diketahui penciptaanya dan ciptaan tersebut belum 

dilakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk 

kepentingan pencipta  

(2) Dalam hal ciptaan telah dilakukan pengumuman tetap tidak diketahui penciptanya, 

atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran penciptanya hak cipta atas ciptaan 



 

tersebut digepang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan 

pencipta  

(3) Dalam hal ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui pencipta dan pihak yang 

melakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negar untuk 

kepentingan pencipta  

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) tidak berlaku jika 

pencipta dan/atau pihak yang melakukan pengumuman dapat membuktikan 

kepentingan atas ciptaan tersebut  

(5) Kepentingan pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) 

dilaksanakan oleh Menteri. 

Pasal 39 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)  Undang-Undang Hak Cipta mengatur 

tentang ciptaan yang anonymous, yaitu suatu ciptaan yang tidak diketahui siapa 

penciptanya atau penerbitnya. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1), (2), (3), (4)  dan (5) 

Undang-Undang Hak Cipta, negara adalah pemegang hak cipta atas semua ciptaan yang 

anonymous. Ketentuan ini berlaku, baik atas suatu ciptaan anonymous yang telah 

diterbitkan maupun yang belum diterbitkan. 

Sedangkan khusus untuk materi ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis 

diatur dalam Pasal 32  Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa orang yang 

berceramah tersebut dianggap sebagai pencipta dari materi ceramah tersebut. Dalam 

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa pihak yang melakukan 

pengumuman  juga menjadi pemegang hak cipta atas suatu ciptaan yang telah 

diumumkan, tetapi tidak diketahui siapa penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya 

tertera nama aliasnya atau samaran penciptanya. 



 

 

 

4. Konsep Kepemilikan Hak Cipta  

Seorang pencipta disebut sebagai pemilik hak cipta perorangan (sole author) 

apabila ia menciptakan sendiri sebuah ciptaan. Akan tetapi, tidak selamanya hak cipta 

atas suatu ciptaan dipegang secara tunggal oleh orang yang mewujudkan ciptaan 

tersebut. Dalam Undang-Undang Hak Cipta dikenal empat konsep terjadinya 

kepemilikan hak cipta. Keempat konsep tersebut selengkapnya akan diuraikan secara 

lebih terperinci berikut ini. 

1.      Joint Authorship (Co-Authorship) 

Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa 

(5) Dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 

(dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin 

dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. 

(6) Dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai pencipta 

yaiktu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-

masing atas bagian ciptaanya. 

Contoh nya : 

Seorang dosen di salah satu perguruan tinggi menerbitkan sebuah buku berjudul 

Reformasi Hukum di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Perdagangan 

Internasional. Isi buku tersebut terdiri atas beberapa esai yang semula ditulis oleh para 

mahasiswanya sebagai tugas yang diwajibkan oleh si dosen, sedangkan kontribusi si 



 

dosen dalam buku tersabut hanyalah pada Bab I Tentang Kata Pengantar. Naskah buku 

tersebut ditawarkan kepada penerbit tanpa mencantumkan nama-nama mahasiswa yang 

menulis esai-esai tersebut dan akhirnya buku diterbitkan dengan nama si dosen sebagai 

penulis tunggal.
412

 

Konsep kepemilikan hak cipta berdasarkan joint authorship diterapkan teradap 

ciptaan yang dihasilkan dari kerja sama atau kolaborasi beberapa orang secara bersama-

sama. Misalnya, pembuatan atau penggarapan sebuah film serial atau bunga rampai 

(kompilasi) suatu esai filsafat hukum, Konsep kepemilikan hak cipta berdasarkan joint-

authorship yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Cipta menganggap pencipta 

dan ciptaan hasil kolaborasi tersebut adalah: 

d. Orang yang memimpin serta mengawasi seluruh ciptaan itu hingga selesai dengan 

sempuma; 

e. Jika tidak ada pihak yang ditunjuk unluk mengawasi penyelesaian ciptaan tersebut, 

yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya tanpa 

mengurangi hak cipta masing-masing pihak yang memberikan konstribusinya dalam 

ciptaan tersebut; atau 

f. Dapat diperjanjikan bahwa hak cipta dimiliki secara bersama-sama. 

Ada tiga hal yang perlu dipahami dalam konsep kepemilikan hak cipta 

berdasarkan joint authorship, yaitu: 

d. Bahwa konstribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak dalam ciptaan tersebut 

tidak terpisah satu sama lain, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh. 
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e. Kalau kontribusi masing-masing pihak dianggap terpisah, tidak terdapat joint 

authorship, tetapi merupakan pencipta tunggal (sole authorship) dari ciptaan. Oleh 

karena itu, dalam sistem joint authorship kontribusi para pihak tidak dipersoalkan, 

baik kuantitas maupun kualitasnya. 

f. Tidak selamanya suatu pekerjaan kelompok akan menghasilkan joint authorship. 

Hal ini bergantung pada bagaimana suatu ciptaan tersebut dikerjakan bersama dan 

bagaimana isi perjanjian antara mereka. Hal itu bisa terjadi karena Undang-Undang 

Hak Ciptamemberi kebebasaan kepada para.pihak yang berkolaborasi untuk 

mengecualikan ketentuan dari Pasal 33 berdasarkan kesepakatan bersama.
413

 

Dalam contoh Dosen dan mahasiswanya tersebut di atas, pencipta dari esai-esai 

tersebut adalah para mahasiswanya. Si dosen tidak dapat mengklaim dirinya sebagai 

pencipta tunggal atas buku kumpulan esai tersebut walaupun dengan alasan esai-esai 

tersebut dikerjakan mahasiswa berdasarkan arahan dan bimbingannya. Dalam hal ini, si 

dosen hanya berkedudukan sebagai editor atau penghimpun esai-esai tersebut menjadi 

suatu kompilasi. Alternatif lainnya adalah: 

c. Si dosen dan para mahasiswanya dapat membuat perjanjian bahwa mereka secara 

bersama-sama memiliki joint authorship atas buku berisi kumpulan esai hukum 

tersebut. 

d. Para mahasiswa menyerahkan hak cipta mereka atas esai hukum tersebut kepada si 

dosen sehingga si dosen menjadi pemegang hak cipta atas kompilasi esai hukum 

tersebut (sole authorship). 
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Ketentuan tentang hal ini berbeda jika isi buku tersebut merupakan hasil 

penelitian di kampus di mana si dosen bertindak sebagai pihak yang memimpin para 

mahasiwa dalam melakukan penelitian. Jika penelitian akademik tersebut disponsori 

oleh universitas, penentuan tentang siapa yang dianggap sebagai pencipta berpedoman 

pada isi perjanjian antara dosen selaku peneliti dan universitas yang mendanai proyek 

penelitian tersebut. Dalam hal ini, dapat diperjanjikan bahwa yang dianggap sebagai 

pencipta adalah universitas yang membiayai penelitian tersebut atau terdapat joint 

ownership hak cipta antara universitas yang membiayai penelitian dan dosen yang 

melaksanakan penelitian tersebut. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih 

Tekonologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan 

oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan telah mengatur 

kepemilikan hak cipta atas kegiatan penelitian di perguruan tinggi atau di lembaga 

penelitian yang dibiayai oleh negara. Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 

Tahun 2005 disebutkan bahwa setiap kegiatan penelitian yang dibiayai oleh negara 

menjadi milik negara. sedangkan kepemilikan hak cipta secara joint authorship diatur 

dalam Pasal 5 ayat (2) yartu jika suatu penelitian sebagian dibiayai oleh negara dan 

sebagian oleh pihak lain maka hasil kegiatan atau ciptaan tersebut menjadi milik negara 

bersama-sama dengan pihak lain tersebut. 

Konsep kepemilikan hak cipta berdasarkan joint authorship dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 berbeda dengan konsep joint 

authorship yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Hak Cipta. Konsep kepemilikan 

hak cipta secara joint authorship dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 



 

Nomor 20 Tahun 2005 semata-mata didasarkan pada kolaborasi kontribusi finansial dari 

masing-masing pihak. Sedangkan Pasal 33 Undang-Undang Hak Cipta tidak 

menyinggung soal kolaborasi atau kontribusi finansial dalam mewujudkan ciplaan 

tersebut, tetapi lebih menekankan pada kontribusi manajerial kepemimpinan dan 

pengawasan dari pembuatan suatu ciptaan yang dilakukan secara kolaborasi.
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Ketentuan ini mencerminkan bahwa fokus perlindungan yang diberikan oleh 

Undang-Undang Hak Cipta atas suatu ciptaan ditujukan pada penghargaan alas kegiatan 

inlelektual, kreativitas, keahlian manusia, atau intellectual effort dalam mewujudkan 

suatu ciptaan. Sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2005 bertujuan memberi insentif finansial sehingga memfokuskan perlindungan hukum 

pada kepentingan pihak investor yang telah membiayai suatu proyek penelitian dalam 

mewujudkan suatu ciptaan. 

2.      Commissioned Authorship 

Pasal34 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa 

“Dalam hal ciptaan dirancang oleh seseorang perancang, sedangkan pelaksanaan 

rancangan tersebut dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang 

yang merancang, yang dianggap pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan”. 

Contohnya: 

Di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, sering ditemui para wanita sedang membatik 

dengan mengikuti arahan dari pola desain dan warna yang telah ditentukan oleh 

pendesain yang memesan batik tersebut. Jika batik telah selesai dilukis. yang dianggap 

sebagai pencipta bukan si pembatik yang telah mengerjakan batik tersebut, melainkan 
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orang yang mendesain batik (desainer). Sedangkan si pembatik hanya mendapat upah 

pembayaran per lembar atas pekerjaannya tersebut.
415

 

Contoh lain: 

Ahmad menginginkan rumahnya dibangun dengan bentuk tradisional Bali dipadukan 

dengan gaya art deco. Untuk itu ia meminta jasa seorang arsitek untuk membuat gambar 

serta maket rumah tersebut lengkap dengan rancangan yang diinginkan oleh Ahmed. 

Kemudian, berdasarkan rancangan tersebut si arsitek yang juga seorang developer 

membangun rumah tersebut dengan mempekerjakan orang lain untuk menyelesaikannya 

dan pihak yang mengerjakan bangunan tersebut diarahkan sepenuhnya oleh si arsitek.
416

 

Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang commissioned work, yaitu 

jenis ciptaan yang diwujudkan oleh orang lain di bawah pengarahan orang yang telah 

merancang atau mendesain ciptaan tersebut. Pencipta berdasarkan commissioned work 

sering juga disebut sebagai pencipta pinjam tangan karena dalam mengekspresikan ide 

yang ada padanya, ia menggunakan orang lain untuk melakukannya. Dalam hal ini 

tercipta hubungan simbiosis mutualisme di mana orang yang mengerjakan mendapat 

penghargaan berupa sejumlah uang, sedangkan si perancang mendapatkan hak cipta atas 

ciptaan tersebut. 

Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta memberi persyaratan bahwa ide atau 

rancangan tersebut harus sudah memiliki wujud nyata dan bukan hanya sekadar ide yang 

bersifat abstrak. Wujud rancangan tersebut dapat berupa sketsa, motif pola, gambar, 

maket, atau blue print. Ketentuan ini sejalan dengan Penjelasan Pasal 40 huruf ayat (1) 
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huruf f Undang-Undang Hak Cipta yang memasukkan motif, diagram, sketsa, logo, 

ataupun bentuk huruf indah sudah merupakan suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta.  

Persyaratan lainnya adalah bahwa orang yang mengerjakan harus berpedoman 

pada gambar atau desain yang dirancang tersebut, baik di bawah bimbingan arahan, 

maupun koreksi dari si perancang sendiri.
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Ada beberapa hal panting yang perlu mendapat perhatian dalam menilai apakah 

suatu ciptaan termasuk commissioned work, yaitu bahwa: 

d. Si perancang tidak hanya rnenuangkan rancangannya dalam suaiu desain, sketsa, 

maket, atau gambar yang dapat dilihat, tetapi dia juga harus berperan aktif 

mengawasi, membimbing, mengarahkan. dan menunjukkan bagaimana cara 

mewujudkan setiap detail yang tertuang dalam desain tersebut dan mungkin juga 

melakukan korek si dan revisi sesuai dengan keinginannya sendiri. 

e. Pada prinsipnya orang yang dibayar atau dipekerjakan untuk mewujudkan desain 

tersebut tidak bebas berkreasi atau berimprovisasi, tetapi ia hanya mengikuti apa 

yang telah ditentukan untuk dikerjakan dalam desain atau pola yang diminta 

untuk diwujudkannya. 

f. gambar atau desain yang telah ditentukan untuk diikuti, misalnya, bebas 

berkreasi menentukan dan memadukan warna atau menyesuaikan bentuk, 

ciptaan tersebut bukan lagi murni sebagai ciptaan dari orang yang merancang, 

melainkan kemungkinan telah terjadi joint authorship atau contract for service 

atas ciptaan tersebut antara si perancang dan orang yang disuruh untuk 

mewujudkan rancangan tersebut. 
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 Perhatikan penjelasan Pasal 34 UUHC, Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah 
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Dalam ilustrasi seorang arsitek diatas, jika bangunan rumah telah selesai 

dibangun, hasil bangunan rumah adalah property milik Ahmad. Sedangkan hak cipta 

lembar rancangan bangunan dan maket bangunan dari rumah tersebut menjadi hak si 

arsitek, kecuali sewaktu menggambar rancangan rumah membuat maket rumah tersebut 

ia didikte dan diarahkan sepenuhnya oleh Ahmad secara detail dalam bentuk gambar 

atau sketsa ruang sehingga timbul commissioned work di antara mereka berdua. Akan 

tetapi, oleh karena si arsitek bebas mewujudkan sendiri rancangan rumah yang 

diinginkan Ahmad, sedangkan Ahmad hanya memberi gagasan yang bersifat abstrak 

(rumah berbentuk tradisional Bali dipadukan dengan gaya art deco), si arsitek tetap 

dianggap sebagai pencipta, baik atas gambar maupun bentuk bangunan rumah tersebut 

meskipun ia dibayar oleh Ahmad untuk membuat rancangan rumah tersebut dan 

meskipun rumah tersebut dibuat atau dibangun oleh pihak jasa konstruksi.
 

 

3.      Contract of Service dan Contract for Service 

Hak cipta yang lahir berdasarkan contract of service atau contract for service 

adalah ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau hubungan kedinasan pada suatu 

instansi (work-made-for hire). Dalam hal ini, pihak yang mempekerjakan akan dianggap 

sebagai pencipta dan pemegang hak cipta tanpa mempersoalkan derajat kontribusinya 

terhadap ciptaan tersebut. 

Robert Pendina berpendapat bahwa pemberian hak cipta, baik berdasarkan 

contract of service maupun contract for service bukan didasarkan pada penghargaan 

atas kreativitas pencipta, melainkan didasarkan pada teori simbiosis mutualisme. 

Berdasarkan teori simbiosis mutualisms, hak cipta dari si pencipta yang berbakat 

dianugerahkan kepada pihak lainyangmenanggung risiko ekonomi yang telah 



 

dikeluarkannya guna mewujudkan ciptaan tersebut dalam rangka meningkatkan 

kesejahteran masyarakat.
418

 

a.       Contract of service dan contract for service di instant pemerintah 

Pasal 35 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa 

(1) kecuali diperjanjikan lain pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh 

ciptaan dalam hubungan dinas, yang dianggapsebagai pencipta yaitu instansi 

pemerintah  

(2) dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara 

komersial, pencipta dan atau pemegang hak terkait mendapatkan imbalan dalam 

bentuk royalti.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian royalti untuk penggunaan secara 

komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan 

pemerintah  

Pasal 35 Undang-Undang Hak Cipta secara umum mengatur tentang timbulnya 

hak cipta atas suatu ciptaan yang dibuat berdasarkan suatu hubungan kerja yang disebut 

sebagai contract of service dan contract lot service.
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Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 

Hak Cipta khusus mengatur hubungan kerja contract of service dalam hubungan 

kedinasan di instansi pemerintah. Dalam Penjelasan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 

Hak Cipta disebutkan bahwa lingkup hubungan kedinasan tersebut adalah antara 

pegawai negeri dan instansinya. 

Dalam hubungan kedinasan antara pegawai negeri dan instansi yang 

mempekerjakannya teijadi hubungan contract of serviceyang secara hukum melahirkan 
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hak cipta dimiliki oleh instansi atau departemsn yang mempekerjakan pencipta, kecuali 

ada perjanjian lain dalam hal penggunaan ciptaan tersebut diperluas sampai keluar 

hubungan dinas berbeda dengan hubungan dan jenis commissioned work, pihak yang 

menjalankan suatu ciptaan dalam hubungan contract of service dapat bebas kreasi jika 

departemen yang mempekerjakannya tidak membuat rancangan ciptaan untuk 

dipedomani, tetapi sekadar mengarahkan, member petunjuk, atau membimbing pencipta 

untuk mewujudkan suatu ciptaan, 

Sedangkan Pasal 36 mengatur tentang contract for service yang dilakukan 

berdasarkan pesanan dalam hubungan dinas dengan pihak lain  (nonpegawai negeri) 

yang tidak bekerja pada instansi tersebut. Contract service didefinisikan oleh McFarlane 

sebagai: 

“Which an independent contractor renders his services tor remuneration without 

entering the employment of the person for whom the servicesare rendered.”
420

 

Berdasarkan hubungan contract for service yang dilakukan dalam hubungan 

dinas dengan pihak luar, pemegang hak cipta atas ciptaan yang dipesan tersebut adalah 

instansi yang memesan, kecuali diperjanjikan lain, dalam hubungan contract for service 

bisa saja terjadi hubungan commissioned work jika pemesan membuat rancangan, pola, 

atau sketsa atas pesanannya dan mengarahkan pihak yang mengerjakan pesanan itu 

untuk mengikuti rancangan tersebut secara mendetail. Namun, jika pesanan ciptaan 

tersebut diserahkan sepenuhnya kepada si pembuat untuk mewujudkannya tanpa 

mengikuti suatu rancangan atau desain tertentu, pihak yang dipekerjakan untuk 

membuat pesanan bebas berkreasi menciptakan. 
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b.Contract of service dan contract for service di instansi swasta 

Pasal 36 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa 

Kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat 

dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan. 

Pasal 36 Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang ciptaan yang dilakukan 

dalam hubungan kerja service of work atau service for work di instansi swasta 

(nongovernment). Misalnya, di bidang jurnalistik dilingkungan penerbitan surat kabar 

dan majalah, perusahaan konsultan desain bangunan, atau lernbaga penyiaran swasta. 

Dalam hal ini Undang-Undang Hak Cipta menetapkan bahwa pihak yang membuat 

ciptaan dianggap sebagai pencipta dan sekaligus berkedudukan sebagai pemegang hak 

cipta meskipun ciptaan tersebut dibuat atas dasar hubungan kerja. Namun demikian, 

para pihak tetap memiliki kebebasan untuk memperjanjikan siapa yang akan menjadi 

pemegang hak cjpla atas suatu ciptaan. 

c.       Contract of service dan contract for service di perguruan tinggi 

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Hak Cipta, suatu ciptaan, baik 

yang dihasilkan dari hubungan kerja contract of service maupun contract for service di 

lingkungan kedinasan instansi pemerintahan atau di lingkungan swasta masih 

dimungkinkan terjadi joint ownership atau kepemilikan bersama antara pencipta dan 

pemesan ciptaan. Namun, ketentuan ini tidak berlaku terhadap suatu ciptaan yang dibuat 

oleh perguruan tinggi yang pembuatannya diblayai oleh negara karena ada pengaturan 

tersendiri (sui generis) untuk itu. 

Baik hubungan kerja contract for service maupun contract of service antara 

negara dan perguruan tinggi negeri ataupun swasta secara khusus telah diatur dalam 



 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih 

Teknologi Kekayaan Intelektul serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh 

Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Dalam Pasal 5 ayat (1) 

disebutkan bahwa: 

“Kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang 

dihasilkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi 

dan lembaga litbang yang dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah dan/atau 

pemerintah daerah merupakan milik pemerintah dan/atau pemerintah daerah.” 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, hak cipta atas setiap ciptaan lahir dari 

kegiatan penelitian perguruan tinggi yang dibiayai oleh perintah atau pemerintah daerah 

berada pada pihak pemerinlah atau pemerintah daerah yang membiayai penelitian 

tersebut. Dalam hal ini, bisa terjadi bahwa pihak perguruan tinggi dianggap melakukan 

commissioned work meskipun perguruan tinggi berkreasi bebas dalam mewujudkan atau 

molakukan penelitian tersebut. 

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 lahun 2005 

tersebut tidak diatur kemungkinan adanya kepemilikan secara joint ownership antara 

perguruan tinggi dan negara atau pemerintah daerah yang telah membiayai penelitian 

tersebut. Sebaliknya, dalam Pasal 6 dipertegas lagi bahwa perguruan tinggi sebagai 

pelaksana penelitian tidak dapat mengalihkan hak milik kekayaan intelektual atas hasil 

penelitiannya kepada pihak lain. 

 

B. Terjadinya Pengalihan Kepemilikan Atas Hak Cipta Menurut UUHC 

Pengalihan hak cipta yang dilakukan dengan akte otentik atau akte di bawah 

tangan merupakan suatu upaya untuk memberikan penegasan mengenaihak dan 

kewajiban para pihak. Berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata penyerahan piutang atas 



 

nama dan kebendaan takbertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta 

otentik atau akta di bawah tangan dengan hak atas kebendaan tersebut dilimpahkan 

kepada orang lain. 

Ketentuan Pasal 613 KUHPerdata mengatur hak cipta sebagai benda bergerak 

tidak berwujud Dalam peralihannya dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah 

tangan. Namun dalam praktik masih terdapat pengalihan hak cipta yang dilakukan 

secara lisan. Pengalihan hak secara lisan tidak diakui oleh UU Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta. 

Pengalihan hak secara tertulis akan lebih menjaga kepastian hukum dan 

kejelasan jika dibandingkan dengan persetujuan secara lisan, apalagi pengalihan hak 

cipta yang dilakukan secara diam-diam. Hal itu mengingat terlalu banyaknya 

kepentingan yang tersangkut dalam  persoalan   hak cipta, termasuk   kepentingan  ahli  

waris  di kemudian hari. 

Pengalihan hak cipta itu didasari oleh motif ekonomi, yaitu keinginan untuk 

memperoleh manfaat ekonomi atau keuntungan secara komersial. Pencipta mengalihkan 

hak cipta dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari penjualan ciptaan, 

sedangkan hak cipta suatu ciptaan tetap ada di tangan pencipta selama ciptaan itu tidak 

diserahkan seluruh hak ciptanya. 

Berlakunya asas kemanunggalan hak cipta dengan penciptanya tersebut 

mengandung makna bahwa hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak 

dapat dijual lagi untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama. Apabila timbul sengketa 

antara beberapa pembeli hak cipta yang sama atas suatu ciptaan, perlindungan diberikan 

kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh hak cipta tersebut.Hak cipta dapat 



 

beralih, baik seluruhnya maupun sebagian, melalui-pewarisan, hibah, dan wasiat. 

Pengalihan dilakukan dengan memanfaatkan hak, yaitu berupa hak reproduksi, hak 

mempertunjukkan, hak mengadaptasi, dan hak menerjemahkan yang dapat dialihkan 

secara keseluruhan (secara sekaligus), dan dapat juga secara satu per satu atau sebagian, 

bahkan dapat hanya dalam bentuk tertentu, misalnya: 

5. bidang hak reproduksi, yang dialihkan hanya  hak reproduksi/ menerbitkan ciptaan 

itu dalam bentuk buku, bukan dalam majalah, bukan dalam surat kabar, dan 

sebagainya; 

6. bidang hak mempertunjukkan/memainkan, yang dialihkan hanyalah hak untuk 

memainkan musik tertentu di Taman Isrnail Marzuki (TIM) Jakarta saja, bukan 

untuk dimainkan di televisi, radio, dan sebagainya; 

7. bidang hak adaptasi, yang dialihkan adalah hak untuk membuat film dari ciptaan 

yang bersangkutan, bukan untuk disandiwarakan; 

8. bidang hak terjemahan, yang dialihkan adalah hak untuk menerjemahkan karangan 

yang bersangkutan hanya dalam bahasa Jepang, bukan dalam bahasa Spanyol atau 

bahasa Rusia,dan sebagainya. 

Di sisi lain hak cipta menjadi milik negara, apabila suatu ciptaan sama sekali 

tidak diketahui penciptanya dan harus telah didahului dengan upaya untuk mengetahui 

dan menemukan pencipta yang bersangkutan baru, Setelah benar-benar diyakitu bahwa 

ciptaan tidak diketahui atau tidak ditemukan penciptanya, hak cipta atau ciptaan tersebut 

ditetapkan dikuasai oleh negara. Namun, apabila di kemudian hari ada pihak yang dapat 

membuktikan sebagai pencipta atau adanya ciptaan tersebut, negara akan menyerahkan 



 

kembali hak ciptakepada yang berhak. Di samping itu, hak cipta juga dapat dialihkan, 

baik sebagian maupun seluruhnya, melalui jualbeli dan dengan perjanjian lisensi. 

Pengalihan hak cipta dapat juga dilakukan dengan transfer dan/atau assignment, 

transfer mengacu pada pengalihan yang berupa/berisikan pelepasan hak kepada pihak 

lain dan dalam pengalihan dapat dalam bentuk pewarisan, hi bah, wasiat, atau perjanjian 

jualbeli. Assignment mengacu pada pengalihan yang berisikan pemberian persetujuan 

atau izin untuk memanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya assignment 

mengambil bentuk perjanjian lisensi. 

Beralih atau dialihkannya hak cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi 

harus dilakukan secara tertulis, baik dengan maupun tanpa akta notariil, Hak cipta dapat 

beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena berikut ini, 

1.   Pewarisan 

Pengertian pewarisan, hibah, dan waris dalam UUHC 2014 pada penjelasan 

Pasal dinyatakan cukup jelas, dengan demikian pengertian pewarisan, hibah dan waris 

dikembalikan pengaturannya sesuai dengan yang diatur dalam KUHPerdata. 

Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang 

yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan 

masyarakat yang lebih berhak. Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni: 

hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Setiap daerah memiliki 

hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerababatan yang mereka anut. 

Hukum waris Islam adalah suatu hukum yang mengatur pembagian harta 

peninggalan seseorang yang berdasarkan Alqur’an dan Hadis. Dalam hukum waris 



 

Islam dikenal istilah bahar kalam, yaitu anggota keluarga yang memiliki hak atas harta 

peninggalan seorang yang meninggal dunia, yaitu:  

a. laki-laki meliputi anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah kakek/ 

ayahnya ayah, saudara kandung anak laki-laki dari saudara laki-laki, suami, paman, 

anak dari paman laki-laki, dan laki-laki yang memerdekakan budak;  

b. perempuan  meliputi anak perempuan,  cucu   perempuan dari anak laki-laki, ibu, 

nenek, saudari kandung istri, dan wanita yang memerdekakan budak, 

Pembagian berdasarkan waris  Islam dilakukan  dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

(1) setengah untuk bagian anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari 

seayah ibu, serta saudari seayah dan suami jika tanpa anak;  

(7) seperempat untuk bagian suami bersama anak atau cucu, Istri tanpa anak atau cucu 

dari anak laki-laki;  

(2) seperdelapan untuk bagian istri bersama anak atau cucu dari anak laki-laki;  

(3) sepertiga untuk bagian Ibu tanpa ada anak, saudari seibu duaorang atau lebih; 

(4) duapertiga untukbagian anak perempuan, cutu perempuan darianak laki-laki, saudari 

seayah ibu, dan saudari seayah; 

(5) seperenam untuk bagian Ibu bersama anak atau cucu dari anak laki-laki, nenek, 

saudari seayah bersama saudari seayah ibu, ayah bersama anak atau cucu dari anak 

laki-laki, serta Kakek. Waris berdasarkan KUHPerdata, yang dimaksud dengan 

hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan  

harta  kekayaan  seseorang yang telah  meninggal dunia. Dengan kata lain hukum 



 

waris mengatur peralihan harta kekayaan yang dititiggalkan oleh seseorang yang 

telah meninggal dunia beserta akibatnya bagi ahli waris. 

Pada dasarnya yang dapat diwariskan hanyalah hak dan kewajiban di bidang 

hukum kekayaan, termasuk hak cipta program komputer, kecuali hak dan kewajiban di 

bidang hukum yang tidak dapat diwariskan, seperti perjanjian kerja, hubungan kerja, 

keanggotaan perseroan dan pemberian kuasa. Adapun hak dan kewajiban di bidang 

hukum yang dapat diwariskan adalah hak dari suami untuk menyangkal keabsahan anak. 

Hukum waris diatur dalam Pasal 528 dan Pasal 584 KUHPerdata. Dalam subjek 

hukum waris terbagi dua yaitu perwaris, yaitu seseorang yang meninggalkan harta dan 

diduga meninggal dengan meninggalkan harta, dan ahli waris, yaitu mereka yang sudah 

lahir pada saat warisan terbuka. Hal itu berdasarkan Pasal 836 KUHPerdata. 

Adapun prinsip wmum dalam kewarisan perdata antara lain pewarisan terjadi 

karena meninggalnya pewaris dengan sejumlah harta serta hak dan kewajiban di bidang 

harta kekayaan “beralih” demi hukum. Hal itu berdasarkan Pasal 833 KUHPerdata, yang 

menimbulkan hak untuk menuntut (heriditatispetitio); 

Pihak yang berhak mewaris menurut KUHPerdata adalah mereka yang memiliki 

hubungan darah. Hal itu berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata, yaitu harta tidak boleh 

dibiarkan tidak terbagi, dan setiap orang cakap untuk mewaris (kecuali ketentuan Pasal 

838 KUHPerdata). 

KUHPerdata juga mengatur mengenai syarat-syarat pewarisan hukum waris 

perdata, antara lain pewaris meninggal dan meninggalkan harta serta hubungan antara 

pewaris ahli waris harus ada hubungan darah untuk maksud mewaris berdasarkan 



 

undang-undang. Ahli waris harus patut mewaris atau cakap mewaris dan pengecualian 

terdapat pada ketentuan Pasal 838 KUHPerdata. 

Pengecualian tersebut diberlakukan untuk orang yang dianggap tidak pantas 

untuk menjadi ahli waris, sehingga ia tidak mungkin mendapat warisan, yaitu seorang 

yang dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang 

mewarisi, dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah 

mengajukan tuduhan terhadap pewaris, yaitu bahwa pewaris pernah melakukan suatu 

kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih 

berat lagi, telah menghalangi orang yang telah meninggal dengan kekerasan atau 

perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya, dan telah 

menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan, wasiat orang yang meninggal. 

Dalam KUHPerdata juga diatur mengenai peristiwa yang menyebabkan pewaris 

dan ahli waris meninggal secara bersama-sama, Hal itu disebutkan dalam Pasal 831 

KUHPerdata yang menyatakan bahwa apabila beberapa orang, yang antara seorang dan 

yang lainnya ada hubungan pewarisan meninggal karena suatu kecelakaan yang sama 

atau meninggal pada hari yang sama, tanpa diketahui siapa yang meninggal lebih 

dahulu, mereka dianggap meninggal pada saat yang sama dan terjadi peralihan warisan 

dan yang seorang kepada yang lainnya. Oleh karena itu, dapat ditegaskan kembali 

bahwa jika tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu, maka tidak saling 

mawaris, tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu. 

Waris dalam hukum adat diatur sesuai dengan hukum adat di daerah masing-

masing. Apabila ahli waris dan/atau pewaris berasal dari daerah yang berbeda, 

pembagian waris didasarkan atas persetujuan dan/atau kesepakatan. 



 

2.   Hibah 

Dalam praktik pelaksanaan di Indonesia, khususnya penghibahan atas barang 

yang tidak bergerak, seperti penghibahan atas tanah dan rumah, selalu dipedomani 

ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1682 dan 1687 Kitab Undang-Undang Perdata, 

yaitu adanya formalitas dalam bentuk akta notaris. Hal itu juga berlaku ketentuan 

terhadap benda bergerak tidak berwujud untuk hak cipta program komputer. 

Menurut KUHPerdata, hibah tidak dapat dicabut kembali seperti yang tertera di 

KUHPerdata Pasal 1668, yaitu penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap 

berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk 

dalam hibah. Hibah semacam itu sekadar mengenai benda tersebut dianggap sebagai 

batal. 

Makna Pasal 1682 dan 1687 Kitab Undang-Undang Perdata dimaksud bahwa 

seseorang yang sudah menghibahkan harta tidak ada lagi kekuasaan pada penghibah 

terhadap barang yang sudah dihibahkan. Oleh karena itu dalam syarat tersebut di atas 

yaitu penghibah harus mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, 

sebagaimana diatur dalam 1320 KUHPerdata tentang sahnya. Perjanjian, yaitu sepakat, 

cakap, hal tertentu dan sebab yang halal. Dalam ketentuan tersebut tersebut arus sudah 

dewasa dan berakal, maksudnya sudah mampu berpikir tentang bagaimana akibatnya 

ketika melaksanakan hibah. 

Pada dasarnya hibah tidak dapat dicabut, tetapi hibah tetap dapat dicabut kembali 

ketika tidak terpenuhinya syarat-syarat hibah sebagaimana diatur dalam KUHPerdata 

Pasal 913 “, yaitu bagian mutlak atau legitime portie bagian dari harta peninggalan yang 

harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang. Terhadap 



 

bagianmana yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku 

pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat” Hibah juga dapat dicabut 

apabila penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan 

yang bertujuan mengambil jiwa penghibah atau apabila penerima hibah menolak 

memberikan tunjangan nafkah si penghibah, setelah penghibah jatuh miskin. 

3.    Wasiat 

Wasiat berasal dari kata “washshaitu asy-syaia, uushii, artinya aushaltuh (aku 

menyampaikan sesuatu)” yang juga berarti pesanan. Jadi berwasiat juga diartikan 

berpesan untuk melakukan sesuatu hal atau bermakna sesuatu janji kepada pihak lain 

untuk melakukan sesuatu ketika ia masih hidup atau setelah wafat. Jika dikaitkan 

dengan perbuatan hukum wasiat itu pada dasarnya juga bermakna transaksi pemberian 

sesuatu kepada pihak lain. Pemberian itu dapat berbentuk penghibahan harta atau 

pembebanan/pengurangan utang atau pemberian manfaat dari milik pemberi wasiat 

kepada yang menerima wasiat. 

Wasiat memberikan hak secara sukarela yang dikaitan dengan keadaan sesudah 

mati, baik diucapkan dengan kata atau bukan, sedangkan menurut Sayid Sabiq, wasiat 

adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang , maupun 

manfaat, untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah yang berwasiat mati. Pada 

dasarnya inti dari defitusi yang beragam itu ialah bahwa wasiat itu merupakan pesan 

dari seseorang yang isinya memberikan sejumlah harta atau pembatasan/pengurangan 

utang atau pemberian manfaat harta kepada orang lain setelah ia wafat. Dengan istilah 

lain, wasiat itu pesan memberikan harta kepada pihak lain yang pemberian itu mulai 

berlaku apabila pihak yang berpesan meninggal dunia. 



 

Sebagaimana hibah, wasiat juga dilakukan oleh sepihak, tidak ada kontraprestasi 

dari pihak penerima. Menurut pengertian tersebut, perbedaan mendasar wasiat dengan 

hibah adalah hibah dilaksanakan ketika pemberi masih hidup, tetapi wasiat didahukukan 

ketika pemberi sudah meninggal dunia. 

Perbedaan lainnya bahwa hibah menyangkut hak kebendaan, yang maksudnya 

hal yang menyangkut benda/barang yang bermanfaat bagi penerima hibah, sedangkan 

dalam wasiat bukan hanya dalam bentuk budels barang, tetapi berupa piutang atau 

manfaat lain yang tidak hanya bermanfaat bagi penerima wasiat. Teritasemen juga dapat 

berisileg eat yaitu suatu pernyataan pemberian sesuatu kepada seseorang. Adapun yang 

diberikan dapat berupa satu atau beberapa benda tertentu, seluruh benda dan satu macam 

jenis, hokvruck-gebruik atas sebagian atau seluruh warisan dan sesuatu hak lain terhadap 

budels. Orang yang melakukan legeat dinamakan legeataris ia bukan shli waris karena ia 

tidak menggantikan peninggal dalam hak dan kewajibannya (yang penting tidak 

diwajibkan membayar utangnya). Orang tersebut hanya berhak menuntut penyerahan 

benda atau pelaksanaan hak yang diberikan kepadanya dari ahli waris. 

4.    Perjanjian 

Perjanjian gdalah salah satu bagian dari perikatan, yang merupakan bentuk 

perikatan yang banyak terjadi dan yang sangat penting. Perikatan yang lahir dari 

perjanjian beriandaskan keinginan para pihak dan akibat hukum yang timbul 

dikehendaki oleh parapihak. Perikatan yang timbul dari undang-undang perikatan 

diadakan oleh undang-undang dan timbul di luar kemauan para pihak. 

Dalam pengalrhan hak cipta program komputer melalui perjanjian, hal pokok 

yang perlu pahami adalah moral dan etika para pihak yang melakukan perjanjian. Untuk 



 

itu dalam perjanian dikenal adanya asas hukum, asas hukum Perjanjian Lisensi Hak 

Cipta Program Komputer meliputi berikut ini. 

a.   Asas Kebebasan Berkontrak dan Sahnya Perjanjian 

Tahap awal perjanjian disepakati dan ditandatangani sampai dengan pelaksanaan 

perjanjian lisensi hak cipta program komputer, ada beberapa proses yang dilalui, yaitu 

pada tahap awal harus dipenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 dan 

Pasal 1338 KUH Perdata.Ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata 

menentukan Pertamo, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. 

Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itudiberikan karena kekhilafon atau diperoleh 

dengan poksaan atau penipuan . 

Kedua, adanya kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Setiap 

orang adalah cakap untuk membuat perikatan jika ia oleh undang-undang tidak 

dinyatakan tidak cakap. Tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah orang yang 

belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Orang yang dinyatakan 

tidak cakap boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat, yaitu dimana 

kekuasaan itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Setiap orang yang cakap untuk 

mengikatkan diri tidak diperkenankan mengemukakan ketidakcakapan orang yang 

belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dengan siapa mereka 

telah membuat suatu persetujuan. 

Ketiga, adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan. Hanya benda yang dapat 

diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan. Suatu persetujuan harus 

mempunyai pokok benda yang ditentukan jenisnya. Benda yang baru akan ada 

dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan 



 

Keempat, adanya suatu sebab yang halal. Suatu persetujuan sebab, atau yang 

telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan 

hukum. Jika lidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal, atau 

jika ada sesuatu sebab lain daripada yang dinyatakan, persetujuan demikian adalah sah. 

Adapun suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila 

berlawanan dengan kesusilaan yang balk atau bertentangan ketertiban umum. Ketentuan    

yang    diatur    dalam    Pasal    1338    KUHPerdata menentukan Pertama, semua 

persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi  mereka yang 

membuatnya. Oleh   sebab   itu,   setiap   persetujuan   yang   melahirkan    adanya 

perjanjian   atau  kontrak,   kekuatan   perjanjian   itu   sama   dengan undang-undang, 

Artinya, para pihak yang terikat di dalam perjanjian itu harus menaati klausul-klausul 

yang telah disepakatinya. Jika salah satu  pihak cidera,  maka dengan  bantuan   negara, 

dalam   hal  itupengadilan, dapat memaksakan pelaksanaan klausul yang diciderai itu 

melalui alat-alat negara. Adalah oscrs pocta sunt servanda maka menurut asas itu setiap 

perjanjran adalah mengikat dan harus ditaati oleh mereka yang membuatnya untuk 

dilaksanakan; 

Kedua, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua 

belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk 

itu. Dengan ketentuan yang demikian rnaka safah satu pihak tidak boleh berbuat 

sewenang-wenang terhadap pihak yang lain sehingga menimbulkan perjanjian diputus di 

tengah jalan. Adapun jika akan memutus perjanjian di tengah jalan maka salah satu 

alasan adalah tidak dipenuhrnya ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata; dan Ketigo, 

persetujuan itu harus dilaksanakan dengan iktikad baik (good foit/ter goede trouw/bona 



 

fides), artinya bahwa para pihak satu sama lain harus berlaku patut, tanpa tipu daya, 

tanpa tipu muslihat, tanpa akal-akalan, tanpa mengganggu pihak lain, tidakmelihat 

kepentingan sendiri tetapr harus melihat kepentingan pihak lain termasuk dalam hal itu 

kepentingan masyarakat umum. 

Asas kebebasan berkontrak itu berlaku universal, artinya sistem hukum kontrak 

di negara lain, baik yang bercorak continentalmaupun common law mengakui asas 

kebebasan berkontrak. Asas itu mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi 

manusia serta sebagai perwujudan dari asas yang lebih umum, yaitu persamaan 

kedudukan. 

Apabila secara hukum para pihak dianggap memiliki persamaan kedudukan, 

mereka mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum 

adalah berbuat atau tidak berbuat berdasarkan norma hukum yang berlaku sehingga 

menimbulkan akibat hukum yang dipertanggungjawabkan kepada yang berbuat atau 

tidak berbuat. Dengan demikian, semua bentuk hukum pada dasarnya bertujuan secara 

filsafatt, yaitu hukum untuk keadilan; secara sosiologis, yaitu hukum untuk kegunaan; 

dan secara yuridis, yaitu hukum untuk memberi kepastian. 

6.    Asas Kepatutan atau Kewajaran 

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian pada umumnya dan dalam perjanjian lisensi 

hak cipta program komputer pada khususnya, perlu dipenuhinya syarat budi dan 

kepatutan (redelijkheid en billijkheid). Redelijk mempunyai makna dapat dimengerti 

dengan intelektual atau akal sehat atau dengan budi (reasonable). Biliijk mempunyai 

makna dapat dirasakan sebagai sopan, atau patut, atau adil. Dengan demikian, redelijk 

dan billijk mefiputi semua yang dapat ditangkap dengan intelektual manusia dan dengan 



 

perasaannya. Jadi, iktikad baik itu menunjuk suatu keadaan jiwa, yaitu keadaan jiwa itu 

drlindungr hukum. 

Asas iktikad baik dapat dikatakan sebagai asas yang khas terdapat dalam 

sistemhukum kontrak continental. Dalarn sistem hukum kontrak common law tidak 

dikenal secara eksplisit eksistensi dari asas iktikad atau kehendak atau maksud baik itu. 

Asas iktikad baik juga dapat berfungsi sebagai penyeimbang dari adanya asaskebebasan 

berkontrak. Fungsi penyeimbang itu akan berjalan bersama-sama dengan asas 

kewajaran. Asas iktikad baik hendaknya diterapkan untuk mengatur persoalan kontrak 

khususnya yang menyangkut proses sebelum perundingan, selama perundingan, 

pembuatan kontrak, dan dalam pelaksanaan kontrak. 

Asas iktikad baik, asas kewajaran, kelayakan, atau kepatutan juga merupakan 

asas penyeimbang bagi penerapan asas kebebasan berkontrak. Asas itu tipikal khas 

terdapat pada sistem hukum kontrak common law. Asas itu pula yang oleh sebagian 

besar ahli hukum kontrak sering dianggap setara dengan asas kewajaran. Asas 

kewajaran akan sangat berperan penting untuk dijadikan alat penilaian bagi klausul yang 

tidak tergolong unfair. 

Dengan kata lain, parameter atau tolok ukur untuk menentukan suatu klausul 

dalam kontrak standar ataupun kontrak bukan standar adalah atau unfair maka untuk itu 

dipakai asas kewajaran. 

c.    Asas Kewajiban 

Pada tahap pelaksanaan suatu perjanjian antarahak dan kewajiban terdapat 

hubungan yang sangat erat, kewajiban yang satu mencerminkan adanya hak yang lain, 

demikian pula sebaliknya. Apabila pemilik atau pemegang hak cipta program komputer 



 

mempunyai suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu yang ditujukan kepada pemakai 

atau konsumen maka dengan melakukan suatu perbuatan yang ditujukan kepada 

pemakai atau konsumen, pemilik atau pemegang hak cipta program komputer telah 

menjalankan kewajibannya. Sebaliknya, karena adanya kewajiban terhadap pemilik 

ataupemegang hak cipta program komputer, pemakai atau konsumen mempunyai suatu 

hak yang dapat dituntutkan kepada pemilik ataupemegang hak cipta berupa kewajiban 

yang harus dilaksanakan. 

d.   Asas Hak 

Hak merupakan tuntutan sah dan dapat dibenarkan yang dibuat oleh orang atau 

kelompok orang atau suatu korporasi yang satu terhadap orang atau kelompok orang 

atau korporasi yang lain. Orang atau kelompok atau korporasi yang memiliki hak dapat 

menuntut orang atau kelompok atau korporasi lain untuk menghormati dan memenuhi 

hak itu. 

Pada awal mulanya hak dalam zaman Yunani Kuno, menurut Plato dan 

Aristoteles, belum berbicara tentang hak dalam arti yang sebenarnya. Kata iusiuris 

dalam bahasa Latin semula diartikan sebagai law atau hukum objektif, yaitu keseluruhan 

undang-undang, aturan, dan lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat demi 

kepentingan umum, Pada akhir abad pertenganan kata /us berkembang pengertiannya 

menjadi arti subjekttf (right), bukan benda saja yang dapat dimiliki orang, melainkan 

ciri yang dimiliki oleh seseorang, yaitu kesanggupan seseorang untuk dengan suka hati 

menguasai sesuatu atau melakukan sesuatu. 

Hak dalam arti modern lahir pada akhir abad ke-17 dan dalam abad ke-l8 dengan 

ciri bahwa manusia lahir bebas terlepas dari setiap ikatan dengan hukum objektif, Hak 



 

dalam arti modern itu baru dapat timbul sesudah diakui kebebasan dan otonomi setiap 

manusia,Keinsyafan terhadap martabat manusia sebagai makhluk yang bebas dan 

otonom merupakan syarat untuk memungkinkan diakui hak. Hak yang timbul dan 

dimiliki oleh para pihak pada perjanjian lisensi hak cipta program komputer merupakan 

hak khusus. Hak khusus timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia atau 

karena fungsi khusus yang dimiliki orang satu terhadap orang lain. Hak umum dimiliki 

manusia bukan karena hubungan manusia, melainkan hak umum (natural rights) itu 

dimiliki oleh setiap manusia tanpa kecuali atau disebut sebagai hak asasi manusia atau 

human rights. 

Berkaitan dengan hak asasi manusia itu, di dalam Pasal 1 Pernyataan Umum tentang 

Hak Asasi Manusia ditentukan sebagai berikut. 

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang 

sama, Mereka dikaruniai akal serta hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain 

dalam semangat persaudaraan. Lebih lanjut apabila hak cipta dikaitkan dengan hak asasi 

manusia, 

Pengaturan dalam Pasal 27 menentukan, bahwa: 

(i) setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam kehidupan kebudayaan 

masyarakat, untuk mengecap kenikmatan kesenian dan berbagi dalam kemajuan 

ilmu pengetahuan dan manfaatnya;dan 

(ii) setiap orang berhak untuk memperoleh periindungan atas kepentingan-kepentingan 

morif dan material yang diperoleh sebagai hasil dari sesuatu produksi ilmiah, 

kesusastraan, atau kesenian yang diciptakannya. 



 

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum
6
 adalah bahwa (1) hak itu 

dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu; (2) 

hak itu tertuju kepada orang lain; (3) hak yang ada pada seseorang mewajibkan pihak 

lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan; (4) untuk melakukan 

atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tersebut menyangkut sesuatu yang bisa disebut 

sebagai objekdari hak; dan (5) setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu 

suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. 

Dengan demikian, para pihak yang terlibat pada perjanjian lisensi hak cipta 

program komputer dalam melakukan pengalihan hak berhak atas prestasi yang wajib 

dilaksanakan oleh pihak lain sesuai dengan klausul kontrak atau perjanjian yang telah 

disepakati. Setiap pihak dapat melakukan tuntutan haknya secara sah dan dapat 

dibenarkan oleh hukum, sedangkan pihak lain menghormati atau memenuhi tuntutan 

hak itu sebagai kewajibannya. 

e.   Asas Keadilan 

Di dalam suatu perjanjian lisensi hak cipta program komputer, keadilan 

merupakan tiang utama yang menjadi jembatan antara hak dan kewajiban para pihak 

yang terlibat di dalam pelisensian tersebut. Adil, berarti: 

1).  tidak berat sebelah, tidak memihak; 

2).  berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; 

3).   sepatutnya, tidak sewenang-wenang. 

Definisi keadilan pertama kali dikemukakan oleh Ulpianus yang mengutip 

gagasan Celcus, yaitu bahwa keadilan adalah tribuere caique suum atau to give 



 

everybody his own atau memberikan kepada setiap orang yang dia mempunyai atau 

memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya  

Dalam teori keadilan dikenal adanya teori yang disebuit sebagai keadilan 

retributif dan keadilan kompensatoris. Keadilan retributif berkaitan dengan kesalahan, 

maksudnya hukuman atau denda yang dijatuhkan kepada seseorang yang bersalah harus 

bersifat adil, artinya orang yang dihukum atau didenda harus tahu atau sadar apa yang 

dilakukan atau orang yang dihukum atau didenda harus benar-benar berbuat salah dan 

hukuman atau denda harus konsisten serta proporsional dengan kesalahan yang 

dilakukan. Keadilan kompensatoris mengharapkan orang yang mempunyai kewajiban 

moral untuk memberi kompensasi atau ganti rugi kepada orang yang dirugikan, dengan 

syarat perbuatannya sungguh-sungguh merupakan kelalaian dan menyebabkan kerugian 

bagi orang lain. 

Para pihak di dalam perjanjian lisensi hak cipta program komputer dalam tahap 

awal pengalihan hak melalui perjanjian harus memperhatikan kewajiban pihak lainnya. 

Artinya, pelaksanaan kewajiban pihak lain tersebut jangan menjadi sebab terputusanya 

hubungan di antara para pihak. Dengan memperhatikan kewajiban pihak lain 

pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta dalam tahap lisensi berjalan baik, luwes, dan 

ada hasil yang saling menguntungkan. 

a.    Perjanjian Lisensi 

Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemilik kepada pihak lain melalui 

suatu perjanjian berdasarkan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari 

suatu objekyang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat 

tertentu.Menurut Undang-Undang Hak Cipta Lisensi, adalah izin yang diberikan oleh 



 

pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain bertujuan 

mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan 

persyaratan tertentu. 

Pengalihan atas hak cipta dapat dilakukan agar pihak lain selain pencipta dapat 

menikmati manfaat dari suatu karya cipta. Jika terjadi pengalihan hak cipta, maka hak 

cipta yang semula dimiliki oleh pencipta akan beralih pula kepada pihak lain sehingga 

secara ekonomi pencipta akan kehilangan kepemilikan atas hak cipta tersebut.Dalam hal 

itu, lisensi mempunyai pengertian untuk memberikan izin oleh yang berwenang untuk 

melakukan suatu perbuatan. Jadi, dengan perjanjian lisensi, pemberi lisensi (licensor) 

memberikan izin kepada penerima lisensi (licensee) untuk menggunakan hak kekayaan 

intelektual milik licensor. Pemberian lisensi oleh licensor kepada licensee untuk 

menggunakan HKI licensor tersebut disertai pembayaran imbalan berupa royalti kepada 

licensor. Secara umum, dalam hak cipta, hak ekonomi, antara lain meliputi hak 

reproduksi atau penggandaan (reproduction right), hak adaptasi (adaptation right), hak 

distribusi (distribition right), hak pertunjukan (public performance right), hak penyiaran 

(broadcasting right), hak program kabel (cable casting right), Droit de Suite, hak 

pinjam masyarakat (public lending right), hak untuk mengumumkan dan hak untuk 

mentransformasikan ciptaan atau mengalihkan ciptaan. 

Perjanjian Lisensi pada dasarnya pemberian izin oleh pemegang hak kepada 

pihak lain untuk memanfaatkan haknya (tanpa terjadi pengalihan hak). Pemanfaatan 

tersebut dapat berupa perbanyakan, pengumuman, atau penyewaan. Pemegang hak cipta 

dapat memberikan izin melalui perjanjian lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan 



 

karya ciptanya dan isi perjanjian lisensi harus tidak menyimpang dari ketentuan dalam 

undang-undang. 

UUHC 2002, Pasal l, yang dimaksud dengan lisensi adalah izin yang diberikan 

oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk 

mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak Terkaitnya dengan 

persyaratan tertentu. 

Dalam Pasal 3 ayat (2) di sebutkan bahwa hak cipta dapat beralih atau diatihkan, 

baik seluruhnya maupun sebagian, karena perjanjian tertulis, beralih, atau dialihkannya 

hak cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis, baik 

dengan maupun tanpa akta notariiI.Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi 

kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. 

Pencipta atau pemegang hak cipta atas karya program kornputer memiliki hak 

untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya 

menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial,Lingkup 

perjanjian lisensi hak cipta meliputi semua perbuatan untuk mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaan dan dengan kewajiban memberikan royalti kepada pencipta atau 

pemegang hak cipta oleh penerima Lisensi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak 

dan berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh 

wilayah negara Republik Indonesia. Pemegang hak cipta tetap boleh meiaksanakan 

sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketrga untuk mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaannya. 



 

Perjanjian lisensi hak cipta program kornputer dilarang memuat ketentuan yang 

dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat 

ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Agar dapat mempunyai 

akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 

b.   Jenis Perjanjian Lisensi 

Jenis perjanjian lisensi hak cipta program komputer terbagi atas dua jenis 

perjanjian, yaitu perjanjian lisensi secara tertutup (lisensi close source), dan perjanjian 

lisensi secara terbuka (open source), dengan penjelasan: 

 

1)   Perjanjian Lisensi Secara Tertutup (Lisensi Close Source) 

Lisensi perangkat lunak dose source merupakan lisensi yang umumnya dibuat 

dengan perjanjian baku, formal, dan bersifat komersial, dan dimiliki oleh perusahaan 

besar, antara lain IBM, Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Acrobat, 

PhotoShop, Corel Draw, Page Maker, AutoCAD, beberapa perangkat lunak Anti Virus 

(Norton Anti, MCAffee, Bitdefender, Kaspersky), dalam perangkat lunak Firewall (Tiny, 

Zona Alarm, dan Seagate). 

Perjanjian baku atau standard contract, merupakan perjanjian yang sudah umum 

digunakan oleh sebagian besar di dunia bisnis, Perjanjian baku merupakan perjanjian 

yang isinya telah diformulasikan oleh suatu pihak dalam bentuk formulir. Lahirnya 

perjanjian baku dilatarbelakangi oleh perkembangan masyarakat modern, dan 

perkembangan keadaan sosial ekonomi. Tujuan semula diadakannya perjanjian baku 

adalah alasan efisiensi dan alasan praktis. 



 

Jenis lisensi dose source sangat beragam dan bervariasi antara perusahaan satu 

dan perusahaan lain, mempunyai karakteristik yang berbeda-beda bergantung pada 

keinginan dan strategi perusahaan tersebut dalam mengedepankan mengaruhi konsumen 

untuk menggunakan produknya. 

Dalam The Hallowen Document terdapat beberapa jenis lisensi yang dapat 

digunakan oleh Microsoft untuk program   kornputer. 

Beberapa jenis lisensi tersebut, antara lain adalah: 

2. (a)  lisensi commercial yaitu jenis lisensi yang biasa ditemui pada perangkat   lunak,   

sepertf   Microsoft   dengan   Windows   dan Offienya,   Lotus,   dan  Oracle dan   

lain,   Perangkat  lunak,  yangdiciptakan dengan lisensi rtu memang dibuat untuk 

kepentingan komersial sehingga pengguna yang ingin menggunakannya harus 

membeli atau mendapatkan izin penggunaan dari pemegang hak cipta, 

(j) lisensi trial perangkat lunak adalah jenis lisensi yang biasa ditemukan pada 

perangkat lunak untuk keperluan demo dari sebuah perangkat lunak sebelum 

diluncurkan ke masyarakat atau biasanya sudah diluncurkan, tetapi memiliki batas 

masa aktif. Lisensi itu mengizinkan pengguna untuk menggunakan, menyalin atau 

menggandakan perangkat lunak tersebut secara bebas. Namun karena bersifat demo, 

sering kali perangkat lunak dengan lisensi itu tidak memiliki fungsi dan fasilitas 

selengkap versi komersialnya dan biasanya dibatasi oleh masa aktif tertentu 

(k) lisensi nan commercial yaitu lisensi yang biasanya diperuntukkan untuk kalangan 

pendidikan atau yayasan tertentu di bidang sosial, sifatnya yang tidak komersial atau 

biasanya gratis, tetapi dengan batasan penggunaan tertentu 



 

(l) lisensi shareware yaitu lisensi yang mengizinkan pemakainya untuk menggunakan, 

menyalin atau menggandakan tanpa harus meminta izin pemegang hak cipta. 

Berbeda dengan trial perangkat lunak, lisensi itu tidak dibatasi oleh batas waktu 

masa aktif dan memiliki fitur yang lengkap. Lisensi jenis itu biasanya ditemukan 

pada perangkat lunak perusahaan kecil 

(m) lisensi freeware yaitu lisensi yang biasanya ditemukan pada perangkat lunak yang 

bersifat mendukung, memberikan fasilitas tambahan, atau memang free/gratis. 

Contoh yang bersifat mendukung antara lain adalah plug in tambahan yang biasanya 

menempel pada perangkat lunak induk seperti Eye Candy yang menempel pada 

Adobe Photoshop, dan 

(n) lisensi royalti-free binarie yaitu lisensi yang serupa dengan lisensi freeware, tetapi 

hanya saja produk yang ditawarkan adalah library yang berfungsi melengkapi 

perangkat lunak yang sudah ada, bukan merupakan suatu perangkat lunak yang 

berdiri sendiri. 

2)    Perjanjian Lisensi Secara Terbuka (Lisensi Open Source) 

Lisensi open source mempunyai ciri-ciri bahwa pengguna dapat menginstal 

perangkat lunak secara optimal pada komputer, jumlah pengguna perangkat lunak tidak 

dibatasi, pengguna dapat membuat salinan terhadap perangkat lunak tersebut sebanyak 

yang diinginkan dan memberikannya kepada siapa pun (distribusi ulang free atau 

terbuka), serta tidak ada batasan dalam memodifikasi program dan mendistribusikannya 

atau bahkan menjual perangkat lunak tersebut. Adapun jenis lisensi open source adalah: 



 

(a) General Public License (GPL), yaitu lisensi untuk suatu program dapat digunakan, 

dimodifikasi, atau didistribusikan oleh pihak lain tanpa ada pembatasan dari 

pembuatnya; 

(b) Berkeley Perangkat lunak Distribution License (BSD), yaitu lisensi yang relatif 

memiliki lebih sedikit keterbatasan pada apa yang boleh dilakukan para developer, 

termasuk boleh membuat karya turunan yang bersifat proprietary; 

(c) The X Concortiun License, yaitu lisensi yang digunakan oleh distribusi X Window, 

lisensi itu hampir membolehkan modifikasi apa pun; 

(d) The Artistic adalah lisensi yang digunakan oleh perlindungan dan pengembangan, 

lisensi itu memodifikasi beberapa aspek yang bersifat kontroversial pada GPL. 

Lisensi itu melarang penjualan perangkat lunak, tetapi membolehkan penyertaan 

program lain yang dijual; 

(e) Mozilla Public License (MPL) yaitu lisensi yang digunakan oleh netscape ketika 

melepaskan source code browser netscape. Lisensi itu memperbolehkan para 

developer untuk karya derivatif yang bersifat proprietary; dan 

(f) Q Public License (QPL) yaitu fisensi yang digunakan Trolltech ketika melepaskan 

library Q. 

Beberapa   fitur yang sama   yang  dimiliki   lisensi  open source memiliki 

karakteristik:  

1. pengguna dapat menginstal perangkat lunak pada sebanyak-banyaknya komputer. 

2. jumlah pengguna perangkat lunak tidak dibatasi. 



 

3. pengguna dapat membuat salinan terhadap perangkat lunak sebanyak yang 

diinginkan dan memberikannya kepada siapa pun (distribusi ulang free atau 

terbuka). 

4. tidak ada batasan dalam memodifikasi program, dan 

5. tidak ada batasan untuk mendistribusikan atau bahkan menjual perangkat lunak. 

 

 

c.    Bentuk dan Isi Perjanjian Lisensi 

1)   Bentuk Perjonjian Lisensi 

Bentuk perjanjian lisensi hak cipta program komputer dalam pengalihan hak 

melalui transaksi elektronik mempunyai bentuk yang beragam dan cakupan muatan 

materi yang luas. Adapun bentuk perjanjian lisensi meliputi: 

a) hak yang diberikan dalam lisensi 

(4) hak khusus atau tidak khusus, terutama berkaitan dengan produk yang 

seragam. 

(5) dapat ditarik kembali/tidak, sehubungan dengan masalah pelanggaran, dan 

(6) hak untuk menggunakan manual pemakaian dan dokumentasi terkait. 

b) Jangka waktu lisensi 

(1) tidak terbatas atau terbatas. 

(2) hak memperbarui dan jangka waktunya. 

c) Ruang lingkup lisensi: 

(1) lisensi yang digunakan secara internal dan digunakan untuk kepentingan 

komersial 



 

(2) jumlah pengguna yang disebutkan namanya atau yang konkuren dan variasi 

lainjumlah unit/produk 

(3) hak memperbanyak untuk cadangan, hak untuk hak cipta, dan 

(4) hak untuk mengubah perangkat lunak dan mengombinasikannya dengan produk 

lain, siapa yang menjadi pemilik basil modifikasi dan masalah hak cipta. 

d) Pembatasan pengalihan dan sublisensi 

(1) Biasanya lisensi tidak boleh dialihkan, ditransfer, disublisensikan, atau 

dijaminkan. 

(2) Biasanya lisensi tidak boleh menggunakan penemuan untuk kepentingan pihak 

di luar perjanjian (pelatihan bagi pihak ketiga), tidak boleh membagi pemakaian 

secara komersial, tidak boleh menyewakan, atau tidak boleh menggunakan 

penemuan untuk layanan lain. 

(3) Pembatasan penggunaan dilakukan pada lokasi tertentu saja. 

e) Hak atas Source Code. 

(1) Apakah lisensi perlu memperoleh atau mempunyai akses kepada kode sumber? 

Seberapa praktis jika boleh. 

(2) Kestabilan lisensor 

(3) Source code escrow dan pilihannya 

(4) Pembatasan terhadap kapan source code dapat diakses atau digunakan 

(5) Apakah updating source code dimungkinkan bagi lisensi. 

f) Pemilikan atas penemuan 

(1) Menyatakan pemilikan lisensor atas seluruh hak, hak cipta, merek, dan seluruh 

hak pemilikan lainnya dalam penggunaan produk dan dokumen terkait 



 

(2) Pengakuan akan rahasia dagang 

(3) Pembatasan akses di bagi pegawai, konsultan, atau pihak ketiga 

(4) Pemilikan merupakan representase lisensor atas penemuan. 

(5) Masalah pemilikan berkaitan dengan modifikasi lisensee. 

(6) Pemilikan akan salinan diciptakan pengguna. 

g) Ketentuan pembayaran 

(1) Jadwal pembayaran 

(2) Potongan 

(3) Pembayaran dalam kaitan dengan penerimaanlisensi atas pengujian produk 

(4) Fee atas keterlambatan 

(5) Biaya pengiriman barang 

(6) jumlah pengguna perangkat lunak tidak dibatasi. 

(7) pengguna dapat membuat salinan terhadap perangkat lunak sebanyak yang 

diingrnkan dan memberikannya kepada siapa pun (distribusi ulang free atau 

terbuka). 

(8) tidak ada batasan dalam rnemodrfikasi program, dan 

(9) tidak ada batasan untuk mendistribusikan atau bahkan menjuaf perangkat lunak. 

c.    Bentuk dan Isi Perjanjian Lisensi 

1)    Bentuk Perjanjian Lisensi 

Bentuk perjanjian lisensi hak cipta program komputer dalam pengalihan hak 

melalui transaksi elektronik mempunyai bentuk yang beragam dan cakupan muatan 

materi yang luas. Adapun bentuk perjanjian lisensi meliputi: 

a)   hak yang diberikan dalam lisensi 



 

(1)  hak khusus atau tidak khusus, terutama berkaitan dengan produk yang 

seragam. 

(2) dapat ditarik kembali/tidak, sehubungan dengan masalah pelanggaran, dan 

(3) hak untuk menggunakan  manual pemakaian dan dokumentasi terkait. 

b)   Jangka waktu lisensi 

(1) tidak terbatas atau terbatas. 

(2) hak memperbarui dan jangka waktunya. 

c)    Ruang lingkup lisensi: 

(1) lisensi yang digunakan secara internal dan digunakan untuk kepentingan 

komersial 

(2)  jumlah pengguna yang disebutkan namanya atau yang konkuren dan 

variasi lain 

(3)  jumlah unit/produk 

(4)  hak memperbanyak untuk cadangan, hak untuk hak cipta, dan 

(5)  hak untuk mengubah perangkat lunak dan mengombinasi-kannya dengan 

produk lain, siapa yang menjadi pemilik hasil modifikasi dan masalah hak 

cipta. 

d)   Pembatasan pengalihan dan sublisensr 

(1)  Biasanya lisensi tidak boleh dialihkan, ditransfer, disubli-sensikan, atau 

dijaminkan. 

(2)  Biasanya lisensi tidak boleh menggunakan penemuan untuk kepentingan 

pihak di luar perjanjian (pelatihan bagi pihak ketiga), tidak boleh 



 

membagi pemakaian secara komersial, tidak boleh menyewakan, atau 

tidak boleh menggunakan penemuan untuk layanan lain. 

(3) Pembatasan penggunaan dilakukan pada lokasi tertentu saja. 

e)    Hak atas Source Code. 

(1) Apakah lisensi perlu memperoleh atau mempunyai akses kepada kode 

sumber? Seberapa praktisjika boleh. 

(2)  Kestabilan lisensor 

(3)  Source code escrow dan pilihannya 

(4) Pembatasan terhadap kapan source code dapat diakses atau digunakan 

(5) Apakah updating source code dimungkinkan bagi lisensi. 

f)    Pemilikan atas penemuan 

(1)   Menyatakan pemilikan lisensor atas seluruh hak, hak cipta, merek, dan 

seluruh hak pemilikan lainnya dalam penggunaan produk dan dokumen 

terkait 

(2) Pengakuan akan rahasia dagang 

(3) Pembatasan akses di bagi pegawai, konsultan, atau pihak ketiga 

(4)  Pemilikan merupakan representase lisensor atas penemuan. 

(5)  Masalah pemilikan berkaitan dengan modifikasi lisensee. 

(6)   Pemilikan akan salinan diciptakan pengguna. 

g)    Ketentuan pembayaran 

(1) Jadwal pembayaran 

(2)  Potongan 



 

(3) Pembayaran dalam kaitan dengan penerimaan lisensi atas pengujian 

produk 

(4)  Fee atas keterlambatan 

(5)   Biaya pengiriman barang 

(6)  Penjualan, pengunaan, hak milik, pajak pertambahan nilai, dan jenis pajak 

lain selain pajak yang didasarkan pada penerimaan lisensor 

h)   Prosedur penerimaan 

(1) Hak untuk menguji dilakukan pada periode waktu yang ditentukan. 

(2)  Hak untuk menolak dan akibat penolakan 

i)     Pelatihan 

(1) Skopa pelatihan disediakan lisensor. 

(2)  Biaya 

(3)  Lokasi 

(4) Jumlah peserta 

(5) Pelatihan pegawai baru setelah pelatihan awal 

j)    Jaminan/Worranfes 

(1)  Lisensor akan memberikan warranty yang sangat terbatas, misalnya syarat 

jaminan atas kerusakan fisik dan pengerjaannya, hanya berlaku sembilan 

puluh hari pertama. 

(2) Lisensee boleh meminta warranty bahwa paling tidak penemuan berfungsi 

dalam fungsi yang digambarkan dalam dokumen. 

(3) Jangka waktu warranty. 

(4) Prosedur pemberitahuan terhadap lisensor tentang kerusakan 



 

(5)  Prosedur dan waktu tanggapan untuk perbaikan atas masalah yangterjadi 

(6)  Modifikasi atas produk akan menghapus warranty. 

(7)  Disclaimer secara eksplisit oleh lisensor mengenai:  

(a), kemampuan untuk diperdagangkan.  

(b). kecocokan bagi tujuan terkait.  

(c). dioperasikan bebas dari kesalahan, dan  

(d). warranties lainnya, baik yang tersurat maupun tersirat selain yang 

secara eksplisit dinyatakan dalam perjanjian. 

k)   Pembatasan tanggung jawab lisensor 

(1) Lisensor tidak bertanggung jawab atas kerusakan tidak langsung, khusus, 

kecelakaan, dan kerusakan karena akibat yang wajar, baik dalam kontrak, 

perbuatan melawan hukum, maupun tanggung jawab produk. 

(2)Lisensor tidak bertanggung jawab atas kehilangan keuntungan/ 

pendapatan/data /atau penggunaan atau biaya dari produk pengganti, baik 

karena masalah kontrak, perbuatan melawan hukum, maupun tanggung 

jawab produk. 

(3)  Pembatasan dilakukan terhadap Jumlah total kerusakan, misalnya seluruh 

atau sebagian fee lisensi yang dibayarkan. 

(4)   Pemendekan pengaturan batasan dimulainya tindakan sejakkerusakan 

terjadi (misalnya enam bulan atau satu tahun).  

 

I)     Hak inspeksi. 



 

Lisensor berhak untuk menginspeksi pekerjaan lisensi apakahdilakukan sesuai 

dengan isi perjanjian).  

m)   Layanan pendukung dan pemeliharaan 

(1)   Ruang lingkup layanan pendukung dan pemeliharaan 

(2) Waktu tanggapan lisensor untuk mengatasi masalah 

(3)  Pembayaran 

(4) Dibolehkannya penaikan harga 

(5)  Hubungan dengan perjanjian terpisah 

n)   Tidak mengungkap informasi rahasia 

(1)  Persetujuan untuk menyimpan berbagai informasi rahasia 

(2) Jangka waktu kerahasiaan 

(3)   Lingkup informasi yang dilindungi; Jangka waktu persetujuan, harga, dan 

informasi lain yang ditentukan sebagai rahasia 

(4)   Pengecualian 

Pengecualian meliputi: 

(a) informasi yang merupakan bagian dari milik umum (publicdomain) 

tanpa adanya tindakan dari pihak lain;  

(b) informasi yang merupakan penguasaan pihak lain secara sari sebelum 

adanya pengungkapan; 

(c)  informasi yang secara sah diperoleh dari pihak ketiga tanpa ada 

pembatasan atas pengungkapan 

(d)  informasi yang secara independent dikembangkan, dan 



 

(e) Perjanjian untuk mengambil langkah-langkah yang wajar agar membuat 

karyawan bertindak sesuai dengan batasan kerahasiaan 

o)   Denda atas pelanggaran 

(1)  Lingkup denda 

(2)  Pemberitahuan kepada lisensor tentang klaim tidak adanya pelanggaran 

(3)  Pengawasan dan penyelesaian oleh lisensor 

(4)  Pilihan kepada lisensor untuk menggantikan atau memperbaiki produk 

p)   Pengakhiran perjanjian 

(1)  Hak lisensor untuk mengakhiri; 

(2)  Hak lisensee untuk mengakhiri; 

(3)  Gagal bayar dan sengketa tentang pembayaran yang disyaratkan; 

(4) Akibat pengakhiran kontrak, kelangsungan (survival) akan hakdan kewajiban 

pembayaran; 

(5) Pengembalian barang, dokumen, dan salinan produk setelah pengakhiran 

kontrak; 

(6) Kewajiban lisensi berhenti menggunakan barang setelah pengakhiran 

kontrak; 

(7) Sertifikasi oleh lisensi mengenai berhentinya menggunakan produk setelah   

pengakhiran  dan   pengembalian  produk, salinan dan dokumen.  

q)    Masalah khusus lain. 

(1)  Klausula most favored nation; 

(2)   Perlindungan harga; 

(3)  Pemasangan; 



 

(4)  Konfigurasi perangkat keras (misalnya untuk produk perangkat lunak 

komputer). 

r)    Lain-lain 

(1)   Hukum yang mengatur; 

(2) Yurisdiksi, misalnya sebab-sebab tindakan hanya dapat digugat di negara 

ternpat kantor prinsipal dari lisensor berada; 

(3) Pemberitahuan; 

(4) Hubungan antarpihak; 

(5) Penafsiran terhadap isi kontrak; 

(6)  Fee pengacara; 

(7)  Force mojeure. 

2)   Isi Perjanjian Lisensi 

Isi atau materi muatan yang ada dalam perjanjian lisensi merupakan kebebsan para 

pihak dalam menentukan isi perjanjian atau isi perjanjian lisensi merupakan 

kebebasan berkontrak bagi para pihak yang melakukan perjanjian lisensi. 

 

C. Pengaturan Hukum Peralihan Hak Cipta Melalui Pewarisan Menurut UU No. 

28 Tahun 2014  

 

Pemindatanganan hak cipta melalui pewarisan pada prinsipnya setiap orang 

dapat dipastikan mempunyai keluarga dan mempunyai harta kekayaan walaupun 

misalnya nilai hartanya tidak seberapa. Di samping itu adakalanya pewaris semasa 

hidupnya mempunyai hutang. Hutang yang ditinggalkan pewaris juga merupakan 

kekayaannya, karena yang disebut harta kekayaan itu meliputik aktiva dan passiva yang 

berupa hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. 



 

Ketika seseorang meninggal dunia maka terutama yang menyangkut harta 

peninggalannya, adalah warisan menjadi terbuka dan mulai saat itu terjadi peralihan 

harta kekayaan pewaris. Warisan merupakan salah satu bentuk pengalihan hak kekayaan 

karena dengan meninggalnya seseorang berakibat harta kekayaannya beralih kepada ahli 

warisnya.  

Mengenai ahli waris yang berhak mewaris dalam hukum waris mengenai 

adanya prinsip garis keutamaan yang dibagi menjadi 4 (empat) golongan ahli waris. 

Ahli waris golongan pertama adalah keturunan pewaris yaitu suami atau istri yang masih 

hidup dan anak, dan keturunannya (cucu/cicit). Apabila anak pewaris masih hidup maka 

cucu tidak dapat mwaris karena kedudukannya masih terhimpit oleh orang tuanya. Cucu 

baru tampil mewaris setelah orang tuanya (anak pewaris) telah tiada.  

Ahli waris golongan kedua adalah orang tua yaitu bapak dan ibu pewaris. Ahli 

waris golongan ini baru tampil mewaris apabila ahli waris golongan pertama tersebut 

tidak ada. Kemudian untuk ahli waris golongan ketika yaitu saudara pewaris dan baru 

berhak mewaris setelah ahli waris golongan kedua sudah tidak ada.  

Selanjutnya mengenai ahli waris golongan adalah paman dan bibi pewaris. 

Pada prinsipnya sama dengan di atas, bahwa mereka baru berjhak mewaris setelah 

ketiga golongan sebelumnya telah tiada semuanya. 

Peralihan hak cipta karena warisan juga berlaku prinsip-prinsip hukum waris 

sebagaimana disebutkan di atas. Hal cita merupakan salah satu harta kekayaan pewaris 

yang menjadi objek warisan. Hak cipta dapat diwariskan setelah pencipta atau 

pemegang hak cipta (pewaris) meninggal dunia. Ahli waris yang berhak mewaris 

diutamakan adalah golongan pertama dan apabila tidak ada baru ahli waris golongan 



 

berikutnya. Jika ahli warisnya lebih dari satu orang tidak menjadi masalah dalam 

menerima warisan karena hak cipta dapat dimiliki oleh mereka secara bersama-sama.  

Sebagaimana diketahui bahwa sejak ciptaan diwujudkan berakibat munculnya 

hak cipta terhadap ciptaan tersebut, ini berarti sejak saat itu hak cipta mulai berlaku. 

Pencipta resmi memiliki hak untuk menerbitkan ciptaanya, menggandakan ciptaannya, 

mengumumkan ciptaannya, dan melarang pihak lain untuk melipatgandakan dan/atau 

menggunakan secara komersial ciptaannya. Semua sesuatu tentu ada awalnya dan ada 

akhirnya. Demikian juga dengan hak cipta tidak terlepas dari masa berlakunya atau ada 

batas waktunya. Masalah berlakunya hak cipta tidak sama antara ciptaan yang satu 

dengan yang lain karena dipengaruhi oleh sifat ciptaan dari kelompok hak ciptanya. Ada 

dua macam sifat ciptaan yaitu yang sifatnya asli (original) dan sifatnya turunan 

(derivatif). Masa berlakunya juga bergantung pada jenis ciptaan atau "objek" hak 

ciptanya, serta apakah objek itu diterbitkan atau tidak diterbitkan. Hak cipta berlaku 

dalam jangka waktu terbatas, dan lamanya berbeda-beda tiap negara. Sebagai suatu hak 

yang mempunyai fungsi sosial, maka hak cipta mempunyai masa berlaku tertentu. Hal 

ini untuk menghindarkan adanya monopoli secara berlebihan dari si pencipta. 

Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta, jangka waktu berlakunya suatu hak cipta adalah sebagai berikut: 

3. Masa Berlaku Hak Moral 

Hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu dalarn hal:  

a. Tetap mencantumkan atau tidak menrantumkan namanya pada salinan 

sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; 

b. Menggunakan nama aliasnya atau samarnya; dan 



 

c. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, 

modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau 

reputasinya. 

Hak moral pencipta berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas 

ciptaan yang bersangkutan, yaitu dalam hal: 

c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; 

d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan. 

4. Masa Berlaku Mak Ekonomi Pasal 58  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

28 Tahun 2014 tentang hak cipta menyebutkan bahwa  

Perlindungan hak cipta atas ciptaan :  

j. Buku pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya  

k. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya  

l. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan  

m. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks  

n. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim 

o. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, 

seni pahat, patung, atau kolase  

p. Karya arsitektur  

q. Peta  

r. Karya seni batik atau seni motif lain, 

Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun 

setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 

berikutnya. 



 

Mengenai pemindahtanganan hak cipta bahwa benda ini dapat beralih atau 

dialihkan oleh pemegangnya. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 

2014 telah diatur tentang hal tersebut, bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik 

sebagian atau seluruhnya karena: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, 

atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Yang dapat beralih atau dialihkan hanya hak ekonomi saja, sedangkan dilakukan 

secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.  

Pada prinsipnya setiap orang mempunyai keluatga dan mempunyai harta 

kekayaan walaupun misalnya niiai harta kekayaan itu tidak seberapa. Hutang yang 

ditinggalkan pewaris juga merupakan kekayaannya, karena yang disebut kekayaan itu 

meliputi aktiva dan pasiva yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. 

Ketika seorang meninggal dunia maka terutarna yang rnenyangkut harta 

peninggalannya, menjadi terbuka dan mulai seat itu terjadi peralihan harta kekayaan 

pewaris. Hak Cipta merupakan salah satu harta kekayaan pewaris yang menjadi Objek 

warisan. Warisan merupakan salah satu bentuk pengalihan harta kekayaan karena 

dengan meninggalnya seseorang berakibat harta kekayaannya beralih pada ahli 

warisnya. 

Hukurn waris (erfrechfj yaitu seperangkat norma atau aturan yang mengatur 

mengenai berpindahnya atau beralihnya hak dan kewajiban (harta kekayaan) dari orang 

yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli wans) yang 

bertiak menerimanya, Atau dengen kata lain, hukum waris yaitu peraturan yang 



 

mengatur perpindahan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada satu atau 

beberapa orang lain. 

Menurut Mr. A. Pitlo, hukum waris yaitu suatu rangkaian ketentuan -ketentuan, 

di mana, berhubung dengan meninggalnya seorang, akibat- akibatnya di dalam bidang 

kebendaan, diatur, yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang 

meninggal, kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, 

maupun dengan pihak ketiga. 

Di dalam membicarakan hukum waris maka ada 3 hal yang perlu mendapat 

perhatian, di mana ketiga hal ini merupakan unsur - unsur pewarisan: 

1. Orang yang meninggal dunia /pewaris / erflater  

Pewaris ialah orang yang meninggal dunia dengan meningalkan hak dan kewajiban 

kepada orang lain yang berhak menerimanya. Menurut Pasal 830 KUH perdata, 

pewaris hanya berlangsung karena kematian. Menurut ketentuan Pasal 847 KUH 

Perdata, segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah 

kepunyaan sekalian harta warisnya menurut undang-undang – undang sekedar 

terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambil setelah  ketetapan yang sah. 

Dengan demikian, menunjt KUH Perdata ada dua macam waris. Hukum waris yang 

disebut pertama, dinamakan Hukum Waris ab intestate (tanpa wasiat). Hukum waris 

yang kedua disebut Hukum Waris waris atau testamentair erfrecht. 

2.   Ahli waris yang berhak rnenerima harta kekayaan itu / Erfgenaam. 

Ahli waris yaitu orang yang masih hidup yang oleh hukjm diberi hak untuk 

rnenerima hak dan kewajiban yang ditinggal oleh pewaris. Lalu, Perdata, anak yang ada 

dalam kandungan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamanakeperluan si anak 



 

menghendaki. Jadi, dengan demikian seorang anak yang ada dalam kandungan, 

walaupun belum lahir dapat mewaria karena dalam pasal ini hukum membuat fiksi 

seakan - akan anak sudah dilahirkan. 

Ahli wans ini didasarkan atas hubungan darah dengan si pewaris alau para 

keluarga sedarah. Ahli waris ini terdiri atas 4 gotongan. Gofongan I, terdiri dari anak - 

anak, suami (duda) dan istri (janda) si pewaris; Golongan II, terdiri dari bapak, ibu 

(orang tua), saudara - saudara si pewaris; Golongan III, terdiri dari keluarga sedarah 

bapak atau ibu lurus ke atas (seperti, kakek, nenek baik garis atau pa rice r bapak atau 

ibu) si pewaris; Golongan IV, terdiri dari sanak keluarga dan pancer samping (seperti, 

paman, bibi). 

Ahli waris menurut wasiat (testamentairefrecht) ahli waris ini didasarkan atas 

wasiat yaitu dalam pasal 874 KUH Perdata, setiap orang yang diberi wasiat secara sah 

oieh pewaris wasiat, terdiri atas, testamentair erfgenaam yaitu ahli waris yang mendapat 

wasiat yang berisr suatu erfstelling (penunjukkan satu ataubeberapa ahli waris untuk 

mendapat seluruh atau sebagian harta peninggalan); legataris yaitu ahli waris karena 

mendapat wasiat yang isinya rnenunjuk seseorang untuk rnendapat berapa hak atas 

benda tertentu, hak untuk memungut hasil dan seluruh atau sebagian dari harta waris 

Jadi, dengan demikian ada tiga dasar untuk menjadi ahli waris, yaitu, ahli waris 

atas dasar hubungan darah dengan si pewaris, ahli wans hubungan perkawianan dengan 

si pewaris, ahli warisatas dasar wasiat.  

3. Harta Waris 

Hal - hal yang dapat diwarisi dari si pewaris, pada prinsipnya yang da pat 

diwarisi  hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan. Hak dan 



 

kewajiban tersebut berupa, Aktiva (sejumlah benda yang nyata ada dan atau berupa 

tagihan atau piutang kepada pihak ketiga, selain itu juga dapat berupa hak irnateriii, 

seperrj, hak apta); Passive ( sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak 

ketiga maupun kewajiban lainnya).  Dengan demikian,  hak dan kewajiban yang timbul 

dari hukum keluarga tidak dapat diwariskan.  

Hak dan kewajiban ahli waris adalah sebagai berikut : 

1. Hak Ahli Waris 

Setelah terbukanya warisan ahli waris mempunyai hak atau diberi hak untuk 

menentukan sikapnya antara lain: menerima warisan secara penuh, menerima 

dengan hak untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan atau menerima 

dengan bersyarat, dan hak untuk menolak warisan. 

2. Kewajiban Ahli Waris 

Adapun   kewajiban   dari   seorang   ahli  waris,  antara   lain   memelihara keutuhan  

harta  peninggalan sebelum  harta  peninggalan  itu  dibagi, pewaris jika pewaris 

meninggalkan hutang, dan melaksanakan wasiat jika pewarismeninggalkan wasiat. 

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, sehingga hak cipta dapat dialihkan, 

baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, 

atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Hak dapat yang 

beralin karena pewarisan terjadi berdasarkan ketertuan undang-undang sehingga 

kepemilikan beralin kepada ahli waris karena ketentuan undang-undang, beralih 

otornatls sejak meninggalnya pemilik hak, meskipun dapat juga dialihkan dengan akta 

disaat pewaris hidup. Kedudukan ahli waris dalam pewarisan diatur dalam Kitab 

Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (BUKU II KUH Perdata tentang 



 

Kebendaan) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tanun 2014 tentang 

Hak Cipta (UUHC) pengaturan pewarisan hak cipta diatur sesuai dengan hukum waris 

berdasarkan KUH Perdata yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang 

setelah meninggal dunia dengan cara cara perpindahannya harta kekayaan itu kepada 

orang lain. 

 

 

 

BAB IV 

 HUKUM PERALIHAN HAK CIPTA MELALUI PEWARISAN BELUM 

BERBASIS NILAI KEADILAN  

 

A. Jangka Waktu Perlindungan Hak Ekonomi yang Terlalu Lama 

Pasal 8 UUHC 2014 menyatakan bahwa “hak ekonomi merupakan hak eksklusif 

Pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”. Sedangkan Pasal 9 UUHC 

2014 merinci hak ekonomi dalam hal ; penerbitan, penggandaan, penerjemahan, 

pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, pendistribusian atau salinannya, 

pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan. 

Eksklusivitas hak ekonomi yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak 

cipta adalah dengan berbagai keistimewaan untuk membuat berbagai penggunaan dari 

karya ciptanya seperti yang tercantum dalam pasal 9 UUHC 2014 tersebut diatas. 

Pada umumnya hukum hak cipta memberikan batasan terhadap hak ekonomi 

pencipta. Batasan dimaksud berbeda-beda ditiap-tiap Negara, namun kebanyakan 



 

mencakup pengecualian bagi tindakan yang dianggap sebagai “fair use or fair dealing” 

terhadap ciptaan tersebut. Misalnya memperbanyak untuk penelitian, kritik, maupun 

review, mengkopi karya untuk penggunaan pribadi, serta pengecualian terhadap 

perpustakaan dan arsip. 

Biasanya hak eksklusif dari ekonomi itu dibatasi jangka waktunya. The Berne 

convention memberisan masa berlaku hak ekonomi tersebut sampai dengan 50 tahun 

setelah penciptannya meninggal dunia. Sedangkan Amerika Serikat dan Negara Uni 

Eropa dan Australia memberikan masa perlindungan hak ekonomi lebih lama lagi yaitu 

sampai dengan 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Setelah masa 

perlindungannya berakhir maka karya cipta tersebut menjadi milik umum ( public 

domain) oleh karena itu dapat direproduksi, dan dieksploitasi tanpa persetujuan pemilik 

hak cipta.
421

   Di Kanada, berlangsung seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah 

penciptanya meninggal dunia.
422

 

Public domain digunakan untuk menunjuk karya-karya yang hak intelektualnya 

tidak berlaku atau dengan istilah lain tidak dilindungi oleh hak ciptadan akhirnya karya 

tersebut menjadi milik public. Oleh karena itu karya tersebut bias dipergunakan oleh 

siapa pun. Public domain tidak hanya berlaku untuk karya music, namun semua karya 

mulai dari film hingga buku.  

Public domain merupakan istilah hukum yang artinya “tidak memiliki hak 

cipta”. Ada tiga kategori utama karya public domain : 
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 Derek Bosworth dan Elizabeth Webster, the management of intellectual property: new 

horizons in intellectual property, Cheltenham, Uk, Massachusetts, USA, eedward elg horizons ar 

publishing limited, 2006, hal.65 
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 Wilkinson, Margaret ann dan Natasha gerolami, “the author as agent of information policy, 

the relation between economic  and moral rights in copyright, “government information quarterly 26, 

2009, hal. 95 



 

3. Karya yang otomatis menjadi public domain adalah yang tidak bias 

dilindungi oleh hak cipta, misalnya judul,  nama, slogan, symbol yang 

dilindungi oleh hak paten atau hak merek. 

4. Karya yang memang diperuntukkan untuk public domain oleh pembuatnya, 

dan karya yang hak ciptanya sudah kadaluarsa, karena ada batas-batas 

tertentu yang batsan ini tidak sama di setiap Negara, bergantung pada 

peraturan di Negara masing-masing. 

Di Indonesia hak cipta akan valid hingga 70 tahun setelah kematian sang 

pencipta. Artinya jika si pencipta meninggal dunia tahun 2016, maka karyanya akan 

menjadi public domain 70 tahun kemudian. Tetapi kalau karya tersebut dimiliki oleh 

dua atau lebih pencipta maka masa berlaku hak cipta tersebut sampai dengan 70 tahun 

setelah pencipta yang terakhir meninggal dunia. 

Istilah public domain pertama sekali tahun 1886 pada sebuah persetujuan 

internasional yaitu bern convention di Swiss. Konvensi ini mewajibkan setiap Negara 

anggota untuk melindungi hak cipta dari masing-masing Negara yang ikut 

menandatanganinya. Sebelum diterapkannya convensi bern, undang-undang hak cipta 

hanya berlaku bagi karya yang diciptakan di Negara bersangkutan. Akibatnya suatu 

karya bias dilindungi hak cipta di negaranya, namun dapat disalin dan dijual di Negara 

lain secara bebas. 

Pada dasarnya konvensi bern ini mejadi tolak ukur minimum yang harus 

dipenuhi oleh undang-undang hak cipta dari masing-masinga Negara. Convensi bern 

menyatakan bahwa semua karya (kecuali fotografi dan sinematografi) akan dilindungi 



 

sekurang-kurangnya selama 50 tahun setelah si penciptanya meninggal dunia. Namun 

masing-masing Negara diperbolehkan memberikan jangka waktu yang lebih lama.  

Untuk pengaturan jangka waktu hak cipta tersebut maka muncul istilah rule of 

the shoterm atau comparison of term. Selain itu ada juga konvensi internasional lain 

yang melindungi hak cipta yaitu universal copy right convention (UCC) yang disetujui 

di Jenewa tahun 1952. 

Maka setelah itu mulai muncullah karya-karyayang lepas dari hak cipta dan 

untuk mengkategorikan karya-karya tersebut, diberikan kategori karya public domain. 

Untuk menggunakan karya-karya ini tidak ada izin apapun yang diperlukan. Karya-

karya mereka umumnya mewakili informasi penting yang dibutuhkan dikalangan 

akademik. Adanya karya public domain ini tentu saja membantu dalam proses akademik 

disekolah, kampus atau penelitian, misalnya tentang sejarah dan arsip budaya. Maka 

muncullah beberapa situs yang membantu pengarsipan karya-karya yang sudah 

termasuk dalam kategori public domain, misalnya https://musopen.org/ atau 

http://imslp.org/.  

Di Indonesia khususnya sesuai dengan UUHC 2014, suatu karya yang berhak 

cipta dapat dilepas ke umum apabila penciptanya meninggal dunia, kemudian ditambah 

70 tahun setelah meninggalnya pencipta karya. Indonesia pun melalui hak eksklusif 

dalam hak kekayaan intelektual (HKI) dibatasi oleh suatu jangka waktu perlindungan 

tertentu, dimana setelah jangka waktu perlindungan tersebut berakhir maka karya yang 

semula dimiliki secara eksklusif oleh sang pemegang HKI akan menjadi milik umum. 

Dengan demikian karya tersebut akan dapat dengan bebas dipergunakan olah siapa pun 

tanpa adanya kewajiban untuk meminta izin terlebih dahulu namun pada bagian ini 

https://musopen.org/
http://imslp.org/


 

hki.co.id belum menyajikan informasi terkait objek perlindungan hak cipta dan paten 

yang telah memasuki public domain di Indonesia, padahal ini bias menjadi arsip yang 

berharga juga sebagai panduan bagi mereka yang ingin mempergunakan karya-karya 

tersebut. 

Berikut ini beberapa wisdom internasional yang berkaitan dengan jangka waktu 

perlindungan hak cipta : 

6. Konvensi Bern 

Pasal II Protocol Stockholm mencantumkan kemungkinan untuk 

memperoleh lisensi (izin) secara paksa untuk menerjemahkan karya-karya 

luar negeri. Di samping itu juga memuat ketentuan mengenai pembatasan 

jangka waktu perlindungan hak cipta. Ketentuan yang diterima 50 tahun 

dalam Konvensi Bern (Pasal 7), untuk negara berkembang dengan protokol 

Stockholm dikurangi menjadi 25 tahun setelah meninggalnya si pencipta. 

7. Universal Copy Right Convention 

Pasal IV menentukan pembatasan jangka waktu hak cipta  selama hidup 

pencipta dan selama 25 tahun meninggalnya si pencipta. Pasal V ayat 2, 

Pasal V ter dan Pasal V bis mengatur tentang lisensi paksa dalam hal 

terjemahan-terjemahan. 

Jika kita kaitkan antara Pasal IV, Pasal IV bis, Pasal V, Pasal V bis, Pasal  V 

ternyata bahwa Universal Copyright Convention ini memberikan batasan m 

hadap hak monopoli pencipta. Artinya kepada seorang pencipta hasil suatu 

karyanya sebanyak mungkin digunakan untuk kepentingan umum, jadi Tidak 

untuk kepentingan pribadi semata-mata. Dalam hal ini yang banyak 



 

diperhatikan adalah untuk kepentingan negara-negara berkembang. Itulah 

sebabnya dalam Pasal V memberikan batasan-batasan tertentu terhadap hak 

si pencipta asli untuk terjemahan itu yang diupayakan untuk kepentingan 

pendidikan, penelitian, dan ilmu pengetahuan. 

Selanjutnya Sudargo Gautama menuliskan bahwa ketentuan Pasal V, Pasal V 

bis dan Pasal V inilah yang dijadikan sebagai dasar daripada protokol 

Stockholm 1967 Konvensi Bern.
423

 

Jika kita bandingkan antara Konvensi Bern dengan Universal Copy 

RightConventionperbedaannya terletak pada dasar falsafah yang dianutnya. 

Konvensi Bern menganut dasar falsafah Eropa yang menganggap hak cipta 

sebagai hak alamiah daripada si pencipta si pribadi, sehingga menonjukan 

sifat individualis yang memberikan hak monopoli. 

Sedangkan Universal Copy right Convention mencoba untuk memimpin 

temukan antara falsafah Eropa dengan falsafah Amerika (walaupun falsafah 

Amerika yang dikedepankan), yang memandang hak monopoli  yang 

diberikan kepada si pencipta diupayakan pula untuk memperhatikan 

kepentingan umum. Sehingga Universal Copy Rightconvention menganggap 

bahwa hak cipta itu ditimbulkan oleh karena adanya ketentuan yang 

memberikan hak seperti itu kepada pencipta. Sehingga ruang lingkup dan 

pengertian hak mengenai hak cipta itu dapat ditentukan oleh peraturan yang 

melahirkan hak tersebut. 

8. Kanada, Cina, Jepang dan Korea Selatan 
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 Ibid, halaman 278 



 

Sebuah karya berada di bawah publik domain jika pengarang/editor/penulis 

lirik terakhir telah meninggal lebih dari 50 tahun yang lalu.  

Contoh : 

karya apapun oleh Sergey Prokofiev berada di bawah public domain di 

kanada, karena ia meninggal pada tahun 1953. 

Hanya di kanada sebuah karya yang pertama dirilis setelah kematian 

pengarang/editor/penulis lirik dapat dilindungi hak cipta selama 50 tahun 

setelah tanggal publikasi pertama kali. 

9. Amerika serikat 

Karya apapun yang  dirilis sebelum tahun1923 berada dibawah public 

domain. 

Contoh :  

Piano Concerto No.1 milik Prokofiev berada di bawah publik domain AS, 

karena ia dirilis pada tahun 1912. 

Karya apapun pertama kali dirilis tahun 1923 sampai tahun 1977 dikenakan 

95 tahun perlindungan Undang-Undang Hak Cipta. 

Karya apapun yang pertama kali dirilis tahun 1978 dan tahun-tahun 

selanjutnya dikenakan perlindungan total umur hidup pencipta terakhir 

ditambah 70 tahun. 

10. Uni Eropa 

Sebuah karya berada dibawah public domain hanya jika 

pengarang/editor/penulis lirik telah meninggal 70 tahun yang lalu atau lebih. 

Contoh: 



 

Karya apapun oleh Maurice Rafael berada dibawah public domain di Uni 

Eropa, karena ia telah meninggal dunia pada tahun 1937. 

Namun, di Perancis perlindungan hak cipta karya music dikenakan 

perpanjangan periode perlindungan istimewa, kompensasi dari masa perang 

(perang dunia I dan II). Makauntuk pengarang yang telah meninggal sebelum 

1 Januari 1995, periode perlindungan hak ciptasetelah kematian pencipta 

adalah 78 tahun dan 120 hari untuk karya yang dirilis diantara 1 Januari 1921 

dan 31 Desember 1947, dan masa perlindungan 84 tahun dan 272 hari untuk 

karya yang dirilis sebelum 31 Desember 1920. Ini alas an mengapa tidak ada 

karya Ravel yang berada di public domain di Perancis, berbeda dengan 

Negara-negara Eropa lain. 

Sebuah karya yang pertama dirilis setelah kematian pengarang/editor/penulis 

lirik dikenakan perlindungan hak cipta minimal 25 tahun setelah pertama kali 

dirilis.  

Di Indonesia sendiri jangka waktu perlindungan hak ekonomi pencipta telah 

beberapa kali mengalami perubahan. Auteurswet 1912 hak cipta hanya dibatasi 

jhabngka waktunya sampai 50 tahun, tetapi dalam UHC 1982, dibatasi dibatasi hanya 25 

tahun. Kemudian dalam UHC No. 7 Tahun 1987 dan UHC No. 12 Tahun 1997 kembali 

menjadi selama hidup pencipta dan 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. 

Perubahan-perubahan dalam ketentuan tersebut membuktikan begitu kuatnya pengaruh 

budaya hukum asing ke dalam budaya hukum Indonesia. Ketika UHC 1982 dilahirkan, 

banyaka alasan yang dikemukakan sepanjang menyangkut filosofis fungsi sosial hak 

milik, dan disepakatilah jangka waktu hak cipta selama hidup di pencipta ditambah 



 

dengan 25 tahun setelah meninggalnya si pencipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta 

No. 19 Tahun 2002 jangka waktu pemilik hak cipta ditetapkan menjadi 50 tahun. 

Terakhir dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 khusus untuk ciptaan.  

d. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya  

e. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya  

f. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan  

g. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks  

h. Drama, drama musikal, tapi, koreografi, pewayangan dan pantomim 

i. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni 

pahat, patung atau kolase  

j. Karya arsitektur  

k. Peta  

l. Karya seni batik atau seni motif lain.  

Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) 

tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 

berikutnya.  

Khusus dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan 

hak cipta berlaku selam hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan 

berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudah terhitung mulai tanggal 1 Januari 

tahun berikutnya. Demikian juga untuk ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan 

hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan 

pengumuman.  



 

Ide mengenai pembatasan jangka waktu hak cipta, sebenarnya didasarkan atas 

landasan filosifis tiap-tiap hak kebendaan termasuk hak cipta fungsi sosial. Sehingga 

dengan diberinya pembatasan jangka waktu pemilihan hak cipta, maka diharapkan hak 

cipta itu tidak dikuasai dalam jangka waktu yang panjang di tangan si pencipta yang 

sekaligus sebagai pemiliknya. Sehingga dengan demikian dapat dinikmati oleh rakyat 

atau masyarakat luas sebagai pengejawantahan dari asas tiap-tiap hak mempunyai fungsi 

sosial. Meskipun kenyataannya tidak persis demikian. Selama ini hak cipta yang telah 

berakhir masa berlakunya hak menguntungkan pihak tertentu, khususnya pihak produser 

dalam hal karya cipta lagu dan pihak penerbit dalam hal karya cipta berupa buku atau 

hasil karya ilmiah lainnya. 

Dengan berakhirnya jangka waktu pemilikan tersebut jadilah karya cipta itu 

sebagai milik umum, suatu kuasa umum (publik domein). Pembatasan jangka waktu hak 

cipta yang tercantum dalam UHC Indonesia bukanlah satu-satunya peraturan hak cipta 

yang memberikan batasan. Dengan kata lain, di samping UH Indonesia pembatasan 

yang sama juga dikenal dalam Auteurswet 1912, Konvensi bern, Universal Copyright 

Convention dan berbagai-bagai Konvensi dan Kesepakatan Internasional dan berbagai-

bagai Konvensi dan Kesepakatan Internasional lainnya. 

Dalam Auteurswet 1912 hak cipta dibatasi sampai 50 tahun setelah 

meninggalnya si pencipta. Ketentuan yang demikian dapat dijumpai dalam Pasal 37-nya, 

yang merupakan pengambilalihan dari ketentuan Konvensi bern.  

Pada mulanya Konvensi Bern menentukan jangka waktu 50 tahun setelah 

meninggalnya si pencipta. Ketentuan yang demikian dapat dijumpai dalam Pasal 37-nya 

yang merupakan pengambilalihan dari ketentuan Konvensi Bern.  



 

Pada mulanya Konvensi Bern menentukan jangka waktu 50 tahun, namun 

setelah direvisi di Stoklholm Tahun 1967 jangka waktu tersebut dikurangi menjadi 25 

tahun, hal ini dimaksudkan memberikan kesempatan kepada negara berkembang untuk 

dapat menikmati karya cipta orang lain. Atas dasar ini pulalah UHC 1982, memberikan 

batasan 25 tahun, sesuai dengan maksud Indonesia untuk menjadi anggota Konvensi 

Bern pada masa datang, meskipun sampai pada hari ini kita tidak melihat realisasinya.  

Walaupun pembatasan jangka waktu pemilikan hak cipta 25 tahun tersebut 

merupakan :  

Ketentuan yang diambil alih dari Konvensi Bern dengan alasan agar 

mempermudah bila Indonesia menjadi salah satu anggota konvensi, tetapai 

dalam perkembangan selanjutnya yang akhir-akhir ini terlihat adanya upaya 

untuk menggantikan atau merevisi undang-undang hak cipta 1982, yang 

pembatasan jangka waktu hakim cipta tersebut, telah dinaikkan menjadi 50 tahun 

setelah meninggalnya si pencipta.
424

  

 

Sebenarnya mengenai pembatasan jangka waktu hak cipta adalah merupakan 

penjelmaan dari pandangan tentang hakikat pemilikan, dikaitkan dengan kedudukan 

manusia sebagai makhluk bermasyarakat,  dimana hak milik itu dianggap mempunyai 

fungsi sosial. Inilah yang kami maksudkan landasan filosofis dan budaya hukum yang 

dianut oleh suatu negara dalam perlindungan hak cipta tersebut.  

Sampai pada batas tertentu, memang hak cipta itu dimaksudkan untuk 

memerhatikan keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan 

perorangan dengan kepentingan umum (masyarakat luas).  

Dua kepentingan ini tidak dapat dipisahkan. Oleh hukum pengakuan milik 

perorangan dan milik umum kedua-duanya mendapat tempat dalam tatanan hukum tiap-
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tiap bangsa di dunia ini, sekalipun dasar filosofis negaranya berbeda. Di negara-negara 

penganut paham liberalis sama halnya juga di negara-negara penganut paham komunis, 

kedua-duanya menempatkan pengakuan adanya hak individu dan hak publik. Oleh 

karena itu dapatlah dimengerti bahwa pembatasan jangka waktu hak cipta itu adalah 

merupakan pertimbangan atas milik umum dan milik individu (perorangan). Bagi 

indonesia yang menganut Falsafah Pancasila, menempat keseimbangan atas dua kutub 

tersebut, pengakuan hak individu dan hak publik.  

Antara kepentingan individu dan masyarakat merupakan dwi tunggal yang tak 

dapat dipisahkan. Pancasila mempertemukan kedua pandangan ini. Bahkan jika kita 

bandingkan dengan negara yang masyarakatnya individualistis materialis sekalipun 

seperti Amerika Serikat, juga mengadakan pembatasan mengenai pemilikan hak cipta 

dalam undang-undang. Artinya pada suatu waktu hak cipta itu menjadi milik publik 

juga.  

Menurut penulis pemberian perlindungan hak cipta sampai dengan 70 tahun 

setelah pencipta meninggal dunia adalah berlebihan sebab ada kesan dengan masa 70 

tahun (sesama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah meninggal) pemilik hak cipta, 

UHC Indonesia tampaknya ingin menonjolkan hak individu. Oleh karena itu sangatlah 

tepat bahwa jangka waktu perlindungan UHC adalah 50 tahun setelah pencipta 

meninggal dunia seperti yang dimaksud dalam UHC sebelum yaitu Undang-Undang No. 

19 Tahun 2002. 

Hal tersebut sejalan dengan prinsip Hukum Islam yang dapat dilihat pada QS. 

Al-Hadid:7 sebagaimana berikut: 

QS. Al-Hadid:7 



 

ا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيِهِۖ  فَالهذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُو ِ وَرَسُولِهِ وَأنَْفِقُوا مِمه ا لَهُمْ أجَْرٌ آمِنُوا بِاللَّه

ي                                                                                            كَبِ   

Artinya: 

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari 

hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang 

yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya 

memperoleh pahala yang besar. 

 Berdasarkan penggalan ayat suci Al-Quran yang terdapat QS. Al-Hadid:7  

konsep hak milik dalam Islam tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan 

kesejahteraan semata, tetapi Islam berpandangan terhadap hak milik yang dimiliki hanya 

merupakan amanah. Dan sesungguhnya keseluruhan harta benda tersebut secara umum 

adalah hak milik masyarakat (umat). Sedangkan yang menjadi pemilik mutlak dari harta 

benda tersebut adalah Allah. Begitu juga dengan kepemilikan hak cipta, harus 

memberikan manfaat kepada masyarakat luas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BAB V 

REKONSTRUKSI HUKUM PERALIHAN HAK CIPTA MELALUI 

PEWARISAN BERBASIS NILAI KEADILAN 

 

A. Perlunya Rekonstruksi Hukum Peralihan Hak Cipta Melalui Pewarisan 

3. Prinsip Nilai Keadilan Pancasila 

Negara Republik Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan atas hak 

milik rakyatnya dalam konstitusi Negara. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan 

bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hak individu untuk 

memperoleh pengakuan hak milik itu lebih lanjut disebut dalam Pasal 28H ayat (4) 

UUD 1945 berbunyi “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak 

milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. 

Oleh sebab itu, pemahaman terhadap Hak Kekayaan Intelektual bukanlah 

merupakan domain hukum semata, akan tetapi ada domain-domain ilmu lainnya, seperti 

teknik, ekonomi dan politik. Namun, meskipun demikian sebagian besar pemahaman 

terhadap HKI haruslah berlandaskan pada pemahaman aspek hukum. Oleh karena itu 



 

kepentingan terbaik patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup 

umat manusia.
425

 

Prinsip utama pada hak kekayaan intelektual yaitu bahwa hasil kreasi dari 

pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektual tersebut, maka pribadi yang 

menghasilkan mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah (natural).Bukan hanya 

sepintas pemberian hak kepemilikan, Negara juga harus memberikan perlindungan 

hukum bagi pemilik kekayaan intelektual. Jika Negara tidak memberikan instrumen 

perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual tersebut terjadi kesewenang-

wenangan maka telah terjadi kemunduran hukum.  

Pancasila sebagai falsafah bangsa harus menjadi pandangan hidup dan wisdom 

Nasional atas seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, oleh 

karenanya harus sesuai dengan Pancasila yaitu sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan 

Beradab”.  Bahwa sila ke dua Pancasila memiliki makna koherensi sifat-sifat dan 

keadaan serta hakikat Negara dengan hakikat manusia yang bersifat “monopluralis”.
426

  

Kata “Kemanusiaan yang adil dan beradab” penegasannya dibagi atas kata adil dan 

beradab, sehingga Adil, dalam kaitannya dengan kemanusiaan yaitu adil terhadap 

dirinya sendiri, terhadap sesama manusia dan terhadap Tuhannya. Beradab, yaitu 

terlaksananya semua unsur-unsur hakikat manusia sebagai manusia yang bermartabat 
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setinggi-tingginya.
427

 Termasuk dalam hal ini hasil kreasi dari pekerjaan dengan 

memakai kemampuan intelektual. 

Sepintas konsep Hak Kekayaan Intelektual sangat menonjolkan individualism. 

Setiap hasil intelektual mendapat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan orang lain 

tidak dapat menggunakannya dengan sembarangan. Pemahaman ini menjadi beralasan 

karena struktur hubungan sosial masyarakat yang hingga kini dianut adalah 

kebersamaan atau komunalisme. Sebenarnya pemahaman di atas tidak sepenuhnya 

benar, sebab HKI hanya berupaya memberikan jaminan bagi setiap individu untuk 

menguasai dan menikmati secara eksklusif ciptaannya melalui Negara. Tentunya 

perlindungan hukum yang dimaksud adalah untuk kepentingan pemilik, baik pribadi 

maupun kelompok. 

Menurut Azyumardi Azra, revitalisasi Pancasila sebagai garis haluan bersama 

idiologis negara-bangsa Indonesia yang paling feasible dan sebab itu lebih bermanfaat 

bagi bangsa ini dimasa akan datang.
428

 Undang-undang sebagai produk legislasi 

nasional akan semakin sempurna apabila Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup 

dengan berbasis pada nilai Pancasila.
429

 Dengan revitalisasi nilai Pancasila dapat 

meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang ada, dengan menghilangkan 

diskriminasi sekecil apapun.   
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Menurut Yudi Latif Pancasila telah memberikan dasar kebudayaan, yakni 

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Ini merupakan prinsip humanisasi dalam 

Pancasila yang terbagi atas dua bagian, antara lain: 

3. Kemanusiaan berkeadilan; dan  

4. Kemanusiaan berkeadaban.
430

 

Maka diharapkan hukum Hak Kekayaan Intelektual yang telah dibentuk menjadi 

lebih responsif. Penulis berpendapat demikian dengan mengutip Philippe Nonet dan 

Philip Selznick yang menguraikan tentang hukum responsif. Philippe Nonet dan Philip 

Selznick mengatakan hukum responsif membawa janji bagi kehidupan sosial 

masyarakat, dimana hukum tersebut digunakan untuk merumuskan dan untuk 

selanjutnya mempertahankan keteraturan publik. Jadi perlindungan hukum Hak 

Kekayaan Intelektual tidak hanya mengutamakan individualisme melainkan juga secara 

komunal kelompok, apabila masyarakat itu telah menghasilkan karya intelektual. 

Hukum Hak Kekayaan Intelektual dibutuhkan oleh rakyat untuk melindungi ciptaannya 

dari gangguan pihak lain. 

 Seiring akselerasi perkembangan zaman dan khususnya di negara-negara maju 

yang umumnya memiliki sumber daya alam terbatas, masalah hak kekayaan intelektual 

(HKI) sangat dilindungi. Negara-negara maju misalnya Jepang dan Korea Selatanyang 

berorientasi pada industri HKI merupakan salah satu sumber pemasukan penopangan 

perekeonomian Negara.
431

 

                                                 
430

Syaiful Arif, Falsafah Kebudayaan Pancasila, Nilai dan Kontradiksi Sosialnya, Kompas 

Gramedia, Jakarta, 2016, halaman xv.  
431

Iman Sjahputra, Menggali Keadilan Hukum (Analisis Politik Hukum dan Hak Kkekayaan 

Intelektual), Alumni, Bandung, 2009, halaman 27. 



 

 Gustav Radbruch menyebut hukum merupakan sesuatu unsur kebudayaan, 

hukum mewujudkan salah satu nilai dalam kehidupan konkrit manusia, yaitu nilai 

keadilan, antara lain: 

4. Keadaan berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan; 

5. Finalitas atau kegunaan; 

6. Legalitas atau kepastian hukum.
432

 

Nilai keadilan yang telah disebutkan di atas dapat mewujutkan tertib sosial, 

karena tertib sosial mewujudkan keadaan yang serba teratur antara anggota masyarakat 

yang ada dalam satu Negara. Tertib sosial dalam masyarakat bukan berarti tidak ada 

pertikaian dan masalah hukum, tetapi semua pertikaian atau tindak pidana diselesaikan 

sesuai hukum yang berlaku yang berlandaskan Pancasila.
433

 Oleh karena nilai keadilan 

berdasarkan Pancasila dapat kita ambil satu tolak ukur bahwa hukum yang tidak adil 

bukan hukum. Karena keadilan hukum itu terletak pada hakekat hukum, sedangkan 

hukum kita harus sesuai dengan Pancasila.
434

 

Sila Kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Nilai 

keadilan sosial menjelaskan hukum dan keadilan bukan sesuatu yang mesti berjalan 

sendiri-sendiri, justru harus dilihat dan dijalankan sebagai satu kesatuan. Bila hukum 

dan keadilan bercerai berai, maka pada saat itu hukum telah kehilangan orientasi pada 

dirinya. Keadilan sosial adalah merupakan keadilan distributif yang sering disebut oleh 

orang adalah keadilan umum. Sesuai dengan pendapat H. Pesch ahli ekonomi Jerman 
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yang menggambarkan keadilan ada empat bentuk yaitu legal, komutatif, distributif, dan 

sosial.
435

 

Inti dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung cita-cita 

kemanusiaan yang memenuhi hakikat adil. Hal ini berarti harus dipenuhinya segala 

sesuatu wajib, hal ini merupakan isi arti sila keadilan sosial yang terdalam dan bersifat 

universal tetap dan tidak berubah. Keadilan sosial itu mempunyai rincian atau dirinci 

lebih lanjut dalam masyarakat maupun negara, sehingga merupakan dasar sosial bagi 

adanya keadilan sosial, semestinya mengandung keadilan sosial maupun wajib sosial.
436

 

Oleh karena itu dalam realisasinya keadilan sosial terdapat suatu kondisi 

sebagai berikut: 

5. Bahwa lingkungan keadilan sosial adalah hidup bersama kemanusiaan, baik 

dalam pengertian masyarakat, bangsa dan negara maupun dalam pengertian 

kehidupan secara nasional maupun internasional. 

6. Bahwa pihak-pihak yang wajib menyelenggarakan keadilan sosial, adalah 

masyarakat, bangsa dan negara terhadap warganya masing-masing, dan 

sebaliknya para warga masyarakat, bangsa dan negara wajib menyelenggarakan 

keadilan sosial (dalam lingkup nasional).  

7. Bahwa pada setiap individu senantiasa terdapat suatu kepentingan maupun 

kebutuhan yang tidak mungkin dapat dipenuhi sendiri (karena di luar 

kemampuannya). Oleh karena itu kepentingan dan kebutuhan tersebut hanya 

dapat dipenuhinya dengan bersama-sama manusia lainnya. 

8. Bahwa untuk kepentingan bersama semua kepentingan dan kebutuhan harus 

terpelihara dengan keadilan sosial, dan hal ini dengan sendirinya termasuk juga 

kepentingan dan kebutuhan hidup dan lingkungan hubungan hidup terhadap 

diri sendiri maupun terhadap Tuhan sebagai kuasa prima. 

 

Berdasarkan pengertian keadilan sosial di atas disimpulkan sebagai berikut: 

4. Bahwa dalam hidup bersama itu harus terdapat suatu keadilan sosial, karena 

hanya dengan demikianlah kepentingan dan kebutuhan hidup setiap warga 

manusia, bangsa dan Negara dapat saling terpenuhi. Pada hakikatnya keadilan 

sosial adalah merupakan bawaan kodrat manusia yang memiliki kepentingan 
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dan kebutuhan hidup mutlak, dan sebenarnya hal ini yang menjadi pangkal 

dasar dari keadilan sosial. 

5. Dengan demikian maka keadilan sosial merupakan bawaan kodrat, tertanam 

dalam hati sanubari mansuia. 

6. Bahwa keadilan sosial adalah merupakan bawaan dari sifat kodrat manusia 

monodualias, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.
437

 

 

Pencapaian keadilan sosial sangat memerlukan perangkat kerja yang dijalankan 

secara integral, hal ini tak bisa begitu saja menyerahkan kepada hukum semata, akan 

tetapi pelbagai aspek yang dapat mendorong ranah keadilan itu hadir.
438

 Keadilan 

Pancasila salah satunya adalah keadilan sosial yang berparadigma kemanusiaan, karena 

keadilan adalah ukuran yang kita pakai dalam memberikan perlakuan terhadap obejk di 

luar diri kita. Objek yang ada di luar diri kita ini adalah manusia. Oleh karena itu ukuran 

tersebut tidak dapat dilepaskan dari arti yang kita berikan kepada manusia atau 

kemanusiaan, tentang konsep kita mengenai manusia.
439

Apapun rumusan keadilan yang 

hadir dalam setiap permasalahan, kita dapat melihat hubungannya dengan hakikat 

tentang manusia.  

Sebagian melihat hakikat manusia berada pada sisi kebebasan atau 

kemerdekaan. Manusia tampil pada ciri yang hidup untuk bebas, kebebasan merupakan 

milik yang berharga dari diri manusia, untuk itu manusia senantiasa ingin 

mempertahankan dan meraihnya. Berdasarkan keyakinan demikian, maka keadilan 

disini dikonsepkan suatu suasana yang memberikan kesempatan bagi kemerdekaan 

manusia untuk dapat berkembang secara seksama. Salah satunya adalah Negara 

memberikan perlindungan terhadap karya intelektual yang dihasilkan oleh 

masyarakatnya dan bagaimana sistem perundang-undangan mengakomodir 
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perlindungan tersebut agar memberikan keuntungan komersial bagi pemilik merek 

sebagai hak kekayaan intelektual dan Negara. 

Keadilan sosial menjadikan manusia menjadi pusat perhatian yang amat serius, 

segala modalitas yang ia miliki harus diarahkan untuk kepentingan manusia. Keadilan 

berparadigma manusia tidak berhenti pada apa yang tampak, tapi ia mesti dapat dirasa 

bahkan dapat dibatinkan dalam relung hati. Keadilan sosial akan menjadi benteng 

terakhir bagi manusia, manakala ia mendapatkan keraguan atas nama keadilan itu 

sendiri. Keadilan sosial berjiwa luwes berpikir sangat pancasilais bila ia diartikan 

sebenar-benarnya. Karena pelbagai stuktur yang ada di dalamnya mesti menghadirkan 

konsep pengaturan yang tidak merenggut harga diri dan martabat manusia dari rasa 

kemanusiaannya. Oleh karena itu keadilan sosial tidak mau meminjam atribut pemikiran 

bangsa lain, ia setia berada pada basis sosial akar kultur paradigma bangsanya, yaitu 

Pancasila.  

Keadilan sosial berparadigma kemanusiaan akan hadir bila bangsanya 

menjalankan cara berhukum dengan tenggangrasa, toleran, solidarity, humanis, rasa 

malu, dan kasih sayang. Karena nilai-nilai pokok yang terkandung dalam hukum kita 

selama ini berlaku yaitu keamanan, ketertiban.
440

 Sejatinya dari situlah rasa 

kemanusiaan orang Indonesia dibangun. Bila ia memahami kebebasan, bukan kebebasan 

individualistik, melainkan bebas yang bernilai keadaban, sehingga Pancasila 

memberikan watak kemanusiaan tidak semata-mata hanya adil tapi juga penuh dengan 
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keadaban.
441

Hasil kreatifitas manusia itu memiliki nilai ekonomi yang menjadi 

kekayaan bagi penciptanya. Pengakuan atas kekayaan intelektual tersebut menjadi salah 

satu bukti paradigma konsepsi ekonomi yang dimiliki pengetahuan melalui Hak 

Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Konsekuensi logis bagi setiap 

kekayaan yang dimiliki individu adalah perlindungan dan pengakuan atas hak milik 

individu tersebut. Upaya memperoleh perlindungan dan pengakuan atas hak milik ini 

merupakan salah satu motivasi individu untuk bergabung dengan individu lain yang 

akhirnya membentuk masyarakat, yang dalam skala besar disebut “Negara”. 

4. Hak Asasi Manusia (HAM) 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

penuh dengan pernyataan (deklarasi) dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat, 

martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan sangat asasi.
442

 Pernyataan 

itu antara lain ditegaskan bahwa hak setiap bangsa akan kemerdekaan, kehidupan yang 

bebas, tertib dan damai, hak membangun bangsa mencapai kemakmuran dan 

kesejahteraan, berkedaulatan, bermusyawarah dan berperwakilan, berkebangsaan, 

berprikemanusiaan, berkeadilan, berkeyakinan yang berketuhanan Yang Maha Esa. 

Pernyataan-pernyataan dalam pembukaan UUD 1945, jelas mengandung jiwa dan 

semangat yang tidak jauh berbeda dengan Universal Declaration of Human Rights, 

(UDHR) yang diterima dalam sidang umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948.
443
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Aspek Hak Asasi Manusia (HAM) yang terdapat dalam UUD 1945 yang 

merupakan sumber hukum dalam pembentukan perturan perundang-undangan secara 

normatif menjadi dasar dan alasan untuk dilakukan rekonstruksi atas perundang-

undangan yang belum lengkap dan belum mengatur kepentingan-kepentingan bagi 

subjek hukum yang dituju oleh pembentuk undang-undang. Aspek HAM yang terdapat 

dalam hukum perdata, pidana dan beberapa konsentrasi hukum lainnya harus 

berpedoman terhadap keadilan. Keadilan memang susah untuk dijelaskan, menurut 

Pembukaan UUD 1945 alinea pertama menyatakan bahwa "Sesungguhnya kemerdekaan 

itu ialah hak segala bangsa dan.... perikemanusiaan dan perikeadilan". Kata perikeadilan 

menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menghendaki kehidupan yang menjunjung tinggi 

keadilan, merdeka dari segala ketidakadilan dan segala sesuatu yang tidak adil, termasuk 

penjajahan harus dihapuskan. Pembukaan UUD 1945 alinea kedua menyatakan bahwa 

"dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesiayang merdeka, bersatu, berdaulat, 

adil dan makmur". Kata keadilan dalam kalimat tersebut menunjukkan kemerdekaan 

untuk mewujudkan keadilan. 

Apalagi berdasarkan dasar Negara Indonesia adalah Negara Hukum
444

, salah 

satu unsur Negara hukum adalah demokrasi. Konstitusi yang demokrasi menurut Dahl 

mengandung beberapa unsur lain yaitu, pernyataan hak-hak asasi manusia (HAM), 

pernyataan hak-hak sosial dan ekonomi, bentuk Negara kesatuan atau federal, lembaga 

legislatif dengan satu kamar atau dua kamar, pengaturan kekuasaan yudukatif, sistem 
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pemereintahan presidensial atau parlementer, pengaturan mengenai amandemen 

konstitusi dan referendum serta sistem pemilihan.
445

 

Dilihat dari sudut hukum dan teknik perundang-undangan, semua pembuatan 

undang-udang disamping harus memperhatikan teknis perundang-undangan yang 

mengenal hierarki, maka seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Negara 

kita ini harus bersumber dan berdasar pada UUD 1945.
446

 Dikarenakan UUD 1945 

merupakan sumber hukum yang paling tinggi. 

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama di hadapan hukum”. Hak individu untuk memperoleh pengakuan hak milik 

itu lebih lanjut disebut dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 berbunyi “setiap orang 

berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih 

secara sewenang-wenang oleh siapapun”. 

Ada dua teori secara filosofi terkait bahwa anggapan hukum bahwa Hak 

Kekayaan Intelektual adalah suatu sistem kepemilikan (property). Teori tersebut 

dikemukakan oleh John Locke yang sangat berpengaruh di Negara penganut tadisi 
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hukum common law sistem.
447

 Dan Hegel yang berpengaruh pada Negara yang penganut 

tradisi hukum civil law sistem.
448

 

John Locke mengajarkan konsep kepemilikan (property) kaitannya dengan Hak 

Asasi Manusia (Human Right) dengan pernyataannya “life, liberty, property”.
449

 Locke 

manyatakan bahwa semula dalam status naturalis (state of natura) suasana tentram dan 

tidak ada hukum positif yang membagi kepemilikan atau pemberian wewenang 

seseorang tertentu untuk memerintahkan orang lain. Selanjutnya John Locke 

mengatakan ada dua macam hak yakni: 

3. Liberty right that areas free of duty; 

4. Clain right that areas where the rightholder is owed a duty by others.
450

 

 

Istilah milik berasal dari bahasa Arab yaitu milk. Milik secara lughowi diartikan 

sebagai “memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya. Istilah 

milik didefinisikan sebagai suatu iktisas yang menghalangi orang lain.
451

 

Berdasarkan prinsip iktisas pada hak kepemilikan, pemilik dapat menghalangi 

pihak-pihak lain menggunakan hak miliknya tanpa sepengetahuan. Begitu juga terhadap 
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pencipta atau pemilik hak cipta. Adapun hak milik dalam pandangan hukum islam dapat 

dibedakan menjadi: 

3. Hak milik yang sempurna (milk tam) yaitu kepemilikan yang meliputi 

penguasaan terhadap bendanya (zatnya) dan manfaatnya (hasil) benda secara 

keseluruhan; 

4. Hak milik yang kurang sempurna(milkum naqish)disebut demikian karena 

kepemilikan tersebut hanya meliputi bendanya saja, atau manfaatnya saja.
452

 

Berdasarkan uraian di atas baik secara konteks UUD RI Tahun 1945 maupun 

secara hukum islam (Al-Quran) konteks hak milik itu sama-sama harus diberi 

perlindungan (protecks) terhadap pihak-pihak yang ingin menggunakan tanpa hak atau 

persetujuan dari pemilik hak.  

Secara tujuan perlindungan, hukum barat dan hukum islam sama-sama 

memberikan perlindungan terhadap hak milik, hanya berbeda pada prinsip mendapatkan 

serta proses, tetapi untuk segi tujuan perlindungan terhadap hak milik tersebut, prinsip 

hukum islam jelas dapat dilihat pada QS. Al-Hadid:7 sebagaimana berikut: 

QS. Al-Hadid:7 

ا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيِهِۖ  فَالهذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُو ِ وَرَسُولِهِ وَأنَْفِقُوا مِمه ا لَهُمْ أجَْرٌ آمِنُوا بِاللَّه

                                                                كَبِي                             

Artinya: 

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari 

hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang 
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yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya 

memperoleh pahala yang besar. 

 Berdasarkan penggalan ayat suci Al-Quran yang terdapat QS. Al-Hadid:7  

konsep hak milik dalam islam tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan 

kesejahteraan semata, tetapi islam berpandangan terhadap hak milik yang dimiliki hanya 

merupakan amanah. Dan sesungguhnya keseluruhan harta benda tersebut secara umum 

adalah hak milik masyarakat (umat). Sedangkan yang menjadi pemilik mutlak dari harta 

benda tersebut adalah Allah. Begitu juga dengan kepemilikan hak cipta, harus 

memberikan manfaat kepada masyarakat luas. 

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan Negara kepada seseorang 

atau sekelompok orang untuk menggunakan dan mendapatkan manfaat ekonomi dari 

kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Hak Cipta merupakan kekayaan 

yang didapat dengan menempuh proses intelektual. Istilah Hak Kekayaan Inelektual 

merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR)sebagaimana diatur dalam 

undang-undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan WTO (Agreement Establishing 

The World Trade Organization). Pengertian Intellectual Property Right sendiri adalah 

pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual 

manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak 

asasi manusia (human right). Yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, 

kemakmuran serta kesejahteraan sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD RI 

Tahun 1945 alinea kedua menyatakan bahwa "dan perjuangan pergerakan kemerdekaan 

Indonesiayang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". 



 

Pada abad keempat sebelum masehi, munculnya landasan filosofis HKI dimulai 

sejak dikemukakannya ide penghargaan bagi pencipta atau penemu atas kreasi 

intelektual yang berguna bagi masyarakat. Dalam berbagai diskusi Aristoteles kerap 

sekali mengkritik secara tajam pendapat Hippomandamus dari Miletus, yang 

mengajukan sistem penghargaan (reward sistem) bagi mereka yang berjasa membuat 

penemuan bagi masyarakat. Proposal Hippomandamus menyatakan bahwa “if you 

reward the creators of useful things, you get mor useful things. Atas proposal ini 

Aristoteles berpendapat bahwa “a such systemm of individual reward may otherwise 

reduce social welfare...a reward for revealing information to the state wold give rise to 

frauduent calaims of discovery of makfeassance on the part of publik officials”.
453

 

Maka membiarkan hukum yang tidak baik sehingga menyebabkan pelanggaran-

pelanggaran terhadap hak cipta merupakan kesalahan besar oleh Negara. Karena sangat 

tidak dimungkinkan lagi memisahkan hukum dengan keadilan serta kepastian. 

Membebaskan konsep hukum dari ide keadilan cukup sulit karena secara terus-menerus 

dicampur adukkan secara politis terkait dengan tendensi ideologis untuk membuat 

hukum terlihat sebagai keadilan.
454

 

 

B. Rekonstruksi Yuridis 

4. Masa perlindungan hak ekonomi yang terlalu lama 

  Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 : Perlindungan hak 

cipta atas ciptaan :  

k. Buku pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya  
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l. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya  

m. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan  

n. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks  

o. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim 

p. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, 

seni pahat, patung, atau kolase  

q. Karya arsitektur  

r. Peta  

s. Karya seni batik atau seni motif lain, 

t. Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) 

tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 

berikutnya. 

Dengan berakhirnya jangka waktu pemilikan tersebut maka karya cipta itu 

sebagai milik umum.  

Sebenarnya mengenai pembatasan jangka waktu hak cipta adalah merupakan 

penjelmaan dari pandangan tentang hakikat pemilikan, dikaitkan dengan kedudukan 

manusia sebagai makhluk bermasyarakat,  dimana hak milik itu dianggap mempunyai 

fungsi sosial. Inilah yang kami maksudkan landasan filosofis dan budaya hukum yang 

dianut oleh suatu negara dalam perlindungan hak cipta tersebut.  

Sampai pada batas tertentu, memang hak cipta itu dimaksudkan untuk 

memerhatikan keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan 

perorangan dengan kepentingan umum (masyarakat luas).  



 

Dua kepentingan ini tidak dapat dipisahkan. Oleh hukum pengakuan milik 

perorangan dan milik umum kedua-duanya mendapat tempat dalam tatanan hukum tiap-

tiap bangsa di dunia ini, sekalipun dasar filosofis negaranya berbeda. Di negara-negara 

penganut paham liberalis sama halnya juga di negara-negara penganut paham komunis, 

kedua-duanya menempatkan pengakuan adanya hak individu dan hak publik. Oleh 

karena itu dapatlah dimengerti bahwa pembatasan jangka waktu hak cipta itu adalah 

merupakan pertimbangan atas milik umum dan milik individu (perorangan). Bagi 

indonesia yang menganut Falsafah Pancasila, menempat keseimbangan atas dua kutub 

tersebut, pengakuan hak individu dan hak publik.  

Antara kepentingan individu dan masyarakat merupakan dwi tunggal yang tak 

dapat dipisahkan. Pancasila mempertemukan kedua pandangan ini. Bahkan jika kita 

bandingkan dengan negara yang masyarakatnya individualistis materialis sekalipun 

seperti Amerika Serikat, juga mengadakan pembatasan mengenai pemilikan hak cipta 

dalam undang-undang. Artinya pada suatu waktu hak cipta itu menjadi milik publik 

juga.  

Menurut penulis pemberian perlindungan hak cipta sampai dengan 70 tahun 

setelah pencipta meninggal dunia adalah berlebihan sebab ada kesan dengan masa 70 

tahun (sesama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah meninggal) pemilik hak cipta, 

UHC Indonesia tampaknya ingin menonjolkan hak individu. Oleh karena itu sangatlah 

tepat bahwa jangka waktu perlindungan UHC adalah 50 tahun setelah pencipta 

meninggal dunia seperti yang dimaksud dalam UHC sebelum yaitu Undang-Undang No. 

19 Tahun 2002. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstruksi hukum UUHC 2014 sebagai berikut: 

 

No. 

Pasal UUHC 2014 

Sebelum 

Direkonstruksi 

Kelemahan Pasal UUHC 2014 

sehingga perlu Direkonstruksi, 

karena: 

Pasal UUHC setelah 

Direkonstruksi 

 



 

No. 

Pasal UUHC 2014 

Sebelum 

Direkonstruksi 

Kelemahan Pasal UUHC 2014 

sehingga perlu Direkonstruksi, 

karena: 

Pasal UUHC setelah 

Direkonstruksi 
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Pasal 58 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 

2014 : Perlindungan hak 

cipta atas ciptaan :  
j. Buku pamflet, dan 

semua hasil karya tulis 

lainnya  

k. Ceramah, kuliah, 
pidato dan ciptaan 

sejenis lainnya  

l. Alat peraga yang 

dibuat untuk 

kepentingan 

pendidikan dan ilmu 

pengetahuan  

m. Lagu atau musik 
dengan atau tanpa teks  

n. Drama, drama 

musikal, tari, 

koreografi, 
pewayangan dan 

pantomim 

o. Karya seni rupa dalam 

segala bentuk seperti 
lukisan, gambar, 

ukiran, kaligrafi, seni 

pahat, patung, atau 

kolase  
p. Karya arsitektur  

q. Peta  

r. Karya seni batik atau 

seni motif lain  
berlaku selama hidup 

pencipta dan terus 

berlangsung selama 70 

(tujuh  puluh) tahun setelah 
pencipta meninggal dunia, 

terhitung mulai tanggal 1 

Januari tahun berikutnya. 

 

 

Jangka waktu Perlindungan 

hukum hak cipta yang terlalu 

lama sehingga kurang 

memperhatikan fungsi sosial 

dari hak cipta itu sendiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 58 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 : 

Perlindungan hak cipta atas 

ciptaan :  
j. Buku pamflet, dan semua 

hasil karya tulis lainnya  

k. Ceramah, kuliah, pidato 

dan ciptaan sejenis lainnya  
l. Alat peraga yang dibuat 

untuk kepentingan 

pendidikan dan ilmu 

pengetahuan  

m. Lagu atau musik dengan 

atau tanpa teks  

n. Drama, drama musikal, tari, 

koreografi, pewayangan 
dan pantomim 

o. Karya seni rupa dalam 

segala bentuk seperti 

lukisan, gambar, ukiran, 
kaligrafi, seni pahat, 

patung, atau kolase  

p. Karya arsitektur  

q. Peta  
r. Karya seni batik atau seni 

motif lain  

berlaku selama hidup pencipta 

dan terus berlangsung selama 50 
(lima puluh) tahun setelah 

pencipta meninggal dunia, 

terhitung mulai tanggal 1 Januari 

tahun berikutnya. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstruksi atas Pasal58 ayat (1) Undang-Undang No. 28Tahun 2014 tentang 

hak cipta bersifat yuridis atau rekonstruksi yuridis yang sesuai dengan sila kedua 

Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan juga sila kelima Pancasila 



 

“keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.  Rekonstruksi yuridis atas Pasal58 ayat 

(1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sesuai dengan nilai-nilai 

yang berlaku di Negara Indonesia khususnya wisdom Pancasila. Terlebih Pasal 28D ayat 

(1) UUD 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 

hukum”. Hak individu untuk memperoleh pengakuan hak milik itu lebih lanjut disebut 

dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 berbunyi “setiap orang berhak mempunyai hak 

milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-

wenang oleh siapapun”.Dengan dilakukannya rekonstruksi atas Pasal 58 ayat (1), 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta akan membawa dampak positif 

bagi perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak cipta khususnya terhadap 

kepemilikan hak cipta melalui pewarisan serta dengan hukum telah sesuai dengan teori 

hukum progresif dan mencerminkan keadilan bagi warga Negara yang memiliki hak 

cipta melalui pewarisan. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 



 

A. Kesimpulan 

2. Jangka waktu perlindungan hak cipta menurut Pasal 58 ayat (1) UUHC 2014 adalah 

berlangsung terus seumur hidup pencipta sampai dengan 70 tahun setelah pencipta 

meninggal dunia. Pengaturan hukum peralihan hak cipta melalui pewarisan menurut 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur berdasarkan Pasal 

16 ayat (2).  

5. Pengaturan hukum peralihan hak cipta melalui pewarisan sesuai dengan UUHC 

2014 di Indonesia belum berbasis nilai keadilan karena masa perlindungan hak 

moral yang terlalu lama yaitu sampai dengan 70 tahun setelah pencipta  meninggal 

dunia adalah berlebihan sehingga ada kesan masa 70 semasa hidup pencipta 

ditambah 70 tahun setelah meninggal dunia, UUHC 2014 lebih menonjolkan hak 

individu, padahal setiap ciptaan juga memiliki fungsi sosial.  

6. Rekonstruksi Hukum Peralihan Hak Cipta melalui Pewarisan Berdasarkan Nilai 

Keadilan adalah merevisi pasal 58 ayat (1) UUHC 2014 terhadap jangka waktu 

perlindungan hak cipta menjadi seumur hidup pencipta sampai dengan 50 tahun 

setelah pencipta meninggal dunia.  

 

B. Saran 

2. Pengaturan mengenai peralihan hak cipta melalui pewarisan terutama terhadap Pasal 

58 ayat (1) sebaiknya oleh negara dilakukan perubahan, revisi maupun rekonstruksi 

sehingga lebih jelas, lebih tegas tentang kedudukan, posisis, keadaan serta kepastian 

hukum terhadap kepemilikan hak cipta setelah penciptanya meninggal dunia  agar 

tidak terjadi kesewenang-wenangan dan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terkait. 

 

 

 

 

 

 

 



 

C. Implikasi 

3. Implikasi teoritis 

Secara teoritis, temuan penelitian tentang “rekonstruksi hukum peralihan 

hak cipta melalui pewarisan berbasis nilai keadilan” ini menunjukkan bahwa 

konsep masa perlindungan hak cipta menurut UUHC No. 28 Tahun 2014 adalah 

selama hidup pencipta sampai dengan 70 tahun setelah penciptanya meninggal 

dunia adalah berlebihan dan terkesan sangat individualis ditengah kultur budaya 

bangsa Indonesia yang komunal dan kekeluargaan. Sehingga dipandang perlu 

untuk di revisi menjadi 50 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Hal ini 

dimaksudkan agar tercipta keseimbangan kepentingan antara perorangan dengan 

komunal (masyarakat luas). 

4. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian disertasi ini sebagai masukan bagi pemerintah/eksekutif dan 

Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimasa 

yang akan datang , terutama dalam kaitannya dengan hukum peralihan hak cipta 

melalui pewarisan berbasis nilai keadilan khususnya dalam hal masa 

perlindungan hak cipta, sehingga membentuk peraturan-peraturan yang mengatur 

tentang hak cipta pada umumnya dengan konsep keadilan bagi semua pihak. 

 Penelitian ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakat luas 

terutama buat para pembaca bahwa hak cipta dapat diwariskan sebab hak cipta 

adalah benda tidak bergerak dan tidak berwujud sehingga dapat di miliki oleh 

pencipta. Namun hak cipta tersebut dibatasi hak kepemilikannya yaitu selama 

hidup pencipta sampai dengan 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. 
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